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Menuju Demokrasi: 
Pemilu dan Kepartalan 

Perjalanan Bangsa Indonesia dalam mempraktikkan demokrasi, 

	

khususnya demokrasi substansial, bagaikan pekerjaan dan pembelajaran 	 Pe rj 
yang tidak akan pernah usai. "Bongkar-pasang' sistem kepartaian dan sistem 

	

pemilu dari/atau pilkada di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk 	 • • 
dikaji dan dipahami sebagai suatu proses pematangan demokratisasi. 	 fD 

	

Dari situ kita akan selalu "dikejar oleh tuntutari untuk dapat menjawab 	 - 
pertanyaan besar dan sulit: "Apa sebetulnya sistem kepartaian dan sistem 

	

kepemiluan yang paling tepat bagi Indonesia?". Untuk menjawab itu, mau 	 'p 	 - 

tidak mau kita harus menelusuri kembali tentang bagaimana sejarah 
demokrasi dan partai itu lahirdi dunia ml. Hakikat demokrasi dan spirit awal 
didirikannya partal politik dalam peradaban manusia adalah pengetahuan 

mutlak yang harus kita miliki terlebih dahulu sebagai pondasi dalam 0 . 0  

menganalisa dinamika kepemiluan dan kepartaian di Indonesia. Tanpa hal itu, 
tentunya masyrakatakan terjebak pada pemahaman hahwa masalah pemilu 
d 

CIL 

	

n n1&ldII kpdr Iaimt hHnyalh macalah elit pnhltlk' ynj tidak perlu mQrQfr.a 	 • 
kuasaijuga mi berbahaya bagi demokrasi. 

	

Atas dasai ilulrili IiIrikri Mkii ml uwriyajlkan latar bIakang bagalmana 	 :
CL 

demekrasi dan kep6rtaial, liii laliji, Lidydillidlia IJiki,iIiIiuII k'dLiariya dl 

	

tengah-tengah dunia, dini harjaimana prjaIanan Bangsa lndoneia dalam 	 • 

	

mngimplemntaikan sernangiit lhirnya domoIcroi don koportoian itu. 	 • rj 
Otatis, peninjauan atau penelahan terhaclap pemilu-pemilu dan pilkada- om 	 • 	: 
Okada yang prnaI, diseIeIlIjyd,dkdrl di Intinnecia arthlah suatu knlayaan. 

	

Tentu saja Buku mi Liddk hanya menawarkan pendalaman uraian 	 : • 	- - 

	

mengerlal fakta-fakLa Yd11y dUd tin kit FH-nnikl dan plikada, tetapl Juga 	 ' 	p 

	

mcmberiknri mntiri rrii1iln9ai atau pellukildil iuIwilywildi pwuIyItIpuuIcJn 	 . 	.  

pelaksanaan pemilii dan piIkuda berdasarkan pembelajaran srta evaluasi 
dan pesta-pesta demokrasi yang pernahadadilndonesia.  
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Kata Pengantar 

Perjalanan demokrasi Indonesia sebenarnya ben ih-benih awalnya 
bukan hanya terjadi dirnasa setelah kernerdekaan dengan segala 
perubahan sisteni politiknya. Tetapi benih-benih awal perjalanan 
tadi sudah mulai menjadi bagian dari keinginan rneraih 
kemerdekaan untuk segera diwujudkan yang juga dirnulai pada 
masa kekuasaan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial 
terpaksa hams memberikan konsesi bagi kalangan yang disebut 
rokoh-tokoh pergerakan di tengah kondisinya berhadapan 
dengan tekanan kelompok humanisrne di dalam negerinya yang 
mengajukan alasan pentingnya ditegakkan politik etis. Tekanan 
mi mendorong adanya reevaluasi untuk langkah-langkah ke arah 
dihidupkannya pendidikan bagi warga di negeri jajahan dalam 
rangka tuntutan kemanusiaan tadi dan bahkan rnulai dihukanya 
peluang untuk berserikat dan berkumpul di sektor non politik 
kornunitas setempat. Dengan segala kontroversi perilaku coer-
cive dan spionase sepihak penguasa kolonial Belanda, yang 
rnengakhiri pemerintahannya di Indonesia di tahun 1942, dan 
oleh Jepang yang mengakhiri pendudukannya di tahun 1945, 
benih-benih sangat awal untuk perjalanan menuju dernokrasi 
tadi sudah dimulai. Kesadaran bagi pentingnya kebebasan 
berdemokrasi sudah tentu juga berada dalarn ruangan secara 
sangat terbatas dalarn hal berekspresi menyampaikan segenap 
pendapat dan berserikat tersebut. Di tengah keterbatasan ruang 
politik itulah para tokoh-tokoh republiken saling berdebat 
untuk mempersiapkan hal-hal mendasar hagi upaya mencapai 
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kemerdekaan pada saat nantinya setelah negara Republik 
Indonesia (RI) diprokiarnasikan. 

Setelah kemerdekaan diproklamasikan 17 Agustus 1945,   
rnclalui Makiumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 
Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan legislatif pada 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNTP), maka disatu pihak 
peluang kebebasan yang diraih dalam ekspresi herkumpul 
menyampaikan pendapat dan berserikat semakin lebih lapang 
setahap derni setahap dihandingkan saat penjajahan. Tetapi di 
lain pihak, sistem politik dernokrasi konstitusional yang sering 
secara ideologis "diplesetkan" sebagai era liberal di Indonesia 
dengan sistem multi partai justru dianggap bagi sebagian 
kalangan dianggap telah melahirkan kondisi instabilitas. Sekali 
lagi, kondisi yang kurang positif tadi, meskipun secara analisis 
akademis sering diperdebatkan, dialamatkan sebagai akibat dan 
penerapan sistem multi partai yang sedang gairah tumbuh saat 

itu. mi melahirkan reaksi balik yang berkeinginan 
rnenyederhanakan sistem kepartaian, atau bahkan pernah 
disampaikan o!eh Presiden Soekarno disaat peringatan Han 
Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1956 dengan judulnya yang 
sangat kritis bagi demokrasi sipil yaitu "Kuhurkan Partai Politik". 

Perjalanan kepartaian dalarn sistem politik yang demokratis 
ingin ditegakkan tentu bukan hanya hisa dijalankan melalui 
modal semangat emosional semata, tetapi dituntut harus benar -

benar dilandaskan pada rasionalitas instrumen pokok dan 
bahkan hingga detail sarana penunjangnya. Kebijakan rezim 
yang berkuasa inerniliki pengaruh yang signifikan dalam 
perjalanan kepartaian dirnasa-masa selanjutnya yaitu setelah 
dilaksanakannya Pernilu 1955 sebagai pemilu monumental bagi 
awal demokrasi Indonesia yang pertarna kali diselenggarakan. 
Sementara itu, beberapa pergolakan daerah yang terjadi 
menjelang penghujung tahun lima puluhan dan dianggap telab 
memhahayakan keutuhan negara Indonesia yang belum terlalu 
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larna mei-aih kemerdekaan, turuu menyurnbangkan gagasan bagi 
kondisi pentingnya ikatan stabilitas politik dipulihkan. Gagasan 
tadi herujung pada keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di tengah 
kebuntuan bagi konstituante mernutuskan Undang-Undang Dasar 
pengganti UUD Sementara Tahun 1950, yang pada gi!irannya 

mengembalikan !andasan konstitusional negara kepada UUD 
1945. Sukar dipungkiri adanya dukungan militer saat itu terhadap 
keluarnya dekrit presiden tadi yang rnerasa kepentingan organisasi 
korps nya terganggu terutarna terhadap perilaku kalangan sipil 
kepartaian. Rujukan atas pentingnya bagi rezim dalam melakukan 
restrukrurisasi keparraian niulai mengemuka setelah sistem politik 
demokrasi terpimpin diterapkan yang berlaku sarnpai pada 
pertengahan tahun enampuluhan. 

Arnbruknya sistem politik demokrasi rerpimpin dan lahirnya 
pemerintahan Orde Bani di bawah kekuasaan auroritariannya 
dianggap telah mampu memaksakan penyederhanaan secara 
sepihak, setelah Pernilu 1971 diselenggarakan. Hal mi diberlakukan 
semenjak proses rekayasa politik kepartaian sebagai bagian dan 
paket kebijakan di ringkat perundang-undangan di hidang politik 
mu!ai dilaksanakan. Sehingga, sejak Pernilu 1977, 1982, 1987, 1992 
dan 1997,   kontestasi di antara organisasi peserra pemilu (OPP) 
hanya terjadi antara PPP, PDI, dan Golkar. Golkar sendiri 
cenderung enggan menggunakan isti!ah partai politik, yang dikala 
sistem politik Orde Baru, istilah partai politik seolah-olah dianggap 
kurang positif dimata puhlik. Konotasi merendahkan martabat 
parrai politik demikian jelas menyesatkan dalam kerangka 
menibangun sisrern politik yang benar-benar demokratis dan 
bahkan menjadi bagian esensial clarl agenda pembangunan 
politik. Rezirn pernerinrahan Orde Baru uampaknya berusaha 
menjalankan ideologi pembangunan ekonomi dengan landasan 
stabilitas politik yang tersirat didefinisikan pada pembatasan 
partisipasi masyarakar. Ideologi pembangunan ekonomi itu 
seo!ah dipertentangkan dengan kehebasan berekspresi 
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menyampaikan pendapat dan berserikat, termasuk pula pada 

ranah kehidupan kepartaian. 

Puncak dari pengendalian partai politik di Indonesia bisa 
dianggap ketika berlaku paket kebijakan dibidang politik 
sebagaimana dipancarkan mela!ui Undang-undang Kepartaian 
dan Ormas ditahun 1985. Pemberlakuan Pancasila sebagai satu-
satunya asas bagi partai politik dan ormas mengundang 
perdebatan tergolong cukup hangat, meskipun tidak menyolok 
dipaiiggung politik saat itu, utamanya dikalangan terbatas 
akademisi, yang dianggap rnenghilangkan kebhi nekaan aliran 

dan asas ciri dirnasirig-masing kekuatan sosial politik. Tetapi 
perjalanan sejarah mernbuktikan bahwa rezim Orde Baru di 
bawah kepernimpinan Presiden Soeharto telah berhasil 
melanggengkan ideologi pembangunan ekonomi dengan fondasi 
stabilitas politik dan kernenangan mayoritas multak Golkar 

sebagai parry of the roller atau sebaliknya bukan sebagai the 

rolling party. Tragisnya, dua kekuatan politik partai yang ada, 
hasil kebijakan penyederhanaan atau fusi kepartaian di tahun 
1973, yaitu PDI dan PPP, cenderung berada di pinggiran 
perolehan dukungan politik pada setiap hasi! pernilu Orde Baru. 

Krisis ekonomi asia di tahun 1997, tepatnya di sektor rnoneter, 
telah berimbas kepada Indonesia, dan setahun kemudian tepatnya 
di bulan Mei 1998, yang berakibat pada luinpuhnya rezim saat itu 
dan diikuti oleh tumbangnya kekuasaan Soeharto. Tumbangnya 
kekuasaan tadi sukar dipungkiri herjalan "agak di luar dugaan", 
karena Socharto dengan segenap apparatus birokrasi negara, baik 
sipil dan militer, cenderung rnasih kuat posisinya terhadap gerakan 
inkonvensional oposisi massa, utamanya aksi mahasiswa yang saling 
berhadap-hadapan. Krisis 1998 teldi melahirkan peristiwa kelam 
terjadinya kerusuhan di beberapa tempat yang pada akhirnya 
mernaksa Soharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Ri dan 
dilkuti oleh naiknya Wakil Presiden B.J. Habibie ketika itu 
rnenggantikannya sebagai Presiden RI ke 3. Dimasa inilah dan 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 vii 

sesudahnya, bangsa Indonesia mulai memperoleh ruang 
kebebasan politik sipil yang jauh !ebih lapang dibandingkan saat 
masa Orde Baru yang sepanjang lebih dari tiga dasawarsa 
sebelumnya, selalu sangat dibatasi ruang partisipasinya. 

Realisasi amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, dan diikuti 
oleh lahirnya serangkaian kebijakan yang memberikan peran 
bagi partai yang !ebih luas dalam sistem polirik di era yang disebut 
era reformasi sangat dirasakan dinamikanya sejak Pernilu 1999,   
2004, 2009, 2014, hingga 2019. Bahkan, pada masa Pernilu 2019 
mulai berlaku pola keserentakan dalarn Pemilu Presiden, Pemilu 
Anggota DPR. Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD 
provinsi dan Pernilu Anggota DPRD kabupaten/kota, yang 
didorong oleh keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 
55/PUU-XVII/2019. Hal rneridasar dari rangkaian perjalanan 
agenda pemilu dimasa reformasi tadi adalah tingkat persaingan antar 
partai politik semakin tajam, termasuk dalam upaya 
mempertahankan atau merebut segmen pemilih di setiap daerah 
pemilihan (Dapil). Arena persaingan pernilu tadi semakin diperkuat 
oleh penerapan sistem pernilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah secara herpasangan untuk dipilih Iangsung o!eh rakyat ketika 
mulai diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terltang 
Pernerintahan Daerah. Bahkan, seperti halnya agenda pernilu, bagi 
pilkada juga diterapkan desain keserentakan pcnyenggaraannnya 
sejak Pilkada 2015, 2017, dan 2018, serra yang belum ter!ampau 
lama dilaksanakan adalah Pilkada serentak di 270 daerah di tahun 
2020. Untuk kasus Pilkada serentak 2020 mi ada catatan 
khususnya yang berheda dengan pilkada-pilkada sebe!umnya, 
karena diselenggarakan di tcngah pandemik Covid 19. 

Bagi parrai-partai tampaknya agenda pcmilu dan pilkada 
merupakan tantangari dan sekaligus peluang dalarn membangun 
kapasitas kelembagaannya. Bahkan, pada konteks pilkada, 
lahirnya pasangan calon dari jalur perseorangan menjadi pilar 
politik tersendiri bagi !ahirnya arena persaingan menuju 
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kekuasaan yang lebih luas. Pada titik mi fenomena politik 

kepartaian di era reformasi tarnpaknya belum mampu menjawab 
secara signifikan tantangan dan peluang kclernbagaan dimaksud. 

Hal mi menjadi peringatan lampu kuning dalam arah 
pembaruan kepartaian di Indonesia, utamanya pada saar agenda 
pemilu serentak yang akan menggabungkan pemilu presiden, 
pemilu legislatif di pusat dan daerah, dengan pemilihan kepala 
daerah direricanakan akan diselengarakan serentak di tahun yang 

sama, yaitu tahun 2024 mendatang. 

Fenomena yang ada adalah kalaupun gerak organisasinya 
yang diarahkan bagi bangunan polirik partisan untuk meraih 
kckuasaan dalam jangka pendek, memang diakui sudah berjalan 
secara massifdan signifikan kemajuannya. mi sebagaimana dilihat 
pada pola koalisi yang secara cair dibangun oleh partai-partai dalam 
mengisi jabatan-jabatan di kernenterian pemerintahan atau 
lembaga ekstra struktural lainnya, termasuk di Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau bahkan di tingkat Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) sekalipun. Tetapi gerak organisasinya dalam 
kerangka rnembangun fundamental kebangsaan di setiap sektor-
sektor yang ada masih helurn berlaku secara utuh terintegrasi satu 
sama lain. Gerak organisasi tadi bagi kepartaian yang belum utuh 
kontribusi kebangsaannya, adalah akibat fungsi-fungsi esensial 
demokrasi kelernhagannya yang tidak rnaksimal dijalarikan. Hal 

mi tampak pada proses kaderisasi dari fungsi rekrutmen yang belum 
mampu menjangkau setiap struktur keanggotaan dan pengurus di 
setiap tingkat organisasi partai. Dcmikian halnya rnenyangkut 
akumulasi dukungan hagi pelaksanaan fungsi pendidikan politik 
yang masih terbatas di kalangan partai-partai papan aras, utamanya 
yaitu melalui antara lain menibuka sekolah partai politik, temu 
kader secara rutin dan berjenjang, dan sebagainya. Parrai di lapisan 
papan menengah atau apalagi yang berada di lapisan papan 
bawah, tampaknya masih harus berjuarig lcbih keras lagi dalam 
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membangun gerak organisasi kepartalan dalam fungsi-fungsi 
kelembagaannya. 

Di samping itu, satu titik paling crusialbagi rangkaian gerak 
organsiasi partai dalam demokrasi di indonesia adalah 
menyangkut pembiayaan polirik kepartaian yang masih harus 
diperjuangkan lebih lanjut dalarn rangka ikut menopang 
akunrahilitas publik. Hal mi menandakan hahwa desain sistem 
politik demokrasi bagi Indonesia masih tertiaggal di arena 
keperluan revisi UU kepartaiannya dibandingkan UU di bidang 
politik lainnya, menyangkut UU tentang pemilu dan pilkada nya. 
Pengantar mi tidak akan mengulas lebih lanjut rnengenai segala 
dampak dari ketimpangan gerak organisasi partai dalam 
pembaruan elemen pembiayaan kegiatannya sehari-hari dan di 
lingkup kelernbagaannya dalam jangka menengah dan jangka 
panjang. Hal mi karena seringkali te!ah men jadi wacana dan berita 
yang cukup hangat dimuat dalarn media massa konvesional dan 
perbincangan di media sosial di komunitas-komunitas tertentu 
secara terbatas. Tetapi hal yang jelas bahwa perjalanan demokrasi 
Indonesia rampaknya menicriukan perjuangan lebih lanjut agar 
pemilu sehagai instrumen kedaulatan rakyat benar-benar tidak 
terjerembab pada rekayasa kepentingan elit atau kelompok sesaat. 

Buku yang ditulis o!eh Aryojati Ardipandanto berjudu! 
"Peijalanan Bangsa Indonesia Menuju Dernokrasi: Pemilu dan 
Kepartaian" adalah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam 
memaharni berbagai peruhahan dan upaya pelenggengan politik 
status quo disetiap rezim yang pernah menjalankan kckuasaannya 
hingga saat ini. Penulis diajak untuk memahami makna Lilosofis 
dari dcmokrasi itu sendiri dalam kehidupan bernegara dengari 
melandaskan pada gagasan dan refleksi pandangan dari para 
pionirnya sejak zaman Yunani Kuno, masa Romawi, hingga di era 
sete!ah memasuki ahad pencerahan. Seriap subtil kepentingan 
yang melandasi politik penerapan sistem kepartaian yang 
diberlakukan, tampaknya coba diangkat dalam substansi buku 
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mi, termasuk rnelalui paparan point-point yang herkembang 
disaat membahas pada kasus demokrasi Indonesia, yaitu meninjau 
lehih lanjut apa-apa yang disepakati me!alui UU Pemilu dan UU 
Partai Politik. Mernang bagi pembaca awam akan kesulitan 
memahami apa yang tidak tampak dari kepentingan mendasari 
langkah-langkah di anrara kekuatan politik partai-partai untuk 
merumuskan kebijakan di hidang politik tadi. Tetapi sebenarnya 

hal mi menjadi sangat strategis kalau pemhaca dengan literasi 
keilmuan yang memadai bisa menangkap lebih lanjut clarl setiap 
formulasi kebijakan yang diambil pilihannya. 

Agar dapat menjadi pemahanian yang menveluruh atas 
fenomena keparraian dan pemilu haik di tingkat teoritis dan 
praksis di atas, maka dipersilahkan bagi pemhca untuk membaca 
tulisan di Buku mi pada setiap Bab nya secara utuh. Hal mi 
berguna dalam rangka rnenangkap pesan disetiap kurLin waktu 
tahapan perjalanan demokrasi dalam sejarah politiknya di Indo-
nesia. Upaya menangkap pesan tadi adalah agar tidak lagi 
mengulang kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki 
diri untuk pembenahan selanjutnya dalam rangka membangun 
keandalan partai politik sebagai salah saw instrurnen infrastruktur 

dari sistem politik yang demokratis. 

Sekian dan terima kasih. 

Jakarta, 2 September 2021 

Pr ayu di 
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Pcrjuangan Bangsa Indonesia menuju dernokrasi relah 
rnenga!arni ujian yang bertubi-tubi, yang mernang itu harus dilalui 
sebagai konsekwensinya. Dari sejak masa Orde Lama, Orde Baru, 
hingga niernasuki dan menjalani Masa Reformasi sampai saar mi. 
Ujian-ujian mu berkaitan dengan pergulatan bagairnana 
sesungguhnya sistem pernilu dan sistern kepartaian yang idea! bagi 
Indonesia. Narnun hingga kini, tampaknya semakin jelas bahwa 
mencapai idealisme dari suatu sistem pernilu dan kepartaian 
merupakan suatu proses yang tidak akan ada habisnya. 

Buku mi pada awalnya akan menguraikan bagaimana 
sebetulnya sejarah konsep dernokrasi di dunia mi, dan se!anjutnya 
secara deduktifdicerminkan pada apa yang terjadi da!arn sejarah 
perja!anan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan Buku 
mi, masyarakat akan nie ndapatkan tambahan referensi mengenai 
proses dernokratisasi di Indonesia secara garis besar, sehingga para 
calon-calon Pernimpin rnasa depan negeri mi akan dapar melihat 
peta besar permasalahan kepenilluan dan kepartaian di negeni 
mi, dalarn rangka mencapai negara dernokrasi yang substansial, 
tentu saja dengan ber!andaskan Pancasila. 

Aryoj ati Ardipandan to 
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BABI 
Konsep Pemilu dan Kepartalan 

A. Pemilu dan Parpol Sebagal Salah Satu Pilar 
Penting Demokrasi: Tinjauan Teoritik 

Fungsi Pemilu dan Fungsi Partal: Filosoti 
dan Praksis 

Pemilu yang bebas dan adil merupakan salah sani indikator 
prosedural bagi ada tidaknya demokrasi di suatu negara. Bagaimana 
pemilu itu dilaksanakan, berikut implikasi-implikasinya juga bisa 
menjadi indikator tentang bagaimana demokrasi di suatu negara 
itu berjalan. 

Fungsi pemilu adalah untuk rnemi!ih wakil-wakil rakyar yang 
akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlernen. 
Mengingat pada zaman sekarang sangat tidak rnungkin untuk 
menerapkan sisrem demokrasi langsung ala negara kota (Polis) 
pada zaman Yunani kuno, maka sistem yang diterapkan di seluruh 
dunia saat mi adalah sistem perwakilan. Ichiasul Amal (1988) 
menerangkan sebagai berikut. 

"Da/am masyarakat modern yang setnakin koinpieks mi raLyat 
yang jumlahnya stidah mencapai juraan mi tic/ak inungkin 
herk umpul di sua to tempar un tuk mem bah as persoalan - 
persoa Ian ken egaraan secara hersa ma-saina sebagaimana pernah 

berla ku c/a/am sisrem c/em okrasi n ega ra -ko ta pa c/a jama 11 

Yunani kuno. Dalam kondisi masyarakar seperti ito, unruk 
iku r berparrisipaci c/a/am urusan pemerin rahan masyaraka t 

1 



2 	 Konsep Pemilu dan Kepartaian 

harus menu/lb sejumla/ orang daii kalangan mercka sendiri 
unruk znewakili kepen ringan mereka. Pelaksanaan partisipasi 

da/ani urusan pemerinralian liii hanva dapat diwu/udkan jika 
parrai polirik ada c/au dapar mengajukan calon-cah)nnya untuk 
dipilib ole/i rakyat. Dengan denuikian, clalarn sisrern perwakilan 

proses pengajuan ca/on-ca/oil yang nan ünya akan clipililu ole/i 
rak vat secara hebas, yang dikenal juga sebagai fungsi rekrurmnen 
parrai, merupakan fLuigci yang sanga r pen ring. " 

Implikasi Partai dan Pemilu bagi Demokrasi 

Sebagairnana yang diterangkan oleh Robert A. DahI (1999) (On 
Democracy, 1999, by Yale University, Terjemahan: Perihal 
Demokrasi: Menjelaja/ui Teori dan I'raktek Dcrnokrasi secara 
Singkat, Pen rerjernah: A. Rahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan 
Obor Indonesia, 2001.), paling sedikit terdapat lirna standar hagi 
terciptanya suatu kehidupan negara atau pernerintahan yang 

dcmokratis, yaitu: 2  

Partisipasi efcktif, artinya, sebelurn sebuah kebijakan 
digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai 
kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat 
pandanga n me reka diketahui oleh anggota-anggota lainnya 
sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. 

Persamaan suara, artinya ketika akhirnya nba saat dibuatnya 
keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus 
rnernpunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk 
rnemherikan suara dan seluruh suara harus dihinung sama. 

Ichiasu! Ama! (Editor). 1988. leon-teon Muukh,r Parrai FuJi rik' Yogyakarta. Pl 

liars Wacana Yogya. Hal.xvii 

Robert A. Dali!. 1999, On Democracv, 1999, by We Universim Terjemahan: Perihal 
Deniokiasi: Afen/ela/ahi Tcori dan Pzaktck Dernokrasi secara Singkat, PenterjemaI2: A. 
Rahnsan Zairiucldin. Jakarta. )iivasan Obor Indonesia, 2001. Flal.52-53 
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Pemahamari yang cerab, artinya dalam batas waktu yang 
rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang 
sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan 

alternatif yang relevan dan konsekwensi-konsekwensi yang 
mungkin. 

Pengawasan agenda, dirnana setiap anggota harus mempunyai 
kesempatan eksklusifuntuk memutuskan bagaimana dan apa 
permasalahan yang dibahas dalam agenda. 

Pencakupan orang dewasa. mi berarti, semua, atau paling 
tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk 
tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh 
yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya. 

Affan Gaffar (2000: 7-9) menjelaskan bahwa parameter 
suatu negara dikatakan dcmokratis bila mernenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut3: 3  

Adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Dalam 
demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipi!ih oleh rakyat 
(elected by the people) hanis mempertanggungjawabkan 
kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Hal 
itu termasuk ucapan atau kata-katanya serta prilaku dalam 
kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. 
Pertariggungjawahan mi tidak hanya dirinya termasuk 
keluarganya dalam arti luas 

Adanya rotasi kekuasaan. Dalam dernokrasi, peluang akan 
terjadinya rotasi kekuasaan hams ada dan dilakukan secara teratur 
dan damai Rek.rutmen politik yang terbuka (kesempatan bagi 
se!uruh warga negara). Untuk memungkinkan terjadinya rotasi 
kekuasaan, diperlukan sistem rekrutrnen politik yang terbuka. 
Artinya setiap orang yang memenuhi syarat tertentu untuk 

Gafflir, Affan. 2000. Pa/ink Inc/ones/a, TransisiMenuju Demokmsi. Yogvakarta. Pustaka 
Pelajar. Hal.7-9 
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merigisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mernpunyai 
peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk 
mengisi jabatan tersebut 

Adanya pemilihan urnum yang dernokiaris. Dalam suatu 
Negara dernokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur. 
Setiap warga negara yang sudah dewasa mernpuriyai hak 
untuk rnemilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya 
tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Ia bebas 
untuk menentukan partai atau calon mana yang akan di-
dukungnya tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain 

Dijamirinya masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar 
(kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan 

berkumpul, serta adanya kebehasan pers). Dalam suatu 
negara demokratis, seriap warga negara dapat menikmati 
hak-hak dasar mereka secara bebas, terrnasuk didalamnya 
hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), 

hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom oi assem-

bly) dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of 

the press). 

Se!anjutnya, pelaksanaan demokrasi di suatu negara harus 
memegang prins ip-prinsip penting sehagaimana dikernukakan 
Carl Cohen dalarn John Arthur (1992:201), yaitu: 4  

Kesetaraan harus dilakukan secara equal (setara) 

Semua rakyat adalah equal (setara) dalam satu penghargaan 

yang fundamental 

Bahwa penghargaan itu dirnana seluruh rakyat adalah setara 
dan penting untuk menjustiflkasi deinokrasi dalarn lcrnbaga 

politik. 

Cohen, Carl. The /ustifcation oiDernocracy in John Arthur (Ed). Dernocrac.; 

Theon'and Practice. 1992. Belmont, California: Wadsworth Puhlishing Company. l-Ial.20 I 
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Jadi, suatu pemcrintahan negara yang mengidaim menggu-
nakan sistern yang demokratis narnun dalam prakteknya tidak 
mengindahkan unsur-unsur dasar dernokrasi di atas, maka 
pemerintahan tersebut kenyataannya belum rnelaksanakan sistern 
dernokrasi yang sejati. 

Adanya partai politik dan penyelenggaraan pernilihan umum 
merupakan konsekwensi dari suatu komitmen untuk 
menciptakan kehidupari bernegara yang demokratis. Lepas dan 
berbagai sistern kepartaian dan sistern pemilihan umum yang 
dipakai berbagai negara di dunia mi, adalah berada di bawah 
bendera perwujudan niat atau lanthing diinginkannya demokrasi 
sebagai payung kehidupan politik, meskipun pada kenyataannya, 
dalam berbagai kasus, demokrasi sering hanya dijadikan simbol 
cita-cita dan dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab, hanya 
dimanfaatkan atau dimanipulasi untuk kepenringan kekuasaan 
status quo pada suatu negara. 

Untuk memahami implikasi adanya partai politik dan 
pernilihan umum bagi terwujudnya demokrasi, kita penn 
menyadari bahwa realita kehidupan dernokrasi yang dipraktekkan 
suatu negara bergantung pada bagaimana partai-partai politik yang 
ada mengejawantahkan nilai-nilai sejati demokrasi dalam setiap aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistern pernilihan umum yang 

notabene merupakan hasil dari kompromi-kompromi politik para 
wakil rakyat dan pernerintah juga menjadi acuan konkret tentang 
bagaiman a suatu negara rnemaknai kehidupan demokrasi. 

Implikasi sistem kepartaian bagi kehidupan demokrasi harus 
dilihat dari imp!ikasinya terhadap sistem pemenintahan yang 
dihasilkan dari proses demokrasi di suatu negara. Implikasi sistem 
kepartaian terkait hal itu diterangkan o!eh Ichiasul Ama! (1988), 
khususnya implikasi sistem kepartaian kepada kondisi 
pemerintahan di suatu negara, sebagai berikut. 5  

Ichiasul i\mal. Logcir. HaLxvi ii 
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"Tenrang liubungan anrara sistem keparraian clengan 
pemerin tab an, beberapa ilmu wan berpendapa t bali wa Sistem 

DLIa iirtai ceii derung men cipiakan sra bilitas pemerin taban 

karena hanya salab saru parrai yang memcnangkan suara 

mayoritas cia/am pemilillan. Sistem Multi Parrai dianggap 
kurang mendukung sta bi/itas pemerin tahan karena pemerin tah 

basil pemilillan terga ii tong pa c/a koalisi an ar parra I ya iig 
seringka/i distribusi perolehan kursinya hampir merara. Da/am 
Sistem Dua Parrai, kekua tail dominaji partai yang memperoleh 

kcmenangan suara mayoritas tidak dapat dicampuri ole/i parrai 

yang ka/ali karena partai yang disebur be/akangan liii segera 

berperan scbagai oposisi. Semen rara itu, disrrihusi kckuatan 
yang lianipir seimbang anrara parrai-parrai dalani Sistem Multi 

Parrai in engakiba tkan pemerin tall bergan tong pa da koalisi 

an tar partai. Dengan demikian, substansi srabi/iras pemerintahan 

dalam sisrem mi berwmpu pada kompromi yang mampu 

memcnangkan mayoriras mutlak suara (c/ia tas 50 persen) 

(Hal.xviii) 

Narnun jangan dilupakan bahwa sebaik apapun suatu partai 

politik dalam memperjuangkan kehidupan demokrasi yang 
esensial dalam suatu negara, rnanakala dia tidak rnemenangkan 

ide-ide yang diperjuangkannya dalam kancali pertempuran politik, 

sehingga akhirnya lahir produk perundang-undangan yang 

walaupun tampaknya demokratis namun pada hakekatnya bertujuan 

haiiya untuk kepentingan golongan yang bersifat sesaat, maka cita-

cita partai tersebut tidak terakornodasikan secara rnaksirnal. 

Demikian pula dengan sistem pemilihan urnum. Sistem 

kepartaian merniliki kaitan erat dengan sistem pernilihan. Dalarn 

arti politik, sistem pemilihan didef'inisikan sebagai suatu prosedur 

yang diatur dalam organisasi (negara) yang dengannya seluruh 

atau sebagian anggota organisasi tersebur mernilih sejumlah or-

ang untuk menduduki jabatan dalam organisasi itu sendiri. 

Pernilihan berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan 
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legitimasi atau mengabsahkan penugasan seseorang pada jabatan 
tertentu dalam pemerintahan (Ichlasu! Amal: 1988. Hal.xix)i' 

Suatu sistem pernilihan urnum yang dilahirkan clari lobi-lobi 
politik yang lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek 
dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas dalam 
membangun kehidupan berdemokrasi akan mementahkan 
pengaplikasian demokrasi yang dilakukan partai-partai politik 
berdasarkan aturan perundang-u ndangan yang ruhnya tidak 
didasari oleh fiat tulus mewujudkan demokrasi itu. 

Bila sistem keparraian dan sistem pemilihan umum tidak 
didasari oleh fiat tulus tersebut, tujuan demokrasi yang antara 
lain untuk menghindari tirani, menjamin hak-hak azasi manusia, 
menjamin kebebasan umum, menjarnin penentuan atas nasib 
sendiri, membentuk otonomi moral suatu bangsa, 
mengernbangkan nilai-n i!ai kemanusiaan, menjaga kepentingan 
pribadi yang utama dan menjamin persamaan politik, serta lebih 
jauh lagi untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran akan tetap 
menjadi wacana perdebatan yang cenderung memperlambat 

kemajuan, walaupun sebetulnya demokratisasi itu, sebagaimana 
yang dinyatakan Robert A. DahI, adalah suatu proses dan selalu 
berada dalam proses.7  (Lihat On Democracy, 1999. by Yle 
University, Terjemahan: Perihal Demokisi: Menjelajahi Teori dan 
Pikrek Demokrasi secara Singka t, Pen teijemah: A. Rahman 
Zainuddin, Jakarta, }yasan Obor Indonesia, 2001, hal. 30), 
Kondisi yang sempurna clari suatu dernokrasi tidak akan pernah 
dapat dicapai, karena demokrasi adalah menyangkut orang 
banyak yang tidak m ungkin mutlak dipersarukan keheridaknya. 

Kualitas kinerja wakil rakyat dalam negara demokratis 
dipengaruhi o!eh sistem pemilu dan sistem kepartaian serta relasi 

Ichiasul Amal. ibid. Hal.xix 

On Dernociwcv, 1999, by }zIe Universinç Terjemahan: Peribal Demokrasi: A'1enje1aj-ihi 
Teori Jan Piakrek Demokn,si secara Singkat. Pen uci jemali: A. Rali man Zainuddin, Jakarta, 
Thyasan Ohor indonesia, 2001, hal. 30 
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antara kcduanya. 8  Partai politik mengirimkan wakil=wakilnya 
mela!ui pemilihan urnurn dengan sistem tertentu yang saat itu 
dipandang sebagai sistem terbaik. Partai politik pada dasarnya 
merupakan instrumen untuk rnewujudkan kehidupan deniokrasi. 
Wakil-wakil rakyat yang baik akan melahirkan produk-produk 
legislasi yang mampu merurnuskan suara yang herkembang 
ditingkat publik dan selanjutnya merumuskan kebutuhan pub uk 
tersebut dalam rumusan yang tidak bertcntangan satu sarna lain 
dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Namun, manakala wakil-wakil rakyat yang dihasilkan dan 
sistem pemilihan umum yang demokratis pada prakteknya 
kernudian menyalahgunakan kesempatan berkuasa, karena 
terlalu mernentingkan kepentingan atau ideologi masing-masing 
kelompok maupun golongan, maka hal tersebut akan berimplikasi 

bagi kemunduran suatu kehidupan demokrasi. ml berarti, 

kesinambungan ada!ah kata kuncinya. Sisrem kepartalan dan 
sistem pemilu yang memberilcan kontribusi atau implikasi positif 
hagi demokrasi harus mernenuhi azas kesinambungan mi. 
Implikasi positif itu rnenuntut berkesinanihungannya 
pengimplernentasian prinsip bahwa demokrasi yang baik akan 
terwujud manakala sistem kepartaian dan sistern pemilihan 
umum dapat memberikan hak kepada setiap pernilih untuk 
membenikan suaranya sesuai dengan keyakinan pilihannya, dan 
bagairnana kontestan pemilihan akan rnemperoleh dukungan 
secara adil, yaitu peluang yang sama bagi setiap kandidat untuk 
meraih kernenangan. 

Singkatnya, implikasi partai politik dan pemilihan umum bagi 
demokrasi ada!ah tergantung bagaimana sistem yang mengatur 

Makalah olell Adm in, I? clasi Sisrein Pcrnilu dan Sisrc'ni Keparraian, da/am 
Mcningkarkan Kua/kas Kincrja Lembaga Legis/aii1 diakscs dan: hrtp:I/ppsdnis.orglrelasi-

sistern-pemilu- diakscs langgal 16 Maret 2009 

'i(/awan Tunggul Alain, Pcrlukali !vlengubah Sisrern Pc,n,Iti unruk Aileningkarkan 

Bohot DPR?, dalam Abdul Bari Azed, Sisrern-sisrern Peini/ihan Untuin .Suatu Hiinpunan 

Peniikimn, PH UI, Jakarta, 2000, hal. 17-21 
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kcberadaan dan kelangsungan hidup partai politik serta bagairnana 

sistem pemilihan urnum yang ada dijadikan landasan hukum 

tentang politik dalam suatu negara. Peraturan perundang-

undangan yang menjamin terlaksananya hak untuk membentuk 

parrai politik secara bertanggung jawab dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur sistem pe!aksanaan pemilihan umum 

beserta segala aspeknya yang lehih jujur dan adil - dalam konteks 

tuntutan yang berkembang dalam kehidupan negara secara 

urnum - akan menyebabkan demokrasi semakin berkembang 

ke arah pencapaian kondisi yang lebih ideal walaupun tidak 
murigkin sempurna. 

Dengan adanya suatu sistem kepartaian dan sistem pemilihan 

umum yang lahir dari proses perbaikan yang terus rnenerus, 
maka akan mcngakibatkan scm akin kuatnya pi lar-pilar demokrasi, 

yaitu partai politik yang sehat, penegakan hukum yang adil, 
penghormatan terhadap pluralitas masyarakat, penghorrnatan dan 

pengimplementasian jarninan atas hak azasi manusia, distribution 
ofpower dengan sistem chcck and balances yang dilaksanakan 
dengan konsekwen antara lembaga legislatif, eksekutif dan 

yudikatif, serta jam man atas kebebasan setiap warga negara untuk 
memberikan suaranya pada forum pemilihan umum atau forum-
forum politik lainnya. 

Review Sekilas Kajian Kiasik Hingga Kontemporer 

Bagairnana sebetul nya sejarah pem ikiran-pernikiran mengenai 

demokrasi, yang mana pada akhirnya memunculkan suatu 

"keniscayaan" perlunya ada suatu parral politik untuk melahirkan 
wakil-wakil rakyat yang diharapkan dapat diandalkan semua 

orang? Mari kita meninjau sekilas heberapa pemikiran para f'ilsuf 

dan ilmuan besar sejak zaman Yunani Kuno hingga pada zaman-

zaman "modern" mengenai demokrasi. 
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Pada zaman Yunani Kuno, ada seorang pahlawan "dernokrasi" 
yang uniknya ridak sempat melahirkan sam karya rulispun. Dia 
adalah Socrates (469 -399 SM). Tapi sebelumnya kami ingin 
mengemukakan, mcngapa kata "dernokrasi" kami beri tanda kutip? 
Tak lain adalah karena kata "dernokrasi" pada masa Yunani Kuno 
berbeda dengan rub sebenarnya yang diperj uangkan tokoh-tokoh 
pernikir seperti Socrates. Apa ruh sebenarnya yang diperjuangkan? 
Ruh itu adalah kebebasan berpcndapat dan bertindak tanpa 
dibayang-bayangi oleh rasa takut akan penindasan. Sernentara 
sistem "dernokrasi" disana ketika itu justru tidak rnengakornodir 

kebebasan itu. 

Socrates telah melakukan suatu perjuangan demokrasi dalam 
tataran praktis, dan penyusunan teori-teorinya diteruskan oleh 
muridnya, Plato (427-347 SM). Begitu hesar peran Socrates 
dalam mengguncang keadaan "non dernokratis" di lingkungan 
otoritasnya ketika itu sehingga menimbulkan kepercayaan di 
kalangan penguasa bahwa Socrates adalah orang yang berbahaya. 
Maka, akhirnya dalam sejarah kita dapat lihat bahwa Socrates 
dihukum mati dengan cara disuruh memirnum racun. 

Cita-cita yang diperjuangkan Socrates ketika itu adalah 
kebebasan berbicara dan kebebasan bertanya. Ternyata walaupun 
ketika itu di Yunani ada yang disebut sebagai Demokrasi Athena, 
terbukti bahwa hak kebebasan berhicara dan kebebasan bertanya 
belum diimplementasikan secara konsekwen, dan inilah yang 
diprotes o!eh Socrates. Bila kita arnati, ternyata pada zaman 
Socrates, dernokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang 
"tidak balk" bagi kondisi Yunani. Pandangan mi kemudian 

dikemhangkan Plato. 

Plato meneruskaii ide-ide Socrates. Ide-ide yang ditulis Plato 
tertuang dalam bukunya yang terrnasyur: Republik. Dalarn buku 

mi, ditegaskan bahwa bentuk demokrasi ternyata hanya akan 
rnenghasilkan orang-orang yang memcntingkan kepentingan 
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pribadi di atas kepentingan masyarakat luas. Diane Revitch dan 
Abigail Thernstrom (ed) dalarn "Dernokrasi Kiasik dan Modern" 
(2005: 2) dalam bab tentang Plato menyebutkan bahwa karakter 
warga negara yang akan dihasilkan oleh sistem demokrasi adalah 
karakter oportunis, karakter yang mengikuti kemana angin bertiup, 
dan mi sangat rentan mernasuki jiwa pemuda-pemuda yang 
berjiwa lemah. Jadi pada intinya, demokrasi dianggap sebagai 
"mobokrasi", yairu pemerintahan yang dijalankan oleh orang 
hanyak, namun orang-orang mi "terlena" dalam kehidupan 
duniawi yang mengakibatkan terkorbankannya kepentingan 
rakyat. Bila nilai-nilai mi "diindoktrinasikan" kepada kaum muda 
yang masib labil jiwanya, maka generasi penerus akan mewarisi 
sifat-sifat buruk demokrasi itu.'° 

Gagasan yang dikemukakan Plato hukan demokrasi 
melainkan republik. Apa bedanya? Demokrasi pada zaman Yunani 
ketika itu adalah suatu pemerintahan yang walaupun berkedok 
pada sistem pcmberian hak suara kepada rakyat, pada kenyataannya 
banyak pihak yang belum diikutserrakan dalarn hak mi. Masih 
ada diskrirninasi (Hal ml kernudian dijelaskan lebili jauh dan 
dikcmbangkan oleh murid Plato, yaitu Aristoteles), yaitu terhadap 
kaum wanita. Jadi, dernokrasi zaman Yunani Kuno adalah 
dernokrasi yang disalahgunakan, walaupun ide dasarnya menjadi 

landasan bagi rnunculnya "demokrasi baik" berabad-abad 
kemudian yang diadopsi scbagian hesar negara-negara di dunia. 
Republik, merupakan suatu pernerintahan yang benar-benar 
rnengbendaki pemerintahan oleh rakyar, rapi diwakili oleh kelas 
rnenengah yang besar dan kuat. Aristoteles (384-322 SM) 
menjelaskan, dalarn republik (disehutkan oleh Aristoteles dengan 
isrilah "Politeia"), nilai-nilai yang dikedepankan adalah kebebasan 

Diane Revitch dan Abigail Thernstroni (ed). 2005. Demokrasi Kthsik dan Modern. 
Penerjemab: Hermoyo. Jakarta. Yayasan Ohor Indonesia. Hal.2 
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prihadi, pernerintahan secara konstitusiorial dan pernerintahan 

dijalankan o!eh kelas menengah yang besar dan k uat .N 

Mengapa penekanan Arisroteles diarahkan pada kelas 
menengah yang besar dan kuat sebagai pemerintah? Dari kutipan 
pengantar yang disampaikan Diane Revitch dan Abigail 
Thcrnstrom (ed) dalam "Dernokrasi Kiasik dan Modern" (2005: 
12) dalam bab tentang Aristoteles, disehutkan bahwa Aristoteles 
menyimpulkan bahwa perlu adanya pihak atau golongan yang 
menjadi penengah antara golongan yang sangat kaya dan golongan 
yang sangat miskin. Monarki dan Aristokrasi tampaknya dipandang 
secara pesimis oleh Aristoteks. Dalam monarki, satu-satunya 
kondisi yang menghasilkan suatu kebaikan adalah dimana raja 
adalah seorang yang memiliki keunggulan lehih daripada semua 
orang, terutama terkait kebijaksanaannya. Mengingat sangat sulit 
menemukan raja yang seperti itu, maka monarki lebih mudah 
jatuh pada sistem tirani. Begitu pula dengan aristokrasi. Menurut 

Aristoteles, sistem mi memerlukan penyelenggara negara yang 
diisi oleh sekelompok orang baik secara "mutlak". Hal mi juga 

sulit ditemukan. 

Pendapat Aristoteles mengenai penti ngnya pemerintahan 
oleh kelas menengah yang kuat dapat dilihat dari kutipan 

berikut: 2  

"Tet-api sebtiah kota seharusnya terdiri clan sedapar mungkin 

a tas orang-orang ,vang saina dan sederaja r. Oleh karena iw 

kota yang rerdiri aras warga negara kelas rnenengah ten rLIlah 

rersusun dengan sangar baik dalani hal unsur-unsurvang secara 

alami menjadi jalinan negara. Dan mi/au kelas warga negara 

,vang paling aman dalam sebuah negara, sehab mereka liii ridak 

mengin car hart-a henda terangganya seperti orang-orang miskin; 

11 Ibid. HaI.12 
2  Ariswteles. Po/irik dalam Revkch, Diane dan Abigail Thcrnstrorn (ed). 2005. 

Demokrasi Kiasik clan Modern. Penerjcrnah: Hermoyo. Jakarta. Yayasan Ohor Indonesia. 

Hal. 19-20 
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orang-orang lain pun ridak Inengincar harta henda mereka, 
seperri halnya kauni miskin mengincar harra bencla orang kaya; 

dan Jan karena mereka tic/ak hersekongkol melawan orang-

oran lain, mereka pun tidak menjadi sasaran persckongkolan, 
maka mereka men/a/a/li keliiclupannya dengan aman... 

01eli karena 1w jclas/ah ba/i wa masyaraka t politik yang paling 

baik ito rerpimpin dari warga-warga ke/as menengali, dan 
ba/i wa negara-negara ccnclerung clikelola dengan baik, climana 

kelas menengahnya bcsar dan lebih kuat apabila mungkin, 
irnitism kedua kelas /ainnya, arau enrah bagaimana, /ebih kuar 

daripada sarti kelas lain; .cehab penambalian kelas menengah 

niem b ua t keseim bangan, dan men cegah masing-masing 
eksrniin menjadi dominan. 

Bukti keunggulan kelas menengab ialah bahwa para pembuar 

undang-undatig yang rerbaik berasal dan kclas menengab, 
misalnva, Solon, seperri yang dibukrikan oleh syair-syairnva; 
dan Lycurgus, se/ia/i ia bukanlah seoraiig raja; dan charonclas, 
dan hampir semua pembuar undang-undang... 

Itulah esensi pemerintahan terbaik ala Aristoteles. Dengan 
demikian, irriti (politeia) dipandang sebagai negara paling baik 
dalam politik. Istilah "politeia" adalah mengacu pada "demokrasi 
moderat" atau demokrasi konstitusional. Hal mi rampaknya 
menjadi lawan atau antithesis dari dernokrasi semu pada masa itu, 
atau yang dapat dikatakan scbagai "demokrasi inskonstitusional". 
Kutipan selanjutnya dari karya Aristoteles dalarn bukunya "Politik" 
dalam Diane Revitch dan Abigail Thernstrorn (ed) dalam 
"Demokrasi Kiasik dan Modern" (2005: 13) rnengenai demokrasi 
adalah sehagai herikut:' 3  

"Landasan negara demokraris adalali kebehasan; yang menurur 

pendapar orang pada umuninya, hanya dapar dinikrnari c/a/am 

13  Ibid. HaL 13. 
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negara semacain iru;-hal liii dialcui scbagai tujuan urarna seriap 

demokrasi. Salali Saul prinsip kebehasan ialah seriap onng 

secara beigan na ii wa/i/ in erneri n ta/i da ii diperin tab, dan 

memang keaclilan c/em okra us mcrupakan pen erapan persarnaan 

jumlah bukan proporsi; dari situ disiznpulkan bahwa mayoriras 

hantis memiliki kekuasaan rerninggi, dan apapun yang clisetujui 
oleh mayoriras harus menjar/i ru/Klan dan ac/il. Seriap warga negara, 
dikanakan barns mempunyai persa rnaan, dan oleh karenanva dalarn 

sebuali demokrasi, kauin iniskin memnpunvai kekuasaan Iebih 
banyak darivada kaum kava, karena jumlab niereka lehib besam; 

dan kehendak mayorinashih yang paling ringgi. 01eli karena inn 
hal mi inerupakan salali saru sibn kebebasan yang dianur olch 

kaum irriti sebagai prinsip negara mncreka." 

Pandangan-pandangan Aristoteles di atas menunj ukkan 
bahwa dia menginginkan agar nilai-nilai sejati demokrasi yang 
sebelumnya tidak dipraktekkan dalam Demokrasi Athena menjadi 
diimplementasikan dengan prinsip pernerintahan oleh rakyat 
(baca: kelas menengah) yang dapat menjamin penye!enggaraan 

negara berlangsung aman. 

Selanjutnya, mari kita mereview sedikit terhadap panda ngan-
pandangan mengenai demokrasi yang dikemukakan para 
pemikir-pemikir zarnan modern. Tokoh-tokoh yang termashyur 
antara lain John Milton (1608-1674), John Locke (1632-1704), 

Charles de Monnesquieu (1689-1755) dan Jean Jeaques Rosseau 
(1712-1778). Pada dasarnya, pendapat mereka memiliki ruh yang 
sama, yaitu: menentang irritism dan menentang dikungkungnya 
kebebasan individu yang mana pninsip-prinsip mi menjadi dasar 

penting bagi terwujudnya demokrasi, namun masing-masing 
tokoh itu memiliki penekanan yang lebih pada hal-hal yang 

berbeda. Berikur mi adalah penekanan/ciri khas terhadap unsur-
unsur demokrasi oleh masing-masing dari mereka: 

Ibid. HaI.13. 
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label 1.Pemikiran John Milton, John Locke, Charles de 
Montesquieu, Jean Jeaques Rosseau 

Iokoh Pcnckanan Latar Bclakang Kondisi 

toh n bicbcbasan hcrhicara l'arkiiien Im,gris ketika itu (Aba] 
Milroll dan 1 7) terlalLiherusaha un in k 

nicncrnhangkan inengaur pers dengan 
ilmu pcngctahiiau. mcnggun.ikan nickanisme rang 

saina dengan yang digunakan 
sehel u Ill ii.i ole Ii Raa 	lngtris. 

Job n Locke Loleransi kehid LI pan Undang lindang iokransi di 
heragania, keheratan luggris ketika itu (Tahun 1 (9) 
atas sistein kerajaaii hanva mcngarur roleralici 
ahsolu . .\Iasyaraka r heragaina bagi ka urn Protestan 
politik 	eharusn'a rang nseriakui Tritungga! 
riieiniliki kekuasaan KLIdLIS, slaiigkan pihak Karholik 
untuk ncnibcrikan ridak iucndapatkan kehehasan 
pelscttI)u;ln kepada heragania herdasarkan Und.ing 
yang rncrnerinrah. Undang rersebur (lulisan Johis 

hahwa yang pihak Locke: A Letter (onccrnim,' 
nicrnerinrah ItLI Iokrar,on ditulis ketika berada 
diberikan wewenang dalarn peugasingan di negcrr 
Lintlik Belanda pada rahun 1685), 
L11Lfl'elCnggaI'akLn Keadaan peincriritahan ketika iru 
pcincrinualian/ fungsi- masib djwa rnai ole pandarigan 
tEl ngsi pengaruran Hobhesiaii yang pesiriiic rerbadap 

kehidupan hernegara. kodrat manusia, sehingga sualLI 

kekuasaan mutlak pcnguasa 
IC rn flggi Ole I) IlLS [I Lisia a t.i 
luau Lisia yang lain adalab tidak 
tercia kka ii. 1-Ial mi tida k disenip Lii 
oleh John locke. 
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(Iharles de l 5einh.igian kckiiasaan Kondisi pcmcriii ahaii kcraja.in 

MOIluesquicu penicri n tahan Prancis kcri k.i itu (Ahad 1 8) tid ik 

nieiijadi iita did ii ku ng uldi pembagian 

kekunpuk: Kckuasaan kckuasaan va ng dapat nicn)a mm 

Eksckutif, legislatif kcicstariaui kchebasaii individ ii. 

dan Yjjdik.itif.  Ap.slagi, ketika liii parlenicunva 

tidak hcrfungsi maksinial ka ic n.j 

kckuasaan peI1criu tahan niasih 
duiiiinan berada di tangan Raja 

Outi rhon. Ma ka Monte rsi.0  IC U 

Ii hat pen u iwa pembagian 
kckuaa.i ii pc mc rin rah an agar 
niasillg-InJSing Iuiigsi 

pcinenint.ilian (l.Iparhersdat 

indepen den L1.111 hisa nielaku kiti 

eli cck .i ii d halaii ccs a ii ta ra sa tu 

dcngan yang lainnva. 

Jcaii Jcaqucs Mcngutuk ijionarki Kundisi pcmcrin rah.in Pianicis 

Russcau absolur. Mengajak dan hanvak ncgara-ncgara lropa 

uiituk rncnhangun lainnva ketika itu adalab hersiir 

suatu usaha nicnidasar nionarki absolut (Ah.id 18). 

gun.I niewujudkan Banyik rcrjadi nianipulasi 
kcnnhali kchehasaii kekuasaan oleb pcnguasa kepada 

nia ii usia. Konsepnii ra kva rnva terutama deugan 

.idalah nlcngenai menigeluarkan .indarc-argumcni 

"kchcnndak U nnuni pals ti inc Ilgcnai keadila ri 

(.indntcs'gcneralr). 

Pcrlu diadakin 
penugakan kchchasan 
dengan kererlihatan 

tern S 111C He rus. sceara 

d e lm)kra ri s dan 
hensania-si mi 

segciiap niasvar;ikar. 

(Sumhcr: Revitch, Diane dan Abigail Thernstrorn (ed). 2005. 

Deniokrasi Klasik clan Modern. Pcnerjemah: Hcrrnoyo. Jakarta. Yayasan 

Obor Indonesia. Hal. 21-106. Diolah.) 
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Dapat kita lihat bahwa ide-ide kehidupan demokrasi 
berdasarkan pem i kiran-pemikiran me reka pada dasarnya adalah 
pertama, harus adanya jaminan kemerdekaan untuk menyatakan 
pendapat dan mengernbangkan ilmu pengetahuan. Kedua, 
adanya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga 
penyelenggara negara untuk terwujudnya suatu sistem check and 
balances. Ketiga, kekuasaan yang dimiliki seorang penguasa harus 
mendaparkan persetujuan dari pihak yang diperintah 
(masyarakat). Dalarn dunia demokrasi, istilah yang lehih tepatnya, 
masyarakat bukan pihak yang diperintah, melainkan yang 
diwakili. mi berarti seorang penguasa pada dasarnya ada!ah 
pengemban andate masyarakar. mi berarti tidak ada tempar bagi 
kebijakan-kehijakan penguasa yang ditujukan untuk kepentingan 
dirinya sendiri atau sernata-mata demi kekuasaannya atau 
kekuasaan kelompoknya. Semua yang dilakukan oleh penguasa 
harus ditujukan kepada kepentingan pihak yang memberikari 
persetujuan kepadanya untuk berkuasa, yaitu masyarakat. 

Pemikiran-perniki ran nilai-nilai demokrasi yang dikeluarkan 
tokoh-tokoh di atas dilanjutkan oleh beberapa tokoh fain yang 
memiliki rub pandangan sama namun memiliki penekanan yang 
berheda-beda, antara lain Edmund Burke (1729-1797), John 
Stuart Mill (1806-1873), Thomas Jefferson (1743-1826), Alexis 
de Tocqueville (1805-1859), Abraham Lincoln (1809-1865), 
Franklin Delano Roosevelt (1 882-1 945) dan Martin Luther 
King, Jr. (1929-1968). 

Dari tokoh-rokoh rersebut, Edmund Burke mem iliki 
pandangan yang cukup unik mengcnai demokrasi. Pertama dan 
sisi ketokohannya. Edmund Burke merupakan seorang Anggota 
Parlemen Inggris pada akhir abad 18 yang mengemukakan nilai-
nilaf demokrasi namun beranjak dari prinsip-prinsip konservatif. 
Dia adalah termasuk pendiri suatu tradisi inte!ektual yang 
bernama Toryisme, dimana nilai-nilai yang diangkatnya adalah 
prinsip bahwa kekuasaan raja lebih tinggi daripada parlemen. 
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J adi, Edmund Burke juga meletakkan dasar pandangan yang 
pada akhirnya menjadi nilai-nilai yang dipakai Partai Konservatif 
di Inggris. Keunikannya tampak dari pandangan-pandangannya 
yang membela nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar 
demokrasi liberal pada masa-masa perkembangan demokrasi 
selanjutnya. Terlihat bahwa seakan-akan Edmund Burke 
menerapkan sistem demokrasi "setengah had". 

Ternyata nilai-nilai dernokrasi yang dikemukakan Edmund 
Burke - walaupun berangkat clarl prinsip-prinsip konservatif - 
rnerupakan nilai-nilai yang cukup vital dalarn kehidupan 
masyarakat ketika iru. Pandangannya yang terkenal adalah untuk 
menciptakan kehidupan demokrasi, salah satunya perlu 
dilakukan penghapusan perdagangan budak. Saat itu, 
perbudakan masih berlangsung dan Edmund berjuang 

menentangnya. Selain mu, Burke juga membela cita-cita koloni 
Amerika dan rakyat India yang dijajah (Sumber: Revitch, Diane 

dan Abigail Thernistrom (ed). 2005. Demokrasi Kiasik dan Mod-

em. Penerjemah: Hermoyo. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 
Hal. 107).15 

Kcunikannya yang kedua berkenaan dengan konsepnya 
terkait peran anggota parlemen. Diane Revitch dan Abigail 
Thernstrom (2005, ed) mengemukakan pandangan Burke 

sebagai berikut: 

"Pidaro Burke yang disainpa ikan pada pcmi/ihaniiya sehagai 

seorang Anggora Parlcncn bagi Bristol, sehuah kora pc/a bulian 

di pan tal barat Inggris, menjadi rerkenal schagai pembahasan 

yang anda rcvc mengenai pen rmgnya prinsip deinokrasi. Disiru 
Ia membela apa yang sekilas rampaknya seperri anti ckin okrasi: 
kemampuan sang wakil unruk niemberikan suara men en rang 

kehendak para pen dukuiignya. Terapi Burke menandaskan 
bahwa demokrasi perwaki/an hanyalali hcrarri liii: bahwa pani 

' Ibid. HaL.107. 
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wakil iru bukan wusan panciangan-pandangan pendukungnya, 
melainkan wakil-wakil pribadi mereka senc/iri. Dia tic/ak 

mempunyai kewajiban apapuii kepacla para pemilihnva se/a/u 
pertimban-annya. Kalau perrimbangannya rernya ra keliru, rentu 

saja proses deinokrasi dapar nienggusur wakil tersehut clengan 

tic/ak memilihnva unruk mencluduki jaharan 1w lag]. Sainpal 

saar iru, wakil rersebur bebas mengarakan (lan ine/akukan apa 
yang dikehendakinya. Sebagai prinsip, hal iru re/a/i cliranam 

kuar-kuar cia/am rradisi demokiasi, sekalipun, tenw saja, hal 
rersebur tic/ak sea/u cli/aksanakan dalam prakrek. "c' 

Dapat kita lihat bahwa ide Edmund Burke di atas 
mengandurig unsur-unsur: pertama, adanya otoritas wakil rakyat 
dalam menentukan kebijakannya. Konsepnya adalah, rakyat telah 
memberikan andate kepada wakil-wakilnya yang duduk di kursi 
parlemen unruk nienentukan kebijakan yang diyakini oleh 
mereka atau "diharapkan" diarahkan bagi kepentingan rakyat 
yang tdah mernilih mereka. Kedua, adanya sistem social punish-
ment yang ketat dan berada dalarn kurun waktu cukup pendek. 
Jadi walaupun para wakil rakyat memiliki otoritas kebijakan, 
rakyat juga memiliki otoriras untuk rncmberikan "hukuman" 
dengan rnenggusur para wakit rakyat yang tidak amanah dan 
kursi parlernen. 

Konsep Burke mi sekilas memang mencerminkan 
"keseimbangan otoritas" antara wakil rakyat dengan rakyat pemilih, 

namun pada prakteknya, peran masyarakat yang tidak diikutkan 
dalarn proses pembuatan kebijakan akan menyehabkan kebijakan 
yang "salah !angkah" atau "salah sasaran" tidak dapat dikontrol 
secara cepat sedan awal-awal proses pembuatan kebijakan itu. 
Penyelenggaraan negara menjadi kurang efektif dan efisien. 
Sebaiknya dalam kehidupan demokrasi, rakyat diikutsertakan 
dalam pembuatan kebijakan dari awal-awal pembuatannya, 

Ibid. Hai107-108. 
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walaupun rnemang diperlukan aturan atau prosedur tertentu agar 
pembuatan suatu kebijakan tidak terlalu berlarut-larut. 

Selanj utnya, pemetaan sederhana dari pemikiran-pemikiran 
Edmund Burke, John Stuart Mill, Thomas Jefferson, Alexis de 
Tocqueville, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt dan 
Martin Luther King, Jr. dapat dilihat pada tabel berikut mi: 

label 2. Pemikiran Edmund Burke, John Stuart Mill, Thomas 
Jefferson, Alexis de Tocqueville, Abraham Lincoln, Franklin 

Delano Roosevelt, Martin Luther King, Jr. 

•fokoh 

Edill till d 

Ritrk 

oliii 	' ( 11,1 rt 

.iiII 

Pcnckanan 

PciitIia PtIlfl 

perdagaiigan htidak 

dan pcmbcbasan suaru 

Ilegara 

dari penjajah.i n sert.l 

kehehasan 

hjti pala angeota 

parleineri dalam 

il)enitlrtlskafl suati.! 

rindak,in atau 

kehijakan hagi 

ke pe ii ti nga ii ia kva r. 

Kchehasan hcrfikir dan 

hertindak. 

Kebehasa n de niokra ri 

pada aLisan- 

alasan U Li I i W Lian 

en c ka nka ii 

II a k-Il .ik Ill Ut Lt k 

Id1v1du. artinva 

kehehasan dati 

I.atar Bclakang Kondisi 

Kctik.i iru (akhir ahad I ) 

inasili terdapat 

perhudakan dan peiijajahan 

satu negara terhadap 

negara lain. Ketika itu di 

parleflien (lnggnis) 

niasih reijidi pEOSCc 

penlhuatan kchijakan rang 

tenialu henlarut-larut akihar 

ku ran gnva otoritas 

para waktl rakr.it dalam 

niene 11 ru kan pan dangan- 

pand.lngail nv,i terhadap suatu 

kehiakan politik. 

Kchudavaan seku icr yang 

iiia kin Illaterialis d 

lnggiis pada z.unaii \ietoria 

inc 11 gkun d isi ka n 

perltt nya land;IsaIl-iaildasa II 

haru hagi 

IC F! Ilaga-lenlhaga deniokrasi. 

Selairi itti, Sisteill 

kehidupan hernegara ketika 
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J)CIIgQ [U 1'111 rail g-

orang lain rcrhadap 
ke Ii id U paii 

piihadi. kchchasaii 
berpciid.ipa 

Jan icncn uLkall serta 
niclakukan 

kcsu kaan-kesukaaii. 
Pen c ka nan - 
pcnekanan tersehu r 
nieinbuat John 

tUait '\Iill d;ipa r 
dikarakan sehagai 

'sinibah nra 
liheralisnie. I)apat 

dikarakan hahva Mill 
illcll)pu rivat 

inisi ingin nlemperhaiki 
rids ih 

orang-orang yang 
d id ngkirkaii 

dan (lid nggap sepi dan 
kekuasaan 

inn (u k nlcndapatkan 
kenibali 

ke honisia [a nnsa. Hal I ni 
dihu ktikan 

dengan run tu[annva 
terhadap 

diakuinsa hak wallira 

(Ia Luii polrk 

d ala ni ru lisan nya: [h c 
5tihjectn IfI 

of W0121Cfl/'I en rang 
Pc rc ii d a ha ii 

rerhadap .\lartahat 
Kaun \Vanita). 

itU Lringk.ili [Lrl.11u 

didoniinasi olch canipur 
[dUgan negara dalaiii 

nanab kcpciiringan-
kepenringan individ u! 

pribadi. schingga tishi-usah 
unruk Illencapal 

kchahagiaan ulilat nanusia 
Filch uru t \ 1111 tiicnjad I 

rhanibat. kondisi dcniikian 
Ineilti rut \iill Ichi h 

daripada se kedar penindasa ii 
politik nielainkan 

adalab pcnindasan sosial. 
Pcnnbclaan nva terhadap 

liak polirik kaurn wanira 
d IL ta ibe Ia ka n gi ole Ii 

adariva aruran rancangan 
pcniharuan pulitik 

yang dihasilkan park men 
lnggnis pada rahun 

1867. dimana (lirentukan 
hahva senlua pria di 

lnggris diherikan hak pilili 
te rapi rid .1k h.igi 

kaum waniranva. Kondisi ml 
dipandang Mill 

schagal pcnvinnpa nga n da ri 
ruli de nlokra si di na ii a 

seharusnya ada suaru sistcm 

Yang nnciiiberikau 

maniaar kepada seriap orang 
tan pa nicinandang 
silar-silat havaan scjak Lihir. 
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Alcxis (1L 

]ocqucvi!I e 

jug.s iiicnekaiikaii 

PcIlringliva 

pergiliran kekuasaan. 

Selain iru, 

iJ juga iicngemukakan 

bali wa 

niasva ra k.i t Âme ri ka 

peril dilidungi 

hak-haknva dengan 

di ke[uarkannva 

suatu lernvataan Flak-

hak (Bilhii 

Ri._hts). liii punting 

untuk men jamin 

agar kehijakan-

kehijakan \ng 

dikelitarkan Pemeriritah 

Pusat tidak 

herteutangan dengan 

kepentingan 

rakvar di negara-negara 

bagian, 

karciia nienurut 

Julie rs )II 11.1 ii ava 

hesar rerhadap 

kehehaa ii ad a ia h 

tira iii luiiihaga 

pernbiiat undang-

und.ing". 

Kelebihin dan 

ke ku ran ga il 

siste Ill politik denuukrasi 

di 

Aiiierika. Reiehihannva 

l)eki.uasi Kuiuerdckaanving 

salah satu perancing 

uranianra adaiah Ihonias 

Jefferson disetu;tii 

Ron gres Kon till etiI pad a 

tanggal 4 J it 11 I 776. 
Adapun ide Jefferson untuk 

dike I u a rka n nva 

suatu Bill Of Rig/its 

dilatarheiakangi adanya 

X)ttflSI 

hahwa peneti pan kebijakan-

kehijakan oleh 

Peiie ri n tahi Pusat Amerika 

kc ti ki itut aka ii ku rang 

sesudi dengan aspirasi dan 

ha ,ndtsi inacvarakat di 

negara-negara higiaii. 

.Sedaiigkan ide pergihiran 

ke kuasaan iliguihirka n un tu k 

mcnghadang 

potcilsi ahcolutisme 

peniegang kckuasaaii negara 

yang itiana akan 

menvchahkan jatuhnra sistem 

pu ni ri ii ti han Âme rika 

inenjadi sistem yang tidak 

deniokraris. 

Keinginan untuk 

iiiengadakan riser 

perhindingi ii 

me age nat ke hid u pail 

de mt)klJSi an ti ri negara-

negala Eropi dengan 
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ada!ah 

adanva kchchacan 

hcrcrikat atau 

bcrkunipul yang 

didasari ukh 

nilal kcriandirian mar 

biasa para 

rganva. Sistcni politik 

ya rig 

nicndukung rerciptanva 

kondisi 

liii nenycbabkan 

pcnckaiian pada 

Ptc ii Si ill Un ciii nya 

kelonipok- 
kclompok suhversil. 

Naniun ada 

jilga hahavanva, vaitu 

Iisa tdi 

nilai-nilai ariarkisnle 

nierasuk pada 

ke k ii pok- kc 10111 pok 

niacyaraka r. 

Kckurangan sisten 

poh tik 

deinokraci di Anicrika 

nidnurut 

l0C(luevilic adalah 

pdngenlasan 

dcinukrasi dalani wujud 

(ira Hi 

ia\oritas dirnana 

scscorang yang 

mcnvuarakan kehenarari 

hisa jaW 

Amerika. Hal jul reru rarna 

karen a ad an va ía ktor "ti ra iii 

mavoritas daiam 

praktck dcniokrasi. 

Khususnva di Aiicrika 

(ncgara tenlpat Iociticviilc 

herkciiling melakukan 

studi dcmokrasinya), 

walalupun konstitusinya 

telah nldrilhcrikan 

perlind ungan yang Itias 

hagi kchchasan herhicara, 

kehchasan pers dan 

kchchasan hcragama, tcrnvata 

rnasih diternukiji 

apa yang dischutnra sebagai 

ku ra ngiiva kehehasa ii 

herpikir serta kcbcbasan 

diskusi yang sejari", 

teru ta ma padi jarna H Presiden 

Jackson. Bcrheda 

dengan yang drrcmuk,i Ii nva di 

negara-ncgara 

Eropa dengan sisrcrn 

pcmcrintahanolch raja yang 

ahsoiu r scka lipu n. I)icana 

kchehasan bcrpikir dan 

disktisi yang scjari malah ada. 

Pada dasarnya l'ocqueville 

iligili nscncrntikan 

nilai-niiai dcnokrasi yang 

ceca ra till ivcisai dapa 

ditcrapkan di seluruh iicgara 

d i d unia. 
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- 
-- tidak iiiidapatkan 

tcIiipli: dalain 

iia ci ra ka t (di kuc I ka ii) 

ianaka La 

kalah suarariya ()Ich 

niavoritas yang 
tidak menghcnd.iki 

kcbcnaian itu. 

Dan inasrarakat yang 
pada inulana 

iiiend u kung kehena i. ii 

itu Limbat 

latin akati Icrscrap 
kepada pihak 

inavoritas yang tidak 
rncnghcndaki 

kehcnaran tcrschut. 

Abraham Pcnghapusan 1)1 Anicrika kctik.i 1w (Abad 

I incul ii perh ucla ka n yang 1 9) kau in Rc pub Iikan 

masih ada di A merika mcncnlang perhudakaii, 

ke ri ka iru n a mu n ka u iii I)c iuukra r 

(Abacl 19). Perhudakan masih mcnvcruui 

diiiigatkan perhud.ikan dengan daiih 

sehagal pclanggaran hihwa hak niciulliki dan 

terhadap mcmpekcrjakan scorang 

cita-cita kcnicrdckaan hudak adaLih suatu "hak suci 

Pnierika untiik nicnierintah 

itu scndiri rang pernall scncliri'. schagaimana yang 

disc pa kati pe rnah ci invatak.i ii 

hahwa scniva manusia pcminlpin-pcuiuInpin ncgara- 

di La hi rka ii Li ega Ed hagia ii 

sama. Pcriakuan sclatan, seperri John C. 

tcrhaclap nianusia ( aihoun. I)isini golongan 

hams Rcpuhlik.in iucnging.itkan 

dii nipic nlc'n tasi ka ii adanva kun rradiksi 

dengan  
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rid.ik inemandang 
tin ggi - read a h a 
ras rcrtcntu. 

	

-.Ia kiln 	Empat kebehisan ( i/ic 

	

.1 ii () 	Fou r 
R(scvdt 

Freedoms) vaii g 
diharapkaii 

direrapkan di seiuriih 
aegara di 
dunia dalani 
incvujudkan suaru 

rita nan kehid ii pan yang 
d a in a 

hcl).1S daii dcinokratis. 
Finpa t 

kehehasan 1w adaiah: 

1 . Kebehasan herhicara 
daii 

he rp end a pat 
diinanapuri di duni.i 

Kehebasan seseorang 
uatuk 

hcrihadah kepada 

Fuhan dcngan 

c.iraava seadiri 
dinianapun di 

d u ala 

Rehas dan 

kckurangaii yang 

kalau dircrjcrnahkan 

.111 t .tflcg.lng  
kevakijian rradisR)nal 
A aleri ka illellgen.li kchehaan 
dan persalnadli di 

atu pihak rapi sekaliguc 
inciidiiktiiig perhudakan 

sehua h ras di lain pihak. 

Ketika Roosevelt 
menvatnpaikan koasep I/Ic 

Four 

Lrecdoxiis. dii iiia scdang 

dihantiii rcrjadinva per.lng 

hesar (1941), yaitu wang pada 
akhirava inclahirkan 
Perang I)unia II. Roosevelt 
inc aghara pka a at r 

se tcia h pera ng hera khir, niiai-
ni lal d aiani //ic Four 

Frccdoms akan di rerapkan di 
scm ru ii ci u ala aga r 

nilai-nilai dcinokrasi wang 
scja ii dapat nersehar luas 

dan incsvuj ud ka a keha h agiaa 
utnat inan usia. 
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.v1artin 

LutIir 

King. Jr 

61ai1  

iIrnun, vaitu 	ilUn.ln 

tc rkiit 

kchidup.in ekonuini, 

E)Jh\Vd 

selhlp neg1 r 

nicniptililpai iis 

danii .liig mAlat bgi 

r.ikv.irnva 

dinian.pun di dunii 

-. Rch.is dari nasa rakut. 

yang kaLtu 
dircrjc ma h kin d.lam 

is ii a h 

L111111111,  herarni 

pengulangan 

perceiliataafl di 

seluiuh dunia 

an1pai ke suanu 

tingkar dinana 

ti&I.ik ada suatu 

haii gsa dapat 

nie Li ku kari rind a ka ii 

.grcsif fisik 

tcrhadap Ilegard 

tetaligganva 

(IiIlldil.iI)1II1 d d unia 

Persainaaii hak h.ii 

seluruh UulIdt 

lilaliusla tanpa 

iiieniandang ras 

(1iii \VJLIIa kulic. 

lii 11111 iJn yang 

dikonscpkan dati 

dipr.iktekkan 

uleh kautn kuhn hitani 

Pada ahad 2U, di A nicrika 

Senikat terladi poInik 

segregasi. vai in pembedaan 

hak antara kauni 

kuhit putih dengan kaum kuhn 

hiraiii. Kauni 

ku lit hiram rnerti pa ka ii ka u in 

yang terrindas 

dan tcrpinggirkan. \larnin 
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p1111 pill a ii 

.\1artin Luther King. Jr 
ad ala h 
incLiliji metode non 
via/en cc action 
(aksi taupa kekcrasan). 
Salah 
satu pernvataan \lartin 
yang 
te rkcnal adalah hahwa 
Fulian 
ridak sekedar 
hcrkcpcntingan akan 
pcnierdckaan kaum 
bitan, kauin 
cokLit dan kauin 
kuning. Tuhan 
hcrkepciiting.in akan 
keheba s an 
seluruh uinat nunusia. 

In thei King. _J r. 
mengingin kan agar cita-ci a 
persamaan hak 
dan kebebasan sehagainiana 
yang men)adi rub 
Declaration of Independence 
dapat dircalisasikan 
dengan scadil-adi!nya dan 
sc ti t ii h n Va. 

(Sumber: Revitch, Diane dan Abigail Thernstrorn (ed). 2005. 
Dernokrasi Kiasik clan Modern. Pcncrjernah: Hermoyo. Jakarta. Yayasan 
Obor Indonesia. Hal. 107-242. Diolah.) 

Fakta-fakra yang dapat kita ambil dari berbagai latar belakang 
mu nculnya pemikiran-pemikiran berbagai tokoh sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas pada dasarnya adalah bahwa sebetul-

nya, ruh demokrasi yang sejati lab yang sebetulnya dibutuhkan. 

Bukan istilah demokrasi itu sendiri. Sebab, pada jaman sejarah 

politik kiasik Yunani, seperti pada zaman Plato, demoki -asi justru 
dikritik sebagai sistem pemerintahan yang disalahgunakan ol eh 

sekelompok orang. Begitu pula Aristoteles tidak mengemukakan 

demokrasi sebagai sistem kehidupan bernegara yang ideal, 
melainkan politeia. Yang dihutuhkan sebenarnya adalah suatu 
pemerintahan atau kehidupan politik yang menghargai, 
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mengakui, dan memberikan jarninan atas kebebasan umat 

manusia dalam berfikir, mengurarakan pendapat-peridapatnya 

dan melakukan tindakan-tindakan atas dasar pemikiran-

pemikirannya itu. 

Kebutuhan terhadap kebebasan itu dibuktikan dengan 

perkembangan sejarah setelah zarnan kiasik, yaitu masuk kepada 

zaman modern. Perhatikan herbagai latar belakang munculnya 

pemikiran-pernikiran mengenai demokrasi yang diutarakan di atas. 
Tampak jelas bahwa nilai-nilai ruh demokrasi (baca: kebebasan) 

mengalami ujian sejarah yang berrubi-tubi dengan aneka warna 

peristiwanya. Yang utama adalah masih adanya "penindasan" orang 

terhadap orang. Kelompok terhadap kelompok lainnya. Konsep 

Hobbesian masih mendominasi kenyataan kehidupan 

berrnasyarakat dan bernegara ketika itu. 

Bahkan yang sangat menarik, di Amerika yang notabene 
dekiarasi kemerdekaannya mencantumkan pengakuan atas 

persamaan semua manusia yang diakui sebagai kodrat !ahirnya, 

pada kenyataannya sehagian masyarakatnya masih melakukan 

eksploitasi penguasaan atas kaum kulit hiram yang dianggap 
sebagai "ras rendahan". Ironisnya, hak warga Amerika untuk 

rnenguasai kaum kulit hitam sebagai budak dikemas dalam 
justifikasi kata: haksuci kemerdekaan Suatu penyimpangan yang 

dahsyat dari suatu cita-cita demokrasi yang sejati. mi adalah suatu 

fakta bahwa Arnerika pernah melalui masa-masa "kualat" 

terhadap pengakuan atas cita-cita demokrasi yang mereka pernah 

nyatakan sendiri. 

Narnun memang perlu direnungkan pernyataan bahwa 
demokratisasi bukanlah suatu rujuan, melainkan suaru proses. 

Karena memang kesempurnaan demokrasi sulir dibayangkan dapat 

terjadi. Yang bisa diusahakan semaksimal mungkin ada!ah, 

bagaimanapun tingkat pencapaian demokrasi iru, dapat 

memberikan kemakrnuran dan kebahagiaan bagi sebanyak- 
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banyaknya masyarakat suatu negara. Bukankah itu sehetulnya 
yang dikehendaki suatu kehidupan yang demokratis? 

B. Sistem Pemilu 

Sistem Pcrnilu yang dipandang sebagai variabel bebas, artinya 
scbagai faktor penyebab (causal ficror, mempunyai pengaruh 
terhadap sistern keparraian di suatu negara. Dijelaskan okh 
Giovanni Sartori (2001: 90) dalam "The Parry Effects of Elec-
toralSystems"dalam Larry Diamond dan Richard Gunther (Ed): 
"Political Parties and Democracy", sebagai berikut: 

"Taken as an independent variable and, indeed, as a causal 

flicror; electoral si'srems are assumed to affect the parry sys-
tem, not parties per se. Yet it standc to reason that a modifica-

tion of the system of parties must also be of consequcnce fir 

the component elements of the system, namely, fr its parts. 
Note, however, that this argument goes from system to parry, 
not from party to syrrcm. As hypothesized, the causal chain is 
that electoral systems cause the farrv system, which in turn 
causes parties per se to be as they arc - 

Tiga variabel pokok dalam sistern pemi!ihan umum adalah 
penyuaraan (balloting, distrik pein ii ihan (electoral district) dan 
formula pernilihan.' 5  (Douglas W. Rae, 1967, The Political 
Con quences ofElecroralLaws, New Haven: Yale University Press, 
hi. 6-39). Dijelaskan oieh Ramlari Surbakti (1992: 177-178), 
Balloting merupakan tata cara yang harus diikuti pemilih yang 
herhak dalam mernberikan suara. Metode pemberian suara yang 
digunakan bisa berupa mcmilih langsung kandidat yang ada atau 

Giovanni Sarrori: "The Pariy Effects of Electoral .Svsrerns" dalarn Diamond, Larry 
dan Richard Gunther (Ed): "Political Parties and Dernocracv' 2001. Baltimore, Mary-
land. The Johns Hopkins University Press. Hal.90. 

Douglas W. Rae, 1967, The Political C'onqucnces of Electoral Laws, New Haven: 
Yale University Press, hI. 6-39. 
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dengan cara pendistribusian suara kepada beberapa kandidat 
yang disusun berdasarkan peringkat (nonior urut). Sistem bal-

loringsangat dipengaruhi o!eh pluralitas masyarakat dan ideologi 
negara yang bersangkutan. Pemberian suara oleh pemilih dalam 
negara demokratis dengan pluralitas cukup tinggi dapat berupa 
pemberian tanda pada lambang partai, narna kandidat atau 
kombinasi dari keduanya. Pada negara dengan sistem partai 
tunggal yang totaliter, seperti di negara komunis, tidak ada sistem 

balloting yang memberikan alternatif partai ataupun kandidat. 
Yang ada adalah memberi atau tidak memberi suara kepada partai 
tunggal dan kandidat yang diajukan.' 

Electoral District adalah ketentuan yang mengatur berapa 

jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan, 
sedangkan formula pemilihan adalah rumus yang digunakan 
untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang 
memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. 211 

 

Selanjutnya, Arend Lijphart (1994) menguraikan dimensi-
dimensi penting sistem pemilihan. Menurutnya, ada tiga tipe 
utama formula pemilihan, yang dijelaskan sebagai berikut. (Dalam 
Electoral Systems and Party Systems; A Study of Twenty-Seven 
Democracies, 1945-1990. 1994. New York. Oxford University 

Press) n 

"Three main types of electoral fninula and a large number of 

subtypes within each ifthese are usually distinguishecl. majoritarian 

formulas (with plurality, two ballot svstenis, and the alternative 
vote as the main subtypes), Proporsional Representation (classified 

fiirth er in to largest remainders, highest averages, anda single 

Ramlan Surbakri, 1992, Pvlcmaharni i/mu Po/kik, PT Grarnedia Widiasarana Indo-

nesia, Jakarta. Hal. 177-178 

ibid. Hal. 177-178. 
21  Arend Lijphart. Electoral S)stems and Parçv Systems; A Study of ivenrv-Seve,m 

Democracies, 1945-1990. 1994. New York. Oxfbrd University Press. Hal.lO. 
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translra ble vote firrn alas), and semi-proporsional systems 

(such as the cumulative vote and the limited vote,)". 

Lijphart rnendeskripsikan sistcm pemilihan berdasarkan tiga 
bass utama. Tiga basis tersebitr dijelaskan sebagai berikut. 22  

"I shall describe the electoral systems in terms of their three 
most basic properties: the electoral Formula ('such as pluraliry 

the different forms ofproporsional representation, and so on), 

the disti-ict magnitude (the number of representatives elected 
per district), and the electoral threshold (the minimum sup-
port that a party needs to obtain in order to be represented)." 

Electoral firinula atau formula pemilihan merupakan suatu 
rurrus perhitungan dalam pemilihan yang ditetapkan berdasarkan 
besaran- besaran atau varian-varian tertentu seperti pl uralitas dan 
perwakilan proporsional. Disu-ict magnitude diarrikan sebagai 
uni!ah perwakilan terpilih dalam sebuah distrik (constituency). 
Electoral Threshold merupakan level minimum dukungan yang 
diperlukan sebuah partai politik untuk dapat rnendudukkan 
perwakilannya di parlemen. 

Dirnensi pemilihan yang tidak kalah pentingnya, yang 
merupakan dimensi keempat adalah ukuran lembaga. 
Ma-sudnya, adalah total jumlah kursi di parlemen yang 
disediakan. Dalarn heberapa kasus, tidak diragukan bahwa 
ukuran lembaga tersebut dapar rnempunyai pengaruh yang kuat 
pada faktor proporsionalitas dan derajat multi partai. 

Arend Lijphart (1994) menerangkan bahwa sistem pernilu 
dapat berubah berdasarkan dinamika yang terjadi pada situasi 
dan kondisi - dalam hal mi terjadi perubahan pada empat dimensi 
perrilihan - yang terjadi di suatu negara. Hal tersebut dapat 
disimpulkan dari pernyataannya sehagai berikut: 23  

22  Ibid. Hall. 
2  Ibid. Hal.13. 
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I define an electoral system as a set of essentially unchanged 

election rtilcs tinder which one or more successive elecrions 

are conducted in a particular democracy. This definition can 

now be refined by stating it in terms of the finir major dime,?-

sions of electoral systems: iltber is a sigiiificant change on one 

or more of the fiur dimensions, this means that a new electoral 

system fli usc be distinguished." 

Menarik untuk direnungkan pernyataan Giovanni Sartori 
(2001) bahwa sisrem pemilihan mernpunyai efek langsung 
terhadap jumlah partai politik di suatu negara (format sistem 
kepartaian) yang tercermin dan pengaturan yang dikandung 
sistem pemilihan itu dalam mentranslasikan jurnlah partai itu ke 
dalam kursi-kursi di parlemen. Sartori menggarisbawahi bahwa 
sistem pemilu yang efektif adalah manakala sistem pernilu itu 
mengurangi jumlah partai politik yang ada. 

Mengenai sistem-sistem Pemilu, dapat kita lihat dari uraian 

AAGN Ari Dwipayana (makalah: Mengenal beberapa sisren? 

pemilu. Tp thn). Secara umum, sistem pemilu dapat 

dike!ornpokkan sebagai berikut: 24  

1. 	Pluralitas-mayoritas (Plurality-Majority) /distrik: 

First Past The Post (relative majority/simple plurality 

Block Vote/Party Block Vote 

Alternative Vote 

Two Round System 

2. Proportional Representation: 

Mixed Member Proporsional 

List Proportional Representation 

Single Transferable Vote 

AAGN Ari Dwipayana (rnakalah: Iviengetial beberapa sistern peinilti. Tp thn). 
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3. Semi Proportional Representation: 

Parallel System 

Single Non-Transferable Vote 

Berikut mi adalah Penjelasan rnasing-masing sistem Pemilu 
sebagaimana diuraikan oleh AAGN Ari Dwipayana dan disertai 
beberapa tambahan: 

Siem Pluralitas Mayoritas/ Distrik 

Sistm mi memuat ketentuan bahwa kandidat atau beberapa 
kandidat terpilih adalah yang memenangkan jumlah certinggi 
(teranyak) dari suara sah yang diperoleh dalam pemilu atau 
dakm beberapa varian, rnayoritas suara sah dalarn wilayah 
peniilihan (distrik). 

V.0. Key: "Beberapa Teori ten tang Sistem Pemilihan " dalam 
Ichiasul Arnal 0988: "Tcori-teori Mutakhir Parrai Polirik", 
menigemukakan pendapatnya tentang sistem pemilihan distrik 
sebgai berikut: 2 ' 

"Dalarn sistern pernilihan distrik hanya ada thia partai yang 
mampu bersaing untuk meiiiperoleh kern enangan; partai ketiga 

hampir selalu ditakdirkan unruk kalah kecuali bila partai 
tersebur dapar rnenyerap anggora-anggota dari salah sarii partai 

urania, yang secara dernikian bejarri menjadi salah saw dan 
dua rta pai urama iru sendiri. Parrai-parrai tidak akan rnampu 
berkem bang dalarn suasana kepasrian akan kekalahan. Prospek 

yang dcrnikian ito cenderung rnenggcrakkan anggoia-anggora 
parrai minoriras untuk berpindali pada partai niayOniras. Olch 

si karena ito, srern pernilihan distrik cenderung mengakiba rkan 
rerbenruknya sisrern dua parrai." ('Hal. 37-38) 

ichiasu! Amal. Logcft. Hal.37-38. 



34 	 Konsep Pemilu dan Kepartaian 

Varian yang pertama adalah First Past The Post. Formula 

pluralitas mi biasa dipakai dalarn pemilihan wakil tunggal (seperti 
pemilihan presiden, gubernur, walikota, dsb) atau pemilihan 
badan perwakilan rakyat. Pemenang pemilihan adalah seorang 
kandidat yang rnendapatkan suara paling banyak tanpa 
memperhatikan basil rnayoritas. Varian mi diimplemcnrasikan 

pada single-member district system. 

Varian kedua ada!ah Block Vote, yang digunakan pada multi-

in ember district. Pengertiannya, pemilih m em iliki suara sebanyak 

kursi yang akan diisi dan bebas menggunakan hak suara. Dalam 
varian ini, pemilih biasanya bebas memilih kandidat tanpa 
menghiraukan afihiasi partai politik kandidat tersebut. Kandidat-
kandidat yang berhasil memperoleh suara terbanyak otomatis 
berhak mengisi kursi tanpa memperhatikan suara yang mereka 
dapat, namun pemenang tidak berarti pemilik suara mayoritas. 
AAGN Ari Dwipayana mengganggap hal mi bertentangan 

dengan prinsip dalam dernokrasi, yaitu mengutarnakan suara 

mayoritas. 

Yang dianggap sesuai dengan nilai dernokrasi adalah dengan 

formula mayoritas. mi berarti, kandidat yang berhasil meraih 

suara 50% + 1 ditetapkan sebagai pemenang. Kendalanya adalah 
manakala jumlah kandidat atau partai politik cukup banyak sehingga 
tidak satupun kandidat yang berhasil meraih suara 50% + 1 tersebut 
dan tidak tercapainya koalisi antar kandidat atau partai politik. 

Varian ketiga adalah sistem alternative vote. Pengertiannya, 

pemilu dibagi ke dalam dua putaran. Bila dalam putaran pertama 

tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara 50% + 1, dilakukan 

putaran kedua dengan rnenggunakan prinsip preferential bal-
lot. Para pemiih diminta meranking kandidiat sesuai 
preferensinya. Prinsipnya adalah rnentransfer suara minoritas 
kemudian diberikan kepada kandidat suara yang memperoleh 
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suara yang lebih kuat sampai tercapai satu pemenang. 26  (Blaiss 
and Massiote dalam AAGN Ari Dwipayana). 

Selanjurnya adalah Two Round System. Sebagaimana 
dijelaskan Lijphart, dalam sistem mi terdapar bagian dari sistem 
yang mengatur bahwa suara mayoritas benar-benar dihitung 
berdasarkan suara terbanyak, tidak harus dengan formula 50% 
+ 1. Aturan mi diterapkan dengan pengertian, pemilu dibagi 
menjadi dua putaran dengan prinsip penggabungan sistem 
antara pluralitas dan mayoritas. Pada putaran pertama, bila tidak 
ada kandidar yang berhasil meraih suara mayoritas (50% + 1), 
maka pada putaran kedua diterapkan formula pluralitas, dimana 
pemenang ditetapkan herdasarkan suara terbanyak, tidak harus 
50% + 1 

Cara kedua dari Two Round System adalah dengan 
menggunakan formula run ofT Pengertiannya, pada putaran 
kedua, yang diikutkan hanya dua kandidat yang dalam putaran 
pertama memperoleh suara terbanyak. Pemenang dalam putaran 
kedua ditetapkan berdasarkan perolehan suara mayoritas (50% 
+ 1). (lijphart, 1994: 13) . 27  

Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah uraian dan 
Giovanni Sartori (2001: 93-94) terkait sistem pluralitas, yaitu 
sebagai berikut: 

"I now submit the rules (laws) that govern tue efJcrs ole/cc-
(oral systems on (he number of parties. 

Rule 1: A plurality system cannot produce by itself a nation-

wide iwo-party format, but tinder all circumtances it will help 
maintain an existing one. Hence, whenever a two-party format 
is established, a plurality system exerts a brakelike influence. 

AAC;N Ari Dwipayana. Logcir.. 

Lijphann. Logcin. HaI.13. 
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Rule 2: A plurality system will produce, in the long run, a 

two-parry Format (not the eternalization of the same parties, 

however) under two conditions: first, a party system struc-
tured by nationwide parties and, second, lithe electorate which 
is refractojy to whatever pressure of the electoral s stem happens 

to he dispersed in below-plurality proportions throughout the 

constituencies. 

Rule 3: conversely, a two-parry firmnat is impossible-under 

whatever electoral system-iFracial, linguistic, ideologically a lien-
a ted, single-issue or otherwise incoercible minorities (which 
cannot he represented by two major parties) are concentrated 

in above-plurality proportions in particular constituencies or 
geographical pockets. If so, the effrct of a plurality system will 

only be reductive vis-a-vis the third parties that do not repre-

sent in coercible minorities....., 25  

Sistem Proporsional 

Sistern Representasi Proporsional atau populer disebut 
proporsional atau perwakilan herimbang adalah metode trans-
fer suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi 
perolehan suara pemilih. Dihanding dengan sistem distrik, sistem 
proporsional lcbih banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. 
Pcrtimbangan utama negara-negara yang menipergunakan s istern 

mi hiasanya berangkat dari keberatan terhadap sistem distrik 
yang tingkat disproporsionalitasnya sangat tinggi. 

Dalarn sistem pemulihan proporsional, V.0. Key: "Beberapa 

Teori renrang Sistein Pernilihan" dalarn Ichiasul Amal (1988: 

"Teori-reori Ivlutakliir Partai Politik') memberi kan pe nj elasan 

sebagai berikut. 

c;iovatid Sartori: "The Parry Eth'cr.s of'E/ecroral Svsrems"dalam Diamond, Larry 

dan Richard Gunther (Ed): "Political Parties and Democracy'. 2001. Baltimore, Mary-

land. The Johns Hopkins University Press. l-lal.93. 
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"...bahwa dalain sistern PR, rurnbuhnya sisrem multi partai 
disebabkan karcna ridak adanya kendala hagi partai-parrai kecil 
diranihah pu/a clengaii adanya dorongan bagi semua ke/ompok 
unruk rurut-  serra (ta/am perni/ihan. Penjelasan yang hampir 

serupa diberikari oleh Cf. Friednch, Herman Finer dan FA. 

Herm ens. Mereka sernua mengoinentari a (tanya kern udahan 
vaini, parrai-parrai rerkecil clapar inemperoleb perwakilan (ta/am 
ha clan legis/arildi bawah sisremn PR. Mereka menciaparkan bahwa 

banyak dan tara partai-parrai rersebu r tidak mamp u 

menemparkan ca/on tunggalnya cii dalam pernilihanyang 
rnernakai sisrem c/is trik. Jerman pa cia inasa pemn cnn rah an 

Republik Weirnar biasanya sering dipakal sebagai con roh kiasik 
renrang bagairnana sistem PR dapat mengakiharkan 
perkcrnbangan jumnlah partai yang cukup besar. "29 

Menurut Lijphart (1994), pengklasifIkasian unsul--unsur 
formula Proporsional Representation (PR) adalah diterangkan 
sebagai berikut. 

"PR firrn u/as can best be explained by classifviiig and sub-
c/assi1ing them: the first classification distinguishes beerween 

list PR, in which voters cast their votes for party lists of can di-
dares, and the single transtrable vote (511/), in which voters 
vote for individual candidates. List PR can then be classified 

into highest averages (divisor) and largest remainders (quota) 

systems. And these can be classified further according to the 
particular divisor or quota that they employ. 

Cara kerja sistem PR ada!ah perrarna, menentukan alokasi 
jurnlah kursi pada satu distrik atau daerah pemilihan. Dalani 
sistem PR, daerah pemilihan mi !azimnya menggunakan dasar 
wilayah administrasi. Di Indonesia pada pernilihan parlemen 
nasional, daerah pemilihan didasarkan pada wilayah propinsi. 

Iclilasul Arnal. Logcit HaI.38. 
Lijpharr. Logcir. Hal. 153. 
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Misalnya berapa junilah kursi yang disediakan untuk daerah 
pemilihan Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera 
Utara, dst. Jumlah kursi di masing-masing daerah biasanya tidak 
sama karena didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah 

masing-rnasing. Kedua, menenrukan besarnya kuota untuk 

menentukan berapa suara yang dibutuhkan partai politik agar 
mendapatkan satu kursi di parlernen. Besarnya kuota pada suatu 
daerah pemilihan tergan rung pada besarnya jumlah penduduk 
yang rnenggunakan hak suaranya dan jumlah kursi yang 
diperebutkan oleh partai-partai pol ink. Umumnya penentuan 
kuota didasarkan pada rum us: 1  

Aspek penting dari sistem mi adalah adanya hak politik yang 

disebut universal suffrage. Universal suffrage diartikan hahwa 

setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menurut UU, 
memiliki hak yang sama tanpa dibedakan suku, agama, ras, 
golongan dan latar belakang sosial lainnya, kecuali bagi mereka 
yang cabut hak-hak politiknya. Di samping itu juga bisa 
mernbarigkitkan partisipasi politik warganya. Varian dari sistem 

proporsional representatif mi meliputi: (Reynolds and Reilly, 

19 97) 32  

List Proportional Representation (List PR); 

Mixed Member Proportional (MMP); dan 

C. 	Single Transferable Vote (STV). 

Sistem List Proportional Representative (List PR) pada 

dasarnya ada dua bentuk, yaitu sistern daftar tertutup (closed list 

system) dan sistem daftar terbuka (open list system) . Dalam sistern 

daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik peserta 
pemilu, dan tidak bisa mernilih calon legislanif. Dalam sistem mi, 

31  AAGN An Dwipayana. Logch. 

''11)1(1. 
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para calon legislatif biasanya telah ditentukan dan diururkan 
secara sepihak oleh partai polirik yang mencalonkannya. 33  

Semcnrara pada sistem dafrar terbuka (open list system) , para 
pcmilih hukan hanya dapat memilih partai politik yang diminati, 
namun juga berkesempatan menentukan sendiri calon legislatif 
yang disukainya. Dengan dernikian, pemilih di samping mernilih 
tanda gambar partai juga rnernilih gambar kandidat legislatif. 
OIeh sebab itu, partai politik tidak dapat menentukan secara 
sepihak calon-calon dan daftar urutan calon, karena hal itu sangat 
bergantung pada pemi1ih. 

Bagaimana mekanisme menstransfer suara pemilih ke dalam 
kursi di parlemen? Dalam sistem List PR, transfer bisa dilakukan 
melalui dua cara, yaitu: a) berdasarkan rata-rata tertinggi atau 
biasa disebut dengan pembagi (clevisor) dan b) suara sisa terbesar 
(largest remainder) atau lazim disebut dengan kuota (Asfar dkk, 
2OO2). 

Berikut mi adalah metode-metode penghitungan List 
Proporsional Representative: 

a. 	Devisor 

Metode devisor ada dua jenis yaitu: formula d'Hondt dan 
formula Sainte-Laque. Prosedur utama kedua formula 
tersebut adalah bahwa kursi-kursi yang tersedia pertama-
tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai 
jurnlah suara rata-rata tertinggi, kernudian rata-rata terscbut 
akan terus menurun berdasarkan bilangan pembagi. 
Prosedur mi terus berlaku sampai semua kursi terbagi habis. 
Rata-rata yang dimaksud berbeda dengan istilah dalam 
statistik (mean), melainkan seperangkat bilangan pembagi. 

Ibid. 
ibid. 
Ibid. 
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• d'Hondt, bilangan pemhaginya merupakan urutan 

bilangan utuh ) 1, 2, 3, 4, 5, dst. Penggunaan formula 

d'Hondt lebih menguntungkan partai besar. 

• Sainte-Laque, bilangan pembaginya dirnulai dengari 
pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut bilangan ganjil 

4 1.4,3, 5, 7, 9, dst. Pcnggunaan formula Sainte-Laque 

lebih menguntungkan partai kecil . 31 

b. Kuota 

Metode kuota yang sering digunakan yaitu: kuota Hare dan 
kuota Droop. Langkah-langkahnya adalah menentukan 
kuota suara. Setelah itu menentukan besarnya kursi yang 
diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara 
yang diperoleh. Sementara sisa suara yang belum terbagi 
akan diberikan kepada parpol yang mempunyai jumlah sisa 

suara terbesar. 

Kuota Hare (HQ) dihitung berdasarkan jumlah total suara 
yang sah (v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan 
dalarn suatu distrik (s). Penggunaan kuota Hare Iebih 

menguntungkan partai-partai kecil 

HQ 

• 	Kuota Droop (DO) dihitung dari jumlah total suara (v) 
dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu 
distrik (s) ditambah 1. Penggunaan kuota Droop lebih 
menguntungkan partai-partai besar. 

DO= 
s+1 

36 Ibid. 
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Dibandingkan formula list PR, perhitungan proporsionalitas 

Single Transferable Vow (STV) sedikit lebih rurnit. Hal mi 
disebabkan para pernilih memberikan suaranya berdasarkan 

prefercnsinya berdasarkan daftar partai. Dengan begiru, para 

pemilih dalam sistem STV memilih para kandidat yang 

disukainya bahkan kemudian merankingnya. Oleh karena itu, 

transfer suara pernilih ke kursi di parlemen juga harus 

rnemperhirungkan peringkat suara yang diberikan oleh para 

pemilih. Prosedur dan penghitungan berdasarkan peringkat 

kandidat inilah yang tidak dijumpai pada sistem prosedur dan 

perhitungan list PR. 37  

Indra Pahlevi (2008: 34) rnencrangkan tentang sistern STV 

sebagai herikut. 

Sistcm pen iilu mi inerupakan saw si.sirni pemilu yang paling 

menank sebab dalam inlplernen rasinva rnenggunakan merode 

yang memburuhkan kecerma ran bagi para perni/ih. Scorang 

abli Inggris dan Denmark, Thomas Hare dan Carl Andru 

menciprakan prinsip-prinsip dasar sisremn STV mi. Sisreni liii 

mnenggunakan distrik berwakil majernuk dimana pernilih 

mengururkan ca/on anggota legislarif' berdasarkan prelerensi 

mereka dalam kerras suara. Biasanya pernilib hanya dirninta 

rnenandai saw miama calon anggora legislarifsaja ranpa harus 

niengurur sernua calon anggora legislatif Serelall iru jumlah 

rotal suara preferensi perranla dihiwng, kern udian bera/ib ke 

kuora suara yang diperlukaii unwk perni/ihan seorang ca/on 

anggota legisla ru". 

Prosedur perrarna yang hartis dilakukan dalam menghitung 

STV setelah daftar preferensi pilihan pemilih tersusun adalah 

menentukan besarnya kuota. Pada prinsipnya, penenruan kuora 

Ibid. 
W  Pahievi, Indra Sist-ern Pem i/u 2009: Llpava Pen8uaraii Dcmokra.ci Subsransialdalam 

Pemj/u 2009 c/an Konso/jdasj De,nokrasj. Editor: DR. Liii Rornh. 2008. Jakarta. Pusat 

Perigkajian Pengoiahan Data dan Informasi Skrctariat Jenderal DPR RI. HaI.34 
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STV hampir selalu menggunakan formula kuota Droop, yaitu 
DQ = v/(s 1). Bedanya, pada kuota Droop hasil pembangian 
dibulatkan, sedangkan dalam STV hasil pembangian ditarnbah 

1, jadi rumusnya: 

DQ 
= 	

+1 
(s+1) 

Prosedur selanjutnya adalah menentukan jatah kursi untuk 

masing-masing kandidat berdasarkan preferensi pilihan kandidat. 
Caranya, kandidat yang mempunyai atau berhasil mengumpulkan 
preferensi pilihan pertama sehanyak (atau lehih) dari jumlah kuota 
pada perhitungan pertama dapat otomatis terpilih dan herhak 
mewakili distriknya duduk di parlemen. Pada perhitungan kedua, 
sisa kelebihan suara kandidat yang telah terpi!ih dibagi rata ke 
kandidat urutan 2 dan 3, dengan catatan suara hasil pembagian 

mi diberikan hanya kepada suara yang kandidat yang sekelompok 

p re fe re ns 

Jika pada perhitungan ketiga tidak ada kelebihan suara yang 
dapat didistribusikan kepada kandidat-kandidat yang suaranya 
tidak mencapai kuota, maka penyelesaiaanya adalah dengan 
mengeliminasi atau mengeluarkan partai yang suaranya terkecil 
untuk ditransfer ke partai yang suaranya lebih besar. Namun 

pembagian suara mi diberikan juga kepada kandidat sekelompok 

p re fe re ns i. 4 ' 

Mixed Member Proprorional (MMP) merupakan formula 

yang memberikan kompensasi kursi dari suara yang hilang akibat 
penerapan sistem distrik. Misalnya, jika sebuah partai 

mempero!eh suara 10 % secara nasional, namun ia tidak 

AAGN. Ari Dwipayana. Logcir. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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memperoleh kursi dalam suatu distrik, maka partai tersebut akan 
rnemperoleh kompensasi kira- kira sampai 10 % kursi di 
parlemen. Dari tujuh negara yang menerapkan sistem mi, kecuali 
Hungaria yang menggunakan Two-Round System, kursi dalam 
suatu distrik dipilih berdasarkan sistern FPTP. Di Italia misalnya, 
seperempat dari kursi parlemen disediakan untuk suara yang 
hilang akihat penerapan sistem distrik. Semeritara iru, di Ven-
ezuela, terdapat 102 kursi (50%) yang dipilih berdasarkan sistem 
distrik, 87 kursi dipilih berdasarkan sistem proporsional, dan 
sisanya 15 kursi proportional yang disediakan sebagai kompensasi 
(Reynolds and Reilly, 1997 :7475) . 42  

Melengkapi penjelasan di atas, Indra Pahievi (2008: 33-34) 
menguraikan: 

"Sistein MMP nierupakan sisrem campuran anrara sisrern 

proporsional clengan sistem pluraliras-mayoritas seperri rerjadi 
cii Jerman, Selanc/ia Baru, Bolivia, ira/ia, Venezuela clan 

Hongaria. Sisrein liii mencoba ineiiggabungkan ciri-ciri positif 
baik dari sis tern znayoriras maupuri sisrem rep reseji rasi-

pioporsional. Sehagian anggora panlcnien dipili/i berdasarkan 

in erode mavoriras-pluralitas (biasanya clengan sisreni distrik 
wakil runggal,), semenrara sisanva clipilih berdasarkan sistem 
representasi proporsional dafrar (list system). Kursi dalarn 

sisrem liii k/i ususnya yang nicnggunakan sistern represenrasi 
proporsional dafrar dapa t mengkompensasi disproporsionaliras 

yang dibasilkan dengan sicrern pluraliras-rnayoniras. Dengan cara 
mi partai yang tic/ak rneniperoleh kursi dan cisrern p/ui-a/has-
mayoritas dapar mernperoleh kursinya dari sisrem reperesentasi 

proponsion a I. Kelehih au u ta ma sis rem MIVIP in i a cia lah 
menjamin para pemilib rerwakili secara geognif]s. Selain ira para 
perni/Th men dapa rkan keun rungan karena dapar memilili dua 
suara, satu suaia unrukparrai c/an satu suara unruk wakil mereka. 

42 Ibid. 
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Keleniahannya acialah bahwa stiara bagi calon anggora legislatif 
kurang pen ring diban ding suara bagi partai dalam pengalokasian 
kurci parlesnen secara kcselurulian. "- 

Menurut Makmur Keliat dkk (2001: 74-75), kelemahan-
kelemahan utama sistem proportional representation adalah 

sebagai berikut: 

Akuntabilitas kepada konstituen (pemilih) Icmah, karena 
wakil terpilih lebih tergantung kepada kekuasaan pusat 

(DPP partai politik) 

Peluang untuk politik uang (money politics) dan 

penyalahgunaan kekuasaan sangat besar, karena calon 

tergantung partai politik, bukan konstituen 

Fragmentasi partai politik di tingkat nasional sangat besar, 
memungkinkan partai politik kecil untuk mempengaruhi 

proses politik 

Besar kemungkinan terjadi distorsi dan manipulasi 
penghitungan suara dari TPS hingga ke tingkat nasional. 44  

Sistem Campuran 

Sistem pemilu campuran istilah lainnya adalah sistem semi 

proporsional atau semi plurality. Dijelaskan oleh AAGN An 

Dwipayana sebagai berikut. 

Sistem Semi Proporsional merupakan formula yang mencoba 
menjembatani antara sistem plurality-majority dcngan propor -

tional representative dengan cara rnengkombinasikan kelebihan 

sistem PR dengan sistem plurality-majority. Sistem mi pada 

dasarnya memberikan representasi bagi kelompok-kelompok 

Indra Pahievi. Logcir. E-IaL33-34. 

Keliat, Makmur, dkk (Eds). Selamarkan Pemilu: agar Rakyar tak diupu /agi. 2001. 

The Ridep institute. Jakarta. HaI.74-75. 
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minoritas dengan prinsip utarnanya ada!ah adanva suara 
ku m ularif, pembatasan s uara, dan single nontransferable vote. 45  

Suara kumulatif pada dasarnya mirip dengan prinsip 
pluralitas di dalam suatu distrik dengan banyak kursi atau wakil 
(rnultiimem her constituency), dimana masing-masing pemilih 
mempunyai suara sebanyak kursi yang tersedia kecuali para 

pemilih itu dilarang untuk mengakumulasikan suara mereka. 
Pembatasan suara pada dasarnya sama dengan multrneinber 
plurality, yakni para pcmilih diberi suara lebih kecil dari jumlah 
kursi yang tersedia di distrik tersebut. Penggunaan sistem 
campuran mi terutama tampak pada negara-negara yang oleh 
Huntington digolongkan dalam negara gelombang demokrasi 
ketiga. Sistem mi umumnya melipuri:" 

Paralel 

Single Non Transferable Votes (SNTV) 

Sistem Paralel adalab sistem pemilihan campuran antara 
sistem daftar proporsional (List PR) dengan sistem distrik. 
Sehagian kursi parlemen dipilih berdasarkan sistem proporsiona!, 
dan sisanya dipilih berdasarkan sisterri distrik. Caranya, pemilih 
mempunyai dua kertas suara, saru untuk memilih kandidat 
berdasarkan sisrem distrik, dan satu kertas suara lagi untuk 
memi!ih partai berdasarkan sisrem list PR. 47  

Single Non Transferable Vote (SNTV) adalah bentuk khusus 
pembatasan suara dirnana masing-masing pemilih hanya 
mempunyai satu suara dalam suatu distrik yang ui:iumnya 
tersedia tiga sampai jima wakil. Keuntungan sistem mi adalah 
partai-partai kecil lebih mungkin atau mudah untuk terpilih. 
Berdasarkan pengalaman Jepang yang menggunakan sisrem mi 

AAGN. Ari Dwipayana. Logcir. 

"' Ibid. 
47  Ibid. 
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dari 1947-1993, salah satu kelemahan dari sistem mi adalah 

adanya tingkat proposionalitas yang ridak sarna antara distrik 
pcdesaan dengan distnik perkotaan atau biasa disebut unusual 

eletoral system. Di distrik pedesaan umumnya sangat tinggi 
tingkat proporsionalitasnya (ov(frrepresented), sebaliknya di 

distrik perkotaan umumnya rendah ringkat proporsionalitasnya 

(underrepresented) (Sheldon, 1995 :663-73) . 

Sistem-Sistem Varian 

Sistem-sistern pemilu yang te!ah diuraikan sebelumnya dalam 

perkernbangannya masing-masing melahirkan varian-vanian baru 
yang disesuaikan dengan kondisi geografi dan sosial politik suatu 
negara. Tujuan umumnya adalah untuk rnencapai dcrajat 
implementasi demokrasi yang lebih sesuai dengan tuntutan yang 

berkembang pada masyarakat suatu negara. 

Varian-varian dalam sistem pemilu rnuncul karena - 
sebagaimana diakui oleh beberapa ilmuwan dunia seperti Clymer 
Rodee, John G Grurnn, Joel D Barkan din Andrew Reynold - 
sistem proporsional maupun sistem distrik murni helum 
sepenuhnya bisa mewujudkan praktek demokratisasi secara 

rnaksimal. 

Latar belakang pemikiran para ilmuwan rersebut dijelaskan 

oleh Subhan Agung (2009) dalam Parral Politik dan Pemilihan 

Uin um: Studi Sisrem Keparralan dan Peinilu di Dunia dan 

Indonesia, sebagai berikut. 

C/yin cv Rodcc inisalnya, salah sa tu yai;g giar incinberikan 
pertiinbangan, balwa ada beherapa cara lain yang juga bisa 

clikarakan varian arau Follow up dan sisrern-sisren? di aras, 
rcninasuk sisreni pcinilihan double ballot (karw suara ganda). 

Ibid. 
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Tetapi s/stern in i berdasa rka n a ras wi/ayah bera nggo rakan 

runggal, di maiia ca/on arau partai yang menaiig threnrukan 

oleh peinilihan penenruan (run-off election) antara dua ca/on 
atau parrai yang menerirna suara terbanyak pada karru suara 
pertama. 

Di Amerika Serikat, biasanya di bulan November didahului 
oleh pemilihan pertama, menyerupai sistem double-ballot juga. 
Dan dalam usaha belakangan mi untuk menemukan cara lain dan 
sistem yang dipakai sekarang untuk memilih Presiden Amerika 
Serikat, sistem mi kelihatannya menonjol. Lembaga Pernilihan 
Presiden Amenika Serikat sebenarnya bekerja sehagai suatu sistem 
pemilihan Single-ineinberdi mana suara pemi!ih dari suatu negara 
bagian (berdasarkan banyaknya penduduk) diperuntukkan calon 
presiden dengan kemajemukan (selisih jumlah suara yang diperoleh 
oleh calon yang menerirna suara terbanyak dengan jumlah suara 
yang didapat calon pemenang kedua). Hal inilah yang mungkin 
dikatakan distorsi clari sistem mi. Sebagai contoh distorsi, pada tahun 
1980 Presiden Ronald Reagen memperoleh 52% dari suara 
nakyat secara nasional, tetapi ia secara resmi dipilih dengan 91% 
suara oleh Lembaga Pemilihan Presiden. 

Ada satu lagi sistem yang merupakan varian clari Proportional-
Representation, di mana sistem mi tidak didasarkan pada wilayah 
dengan banyaknya anggota, tetapi pada pernilihan semua wakil 
secara umum. Seluruh wilayah negara dipenlakukan sebagai saw 
wilayah pemilihan tunggal. mi luar biasa, mencocokkan 
distribusi (pembagian) pengikut partai dalam suara rakyat dan 
perwakilan pengikut partai dalani badan legislatif. 

Sebagai contoh konsekuensi dari varian sistem proporsional 
di atas misalnya di Israel, sistem mi bisa membantu menjelaskan 
perpecahan dan persaingan hebat di antara pengikut partai yang 
membeni ciri politik Israel. Sejak berdirinya negara mi di tahun 

lit ti I/sub hanagung. blogspot.coni/2009/O 5lparrai_polit j k-dan - e iii ii I in nunlurn 
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1948, perwakilan pengikut partai dalam Knesset—sejenis 
parlemen lsrael—pada waktu yang berlainan dibagi atas dua 
partai koinunis, dua partai sosialis, dua partai tengah atau tengah-
kanan dan beberapa partai berlandaskan religi. Politik di Israel 
rnungkin tidak mengesankan secara umurn (lehih-lebih bagi 
negara-negara Arab), tetapi politik Israel tidak rnenjemukan. 

C. Sistem Kepartaian 

Banyak jenis atau tipologi partai politik dan sistem kepartaian. 

Hal mi diterangkan oleh Roy C. Macridis: "Pengan tar Sejarah, 

Fringsi dan Tipologi Partai-parrai"dalarn Ichiasul Amal (1988: 
"Teori-reori Murakliir Parrai Politik') sebagai berikut. 

"Terdapar banyak delinisi dan ripologi ten rang parrai polirik 

dan sis tern kcpa rra ian. Dia ii ra ra nya clapar kira can wmkan 

sebagal berikut: ororircr Jan dernokrasi; inregranive dan 
rep resen raril (pciwaki/an); ideologis dan pragmaris; agamais 

(rcIigious) dan sekuler; dcrn okra ris dan revolusioncr; inassa dan 

dir; demokraris clan oligarki. Adapun un ruk ripologi sisrern 

keparraian, kiasiuikasi yang paling urn urn digunakan ada/a/i 

berdasa rkan pada join/a/i (banyaknva) partai; sedangkan yang 

lain melipu ti sifa t tertu top a ra u komperirif, agrega nil dan 
ideologis; pluralisris (ma/cm uk) atau monopolisnis ('runggal); 
berorienrasi pada isyu (issue-oriented) berlawanan dengan yang 
berorien tasi pada pengikur (c/len rele-orien red); in regra nil clan 

represenrarif Sisrem kepartaian dengan demikian didcfinisikan 
dari segi karakrerisrik parrai-parrai tersehur." (J-fa/.3I)0  

Menurut Andrew Heywood (2002), sistern partai politik 
adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai 
politik di dalarn sebuah sisteni politik yang berjalan. Kata kunci 

50  Ichiasul Amal. Logcir. F-IaI.3 1. 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 49 

yang digunakan untuk mengkaji sistem kepartaian adalah jumlah 
partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi 
mcndapatkan kekuasaan melalui pernilu. Hal mi juga dinyatakan 
oleh Duverger pada tahun 1954, yaitLl rnerumuskan sistem 
kepartaian berdasarkan jumlah partai politik. Duverger membagi 
sistem hesar dalam kepartaian, yaitu sistem partai tunggal, sisteni 
dua partai dan sistern rnulripartai. Dalam perkembangannya, 
beberapa ilmuwan mengembangkan tiga sistem hesar rersebut 
ke dalam varian-varian yang lebih spesifik atau bahkan 
memberikan sudut-sudut pandang baru. 5 ' 

Sartori (1976) memberikan masukan baru, bahwa sistem 
kepartaian lebih ditekankan pada adanya suatu pengaturan 
mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan 
pembentukan pemerintahan. Secara lebih spesifik, hal tersebut 
berkenaan dengan apakah kekuatan partai-partai polirik yang 
ada memberikan prospek untuk rnemenangkan atau berbagi 
kekuasaan pemerinrah. 

Pendapat lain dikemukakan Bardi dan Mair (2008), yang 
menyatakan bahwa sistem kepartaian tidak dapat ditenrukan hanya 
oleh jumlah partai yang ikut dalam pemilu namun melibatkan 
fenomena yang multi dirnensi. Menurut rnereka, tipe partai politik 
dipengaruhi 3 dimensi, yaitu dimensi vertikal, dimensi horizontal 
dan dimensi fungsional. Dirnensi vertikal dapat ditunjukkan pada 
adanya polarisasi dan segmentasi dalam masyarakat pemilih, 
misalnya dalam hal bahasa, ernisitas dan agama. Dirnensi horizon-
tal terlihat dalarn pembedaan level pemerintahan dan level pemilu. 
Dimensi fungsional adalah dimensi yang terkait dengan 
diferensiasi arena kompetisi, yaitu pada arena nasional, arena 
regional dan arena l oka l . S3 

http:/Isubhanagung.bIogspo.com/2OO9/O5Ipartai_poIitik_dan_peiiliIan_un uim ) . 
jbid. 

ibid. 
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Sistem kepartaian yang dibahas berikut merupakan sistem 
besar yang esensinya mcnggabungkan antara pendapat-pendapat 
di atas, yaitu dilihat clari f'aktor jumlah partai dan pola-pola 
kekuasaan yang menjadi setting kchidupan kepartaian itu sendiri 
dalam pemerintahan. 

Sistem Multi Partai Plural 

Mengutip penjelasan Subhan Agung (2009) dalam Partal Polirik 
dan Pernililian Urn urn: Studi Sisrern Kepartaian dan Pernilu di 
Dunia dan Indonesia, kondisi sistem multi partai biasanya ditandai 
adanya satu partai dominan yang memerintah secara koalisi dengan 
partai-partai lain dengan partai dominan itu sendiri yang 
memerintah untuk jangka waktu yang lama, rnisalnya di Swedia 
dan Denmark kita mengenal partai dominan, yakni partai Sosial 
Demokrat. Di Belanda kita mengcnal Partai Buruh dan di Jepang 
ada partai Demokrasi Liberal. Sedangkan di Switzerland ada tiga 
partai yang menjadi pusat gaya tank kegiatan politik, yakni Partai 
Demokrat-Sosial, Demokrat Radikal, dan Partai Konservatif Sosial 

Kristen. Sistein mi juga dipakai di Malaysia, Prancis, Norwegia 

dan Indonesia. 5  

Sistem Multi Partal Sederhana 

Berdasarkan teori yang dikernukakan Sartori (1976), sistem multi 
partai sederhana dapat dibagi dua bagian umurn, yaitu pertama, 
Pluralisme Moderat, dan kedua, Pluralisme Terbatas yang 
terpolarisasi. Pembagian dua jenis sistem Multi Partai Sederhana 
tersebut didasarkan pada tingkat jarak ideogis masing-masing 
partai politiknya. Sistem Multi Partai Sederhana adalah suatu 
sistem kepartaian dalain penyelenggaraan pemilu dimana jumlah 

Ibid. 
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partainya berkisar antara 3-5 partai. Pluralisme Moderat adalah 
bila tingkat jarak ideologis antar partai politik adalah rendah. 
mi berarti hahwa ideologi masing-masirig partai politik relatif 
tidak jauh berbeda. Adapun Pluralisme terbatas adalah bila 
tingkat jarak ideologis antar partainya adafah tinggiY 

Sartori memang lebih jauh menawarkan kriteria dari segi 
jarak idelogis anrar partai. A!asannya ada!ah karena kriteria yang 
hanya didasarkan pada jumlah parrai, iru tidak sepenuhnya 
memadai untuk melihat semua ciri penting suatu sistem 
kepartaian. Tipologi Sartori ada!ah untuk memperbaiki kiasif'ikasi 
rradisional yang umumnya herkutat disekitar sistem 2 partai dan 
mu! ti partai. 

Sistem Dua Partai 

Sebagaimana ditulis Subhan Agung (2009) dalam Parrai Polirik 
clan Peinilihan Urn urn: Stucli Sistem Kepartaian dan Pernilu di 
Dunia dan Indonesia, pada sistem kepartaian dua partai (two-pariy 
system), sesuai namanya hanya ada dua partai yang mampu 
berrahan, dikarenakan adanya pemangkasan partai yang 
memiliki kesamaan visi, misi maupun ideologi. Disini kita !ihat 
bahwa sisrem dua partai mengedepankan perampingan 
kepartaian. Kehidupan demokrasi diformasikan dalam berituk 
sistem yang efisien dan diharapkan lebih cfektifdalarn menjalankan 
kehidupan bernegara. Implikasinya, ja!annya pemcrintahan yang 
menerapkan sistem mi diasumsikan !ebih stahll mengingar berbagai 
kepenringan yang ada dikaregorikan hanya da!am ke!ompok-
kelompok besar, dan partai pemenang adalah partai yang 
memang telah memiliki kekuatan besar. 57  

Sarori dalam Arnhardi. 2009. 'Miigutzgkap Poliuk Karrel: Sruc/i texitang Siswrn 
Kcparraiaii di Indonesia Era Rethrmasi. Jakarta. Kepustakaaii Populer Grarneclia. Hal. 9-1 1 

" Ibid. 

http://subhanag11ng.blogspor.com/2009/O5/parrai_polirik_dan_penhj1jlajI[llljIfl.  
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Subhan melanjutkan, pada sistem dua partai, satu partai 

berperan sebagai partai penguasa yang biasanya merupakan partai 
pernenang dalam pemilu, sedangkan yang satunya lagi merupakan 
partai yang ka!ah dalarn pemilu yang biasanya juga berperan 
sebagai partai oposisi. Peran sebagai partai penguasa maupun 
sebagai partai oposisi bisa berganti-ganti setiap setelah pemilu, 
tergantung partai mana yang menang ketika itu. Sistern mi 
dipraktekkan di negara-negara seperti Tnggris Raya, Jerman 
Barat, Kanada dan Amerika Serikat. 

Sistem Partal Tunggal Authoritarian 

Sistem partai tunggal memiliki pengertian bahwa di dalam suatu 
negara hanya ada satu partai politik, atau dengan beberapa variasi 

tertentu, sistem mi menunjukkan adanya satu parrai politik yang 
dominan di antara beberapa partai politik kecil lain yang ada 

dalam negara tersebut. Sistem mi dipraktekkan antara lain di China, 

Kuba dan Afrika. 

D. Kepartaian dan Pemilu di Negara Industrial 
Dinamika Masyarakat "Anti Partai" 

Fenomena "anti partai" atau Golongan Putih (Golput) di Indo-
nesia mengernuka terutama sejak Pernilu 1999. Hal mi 
dikarenakan sebagian kalangan menilai bahwa tujuan hanyak cut 
politik mernbentuk partai politik hanya demi kepentingan 
kekuasaan belaka. Hanya demi kepentingan pribadi atau golongan, 
sementara esensi dari partai politik itu sendiri, yaitu sebagai wadah 
perjuangan untuk menyalurkan dan mcmperjuangkan aspirasi 

rakyat cenderung terabaikan. 

' Ibid. 
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Bila kita memantau dinarnika kehidupan sosial politik di 
Indonesia, dapat kita lihat ada beberapa faktor yang menjadi 
jawaban atas pertanyaan: Mengapa ada yang Golput? Faktor-
faktor itu antara lain: 

Kegagalan partai politik dalarn berpihak kepada masyarakat. 

Satu fenomena yang menarik ada!ah misalnya soal keinginan 
masyarakat pada partal yang betul- betul mempeijuangkan 
nilai-nilai Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Survey PPIM 
tahun 2001 menunjukkan preferensi masyarakat terhadap 
syariah Islam adalah 61%, tahun 2002 naik menjadi 71% 
dan tahun 2003 naik lagi menjadi 74%. Ternyata pada awal 
tahun 2008, berdasarkan survey SEM Institute, prosentasenya 
meningkat signifikan menjadi 83%. Namuri kenyataan lain 
ternyata tidak berbanding lurus dengan preferensi tersebut. 
Dukungan masyarakat terhadap partai politik bernafaskan Is-
lam justru tidak berkembang. Inilah deviasinya. Ternyata, 
berdasarkan penelitian Indo Barometer (2008) mcnunjukkan 
persepsi masyarakat bahwa mereka menganggap hahwa tidak 
ada bedanya partai Islam dengan partai lain (43,3%), dan 
perilaku elit/pengurus partai Islam sama dengan partai lain 
yang tidak bernafiskan Islam (34,8%). Masyarakat tampaknya 
menilai bahwa partai politik yang bernafaskan Islam hanya 
sebagai "kedok" belaka untuk meraih dukungan masyarakat 
Islam khususnya, namun di balik itu, belum rentu mereka 
berul-betul berkomitmen untuk memperuangkan nilai-nilai 
Islam di Negara Republik Indonesia. 

Kegagalan pendidikan politik ideologis. Ideologi menjadi 
semu. Yang ada hanyalah politik pragmatisme dan 
oportunisme. Sifat politik yang pragmaris daii oportunis 
akan mendegradasi tujuan dan cita-cita ideal sebuah partai 
politik yang memerlukan kornirmen kuat dalam memegang 
teguh landasan perjuangan partainya. 
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• 	Proses pendidikan politik masyarakat yang mandeg. Sikap 
banyak partai politik yang hanya berada sedekat rnungkin 
derigan masyarakat ketika mendekati pemilu saja menyebab-
kan rakyat tidak dapat memaharni bahwa sesungguhnya 
politik itu lebih mulia daripada sckedar rnasalah kekuasaan 
belaka. Sikap yang mendekati rakyat kalau sedang butuh 
itu akan sernakin rnenanamkan pernahaman secara bawah 
sadar bagi sehagian besar masyarakat bahwa politik itu 
adalah permainan kekuasaan belaka tanpa adanya muatan-
muatan tanggung jawab yang !ebih luhur demi kemajuan 
bangsa dan negara. 

• 	Banyaknya terjadi skandal politisi. Sebagian Anggota DPR 
RI dilanda skandal sex, kasus suap dan gratifikasi. Tingkat 
kesadaran Anggota DPR RI melaporkan gratifikasi hanya 

1,9 %. LSI menyeburkan pada tahun 2008, kepuasan 
rnasyarakat terhadap pemerintah dalani 3 tahun terakhir 
turun dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI pun 

berada pada posisi di bawah 50 %5 

Beberapa usaha dilakukan untuk mengurangi tingkat Golput 

mi di tanah air, antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
yang mengeluarkan Fatwa Haram bagi Golput tampaknya 
disikapi dingin oleh berbagai kalangan. Dihararnkannya Golput 
tambah kurang "greget" nya melihat kenyataan bahwa di negara 
yang dianggap merniliki sistem dernokrasi maju sekalipun seperti 

Arnerika Serikat, tingkau Golput nya ternyata justru tinggi. 

http:Ilsmart .srkip_persis.ac.id/2009/04/meugapa-adaYallg - g0lPUt/ diakses 25 

Februari 2010. 
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Dominasi Ikian dan Pencitraan: Media, Konsultan, dsb. 

Di negara-negara yang berorientasi pada industri, dan Indone-
sia termasuk negara yang sedang mengarah ke sana, peran bisnis 
konsultasi dalarn strategi pencitraan partai politik, terutama pada 
masa-masa kampanye mulai mengambil alih peran parpol itu 
secara massive. Begitu pula dengan peran media massa yang 
sangat dibutuhkan partai politik sejak era reformasi bergulir. Hal 
mi kurang dapat dijumpai pada masa Orde Baru, karena herbagai 
sarana media dan jasa konsultasi untuk pemenangan suatu partai 
politik sangat dibatasi dan bahkan dilarang. Fenomena industri 
jasa pencitraan partai politik rnulai bermunculan bak cendawan 
di musim hujan sejak Pemilu 1999. 

Mengapa partai politik sangat membutuhkan jasa konsultan 
politik dan media massa dalam kampanye-kampanye-nya, 
sehingga harus betul-betul jeli dalam menjalin kerjasarna dengan 
dua pihak itu? Kenyataan menunjukkan hahwa untuk berpromosi 
dalam bentuk ikian adalah bukan hal yang mudah dilakukan. Hal 
mi ditambah dengan ketersediaan waktu yang relatif sempit, 
kurang dari 1 tahun untuk mempersiapkan dan mcmperoleh hasil 
maksimal. Di samping itu, sebagian besar partai akan dihadapkan 
pada keterbatasan dana, jaringan organisasi yang tertata rapi dan 
solid, dan sebagian bahkan tidak punya pengalaman dan rekarn 
jejak dala m kegiatan politik-kecual i orang-orangnya, dan itupun 
hanya segelintir. Disinilah perusahaan periklanan atau jasa 
konsultan strategi pemenangan pemilu atau strategi kampanye 
berpeluang besar untuk dimanfaatkan keahliannya dalam 
rnenyiapkan dan membuat program pemenangan pemilu yang 
bagus, tepat sasaran dan menjual. 60  

RTS. Mash dan Budi Seriyono. 2008. 1k/a!? dan Polk/k: Mcnjarinç Suara da/am 
Pernilihan Urnurn. Jakarta. Adgoalcom. Hal. 19-20 
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Pemikiran-pemikiran selanjutnya adalah fakta bahwa 
mengikiankan partai politik dengan segala macam pencitraannya 
memiliki beberapa perbedaan mendasar bila dibandingkan 
dengan mempromosikan suatu produk dagang tertentu. 
Sebagaimana diuraikan Adam Nursal (2004), perbedaan 
perbedaan itu menyebabkan strategi dan taktik ikian politik 
menjadi berbeda dibandingkan dengan ikian produk komersial. 
Dalam ildan politik, karakteristik yang perlu dipahami adalah: 

• 	Para pemilih adalah investor publik, bukan para konsumen 
pribadi. Para pemilib tidak segera merasakan manfaat nyata 
untuk diri sendiri atas pilihan yang dijatuhkannya. 

• 	Pilihan produk juga berbeda karena insentif untuk mencari 
inforrnasi tidaklah sama. Para pemilih menang metiyerap 
informasi tapi mereka tidak mencari dan mengolah informasi 
dengan aktif seperti dalarn pilihan terhadap produk. 

• 	Pilihan politik merupakan tindakan kolektif dimana 
kemenangan ditentukan oleh keberhasilan memperoleh 
sejumlah tertenw suara. Jadi, untuk menjatuhkan pilihan 
dan memperkirakan manfaat pilihan, seorang pemilih juga 

akan mempertimbangkan pilihan orang lain. 

• 	Para pemilih menghadapi ketidakpasrian lebih besar 
ketimbang pembcli sebuab produk konsumsi. 

Ketidakmampuan mi terutama dalam hat kemampuan 
partai atau politisi untuk memenuhi janji-janji politik yang 

di sampaikan. 

• 	Karena manfaat konkret yang tidak segera bisa dirasakan, 
maka pilihan politik lebih banyak melibatkan faktor 
emosional dan pengaruh sosial kultural. 61  

Adam Nu rsal. 2004. Political Marketing: Srratcgi Aleincnankan Pemilu, .Sbuali 
l'cndekaran Barn J<mipanvc Pe,nililian DPR, DPRD. Presiclen. Jakarta. Gramedia. Hal. 

188-189. 
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Biaya yang Mahal 

Seb Igainlana disinggung di atas, partai-partai politik dihadapkan 
path rnasa!ah dana yang hesar dalam pengikianan poIitik rerutarna 
path saat menjelang pelaksanaan pemilu. Sebagian partai terurama 
yang sudah "mapan" mungkin tidak terlalu mempermasalalikan 
kett rsediaan dana untuk kepentingan mi, tetapi untuk parrai yang 
terkuat pun, bila strategi pencitraannya tidak diarahkan pada 
sasran yang tepat, artiriya salah strategi, maka hal itu akan 
menimbulkan pemborosan yang luar biasa, dan parahnya, tidak 
efektif mcndu!ang suara sesuai harapan dalam pernilu. 

Lihat saja contoh-contoh dana kampanye yang harus 
ditanggung partai politik berikut: 

Dana Kampanye Parpol dalam Pemilu 1999 
(Berdasarkan Ikian yang ditayangkan) 

No Nama Parial L)ana 

P.irrai (;Ikar 13.28')4.o00 

1 

Pa na I I )c riiokrasi Ind( )n cs Ia 

Inpuangan  

i Pi Rcpuhlik 3.364.38 7 .u 9 () 

4 Parnai Kch.ingkinan Rangsa 3.11 	H5MU0 

tartai A iiianar Nasit)nal 2.407. 9 	.0)0 

6 Parnai [)julat Rakvan 1.0$.44 5.0))0 

l',irrai Kcadilaji (Ian Pcrsaruan 1.1 I8.-4.0I)0 

S Iartai I>crituaii l'cinbangunan 895.)62.00I1) 

Partai Ru Ian Binning 683. 3( ). (101) 

1') Partal 1)cmokrasi Induarsia  

Sunber: AC Nielsen dalam RTS. Masli & Budi Setiyono (2008) 
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Belanja Ikian Partai Politik 
(Periode Maret 2004) 

No Nama I'artai Pcngcluaran 

I 1.a rtai [)ciiikrasi In duncsia 
) 	

. 
I crp uJ tiia ii 

$).2S. 	2.0(1 0 

2 I'ariai (folkar 21.2S.220.00 0 

Parral Kaiva 1k(]Llli Ransa 6.58. 2> 	.0U0 

4 Parrai .\nL 	hat I'isinaI 6.S4.2.0)0 

Parrai I )c rut )kra r 6.25. 	.000 

6 l'arrai Pcrsartran lk'iliharlrun.ln S. 1il).20.000 

- I'arrai Kcadilan Sciahicra -.965.35 1.000 

l'artai Keadilan RanLa 4.4+1.9 15. 000 

Parral Ririrang Rcrni.ici 3.380.035.000 

Is Parral PLiSariian [)a.rah 3. I-i '.930.004) 

II Parcai Ru tail Rintang 2.05 7 .01S.000 

1.2 Parrai I'att'iur Parica.cila 1.882,490.000 

13 Partai I)amai 	hrcra 1.325.oI5.000 

14 Partai NasitnaI Indtncsia 

.\larhacn cIUC 
I .023.01 0.000 

15 Partai Sarik.ir Indtnccia 723.50.(fl)(( 

16 Partai Pcrhinlpunan Indonesia Barn 02. 0 13. 000  

I - Parrai Pencuak 1 )enkrasi 

Ind 	ncta 
627.110.000 

18 Parrai Keadilan dan Persatiran 

[11dolicsia 
m I .930 .000 

1 9  Pa ira i Pc rca r iran I )c mokraci 

Keba nrsaa n 
I 10b0.(01 

20 Pa rt.ii Nacion .1 Ran reng 

k. mcrdekaan 
389-365.000 

 

21 l'a,'tai Mc rdcka 24(6.924). (44)4) 

22 Partai Pclopor 169.995.0(40 

23 Partai tk-rsartian Nalidlatul Ulaina I 58.481(MU() 

24 Partai Ruruli 	ial i)ciuokrar Th.060.000 

TOTAL 112.1 T . 30 SOUl> 

Sumber: Nielsen Media Research dalarn RTS. Mash & Budi Seriyono (2008) 
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Pada Pernilu 2009, lihat saja rnisalnya Parrai Gerakan Indo-
nesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo Subiyanto. Paruai mi 
merupakan Partai yang menghirnpun sumbangan karnpanye 
terbesar. Berdasarkan data yang diserahkan ke KPU, sumbangan 
yang dilaporkan diterima Partai Gerindra sebesar Rp 308,835 
Milyar, dan digunakan Rp 308,77 Milyar. Posisi kedua ditempati 
Partai Demokrat dengan pernasukan Rp 234,819 Miliar dan 
digunakan Rp 234,632 Milyar. Selanjutnya adalah Partai Golkar 
yang mengaku mendapatkan sumbangan Rp 145,583 Milyar 
dengan pengeluaran Rp 234,632 Milyar. Adapun PDI Perjuangan, 
berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umurn (Bawaslu) 
yang ikut mengawasi penyerahan laporan dana kampanye, 
mengumpulkan dana karnpanye sebesar Rp 10,583 Mi1yar. 

Partai-partai baru lainnya memang harus betul-betul 
menye!eksi strategi pencitraannya agar dana yang terbatas - 
belurn seperti partai-partai yang sudah kuat dan mapan - dapat 
digunakan dengan efisien namun efekrif. Suatu tantangan 
tersendiri mernang. 

E. Kepartalan dan Pemilu di Negara Berkembang 

Kepartalan dan Pemilu sebagai Sarana 
Mobilisasi Tidak Demokratis 

Ada tulisan rnenarik pada salah satu situs di internet. Disana 
disampaikan tentang kaidah Barat dalam menilai pernilu di 
negara-negara herkembang. Kami kira mi rnerupakan "rahasia 
umum" dirnana pemilu atau kepartaian di negara herkembang 
dinilai dernokratis oleh Barat bila memprornosikan demokrasi, 
dan khusus bagi negara adikuasa Arnerika Serikat, kandidat di 
negara berkembang yang diusung tidak "anti Israel". Lebih 
lengkapnya sehagai berikut: 

htp://wwwpartaigerindra.ui.id/index.php?  diakscs 25 Februari 2010. 
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Beberapa kaidah Barar dalam meni/al pernilu di negara-
n egara berkembang: 

Bila calon-calon yang disukai menang, maka pernilu bebas 
dan adil. Dan apabila mereka kalah, maka tentunya pernilu 
tidak bebas dan dirampok. 

Protes keras terhadap pemilu, yang rnenghasilkan pemenang 
yang disukai Barat, akan sangat dikutuk dan para demonstran 
akan dinamakan teroris, hooligan, dan gerombolan pengacau 
kearnanan (Bisakah anda bayangkan jika pendukung oposisi 
Lebanon melakukan protes terhadap hasil pernilihan di 
Lebanon?), sedangkan kekerasa n dalarn protes terhadap 
musuh Amerika Serikat ketika mereka rnemenan gkan 

pemilu (seperti di Moldova) akan dipuja-puji (dan para 
demonstran dalam kasus mi disehut "aktivis demokrasi"). 

Tidaklah hertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas 
ketika Barat mengintervensi pemilu dan mendanai calon-
calon rne!a!ui kelompok-kelompok Barat yang 
"mempromosikan demokrasi". 

Calon-calon (atau bahkan para diktator) yang melayani 
kepentingan Barat secara otornatis akan diberi label "kandidat 
reformis" (bahkan tiran Saudi pun disebut sebagai 
"berpikiran-reformis"), sementara calon yang menentang 
kepentingan ekonomi dan politik Barat akan berlabel "musuh 

reform asi ". 

Calon-calon yang tidak menenrang Israel dalam bahasa 
yang lugas selalu disukai. 

Pemantau-pemantau Barat akan selalu siap untuk menyatakan 
suatu pemilu tidak adil dan curang jika calon yang disukai 

kalah. 

Kandidat koruptor yang pro-AS lebih disukai daripada 
kandidat yang bersih (Kasus Mugabe dan Hamas). 
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Nilai dernokratis dari para diktator akan segera hertambab 
jika mereka mengubab kebijakan rnereka terhadap AS dan 
jika mereka menyatakan keinginan untuk melayani 
kepentingan ekonomi dan politik AS. 

Negara-negara diniana para diktator melakukan pckerjaan 
yang baik dalarn rne!ayani kepentingan ekonomi dan politik 
AS tidak harus mengadakan pemilihan urnum. 

Jika kandidat yang disukai tidak dapat menjarnin kemenangan 
dalarn pernilu (seperti Mahmoud "Abu Mazen" Abbas di 
Palestina yang inandatnya telah berakhin beberapa bulan lalu), 
mereka tidak penlu mengadakan pemilu dan akan 
diperlakukan seolah-olah mereka memenangkari pemilu. 

Tidaklah logis untuk mengasumsikan bahwa rakyar di negara-
negara berkembang dapat 1)ehas membuat pilihan yang tidak 
sesuai dengari kepentingan politik dan ekonomi AS. 

Pemilihan yang diadakan di wilayah jajahan An:enika dan 
Israel akan dianggap bebas dan adil jika calon-calon yang 
disukai menang. 13  

Menarik sekaligus ironi, bukan? Sekarang, mari kita lihat 
bagñmana sebetulnya kenyataan di lapangan berdasarkan ilmu 
politik, bukan pandangan suhjektif Barat. Di Indonesia, sudah 
jelar. bahwa sejak Orde Lama sarnpai Orde Baru, sistern kepartaian 
dan pemilu dilandasi oleh rub diktatorisme. Bedanya, kalau pada 
masi Orde Lama, diktatorisme Presiden Soekarno terbungkus oleh 
slogan-slogan nasionalisme yang mengge!ora di bawah panji 
Demokrasi Terpimpin untuk mcwujudkan suatu tata dunia baru. 
Adapun pada masa Orde Baru, diktatorisme Presiden Soeharto 
terEungkus oleh slogan-slogan stabilitas politik demi kemajuan 
ekoiomi baiigsa. 

hrrp://hloghcriraalternarii.blogspot.corn/2009/06/kaidah_barat_dalarn_menjlaj_ 

pemi u-di.html diakses ranggal 7 April 2010 
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Namun, untuk menu ai dernokratis-tidak-nya sistem kepartaian 

dan pernilu di negara berkembang, kita memang "terpaksa" 

mengambil sudut pandang dari ilmu politik yang notabene 

merupakan nafas demokrasi ala Barat. Walaupun pada masa 
Soekarno, pemerintahannya dicap tidak dernokratis versi sudut 

pandang Barat, namun rezirn kala itu mernandang bahwa 
Demokrasi Terpimpin-!ah demokrasi yang cocok alias sesuai 
dengan kultur dan siFat bangsa Indonesia yang sejati. Begitu pula 

pada masa Orde Baru, bila dicermati sebetulnya sifat "Dernokrasi 

Terpimpin" nya rezim Presiden Soeharto juga terakomodasi dan 
nilai-nilai Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno. 

Pemilu di negara berkembang merupakah suatu hal yang 

"mewah". Perhatikan tulisan berikut: 

"Pein lillian urn ti in in crupa ka n p esta dciii okrasi yang 

in el/ba rka ii inasyaraka r sarnpai ke ha wah. Bagi negara yang 

sec/ang i nib u/i dernokrasi, pernilu in erupakan kernewahan. 
Mengapa disebu t kernewalian karena negara herkein hang yang 

biasa nya in em iliki in liker kua t pera ii nya cen deru ng 

nieren dahkan pen ringnya deinokrasi un tuk stabilitas. 

6ontoh Ic/as kasus ml ac/ala/i Birina. Saar berkunjung kesana, 

Birma inengikuri p0/a Indonesia Orde Bani dimana rejim 

mi/it -er inembentuk parrai politik mirip Goikar. Pola mi 

kciihatannya gagal di Birnia. 

Bagi negara lila/Li seperri Inggris, pern flu inerupakan sebuab 

kern ewah an bagi rnasya raka t yang sadar aka ii pen tin gnya 

parlernen dan pcntingnva inencoblos. Di negara maju sefllakiii 

sec//kit parrisipasi dalarn pemilu karena dianggap negara sudah 
stab/i dan kalangan profesionallah yang inengendalikan sernua 

ncgara liii, tic/ak banya polk/si'" 

hrtp://www.journalist-adventiire.com/?p=204  diakscs tanggal 7 April 2010. 
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Menurut kami, kuncinya adalah "Kehendak Rakyat" (Volonte 
Generale). Di Indonesia, perwujudan kehendak rakyat itu adalah 
Pancasila, khususnya Sila ke empat yang mendeskripsikan sistem 
dernokrasi yang dianut di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas Pancasila 
yang berarti didirikan di atas dernokrasi "ala Indonesia" itu. 

Dalam menghadapi kekuatan asing (Barat), misalnya Amerika 
Serikat yang memiliki "cap" sendiri dalam menilai demokratis-
tidak-nya suatu sistem kepartaian dan pemilu di negara 
berkembang, sebaiknya negara berkembang yang bersangkutan 
tidak terjebak dalam arus penarikan dernokrasi ala Barat yang akan 
mengorbankan nilai-nilai dasar yang fundamental dari negara 
berkembang itu. Sebagai contoh rnisalnya di Indonesia, sempat 
muncul beberapa pandangan bahwa nilai-nilai Demokrasi Pancasila 
adalah sudah "kadaluwarsa". mi tidak benar. Perlu ditelaah secara 
mendalarn bahwa dernokrasi ala Barat tidak semuanya cocok 
diterapkan di sebuah negara berkembang. Namun demikian, nilai-
nilai dasar demokrasi Barat yang menjunjung tinggi kcbcbasan 
berpendapat memang merupakan hal esensial dalam dernokrasi 
yang harus diterapkan secara hertanggung jawab. 

Selain 1w, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu dalam 
hal paternalisme atau lebih jauh lagi masalab kultus individu. Di 
negara-negara berkembang, paternalism cenderung masih kuat 
eksis. Sehingga, kadangkala praktek-praktek sistem politik yang 
"tidak demokratis" itu adalah lahir karena desakan (baik langsung 
maupun tidak langsung) darl inasyarakat itu sendiri. Sikap 
fanatisme pada seorang pemimpin kharismatis mernegang andil 
yang cukup besar dalarn memelihara implernentasi sistem polirik 
"non demokratis". Kasus Presiden Seumur Hidup, misalnya, yang 
mana gelar mi diberikan kepada Presiden Soekarno. Tidakkah 
mu merupakah kehendak MPR kala itu? Hanya saja memang 
kondisi mi dapat lahir manakala di suatu negeri ada seorang 
pemimpin yang betul-betul khanismatis dan prestasinya kepada 
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kejayaan bangsa dan negaranya dinilai luar biasa besarnya. 

Memang seakan-akan mi rnasih merupakan suatu dilerna. 

Oposisi Yang Lemah 

Dalarn salah satu tulisan di situs http://zaymuttaqin. 

wordpress.com/2009/08/  20/ yang berjudul: "Penerapan Sisrem 
Muiripartal dalam Kerangka Negara Demokrasi; Studi 
Perhandingan Sistem Kepartaian di Republik Indonesia Jan 
Amerika Serikat", karya Zay Muttaqin, dapat dilihat bahwa sistem 
kepartaian dan pemilu di negara berkerribang, seperti di Indo-
nesia pada dasarnya rnenyebabkan lahirnya sistem multipartai 
yang tingkat oposisinya lemah. Ada beberapa hal yang menjadi 
permasalahan terkait implemenuasi sistem kepartaian dan pemilu 
di negara berkembang, rnisalnya di Indonesia, yaitu: 

L upaya membatasi jurnlah partai peserta pernilu agar tidak 
terlarnpau banyak sulit dicapai. Hal mi mengingat Electoral 
Tresliold (ET) tidak dijalankan secara konsekuen. Dengan 
konsep El yang lama (meski banyak dikritik) hanya 7 parpol 
lama yang langsung lobs. Ketentuan itu telah dianulir dalam 
Pemilu No.10/2008. Sistem ET yang baru yang disebut 
Parliamentary Ireshold (P1) yakni hanya partai yang meraih 

2,5 persen suara sah saja yang punya wakil, ternyata 
dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR 
saja, sernentara DPRD tidak. Dengan demikian banyak 
partai masih tetap rnemaksa berdiri paling tidak mendapat 

kursi di DPRD. 

2. sistem checkancJ balance mcnjadi tidak terwujud atau tidak 

jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari parpol, tetapi 
tidak tergabung dalam koalisi yang permanen. Begitu pula 

'' http://zayrnurtaqiri.wordprcss.com/2009/08/20/.  
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pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. 
Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh 
parpol yang notahene punya wakil di kabinet. "Koalisi" 
Parpol bersatu tergantung pada isunya. 

terwujudnya persaingan dan kerjasama parpol yang tidak 
jelas. Bayangkan, parpol-parpol di tingkat Pusat, Provinsi, 
dan Kabupaten tidak diisi atau didukung oleh parpol-parpol 
yang sama. Kabinet didukung oleh par pol-parpol yang di 
heberapa provinsi bersaing menjadi lawan dalam pemilihan 
gubernur. Sebagai contoh kasus Maluku Utara jadi contoh 
paling jelas. Salah satu pasangan didukung oleh partainya 
Presiden yakni Partai Demokrat. Pasangan !ainnya didukung 
oleh Partainya Wakil Presiden yakni Partai Golkar dan PAN. 

partai mi sama-sama mengisi kahinet di pusat. Kondisi yang 
sarna berlangsung di provinsi dan kabupaten/kota di 
provinsi tersebut. Begitu juga antar daerah. Satu parpol di 
satu provinsi berkoalisi dengan parpol lain yang menjadi 
lawannya di provinsi yang berbeda. Terlihat jelas dari semua 
paparan di atas. Sistem kita dibangun lebih banyak atas 
kepentingan pragmatis, bersifat temporer, dan tidak 
konsisten. 

Kondisi-kondisi di atas itulah yang memberikan andil bagi 
belum tercapainya sisteifl oposisi yang kuat dengan sistem check 
and balances yang hetul-hetul rerealisasi dengan baik. Tampaknya 
pembatasan jumlah parpol merupakan agenda tersendiri yang 
perL lebih diperhatikan oleh para pembuat kebijakan di negara-
negra berkembang dengan tanpa meninggalkan ruh dernokrasi. 
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Pemilu Di Bawah Bayang-Bayang Konflik dan 
Kekerasan: Etnik, Agama, dsb 

Walaupun berada pada bayang-bayang konflik dan kekerasan, 
tampaknya Indonesia tergolong negara yang "sukses" 
menyelenggarakan pemilu secara Iangsung. Hal mi sudah diakui 
dunia. Selain pemilu legislatif, pernilihan Presiden secara langsung 
juga terbukti terselenggara dengan lancar di Indonesia sejak 

tahun 2004. 

Bagi negara berkembang yang multikultural dan ringkat 
heterogenitas masyarakatnya tinggi, potensi konflik dalam 
pelaksanaan pemilu meniang menjadi isu yang harus diwaspadai. 
Friksi atau pergesekan-pergesekan antar paharn yang diliputi oleh 
pandangan-pandangan yang bernuansa suku, agama, ras dan antar 
golongan harus ditekan potensi kemunculannya semaksimal 
rnungkin. Disinilah diperlukan sinergisme kincrja dan implementasi 
peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukurn serta 
partisipasi dari pihak rnasyarakat sendiri, terutama yang dimotori 
oleh tokoh- tokoh kuncinya, sehingga pe!aksanaan pern ilu dapat 
diarahkan pada situasi dan kondisi yang aman dan lancar. 

Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain, pertama, 
semua rakyat harus bersepakat bahwa kekerasan dalarn 
pelaksanaan pemilu adalah rnusuh hersama dan harus dipatahkan 
bersarna sernua celah yang mengarah pada pemunculan benih-
benih konflik politik. Kedua, parpol dan para calegnya dalam 
berkampanye tidak boleh mengemukakan sentiment-sentimen 
primordialisme. Ketiga, pejabat publik atau pihak terkait harus 

menghindari mengeluarkan srazernen t-sta tern en t yang dapat 
memicu ketegangan di antara masyarakat. Pernyataan-pernyataan 
politik yang dikernukakan hanis diseleksi secara hati-hati, karena 
kondisi masyarakat dengan banyak parpol dan ditarnbah dengan 
pluralisme sosial budaya adalah sangar sensitif. Keempat, pemilu 
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darnai harus menjadi bagian dari isu pemilu yang diangkat. mi 
berarni bahwa sosialisasi pernilu harus juga bcrbanding lurus 
denan sosialisasi tentang pentingnya pernilu yang rerselcnggara 
secra damai. 

F. Kepartaian dan Pemilu di Negara Non Demokrasi 

Negara non demokrasi menganut prinsip top dowii dalam sisrern 
perrerintahannya. mi berarti bahwa negara dipegang kekuasaannya 
olch suatu otoritas tunggal yang mengatasnarnakan kepentingan 
rakTat hanyak. mi dapat dilihat di negara-negara kornunis, seperti 
yang kita lihar pada masa perneninrahan Lenin, Stalin, dan 
sebgainya. Menariknya, sistern otoniter seperni mi oleh kalangan 
peruasanya sendiri disebut juga sehagai dernokrasi, tetapi 
demokrasi yang khas, yang berbeda dengan demokrasi ala barat 
yan berdasarkan kedaul atan rakyat. 

Munculnya Partai Negara 

Di Indonesia, pada masa Orde Lama, pemerintahan Presiden 
Soearno juga tampak rnengadopsi sistern i, yaitu dengan 
Demokrasi Terpimpin-nya. Soekarno j uga menganj urkan konsep 
Partai Negara alias partai tunggal dengan alasan agar pergerakan 
ban sa mencapai kejayaan dapat lebih terkonsentrasi dan tidak 
rerginggu dengan fniksi-friksi dalam negeri yang menghabiskan 
ene!gi secara sia-sia. "Kuburkan partai-partai politik !" begitu yang 
disc ukan Soekarno. Jadi, partai negara merupakan suatu legitimasi 
bahwa sistern otoriter yang dijalankan adalah merupakan aspirasi 
dari rakyat juga yang terwadahi dalam partai yang tunggal itu. liii 
mer imbulkan kesan bahwa sistem otoriter yang dianut di negara 
"non demokratis" adalah hasil konsensus masyarakat negara yang 
bersangkutan. 
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Konsep Pemilu dan Kepartaian 

Partai negara itu juga diterapkan dalarn kernasan istilah-istilah 
demokrasi yang berancka ragam, seperti "Demokrasi Rakyat" atau 
Demokrasi Sosialis (biasa digunakan di negara-negara komunis), 

"Demokrasi Organik" (digunakan oleh diktator Jendra! Franco di 
Spanyol), "Dernokrasi Terpimpin" (selain digunakan Sockarno juga 
digunakan oleh Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan Muammar 
Khadafi dari Libya), dan "Demokrasi Pancasila" (oleh Presiden 

Soeharto pada masa Orde Baru). 

Munculnya Kepartalan Hegemonik 

Sistem kepartaian hegernonik rnengandung rub yang hampir 
sama dengan sistern partai tunggal, namun lebih memberikan 
ruang bagi partai lain untuk turut terlibat dalarn kontestasi 
pemilu. Pada kenyataannya, sistem kepartaian hegemonik hanya 
menyediakan ruang pengakuan bagi partai besar dukungan 

pemerintah. mi berarti bahwa partai-partai kecil diluar "partai 
pemerintah" hanyalah menjadi "hiasan politik" unruk 
menunjukkan leginirnasi pengimplernentasian demokrasi di 

negara bersangkutan. 

Muncu!nya kepartaian yang hegernonik biasanya diawali 
suatu "prestasi" tertentu dari suatu rezim yang keniudian 
memperkuat legitirnasi kekuasaannya berdasarkan prestasinya itu. 
Contohnya adalah masa Orde Barn di Indonesia yang lahir dan 
"prestasi" Soeharto dalam mengamankan situasi perpolitikan yang 
genting karena munculnya peristiwa Gerakan 30 September. 
Peristiwa itu memberikan legitirnasi politik yang kuat pada 
Soeharto dan kernudian arus kekuatan politiknya mengalir dan 
mengakar mela!ui Golongan Katya (Golkar) hingga menciptakan 
kepartaian hegemonik selama kurang lebih 32 tahun. 

Lihat juga yang terjadi di Jerman dengan Partai Nazi-nya 
yang mendominasi. Tidakkah kehebatan Nazi yang menjadi 
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hegemoni juga karena "prestasi" kharismatis Adolf Hitler yang 
berhasil memperhaiki ekonomi Jerman pasca Perang Dunia I yang 
memporak porandakan ncgcri itu? Lihar pula kekuatan 
hegemoniknya Soekarno yang prestasinya gilang-gernilang dalarn 
menghan tarkan Indonesia kepada kernerdekaannya. Begi tu pula 
yang terjadi pada "prestasi-prestasi" Lenin, Stalin, Fidel Castro, dan 
masih banyak lagi yang dapat kim lihat dari perjalanan sejarah dunia. 

Suatu "prestasi" rezim tertentu dalam menanggulangi situasi 
politik yang tidak stahil dalam suatu masa akan mcmbcrikan 
kekuatan bagi rerciptanya suatu kekuatan politik yang hegemonik 
yang akhirnya terlanjurkan ke dalarn sistem kepartaian yang 
hegemonik pula. 



BAB II 
Sejarah Pemilu dan Sistem Kepartaian 
di Indonesia 

A. Kilas Balik: Masa Kolonial Hingga Demokrasi 
Liberal 
Pemikiran Kepartaian dan Pemilu Pra 
Kemerdekaan: Soekarno dan Partal Tunggal 

Pemikiran tentang kepartaian di Indonesia pra kcmerdekaan 
didasari oleh suatu kesadaran akan perlunya suatu wadah atau 
alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, lepas dan 
belenggu penjajajahan. Untuk meninjau hal mi, tentunya tidak 

bisa terlepas dari sejarah pergerakan nasional Indonesia yang 
terucama ditandai dengan momentum "Kebangkitan Nasional". 
Peristiwa kebangkitan nasional merupakan suatu bentuk 
pencerahan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia, terutarna 
oleh para kaum muda yang mengenyam pendidikan dan 
Belanda. Para kaum muda Indonesia yang beruntung bisa sekolah 
di tenipat-tempat pendidikan Pemerintah Hindia Belanda baik 
di dalam maupun di luar negeri, pada akhirnya seakan-akan 
rnenjadi "bumerang" bagi sang penjajah itu sendiri. Niat 
Pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk tenaga-tenaga 
profesional dari kaum pribumi yang akan dimanfaatkan untuk 
kepentingan pemenintahan kolonialisme terbukti malah 
menyebabkan "anak-anak didik" itu menj adi raksasa-raksasa yang 
siap merebut kemerdekaan dari kekuasaan "sang pendidik". 

Narn un sebelum rneninjau tentang Kebangkitan Nasional 
itu, mari kita lihat sekilas perjalanan !ahirnya ide kebebasan - yang 

711 
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pada dasarnya menipakan ide dernokrasi - di Indonesia pada zaman 
perijajahan Belanda. mi penting mengingat sub judul pada bagian 
mi diarahkan pada konteks kepartaian dan pemilu. Dernokrasi 
me-upakan suatu sistem dimana partai-partai politik ada!ah 
diperlukan sebagai sarana untuk rnewujudkannya. Jadi, cetusan ide-

ide nengenai dernokrasi merupakan dasar bagi lahirnya partai-parrai 
politik pada masa pra kemerdekaan di Indonesia. 

Para pelopor demokrasi di Indonesia pra kemerdekaan rata-
rata mengemas ide-ide mereka dalam suatu hentuk "perlawanan" 
terhadap budaya feodalisnie di Indonesia yang ketika itu terlalu 
kental sehingga sangat mudah dimanfaatkan oleh Pemerintah 
Hirdia Belanda untuk melemahkan kekuatan bangsa Indonesia. 
Perlawanan juga ditujukan kepada sistem penindasan terhadap 
kauiri pribumi yang melewati batas-batas prikemanusiaan. 
Perkiwanan-perlawanan terhadap feodalisme, "kolotisme" dan 
penndasan itu anrara lain dapat kita lihat dari sepak terjangnya 
R.A. Kartini, Tjokroaminoto, Soekarno, Suwardi Soerjaningrat, 
Tjijto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekkci-. Meskipun banyak 
tokoh-tokoh lainnya, narnun kami kira tokoh-tokoh tersebut 
dapat menjadi representasi tokoh-tokoh yang sangat menonjol 
dalam memperjuangkan cita-cita demokrasi (baca: merdeka dan 
pen ajahan). 

R.A. Kartini, rnisalnya, mela!ui tulisan-tulisannya yang 
dibukukan dalam buku berjudul Door Duisrernis Tot Lichr 
(Habis Gelap Terhitlah Terang) pada tahun 1911 terbukti 
mer gandung cita-cita terealisasikannya nilai-nilai kebebasan 
dan persamaan derajat, persarnaan hak dan kewajiban bagi 
khunisnya kauin wanita. mi adalah salah satu ide demokrasi. 
Tjokroarninoto dan Soekarno yang menghendaki penghapusan 
simbol-simbol feodal di kalangan rakyat Indonesia ketika itu, 
dim ma mi juga merupakan salah satu ide demokrasi yang pada 
prinipnya ada!ah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan 
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sama, sebagaimana dican rumkan dalam Declaration oflndepen-
dence-nya Amerika Serikar. 

Begitu pula dengan Trio pendiri Indisclie Partij, yaitu 
Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes 
Dekker (Multatuli). Dna yang pertama menekankan pada 
pentirlgnya pendidikan berskala nasional untuk memberikan 
en/ighrm ent kepada rakyat priburni akan hak-hak mereka sebagai 
manusia yang merdeka. Adapun Douwes Dekkcr menekankan 
pada protes terhadap kekejaman-kekejaman kolonialisme yang 
dilakukan Pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat pribumi 
Indonesia dimana hal itu telah dijalankan selama berabad-abad. 
mi dapat dilihat salah satunya dalam karyanya yang hegitu 
mengguncangkan: Max Havelaar (1859). 

Lalu, mengapa sub bab mi akan karni tekankan pada 
pemikiran Soekarno, padahal peran tokoh-tokoh lainnya di atas 
tidak kalah pentingnya? Hal mi adalah karena sorotan kami 
terhadap ide-ide Soekarno yang unik, dimana beliau yang 
rnemperjuangkan kemerdekaan dan dernokrasi bagi bangsa 
Indonesia, namun beliau juga yang niengemukakan pandangan-
pandangan yang bernafaskan "negara kekuasaan", sementara 
tokoh-tokoh nasional lainnya menghendaki suatu "negara 
pengurus". Negara kekuasaan (negara integralistik) merupakan suatu 
pengertian dimana negara berada dalam kendali saw "perniinpin 
besar", yang pada muaranya kemudian diceruskan Soekarno 
sebagai "Dernokrasi Terpimpin". Sedangkan negara pengurus 
merupakan suatu pemahaman bahwa negara dijalankan oleh suatu 
kekuasaan yang menyebar, tidak berpusat pada sani tangan. Jadi 
seakan-akan ada kontradiksi anrara ide Soekarno dalam tataran 
umumnya dengan ide Soekarno dalarn tataran praktisnya di 
lapangan. 

Ide Soekarno yang terkesan otoritarian itu, memang 
didukung o!eh siruasi politik ketika beliau rnulai muncul ke 
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panggung perj uangan pergerakan nasional merebut 
kemerdekaan. B ukti-bukri nyata selama berabad-abad bahwa 
pergerakan-pergerakan yang bersifat kedaerahan dengan mudah 
ditumpas Pemerintah Kolonial Belanda memperkuat argurnen 
Soekarno tentang pentingnya suatu wadah perjuangan yang sam. 
Partai perjuangan yang satu. Partai yang berfokus pada 
penggempuran kekuatan kolonial dengan mernusatkan kekuatan 
massa rakyat Indonesia ke dalam kerangka berfikir yang saw, 
yaitu berdasarkan prinsip non cooperative. 

Sebagaimana dijelaskari Syamsuddin Hans (1995: 46), 
Soekarno berpandangan bahwa organisasi-organisasi pergerakan, 
terutama yang beraliran nasionalis, perlu bersatu dan mempersarukan 
diri di bawah saru bendera sehingga mernpermudah kaum 
pergrrakan menunrut kernerdekaan dari kolonial. Pada saat PNI 
bentukan Soekarno pada tahun 1927 akhirnya pecah rnenyusul 
penahanannya pada tahun 1929 oleh Pernerintah Kolonia! 
Belanda, yairu pecab menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan PNI 
Baru, Soekarno derigan gigih memperjuangkan agar dua Partai 
itu bersatu kembali dengan tujuan agar front sinisiap herhadapan 
dengan front sana. Sini, artinya pihak bangsa Indonesia, dan sana 
artinya pihak Kolonial Be1anda.' 

Syamsuddin Hans menjelaskan pula bahwa konsep Soekarno 
tentang persatuan tampaknya berpijak pada cara berpikirnya 
yang bersifat sinkrcris, yang te!ah menjadi keyakinan tokoh 
pergerakan mi sejak tahun 1920-an. Kegandrungan Soekarno 
terhadap ide persatuan itu bahkan diirnplementasikan pada 
keriga golongan besar yang dominan mewarnai perjuangan atau 
pergerakan bangsa Indonesia, yaitu Nasionalis, Agamis (Islamis) 
dan Komunisme (Marxisme). Soekarno mencurahkan ide-ide 
terkait hal mi dalam banyak tulisannya terutama pada rangkaian 

Hans, Svamsuddin. 1995. Dcinokrasi di Indoncsia. Gagasan dan Penga/aman.Jakarra. 
LP3ES. Hal.46. 
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tulisan dalam Indonesia Muda pada tahun 1926.   Bagi masyarakat 

yang berada pada kondisi rerjajah dcngan penderitaan yang hebat 
ketika itu, Soekarno tampaknya sedikit banyak berhasil mengalihkan 
sisi perhedaan antara ketiga golongan besar tersebut ke sisi yang 
menonjolkan persamaan dalarn mcmiii ki kekuatan untuk 
mcnggulingkan penjajahan di indonesia. 

Mari kita tinjau kembali tulisan Soekarno dalam Suluh In-

donesia Muda tahun 1926, "Nasionalisrne, Islamisme dan 

Marxisrne". Intisari tulisan mi dijelaskan kembali olch Ishodroini 

Suyanto (1995: 48), sebagai bcrikut: 

"... TVasionalismenya acialah nasiona/isine yang hudup 

berdampingan ciengan Is/ani dan lvlaixisrne. Dia berke yak/nan 
bali wa ketiga ideologi Yang rnewarnai rna5yaraka t lxii dapa r 

saling mengisi; penya wan an ra ra keriganva akan merupakan 
kekuaian besar da/am rnenghadapi kolonialisme. Tak ada alasan 

untuk ridak inenyawkan mereka, karena keriga-riga ideologi 
rersebut mengalanJi nasib yang saina va/ru sama-sarna 

nienderira diba wa/i rekanan ko/onial... 

Disain ping reka nan ko/onial, kerianya mcnlpunvai to Juan 

yang sa iiia ya iw Indonesia rn erdeka. Nasio na//sm e yang 

berprikeinan usiaan berarri nasionalisme yang memberi rempar 

bagi a/iran-a/Iran /ainnya. Is/am, ineskipun ia rak mengenal 
batas-haras ncgara karena prinsipnya yang urarna adalah 

persaudaraan anrar manusia, rerapi ía rak menen rang 

nasionahsrne. Ivlarxisme ada/a/i aliran yang sangar ineneillang 

penindasan yang Juga menjadi sifir dari Islam. Jadi meskipun 
nasionalisme yang beiifar cinra ranah air dan hangsa. Islam 
yang mendasarkan diii pada keyakinan aganla ara u bersifli t 

spiritual sedang Marxisme yang menclasarkan diri j,ada 

marenia/isme arau kebendaan, rerapi karena keriga-riganya 
mengalami La tar helakang seJarah polirik yang sama yairu 
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penjajahan, Inca uru r Soekarno, penya wan ketlganya dapa r 

menjadi roh perjuangan atau kekua tan intl peijuangan. ' 

Se!anjutnya, ide dasar Soekarno untuk menuju kepada suatu 
"partal tunggal" sebagai wadah perjuangan merebut 
keinerdekaan dapat kita lihat lebih dalam dalam pemaparan 
Syarnsuddin Hans (1995: 50-51), sebagai berikut: 

"Dari perspekrifhisronls, vlsi Soekarno yang dikemukakan iru 
rampaknva b-erh ubungan dengan kcyaklnannya bah wa tanpa 
ermoda/kan persawan, tidak mungkin bangsa besar liii meraih 

'cemerdekaannva - Disisi lain persa wan than ta ra berba gal 
golongan masyarakar yang inajemuk rersebur disadari iak 
'nungkin cliraih ranpa inelakukan inobilisasi aras nilai-ni/ai. 

ladi hagi Thing Karno, berapapun vlsi Parrinclo berbecla dengan 
PNJ baru, arau Is/am, Marxisme dan IVasionalisme benar-benan 
.ia/ing herreniangan sesamanya, ridak herarri bah wa semua iru 

idak dapar dipersarukan menjadi saw simbol idenriras unruk 
ieia wan ko/onja]jsjne. Da/am kairan liii Soekarno me/akukan 
pa yang disebut Mochrar Pahortinggi sebagai the mobiliza-

Ion of meanings, agar bangsa Indonesia sungguh-sungguh 
.nempunyai idenritas yang berbeda dengan kolonial. Bagi 
Soekarno, idenritas yang berbeda bukan saja rnemungkinkan 

.aiigsa Indonesia menclepak kolonial, me/ainkan juga sekaligus 
aiercbur cira-cira pembebasan, persaniaan dan kemnerdekaan. 

Seperri akan dilihat nanri, kecenderungan wituk melakukan 
nobilisasi nilai-nllai tercerniin pu/a da/am pri/aku Bung Karno 

[c/ama periode Deniokrasi Terpimpin. 

Kenyataan !ainnya ketika itu, ide demokrasi yang menjunjung 
cita-:ita persamaan hak, persamaan kewajiban dan kebebasan 

Suvanto, Isbodroini dalam Nazaniddin Sjarnsuddin (cd). 1988. "Sokarno dan 
N.ssio.aaiisnie" dalam "Soekarno; Peinikiran Polirik dan Kenyaraan Prakrek'. Jakarta. 
Rajawii Pers. HaI.48. 

Flaris, Syarnsuddi ii. 1995. Dernokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalainan. Jakarta. 
LP3FS. Hal.50-51. 
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banyak juga mendapat tentangan dari golongan-golongan 
konservatifbangsa Indonesia yang notabene sudah memiliki "hak-
hak istimewa", entah itu karena status pemuka adat atau 
kehangsawanan maupun karena status ekonorninya yang tinggi. 
Golongan mi khawatir manakala demokrasi diterapkan di burni 
Indonesia, apalagi sesudah nanti Indonesia merdeka, hak-hak 
istimewa mereka tersehut akan terkebiri. Sebagai contoh, lihat saja 
pernyataan Syamsuddin Hans (1995: 169) dalam kutipan 

h en ku r: 

Seriienraia itt; para priyayi pangirh piaja ringgi inenolak setiap 

gagasan cleinokrasi karcna ide persamaan yang dikan clung 
clidalamnya akan rnengurangi privilese dan hak-hak isrimewa 

yang mereka rerima, balk daji pemcrinrah ko/onial maupun 
dari masarakar pnibuini yang rnenempatkan mereka cli lapisan 

sosia/ rerringgi. Pemben rukan Regenen rhond Scria A'lulia o/eli 
para Bupari di Semarang - sebagai reaksi aras gagasan Tjipro 
Mangoenkoesoemo mengenai perlunya peru ha ban haitian Budi 

Urorno men jar/i gerakan yang Iebih demoknatis, merupakan 

con roh paling jelas berapa kuarnya konservarisine di kalangan 

c/it pniyavi mi. '' 

Namun ternyata, tantangan untuk membentuk suatu sistem 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dernokratis sebagai 
alat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan terlebih untuk 
mengisi kernerdekaan Indonesia kelak datang tidak hanya dan 
kalangan cut pniyayi, tetapi juga dari sebagian kalangan cut 
pergerakan sendiri yang tidak memandang demokrasi sebagai 
sarana atau alat untuk mengatur kehidupan masyarakat Indone-
sia. Mereka tidak berpandangan bahwa demokrasi merupakan 
ide terbaik ketika itu. Contohnya adalah pada kurun waktu tahun 
1920-an, ada suatu perhimpunan yang dinamakan Komite 
Nasionalisme Jawa (Comlre voor het Javaansche Narionalisme), 

Ibid. Hal.169. 
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dimana kalangan internalnya beranggapan bahwa demokrasi yang 
berlandaskan pada ide persamaan adalah sekedar khayalan. 

Belum lagi, politisi-politisi yang lebih senior daripada 
Soekarno pada masa tahunl920-an itu banyak yang masih 
berpikiran sempit, hanya berpikir secara kedaerahan. 

Nazaruddin Sjamsuddin (1988: 4) menyatakan sebagai 
herik ut: 

'Di luar Iingkungan peniucla, parl pcnnrnpin yang Ichili se-
nior daripada Sockarno renru jauh lebili dalain lagi re:perangkap 
c/alani pola pikir yang scmpir ito. Gerakan arau kegiaran-kegia tan 

merck-a pada rnulanya lebih clirekan k-an pada iasionaIisme' 
pu/all atau c/aerah, se/ingga rimbullah gagasan-gagasan rentang 
Jawa Raya araupun Suinatera yang mercieka. Di kalangan para 

peniimpin senior ii ii, hanya ada segelin rjr tokoh, seperri 
T/okroaniinoro c/an Agus Salim, yang re/a/i mu/al berpikir 
dalani kerangka nasionalismc yang /ebih luas. "70 

Melihat situasi dan kondisi yang masih chauvinistic seperti 
itu, sebetulnya logis hila Soekarno berusaha keras untuk 
menghilangkan ni!ai-nilai elitisme sernacam itu. Memang 
menggemaskan melihar sudah berabad-abad bangsa Indonesia 
herjuang dengan gagal mengusir penjajah Belanda dengan sistern 
perlawanan kedaerahan itu, namun seakan-akan para priyayi arau 
elir itu tidak pernah belajar clari pengalaman yang panjang tersebut. 
Harus ada langkah radikal untuk niengakhiri kebodohan itu. 
Soekarno dengan !ihai secara bertahap meyakinkan pcnningnya 
persatuan dengan rnenyingkirkan simbol-simbol kedaerahan yang 
berlebihan mengingat perjuangan untuk merebut kemerdekaan 
adalah suatu perjuangan bersarna yang bersifat jangka panjang 
dan pada akbirnya untuk kepentingan bersama pula, baik untuk 
kalangan elit maupun "non cut" alias rakyat jelata. 

Sjainsuddin. Nazaruddin (ed). 1988. "Soekarno:Schuali ihigedi?"dalani "Soekamo; 
Pcrnikiran Politik Jan Kenyaraan Prakrek'. Jakarla. Rajawali l'crs. HaI.4. 
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Tapi mari kita lihat sisi lain dari ide partai tunggal tersebut. 
Sebagai mana disinggung sebelumnya, Soekarno menghendaki 
sistem kehidupan berbangsa Indonesia yang bebas dari nilai-nilai 

feodal yang berlebihan selarna mi. Tapi manakala kita tinjau lebih 
lanjut, ternyata ide perlunya satu partai sebagai "parrai 
pcmimpin" atau partai negara berangkat dari nilai-nilai budaya 
yang lahir clarl feodalisme juga. Konsepnya adalah apa yang 

seringkali disebut sehagai Sarrio Piningir atau Ratu Adil. 

Walaupun Soekarno sempat menjelaskan bahwa pernikiran 

tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil itu sebagai refleksi adanya 
harapan dari suatu bangsa yang mendenira karena tertindas, yaitu 

bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda, akan datangnya 
seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dan 

penderitaan, ternyata konsep mu juga justru menjadi "hidan" 

lahirnya konsep deniokrasi terpimpinnya Soekarno, walaupun 
pada rnasa pra kemerdekaan inn masih berupa embrionya. 

Salah satu penjelasan tentang hal di atas adalah konsep dan 
seorang tokoh yang notabene adalah priyayi, bernama R.M. 

Sutatmo Suriokusumo. Dalam bukunya "Sabdo Pandico Rawe" 
(1920), beliau menganalogikan organisasi negara sebagai suatu 

keluarga. Di dalam keluarga mu ada ayah (kepala keluarga), ibu 

dan anak. Sang ayah fungsinya adalah sebagai pandito yang 

bijaksana. mi berarti anggota keluarga yang lain betul-betul di 
bawah bimbingan yang benlandaskan kebijakan dari sang ayah, 
apapun gaya kepemimpinan yang dilakukan. Sutatmo dalam Hans 

(1995: 117) mengatakan bahwa demokrasi hanya dapat 
diwujudkan dengan kebijaksanaan sang pandiro-raru, dan 

"demokrasi tanpa kearifan adalah bencana bagi kita semua". 

Selain konsep R.M. Sutarmo Suniokusumo, beberapa bulan 
menjelang Pro ida masi Kemerdekaan Negara Republ 1k Indonesia, 
seorang tokoh pergerakan yang terkenal, Supomo, menyampaikan 
pandangan yang senada dengan ide demokrasi terpimpin alias 

partai tunggal. Hans (1995: 117) menuliskan: 
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"..Semcnrara Suporno cia/am plc/am ranggaI 31 Mel 1945 di 
Sidang BPUPKI mengem ukakan gagasannya melwenai  'negara 

in tegralistik, n egara yang bersa ru dengan seluruh rakya rnya, 
yang mengatasi seluruh go/ongan-go/ongannya cia/am Iapangan 

apapun'. Kenclati secara rersurat ridak dikemukakan, 
kepemimpinan sang pandiro yang bijak dan keutuhan negara-

rakyar cia/am konsep inregralisrik, bagaimanapun mcmbuwhkan 

saru golongan, bagian, arau pun sani parral yang herlaku 

sebagal oartai negara'. 

Kita lihat bahwa meskipun dari tokoh-tokoh nasional hanya 
segelintir yang secara tersurar maupun tersirat mendukung 
gagasan partai tungga!, ide partai negara mi bergulir dengan 
"tanpa penlawanan berarti" dari pihak-pihak yang kurang sejalan 
dengan mu. Kesimpulannya adalah bahwa ide partai tunggalnya 
Soekarno berjalan sinergis dengan kondisi yang membudaya 
dalam tubuh masyarakat Indonesia ketika itu yang menjenitkan 
harapan besar akan datangnya pemimpin yang akan membawa 
atau membimbing mereka menuju kebahagiaan. Soekarno 
herhasil mengernas ide-ide politiknya dengan kemasan hudaya 
yang sangat jitu. 

Kita dapat lihat hahwa pada kenyataannya Soekarno berhasil 
menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada pada masa tahun 
1920-an itu untuk "mengakomodasi" ide persatuannya, atau ide 
"satu partai" nya. Lihatlah kutipan berikut mi, yaitu pernyataan 
yang disampaikan Bernhard Dahm dalam Sjarnsuddin (1988: 8): 

• Serela/i berdirinya PNI, inc/a/ui kerjasama den gan para 
peinimpin SI, Soekarno berhasil meyakinkan organisasi-
orgallisasi yang ada kala itu unruk mempersarukan diri dalain 

suaru fdcrasi kekuaran pu/ink Indoncia. Dengan deniikian 
pada perrengahan Deseniber 1927 didirikanlah Perm ii/ika ran 
Perlilmp tiiian Po/inik Kebangsaan In esia (PPPKL) yang 

71  Ibid. Hal.117. 
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inerupakan ronggak sejarab keijasama anrara kauin kooperasi 
c/au non-kooperasi cia lain peigeikaui kebangsaan indonesia. ''2 

Dengan demikian, ticlak dapat dipungkiri bahwa ide "satu 
kekuatan" atau "sam partai" yang dikemukakan Soekarno 
mendapatkan dukungan sebagian besar para pemuka politik 
pada masa itu, bagairnanapun teknik beliau meyakinkan dan 
mengarahkan mereka. Ketika itu tidak terlalu terpikirkan apakah 
sistern pergerakan bersifat otoriter atau tidak, tetapi yang 
dipentingkan adalah suatu kcnyataan pentingnya persatuan, 
artinya pengabaian terhadap kepentingan-kepentingan 
golongan, karena hanya dengan cara itulah, rakyat Indonesia dapat 
serentak memunculkan gelombang perjuangan yang dahsyat 
dalam merebut kemerdekaan. 

Pada akhirnya, basil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agusrus 1945 mernutuskan Partai 
Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno sebagai parrai 
tunggal alias "Partai Negara", walaupun pada perkembangan 
selanjutnya, dua tokoh pergerakan lain yang terrnasyur pula, yairu 
Moham mad Hatta dan Sutan Sjah ri r berhasi I "men utnbangkan" 
kesepakatan itu dengan menggelontorkan ide kebebasan berpartai 
atau berserikat. Hal mi dimulai dengan dikeluarkannya Makiurnat 
Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945. 

Makiumat Halta 

Surat Keputusan Wakil Presiden Mohammad Hatta Nornor X 
Tahun 1945, yang dikenal dengan Makiumat Hatta, merupakan 
tonggak dilaksanakannya sistern multi partai di Indonesia. 
Maklumat mi dikeluarkan tangga! 3 November 1945. 

2  Sjamsuddiii, Nazaruddin (ed). 1988. Sueknrno: Sel,uah Tragedi?"dalarn "Sockarno: 
Penzikiran I1kii c/an clivaraan Prakrek' Jakarta. Rajawali Pers. Hal.8. 
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Moiammad Hatta dalam Hans (1995: 112) menyebutkan 
hahwa pokok pikiran Makiumat tersebut adalah: 

• 	Pernerintah menyukai timbu!nya partai-partai politik karenri 
dengan adanya partai-parrai politik itulah dapat dipimpin 
ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalarn masyarakai. 

• 	Pemerintah berharap, supaya partai-partai politik telaFi 
tersusun sebelum dilangsungkan pcmilihan anggota Badan-
badan Pcrwakilan Rakyat pada bulan Januari 1 946. 

Bila dikaitkan dengan ide Soekarno sebagaimana diterangkan 
sebeiumnya, yaitu membentuk suatu "partai politik yang satu 
dalam merebut kernerdekaan, dalam era pasca kemerdekaan, 
tarnpaknya ide mi tidak terakomodasikan, narnun kelak 
dilanjutkan dalam gebrakan Soekarno yang lain, yaitu penerapan 
Dernokrasi Terpimpin. 

Makiumat Wakil Presiden Nomor X iru rernyata disusul 
dengan lahirnya partai-partai politik baru yang banyak. Ternyat 
para pemuka polirik menyambut anrusias momen tersebut. Hari 
(1995: 112) menggambarkannya sebagai berikut: 

"Dalam Makiumar ml pemerin tab me/a/ui Wakil Presiden 
Moliam ma d Ha tta jelas sekali men ega.cka n pen a'lria n nya 
rnen-eiiai per/un va peinbenrukan suatu 51st-em hanyak part-al 
s-ehagai upaya meniperkxia r peijuangan dan memperrahankan 
kemerclekaan. Dan seruan 1w tern vat-a mendapat samnburan luas 

cehingga rerbenruklah part-al-part-al seperri Masyumi, Part-al 

IVasional Indonesia (Pt'!!), Part-al Kristen Indonesia (Parkindo), 
Pairai Komunis Indonesia (I'KI), Partai Sosialis, Part-al Karholik, 
Part-al Bunih dan sejurnlah ornas pew uda dan wanira yang 

eraf]liasi denga n sala h sat-u part-al... sis rem pemn cr1 ii rahan 
uresidensil pun diuhah m enjadi sist-em par/em enter, diinana 
icabinet bertanggung jawab kepada par/emen. Dengan ke/uariiya 

Syamsuddin Hans. Logcir. Hal.1 12. 
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A4akIuina r No. X, inaka berakhirlali sistern pernerin rahan 

presicicnsil )Tang disepakari saw hari serelah prok/ainasi. " 

Timbullah pertanyaan, mengapa seakari-akan kesepakatan 
hasil rapat PPKI yang rnenghendaki PNI bentukan Soekarno 
sehagai partai tunggal atau "Partai Negara" dikhianati? Ternyata 

hal mi tidak terlepas dari realitas kemajemukan berbagai 
pandangan politik yang dirasakan pasca kemerdekaan. Dimana 
begitu mudahriya partai-partai politik baru terbentuk sebagai 
"pecahan" dari partai politik "induknya" karena perbedaan 
pandangan atau faham. Tokoh-tokoh beraliran sosialis seperti Sutan 
Sjahrir dan Amir Sjarifuddin ternyata dapat mengemukakan 
wacana yang mendesak Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk 
semakin yakin bahwa sistem multi partai adalah sistem 
kepartaian yang sesungguhnya cocok diterapkan di Indonesia. 
Bangsa Indonesia yang sangat majemuk menjadi landasan 
justifIkasi ide sistem banyak partai itu. 

Jadi, tampaknya terdapat dua alarn pemikiran yang berbeda 
mengenai sistem kepartaian di Indonesia ketika itu, yaitu pertama, 
alam pernikiran sistem kepartaian pra kemerdekaan dan kedua, 
sistem kepartaian pada alam pemikiran pasca kemerdekaan. Pada 
masa pra kemerdekaan, ide "satu partai" mendapatkan justifikasi 
yang kuat dan mendapatkan dukungan massive dari rakyat Indo-
nesia karena didasari o!eh argurnen yang logis dari Soekarno yang 
pada intinya mengedepankan persatuan untuk menggulingkan 
kolonialisme Belanda di Indonesia. Adapun pada masa pasca 
kernerdekaan, beberapa kalangan politisi menganggap ide 

Soekarno mu sudah tidak relevan lagi dengan masa mengisi 
kemerdekaan. Ide satu partai-nya Soekarno mereka anggap hanya 
relevan pada era mercbut kemerdekaan. Setelah kemcrdekaan 
tercapai, ruh kcmerdekaan itu juga harus menycntuh kemerdekaan 

Ibid. 
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dalam hal berserikat atau membentuk suatu organisasi, terutama 
partai politik. 

Ide multi partai yang digulirkan terutaina oleh Sutan Sjahrir, 
Amir Sjarifuddin dan Mohammad Hatta didukung o!eh kondisi 
yang sebagaimana dipaparkan Hans (1995: 116), adalah kurang 
diminatinya kembali ide satu partai-nya Soekarno pada era pasca 
kemerdekaan Indonesia. Kutipan nya adalah sebagai berikut: 

"DI sisi lain, gagasan mengenai parrai negara atau partai tunggal 

scna'iri sebenarnya ridak begiru diminari, sehingga ridak banyak 
dikemukakan. Selain Soekarno yang re/a rifeksplisir, barangkali 

hanya Sutatmo Suriokusumo dan Supoino yang secara tersirat 
mengemukakan perlunya suatu partal yang 'rerpimpin'. All 
Sasrroarnidjojo, salah seorang pelaku utama dalani periode 
Demokrasi Par/ementer, dalarn memoarnya di hari keinudian 

nieniang mendukung gagasan arrai negara' Soekarno, rerapi 
dukungan ito rampaknya lebih karena All sendiji merasa 
dirmnya bukan/ah ieorang yang rermasuk golongan Sjahnii-". 

Ada kalirnat dalam kutipan di atas yang menurut kami kurang 
lengkap. Gagasan partai tunggalnya Soekarno bukari tidak begitu 
diminati' tetapi seharusnya 'tidak dirninati lagi pada era pasca 
kernerdekaan', sebagaimana kami singgung sebelumnya. mi 
penting untuk menyadari bahwa ide partai tunggal sempat hidup 
dan sempat diminati, yaitu terutama pada era pta kemerdekaan, 
dan nyatanya, tidak ada ruginya diterapkan sistem "sam gelombang 
kekuatan" itu, bahkan rnalah membuat perlawanan bangsa Indonesia 
terhadap penjajah Belanda makin kuat dan rnenyeluruh. 

Terlihat dalarn sejarah bahwa pada era pasca kemerdekaan, 
terutama pasca Makiumat Wakil Presiden Nomor X itu, Presiden 
Soekarno ingin kembali menyadarkan rakyat Indonesia tentang 
perlunya ditegakkan suatu demokrasi khas Indonesia. mi berarti, 

Ibid. I-Ial.1 16. 
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demokrasi terpimpin bukan soal dirninati atau tidak diminati, 

tetapi lebih kepada suatu basic need terwujudnya revolusi In do-

nesia yang sejati. mi teilihat dalam kritik Presiden Soekarno atas 
Makiumat Wakil Presiden Nomor X sehagaimana dituliskan 
Herbert Feith dan Lance Castles (1988: 63), sebagai berikut: 

"Didalam bulan November ta/ion 1945 - rerus terang saja 
kka niembuat satu kesalahan yang arnat hcsar, vairu kim 

in enganjurkan cuba ngu ii ka ii pa rrai, partai, pa rrai. 1w Sn/a/i 

Sn mu kesalahan: November 1945 ! No wreekt bet zich !!!. 
Sekarang boleh li/jar keaclaan Saudara-saudara .'! Kecuali kim 

rerkena penyakim kedaera/ian clan kesukuan, kira terkena ole/i 
pen yakir kcparraian yang - ado/i, aduli - Sauclara-saudara, 

kira menjadi berhadap-hadapan saru saina lain'Y6  

Wacana lain yang tumbuh di seputaran Makiumat X mi 
adalah adanya sebagian pendapat bahwa telah terjadi coup de 

'etac secara halus, atau yang disebut B.M. Diah sebagai the silent 

coup, kudeta "tanpa darah dan tanpa suara" dari pihak Sutan 
Sj ah ri r dan "j aj arannya" terhadap Presiden Soekarno, termas uk 
terhadap Wakil Presiden Mohammad Hatta. Mengapa anggapan mi 
muncul? Karena melalui peran dalam Komite Nasional Indonesia 
Pusat (KNIP) yang norabene adalah pembantu Presiden 
Soekarno sesuai tujuan pernbentukannya, Sutan Sjahrir— sebagai 
Ketua KNIP - didorong oleh para pemuda dan politisi-politisi 
terteritu untuk rnengalihkan kekuasaan Presiden dalam hal 
pembuatan undang-undang kepada KNIP. 

Ternyata dalam rapat pengambilan keputusan KNIP pada 
tanggal 16 Oktober 1945, pengalihan kekuasaan mi disetujui 

Sukarno dalarn Feith, Herbert dan Lance Castles, ed. 1988. "Marilah K/ta Kubur 

Thj-tai" dalam "l'enukiran Polit/k Jndoneaia 1945-1.965". Jakarta. I.P3ES. HaI.63. 

tp : / / ma at a h . t c rn p  o in te ra k t if. corn / I ci / a rs i / 2 009/03/09 / L U / 
mhm.20090309.LU 129722. id.hrml TEMPO; Majalah Berita Mingguan: 03IXXXVIII, 
09 Maret 2009. Tulisan Rushdv Hoesein, sejarawan Universitas Indonesia. Diakses tanggal 
12 November 2009. 
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Presiden Soekarno, walaupun beliau tidak hadir. Lalu mengapa 
diseburkan kudeta, sementara Presiden Soekarno dikatakan relah 
menyetuj ui pengalihan kekuasa'an pembuatan undang-undang 
tersebut? Tampaknya sudut pandarignya adalah pada adanya asumsi 
hahwa Presiden Soekarno tidak rnenyangka bahwa gebrakan KNIP 
menyusul disahkannya kekuasaan niembentuk undang-undang 
adalah mengcluarkan suatu produk hukurn yang "menyeleweng" 
dari kesepakatan bersama yang berangkat dari pemikiran Soekarno 
tentang konsep partai tunggal atau partai negara. Produk hukum 
tersebut ada!ah Maldumat X, dirnana Wakil Presiden Mohammad 
Hatta menjadi tokoh utamanya. Tapi mengapa beliau mendukung 
terhadap usaha Sjahrir itu, sementara beliau dalam posisi sebagai 
Waki! Presiden yang bahkan dengan Presiden Soekarno disehut 
sebagai "Dwi Tunggal"? 

Tampaknya Wakil Presiden Mohammad Hatta melihat 
bahwa Sjahrir dan kawan-kawan sepahamnya dapat 
mengakomodas ikan pandangan-pandangan lnengenai konsep 
multi partai yang menjadi idenya sejak lama. Walaupun heliau 

dan Presiden Soekarno disebut sebagai "Dwi Tunggal", ternyata 
antara keduanya terdapat perbedaan paham yang cukup 
mendasar tentang konsep dernokratisasi di Indonesia yang baru 
lahir itu. Narnun, nanti pada sub bab selanjutnya dapat kita lihat 
keterangan versi lain yang menyebutkan bahwa ternyata Wakil 
Presiden Mohammad Hatta merasa "tertekan" alias tidak kuasa 
mernbendung kehendak tokoh-tokoh KNIP (baca: kubu Sjahrir) 
untuk mewujudkan hak kgislasi bagi KNIP, yang menurut B.M. 
Diah hanya akan digunakan Sjahrir dan kawan-kawan untuk 
kepentingan kekuasaan helaka. 

Apapun penjelasan yang melatarhelakangi dikeluarkannya 
Makiumat X, jelas bahwa ada suatu "penyimpangan komitmen" 
bersama terhadap konsep partai tunggal arau partai negara yang 
sempat menjadi kesepakatan dalam forum PPPKJ. liii bukan 
masalah bahwa partai tunggal atau partai negara itu tidak 
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demokraris atau otoriter, namun mi adalah masalah perubahan 

kornitmen yang dilandasi oleh semakin munculnya wacana 
mengenai sistem kepartaian dan sistern kehidupan demokrasi 
yang dianggap kemudian lebih cocok dipraktekkan di Indonesia. 
Dalam konteks mi adalah sistem multi partai. 

KNIP dan Persiapan Pemilu 

Pada mulanya Kornite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah 
suatu badan yang bertugas sebagai pembantu Presiden Soekarno 
dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. 
KNIP dibentuk sebagai hasil dari keputusan Rapat Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 
1945 yang salah satunya menetapkan bahwa pekerjaan Presiden 
untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Baru 
setelah namanya berganti menjadi DPR Republik Indonesia 
Serikat (DPR RIS) pada tahun 16 Oktober 1945, lembaga mi 
berfungsi sebagai lembaga legislatif. 

Lembaga legislatif dalarn demokrasi seharusnya anggota-
anggotanya terlahir dari suatu pemilihan umum. Sayangnya, sejak 
Prokiamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Indonesia belum 
bisa menye!enggarakan pernilu karena terus-menerus didera oleh 
konflik dengan Belanda dan diganggu pula dengan 
pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Baru setelah 
Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan Kerajaan Belanda 

pada tahun 1949, negara mi baru bisa mulai memikirkan 

penyelenggaraan Pemilu. 

Pernilu yang akan diadakan pertarna kalinya oleh Republik 
Indonesia dipersiapkan pada rnasa Kabinet Mr. Ali Sastroarnidjojo. 
Sebagaima na dituturkan Aisyah Arnini (2004), sebetu! nya sebelurn 
Mr. Ali Sastroamidjojo, sempat beberapa kali calon Perdana 
Menteri ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk melanjutkan 
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pemerintahan setelah Kabinet Wilopo jatuh. Yang pertama 
diserahi mandate adalah Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) dan Mr. 
Moh. Roem (Masjumi), tetapi ternyata keduanya gagal 
membentuk kabiner. 78  

Selanj utnya Piesiden Soekarno menyerahkan mandat kepada 
Mukarto Notowidagdo dan ternyata gagal juga. Kegagalan 
sel anj utnya adalah keti ka diserahkan kepada Mr. Burhan uddin 
Harahap. Baru pada tanggal I Agustus 1953, tcrbentuklah 
formatur dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri 
dan Wongsonegoro sebagai Wakil Perdana Menteri I serta KH. 
Zainul Arifin (NV) sebagai Waki! Perdana Menteri II. 

Pada perkembangan selanjutnya, ternyata kabiner All mi 
berhenti di tengah jalan sebelum sempat rnenyelenggarakan 
pemilu. Penyebabnya adalah Mr. All merasa gagal dalam 
menyelesaikan masalah Angkatan Darat yang terjadi sejak 
meletusnya sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 17 Oktober 1952 
pada masa kabinet Wilopo. Sebagairnana diketahui, peristiwa 
tersebut adalah ketika Gedung DPR diserbu oleh demonstran 
berpakaian sipil narnun disertai dengan meriam yang dihadapkan 
ke Istana. Tunturan yang diinginkan pendemo adalah untuk 
membubarkan parlemen, karena adanya keinginan beberapa 
anggota Angkatan Darat dan beberapa politisi tertentu untuk 
mengganti Anggota Kabinet dengan yang baru. Ternyata 
peristiwa mi menjadi berlarut-larut dengan melahirkan pertikaian 
internal angkatan bersenjata. Mr. Ali Sastroamidjojo yang 
rnenganggap bahwa penyelesaian permasalahan mi ada pada 
tugas-tugas yang mesti diembannya, merasa tidak berhasil dan 
akhirnya mengundurkan din. 

Kabinet selanjutnya, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap-lah 
yang meneruskan persiapan pemilu, dan memang pelaksanaan 

Aisvah Amini. 2004. Ricang Suru( Penn, DPR-MI'R 1945-2004. Jakarta. Yayasan 
Pancur Siwah. Hal. 113-120. 
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pernilu adalah merupakan salah satu programnya. Dalam masa 
pemerintahannya inilah Burhanuddin Harahap berhasil 
menyelenggarakan pemilu pertama di Republik Indonesia, yaitu 
pemilihan Anggota DPR pada tangga! 29 September 1955 dan 
pemilihan Anggota Konstituante ranggal 15 Desember 1955. 

PemHu 1955: Pemilu Demokratis dan Multi Partai 

Pernilihan umurn nasional pertama kali pasca-kernerdekaan In-

donesia dilangsungkan pada tahun 1955, yang te!ah disiapkan 

oleh dua kabinet yang berheda. Persiapannya dilakukan oleh 
pemerintahan Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya 
dilakukan oleh KabinetAli Sastrarnidjojo. Pada bulari April 1955,   
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), sebagai penyelenggara 
pemilu, mengumumkan bahwa Peiriilu untuk anggota Parlemen 
dan anggota Konstituante akan dilaksanakan masing-masing pada 

29 September dan 15 Desember 1955. 

Pemilu 1955 adalah pernilu multipartai, dimana partai politik, 
organ isasi, "perkurnpulan pemilih", dan perorangan berhak 
mengajukan diri sebagai calon anggota Parlernen dan Konstiruante, 
tetapi setiap calon harus didukung dengan tanda tangan pemilih 
yang terdaftar, 200 tanda tangan untuk calon pertama dalam 
suatu daftar dan 25 untuk setiap calon lainnya. Pemilu 1955 
merupakan pemilu yang demokratis, selain jumlah parpol tidak 
dibatasi, proses pemilu berjala dengan langsung, umum, bebas 
dan rahasia (luber), serta rnencerminkan pluralisme dan repre-

senrativeness. Pada pemilu 1955 angkatan bersenjata memiliki 
hak pilih, namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 
Tahun 1954, angkatan bersenjata dilarang herkampanye. 

Sistem Pemilu 1955 adalah proporsional dengan daftar 

nomor urut. Terdapat fakta yang menarik rentang pencalonan 
dalam pemilu 1955, yaitu tidak terdapat satu pun calon yang 
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tertera dalarn daftar partai atau organisasi yang terpilih berkat suara 
yang diberikan pernilih kepadanya, tetapi karena urutan narnanya 
dalam daftar sebagainiana ditetapkan oleh partainya. Dengan 
dernikian dapatlah diketahui bahwa partai merniliki kekuasaan 
yang cukup besar dalam menentukan terpilih atau tidaknya calon, 
sebab kewenangan penull menetapkan dalam daftar urutan calon 
ada ditangan partai. Ketentuan UU Pemilu mengatakan, calon 
bisa terpilih lepas dari urutan narnanya dalam daftar partai, kalau 
melalui sistern pilihan tertulis calon tersebut mendapat sebanyak 
50 persen clari jatah suara (quotient) untuk partainya di suatu 
daerah pemilihan. Jatah suara (quotient) adalah angka hasil 
pembagian antara seluruh jumlah suara yang didapat oleh suatu 
partai di dacrah pemilihan terrentu, dan jumlah kursi yang 
ditetapkan untuk partai tersebut di daerah pernilihan itu. 

Hal yang menarik lain dalarn pernilu 1955 adalah adanya 
ketenruan soal penggabungan suara. Dalam ketentuan mi, 
dimungkinkan bagi dua partai atau organisasi kontestan 
pemilihan urnum untuk sepakat menggabungkan sisa suara yang 
mereka peroleh di suatu daerah pernilihan daerah bersangkutan 
setelah tahap pertarna pembagian kursi selesai. Pemilu 1955 
menghasilkan 28 peserta pernilu, haik yang meakili organisasi 
partai (parpol), kelompok, maupun perseorangan, yang berhasil 
memiliki wakil diparlemen. Dari jurnlah perolehan suara tercatat 
bahwa pemilu 1955 mernunculkan empat besar partai politik 
yang mengambarkan konstelasi ideologi nasional dengan urutan 
sebagai berikut: Partai Nasionalis Indonesia (PNI) sebagai 
pemenang, kemudian disusu! dengan Masyurni, Partai Nahdlatul 
Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masa 
demokrasi liberal atau parlementer yang merupakan era kejayaan 
partai-partai mi kemudian berakhir seiring dengan keluarnya deknit 
presiden 5 Juli 1959 yang menyerukan pembubaran Darlernen. 

Pada masa DemokrasiTerpimpin, pcmilihan urnum meskipun 
beberapa kali dijanjikan akan diselengarakan tetapi pada 
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kenyataannya tidak pernah berlangsung. Selanjutnya, 
pernerintahan Orde Baru di bawah kepernirnpinan Presiden 
Soeharto menjanjikan penyelenggaraan pemilu selekasnya. Pemilu 
pertama dilaksanakan tahun 1971 dengan diikuti sebanyak 10 
organisasi peserta pemilu. Kemudian secara reguler pemilu-
pernilu Orde Baru berlangsung setiap lima tahunan dari 1977, 
1982, 1987, 1992, dan tcrakhir 1997. 

B. Demokrasi Terpimpin: Matinya Partal dan 
Lahirnya Otoriterisme 

Demokrasi terpimpin merupakan ide Presiden Soekarno yang 
dipicu dari keadaaan kurang stabilnya pemerintahan Negara 
Republik Indonesia ketika itu sebagai akibat terlalu banyaknya 
paham-paham politik dengan konsekwensi timbulnya banyak 
partai politik. 

Dari penelusuran sejarah perjuangan Presiden Soekarno dan 
bunga rarnpai pemikiran-pemikirannya, kita mengetahui bahwa 
latar belakang dimunculkannya gagasan demokrasi terpimpin 
adalah dikarenakan adanya suatu keinginan untuk memformasikan 
suatu demokrasi yang khas Indonesia, bukan demokrasi ala barat 
yang cenderung hanya mengutamakan demokrasi politik dan 
menyepelekan atau melupakan demokrasi ekonorni. Tanipaknya 
Presiden Soekarno juga mernandang bahwa rakyat Indonesia yang 
telah sekian lama terjajah rnernbunihkan seorang pemimpin yang 
dapat mengarahkan pandangan rakyat kepada usaha dan 
pengimplementasian dernokrasi. Dengan kata lain, rakyat Indo-
nesia perlu dibimbing, digerakkan, dan yang lebih utama, 
dipersatukan menuju pencapaian cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana tertuang dalarn UUD 1945. Presiden Soekarno 
khawatir bahwa tanpa kepemimpinan seorang pemimpin besar, 
rakyat Indonesia akin terjerumus kepada demokrasi ala barat yang 
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akan merugikan rakyat kecil yang beliau sebut sebagai kaum 
rnarhaen. 

Kebijakan Soekarno yang "Anti Partai" 

Paham demokrasi terpimpin menimbulkan pemahaman bahwa 
Presiden Soekarno memiliki pemikiran yang dapat dikatakan "anti 
partai , walau sebctulnya, maksud yang sesungguhnya adalah 
Presiden Soekarno tidak menghendaki instabilitas pernerin tahan 
yang kacau akibat terlalu terakomodasinya kepentingan-
kepentingan yang terwujud dalarn banyak partai politik. 

Dalam sejarah kita lihar, bahwa ketidakstabilan pemerintahan 
Indonesia ketika itu dimulai pada masa setelah terbentuknya 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante sebagai hasil 
Pemilu 1955. Dewan Konstituante yang berrugas untuk 
membentuk UUD baru bagi Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia pada kenyataannya terjebak pada perdebatan internal yang 
berlarut-larut. Misi untuk menghasi!kan UUD baru tersebut 
akhirnya tidak kunjung se!esai. Padahal, menjelang Pemilu 1955 
Presiden Soekarno pernah mengingatkan agar Konstituante tidak 
dijadikan arena pertempuran melainkan arena perpaduan. Hal 
mi menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pada intinya Konstituante 
dibubarkan, Negara Indonesia kembali menggunakan UUD 
1945 sebagai dasar hukum kenegaraannya dan pembentukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri 
atas Anggota DPR dirambah dengan urusan-utusan clari daerah-
daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan 
Pertimbangan Agung Sementai-a (DPAS). 

Bagairnana sebetulnya latar belakang pemikiran Presiden 
Sockarno tenrang partai-partai itu sebenarnya? Jawabannya 
antara lain dapat kita lihat dari uraian heliau dalam pidatonya 
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yang berjudul "Dernokrasi Kuburkan Partai-partai NV". Dalam 
pidato itu, Presiden Soekarno memaparkan perbandingan 
kehidupan kenegaraan Indonesia ketika itu dengan berbagai 
negara yang telah heliau kunjungi, yaitu Uni Soviet, Yugoslavia, 
Austria, Cekoslovakia, Mongolia, RRC, Arnerika Scrikat, 
Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Bc!iau menyampaikan 
ketertarikan beliau pada keadaan sosial politik terutama di 

Amerika Serikat dan Uni Soviet. 

Sependapat dengan pendapat Albert Einstein, bahwa negara 
Anierika Serikat dan Uni Soviet merupakan perconrohan bagi 

suatu keadaan ideal bangsa yang cepat dalam meraih prestasi-
prestasi pembangunan, Presiden Soekarno menyatakan bahwa 
alasan kedua negara adidaya tersebut bisa konsentrasi pada usaha-
usaha pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya masing-
masing ada!ah bahwa kedua negara tersebut sudah tidak 
dipusingkan lagi dengan urusan-urusan ideologi. Baik Amerika 
Serikat maupun Uni Soviet sudah benar-henar memusatkan 
perhatian dan tenaga yang dimilikinhya untuk kepentingan 
membangun. Dengan kata lain, perbedaan ideologi sudah tidak 

menjadi persoalan. 

Kemudian Presiden Soekarno membandingkan keadaan 
tersebut dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Beliau 
mengatakan bahwa keadaan multi partai yang saat itu menjadi 
sistem kepartaian di Indonesia tidak sesuai dengan ruh cita-cita 
Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 
yang pada intinya adalah menghendaki persatuan bangsa Indo-
nesia. Logika berpikir Presiden Soekarno menyatakan bahwa 
keadaan persatuan yang utuh bagi bangsa Indonesia amat sulit 
dicapai bila rakyat masih terpecah-pecah ke dalam konfigurasi 
paham-paham atau ideologi yang terwadahi berbagai macam 
partai politik. Berikut cuplikan pidato Presiden Soekarno, daTam 
Bung Karno: \Xcana Konsi*usi dan Deinokrasi; Kenangan 100 
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Tahul? Bung Karno (Editor: Irnan Toto K. Rahardjo dan 
Herdianto WK, 200 1) tersebut: 79  

"caudaii-saudara, retapi ada saw hal lain yang saja lihat, saru 
hal lain yang per/u diperharikan, yairu: bukan saja di negara-

negara ,vang baru saya lihat iru kadervorining daii pengerahan 

ka der clijalankan c/engan seheba r-h eba tnya, rerapi saja juga 

benruk manusia-masyarakar di sana iw lain daripada apa yang 

saya lihar di ranah air sendiri. Tegasnya begini, Saudara-saudara, 
dan mi sava mengulangi ucapan arau saya sambungkan dengan 

ucapan saya keniarin dulu, rarkala saya beipidato di hadapan 

pein uda -pem uda pada wakw meniperinga ri Sumpah Pen? uda 
28 Okrober 1928, vairu bahwa kira, jikalau inasib didalam 

keadaan seperri sekarang in, yang inasyarakar kira tidak 
merupakan saru persawan c/au sarti kesaruan; bah wa jikalau 
ku -a inasib seperri seka rang mi rerpecah-belah didalam pelbagai-
pelbagai parrai; habwa jikalau kira niasili sikur-sikuran satti 
sauna lain scperti sekarauig mi, ineskipun kira mendidik kader, 
kira tic/ak akan dapar inenyusun saw masyarakar sebagai yang 
kira cira-cirakan!" 

Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa beliau 
menganjurkan agar para pemimpin bangsa Indonesia mengadakan 
rnusyawarah dan mengambil keputusan bersama untuk 
menguburkan partai-partai. Namun, beliau tidak mau rnengakui 
bahwa bcliau ingin menjadi seorang diktator melalui dikeluarkannya 
pemikiran mi. Menurut beliau, hal tersebut tidak lain adalah 
karena ingin mewujudkan cita-cira beliau tentang dernokrasi In-
donesia, yaitu bukan demokrasi liberale democratic sebagaimana 
yang diterapkan di Eropa Barat, melainkan ge/dde deinocra tie alias 
deniokrasi terpimpin. Alasan beliau menckankan konsep demokrasi 

terpimpin adalah karena demokrasi ala Indonesia tersebut 

Rahardjo, Iman Thto K. dan Herdianto WK, Thing Karno: Wacana Konsckusi dan 
Dcn;okras,; Kcnangan 100 Thhun Bong Karno. 2001. Jakarta. Grasindo. 
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merupakan sarana yang paling efektif uiituk mencapai masyarakat 

sosialis yang merupakan tujuan utama revolusi Indonesia. 

Tentu saja ide tersebut tidak serta merta disampaikan Presiden 
Soekarno secara mendadak kepada bangsa Indonesia. Sebelumnya, 
beliau pernah herharap bahwa basil pemilu akan mereduksi jumlah 
partai politik di Indonesia, namun kenyataannya jumlah partai 
politik malah menjadi banyak dan dianggap kurang menyehatkan 
bagi terselenggaranya perjuangan mencapai cita-cita Negara In-
donesia. Maka, untuk mcngurangi kesan negatif rakyat terhadap 
ide penguburan partai politik tersebut ditegaskan bahwa esensi 
ide itu adalah perasionalan kepartaian. Caranya adalah dengan 
pengurangan jumlah partai politik. Cuplikan pidato bcliau adalah 

sebagai berikut:° 

"Tetapi maksud sava ia/au, Saudara-sauc/ara, uiitiik 
m enga dakan penycha ran daripada macva raka t kira. 

Bagaimanapun juga ridak ada saru manusia dapar 

membenarkan adanya 40 parrai di dalain ranali air kira liii! 
Saudara ridak dapar meinbenarkaji-Saudara ridak dapat 

membenarka n-Sa udara tidak dapa r membenarkan, kira 
semuanya ridak dapat znembenarkan; ridak ada saw ekor 

n2anusia pun dapar membenarkan, adanya sekian banyak 

parrai. Hal mi harus dirasionalkan, harus dirasionaliscer, harus 

diseharkan. Caranya bagaimana? Sedikirnya, sedikitnya, hams 

dikurangi juinlah partai 1w. 

Kalau hendak unengurangi partai-partai, partai mana yang harus 

dikubur? Satu partai nanti berkata: Lho, kenapa gua hams 

dikubur, kenapa engga lu? 

Logis, logis, Saudara-saudara, ridak mau orang mengubur 
parrainva sendiri, sedangkan partai lain biar retap saja. Tidak 

bisa cara bekerja yang demikian. 

mo Ibid. 
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Maka oleli karena iru sava anjurkan: Hayo kubur bersarna-
sama, zon c/er pandaiig hulu, kuhur-kubur-kuhur!" 

Pada kenyataannya, ternyata pemikiran Presiden Soekarno 
yang tidak menghendaki adanya multi partai di Indonesia sudah 
ada sejak sebelum Bung Hatta mengeluarkan Makiumat Wakil 

Presiden No.X, tertanggal 3 November 1945 yang pada intinya 
memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk 
membentuk partai politik dengan seluas-luasnya. Dengan kata lain, 
ide untuk mengubur partai politik bukan karena akibat dan 
rnurlculnya partai-partai politik yang terlalu banyak melainkan 
sudah ada dalarn pikiran Presiden Soekarno sebelurn Pernilu 1955 
diadakan. Hal mi terungkap dari tulisan Sayuti Melik yang 
berjudu! "Perkenalan Saya dengan Bung Karno" dalam "80 Tahun 
Bung Karno" (Editor: Aristides Katoppo, 1981, hal 70-70. Sayuti 
Melik menuturkan: 8 ' 

"Yang mengejurkan saya wakru cli Jawa Tengah adalah berira 
adanya Makiumat Wakil Presiclen (Nornor "X"), yang 

menganjurkan berdirinya parrai-parrai, karena direncanakan 
akan diaclakan I'ernilihan Umurn bu/an Januari rahun 1946. 

Saya terkejur, keheran-heranan, dan arnar sedih, jika berira 
rersebut benar. Maka saya langsung pergi ke Jakarta, 
menanyakan persoalan rersebut kepa da Bung Karn o. Saya 

nyarakan kepada Bong Karno, bahwa anjuran mendirikan 
parrai-parrai 1w nierupakan suatu blunder ('baliasa Belanda: 
kcsalahan yang amar boclob) yang sangar besar. Juga alasannva 

karena lien c/ak menyelenggarakan Pernilihan Urnurn b u/an 

Januari 1946 adalab suaru larnunan yang ranpa perhirungan. 

Rupanya Bung Karno pun sudah berpikir seperri saya. Maka 
ía langsung menja wab (dalain hahasa Ja wa) demikian, Aku 

disrobor Hatra!" 

" Sayuti Melik yang berjudul "Perkenalan Saya dcngan Bung Karno" dalam "80 Tahun 
Bung Karno". Editor: Aristidcs Katoppo. 1981, hal 70-71. 
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Uraian di atas seakan-akan mcnunjukkan bahwa antara 
Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta 
terjadi perbedaan pcndapat rnengenai sistern kepartaian yang 
sebaiknya diterapkan di Indonesia kerika itu. Namun, setelah 
dikonf'irrnasi oleh Sayuti Melik langsung kepada Bung Hatta, 
ternyata Bung Hatta pun sebetulnya mengeluarkan MakiurnatWakil 
Presidcn itu hanya sebagai pelaksanaan dari keputusan Badan 
Pekerja KNIP yang pada waktu itu sudah berkedudukan sebagai 
parlemen. Dcngan kata lain, Bung Hatta hanya sehagai pelaksana. 
Pengakuaii Bung Hatta tersehut menunjukkan bahwa pada 
dasarnya, prinsip bcliau tentang sistern kepartaian bagi Negara 
Indonesia tidak jauh berbeda dengan pririsip Presiden Soekarno. 

Implikasi dari kebijakan "anti partai" Presiden Soekarno adalah 
semakin ketatnya peraturan atau perlakuan terhadap parrai-partai 
politik yang ada. Hal mi dipaparkan Selo Soemardjan dalam 
"Demokrasi Terpimpin dan Tradisi Kebiidayaan Kita" dalam 
Pemikiraji Politik Indonesia 1945-1965 (Editor: Herbert Feith 
dan Lance Castles. 1970) sebagai berikut: 

Peru balian sosial yang besar di biclang politik i-dab rerjacli, 
sebagai akihar tinc/akan yang c/lam hi! Sockarno c/a lam rangka 
inregrasi sosiaL parrai-partai po/irik yaiig sebelumnva menjadi 

pu.sat pengarub yang kuat c/alani pembangunan bangsa cli 

sek i-or politik dan ekonoini, sekarang re/a i-il i-ak punya suara 
lagi da/ain penen roan nasib negara. Sehagai akibat peraruran 

penyederhanaan sistem kepartaian, ban yak orga nisasi politik 
kchilangan hak liiclup arau !7ak oronoini cia/am menenrukan 
tujuan pu/ink dan dasar ideologi yang clahulu mengilbami 

kegia i-an po/iiiknva. Kesepulu Ii pa ri-a i yang in emperoleb 

penga k u a ii Presideji, inasib b 0/eli berkecunp u tig c/a lain 

kegia ran pu/ink, retapi di daerali-daeiah yang berada cli bawali 

hukuin darurar, par-al-par-al mu c/ia wasi milirer; dan di wikyab 

' Fch, I lerhert dan Lance Casdes. J'ennkiran Politik Indonesia 1945-1965. 1995. 
jakarra. LP3ES. Nal. 111 
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pemerin ra ban sipil, mereka ha rus runduk kepada pera ruran-

peraruran preven rilkepolisian. Kegia tan polirik dalam kon reks 

cicrnokrasi Indonesia masib boleb ber/alan asalkan tidak 
berrenraiigan dengan Manifisro Po/irik. Seriap rindakan yang 
melanggar ha ras-ha ras yang diren rukan dapa r rncngakiha rkan 

dicaburnya pengakuan Presiden ku." 

Hal yang unik terjadi sebagai respons atas diterapkannya 

Demokrasi Terpii -npii adalah bahwa di beberapa daerah tertentu, 

masyarakat ternyata menanggapinya dengan positif. Terbukti di 

Jakarta sendiri, transisi sistem politik dari Deniokrasi Liberal ke 

Demokrasi Terpimpin berjalan lancar. Hal mi tampaknya dapat 

dipaharni bahwa legitimasi Demokrasi Terpimpin itu sendiri pada 

dasarnya diyakini dalam pengertian tradisional yang terpusat pada 

pribadi Soekarno sebagai tiang utama sistem tersebut. 3  

Selain itu, dapat dilihat bahwa kritik Presiden Soekarno 

terhadap instabilitas politik negara gara-gara terlalu banyak partai 

politik di Indonesia ketika itu memang sulit untuk dipungkiri 

kebenarannya. Kondisi-kondisi politik yang mendukung 
legitimasi diterapkannya Demokrasi Terpimpin antara lain, 

perrarna, ternyata pola-pola kekuatan politik yang terbentuk dan 

partai-partai politik yang ada menunjukkan konfigurasi tingkat 
"kesukuari" yang cukup tinggi. Hal ml tentu saja oleh Presiden 

Soekarno dipandang kurang sesuai dengan ruh cita-cita persatuan 

bagi bangsa Indonesia. 

Kondisi tersebut dibuktikan dalam penjelasan Daniel S. Lev 

sehagai berikut. 

"Pada kasus perraina, bagian rerbesar sistern keparraian 1w 
rerlerak di wilayah ernik Jawa, me/ipuri Jawa Timur Jan Jawa 
Tengah yang jumlah penduduknya paling besar (sekirar 45 

Daniel S. 1ev: 'Partai_parrai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parierntn ret: 
1950-1957, dan Dc100krasi Ferpimpin: 1957-1965 dalam Ichlasul Amal: 1988: "Teori-
reori Murakbir Parra: Polirik. Hal. 103. 
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%) dan yang secara kulrural wilaya/i anurannya sangar /tias di 

Indonesia. Dari keempa r parral rerhesar in] pada Pemilu rahun 

1955 PNI mefnperoleh 65,5 % suara, NU memperolell 73,9 
%, dan PKJ memperoleb 74,9 % suara dqri kedua provinsi 
tcrscbur... Pada dasarnj'a keriga parral di aras lehib hanyak 

meniperharikan dan cliinspirasi oleh kepenringan dan pandangan 

hithip Jawa. Parrai keempat Masyuini, karakrernya lebih banyak 
diwaniiai ole/i koinposisi pen dukungnya yang berasal dari Juan 

Jawa dan dari wilavah yang Islamnya kua t, vakni Sunda dijawa 
Barar. Semen rara seki car 25 % pendukung Parrai Masyuini 
herasal d2ri provinsiprovinsi di Jawa." (TJaJ.94-95) 14 

Kedua, konfigurasi kekuatan partai-partai politik pada era 
itu juga tampak pada garis perbedaan sosial keagamaan - yang 
pada kenyataannya juga dapat dikelompokkan herdasarkan 
aktivitas ckonorninya -, yang keadaannya di Jawa dibagi dalam 
beberapa kelompok, yakni kelompok Islam sancni, kelompok pta-
Islam dan Sinkretik (Kaurn Animis-Hindu-Buddha yang 
adakalanya dipengaruhi Islam yakni abangan), dan kelompok 
elk bangsawan, priyayi. 

Melihat dua konfIgurasi hesar kekuatan partai-partai politik 
pada masa itu, meinang dapat disimpulkan bahwa dalam rangka 
mengorganisasikan dan mengartikulasikan tradisi-tradis i yang ada 
pada masyarakat Indonesia, partai-partai poll tik menggunakan 
perannya dalam n -iernfungsikan penyatuan bagi para 
pendukungnya, yaitu dengan rnenghubungkan keku atan pri rnor -
dial antara satu dengan lainnya untuk kernudian dihadapkan pada 
negara serta sekaligus memisahkan mereka dari yang lain dengan 
menonjolkan perhedaan-perbedaannya. Keadaan mi tcntunya 
membuat Presiden Soekarno yang sangat menggandrungi 
persatuan bangsa Indonesia menjadi merasa perlu untuk berbuat 
sesuatu yang bersifat terobosan politik demi mencegah makin 
suburnya potensi-porensi "pernecah" persatuan itu. 

ibid. Hal.94-95. 
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Partai-Partai Tanpa PemiIu 

Sejak dirnulainya efek Dernokrasi Terpimpin-nya Presiden 

Soekarno, yaitu yang dicetuskan me!akii dike!uarkannya Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, partai-parrai politik mernang masih eksis tetapi 
praktis taripa pernilu. Sejak Pemilu 1955, seharusnya pemilu 

selanjutnya dilakukan sekitar tahun 1960, namun dikarenakan 

pada saat itu Presiden Soekarno rnenghendaki suatu konsep Partai 

Negara atau bahkan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya 

kekuasaan, maka hingga tahun 1960 dan bahkan hingga tahun 

1970, pemilu tidak diadakan di Indonesia. 

Dalam DPR Gotong Royong (DPR GR) yang Anggota-

anggotanya dilantik tanggal 25 Juni 1960 (DPR GR dibentuk 

oleh Presiden Soekarno dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 

1960 rentang Pembentukan DPR Gotong Royong), terlihat 

bahwa korn posisi keanggotaannya benar-benar diatur Soekarno 
untuk merninimalisir jurnlah dan heterogenitas kekuatan-

kekuatan politik yang diakomodasi oleh partai-partai politik. 

Dalam DPR GR, golongan politik berasal dari partai politik yang 

diakui pemerintah dan memenuhi syarat yang ditetapkan 

Penpres No. 7 Tahun 1959 rentang Penyederhanaan Keparraian 
yang diterbitkan tanggal 31 Desember 1959. 

Aisyah Arnini (2004) menuturkan sebagai berikut terkait 

kondisi perpolitikan di DPR GR ketika itu: 85  

'4i7ggo1a dari golongan po/ik iw aclalah PNI 44 orang, NU 

36 orang. PKI .30 orang, Parkijido 6 orang, Karholik 5 orang, 
Perri 2 orang, Murha I orang dan Partindo / orang. Di DPR 
CR ridak rcrdapar lagi wakil daripartai-partai seperri Masjumi, 

PSI, PRI, Panrai Burub dan sebagainya karena paiiai-partai 1w 

oleh pemenin tab dianggap tidak mein en uhi syarat Penpres No. 

' Aisyah Amini. Logcft. FIal.165. 
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7 Taliun 1959. Kliusus IVlasjumi dan PSI dibtibarkan pada 

bulan Agustus 1960 ". 

Pemerasan kekuatan politik itu kembali dilanjurkan Presiden 
Soekarno dengan mengeluarkan Surat No. 2292/HK11960 yang 
isinya meminta Pimpinan DPR GR untuk rnenyederhanakan 
jumlah golongan-golongan demi memperlancar pekerjaan 
Dewaii. Dalam surat itu tercantum bahwa Presiden Soekarno 
menginginkan agar golongan poli tik disederhanakan menjadi 
golongan nasional, golongan Islam, golongan Kristen Katholik, 
dan golongan Komunis. Inilah gagasan tentangNasionalis Agarna 
Kornunis (Nasakom). 

Aisyah Amini melanjutkan: 

"Gagasan Presiden 1w kemtidian Jirerin2a di I)PR (,'R Icniali 

meineras jumlah golongan dari 23 men jadi 5 golongan. Hal 

mi diutuskaii dalan7 Rapar Pleno DI'R GR tanggal 14 Juli 
1960. Dengan dernikian di DPR CR golongan-golongan iw 

hanya terdiri dali: 

Golongan Nasionalis, yang terdiri clari wakil-wakil PNI, 

Parrindo, dan Murba; 

Golongan Islam, yang terdiri clari wakil-wakil NU, PSII, 

dan Perti; 

Golongan Kristen dan Katholik; 

Golongan Kornunis; dan 

Golongan Karya, yang menghimpun semua Golongan-
golongan Karya dan mempunyai 4 sub golongan, yaitu: 

Sub Golongan Angkatan Bersenjata 

Sub Golongari Islam 

Sub Golongaii Pcmbangunan Materiil 

Sub Golongan Pembangunan Spiricui1" 6  

86  Ibid. Hal.166. 
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Dengan demikian dapat kita lihat hahwa keberadaan partai-
partai politik dan eksistensinya di lembaga legislatifadaiah praktis 
basil campur tangan Presiden Soekarno dan bukan melalui 
mekanisme pemilu yang dernokratis. 

Keseimbangan P01111k: PKI-MiliIer-Soekarno 

Di era pernerinrahan Presiden Soekarno, terdapar 3 kekuatan besar 
yang seakan-akan berada dalam kondisi yang balance arau 
"seimbang", namun pada dasarnya antara ketiganya terdapat tank-
menarik kekuasaan yang sangat berpotensi menimbulkan 
kerawanan bahaya pada kehidupan sosial-politik. 3 kekuatan 
tersebutadalah perrama, Presiden Soekarno sendiri, kedua Milker, 
daii keriga P1(1. 

Soekarno berusaha untuk "menjinakkan" P1(1 dan berusaha 
"mernakiumi" kecenderungan Partai mi untuk melahirkan potensi-
potensi revolusi yang kami yakin Soekarno sendiri tahu haliwa mu 
scwaktu-waktu sangat hisa terjadi. Mengapa Presiden Soekarno 
mempertahankan eksistensi dan pengaruh P1(1 mi dalam lingkaran 
dalam kckuasaannya? Tak lain adalah karena Soekarno 
membutuhkan dukungan kekuatan untuk mempertahankan 
kekuasaannya. Selain itu, perlu diingar bahwa dalam percaturan 
internasional, Indonesia cenderung membutuhkan dukungan 
kekuaran dalam berbagai hal dari Blok-blok Timur yang 
notabene adalah kumpulan negara- negara berfaham kom unis 
atau sosialis radikal. mi terjadi karena berdasarkan pengalaman 
Soekarno, negara-negara Blok Timur-lah yang cenderung lebih 
"mengerti" akan cita-cita suaru kehidupan yang anti kolonialisme, 
dimana mi merupakan misi besar bangsa Indonesia dihawah 
kepemimpinannya. 

Kondisi tarik-menarik kekuasaan antara Soekarno-Militer-PKI 
digambarkaii olch Herbert Feith (200) sebagai berikut: 
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"Yang paling sering dan berulang-ulang iiien;adi bahan 

perrenrangan antara ten rara dan Presideji adalah soal PKI. mi 
sebagian disebabkan perbedaan orienrasi ideologis. Pcrhedaan-
perheclaan 1w juga mencerminkan kedudukan ideologis 
kelornpok-kclompok 1w masing-Inasing yang berusaha 

sneniperoleh perwakila n poliriknya rnelalui ten tara dan 

presiden "87 

Faktor perhitungan pribadi Presiden Soekarno berdasarkan 
kepercayaan akan kemampuan kepernirnpinannya untuk 
menstabilkan hubungan politik juga diterangkan Feith sebagai 
herikut: 

"...Presiden Soekarno yang lahir pat/a rahun 1901 
in engu rarnakan pola kekuasaan pada masa kehidupa nnya 

sendiri. Presiden kern ungkinan besar percaya bahwa selarna ia 

inasih hidup, kauin koinunis tidak akan inerupakan ancanian 
bagi pein cnn tab. Di pihak lain, para pernimpin ten tara yang 

sebagian besar berusia sekirar empar puluhan tahun, didesak 
oleh ha wab annya un wk mernikirka ii kepen ringan ten rara 

dalain jangka pan lang. Dalarn rangka peinikiran irulah mereka 

inelihar kaum kornunis sebagai ranrangan besar di masa 
menda rang hagi rnercka sendiri, bagi ten rara dan bagi rezirn".88  

Fakta lain rnenunjukkan bahwa Soekarno bagairnanapun 
juga tidak memiliki suatu kendaraan politik sendiri dalam sebuah 
partai politik. Disini Soekarno melakukan sesuatu hal yang 
berkontradiksi. Di satu sisi ia konsekwen dengan pilihanriya untuk 
"mengubur" partai-partai politik derni persatuan dan kesatuan 
bangsa, dan melanjutkan komitmennya mi dengan hanya 

"mernelihara" kekuatannya sendiri, kekuatan militer dan 
kekuatan PKI. Namun di sisi lain, dengan membentuk sebuah 

Hcrhcrt Fcith. 2001 Soekarno dan Militer dalani Demokrasi Terplinpin. Jakarta. 
Pustaka Sinar Harapan. HaL42. 

' Ibid. 
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Front Nasional pada tahun 1960, Soekarno pada dasarnya 
mengakomodir kekuatan-kekuaran partai politik "pendukung" 
pemerintah. Kondisi mi semakin memperkuar adanya suatu 
kondisi instahilitas politik yang demikian kuatnya ketika itu. 
Keseimbangan kekuaran politik Soekarno-Mi!iter-PKI merupakan 
"ciptaan" Soekarno un tuk menutupi ketidakstabi!an poli tik yang 
riil-nya sedang terjadi. 

Jadi, kesinipulannya adalah bahwa keseimbangan kekuatan 
politik antara Soekarno-Militer-PKI pada dasarnya adalah suatu 
keseimbangan yang semu. Bagaikan magma di perut sebuah 
gunung berapi, potensi pecahnya benturan antara ketiga kekuatan 
besar itu akan sangat mungkin terjadi sewaktu-waktu. Baik 
Soekarno, Militer maupun PKI tentunnya sudah sama-sama 
menyadari akan hal mi. 

Berakhirnya Kekuasan Soekarno 

Sebuah peristiwa tragis yang disebut sebagai Gerakan 30 Sep-
tember, yang lalu pada niasa pernerintahan Presiden Soeharto 
dirambahi: garis miring PKI, sehingga disebut sebagal G30S/ 
PKI, membuar Presiden Soekarno jatuh. Peristiwa mi sekarang 
pada garis besarnya memuat tiga versi. Pertama, peristiwa 1w 
adalah peristiwa dimana PKI melakukan kudeta terhadap 
pemerintahan Republik Indonesia dan melakukan pembunuhan 
keji pada tokoh-tokoh penting di Angkaran Darat. Versi kedua, 
dan mi terutama semakin marak muncul sejak lengsernya 
Presiden Soeharto pada tahun 1998, yaltu bahwa perisriwa 
G30S/PKI sebetulnya ada!ah kudeta Soeharto terhadap Presiden 
Soekarno. Versi ketiga, peristiwa iru ada!ah suatu scenario Cen-
tral Intelligence Agency (CIA) yang rnemang sudah sejak lama 

menginginkan agar Presiden Soekarno dijatuhkan karena 
pertimbangan bahwa yang bersangkutan terlalu condong pada 
kekuatan Blok Timur alias Komunis. 
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Peristiwa G30S/PKI memicu aksi-aksi turun ke jalan o!eh 
berbagai elemen masyarakat yang terurama dimotori olch 
Mahasiswa seluruh Indonesia. Begitu gencarnya demonstrasi yang 

dilancarkan mi, dimana dikumandangkan tiga tuntutan rakyat 
(Tritura) yang sangat terkenal itu: Bubarkan PKT Turunkan harga! 
Rombak Kabinet Dwikora ! Peristiwa mi memakan beberapa 

korban meninggal dunia di pihak mahasiswa, yaitu AriefRahman 
Hakim dan Yu!ius Usman. 

Akhirnya Presiden Soekarno harus menyampaikan 
pertanggungjawahannya terhadap rentetan peristiwa maut itu, yang 
sempat dikatakan olehnya sebagai ha! yang "lumrah" dalarn suatu 
revol usi. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarrio yang 
berjudul "Nawaksara' di hadapan Sidang Urnurn IV MPRS yang 
diselenggarakan pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966 di Jakarta ditolak. 

Peristiwa itu digambarkan Aisyah Arnini (2004) sebagai 

berikut: 

"Presideji Soekarn o mu/a-in u/a menolak Un ruk in em berikan 

laporan perta nggungja wa ban kecuali kepa da MPRS basil 
pemilu. Terapi hal 1w diren rang oleh MPRS sehingga akhirnya 
Soekarno mengalab. Namun Nawaksara itu dianggap kurang 

mciii uaskan ole/i MPRS. MPRS herpendapar ba/i wa piclaro 

Na waksa ra ku ia iig memen u/li liarapan rakya r. kh ususnya 
Anggota MPRS, karena pidaro 1w tic/ak memuar secara jelas 

kehijaksanaan Presiden/Manda tans MPRS mengena Ipenistiwa 
kontra revolusi G-30 S/PKI heserra epilognya 

Salah satu Ketetapan yang dihasilkan dalam Sidang Umurn 
IV MPRS itu adalah TAP MPRS No.IXIMPRS/1966 tentang 
Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bcrsenjata 
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris 

MPRS, dimana TAP mi merupakan pengukuhan dengan dasar 

80  Aisyah Amini. 2004. PasangSuruPcran DP1?-M1'R 1945-2004. Jakarta. Yayasan 

Pancur Siwab. Hal.! 92-193. 
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hukum yang lebih tinggi terhadap Surat Perintah Sebelas Maret 
1966 atau Supersemar. TAP mi kemudian menjadi modal urama 
Soeharro untuk mengendalikan politik nasional di penghujung 
kekuasaan Soekarno, dan pada akhirnya Soeharto menjadi 
Presiden RI kedua menggantikan Soekarno. 

C. Orde Baru: Partai dan Pemilu di Bawah Tekanan 
Komitmen untuk Membangun Demokrasi 

Era Orde Lania yang diwarnai sepak rerjang Presideri Soekarno 
dengan Demokrasi Terpimpin-nya akhirnya berlalu. Era Orde 
Baru dirnana Presiden Soeharto sebagai tokoh utamanya pada 
awalnya diharapkan rnasyarakat sebagai sarana perjuangan untuk 
mewujudkan demokrasi dalam arti yang "sebenarnya", walaupun 
hal mi adalah menurut versi golongan yang tidak sejalan dengan 
ide demokrasi terpim pin yang dildaim Presiden Soekarno sebagai 
demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 
Dcmokrasi khas Indonesia. 

Golongan tersebut adalah golongan yang menghendaki 
sistem demokrasi yang dijalankan dengan metode partisipatif 
seluruh warga masyarakat. Artinya, sistem multi partai lah yang 
dikehendaki. Bukan sistem partai tunggal atau partai negara ala 
Soekarno. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, 
diharapkan aspirasi mi dapat diwujudkan secara nyata. 

Berdasarkan penjelasan Eep Saefulloh Fatah (2000: 21), 
salak satu harapan yang paling dominan berkembang pada masa 
kelahiran Orde Baru adalah akan adanya pergeseran power 
relationship anrara negara dengan masyarakat. Eep menuliskan: 

Di/iarapkan kektiatan politik inasyarakat menaik dan 
ineniperoleli tempar yang proporsional dalarn proses politik 
dan peinerinrahan, rerurarna dalani rangka frinulasi kebijakan- 
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kebijakan polirik ban; . Sebaliknya, akumulasi dan sentralisasi 
kekuasaanyang se/ama Orde Larna begitu jelas rerkonsrruksikan, 

diharapkan segera berganr.i dengan pluralism e kekuasaan. Dalarn 

keadaan seinacarn iru, demokrarisasi dibarapkan rurnbuh dan 
rerwujuci, ridak sekcdar menjadi rerorika polirik Peinerinrali 

Grde Ban; yang sedang inenurnbulikaii dirinva ito ' ° 

Bagaimana sebctulnya komitmen Presidcn Soeharto dalarn 
rnewujudkan kehidupan dernokrasi di Indonesia pasca 
"diktatorisme" Soekarno? Berbagai buku atau sumber kesejarahan, 
seakan-akan mcmberikari garis pernisah ide-ide politik antara 
Soekarno dengan Soeharto. Soekarno dikatakan terlalu gandrung 

dengan ide nation/characi-er building yang diwujudkan dalam 

politik-politik "mercusuar" nya. Lihatlah bagaimana Bung Karno 
lebih mendahulukan politik "menggertak" atau politik "unjuk gigi" 
dihadapan bangsa-hangsa lain di dunia, terutama dihadapan 
negara-negara kapitalis kolonialisme. ide dernokrasinya pun bersifat 
mercusuar bagi dirinya sendiri sebagai Presiden Seumur Hidup 

ataupun sehagai Pemimpin Besar Revolusi. Disisi lain, Soeharto 
dipandang lcbih mengimplementasikan dernokrasi Pancasila yang 
menitikberatkan pada perbaikan kehidupan bangsa Indonesia 
dalam sektor ekonorni. 

Kami ingin mengingatkan sesuatu yang mungkin sedikit 
terabaikan oleh para pengarnat sejarah dan publik pada 

umumnya selama mi. TI'idakkah selairia liii kalau kita jeli, ide-ide 
Soeharto tentang dernokrasi sebetulnya melanjutkan ide-ide 
demokrasi terpim pinnya Soekarno? Apa indikasinya? Perta ma, 
sejak Pidato Pelantikannya sebagai Presiden RI ke dua pada tahun 
1967, tampak bahwa Presiden Soeharto sangat gandrung pula 
pada ide persatuan nasional sehagaimana ide tau keyakinannya 

Fatah, Eep Saefulloh. 2000. "Peigk/iianatui Dcrnokrasi A/a Ordc' Baru: Maca/au 
dan Masa Depan Dejnokrasi Tcr1inpin Konstitusiona/'. Bandung. PT Retnaja Rosdakarya. 

HaL21. 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demakrasi 	 107 

Soekarno. Dalam pidatonya itu, Presiden Soeharto mengingatkan 
kembali atas bahaya separatisme scbagaimana yang beberapa kali 
terjadi pada masa Orde Lama. Eep Saefulloh Fatah (2000: 69) 
mengernukakan sebagai berikut: 

"Per/ia nan Presiden Soeharto terliaclap persoalan regionalism 

sudab terlihan semenjak kelahiran Formal Orcie Baru. Hal mi 
nampak jelas pada isi Pidaro Kenegaraannya yang pertama di 
tab un 1.967. Da/am pidaro mi Soeharro memberikan cekanan 
k/i usus pada a danya pen gorbanan -pengorhana ii yang tic/a k 
per/u yang pet-nab dilakukan dalam se/arab Indonesia Merdeka. 

Yang disebur Soeharro sebagal engorbanan yang tic/ak perlu' 
a c/ala/i tcr/a dinya perisniwa -perisriwa rongrongan terha clap 
eksistcnsi negara akibat gejolak kedaerahan dan cua ran region-
alism. Soeharto mengajak unruk bercermin dan be/ajar dan 
sejarah iru ' ' 

Tidakkah ide itu pada hakikarnya memuat ide Soekarno juga? 
Setiap pemberontakan separatisme ditunipas Soekarno. Tidak 
ada tenipat bagi ide-ide mendirikan pernerintahan sendiri. Non 
sense bagi pcmikiran-pernikiran untuk memisahkan diri dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno dan Soeharto 
berpandangan sama. 

Kcdua, adalah masalah Demokrasi Terpimpin. Tidakkah kita 
lihat bahwa ide sentralisme dengan mernin imalisir sebisanya potensi 
rnunculnya separatisme di Indonesia merupakan pengejawantahan 
dari ruh DemokrasiTerpimpin-nya Soekarno? Penolakan Presiden 
Soeharto terhadap membangun demokrasi di Indonesia dengan 
memberikan ruang terlalu luas pada daerah untuk "berekspresi" 
merupakan sequel dart sentralisme kekuasaan Soekarno. Lihat saja 
selanjutnya, mengenai ide penyederhanaari jum!ah partai politik 
di Indonesia, khususnya sejak tahun 1973 o!eh Presiden Soeharto. 
Bukankah mi juga merupakan esensi yang tidak jauh berbeda 

Ibid. Hal.69. 
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dari hasrat dan cita-cita Bung Karno yang berkobar-kobar 
rncngenai ide partai tunggal atau partai negara? Istilah lain 
rnenyebutkan bahwa tipe demokrasi yang dikemhangkan 
Presiden Soeharto adalah "Dernokrasi Terpimpin Konstitusional". 
Suatu istilah yang jitu 

Fakta-fakta tersebut sebetulnya cukup rnenggelitik. Mcngapa 
tidak? Ada kesan bahwa seakan-akan Presiden Soeharto adalah 
"anak didik" atau generasi penerus Soekarno, dimana Soeharto 

mi muncul dengan sepak terjang herbalut slogan: 

Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwcn. Ada 
kesan bahwa komitmen Presiden Soeharto untuk melaksanakan 
dernokratisasi yang berlandaskan Demokrasi Pancasila merupakan 
suatu koreksi total atas Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno 
dengan landasan berpikir bahwa Soekarno telah menyimpang 
dari nilai-nilai demokrasi secara umurn. 

Bahkan, pemikiran Soekarno yang memandang bahwa 
demokrasi ideal adalah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi 
justru tampak lebih menonjol dijalankan oleh Presiden Soeharto, 
khususnya dalam aspek demokrasi ekonominya. Disini kami 
memaksudkan pernyataan rersebut sebagaimana yang dilihat 
masyarakat secara umum, yaitu, perekonornian Indonesia tidak 
dapat dipungkiri melesat secara signifikan dan keluar dan 
keterpurukan pada masa Orde Larna. Dalarn demokrasi politik, 
Presiden Soeharto, walaupun merniliki ide partai politik "minimalis" 
seperti Soekarno, narnun beliau rnengemasnya dengan cara yang 
lebih "halus", yaitu dengan istilah "penycderhanaan partai", bukan 
"penguburan partai" sebagaimana disampaikan pendahulunya. 

Apalagi, Golongan Karya (Golkar) diklaim sebagai "bukan 
partai politik". Para tokoh Golkar pun tidak rnau mengakui bahwa 
mereka adalah tokoh partai politik. Satu lagi hukti bahwa ruh atau 
esensi pandangan Bung Karno yang tidak menghendaki partai 
politik (atau minimal dan maksimal hanya 1 partai politik) diadopsi 
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o!ch Presiden Soeharto, bukan? mi suatu saat perlu pengkajian yang 
Iebih jauh, mengingat selarna mi yang ditonjol-tonjolkan, terutama 
sctelah era kejatuhan Presiden Soeharto adalah pertentangan 
ideologi arau faharn antara Bung Karno dengan Soeharto. Apakah 
justru Socharto itu merupakan "kader" Soekarno? 

Dalarn hal tujuan negara, Presiden Soeharto memiliki 
komitmen yang lebih "kecil" skup nya dalam kerangka 
menjadikan Indonesia sebagai pioneer perdamaian dunia. 
Sebagaimana kita ketahui, Soekarno bersernangar untuk 
menjadikan Indonesia pernimpin dunia dalam rangka 
mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemikiran-
pemikiran Soekarno adalah pernikiran-pemikiran "raksasa". 
Sernentara Presiden Soeharro, merniliki cita-cita memajukan 
ekonorni negara, karena tampaknya beliau melihat bahwa 
Soekarno yang berpikiran besar itu rneninggalkan warisan 
kemiskinan bagi hangsanya dalarn hal ekonomi atau pernenuhan 
hidup sehari-hari. Soekarno memang mewariskan harga diri dan 
kebanggaan yang luar hiasa bagi bangsa mi, narnun bagaimanapun, 
kcrika itu ekonomi kita benar-benar berada pada kondisi yang 
kacau balau. 

Maka, komirrncn Presiden Soeharto dalarn membangun 
demokrasi di Indonesia pasca Orde Larna adalah demokrasi 
politik plus demokrasi ekonomi dengan pondasi stabilitas dalam 
negeri yang mantap. Kutipan berikut mi rnenegaskan pernyataan 
terseb Ut: 

"Sclaiti Iekataii cliniensi sejarah, regionalisnie bagi Soehari-o 
juga melckatkan dimensi ekonoini. Dalam perjalanan 
peni ikirannva kern udian, ma/a Ii ter/iha r ha/i 'wa dimensi sejarab 

seinakin dianggap bukan lagi fiiktor urania, Jan pada saar yang 
sania faktor urania iru bergeser kea rab dimensi ekonorni. 
Dengan dernikian, yang ineiijadi persoa Jan rerpen ring da/am 

regionalism ada/a/i bagainiana menghapuskan, seridaknya 

nienge/irninasi kesenjangan an rara daera/i-dacrah yang miskin 
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dengan yangporenslal secara ekonoini; keinudian bagaimana 
mendistribusikan basil-hash pembangunai secaia niera i-a ranpa 
menimbulkan implikasi 'ketidakpuasan-kerldakpuasan daerah. 

Dan in udal? dirnengerri apa hi/a Soeharto per-a ma - i-ama 
memikirkan bagaimana men ciptakan dan rerus mernelihara 
si-a hi/li-as ekonomi dan polhtik bagi berja Jan lan carnya Pro-
gr;z.ni kesaruan nasional' mi. Stabilitas cern ara tidak saja 
dibu tulika ii sebagal kerangka Jan dasan program, melainka ii 
rerus diburuhka n sejalan c/en gan bcrjalannya progra in li-u 
sendiri. Soeharro kemudian inengairkan perlunya si-abilitas in] 
dengan konsep harnioni, hahwa harmoni an i-ar daerah dan 
daeral7-pusar ada/au suaru kondisi ideal yang semesi-inya 
berdmpingan dengan stahl/li-as ekonomi dan polirik". 12 

"Partai Negara": Golkar Sebagai Mesin Politik Orde 
Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri semenjak awal merniliki 
pandangan yang negatif terhadap partai-partai politik, sehingga 
berusaha sekuat tenaga mencegah partal politik memegang 
peranan petiting secara nasional. Berbagai upaya terus-menerus 
dilakukan untuk memperlemah peran dan kedudukari partai 
politik. Beberapa pandangan negatif pemerintah terhadap partai 
politik, sebagairnana dicatat Liddle antara lain, bahwa partai 
politik lebih beorientasi pada ideologi dari pada program, 
memperuncing ketegangan ideologis dalam masyarakat, para elite 
lebih mementingkan dirinya sendiri clari pada kcsejahteraan 
masyarakat, dan menjadi sumber ketidakstabilan pemerintah. 

Dalarn konteks "anti-partai" sernacam itulah pemilu-pemi Lu 
Orde Baru diselenggarakan. Kemenangan Golkar tentu saja 
bukan dari hasil kontestasi dalam pemilu yang bersifat fair dan 

11.1 Ibid. Fial.72-73. 
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demokratis. Pemihakan pemerintah, dalarn hal mi melalui aparat 
tentara dan birokrasi, menjadi faktor penentu bagi kemenangan 
Golkar terutama pada awa! Orde Baru. Selain melakukan represi 
dan berbagai intervensi terhadap partai politik, hal penting yang 
dilakukan pernerintah untuk menjamin kemenangan Golkar 

adalah melalui desain aturan main pemilu yang !ebih 
menguntungkan bagi Golkar. Terdapat berbagai bukti terjadinya 
distorsi atas format pemilu selama kurun Orde Baru yang 
rncnyebabkan proses politik tersebut jauh dari sifat demokratis. 

Terdapat beberapa regulasi yang digunakan sepanjang pemilu-
pernilu Orde Baru. Dari pemilu 1971 hiiigga pemilu 1982, 
regLiasi yang digunakan adalah UU No. 15 Tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum. Kemudian, pemilu 1987 hingga 1997 
meriggunakan ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1985 tentang 
Pentilu. Meskipun undang-undang yan mengatur pe!aksanaan 
perr.ilihan umum heberapa kali mengalami perubahan tetapi tidak 
menunjukkan perbaikan signifikan ke arah sistem pemilu yang 
lebi i dernokratis. Hal pen ting yang tidak dapat dipisahkan dan 
regu!ai pemilu ada!ah masih kenta!nya rekayasa politik 
pernerintah yang tidak menghendaki demokratisasi sistem 
pernilu, secara jelas mi terlihat dalam ketentuan pembatasan 
jumlah partai politik, pelaksanaan ketentuan masa mengambang, 
pen- binaan organisasi peserta pemilu oleh pemerinrah, maupun 
ketntuan penelitian khusus atau !itsus. 

Terkat dengan praktik penyelenggaraan pemilu era Orde 
Baru, LIPI mencatat setidaknya terdapat tiga sumber distorsi: 

Pertama, posisi dominan bahkan monopolistik pemerintah 
dalam hampir semua aspek penyelenggaraan pemilu, balk 
di tingkat strukrur/kelernbagaan maupun proscsnya. Posisi 
mi terjadi lebib distortif lagi karena pada saat bersamaan 
unsur-unsur pemerinrah sekaligus menjadi panitia 
pemilihan dan pengurus salah satu organisasi peserta pernilu. 
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• 	Kedua, pembedaan secara kategoris antara "partai" dan 
"golongan" sebagai organisasi-organ isasi peserta pemil u, serta 
dibukanya peluang bagi munculnya pernihakan terselubung 
maupun terang-terangan pernerintah atas "golongan" di saw 
pihak dan diskriminasi terhadap "partai" dipihak lain. 

• 	Ketiga, pengingkaran terhadap berlakunya pengawasan 
independen dan sukarela masyarakat atas proses pemilu. 

Selain itu, Hans menambahkan adanya beberapa 
karakteristik pemilu-pemilu Orde Baru berupa kecenderungan 
negara, melalui birokrasi (sipil maupun ABRI), mempertahankan 
kontrol, pengendalian, dan "penguasaan"-nya atas unsur-unsur 
masyarakat. Pcngendalian dan kontrol mi antara lain berwujud 

dalam lembaga pembina politik dimana hampir semua jajaran 
atau unsur pembina politik adalah tentara dan pensiunan tcntara. 
Implikasinya, partai politik tidak bisa mandiri secara internal. 
Selanjutnya, adanya format politik yang jelas-jelas secara sistemik 
didesain untuk memenangkan Golkar. Hampir tidak ada 
perluang bagi "partai-partai swasta", 

PPP dan PDI, untuk berkompetisi secara fair, apalagi 
memenangkan pemilu. Struktur kepanitiaan penyelenggara 
pemilu didorninasi unsur-unsur pemerintah, yang nota bene 
adalah pengurus Golkar di tingkatan masing-masing. Demikian 
pula dalarn proses pemilu dan penghitugannya dimonopoli oleh 
birokrasi yang dirancang untuk memenangkan Golkar. Terakhir, 
adanya kecenderungan pemaksaan kehendak oleh segenap unsur 
kekuatan korporatif Orde Baru untuk selalu mernenangkan 
Golkar. Terdapat pandangan yang picik dan ironis "kemenangan 
Orde Baru" diparalelkan dengan kemengan Golkar dalam 

pemilu-pemilu. 

Selain itu, pemilu yang tidak demokratis masa Orde baru juga 
ditandai dengan dominasi pemerintah dalam lembaga-lembaga 
penyelenggara pemilu. Seperti dicatat Harris, selaku pelaksana 
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pemilu, dalam pernilu-pemilu Orde Baru, pernerintah sudah 
memiliki LPU (Leinbaga Pemilihan Umum), panitia pemilihan 
dan panitia pengawas dari pusat hingga daerah. Pada tingkat 
struktur, pemerintah -karena begitu dominannya- sesungguhnya 
me:upakan pelaksana tunggal pernilu, sebab unsur organisasi 
pesrra pernilu (PPP dan PDI) meskipun terakomodasi di 
dalarnnya tetapi sangat minoritas dan marginal kedudukannya. 
Birokrasi yang mendominasi lembaga pelaksana pemilu tidak Iebih 
sebagai "kepanjangan tangan" Golkar dan ujung-ujungnya 
lenbaga pelaksana pernilu tersebur seperti sekedar di desain bagi 
pernenangan Golkar. Hal inilah yang menyebahkan rendahnya 
kepercayaan masyarakat terhadap netralitas lembaga pelaksana 
pernilu, sekaligus scbagai bukti kuat rendahnya kualiras 
demokrasi dalam pernilu-pemilu masa Orde Baru. 

Kuatnya campur tangari dan kontrol pemerintah dalam 
pernilihan umum dan kehidupan kepartaian selanjutnya 
menghasi!kan sistem kepartaian yang dikemukakan Afan Gaffar 
seE.agai sistern kepartaian yang hegemonik. Beberapa faktor 
peting yang mempengaruhi pembentukan siste m kepartaian 
hegemonik tersebut antara lain: 

• 	Pertama, munculnya aparatus keamanan yang represif yang 
ditujukan menjaga stahilitas politik. 

• 	KedLia, berlangsungnya proses depolitisasi masyarakat. 

• 	Ketiga, peminggiran dan pelemahan partai politik. 

• 	Keempat, penibuatan arau desain undang-undang 
pemilihan umum yang menjamin kernenangan Golkar yang 
didukung penuh oleh pemerintah dan militer. 

Model sistem pemilu-pernilu Orde Baru yang menganut 
pninsip perwakilan benimbang dan stelsel daftar, pada satu sisi 
rnmperkuat kembali peranan partai politik dalam penentuan 
daftar urut calon, yang berimplikasi besar bagi terpilih atau 
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tidaknya calon, disisi lain hanya mcnghasilkan wakil-wakil rakyat 
yang "mengarnbang" alias tidak tidak dikenal atau mengakar dalam 
masyarakat. Hal mi tidak mengherankan karena proses pencalonan 
yang berlangsung dalarn sistem tersebut bersifat top down, dan 
bukan usulan dari bawah, bottom up, (masyarakat). Dengan 
kontrol pemerintah yang kuat atas partai politik maka campur 
tangan pemerintah juga seringkali tidak terelakkan dalam 
penyusunan daftar calon dari parpol. Beberapa politisi kritis 
umumnya terhalangi atau bahkan gagal masuk daftar calon akibat 

campur tangan pemerintah. 

Dalam sistem pemilu dan kepartaian yang didesain bagi 
kemenangan Golkar, maka partai politik peserra pernilu lainnya 
(setelah flisi 1973), yakni PPP dan PDI, tidak mampu menjalankan 
peran dan fungsinya secara optimal sebagai partai politik.Kedua 
partai tersebut hanya muncul sebagai "figuran" politik. Kosongnya 
kompetisi politik yang sebenarnya dalam pemilu-pemilu Orde 
Baru, dirnana para kontestan mendapatkan peluang yang sama dan 
bersaing secara fair untuk tampil menjadi pelnenang, 
mempenliharkan bahwa klaim demokratis terhadap sistem pemilu 
dan kepartaian yang berlangsung adalah bersifat semu, yang 
menghasilkan apa yang diistilahkan T.J. Pempel sebagai bentuk 
demokrasi yang tidak wajar (uncommon democracy) yang 
ditandai dominasi satu partai penguasa. 

Pempel mencatat adanya empat karakteristik parrai dorninan 
tersebut. Pertarna, dominan dalam angka. Partai tersebut 
rnemperoleh jumlab kursi yang lebih besar (dominan) 
dibandingkan partai-partai lainnya. Kedua, partai tersebut 
mampu mendominasi proses bergaining, sehingga banyak 

kcbijakannya yang diterima dan menduduki kursi di 
pemerintahan. Ketiga, partai tersebut mampu menguasai 
pemerintahan dalam waktu yang lama (beberapa dekade). 
Keempat, partai mendominasi pemerintahan. Artinya, partai 
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tersc but mampu menguasai pembentukan kebijakan publik, mulai 
clari perumusan hingga implernentasinya. Sistem pernilu dan 
kepartaian yang tidak (atau kurang) demokratis mi terus 
berhngsung hingga berakhirnya Orde Baru pada 1998. 

Partal Sebagal "Musuh Bersama" 

Sub judul mi memang mungkin cukup mengejurkan. Partai 
sebagai "musuh bersama"? Pemerintahan Orde Baru mernpunyai 
slogan seperti itu? Walaupun tidak dinyatakan sebagai slogan, 
keniataannya memang dapat dipandang seperti itu. Mari kita 
liha: uraian Eep Saefulloh Fatah (2000: 193-194) berikut mi: 

"Sejak awal kelaliirannya, ranipak bahwa Orde Bani 

men empa rkan pena man kehidupan keparmian sebagai bagian 
dari stabilisasi politik yang viral... pemeninrahan Orde Baru 
yang diru/angpunggungi oleli mi/her memi/iki pemepsi yang 
khas ren/iadap panrai poliuk. Bagi pemneriiitahan baru mi, parrai 

poliiik adalah esaing dalam memperoich kekuasaan, pembeni 
pandangan dunia yang lain dan penggerak keresalian rakyar... 
pa rrai polirik te/ah in enja di sum ben pen yeba b in sta bilitas 
politik dan kegaga/an ekonomi scpanjang scjarah Indonesia 
merdeka. Dalan kairan mi, mniliter bcranggapan hahwa parrai 
polirik mcnjadi ageri akrualisa.si polinik kclompok cksrrcm 

kanan (haca: Is/am) clan ke/ompok eksrrem kin (komunis) ". 

Dalam implementasi kebijakan kehidupan kepartaian di 
Indnesia, walaupun pada dasarnya Soehanto "saw ide" dengan 
Soekarno, namun tarnpaknya Soeharto ketika itu ingin 
menunjukkan pula ganis pcmisah antara Orde Lama dengan Orde 
Ban-Li yang dipimpinnya. Garis pemisah yang dimaksud adalah 

Fatah. Ecp Saefulloh. 2000. "'engkhianaan Demokrasi lila Orde Ban,: Masa/ab 
dan .4asa Dcpan Dernokiasi Tcrpimpin Konsdrusiona/'. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 
Hal. 93-194. 
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terkai t kebij akan atau anj uran-anj u ran yang terkernas dalam 
doktrin-doktrin maupun kebijakan-kebijakan polirik. 

Kalau Bung Karno dengan tanpa tedeng aling-aling 

menganjurkan untuk "menguhur" partai-partai politik, Presiden 
Soeharto dengan soft movement "menata" situasi dan kondisi 
kepartaian di Indonesia sehingga akhirnya bermuara pada 
pembatasan jumlah partai atau penyederhanaan kepartaian. 
Agaknya Presiden Soeharto tidak mau kediktatoran Bung Karno 
"diadopsi mutlak" rnengingat secara psikologis, tentunya dapat 
diperkirakan bahwa masyarakat mengharapkan sesuatu yang 
berbeda dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya 
mengenai rnasalah kepartaian. mi adalah salah satu strategi untuk 
mengalihkan fokus perhatian rakyat secara smooth dan 
kediktatoran kearah perlunya stabilitas nasional derni terwujudnya 
kernajuan atau perbaikan ekonomi bangsa yang saat itu baru 
kembali dibangunkan dari keterpurukan. 

Soft movement Presiden Soeharto unruk membarasi 
keberadaan dan kekuatan partai politik pada dasarnya dilakukan 
dengan dua cara. Pertama, pcnycdcrhanaan atau pembatasan 
jurn!ah partai politik (melalui fusi partai-partai, sehingga dari sekian 
banyak partai politik "sisa-sisa" Orde Lama menjadi hanya 2 partai 
poliuik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi 
Indonesia). Kedua, penguatan Golkar sebagai alat pelanggengan 
kekuasaan Presiden Soehano. Sangat penting utituk menampilkan 
kutipan dari buku Eep Saefu!loh Fatah (2000: 295) berikut mi: 

"Dalain rangka penaraan kehidupan kcparraian, lnngka/i 

pen ring laili yang dilakukan sejak awal oleb Orcie Baru ac/a/nh 

program pemapanan Golkar. Golkar 

—yang oleh All Moertopo diartikan scbagai Olongall-golongan 
dalain in asyaraka r yang Inasing- in acing nienyum ba ngka ii 

perana r kh usus bagi berfiingsinya inasyaraka r, ... (berupa) 

olganisasi-organisasi ekonomi, kultural, sosial c/an pertaJan.ui' 
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- sedari scm u/a memang disiapkan oleh pemerinrab Orde Baru 

sebagai saluran peinbangunan legirimasi polirik pemerintahan... 
Dalam pacla 11-u, program pemapanan Golkar rerus dijalankan. 
Antara lain a'engan dikeluarkannya UUNo.6 Thliun 1970 pada 
Ii Februari 1970. Undang Undang mi memiliki iznplikasi 
sanga r luas karen, mengkonc/isikan run ru ran keseriaari pega wai 
n egeri an ttik h anya in enya lurkan aspirasi polirik in ereka 
melalLil Go/kar. Kebijakan mi/all yang kemudian dikenal 

sebagai kebijakan monolovaliras. Kebijakan mi kern udian 
disusul pern her/a kuan UU No.3 Tab LIII 1975 ten rang inassa 
mengain hang (Boa ring mass) yang in cmba rasi geiak parrai-
parrai polirik non-ColA-ar hanya sanlpai ringkar kecamatan, 

semenrara Go/karj'ang diidcnriBkasi sebagai 11011 partai rerlepas 
dati dampak in] 

Kita dapat perhatikan bahwa Presiden Soeharto secara "lebih 
cerdas" dapar mengimplementasikan pemikiran Bung Karno 
merigenai satu partai dcngan kernasan yang dikondisikan memiliki 
legalitas hukurn maupun legalitas politik yang kuat. Kebijakan "anti 
par:ai" nya Soekarno diteruskan Presiden Soeharto secara 
"konstitusional". mi dilakukan dengan tanpa menggembar-
gernborkannya sebagaimana yang dilakukan Bung Karno. Bak 
seotang gembala yang !ihai rnengurus domba-dombanya, Presiden 
Soeharto rnenggiring masyarakat menuju legalitas opini yang 
diciptakan secara sisternatis dengan didukung oleh situasi dan 
kondisi politik yang memang masih "segar-segarnya" mengingat 
"jas" Soeharto sejak peristiwa G-30 S/PKI tahun 1965. 

PemiIu-PemHu Orde Baru: Pengebirian Demokrasi 

• . Go/A-ar dan ABRI rerus-menerus menguasai inavoniras suara 
di DPR, sedangkan 

Ibid. Hal.295. 
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PPP dan PDI terus-menerus menjadi minoriras. Maka Afan 
Gaffar pun nienyebutkan bahwa sejak kemenangan Golkar 

dalam Pemilu 1971, tercipta saw sistem kcpartaian yang barn 
yang berbeda dengan sistem kepartaian pada masa Demokrasi 
Liberal dan Demokrasi Tcrpirnpin, yaitu The Hegernonic Party 
System (Sistem Kepartaian Hegemonik) dengan Golkar sebagai 

perncnang hegemoni". 

Dalarri pemilu-pemilu masa Orde Baru, sistemnya adalah 

proporsionalisme tertutup. mi berarti rakyat tidak mengetahui 

calon-calon wakilnya yang akan duduk di parlernen. Menurut 
Syamsuddin Hans (1998), dilerna Orde Baru adalah bahwa for-

mat pemilu yang diberlakukan selama mi menyimpang dari prinsip-

prinsip pokok sistem proporsional yang meniscayakan ben!akunya 
panitia independen netralitas birokrasi negara dalam 
pelaksanaannya, dan adanya kompetisi diantara partai-partai peserta 
pemilu. Singkatnya, sistern proporsional versi Orde Baru menjadi 
rancu karena membiarkan birokrasi mendominasi struktur dan 
proses pelaksanaan pemilu. (Sumber: Hans, Syamsuddin. 1998. 
"Menggugat Politik Orde Baru". Jakarta. Grafiti. Hal. 134) 

Disinilah partai-partai kehilangan akarnya. Apakah akar dan 
partai politik? Aspinasi masyarakat dari tingkat yang terbawah. 
Partai-partai, khususnya Golkar di bawah kekuasaan Presiden 
Soeharto menjadi partai yang oligankis atau partai elk. Akibatnya, 
dua partai politik "penggembira" lainnya, yaitu Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) rnau tak 
rnau terkena imbas hams juga menjadi partai politik yang seringkali 
kehilangan akarnya. Mengapa demikian? Karena seringkali calon-
calon wakil rakyat yang tidak disukai Pemerintah Orde Baru - 
meskipun itu adalah aspirasi rakyat - harus disingkirkan. 

Afan Gafflr dalain Fatab, Eep Saefulloh. 2000. "Pcngkhianann DcmokrasiAla Orde 

Baru; Macala/i dan Masa Depan Dcniokrasi Tcrpim pin Konsrirusional". Bandung, PT 

Rernaja Rosdakarya. Hal.191. 
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Campur Tangan Birokrasi: Ketidaknetralan 
Pemyelenggara Pemilu 

Menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, pada awal-awal tahun 
1998, Syamsuddin Hans pernah menuliskan kritiknya terhadap 
pen- erintahan Orde Baru dalam buku: "Menggugat Politik Orde 
Barn". Sa!ah satu yang disinggungnya adalah tentang kekuatan 
birokrasi yang nienjadi salah satu tulang punggung kekuasaan 
Preiden Soeharro. Beliau menuliskan bahwa melalui 
perr enangan Golkar, bi rokrasi berkepentingan mempertahankan 
foririat politik yang menempankan mereka dalarn kedudukan 
stralegis selama puluhan tahun Orde Baru, yaitu format politik 
yang menempatkan birokrasi pada posisi sentral dan menentukan 
dalam proses politik. Lebih lanjut, dinyatakan: 

...inungkinkah hirokrasi yang bcrsih clan berwibawa 
diregakkan kalau firmar poihik kita masih bersandarkan pada 

"kebenaran birokrasi" dan seba/iknya menafikkan kebenaran 
ma5yarakai-? Barangkali bainpir in ustabil se/ama posisi po/irik 
dan strukrur dominasi birokrasi c/a/am proses po/itik clibiarkan 
berlangsung seperti se/ama ml. Uiiuik itti inaka prinsip 
monoloyalitas sebagaimana yang ber/aku dan tercermin dan 
prilaku birokrasi k/ta, per/u dirinjau dan dimurnikan keinbali, 

sehingga pemibakannya bukan kepada Go/kar, tapi justru pada 
scm ua rakya t tanpa mein bedakan golonga n, agama, suk ci, 
ataupun sekar-sckat kulrural dan struktural yang lain. 

Jadi, pemurnian konsep monoloyaliras itu akan menghasilkan: 

• 	Semakin berkurangnya pemihakan eksklusif birokrasi 
terhadap salah satu peserta pernilu 

• 	Pengembalian fungsi pemilu sebagai mekanisme politik bagi 
regaknya kedaulatan rakyat, yang selama itu hanya 
"diatasnamakan" saja. 

Hark. Syamsuddin. 1998. "Menggugat Politik Orde Baru". Jakarta. Grafld. 193-196 



120 	Sejarah Pemilu dan Sistem Kepartalan di Indonesia 

DPR Orde Baru yang merupakan kepanjangan tangan 
birokrasi menjadi hal yang sangat menyolok. Bagairnana tidak? 
Mantan Mendagri Rudini sempat mengusulkan agar jajara Korps 
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tidak ikut mcmilih dalarn 
pernilu, tapi diberikan saja jatah kursi seperti ABRI selama 
Pemerintah Orde Baru berkuasa. Namun tarnpaknya Rudini 
seakan tidak terlalu peduli dengan kenyataan hahwa perlakuan 
khusus bagi hirokrasi dengan menciptakan fraksi tersendiri bagi 
mereka di DPR akan mempertajam ketimpangan kekuasaan 
antara unsur - unsur masyarakat yang tidak bcrdaya dan negara 
yang kekuasaannya sudah berlcbih. 

Selain itu, struktur DPR sejak Pernilu 1971 sebenarnya sudah 
didominasi oleh unsur - unsur birokrasi negara, baik Anggota 
KORPRI maupun ABRI. Sebagian Anggota Fraksi Karya 
Pembangunan (F-KP) di DPR RI dan DPRD berasal dan 

kalangan birokrasi, sehingga tidak bcrlebihan bila dikatakan 
bahwa dalam praktek, F-KP dan F-ABRI adalah "fraksi birokrasi" 
yang !ebih rnelayani kepentingan birokrasi daripada aspirasi 

rnasyarakat. 7  

Selama peran dan fungsi hirokrasi tidak dimurnikan, maka 
DPR akan sulit diisi o!eh wakil-wakil yang benar-henar berasal 
dari dan dipilih oleh rakyat. DPR hanya akan diisi o!eh kepanjangan 
tangan birokrasi. Maka kontrol politik DPR tidak akan efektifdan 
pertanggungjawaban birokrasi tidak lisa dituntut. 

Ibid. HaI.197. 



BAB III 
Menuju Demokrasi (s/d 1999) 

Pergulatan Kekuatan Pro Demokrasi: Pemerintahan 
Rakyat atau Konstitusionalisme? 

Terjadinya reformasi demo krasi 1998 yang rnengakibatkan 
Soeharto mundur, te!ah memunculkan kembali tuntutan ke arah 
perubahan mendasar berbagai regulasi yang mengatur pemilihan 
umurn (pemilu) dan kepartaian. Aspirasi yang paling inengemuka 
ketika itu adalah tuntutan penyelenggaraan pemilu yang bersifat 
demokratis dan rnelibatkan banyak partai politik (multi partai). 
Sistem pemilu dan kepartaian Orde Baru tidak dapat 
dipertahankan lagi dalam lingkungan baru yang demokratis 
tersebut. Tunturan in asyarakat yang menghendaki perubahan 
regulasi pernilu dan kepartaian tidak terbendung lagi. Habibic 

yang menjabat presiden mcnggantikan Soeharto merespons 
dengan cepat dinamika politik yang berkembang tersebut. 

Dalarn kondisi euforia politik muncul beranekaragam aspirasi 
terkait perubahan sistern pernilu dan kepartaian yang bagaimana 

yang terbaik bagi kelangsungan demokratisasi. Bcrbagai pem ikiran 
dari yang moderat hingga yang radikal bermunculan untuk 
menawarkan penibaruan sistem pemilu dan kepartaian. Kelompok 
pro dernokrasi "garis keras" yang menuntut perubaEan-perubahan 
radikal dengan menyingkirkan apapun yang "berbau" Orde Baru, 
akhirnya tidak bisa berbuat banyak karena tenggelarn oleh aspirasi-
aspirasi bersifat moderat yang disuarakan kelompok-kelompok 
masyarakat yang lebih luas, yang menghendaki perubahan secara 
konstitusional. Konsekuensinya, ants perubahan politik bermuara 
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di lenibaga perwakilan DPR/MPR yang nota bene merupakan 
"warisan" Orde Baru hasil pernilu 1997. Narnun demikian, 
ditengah euforia politik yang begitu kuat, DPR yang tengah 
mendapat sorotan soal legitimasi politik yang dimilikinya berada 
dalani posisi politik yang lemah. Dalam situasi demikian, DPR 
hampir-hampir tidak ada pilihan lain yang lehih balk kecuali harus 
banyak mengakomodasi berbagai gelombang tunrutan yang 
disuarakan oleh masyarakat. Peluang inilah yang manfaatkan 
dengan baik oleh elernen-elemen masyarakat untuk memasukkan 
agenda perubahan regulasi pernilu dan kepartaian kepada DPR. 

Sistem politik pada masa Pemerintahan Soeharto 
sebagaimana yang diuraikan sebelurnnya menyehabkan 
timbulnya krisis kepercayaan dari sebagian masyarakat yang 
mengarasnarnakan seluruh masyarakat Indonesia. Keadaan itu 
diperparah dengan krisis ekonorni yang melanda Indonesia, 
terutarna mulai kurun waktu pertengahan tahun 1997. Ketika 

itu terjadi penurunan nilai mata uang Thailand Bath terhadap 
Dolar AS yang menyebahkan krisis moneter di negeri tersebut. 
Krisis tersebut ternyata nierembet ke berbagai negara di Asia 
Tenggara dan Asia Timur lainnya termasuk Indonesia. 

Indonesia sangat merasakan dampak krisis tersebut terutarna 
dalam sistem perbankan yang tidak mampu lagi mendorong 

pertumbuhan dunia usaha. Keadaan mi disusul dengan krisis 

pangan atau krisis sembilan bahan pokok (sembako) yang sangat 
menyulitkan rakyat kecil. Di sisi lain, angka pengangguran 
meningkat dari 4,68 juta orang pada tahun 1997 menjadi 5,46 

juta orang pada 1998. 

Beberapa kalangan masyarakat rnulai menghubungkan 

kckacauan ekonomi mi dengari pola sistem pemerintahan Orde 
Baru yang memasuki dasawarsa tahun 1990-an rnulai 
rnenampakkan indikas i-indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Hal mi dilihat secara empirik bahwa sistem 
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pemerinrahan yang renal u sentralistik rncnyumbangka n andil besar 
dalarn melahirkan krisis multidimensi di Indonesia ketika itu. 

Melihar kondisi negeri yang semakin canit marut, muncullah 
keinginan kuat sebagian kalangan masyarakat yang mengatasnamakan 
rakyat Indonesia untuk menuntur suaru reformasi dalam segala 
bidang agar kelangsungan hidup bernegara kembali pulih. Habibie 
(1996: 4) menyatakan bahwa globalisasi dan perkembangan 
masyarakat dunia yang transparan dan sarar informasi, mendorong 
ben!angsungnya perubahan-perubahan pesar, telah memicu 
banyak perubahan di dunia. Rakyat Indonesia menanggapinya 
dengan menunrur kebebasan, transparansi, keadilan, dernokrasi, 
dilandaskan pada nilai-nilai hak azasi manusia, tanggung jawab 
azasi, serta keamanan umat manusia (human security) dalam 
waktu sesingkat-singkatnya.' 8  

Kecemasan masyarakat itu akhirnya mulai diekspresikan dalarn 
berbagai unjuk rasa yang terutama dirnotoni oleh ma}iasiswa. Dalam 
perkembangannya, tunturan unruk dilakukannya reformasi 
ekonomi berlanjut pada runruran untuk diadakannya reformasi 
kepemimpinan nasional. Sernakin lama semakin nyata bahwa 
tuntutan agar Presiden Soeharto rurun dari jabatannya merupakan 
bagian dari keinginan reformasi tersebut. 

Dituturkan o!eh F-Iahibie (1996: 6) sebagai benikur: 

Kegala uan masi-ara kar juga rerungkap clalani pem hen (aan 
media massa. Jika media massa sebelurnnva dihagasi oleh 

berbagai keten rua ii dalam pemberitaa ii, sekonvong-konvong 

menairipa kkan keberanian daii incicpcnc/ensinva. Media massa 
m ulai bebas men urunkan pem beriraan dan opini yang 

menyuarakan aspirasi rakyar. Euforia pers nasional rerebur 

Habihic, Bacharuddin JUSLIC. Derik-deriL- lang Menenrukan;Jalan Palijang /ndone 
sia lvicnu/u Dernukrasj. 2006. Jakarta. TCH Mandiri. HaI.4 

Ibid. HaI.6-7. 



124 	 Menuju Demokrasi (sld 1999) 

klan mendapar rempar, dengan adanya kebijakan lunak dan 

pem cnn tab, seining den gan run ru tan rcfirrnasi. 

Rangkaian kerusuhan niencapai puncaknva diran c/al dengan 

melerusnya Tragedi illsakri pada 12 Mci 1998. Pada wakru 
ito, Mahasiswa Univcrsiras Thisakri seclang rnclancarkan aksi 
unjuk rasa, naniun mcreka diliadang ole/i aparat keamanan, 
Jan rerjadilan bentrokan yang menewaskan cmpar orang 

niahasisvva akibar rembakan pcluru rajam. Tragecli mi nienjadi 

bagian pcmicu bagi rangkaian kerusuhan yang leblh bcsarpada 

ranggal 13-15 Mci. 

Kerusuhan juga herlangsung di beberapa dacrah, telah 
menimbulkan korban rarusan jilva clan harra benda. A ksi-aksi 
kekera can massa, perusakan, penthakaran, penjarahan, hingga 

till daka n asusila men 1mb u ika ii kescdih an da ii luka yang 

mcndalain bagi hangsa Indonesia. Aksi kekerasan ito adala/i 
perbuaran di luar dugaan, kareiia clilakukan sesama rakyar In-
donesia yang sebe/unlnya rerkenal clengan keramahan dan 

kasa n runannya. 

Fenomena tersebut sebetulnya mengacu pada dua macam 
tuntutan yang sama-sama bersifat pro dernokrasi namun berbeda 
pengaplikasiannya dalam sistem ketatanegaraan. Bahkan salah 
saw aliran menuntut suatu sistem yang tidak berdasarkan UUD 
1945. Dua macam tuntutan itu adalah mewujudkan pemerintahan 
rakyat di saw sisi, dan tuntutan direformasinya pemerintahan secara 
konstitusional disisi lainnya. Jadi dua aliran itu menjadi pertanyaan 
menggelitik yang perlu sedikit dibahas dalam kaitannya dengan 

arah negara mi akan dibawa dalam rncngemban cita-cita reformasi. 

Apakah dengan pemerintahan rakyat atau konstitusionalisme. 

Pihak yang mendukung konstitusionalisme - selanjutnya kita 

sebut kaum konstitusionalisme - berpandangan bahwa sistem 
pemerintahan dan sistem politik Indonesia harus direformasi pada 
taraf pengimplementasiannya terhadap Pancasila dan UUD 1945.   
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Ini berarti, masih banyak aspek-aspek kenegaraan di Indonesia 
yang belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai atau prinsip-
prinsip asli Pancasila dan UUD 1945. 

Salah satu tuntutan yang terkenal terkait pengamalan atas 
Pancasila dan UUD 1945 adalah yang dilancarkan oleh Arek-
arek Pro Reforniasi (APR) di Surahaya yang menggugat rezim 
Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekwen. Di mata APR, Orde Baru ada!ah pelanggar 
Pancasila dan UUD 1945. Sangat ironi memang mengingat doktrin 
polirik Orde Baru, khususnya dalarn penetapan azas tungga! 
Pancasila dipandang sebagai pe!anggaran terhadap nilai-nilai 
Pancasila itu sendiri. Sebagaimana dipaparkan Muridan S. Widjojo 
(1999: 249), aspirasi yang disampaikan APR itu ada!ah 
berdasarkan pemikiran bahwa perjalanan pemerintahan Orde 
Baru selarna 32 tahun ternyata tak seperti yang dicita-citakan. 
Janji Orde Baru untuk me!aksanakan Pancasila dan UUD 1945 
secara murni dan konsekven hanyalah merupakan janji kosong yang 
tak ada wujudnya. Kondisi yang ada justru semakin menjauhkan 
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 . 100  

Dengan demikian, Pancasila hanya dijadikan kalimat sakral 
yang hanya digunakan untuk simhoi-sirnbol seremonial belaka. 
Pancasila helurn dijadikan suaru ideologi yang operasional bagi 
kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, semua sistem pemerintahan dan 
sistem politik yang sudab diaturberdasarkan Pancasiladan UUD 1945 
sudah merupakan keputusan final. Pengimplernentasiannyalah yang 
perlu direformasi. Ituhah prinsip kaum konstitusionalisme dalam 
melaksanakan reformasi. 

Golongan konstitusionalisme memiliki parameter-parameter 
tertentu dalam menyikapi reformasi politik. Salah satunya adalah 

U  Muridan S. Widjoo. %½cana Pour/k Ala/v/s Gerakan Mahasiswa 1998. dalani 
Widjoj, Muridan S. Penak/uk Rezirn OrcIc Ban,; Gerakan Maliasiswa '98. 1999. Jakarta. 
Pustaka Sinar 1-larapan. Hal.249. 
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sebagaimana yang diuraikan Ramlan Surbakri (2002: 58-61), 
parameter-parameter yang dijadikan tolak ukur adalah 

UU Susunan dan Kedudukan (Susduk) Lembaga Perwakilan, 
UU Kepartaian dan UU Pemilihari Umum. Kaum konstitusionalisme 
sedikit banyak memiliki nilai-nilai bahwa UU Susduk Lembaga 
Perwakilan didasari oleh prinsip-prinsip: I  

Representasi penduduk dan representasi daerah diwadahi 
secara terpisah dalam lembaga perwakilan rakyat yang 
berbeda tetapi memiliki kewenangan yang setara. 

Semua anggota lembaga perwakilan dipilih secara langsung 
oleh rakyat yang berhak rnernilih melalui pernilihan umum. 

Peran wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat lebih 
menonjol daripada peran partai politik (fraksi). 

Sesuai dengan bentuk pemerintahan presidensial, lembaga 
perwakilan rakyat lebih mengedepankan pelaksanaan fungsi 
legislasi dan anggaran (selain fungsi perwakilan dan rnemilih 
pejabat publik) daripada fungsi pengawasan. 

Menjamin produktivitas lembaga perwakilan dalam 
menjalankan Lu ngsi nya dengan lebih mengedepankan Komisi 
dan Sub Komisi daripada Fraksi, Sidang Pleno, dan Panitia 
Khusus. Wakil rakyat bertanggung jawab secara politik kepada 
konstituennya dan masyarakat pada umumnya, secara etika 
politik kepada lembaga perwakilan rakyat, dan secara 

hukum kepada instansi penegak hukum. 

Menjamin kemandirian dan kehormatan lembaga perwakilan 

rakyat. 

Menjarnin kemampuan dan integritas pribadi wakil rakyat 

terpilih. 

Menjamin akses yang luas bagi konstituen atau bcrbagai 
unsur masyarakat untuk mempengaruhi wakil rakyat. 

Ramlan Surbakti. 2002. HaI.58-61. 
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9. Tata tertib lembaga perwakilan tidak hanya menjamin produk 
lembaga itu yang berorientasi pada kepentingan umum 
tetapi juga menjamin proses pembuatan keputusan yang 
demokratis. 

Dapat kita lihat bahwa faktor kunci yang dikehendaki aliran 
reformasi konstitusionalisme dalam parameter UU Susduk adalah 
terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang represenratif, 
aspiratif dan memiliki akunrabilitas yang baik. Selanjutnya, pa-
rameter yang dikehendaki dari UU Kepartaian adalah sebagai 
beriku t: 

Mcnjamin kemerdekaan warga Negara berserikat untuk 
mendirikan partai politik sepanjang memenuhi persyaratan 
konstitusional. 

Partai politik diorganisasikan secara nasional dengan setiap 
cabangnya merniliki otonom menurut AD/ART partai 
msing-masing sehingga setiap partai juga berakar di daerah-
daerah. 

Keanggotaan partai politik terbuka bagi setiap warga negara 
atas dasar kesetaraan kedudukan sebagai warga Negara. 

Secara internal ataupun eksternal kedaulatan partai politik 
herada pada rapat anggota sehingga tidak saja pimpinan 
partai dipilih oleh dan bertanggung gugat kepada rapat 
anggota tetapi juga partai politik harus lcbih mampu tampil 
sebagai kekuatan rakyat. 

Partai politik berstatus sebagai badan publik sehingga dengan 
sendirinya harus memenuhi persyaratan administratif untuk 
itu, dan herrindak sebagai badan yang bertanggung gugat 
kepada publik. 

Menjamin terwujudnya suatu sistem kepartaian pluralisme 
moderat, yaitu jum!ah partai politik tidak terlalu banyak 
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tetapi juga tidak terlalu sedikit sesuai dengan kemajemukan 

aspirasi politik bangsa Indonesia. 

Metode yang digunakan untuk menjarnin jumlah partai 

politik yang dikehendaki bangsa Indonesia adalab tidak 

bersifat otoriter retapi juga tidak bersifat liberal, melainkan 

dengan menyepakati sej umlah persyaratan tertentu. 

Partai politik dapat juga berfungsi sebagai media partisipasi 

politik bagi warga negara, melakukan kaderisasi dan 

rekrutmen pemimpin politik bangsa, memadukan berbagai 

aspirasi yang berbeda dalam masyarakat untuk menjadi 

alternatif kebijakan publik yang kernudian diperjuangkan 
melalui proses politik; menjadi media pendidikan politik 

dan menjadi sarana integrasi nasional. 

Menjamin kompetisi yang adil berdasarkan hukum dan etika 

politik. 

Karena UUD 1945 mengadopsi bentuk pemerintahan 

presidensial, partai politik tidak mengambil alih lembaga 
perwakilan rakyat dan pernerintah metainkan hanya 

memiliki pengaruh terhadap lembaga perwakilan dan 
pemerintah. 

Partai politik hanya dapat diberikan sanksi yang ringan 

sampai berat o!eh lembaga peradilan, sesuai dengan proses 

hukum yang adil. 

Melihat kriteria-kriteria di atas, secara garis besarnya, hal-

hal yang dikehendaki sebagai parameter UU Kepartaian yang 

ideal adalah menyangkut terwuj udnya kebebasan berdemokrasi 
secara bertanggung jawab dan teriniplementasikannya sistem 

kepartaian yang berfungsi profesional mengembangkan 

demokrasi. 

Adapun parameter kaum konstitusionalisme untuk UU 

Pemilu adalah: 
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Menjamin keterwakilan penduduk, daerah dan keterwakilan 
deskriptif. 

Lingkup besarnya daerah pernilihan ditetapkan berdasarkan 
jumlah penduduk tertentu pada saw pihak dan berdasarkan 
status yang sama sebagai wilayah propinsi pada pihak lain 
sehingga terwujud keseimbangan kepentingan penduduk 
dan kepentingan daerah. 

Mcnggunakan formula pemilihan yang menjamin legitimasi 
wakil rakyat yang tinggi. 

Menjamin seleksi calon yang kompetitif, terbuka dan 
melibatkan peran serta masyarakat, khususnya anggota partai. 

Menamin metode pemberian suara yang mendorong calon 
wakil rakyat atau partai politik dan para pemilih untuk 
bersikap dan bertindak inklusif dan moderat dalarn 
pe!aksanaan kampanye pemilihan dan pemberian suara. 

Menjamin akuntabiliras wakil rakyat pada konstiruennya 

dan masyarakat pada umumnya. 

Menjamin bahwa pilihan rakyat adalah yang menentukan 
siapa yang terpilih menjadi wakil rakyat. 

Electoral Process dilakukan berdasarkan azas-azas pemilu 
yang demokratik: urnum, bebas, adi!, !angsung, rahasia, 
uj ur, akuntabel, edukatif dan efisien. 

Pemilu direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu komisi 
pernilihan umurn yang independen dari partai politik dan 
pemenintah dan anggotanya bersikap dan bertindak non 
partisan serta profesional berdasarkan peraturan perundang-
u n dan ga n. 

Menjarnin kepraktisan dalam sernua tahap pelaksanaan 
pernilu haik bagi pemilih dan peserta pemilu maupun bagi 
penye!enggara pemilu. 
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Menjamin pelaksanaan pemilu yang kompetitif secara fair 
dianrara partal politik dan calon wakil rakyat guna mcndapatkan 
kepercayaan rakyat, baik pada tahap pencalonan maupun 
dalam tahap kampanye dan pendanaan kampanye pemilu. 

Menjamin penegakan aturan perundang-undangan tentang 
pemilu oleh komisi pemilihan urnum untuk ketentuan ad-
ministratif dan tata cara pernilu, dan oleh pengadilan ad 
hoc pernilu yang dibentuk dalam lingkungan peradilan 
urnum untuk pelanggaran ketentuan pidana umum. 

Dari parameter-parameter di atas, balk untuk UU Susduk, 
UU Kepartalan dan Pemilu, nilai-nilai yang dikehendaki 
golongan reformis konstitusionalis adalah menyangkut 
kredibilitas lembaga perwakilan, keterwakilan seluruh elemen 
masyarakat, kredibilitas wakil-wakil rakyat, pemerintahan yang 
kuat dan stabil, sistern kepartaian yang sesuai dengan pluralism 
masyarakat Indonesia dan pengoptimalan fungsi partai politik 
hagi kemajuan demokrasi. 

Pendapat lain yang mencerminkan aspirasi golongan reformis 
konstitusionalis dapar kita lihat pada uraian yang dikemukakan 
Arbi Sanit (2002: 131), bahwa demokratisasi membutuhkan 
penataan dalarn berbagai aspek krusial, yaitu dalam hal perbaikan 
sistern kepartaian, penguatan ideologi, akuntabilitas kepemimpinan 
sampai pada pembenahan strategi parpol untuk dapat berrahan 
dalam jangka panjang. 

Elemen-elemen intl aspirasi yang mengemuka adalah, percarna, 
pemerintahan Indonesia hendaknya menggunakan sistern 
presidensial yang akan menyeimhangkan kondisi masyakarar In-
donesia yang sangat plural. Hal yang sangat revolusioner adalah 
bahwa Arbi Sanit memberi masukan bahwa sistem kepartaian yang 
tepat bagi Indonesia adalah sisrem dwi partai yang menururnya 
dapat rerbentuk secara alami melalui penerapan sistem distrik 
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dalam pemilu. Hal mi sejalan dengan pandangan dalam berbagai 

kajian yang menyatakan bahwa sistcm presidensial dianggap 
cocok ketika berada dalam konteks sistem dua partai. 

Kedua, partai politik hendaknya diberikan ruang untuk 
mengembangkan ideologinya masing-masing demi keutuhan 
eksistensinya dengan penekanan bahwa Pancasila dikembalikan 

fungsinya sebagai dasar negara. Ketiga, hendaknya paradigma 

yang bersifat kultus individu, yairu yang mengedepankan 
kepemimpinan karismatik dirubah dengan kerangka berfikir 
kepemimpinan rasional. Masyarakat Indonesia yang majemuk 
dipandang sangat memerlukan kepernimpinan rasional. Jadi, 
yang perlu dikernbangkan dalarn partai politik ada!ah ripe 
kepemimpinan yang transformatif dan transaksional. 

Dengan mereformasi faktor-faktor yang telah dipaparkan di 
atas, kaum konstirusionalis percaya bahwa kehidupan herbangsa 
dan bernegara, khususnya dalam bidang politik atau 
pemerinrahan yang menjadi lcbih baik. 

Pcmcrintah sendiri bergerak dengan lebih cepat menghadapi 
kencangnya tuntutan reformasi atiran main pemilu dan kepartaian. 
Pemerinta}i membentuk Tim Tujuh (dinamakan Tim Tujuh karena 
terdiri dari tujuh orang) yang mendapat tugas merumuskan pokok-
pokok pikiran reformasi undang-undang politik, antara lain 
menyangkut regulasi yang mengatur sistem pernilu dan kepartaian. 
Anggota Tim Tujuh itu sendiri antara lain: Ryaas Rasyid, Ramlan 
Surbakti, Afan Gaffar, Andi A Malarangeng, Djohermansyah 
Djohan, LuthfIe Muttie, dan Anas Urbaningrum. 

102 AAGN Ari Dwipayana. Tidak Ada 'Maca/ian Kern bar'dalam Muhipartal. Kompas, 
27 Mci 2009 hal.8. 
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Isu-Isu Penting 

Salah satu tuntutan utama reformasi adalah agar pemilu yang 
diselenggarakan harus benar-benar dernokratis. Hal itu dapat 
tercermin dari UU tentang Pemilu yang mengatur tentang 
penyelenggaraan Pemilu rnulai dari persiapan, pelaksanaannya, 
pelaksanaannya, pengawasannya, hingga penghitungan suaranya 
yang menghasilkan para anggota lembaga perwakilan. Pada awal 
reformasi, berbagai kekuatan reformasi atau pro demokrasi 
mendesak untuk dilakukan perubahan rnendasar terhadap sistem 
pemilu untuk menggantikan sistem yang lama yang terkesan 
sangat tidak kompetitif. Apalagi sisrem pernilu yang digunakan 
adalah sisrem proporsional tertutup. Pemilih tidaklah tahu siapa 
yang dipilih kecuali partai politiknya atau golongan karya. Oleh 
karena itu tuntutan agar sistem yang tidak demokratis tersebut 
dirubah begitu kuat dan memaksa pemerintah dan DPR untuk 
mewujudkan kehendak masyarakat agar sistem yang digunakan 
lebih demokratis atau setidaknya bersifat kompetitif diantara 
peserta pemilu. 

Terdapat beberapa isu penting menyangkut regulasi pemililian 
umum yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, 
akadernisi, dan politisi.: 

Perrama, menyangkut komitmen umum penyelenggaraan 
pemilu yang dernokratis. Aspirasi fundamental yang berkembang 
pada masa reformasi adalah terciptanya sebuah pernilu yang jujur 
dan adil selain LUBER yang sudah dikenal. Semangat mi muncul 
karena pada masa lalu (Orde Baru) pemilu yang terselenggara 
dianggap tidak mencerminkan kejujuran dan keadilan. Sebagaimana 
diketahui bahwa pemerintah melalui janingan bi rokrasinya dan 
militer tidak bersifat netral tetapi selalu memihak kepada salah 
satu peserta pemilu, yakni Golkar. 

Kedua, masalah penyelengara pemilu. Penyelenggara pemilu 
yang dilakukan oleh sebuah Lembaga pemilihan umum yang 
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dikxuai oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 ayat (3) UU No. 58 
Tahn 1969). Terlibatnya secara langsung birokrasi sebagai 
pen"elenggara pemilu inenjadikan proses pemilu tidak fair karena 
sejak awal birokrasi telah melakukan pemihakan kepada Golkar. 
Hal mi yang menjadi perhatian RUU tentang Pemilu dan 
Perreninrah tahun 1998. Menteri Dalam Negeri sendiri nota 
bene termasuk dalam jajaran pusat Dewan Pembina Golkar, 

Keriga, soal pilihan sistem pemilu apa yang paling tepat 
kedepan Pada UU pernilu sebelurnnya masa Orde Baru yaitu UU 
No. 58 Tahun 1969 tentang Pemilihan Urnum Anggota-anggota 
Bad.in Perm usyawaratan /Perwakilan Rakyat yang diubah beberapa 
kali dengan UU No. 5 tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980, dan 
UU No. 1 Tahun 1985, sisteni pemilu yang digunakan mcmakai 
sistm proporsional sebagai dasar. Namun tidak secara tegas 
diseburkan bahwa sistem pemilu menggunakan sistem 
proporsional. Bahkan Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 58 Tahun 
196-) diseburkan bahwa "Jurnlah anggota DPR yang dipilih bagi 
tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah 
penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut". 1 Pada 
Pasrl 4 sebelumnya disebutkan bahwa daerah pemilihan anggota 
DPR adalah Daerah Tingkat I. Dalam praktiknya, sistem pemiu 
Orce Baru menerapkan sistem proporsional tertutup dimana 
masyarakat memilih tanda gambar peserta pemilu dan pimpinan 
partai memegang peranan dominan dalarn penentuan urutan 
daftar calon legislatif (caleg). 

Afan Gaffar mencatat beberapa parameter penting yang harus 
teraomodasi dalam sistem pemilu era reformasi yang mencirikan 
karaktenistik lebih demokratis dibandingkan pemilu-pemilu Orde 
Baru. Pertama, penyelenggaraan pemulu harus dengan cara yang 
derrokratik sehingga memberi peluang bagi semua partai dan caleg 
(calon legislatif) yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan 
jujur. Kedua, pemilu mendatang harus menciptakan MPR/DPR, 
DPID Tk I dan DPRD Tk 11 yang lebih baik, lebih berkualitas, 
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mandiri dan memiliki akuntabilitas politik yang ringgi. Ketiga, 
memuat derajat keterwakilan. Anggota MPR/DPR yang 
terbentuk rnelalui pemilu mendatang haruslah merniliki 
keseimbangan perwakilan, baik antara wakil masyarakat di Jawa 
ataupun di luar Jawa. Keempat, bersifat tuntas. mi berarti, 
undang-undang pemilu mendatang harus bersifat menyeluruh 
dan bersifat tuntas. Kelirna, pelaksanaan pernilu hendaknya 
bersifat praktis. Yang berarti, tidak (bersifat) rumit dan gampang 
dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak. 

Habibie dan Demokratisasi 

Pengangkatan Habibie sebagai Presiden memang banyak 
dipertanyakan terkait soal legitimasinya. Beberapa kalangan 
beranggapan bahwa secara konstitusional posisi Habibie sehagai 
Prsiden kurang terlegitirnasi berdasarkan UUD 1945. Kendati 
demikian, mengacu pada landasan hukum lain, pengangkatan 
Habibie sebagai Presiden tersebut adalah sudah sesuai aturan. 
Hal mi dijelaskan Denny Indrayana (2008: 145) sebagai berikut. 

"IViany critics also questioned the legitimacy ofHabibies presi -

dencv because he had taken the oath of office at Mcrdcka Pal -

ace hcfrc the MA (Supreme court.) justices instead of at the 
MPR or DPR. These criticisms were also incorrect. Althouh 
the 1945 constitution made no pro vision Ir a situation such 

as Habibies case, the legal authority For the presidential oath 
is derived from MPR Decree No. VII of 197,3 on The Situa-
tion when Presiden and Vice-President are Incapacitated, 

which stip u/a ted: 

I . Should the President be permanently incapacitated, he shall 
be succeeded by the Vice President until the cxpiry of his 
term of office. 
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Before assumin g  the presidency, The Vice President shall 

take the oath of office before the DPR. 

If the DPR is unable to hold a session, the Vice President 

shall take the oath before the Supreme Court."'3 

Komitrnen Habibie dalam pidato pelantikannya dapat dilihat 

paki kalimat-kalimat yang diucapkan: "Saya ingin menyampaikan 

kornitinen say-a pada aspirasi rakyat untuk melakukan reformasi 

secara bei-tahap dan konstitusional di segala h/clang, clengan 

rne:nulihkan kehidupan sosial ekonorni, ineningkat-kan kehidupan 

portik yang dcrnokratis, mengikuci tunrutan zarnan generasinya, 

dar inenegakkan kcpasrian hukurn sesuai dengan Pancasila dan 

UUD 1945". (Gatra, 30 Mei 1998). 

Irine H Gayatri dan Moch. Nurhasim (1999: 181) 

menjelaskan, rerlepas dari pro dan kontra soal konstitusional atau 

inskonsrirusionalnya pengunduran diri Soeharro, runrutan 

refermasi total mengindikasikan bahwa persoalan abuse olpower 

yan dipraktekkan oleh rezim dcspotik Orde Baru tidak berhenti 

hanya karena Soeharto "Iengser". Pengumuman pelimpahan 

keddukan Presiden RI dari Soeharto ke Habibie, mantan Wakil 

Pre5iden sekaligus "murid"nya, menimbulkan kekccewaan di 

kalangan aktivis mahasiswa dan rakyat, karena itu berarti rezim 

Orce Baru tetap dan hanya "ganti baju".'° 4  

Denny Indi-ayana (2008: 145) menggarnbarkan in unculnya 

wacana yang bersifar keberatan atas pengangkatan Presiden 

Habibie sebagai berikut. 

However, criticisms oFHabibiec illegitimacy remained strong 

for two reasons: he merely replaced Soeharto and never him- 

' Indravana, Denny. Indonesian constitutional Relbrni 1999-2002. 2008. Jakarta. 
Komtas Book Publishing. Hal.145. 

k  Irine H Gavatri dan Moth, Nurhasjm. "Rethrrnasjarau A4ari!' Gerakan Mahasj.cwa 

Pasca Socliarro dalarn \Vidjojo, Muridan S. Penakink 1?czirn Orde Baru: Gerakan 

Mah,rsiswa '98. 1999. Jakarta. l'ustaka Sinar Harapan. Hal.181. 
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self elected as President; and he had close association with 
Soeharto's authoritarian regime. This problem of legitimacy 
influenced many of Habibies policies. "' 

Walaupun Presiden Habibie telah mernbentuk Kabinet 
Reformasi Pembangunan yang oleh sebagian kalangan dianggap 
telah memenuhi syarat sesuai dengan aspirasi rakyat, profesional, 
memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi, bebas dari KKN, serta 
member peluang bagi berbagai kekuatan politik yang ada didalam 
masyarakat, ternyata ada juga kalangan yang mengeluarkan reaksi 
negatif. Contohnya adalah reaksi dari Kelompok Kerja Petisi 50, 
yang antara lain ditandatangani oleh Au Sadikin. Tuntutannya 
adalah agar pernerintahan Presiden Habibie mclakukan reforrnasi 
paripurna disemua bidang kehidupan masyarakat, yang oleh 
mahasiswa disebut reformasi total. Kelompok mi menilai 
pelantikan Habibie sebagai Presiden oleh Mahkamah Agung 
tidak konstitusional. 

Keadaan mi dijelaskan oleh Irine H Gayatri dan Moch. 
Nurhasim (1999: 186) sebagai berikut: 106  

Reaksi ka/angan aktivis mahasiswa rerhadap naiknya Habibic 
sebagai Prcsiden serra susunan kabinernya yang barn pun 
rerpolarisasi. Perisriwa di Gedung DPR/ IvIPR serta aksiaksi 
men olak arau niendukung pemerinrahan barn yang marak 
beri/curnya inerupakaii awal dan snowball effect kejatuhan 
Soeharro dan kelahiran pemerin rahan barn. Berbagai peicoalan 
yang ditim bun ole/i rezim laina berm unculan tan pa dapa r 
dihendung. Di Padang, ribuan maliasiswa Universitas Bung 
Ha rta in engajukan kebera tan rerha dap susunan Ka bin et 
Reformasi Hahibie karena man ran Gubernurnya, Hassan Basri 
Dunn, yang menduduki jaba tan baru sebagai Menteri Agraria, 
dianggap tic/ak bersih dari KKN. Di Semarang, FKPI men voal 

HIS Denny lndrayana. Opcir. HaL. 145. 
I'll  Irine H Gayatri dan Moch. Niirhasirn. Opcit. Hal.186. 
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inekaiiismc pengangka tan Flabibie, men on rut perranggunja ii'a ban 

Soeharto, serta men untut recall Anggota DPR/MJiR yang 

bcrjunilali 700 orang. (Somber. Pedoman Rakyat, 25 Mel 

1998). Gabungan Mahasiswa Jawa Barat c/i Bandung meno/ak 

pengangkaran Habibie dan menuntut relormasi total serta 

pelaksanaan SI. 

Ton tutan serupa thajukan pu/a ole/i Mahasiswa Universitas 

Warmadewa di Denpasat; terutama untuk segera melaku/can 

proses peradilan terhaclap man tan Presiden Soeharro (Somber: 

Dokurnentasj POLRI). Di Medati, Mahasiswa Universitas 

Sumatera Utara clan Pengurus Senat Mahasiswa mnengajukan 

beragam ton to tan yaitu Kabinet pemerin ta/ian Habibie sc/iagal 

pemerin rahan transisi; pembebasan tapol/napol; pencabu tan 

UU SubversiF dan UU Pemni/u; rasionalisasi kekayaan pejabat 

pcmerintah ma upon swasta yang diclapat secara illegal; 

pen ciptaan iklim perekonomnian yang lebib kon dusil on tLlk 

tumn b u/i c/a ii herkemn hangnya ekon omi kera kya ran dengan 

menghindari praktek-praktek monopoli, oligopoly, kartel; serta 

pen urunan dan srabilisasi harga semnbako (Somber: Waspada. 

26 Mel 1998). 

Menindakianjuti berbagai tuntutan yang ada, khususnya 

dalam tataran politik, Presiden Habibie melakukan kebijakan-

kehijakan berupa mcngeluarkan beberapa keputusan tentang 

pembebasan tapol/napol, pencabutan Permenpen No.1/1984 

yang mengancarn dan membatasi kebebasan pers, serta 

mempersiapkan RUU Pernilu dan Kepartaian. (Sumber: Kompas, 

4 Agustus 1998). Namun, disisi lain, terjadi suatu kontradiksi, 

dimana kebijakan-kebijakan tersebut hanyalah suatu konsesi politik 

semata. Irine H Gayatri dan Moch. Nurhasim (1999: 195) 

menyatakan bahwa adalah suatu kontradiksi, mengingat turunnya 

Soeharto merupakan "hasil" dernonstrasi, Pernerintah Habihie malah 

mengeluarkan peraruran yang membatasi kebebasan herekspresi di 

mukaumumrnelalui Perpu No.2/1998. Hal mi menimbulkan reaksi 
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penolakan terhadap Perpu rerscbut, yang dilakukan oleh seratus 
aktivis Forkot dan 16 organisasi di Ujung Pandang pada 3 1 Juli 
1998 (Sumber: Kompas, 1 Agustus 1998).1 

Secara garis besai inisiatifPresiden Habibie dalarn rnewujudkan 
reformasi adalah sebagaimana dinyatakan Marcus Mietzner 
dalam Denny Indrayana (2008: 145-146) sebagai berikut.'° 

"Under pressure from the ptiblic, be introduced popular mi-
tiatives: (I) promoting the 7998 special MPR session to set 
the 1999 election schethile: (ii) supporting the 1999 electoral 
iefrm, (iii) liberalizing freedom of the prcss and freedom of 
expression; (iv) releasing political prisoners; and (v) conducting 
the 1999 general election." 

Dapat kita lihat bahwa inisiatif Presiden Habibie didasari 
oleh spirit untuk menghapuskan apa yang selama mi menjadi 
momok sebagian kalangan masyarakat terhadap kebijakan-
kebijakan yang dianggap tidak demokratis pada masa Orde Baru. 
Selain ingin rnenegakkan demokrasi dari sisi mengadakan pemilu 
yang diharapkan bersifat lebih demokratis, Presiden Hahibie juga 
berupaya menunjukkan bahwa pernerintahaniiya tidak bersifat 
represif dalam mcnyikapi suatu paham politik yang herbeda 
dengan haluannya. Singkatnya, Presiden Habibie ingin sebisa 
mungkin menampilkan citra yang sepenuhnya berpihak pada 
arus reformasi. 

Kebijakan-kebijakan dalam tataran praktis yang dikeluarkan 
Presiden Habibie, khususnya dalam bidang politik rnenunj ukkan 
titik berat pada prinsip penghargaan terhadap hak azasi manusia 
dalam berpolitik. Sebagaimana dijelaskan Richard Mann (1999: 
78-79), paket kebijakan politik Presiden Habibie adalah sebagai 
berikut. 

4mppgçjotal package of refrins being discussed by the 
" Ibid. HaI.195. 

UK  Denny Indrayana. Logcir. HaL 145-146. 
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Habibie Government were: 

1 - Limiting the prescdential term office to two fIve-year terms 

Bringing about a better balance of power between the presi-
dent, the executive and the legislature 

The introduction of a multi-party political sistem 

The allowance of greater numbers of political parties 

Proportional representation under which electors would vote 
for individuals versus a district sistem under which votes 
would be cast for parties 

S. Introducing contesting and non contesting parties so that 
only those adequately resourced and equipped would take 
part in elections 

7. All political parties to be financially accountable, including 
the declaration of electoral funds to the General Elections 
Corn mission 

.. Armed Forces representation to he reduced from 75 seats to 
55; ABRI/civil servants should not have the right to vote or 
to join political parties 

9. The DPR/MPR to have only 700 seats."' 

Kebijakan lain yang menimbulkan indikasi bahwa 
Perr erintahan Hahihie belum sepenuhnya memenuhi tuntutan 
terselenggaranya demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan ruh 
cira-cita reformasi adalah dengan dikeluarkannya UU No.9 
Tahn 1998 Tentang Unjuk Rasa. Mahasiswa bereaksi keras 
terkadap pemberlakuan UU rersebut karena pembuatannya yang 
tidak dernokratis sehingga dianggap hanya bertujuan untuk 
melanggcngkan kekuasaan. 

Mann, Richard. Fig/it Ir Democracy in indonesia. 1999. Bounemouth. Gateway 
Book. Hai.78-79. 
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Masalah lain adalah terkait tuntutan pencabutan terhadap 
Paket 5 UU Politik, yaitu UU ten tang Pemilu, UU centang Susunan 
dan Kedudukan MPRIDPR dan DPRD, UU tentang Parpol dan 
Golkar, UU tentang Keormasan dan UU tentang Referendum. 
Tuntutan tersebut ditindakianjuti, walaupun masih ada kondisi 
yang ironi, yaim dalam proses pembahasan atas RUU bidang politik, 
terutama mengenai Pemilu, Parpol dan Susduk MPR, DPR dan 
DPRD, masih ada peran Fraksi ABRI, mengingat DPR menjadi pihak 
yang akan melahirkan RUU Politik menjadi UU. Apalagi, tuntutan 
yang tidak kalab mendesaknya ketika itu adalah pencabutan dwi 
fungsi ABRI dalam kehidupan politik di Indonesia. 

Jadi, kebijakan politik yang dilakukan Presiden Habibie 
ternyata rnasih dianggap belum memenuhi tuntutan reformasi 
yang sehenarnya. Sistem kekuasaan ala Orde Baru masih 
cenderung diadopsi dengan teknik "berganti baju" dengan cara 
yang lebih "akomodatif". Muridan S. Widjojo (1999: 259) 

menjelaskan sebagai berikut. 

Peigan tian Presiden be/tim merupakan pergan nan rezim Thng 
ditolak rakyar bukan /lanya Soeliarro, seba gal Presldeii, 

melainkan selurub rezim dan lembaga-lembaga perwakilan 
rakyat yang dibennuk ole/i Soeha rto yang ridak mewakili aspirasi 
rakyar, sistein pemerin na/ian negara, yang pada gilirannya 

menimbulkaii aksi pro nes dan un/uk rasa di luar saltiran far-

mal. Pem erin rah an Ha bible ma sih in empergu naka n 
pendeka tan. cara pikir bahkan gaya dan bahasa rezim Soeharto, 

juga dengan da/ib "konsnirusional" ala Soeharto - untuk 

ni en u nupi kepen ningan in einperra hanka ii kekuasaan. 11(1 

Namun, dari pihak Presiden Habibie sendiri sebetulnya 
sudah memiliki konsep-konsep yang menghendaki pelaksanaan 

Muridan S. Widjojo. Wacaiia Po/irik Akrivis Gerakan Mahasiswa 1998. dalani 

Widjojo, Muridan S. Penakiuk Rezirn Orde Barn; Genikan Mahasiswa '98. 1999. Jakarta. 

Pustaka Sinar Harapan. HaL259. 
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kehidupan politik di Indonesia yang lebih demokratis. Hal mi 
dijdaskan oleh Presiden Habibie (1996: 168-169) bahwa beliau 

senantiasa mengingatkan agar pemilu yang akan dilaksanakan sejak 

!ahirnya era Reformasi benar-benar dapat berlangsung secara jujur, 

adil, langsung, bebas, rahasia dan dernokratis. Be!iau juga mendorong 

se!uruh komponen rakyat Indonesia untuk pro akrif membantu 

terwujudnya pelaksanaan pemilu yang memenuhi kriteria-kriteria 

tersebut. Jum!ah partai politik tidak perlu dibatasi. Masyarakat perlu 
diberi kesempatan seluas-Iuasnya un tuk bersama-sama pemerintah 

menjadi penyelenggara negara. TN! dan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dilarang memihak salah satu kontestan pernilu. Lembaga 

pengawasan masyarakar dan pemantau pemilu tidak lagi dilarang. 

Lebih jauh lagi, pihak asing diundang untuk membantu 
rnenyukseskan proses pemilu. 

Prinsip-prinsip Presiden Habibie dalam mewujudkan 
dernokrasi untuk memenuhi tuntutan reformasi adalah sebagai 
berikut: 

Partai harus mengakui Pancasila dan UUD 1945; 

Partai itu tidak dinyatakan oleh TAP MPR sebagai partai 
yang terlarang; 

Walaupun Sidang Istirnewa (SI) MPR baru dapat 

dilaksanakan dalarn bulan November 1998, pada bulan Juni 
1998 Presiden Habibie sudah menolelir masyarakat untuk 

memulai menjajaki pendirian partai baru dengan rnemenuhi 

syarat sani dan dua di atas. Masyarakat dipersilakan 

mendi rikan partai-partai, walaupun belum ada dasar 

hukumnya, agar mereka tidak kehilangan waktu untuk 

melakukan sosialisasi wawasan partai politik mereka. m 

Habibie, Bacharuddi ii Jusuf. Detik-dctikvarig A'lenenrukan;Jalan Pan/aug Thdone-
sia Menu/u Dinokrasj. 2006. Jakarta. TCH Mandiri, hal 1 61- 69. 
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Sangat menarik kita sirnak bahwa begitu kuatnya pencitraan 
Presiden Habibie ketika itu dalam usaha mereformasi kehidupan 
kepartaian di Indonesia. Masyarakat dibebaskan membentuk 

partai politik bahkan sebelum mcmperoleh dasar hukumnya 
secara sah. Teknis lanjutannya adalah bahwa hila UU tentang 
Partai Politik sudah disusun, maka partai-partai yang memenuhi 
UU tersebut baru dapat didaftarkan sehagai peserta pemilu yang 

akan datang. 

Dalam bukunya, Habibie (2006: 169-170) memaparkan 
pemikirannya sebagai berikut. 

"Dengan upaya- upaya yang sisrerna ifs, komitmen sava a ras 

deinokrarisasi sangar jelas. Tidak sedikirpun niat dan 
pemerin rah liii ruk in enun da -ii unda pelnilu. Tidak ada 

sedikirp an nia t pern erinrah an ruk melakukan rekaasa 
mendukung parrai polirik dan kekua ran rertentu. Sebab, bagi 

sava, pemilu inerupakan wahana pen ring un(uk memherdayakan 

kedaula ran rakyar, wahana unruk rekrurnicn pa/ink secara rerhuka 
dan insrrurnenr awal unruk menghasilkan scbuah pelnerin ia/ian 

yang inerniliki legirimasi yang ringi. 

Langkah pen ring unruk inenghasi/kan seb uah pein ilu ya iig 
luber, jurdil dan dcmokratis rneinburuhkan dasar legalinas atau 

perunclang- u iida ngan ya Jig k ua r dan direrirn a o/eh sega/a 

lapisan masyarakar. Karena ira. saya dorong seluruli komponen 

bangsa unruk inenghasilkan undang undang yang dapat 

rncnciprakan nilai keseraraan dan keniajemukan bangsa. 17112 

Presiden Habibie juga menetapkan me!alui Keputusan 
Presiden bahwa PNS yang sebe!umnya "diwajibkan" untuk 
mendukung Golkar, maka kini ditegaskan bahwa PNS dilarang 
secara aktifdalam partai politik tertentu. Jika aktifmenca!onkan 
din, maka mereka harus keluar dari status PNS. Mereka memiliki 

Ibid. HaI.169-170. 
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kebebasan untuk menentukan suaranya dalam pernilu, sesuai 

aspirasi masing-masing. 

Perubahan Undang Undang bidang Politik yang dilahirkan 

sebagai upaya mereformasi kehidupan politik di Indonesia oleh 

Presiden Habibie selengkapnya diuraikan oleh Habibie 

(1996:354-355) sebagai berikut: 

"Me/a/ui Undang Undang No.2 Tah on 1999 Ten rang Parrai 

Polirik, pembarasan rerhaclap junilah parrai polirik ditiadakan. 

I'arrisipasi polirik dan penghargaan rerhadap hak-hak po/itik 

rakyar dijabarkan secara regas da/arn Undang Undang No.3 
Tenraiig Pernilihan Umum dan Undang Llndang No.4 Thhun 

1999 renrang Susunan dan Kcdudukan MPR, DPR daii 

DPRD. 

Unruk zncnghi/angkan campur rangan Perncrinrah cia/am proses 
pernilu, Pemerinrah juga menga rur nerralitas TNJ dan I'olri 

serta Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dalarn hal 
pelaksanaan dan pengawasan pemilu, Pemerinrah inenyerahkan 

sebagiaxi besar wewenangnya kepada partai polirik peserra 

pemilu. Pe/aksanaan pemilu diserahkaii kepacla Komisi 
Pcm c/i/ian Urn urn yang sebagian besar anggotanya inerupakan 

wakil partai po/irik peserta pemilu sencliri, scclangkan 

Pemerinrah Iebih nienemparkan clirinya sehagai Fasilitator. 

Dernikian pu/a balnya cia/am pengawasan c/an pclaksanaan 
pemilu. Bukan hanya lembaga pernantau cia/am negeri saja, 

pernanrau dari Juan negeni jiiga diheri ke/e/uasaan. " ' 

Dalam hal kebehasan berpendapat dan berorganisasi, 

pemerintahan Presiden Habibie juga menghasilkan UU No.9 

Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 

Muka Umum. UU tersebut substansinya lebih kepada ketentuan-

ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang harus ditempuh 

Ibid. Hal.354-355. 
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agar penyampaian pendapat itu dapat terlaksana secara tertib 
dan bertanggung jawab. 

Setelah Pemilu 1999 terse!enggara dan sudah diketahui 
hasilnya, Presiden Habibie mcnyatakan bahwa dernokrasi di In-
donesia telah dijalankan dengan sehagaimana rnestinya. Cuplikan 
pandangan beliau itu dapat kita simak dalam pidato beliau yang 
mengurnurnkan hasil pernilu rnelalui TV dan radio dalam 
Habibie (1996: 173-75) sebagai berikut. 

..."Inilah pemilihan wnuin perrama sejak 1955 yang benar-

benar clemokraris, jujur clan ac/il. Kcnyaraan ten rang ringginva 
riiigkar partisipasi c/a/am pemilu kail ml - yang scbclumnya 
clic/uga oleh sejumlah pengama r sebagai scsuaru yang so/it 

- merupakan hukti tingginya kcpercayaan rakyar pada sistem 
yang sedang kita hangun... Mcrcka menang nielawan semua 
kekhawatiran: bahwa Pemilu 1999 akan berdarab, bahwa 
ringkat partisipasi akan rendah, dan bahwa pemilu jurdil 
adalah sebuah ilusi. 

• . . Demikian Jab indahnya kehiclupan c/emokrasi. Dernokrasi 

menang merupakan rahap clewasa ddri schuah kehic/upan 
masyarakar berac/ab. Dalarn kedewasaan ito, Iceputusan cliambil 
secara bebas, sehingga kebenaran Jab in scbagai basil d3ri proses 

wacana yang menjadikan keseraraan sebagai landasannya. 

• . . Berro/ak daripemikiran tersebur, kiranya semakin jelas bahwa 

jalan dcmokratisasi yang kira teinpub saat mi sudab benar. 
Kira re/au sepakar uncuk memberi makna reloninasi polirik 
sebagai dem okra risasi. Proses mi harus rerus cligulirkan. 

Dem okra risasi harus nienjadi anus besar yang akan mampu 
menerja ng c/an n?enjebol ben reng-benreng ororirarianisme yang 
mungkin di sana sini masih rersisa.....' ' 

ibid. HaLI73-175. 
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DPR Sebagal Arena Pertempuran: Sistem Kepartaian 
dan Pemilu Yang Bagaimana? 

Berikut mi adalah intisari dari apa yang ditulis dalarn KAJIAN 

PEMILIJ 1999 (Tim Editor: Prof.DR. Ryaas Rasyid, MA., Drs. 

Muchlis Hamdi, MA., Drs. Manimbang Kahariady, Drs. M. 

SariefArief. 1999, Jakarta, PUSKAP): 

Untuk menjalankan pemilu yang demokratis, hal yang harus 

dilakukan adalah merombak sisrem pemilu yang selama mi 

mcrupakan demokrasi semu menjadi demokrasi sejati yang menjadi 

cita-cita rakyar Indonesia. Untuk menyelenggarakan sistem pemilu 

yang demokratis diperlukan perangkat yang efektif untuk 

mendukungnya, antara lain adalah lembaga atau badan 

penyelenggara pemilunya. Karena bagai manapun mu!ianya cita-

cita demokrasi yang akan diimplementasikan dalam 

penyelenggaraan pemilu, bila unsur penyelenggara pemi!unya 

belum mencerminkan akornodasi kepentingan yang seimbang dan 

berbagai pihak, tentu hal tersebut masih akari sulit direalisasikan. 

Untuk menyelenggarakan Pemilu pertama sejak Era Reformasi 

lahir, diperlukan penguatan terhadap unsur-unsur penyelenggara 

Pemilu 1w sendiri. Penyelenggara Pemilu yang krusial ada!ah wakil 

partai politik, wakil pemerintah dan wakil masyarakat yang akan 

mengisi Badan Penyelenggara Pemilu. Undang Undang mengenai 

Pemilu yang akan dihasilkan berangkat dari kcinginan untuk 

memperkuar ketiga unsur yang berpengaruh dalam 

penyelenggaraan pemilu tersebut agar lebih dapat menjadi pilar 

yang kokoh dalani mewujudkan demokrasi. Unsur masyarakat 

dimasukkan agar dapat menjadi penengah dan penyeimbang yang 

netral terhadap unsur wakil partai politik dan partai pemcrintah. 

Wakil masyarakar mi diambil dari dan oleh warga masyarakat non-

partisan yang benintegrasi tinggi dan profesional dalam hal-hal 

yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Ide mengenai 
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komposisi tersebut adalah merupakan masukan darl pemerintah 
dalam hal mi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang 
tertuang dalam Rancangan Undang Undang (RUU) tentang 
Pernilihan Umurn yang diajukan kepada DPR dimana RUU mi 
diadopsi dari Draft RU U yang disiapkan oleh Tim Revisi Undang 
Undang Politik Depdagri yang diketuai Prof. DR. M. Ryaas 
Rasyid, MA. 

Ternyata DPR tidak mendukung usulan konsep diatas. Ketiga 
Fraksi di DPR ketika itu secara tegas menolak dengan alasan hahwa 
unsur masyarakat sudah terwakili oleh Anggota-anggota DPR. 
Menurut mereka, partai-partai politik dalam sistem multipartai 
sudah merupakan penjelmaan dari berbagai kepentingan yang ada 
di masyarakat. Dalam hat mi, beberapa analisa menyebutkan secara 
skeptis bahwa DPR agakriya mencurigai bahwa pemerintah 
bermaksud menempatkan orang-orangnya dalam Badan 
Penyelenggara Pemilu. 

Pemerintah mengalah dan akhirnya setuju bahwa hanya ada 
dua unsur dalam Badan Penyelenggara Pemilu, yaitu wakil parrai 
politik dan wakit pemerintah. Ternyata permasalahan belum selesai. 
Pemerintah meminta agar wakil pemerintah diberi hak suara yang 
seimbang dengan unsur wakil politik partai. DPR pada awalnya 
tidak menyetujui permintaan tersebut. Pemerintah tidak punis asa 
dengan melobi DPR dari sudut aspek kestrukturan Badan 
Penyelenggara Pemilu, yaitu Kornisi Pemilihan Umum (KPU). DPR 
akhirnya melihat bahwa struktur KPU tampaknya memberikan 
jaminan adanya keseimbangan yang menguntungkan kedua 
belah pihak dalam mcnyelenggarakan pemilu, sehingga pada 
akhirnya se!uruh Fraksi DPR setuju dengan alokasi kekuatan suara 
yang seimbang tadi. 

Dapat dilihat bahwa tampaknya ketika itu pihak DPR masih 
khawatir terhadap adanya potensi campur tangan pemerintah 
(status quo) dalam usaha-usaha memenangkan pernilihan umum, 
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sehingga dikhawatirkan nilai-ni!ai demokrasi sejati yang menjadi 
cita-cita reformasi tidak maksimal direalisasikan. Salah satu yang 
membuat DPR akhirnya setuju usulan pemerintah untuk 
rnenyeimhangkan kekuatan suara diatas adalah adanya konsesi 
yang dibcrikan pemerintah bahwa Sekretaris Umum KPU tidak 
merangkap menjadi Anggota KPU sehingga tidak mempunyai 
hak suara. 

Perdebatan selanjutnya adalah mengenai bagaimana membentuk 
KPU yang telah disepakati itu. Hal yang sangat menjadi sorotan 
adalah bagaimana dengan keanggotaan wakil parrai politik peserta 
pemilu. Aspek sensitif yang dianggap oleh DPR dapat merangsang 
intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu muncul 
kembali. Hal mi terlihat dari ketentuan dalam UU Pemilu yang 
baru, yaitu bahwa se!eksi parpol peserra pemilu dilakukan oleh 
KPU, namun kenyataannya pada waktu itu KPU belurn terbentuk 
sehingga sementara itu tugas-tugas KPU dilaksanakan oleh 
Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang ada. DPR kembali 
keberatan dengan masalah mi. 

Untuk meredam ketegangan mi, pemerintah akhirnya 
membentuk sebuat tim independen yaitu Panitia Persiapan 
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau Tim 11 
yang terdiri dari warga masyarakat independen dan nonparti-
san dengan Prof. DR. Nurcholis Madjid sebagai Ketuanya. 
Akhirnya terseleksilah 48 partai peserta pemilu 1999 yang 
diresmikan oleh Ketua LPU. 

Tantangan juga datang dari mar parlemen. partai-partai 
politik yang barn muncul dan baru akan ikut pemilu pada tahun 
1999, menyatakan keberatannya atas hak suara sama yang dirnilki 
unsur pemerintah dalam KPU. Hal itu dianggap akan mengkebiri 
kesempatan mereka untuk masuk ke parlernen dengan lancar dan 
adil. Menanggapi persoalan ini, akhirnya dengan cerdas kembali, 
pernerintah menetapkan 4 Anggota Tim 11 sebagai Wakil-wakil 
Pemerintah di KPU. Mereka adalah DR. Adnan Buyung 
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Nasution, Adi Andojo, S.H., DR. Afan Gaffar, MA., DR. Andi 
A. Mallarangeng, M.Sc., dan Oka Mahendra, S.H. Keempatnya 
dini!ai sebagai perwakilan masyarakat yang netral. Dengan 
kehijakan mi, akornodasi kepentingan status quo, DPR dan partai 
politik di luar parlemen akhirnya tercapai. 

Untuk lebih memaharni bagairnana sebetulnya pemikiran-
pemikiran atau gagasan-gagasan rnengenai sistem pernilu dan 
sistem kepartaian yang lebih baik dirnana hal mi dikemukakan 
dalam perdebatan-perdebatan antar Fraksi di DPR RI ketika itu, 
perlu kita ikuti wacana-wacana perdebatan yang mengemuka 
pada periode lahirnya UU Pernilu baru pada tahun 1999 itu. 

Point Penting Perdebatan Sistem Pemilu 1999 

label. Usulan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi di DPR RI tentang 
Sstem Pemilu 1999 

Sisicm Pcmilu 

( ainpuran Sisiii 

1km ernrjh Distrik 

dan Prupursiunal 

Alasan 

• \lcnicii uhi 5 parameter pemilu 

vaiig IL1hCL, junfil daii 

nien cc rmi ii kati kcdau lata ii 

rakvat 

• Mcningkatkan legitimasi akI 

ra kva t 

• \lcn dekarka ii Ii uhutigan an tara 

rakvat cIeiizaii 

vakiInva 

• 	IR)')LSiULIaI (p(r'.vikilail 

herinihang) digunakan 

tinruk in nhcrikaii pcluangbagi 

parpol inc niperoich 

kursi sesu.ii dengan proporsi 
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stii ra 

nasional, dcngan dcmiki.i ii tida k 

ada stiara yang 

hi Ia ng percu ma mc La I iii cisrum 

canipuran liii. 

KL i'sCfl1 PrUpt)ISl( inal _\15iiipti iiictij udkan tig5t ph nip 

pcniilu: prinsip 

Jengan Pcndckat5in kctcrwakil.in. prinsip 

I )isrrik perr5inggungiavahati dan prinip 

kcileka tan dcntan rakva t dalani 

proscs pcngamhilan 

kcpuriisan. 

l-zI'R1 sicrcn 	Proporional Kiirang khih sana dengan alasan 

I:KP 

dcngan Pcndckaian 

)1 tn k 

(AvaIna: Sistcn 

Prup nsi(,liaI 

yani, I)ifliC)diikasi) 

:1)1) Sisrciri Proporsional • 	Hanva mcngu ii riingkan (,olkai 

x,int 	I)isnpurnakan • 	Fidak cocok dcng5ui ktmdisi 

Iii dt,neia yang 

hcterogcn5 ricgaia kepaulati5iii 

• 	\lc rugikan parrai-pa rtai ha ru 

J Fig helu m Inc lii liki 

jaringall da ii kcicmhaga.in kuar 

F P1)1 Sistcni Proporsional . 	Sup.iya ridak a d a suara yang 

vaii 	F)iscnipuinak5in rcrbi!ang percunia 

• 	kurang Ichih sama dcngan 

aLican FPP 

Sumhcr: Sekrctariar Komisi 11 DPR RI (diolah) 
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Pemerintah, FKP dan FABRI memiliki pandangan yang sama 
rnengenai sistem pemilu yang perlu digunakan pada Pemilu 1999, 
yaitu campuran antara sistem proporsional dengan sistem distrik. 
Pemerintah mengemukakan alasan, bahwa masing-masing sistem 
proporsional maupun sistem distrik mernpunyai kelemahan dan 
kelebihan, sehingga sistem kombinasi antara keduanya adalah 
merupakan sublimasi yang mengaplikasikan kel ebi han-kelebihan 
sistem proporsional dan kelebihan-kelebihan sistern distrik. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada argument Pemerintah yang diwakili 
Menreri Dalam Negeri (Mendagri) Syarwan Hamid sebagai berikut: 

"Karni rnengatakan nieniperbaiki bukan arrinya tic/ak asal bec/a, 

arrinva ka/au kernarin 'a" hartis "b". Barangkali suhsransi yang 
kernarin rnasih bisa kita pakai kalau rncmang 1w inasili bagus, 
rap] ac/a hal-hal yang mernang perlu diperbaiki. 

Yang kedua sebenarnya setelah ac/a TAP MPR ten rang Pernilu 
iru juga rncngacu kepada TAP Apa hal-hal kernarin yang kira 

rasakan kelernahan rerurarna pac/a sisrern proporsional yaitu 
cJipersoalkan rnasala/i kepeiwakilan, iw an rara lain. Barangkali 

rnasih kuarnya lembaga-/embaga recall oleh parrai pa/ink yang 
juga sanga r gen car dikritik. Kern udiari rnasalali kearnana n 
clalarn kampanye. Saya kira rnasih banyak lag] ha/-hal lain yang 

me!eka n pada kelernahan sisrern proporsional. 

Sedangkan sisreni clisnnik pun rn enga iidung kelernab an. 

Karenaiiya berangkat dan pengamaran 2 sisrein iru niaka kami 
inencari suaw koinbinasi sistein hisa mengeliininir kelernahan 
keclua sisrern rersebuc. Karenanya substansi danipacia R UU 

in] perrarna nerc/apar perubahan pada sisrem Karni 
rncngusulkan sisrern c/isnnik kombinasi proporsionaf" 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang 
Partai Politik, RUU tenmng Pernilihan Umum, RUU tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tanggal 26 
November 1998. SekretariarJenderal DPR RI. Tidak dipublikasikan) 
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Perneri ntah j uga mengemukakan pengalarnan historis negara-

negara lain, bahwa rata-rata progres sistern pemilunya adalah 

menunjukkan pergerakan dari sistem proporsional menuju 

sistem proporsional list-  atau distrik proporsional. Argun-ientasi 

iru diperkuat oleh Direktur Jenderal PUOD ketika itu, Ryaas 

Rayid yang menunjukkan bahwa 30 negara terakhir - ketika itu 

- ci Asia Pasifik mengalami transisi sistem pemilu menuju pada 

sistm kombinasi. Yang perlu diperhatikan, dalam implernentasi 

sistm proporsional, hendaklah berprinsip pada sistem open list. 

Diini dapat dilihat adanya kritik terhadap sistem proporsional 

"ak. Orde Barn" yang ternyata rnasih menjiwai sisteni proporsional 

yar.g ditawarkan untuk Pemilu 1999, mengacu pada Daf'tar 

Imntarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu yang sedang dibahas. 

Pei-nyataan Ryaas Rasyid itu dapat dilihat pada kuripan sebagai 

bet ikut: 

"51st-em proporsional yang murni, karena kalau saya lihar ini 

sebagian besar tidak ingin Proporsional Plus c/a lain pengertian 

Openly System. Sebenarnva yang dimaksud dalain teori it-u 

kalau dikatakan Prnporsional Plus it-u art-inya adalah Openly 

System, para peinilik part-al dan sekaligus perni/ik dali-ar fiama, 

it-u yang lazini diprakt-ekkan di hanyak negeri dan disebut 

Proporsional Plus at-a ti Proporsional yang dirnoclifikasi kala u 

rnenggunakan 1st-i/a/i A BRI. 

Jacli orang darang ice Pooling Stat-ion it-u c/ia mernilili part-al 

dan inerniiih c/ian rara dauiar it-u se/i ingga dali-ar nomor I be/urn 

rent-ti dia yang hartis masuk, tapi nama yang rerban yak 

rnernperoleh suara dan dacrah it-u, it-u yang disebut modifikasi 

at-au p/tic dari sistern proporsional. 

Kalau saya rnencerrnati DIM liii sebagian besar ingin kembali 

ke proporsional ridak ada hedanya dengan yang dulu sama 

sekali t-idak ada bedanva. Meinang ada daft-ar rapi dali-ar it-u 

direnrukan oleh part-al, susunannya pt/n dit-ent-ukan oleh part-al 
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tidak clikonsultasikan dengan rakya t dan raky'a t pun ketika 
mastik ke Pooling Station ke TPS ito dia tidak melihat lagi 
nama-nama dia coma melihat randa gambar saja, jadi ridak 
ada bedanya clengan do/u." 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang 
Partai Politik, RVU tcntang Pemilihan LJmurn, RUU tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tanggal 26 
November 1998. Sekretariat Jenderal DPR RI) 

Misi yang diinginkan dari pernyataan Ryaas Rasyid di atas 
adalah bahwa harapan yang perlu diperhatikan adalah terkait 
dengan diarahkannya sistern pemilu kepada bagaimana membuat 
rakyat puas, yaitu tidak dengan mernilih tanda gambar saja. Sistem 
pemilu 1999 harus menghapuskan kesan adanya broker politik. 
Jadi, tidak boich ada celah yang memungkinkan adanya mediator 
antara rakyat dengan pengambil keputusan. 

Pada awalnya FABRI belum menyatakan bahwa sistem distrik 
perlu diadopsi dalarn sistem proporsional, sehingga mengistihthkannya 
sebagai sistem proporsional yang dimodifikasi. Maka, perlu dilakukan 
peninjauan mengenai bagaimana latar belakang pemikiran FABRI 
dalam mengemukakan sistem proporsional yang dimodifikasi itu. 
Hal mi dapat dilihat pada forum Rapat Kerja Panitia Khusus 
(Pansus) RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan 
RUU tentang Susunan Kedudukan (Susduk) MPR RI, DPR RI 
dan DPD RI yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 
1998 (Tahun Sidang 1998-1999, Masa Persidangan I). 

Dalam paparannya, Hadi Sutrisno ketika itu menerangkari 
pandangan FABRI mengenai sistern pemilu yang perlu digunakan 
dalam Pemilu 1999. Latar belakang alur pikirnya antam lain ialah bahwa 
pemilu hams dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang merniliki 
tingkat kualitas dan akunrabilitas yang tinggi terhadap rakyat di 
daerah yang diwakilinya. FABRI berpendapat bahwa sistem 
proporsional yang dimodifikasi dengan sistem daftar rnasih relevan. 
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Yang menarik adalab, FABRI mencatat bahwa pola Pernilu 
1971 cukup akornodatif terhadap runtutan reformasi jika 
dilaksanakan secara jujur dan adil. Jadi, secara tidak langsung, 
FABRI memberikan penekanan pada faktor jujur dan adil dalam 
penyelenggaraan pemilu, karena tidak dapat dipungkiri, pada 
maa Orde Baru, kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan 
pemilu adalah sangar dipertanyakan. Menurut FABRI, hal yang 
menonjol pada Pemilu 1971 adalah: 

• 	Bahwa dafrar calon Anggota DPR RI dan DPRD disusun 
sampal dan dilakukan oleh pengurus OPP pada setiap 
daerah tingkat II 

• 	Setiap daerah tingkat II sedikitnya mcmpunyai I orang wakil 
berdasarkan im bangan j urniab penduduk 

Dengan mengacu pada metode Pemilu 1971 itu, paling tidak 
ada 5 keuntungan yang bisa diambil, yaitu: 

Pengurus partai pada daerah tingkat II akan proaktif 
berkornunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakar pendukungnya, 
yang berarti bahwa penyelenggaraan pemilu sebagai sarana 
pendidikan politik dapat ikut mernberdayakan peran dan 
fungsi parpol 

Sejak awal pencaionan, rakyat di daerah tingkat II sudah 
ikut berpartisipasi secara aktif untuk mengenali dan menilai 
calon-calon yang akan mewakili daerahnya, balk di DPR 
RI, DPRD I maupun DPRD II, walaupun sang calon tidak 
harus berdomisili di daerah tingkat II yang bersangkuran 

Para calon akan berupaya optimal mengenal dan dikenal 
oleh rakyar di daerah pencalonannya, sehingga akan selalu 
berkomunikasi dan memelihara kedekatan rerhadap rakyat 
di daerah yang diwakili 

Kampanye pemilu dapat dilokalisir dalam wilayah dati II 
yang bersangkuran 
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5. Bila terjadi penggantian antar waktu tidak perlu pemilu 
ulang, karena selain biaya yang tidak kecil, sudah ada daftar 
calon tetap pada setiap daii II 

Pendapat FKP mcngenai sistem proporsional dengan 
pendekatan distrik yang perlu diadopsi pada Pemilu 1999 dapat 
dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Arnir Liven Sirait, 
MBA sebagai berikut: 

"...FKP se/ama iiii inencarar ada suaru run rutan yang begiru 
besar, runruran arau aspirasi daripada rakyar antara lain yang 
men co/ok 1w adalah bahwa rakyar iru ingin persis ta/lu siapa 
calonnya hegiru Siapa yang akan mewakili dia, saya yakin 
bukan hanya cararan FKP begiru, mi cararan danpada semua 
kira yang berkumpul di rempar kira liii, babkan kririk iru suciah 
begiru jaulinya ada yang diseburkan bahwa ca/on-ca/on iru 
seperri kucing c/alain karung karanva, jakyar itu han a rahu 
mcongnya, kucingnya ridak dikcrah ui ka tanya.. 

Oleh sehab iru sisrem mi diseburkan FKP adalah propoi:cional 
dengan pen deka rail disrrik, inaksudnya disiw daerah pemiliban 
adalah c/i ringkar II. Saya  kira tic/ak jauh daripada konsep daripada 
Pcrnerinrali, karena Pemerintah ,iuga nampaknya sudah meliliar 
bahwa pada clasarnya konsep Pemerinrah iru distriknya pada 
dasarnya adalab tingkar [I hianva c/i/i ubungkan dengan jumlah 
penduduk, maka jumlah pcndu c/uk yang lchih besar dengan 
kelipa ran sekian akhirnya lebih danpada saru di suaru daerah 
arau di suatu daerah inenjadi sckian distrik. Sedangkan FKP 
inc//liar tic/ak ;nendisrrikkannya begiru iru saja bedanya begiru." 

(Suniber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang 
Partai Politik, RUU tenrang Pemilihan Umum, RVU tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DIRD tanggal 26 
November 1998.   Sekretariat Jenderal DPR RI) 
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Dengan demikian, yang dimaksud FKP adalah sistem 

proporsional dengan pendekatan distrik dimana dati II adalah 
daerah pernilihan. Misinya adalah bahwa rakyat di dad II dapat 

tahu persis siapa yang dicalonkan oleh suatu partai. Cara yang 
ditawarkan sccara teknis adakib bahwa nama-narna caleg di dati II 

yang bersangkutan dicantumkan, narnun ide FKP adalah 
"membantu" masyarakat melakukan "pencoblosan" dengan 
menusuk gambar parrainya saja. Kita dapat melihat, bahwa tradisi 
mencoblos tanda garnbar partai selarna Orde Baru tampaknya 
diusakakan FKP untuk tetap dilakukan. Tampaknya FKP tidak 

menginginkan bahwa perubahan cara atau sisternatika pencoblosan 
akan membingungkan masyarakat sehingga berpotensi 
menimbulkan kesalahan teknis pemberian suara yang pada 

akhirnya merugikan Golkar. 

Meskipun nilai-nilai sistem pemilu yang diusulkan Pemcrintah, 

FKP dan FABRI mengandung unsur-unsur perbaikan dalam 

keterwakilan, pertanggungjawaban dan prinsip kedekatan dengan 
rakyat dalam proses pengambilan keputusan, namun FPP dan FPDI 
yang secara empiris mengalarni perjuangan hebat mnghadapi 
kekuaran FKP pada masa Orde Baru - dimana kekuatan 'sel-sel' 
Golkar sudah sangat terbentuk dengan kuat sampai ke setiap send i-
sendi kehidupan pernerintahan dan kemasyarakatan yang 
dibangun dengan berbagai macam cara yang mengandalkan 
kekuasaan dorninan ketika itu - menolak sistem distrik diadopsi 
dalam sistem Pemilu 1999, karena kedua fraksi itu rnenganggap 
hahwa sistem distrik hanya akan menguntungkan pihak status quo 
yang selama Orde Baru sudah menancapkan kekuatan-kekuatannya 
dengan sangat rncngakar (dalarn hal mi adalah Golkar). 

Namun, agar tidak terlalu terkesan mengalami 'phobia' 
terhadap kekuatan Golkar, FPP dan FPDI mengemukakan alasan 

lain yang lebih 'ilrniah', yaitu bahwa sistem distrik kurang cocok 
diadopsi di Indonesia yang merniliki tingkat heterogenitas yang tinggi 
dengan kondisi geografisnya berupa kepulauan. Kedua, dengan 
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adanya sistem distrik, berarti ada suara yang terbuang percuma, 
mengingat dalarn sam daerah pemilihan (dapi!), hanya ada 1 caleg 
pemenang, yaitu yang mernperoleh suara terbanyak, sementara, 
caleg-caleg lain yang walaupun rnempero!eh suara cukup 
signifikan, suaranya hilang karena sistem suara terbanyak itu. 

Untuk !ebih jelasnya, mari kita lihat beberapa argumen FPP. 
Dalam forum salah satu argurnen FPP mengcnai pengajuan 
sistem pemilu proporsional, sebagaimana disampaikan o!eh 
Robbani Thoha dalam forum Rapat Kerja Pansus RUU tentang 
Parrai Politik, RUU tentang Pemilu, RUU tentang Susduk MPR, 
DPR dan DPRD tanggal 26 November 1998 adalah sebagai 
benikut: 

"Unruk iru peinilu yang secepatnya c/i rengali konsrclasi yang 

macam begini liii, mi lebih-lehih dcngan keikurserraan parrai 
yang wi-c/altar saja sudali 100 huah. Jadi ada liarapan-harapan 
bali wa dengan pernilu itu nan ci .ccluru Ii porensi dari pa c/a 

rakvar, porensi yang ac/a Ito rerwakili, liii diharapkan... 

Untuk 1w memang yang paling cocok ac/ala/i pernililian urn urn 

yang proporsional yang men ceriiiinkan potensi nil dari pacla 
rakyat, tic/ak ada suara yang rerhuang, mi-mi pendeka ran. Lehib-
lebih bahwa pemilu hanis dilaksanakan secepat niungkin, 

dengan sistem-sisrein yang lain saya he/urn mendengar biaipun 
s udah ban yak in akalah cii ru/ic, argum en rasi pen gala in an - 
pengalaman empinik c/i negara lain dicenirakan, rapi dirinc-kar 
aruran saja secara nil hreakdoivning sebuab pernilihan uinum 
yang jujur c/an adil, iru belurn kira lihat. 

Kami ridak aprioni rerhadap sistem-sisrem pemilu apa iru clistnik, 
apa disrnik dengan daerah peinililian tingka t Ii clan sebagamnya, 

marl nanri kita kaji, kira uji seberapa jauh seluruli pemikiran-
peinikiran iru hetul-betul bisa melabirkan sehuah lcm haga yang 
berul-berul menampung selurub aspirasi rakyar, ml se/u rcih 

aspirasi hukan sekedar wakil-wakil disrrik, tapi selurub aspirasi 

yang nil ac/a c/i dalain masyarakar." 
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(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tenlang 

Partai Politik, RUU rentang Pemililian Umum, RVU tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tanggal 26 

November 1998. Sekretariar Jendetal DPR RI) 

Selain itu, Robbani Thoha rnen yinggung adanya potensi 

korflik bila ketika itu Indonesia mengadopsi sistem distrik. 

Kutipan pernyataan beliau adalah sebagai berikut: 

"Memang sava sudah inengumpulkan komen rar-koinen tar para 

pakar ten rang si.crem distrik rersebut yang rerutania 

menga rakan bali wa rakya r indonesia sesungguhnya sudah 

sangat- rerbiasa dengan pola sisrem distrik memilih orang 

rersebu r, 

rapi marilab kira coba me/That kenyaraan sehari-liari sekarang 

liii, bahwa pemilihan bra/i sudab sangat rercemari, beberapa 

pemi/ilian kepala clesa.. . enrali menang, enrah kalah, pasca 

pe:nilihan kepala c/esa selabu rerjac/i demonsrrasi, sekolahan 

;ida Yang dibakar, saya menguinpulkan data-clara 1w agak 

ko:nplir yang nanri lain kesempatan saya serahkan pada Bapak 

Ryaas Rasyid kliususnva sebagai Kerua Tim. ml realiras di 

masiarakar kira yang ridak bisa kira pungklri, unruk 1w sekali 

lagi FPP tic/ak apriori rerhac/ap usulan dari Pemerintali niaupun 

dari Fraksi-fraksi yang lain, nanri marl kira kaji seberapa jaub 

lu/or c/an ac/il iru hewl-berul rercerminkan di c/a/am pasal-

nasaL ridak hanva rerpasang di c/a/am TAP MPR mau;nin 

nidaro-pidato, nanri kita lihar." (Sumber: Risalah Rapar Kerja 

Panitia Khusus RULJ tcnrang Partai Polirik, RUU renrang 

Peinilihan Umum, RUU rentang Susunan dan Kedudrikan 

'APR, DPR dan DPRD ranggal 26 November 1998. Sekrerariar 

enieral DPR RI. Tidak dipublikasikan) 

Adapun FPDI, pandangan-pandangannya adalah menekankan 

pada penyernpur-naan sistem proporsional yang kurang lehib sama 

dengan pendapat Ryaas Rasyid. Da-lam Forum Rapat Kerja yang 
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sama, pernyataan yang disampaikan (oleh Y. B. Wiyan-jono, S. H.) 
adalah sebagai berikut: 

"Kern udian, hagaimana seorang caleg partai poliik clicalonkan, 

sehingga inasyarakar mampu untuk ineinilib .ccsuai dengan 
pilihannya bukan aras dasar susunan parral, disini bedanva. 
Kalau yang la/u parrai dengan kewenanganaya rneinhtiar dafiar 

nomor urur, dapar berapa kursi sesuai proporsi yang diperoleb 

daerali pern ill/ian uru ran 1w yang jadi, dan kadang-kaclang 
diurak-a rik yang paling a ras yang paling rerkenal, paling 

men verap suara, rida/< jadi. Iru namanva votegerrer. Rakat 
ridak raliu voregerrer, karena senang dengan nornor satu maka 
dipilib nya, Ito inenipu namanya. Hal iru tic/ak reijadi lagi, 

oleli karena iru dafrar calon dibuar bagairnana. 

daltar ca/on hanis men dasarkan kepada naina-nama yang 
direrapkan mewakili suaru daerali dirnana kursi 1w bejada, 

misalnya c/i Yogya men clapat 7, berarti unruk Koramadya I, 
Gunung Kidul I, Kulonprogo 1, 2 cli Slenian, 2 di Banrul. 

Kalau kemarin, calon tidak memperhatikari dacrahnya. Kali 

mi calon harus dipasang sesuai daerahnya, Yogya siapa, Bantul 

siapa, sesuai dcngan daerah asal itu, karena 7 yang 

diperebutkan harus mencerminkan distrik yang ada. Jadi 

kepentingan bagaimana penccrminan distri itu." 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang 
Partai Politik, RUU tentang Pemilihan Urnum, RUU tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tangga! 26 
November 1998. Sekretariat Jenderal DPR RI) 



Perjatanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 159 

label. Usulan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi di DPR RI 

tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu 1999 

Ixmbaga dan Komposisi Alasan 

KPIJ terdiri dari vvakll • Kchcradaaii wakit pcincrinrall 

Peiti cr1 it 	h pemerin rab tile naga 

wakil partai dan wa kit indcpcndenci Kl'LJ (dani 

ma,Yarakar penga ruli .1 rau kendall 

salab saru parpol) juga demi 

nicriinga k)ii1ocIisi 

ke pen titi ga n n asi m a 

• Adanva vakil rakvat hetujttan 

nielaliirkan KPI.J 

\ang bersifat rchirmi 

LPLT rerdiri dari wakit • tidak ada niasalah dengan 

FKP pemenin tali namt kcicmhagaa u 

dan wakil pa rpol Ia ma sc hingg.i rida k penn 

diganti nama harti 

• \X1akiI iiiasvarakat dihitangkan 

schab nidak ada 

janhinan nicreka independcii 

KPIJ terdiri dati wakil 

FAPRI penicnintali. Mcncrima nanna KPIJ 

vjkil parpol dan wakil 

niasa ra ka r 

FI KPIJ tcrdiri dari wakil • _\lciicrmma narna KPU 

pclncnin tab . Sctuju vakiI inasvarakat 

dali 'vakil parp d dihitangkan dari KPtJ 

• .\cnermma kchcradaan vakiI 

pcnienititah. retapi 

dengan catatan pcmenintah 

tidak "hcmmain .ipi' 
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K1L1 tuidiri dan wakil Kuian 	khih sama dengan 

F1'I)I pcnierintah ,ilasan F PP 

Jan 	vaki1 1'ar1J  

Sumber: Sekretariat Kornisi II DPR RI (diolah) 

Dalam hal lembaga penyelenggara Pernilu 1999, Pemerintah 
hanya merniliki 1 partner yang scpendapat yaitu FABRI. 
Keduanya berpa ndangan bahwa lembaga penye!enggara Pemilu 
1999 hanis memiliki unsur dari Pemerintah, wakil partai dan 
wakil masyarakat. Menurut mereka, hal itu adalah untuk 
menciptakan terako modasinya kepenti ngan nasional secara lebih 
menyeluruh. Di ikutkannya wakil masyarakat ada!ah untuk 
mcngakomodir nilai-nilai reformasi yang baru saja digulirkan. Bila 
hanya ada wakil parpol saja di dalarn tubuh lembaga 
penyelenggara pernilu, dikhawatirkan nilai-nilai reformasi yang 
nil diinginkan rnasyarakat Indonesia kurang dapat disampaikan 
secara unih oleh wakil-wakil parpol. Narnun, dua unsur itupun 
perlu ditambah dengan peran Pemenintah untuk menjaga 
keseimbangan kedua kekuatan itu, agar independensi lembaga 

penyelenggara pernilu 1999 tetap terjaga. 

FABRI mengusulkan jumlah wakil dari Pcmenintah adalah 

sebanyak 5 orang, sedangkan wakil dari partai-partai peserta 
Pernilu masing-masing 1 orang. Wakil rakyat diusulkan 5 orang. 

Penyelenggaraan pemilu diusulkan untuk diawasi oleh saw badan 
independen yang bebas dan mandini. Badan independen mi juga 

tentu saja harus mengakornodir adanya wakil-wakil masyarakat, 
dan masyarakatpun dapat membentuk suatu pengawasan yang 

independen terhadap pelaksanaan pemilu. 

Hal yang menarik adalah bahwa balk FKP, FPP maupun FPDI 
sama-sarna tidaksetuju bahwa wakil masyarakat diikutkan menjadi 
salah satu unsur lembaga penyelenggara Pernilu 1999. mi 
membuktikan bahwa ketiga pihak tersebut secara tidak langsung 
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masih mengedepankan faktor kekuatan cut partai daripada 
kekuatan nil yang ada di masyarakat. Dapat diasumsikan bahwa 
ketiganya lebih menghendaki efisiensi pelaksanaan reformasi 
secepat mungkiri dengan dasar kebendak dari para tokoh-tokoh 
partai daripada terimplementasinya prinsip kererwakilan 

masyarakat secara lebih nyata. Sementara itu, persetujuan atas 
dimasukkannya unsur Pemenintah disetujul FKP, FPP dan FPDI, 

tapi FPP dan FPDI memberikan catatan agar Pernerintah harus 
betul-betul bersikap netral. mi dimungkinkan karena baik FPP 
maupun FPDI tidak menghendaki terulangnya keberpihakan 
yang kurang 'fair' selama masa Ordc Baru antara Pemenintah 
dengan Golkar, sehingga merugikan FPP dan FPDI. 

Narnun, pendapat diatas adalah berupa asumsi. Pernyataan 
"resmi" sebagai justifikasi atas kurang disetujuinya urisur wakil 
masyarakat pada lembaga penyelenggara pemilu tenru tidak 
dinyatakan dalarn bentuk pendapat asumsi di atas. Beberapa 
argumen terkait pandangan-pandangan yang tidak menyetujui 
adanya unsur wakil masyarakat dalam lernbaga penyelcnggara 
pemilu, pertama adalah yang dinyatakan Mohammad Yamin 
Tawari yang mewakili FKP dalam forum Rapat Kerja Panitia 
Khusus RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilihan 
Umum, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR 
dan DPRD tanggal 26 November 1998, sebagai henikut: 

• .hahwa mengapa FKP tidak menggunakan masyarakar yang 
incIjendcn dalarn anggota leinbaga penga wasan 1w karena 
dalazn panda ngan FKP sesunggubnya bah wa konsep abstraknya 
klta bisa dengan mudah mengarakan seseorang 1w Independen 
atau behas dan inandiri terapi pada realiras ukuran-ukuran 

apa yang akan kira gunakan, inlsalnya seseorang bukan 

pen gurus parpol dan juga bukan anggora parpol tetapi 
sekiranva punya kecenderungan kuar terliaclap parpol walaupun 
dia bukan pcngurus aiau anggora parpoi, apakah yang seperri 

Ito bisa kita sebur sehagai masyarakat yang mandiri atau 
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independenarau seseorang dinyarakan bebas, mandiri arau 
ind 	1 ependen w pararnecernya ukuran-ukuran yang kita lakukan 
tidaL- hanya pada ukuran-ukuran formal rerapi seberapa jauh 
prilaku arau ringkah laku dan rindakannya di masyarakar dan 
1w sesuaru yang kira hadirkan yang sangar kira perdebarkan 
panjang. Semen tara kita dicunrur unruk mengadakan pemilu 
da lam wak ru yang secepa t- cepa rnya seh ingga ridak 
menghllangka n waktu misalnya kita harus inemperdeha than 
seseorang a ra ukah kira rnenghadirkan sesua ru yang kemudian 
1w mengundang perdeba ran si masyaraka r yang kern u dian 
beriinplikasi kepada hagaimana penye/enggara pem liii dan 
sebagainya." 

Dapat kita lihat bahwa argumentasi FKP didukung oleh 
keadaan dimana pe!aksanaan pemilu perlu segera dilaksanakan 
sebagai tuntutan reformasi yang menggejolak. Faktor perlunya 
keterwakilan unsur masyarakat sehagai prasyarat independensi 
lembaga penyelenggara pemilu sebagairnana yang diajukan 
Pemerintah dan FABRI justru dipertanyakan tentang independensi 
masyarakat itu sendiri terhadap pengaruh kecenderungan 
keberpihakan masyarakat pada parpol tertentu. Memang hal 
tersebut dapat dikaji, namun hal tersebut akan membutuhkan waktu 
yang lama. Disinilah argurnenrasi FKP mendapatkan 
kekuatannya. Faktor independensi masyarakat tersebut juga 
didukung oleh argumen FPDI sebagaimana disampaikan oleh 
Y.B. Wiyanjono, S.H. dalam forum yang sama sebagai berikut: 

Ole/i karena iru menclasarkan kepada TAP Ml'R 
penyelenggara peinilihan urnurn bebas mandiri pasri ridak hisa 
dirawar-raivar lagi, dengan dein iL-ian yang rerdiri ddri unsur 
par ral politik peserra pern i/u dan pernerin ta/i 1w keren ruan yang 
ada disana. Malcsud didalam RUU tempo hari masih rnelibarkan 
masyaraka t indepen den, FPDI dalam pengan tar in usyawarab 
mangatakan marl kira tengok kalau memang iru memperkuar 
kemanrapan penyelenggaraan kenapa ridak, rerapi kalau 
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kern udlan men imbulkan problem karena hakekarnya masvarakat 

itu sudab tercermin tenva kill cia/am partai-partai yang ada, 

kern udian mewa k//i apa lagi, indepcnclen apa mewakili go/put. 
Kalau diharapkan pairai-partai 1w menyerap kemudian yang ridak 
terserap partai kira-kira golongan apa, kan repot k/ta. Maka yang 

k/ta ingin PDI lnglii incmperrajain saja tidak apriori menolak, 
se/ama mi nanci inenambali kemancapan oke wrapi kalau akibarnya 
jusrni kira kereporaii sendiri bagaimana in! karena JAJ' MPR 

ha.nya inembarasi unsur partal polirik dan pemerin tab." 

Menanggapi argumen-argumen yang menolak unsur masyarakat 
dimasukkan sebagai unsur lembaga penyelenggara Pemilu, suatu 
pernyaraan penting disampaikan Pemerintah ketika itu, diwakili 
oleh Ryaas Rasyid selaku Direktur Jenderal PUOD, yaitu dengan 
menganalogikan kondisi ketika para Iounclingfiirhers merumuskan 
keanggoraan MPR. Ketika iru di MPR ada unsur Urusan 
Golongan. Kalau memakai logika FPDI, maka sebetulnya 
keberadaan Utusan Golongan itu tidak diperlukan. Namun, 
kenyaraannya, Utusan Golongan itu diperlukan, karena walaupun 
sudah ada wakil partai, ternyata negeri mi memerlukan golongan 
dalarn masyarakat yang siapa tahu hisa memberikan legirimasi 
Iebih besar kcpada peran lembaga negara. 

Ha! itulah yang diadopsi Pemerintah dalarn konsep 
pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu 1999. Siapa tahu 
ada pihak-pihak dalarn masyarakar yang justru dapat memberikan 
legitimasi Iehih besar bagi !embaga penyelenggara pemilu. Pihak-
pihak itu bisa jadi wakil dari universitas yang sangat menonjol 
dedikasi dan integritasnya, dimana hal tersebut diakui publik, atau 
rnisa!nya uskup yang tidak berpartai, dan sebagainya. Pernyaraan 
dalarn TAP MPR yang hanya mcnyebutkan 2 unsur saja yang perlu 
diakomodasi, yaitu unsur Pernerintah dan wakil-wakil partai 
polirik, tidak berarti hahwa ketentuan 1w ridak bisa dipenluas. 

Lalu kemana sebaiknya wakil masyarakat diberikan posisi? 
FPDI menyarankan agar wakil masyarakar "disalurkan" ke dalam 
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lembaga independen yang bersifat pengawasan terhadap 
pelaksanaan pernilu. FPDI menyampaikan bahwa pada Pernilu-
pemilu pada masa Orde Baru, pengawasan dilakukan oleh 
Kejaksaan. Maka untuk Pernilu 1999, Fraksi mi mengusulkan 
agar di Tingkat Pusat, pengawasan yang selarna mi dilakukan 
Mahkamah Agung (MA) dengan Hakim-hakirn Agungnya, perlu 
ditambah dengan unsur wakil-wakil partai politik. Di tingkat I 
Ketua Pengadilan Tinggi dengan Hakirn-hakim Tinggi nya 
ditambah wakil partai politik. Di tingkat II Ketua Pengadilan 
Negeri dengan Hakirn-hakim Pengadilan Negeri dan wakil partai 
politik. Dengan ide mi, posisi kekuasaan kehakirnan sebagai pihak 
yang berperan mengawasi pemilu akan betul-betul mandiri. 

Melihat pandangan di atas, sebetulnya justru dapat dikritisi, 
apakah peran wakil partai politik dalam unsur pengawas itu dijamin 
tidak akan memberikan pengaruh politis bagi segala kehijakan atau 
kepurusan terkait pengawasan pemilu? Tidakkah peran wakil partai 
politik dalam lembaga pengawas pernilu justru akan membuat 
mndependensi lembaga tersebut menjadi rawan terhadap in tervensi 
kepenringan partai politik? Idealnya, sebagai penyeimbang, 
seandainya ide itu perlu direalisasikan, unsur masyarakat juga perlu 
dimasukkan. Sebagairnana yang sudah dibahas terkait lembaga 
penyelenggara pernilu, unsur masyarakat bel urn tentu otomatis 
adalah salah satu simpatisan atau anggota partai polirik, rapi bisa 
saja berasal dari kelompok-kelompok lain yang "bebas" dan 
pengaruh partai politik. Maka, unsur rnasyarakat itu juga perlu 
dijadikan salah satu unsur dalarn pengawas pernilu. 

Hal senada juga disampaikan FPP. Fraksi mi berpendapat, 
unsur masyarakar akan lebih efektif berperan dalam lembaga 
pengawas pernilu dengan artian mereka bisa rnenyurnbangkan 
dedikasinya dalarn pengawasan dan bisa membawa suatu kondisi 
pernilu yang benar-benar jujur dan adil. FPP menyatakan, 
lembaga pengawas pernilu sebaiknya terdiri dari wakil-wakil dan 
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partai polirik peserta pernilu, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM 
sesuai dengan tingkatannya. 

Bagaimana dengan lembaga kehakimarinya? FPP herpendapat 
sebaiknya dari MA sampai pengadilan-pengadilan pada tingkat 
di bawahnya berperan hanya sebagai "pembentuk" dan pembuat 
aturan dan susunan organisasi lembaga pengawas pemilu. 
Sedangkan siapa yang menduduki jabatan-jabatan yang te!ah 
dibenruk tersebut, diserahkan kebijakannya atau penentuannya 
kepada anggota lembaga atau panitia pengawas pemilu itu. Jadi, 
dalam hal lembaga pengadilan sebagai unsur yang berperan 

dalam pengawasan pernilu, terdapat perbedaan antara FPDI 
dengan FPP. FPDI berkehendak lembaga pengadilan berperan 

dalam pemberitukan kebijakan atau pengimplementasian kebijakan 
lembaga pengawas pemilu, sedangkan FPP menghendaki fembaga 
peradilan itu hanya berperan sebagai "administrator" yang tidak 
diberi wewenang dalam penetapan kebijakan-kebijakan 
pengawasan pemilu. 

Kedua pendapat itu (dari FPDI dan FPP) "di-counrer" oleb 
Pernerintah yang diwakili o!eh Mendagri Syarwan Hamid, 
rneskpun secara diplomatis dinyatakan bahwa kepurusan 
rnengenai hal mi diserahkan kepada kesepakatan bersama. 
Kutipannya adalah sebagai benikuc: 

"Terapi dalam p/k/ran k/ta Ma/ikamah Agung 1w men gangkar 

sebagian dari Hakim-hakim sebagai Anggora Panwaslak, clan 
seclapat rnungkin 1w bukan wakil parrai, karena kalau ada wakil 
partai sclurtihn,iva harus masuk wakil parrai. Dulu bogikanya iru 
di beberapa negeri dengan deinokrasi modern peserra pemilu 
ridak ikur mengawasi karena ito dia mengawasi dirinya send/n. 
Dia hartis cia wasi olch pihak lain, iw bogika yang mereka pakai. 

7itapi kalau k/ta disinimau dikombinasikan tidak apa-apa, bogika 
mereka biasanya adabali penga was itu hai-us bukan orang parcai 
arau bukan pemain, 1w rerserab wisdom kita." 
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Se!anjutnya, Pemerintah memberikan ide tambahan, sebagai 
berikut: 

"Barangkali perlti clibeclakan antara pengawas dan pemantau 

kalau pcinantau tic/ak dibatasi. Saya sering rncngatakaii c/iberbagai 
forum mau bikin seribu KIP juga tic/ak apa-apa, pemant -au. Terapi 

penga was, penga was 1w menipunyai kepurusan, pwiya keputusan 

yang legitimate. Iru tic/ak bisa ban yak ora ngnya, supaya dalam 

mengambil keputusan tic/ak sulit. 

Tadi ada c/ikemukakan mengenai masyarakar ditampung di 
penga was saja. Per/u saya ingarkan habwa ada perbedaan antara 

pengawas clan pembuat keputusan atau pembuar kebijakan, 

apakah masildrakat tidak ikut dalam pembuatan kebijakan di 
KPI atau LPU dia cuma cukup pengawas saja, atau mereka 
juga ikut da/ain perumusan, schingga keputusannya legiti-

mate, seperti MPR itulab kira-kira. 

Jadi kalau masyarakat ikut dalam KPI aiau LPJ dia ikut 
mewarnai kebijaksanaan yang legitimate itu sehingga dia'Jki'it 
berta nggung ja wab menjamin legitim a si kep u tusan yang 

diambil. Klau pengawas 1w ineliliat apakab ada pelanggaran 

atau tidak, menyangkut pemberian sanksi, yang didalam sistem 
Amerika 1w disebut sebagal Hakim Pemilu, hakim tilang kira-

kira yang hisa memberi sanksi. 1w barangkali per/u diiiigat 

kembali perbedaan -perheclaan 1w." 

(Suniber: Risalah Rapar Kerja Panitia Khusus RUU tentang 
Partai Politik, RULJ tentang Pemilihan Urnum, RUU tentang 
Susunan dan Kcdudukan MPR, DPR dan DPRD tanggal 26 

November 1998. Sekretariat Jenderal DPR RI) 
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label. Usulan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi 
tentang Daerah Pemilihan 1999 

1)acrah pcmilihan Alasan 

DPR RI dciigan dapil \X"akil rakvat akan lehili 

Pcmeri.rah [)acrah hertanggungjawab dan 

Tk. II (Kahiipaten/ .lspiIlLif tcrliadap masvarakat di 

Kora m adva) d a era h nra 

I) PR RI dengan dapil Wakil rakvar akan lehih 

FKI Daerah inengena!, dikcnal dan 

1k. II (Kahupaten/ dipercava masvarakat di 

Kotaniadva) daerahnva 

• Rak-vat Jehih dapat niengukur 

)iilitEilt'U 	claii 

kcivainpiian eaton wakilnya 

tin ru k mernaj u Liii 

dacrahnva 

L)PR. RI den gan dapil Kurang Ichili mcniiliki alasan 

FABItI [)acrah rang saina dengan 1 KP 

Tk.It 	Kabupatcn/ 

Kora inadva) 

I )PR RI dengan dapil Sistem rang herhasis disuik 

FPP [)aerah herpotensi 

iiieiiuti ncti !kan kerinipi nga n dan 

1k. 1 (Prupinsi) ketidak adilan 

• \Iencurigai sistciii herbasis 

distrik adahih 

nierupakan persekongkolan 

pcmenntah dengan 

Got ka r 
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DPR ki dcngan dtpiI 	Kurui t ,  khih icnIiki alasan 

FP[)I 	1)aui'ali 	 vane cinLi dcngan F PP 

Uk. I (Pipi n si) 

Sumber: Sekretariat Komisi II DPR RI (diolah) 

Mengenai persyaratan bagi partai politik untuk dapat 
mengikuti Pemilu 1999 yang disampaikan Pemerintah, dapat 

dilihat alasannya dalarn kutipan pernyataan Direktur Jenderal 

PUOD, Ryaas Rasyid, sebagai berikut: 

"Sava ingin inenyampaikan baliwa dibalik usul 50 % 1w 

rersilflpafl spirit demokrarisasi sebenarnya dan juga pengua tan 

parral. Selama liii kira percaya bahwa pengambilan keputusan 
iru 50 % dirambab 1, 1w saja pikirannya. Jadi kalau kira mati 
mengklaim parrai 1w herskup nasional, hartis kira bukrikan 

50 % rainhah satu iru saja." 

(Sumber: Risalah Rapar Kerja Panitia KhususTiga RUU Bidang 

Politik ranggal 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 
Masa Persidangari I. Tidak dipublikasikan) 

Jadi, ide dasar Pemerintah adalah menghendaki munculnya 

partai-partai politik yang henar-benar kuat dukungannya dan 

rakyat, sehingga yang terjadi adalah suatu kondisi perpolitikan 

yang mengakumulasikan kelompok-kelompok "besar" saja dalam 

masyarakat, tidak terlalu tersebar ke dalam berbagai "aliran" politik 
yang seringkali terlalu mengandung muatan "emosional". 

Maksudnya, membentuk partai politik itu tidak main-main. 

Diperlukan kesiapan bagi seluruh aspek pendukungnya dan yang 

terpenting, mernpunyai potensi kuat untuk menjadi partai politik 
yang mampu hertahan ditengah persaingan politik yang tajam. 

Kalau partai politik dibcntuk secara asal-asalan, akan memboroskan 

dana saja, terutama bila kurang diperhitungkan faktor 
"keberlangsungan hidup" partai politik tersehut. Jangan sampai 

"Iayu sebelum berkembang". 
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Bila kita membandingkan pandangan Pemerintah di atas, dapat 
kita lihat bahwa Pemerintah rneniiliki pandangan yang seragam 
dengan FABRI, sedangkan FKP yang meskipun agak mirip dengan 
keduanya, berpendapar berbeda dalam soal dukungan sebanyak 
I juta orang bila partai politik tidak memenuhi batas jumlah dan 
persebaran kepengurusannya di wi!ayah Negara Republik Indo-
nesia. Alasan FKP, sebagaimana yang disampaikan perwakilannya, 
M. Yamin Tawary dalam forum Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga 
RUU Bidang Politik tanggal 3 Dcscrnber 1998 Tahun Sidang 
1998-1999 adalah bahwa dalam pandangan FKP, kondisi Pemilu 
1999 .ifatnya memungkinkan munculnya partai-partai politik 
yang herorientasi kedacrahan. Ditambahkan pula bahwa FKP 
sangar menghargai kejujuran dan keadilan dalam pemilu, tetapi juga 
mcncintai persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, dalarn konreks liii, 
FKP mengutamakan faktor terjaganya persaruan dan kesatuan 
bangsa Indonesia, dengan memberikan ruang bagi terakomodasinya 
kepentingan parrai politik yang membawa "misi kedaerahari". 

Selanjutnya, tampak hahwa baik FPP maupun FPDI memiliki 
pendapat yang lain dari Pemerintah, FABRI dan FKP, namun 
diantara keduanya juga ada perbedaan. FPDI tampak "percaya 
din" dalam hal syarat persebaran kepengurusan partai politik di 
wilayah Indonesia dibandingkan FPP. FPDI seruju bahwa syarat 
suatu partai politik dapar mengikuti Pemilu 1999 adalah memiliki 
kepengurusan di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia 
dan lebih dari sepanuh jurnlah kabupaten/kotamadya, sedangkan 
FPP menghendaki bukan separuh, tetapi sepertiga. Namun dalam 
hal electoi-aI threshold, FPP justru tampak !ebih "percaya din" 
dengan mengajukan prosentase 2 % perolehan suara secara 
nasional, sedangkan FPDI mengajukan "hanya" 1 %. 

Dapat dianalisa bahwa FPP mengajukan alasan yang pada 
intinya adalah bahwa aruran mengenai electoral threshold untuk 
Pemilu 1999 perlu ada ke!onggaran, mengingar semangat 
reformasi yang baru saja bergulir kerika itu membutuhkan suatu 
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kondisi sisrern kepartaian yang berul-betul dapat mengakornodasi 

sebanyak-banyaknya kepentingan atau aspirasi masyarakat. 
Sedangkan FPDI mengajukan alasan yang mengacu pada 
pengalarnan empiris, yaitu pada pclaksanaan Pemilu 1955 dimana 
electoral thresh old nya inengandu ng kete n man b ahwa partai 
polirik yang ketika itu hanya mernpero!eh 1 kursi dapat mengikuti 
pemilu selanjutnya. 

Untuk !ebih jelasnya, berikut mi adalah kutipan-kutipan 

pernyaraan FPP dan FPDI dalam forum Rapat Kerja Panitia 
Khusus Tiga RUU Bidang Politik ranggal 3 Desember 1998 
Tahun Sidang 1998-1999 terkait electoral threshold mi. Pernyataan 
FPP yang diwakili H. Robbani Thoha adalah sebagai berikut: 

ilarn un cliharapkari persya ra IaJI ml jangan meni hera rkan 

sehingga ban yak parpol yang scsungguhnya cukup lavak, cukup 
ada dukungan di masyarakar la/u rerhambat untuk ridak ikut 

didalam pemilu., liii saw prinsip. 

Berkairan dengan persvarakar sepa ru/i artinya yang 50 % 
rersebur, FPP meniandang ridak harus separuh, halL/s ac/a 

kelongga ran -kelongga raii persya ra ran. Karni rn engajukan 

seperriga daripada 27, jadi kalau 9 Dati I kami anggap 

mewadahi, detnikian juga di Tingkat II." 

Menanggapi juinlah dukungan sehanyak 1 juta orang yang 
diajukan Pemerintah dan FABRI, FPP menambahkan argumennya: 

"Unruk semennara karni rnenggunakan semacain parokan ya 

karakanlali kalau memang ada du/cungan nil daripada 500.000 

pen duc/uk, c/all ml dalam saw perkiraan dengan 500.000 

berarri dia hisa mendapat sanu kursi, sebuali ke/ompok 

masyarakar Indonesia yang jum/ahnya 500.000 dia herhasrar 

menemparkan wakilnva di DPR RI saya pikir 1w cukup sail 
LIII wk meneinpa rkan perwakilannya di DPI? RI. liii inernang 

berangkan claripada peinikiran hahwa deuigan peini/u mi seluruli 

aspirasi rakyar bisa renvakili berapapun jumlahnya. Uku ran 
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in;iiiinal juinlah 1w memang I kursi, soal uianti clalam pemilu 
heriku rnya meijadi persyara ran hia r mereka cikiorong on ruk 

niengadakan saw merger." 

(SunThcr: Risalah Rapar Kerja Paniria KhususTiga RUU Bidang 

Politik tangga! 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 

Masa Persidangan 1) 

Dapat dilihat bahwa sebetulnya patokan yang ditetapkan FPP 
tidak berbeda dengan FPDI, yaitu 1 kursi, namun FPDI 
rnenetapkan prosentase lebih kecil daripada yang ditetapkan FPP. 
Penjelasan FPDI yang dapat dilihat adalah dalam pernyataan 
yang disampaikan Bambang Mintoko, MP (walaupun alasan 
mengapa ditetapkan 1 % tidak diungkapkan secara jelas), sebagai 
berikut: 

• karni juga mengusulkan bahwa untuk dapar mengikuti 
pemilu selanjutnya 1w ada/au bukan 10 % rerapi kasni rubab 
menjacli 1 %. Pengerrian mi ada/au kami melihar hasil Pemilu 

tab on 1955 dan pada wakru Ito saru kursi pun dia berhiak 
untuk ikut pemilu selanjurnya. Tahun 1955 pada wakru ito, 
dari 60 parpol atau /ebih rernyata yang mendapar kursi 57 

sarnpai I kursi ada 12 parpol, sehingga dengan mengacu 
sernangar Dernokrasi Pancasila rernyara juga ridak benlebihan 

kirania apa hi/a kaini mengusu/kan 1 % liii, sehingga ia masih 
bisa mengikuti pem i/u selanju tnya." 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga RUU Bidang 

Politik ranggal 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 

Masa Persidangan 1) 

Pendapat FPP dan FPDI memang berbeda dengan 
Pemerintah, FABRI dan FKP. Mari sekarang kita meninjau 
alasar Pemerintah, yang pendapatnya didukung FABRI, 
rnenetapkan persyararan yang relatifjauh !ebih "ketat" daripada 
yang ditetapkan FKP, FPP dan FPDI, terutama dalam angka 
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electoral threshold nya. Mendagri. Syarwan Hamid memberikan 
penjelasannya sebagai berikut: 

"Pertaina Inengenal persyara tan parral, saya kira kira 

sependapa t bali Wa kira in gin rnenghasilkan sua to kekua ran 
sosial politik yang mencerminkan gain baran secara nasional, 
ito yang kita pertimbangkan clan yang kedua ten tunya 

diharapkan juga parrai-parrai ml bcrul-bcrul secara nil mampu 
rnempunyai clukungan awal yang ineinadal. Kalau kita 
niengancer-ancerkan penthithik Indonesia mi dua ratus juta 

lebih kern udian yang benliak ineinilih 129.000.000 dengan 
syarar seberulnya 500.000 sampai 1.000.000 secara porensial 
parrai kira bisa menjadi 100 lebili kalau seandainya rara, rerapi 

renw ridak seperti ito hiram purihnya, retapi yang pen ring 
tadi adalah satu ukuran secara nasional." 

(Sumber: Risalah Rapat Kcrja Panitia KhususTiga RUU Bidang 

Politik tanggal 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 
Masa Persidangan I) 

Logis memang, alasan yang dikemukakan Pemerinrah di atas. 
Pemerintah menghendaki, walaupun spirit reformasi perlu diberikan 
"saluran", namun faktor suabilitas nasional perlu dipertimbangkan 
juga. Dengan usulan angka 1 juta itu saja, jum!ah partai politik yang 
berpotensi lahir sekitar 100 partai politik. mi jumJah yang besar 
tentunya. Jadi, spirit rnengenai sistem kepartaian yang diajukan 
Pemerintah, dan tidak berbeda dengan spirit FABRI adalah suatu 
spirit yang dapat kita sebut sebagai "multi partai terbatas". 

Pemerintah juga mengkritik penetapan angka threshold dan 
FPP dan FPDI yang dini!ai terlalu kecil dan tidak lazim. Hal mi 
disampaikan oleh Direktur Jenderal PUOD, Ryaas Rasyid 
(terutarna menyoroti pandangan FPDI), sebagai berikur: 

"Kern udian mengenai I %. Indonesia men jadi iiiiik sekali kalau 

ito diserujui, karena di negeri-negeri lain yang naninnya thresh- 

old iru bervariasi anrara 5 96 sampal 15 %, tidak ada d'ibawah 
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5 %. Di sernua negeri yang menggunakan sisrem threshold, 

dibawah 5 % iru ridak ada. Yang ada 5 %, 10 % dan 15 %. 

Diaras 15 % juga ridak ada. Maka idenya sangar sederhana. 
Kira ambil yang perreiigahan yang /azim dipraktekkan di 

tempat-rempar Iaiii anrara 5 sampai 15, maka kira ainhil 10, 

terapi ka/au iru mau dikurangi silakan saja. Terapi unruk ridak 

terlalu aneh barangkali, jangan dibawab 5 %. Namun 

deimkian rergan rung pada wisdom disini. Siapa rahu Indone-
sia memang harus andi." 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga RUU Bidang 

Polirik tangga! 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 

Masa Persidangan I) 

Selanjutnya, perlu kita tinjau pandangan FABRI yang mana 
sempat menyampaikan penjelasan yang cukup mendalarn 
rnengenai syarat bagi partai politik untuk ikut Pemilu 1999. 
Daiam hal i, penulis kira perlu sekali untuk menampilkan 
kutipan !engkap atas pernyataan yang disampaikan oleh Ishak 
Lamconina, M.Sc. (Mewakili FABRI) dalam Rapat Kerja Panicia 
Khusus Tiga RUU Bidang Politik tanggal 3 Desember 1998 
TaF!un Sidang 1998-1999, yaitu sebagai berikut: 

"Perrama mengenai pers_vara ran parpol ikur dilam pemi/Li 

bara;igkaIi perranyaan yang pertama yang per/u kira jawab 

yairu seberapa mampu Pemerin tab arau LPU bisa 11w-manage 
pelaksanaan penn/u dengan jwnlab parpol rerrenru. Arrinya, 
herapa banyak perkiraannva, 50, 75, 20, 10. Serelah angka 
itu diperoleh, baru/ab kira mcnghirung kebelakang mengenai 
persyaratali-persyararan yang kira huar. Sernakin ban yak parpol 
yang kira bisa manage untuk ikur pernilu, semakin lunak 

syara r-s in varar yang kira susun, isain va berapa provinsi arau 
herapa kabupa tell iru juga bisa kira ambil dari sana. 

Kedua znengenai jum/ab randa rangan bagi parpol yang ridak 
bisa memen u/li sva rat un ruk mempunyal kepengurusan di 
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pro vinsi dan kahupa ten sebagairnana yang diisyararkan, vairu 

50 % Iebih, barangkali penentuan angka-angka 1w juga perlu 

punya dasar perhirungan, ridak bisa kira I jura atau 100 ribu 

dan sebagainya, se/a in kira kairkan clengan kern ungkinan 

parpol Ine/ampaui baras iru unruk menjadi parpol yang bisa 
ikur pernilu dan rnenarnbah jurn/all parpol unruk ikur pernilu 
il/ga ada dasar perlitungannva. Kilau saya rnenyarankan, dasar 
perhirungan 1w ada/ah berapa junilah suara yang diperlukan 

untuk mendaparkan saw kursi di DPI?. Jadi kalau kira 
rnenggunakan inisalnva 400 ribu, maka palling ridak men jadi 
parokan ito juga dikairkan deiigan threshold sebenarnya, terapi 

karena 50 % rena/u banyak rnaka angka mi kita pakai rnisa/nya 
saw parpol serelab ikur pernilu rnernpunyai 3 arau 4 Anggora 
di DPI?, rnaka kern udian kira lihar dari kelipa ran 400 liii, 

rnisalnya ka/au kira ten rukan rhresholdnya 2 %, maka 2 % 1w 
dengan 10 orang, inaka paling ridak 4 jura A nggora dan 

parpol itO yang hisa kira bukrikan bahwa parpol ito 

mernpunyai anggora sebanyak 1w. mi kita kairkan bagairnana 

kira ineinbuat selcksi terhadap parpol yang akan masuk 
mernenuhi syarar unwk mengikuri pernilu, nanri Pernerinrah 

bisa ineng-liandle palpol yang ikur pemilu." 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga RUU Bidang 
Politik tanggal 3 Desernhcr 1998 Tahun Sidang 1998-1999 
Masa Persidangan I) 

Untuk masalah electoral threshold, FABRI menjelaskan bahwa 
yang perlu dipertimbangkari adalah dasar perhitungannya, yaitu 
berapa jumlah minimal Anggota DPR RI. Selain itu, idealnya di 
setiap Komisi, ada wakilnya minimal satu orang dari masing-masing 
partai politik. Jadi, seandainya angka threshold terlalu rendah dan 
mengakibankan penwakilan suatu partai politik hanya ada 2 - 3 
orang, maka fungsi keterwakilan Anggota DPR RI tidak akan 
terakomodasikan pada seluruh Komisi. Dalam kasus hanya 2 -3 
orang tadi - sebagai contoh - berdasarkan Peraturan Tata Tertib 
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DPR RI, orang tersebut (Anggota DPR RI yang bersangkutan) 
hanya akan terakornodasikan di Komisi I dan Komisi II DPR RI. 

Melihat argumentasi FABRI di atas, terlihar bahwa ada 
pendekatan yang ditujukan pada berfungsinya peran Anggota 
Dewan yang tercermin dalam persebaran keterwakilan pada 
seluruh kornisi di DPR RI. FABRI melihat, masalah kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang terdiri dari berbagai macani sub 
bidang, dan mi tersalurkan dalam fungsi-fungsi kornisi unuuk 
ditangani, maka bila perwakilan Anggota DPR RI hanya ada di 
satu atau dua kornisi, peran kedewanan akan kurang maksimal, 
terutama dalam proses pengambilan keputusan yang menghendaki 
tertampungnya ide-ide dari seluruh Anggota DPR RI yang dalam 
hal liii menjadi "utusan" partai politik yang berhasil dalarn pemilu. 

Namun sebetulnya, ada prinsip "ringan" yang perlu diingat: 
Lebih baik bagi sebuat partai politik untuk dapat mcngirimkan wakil-
wakilnya ke parlemen walaupun hanya 1 atau 2 orang daripada 
tidak samasekali. FABRI rampaknya berfikir sebaliknya: Daripada 
keterwakilan Anggota DPR RI tidak tersebar ke dalam semua komisi, 
lebih haik tidak usah ada perwakilannya saja di parlemen. Begitu 
kira-kira "kasarannya". Prinsip mi juga men jadi bahan kritik terhadap 
pandangan FABRI itu yang disampaikan FPP, diwakili oleh dr. H.M. 
Djufrie Asmoredjo, SKM, sebagai berikut: 

"Menurut saya, syarat ikut pemilu itu secara organisatoris saja 

iru sudah cukup, jacli menienuhi 50 % tingkat I dan tingkat II, 

itu saya kira sangat organisatoris. Masalah pendukung itu baru 

akan bisa kita lihat setelab pemilu. Jadi dengan deniikian kita 

tidak kelihatan bahwa kita itu membatasi suatu yang agak sedikit 
berbau rnenyulitkan, liii penting, mi bcrhau menyulitkan, itu 
untuk syarat ikut pernilu. Kemudian setelah pemilu itu apakah 

akan botch ikut apa tidak, menurut saya meskipun partai itu 

ha:iya dapat satu kursi arau tidak dapat, saya kira tidak ada 

masalah ikut pemilu tcrus. 
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kornisi iru ridak usa/i rnisalnya seka rang PDI lalti menga/arni 
kesuliran karena komisi jurnlahiiya sekian la/u barns /ebili liii. 

Seberulnya la/ti ridak realisris sesual dengan keadaan. Jail sa'a 

kira iru ridak juga per/li harus begin;. Jail komisi rcrap herapa 

yang dlburuhkaii oleh Dewan ml, rerapi nanti siapa yang bisa 

mastik koniisi iru silakan, ridak bisa niasuk ridak apa-apa." 

(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga RUU Bidang 

Politik tanggal 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 
Masa Persidangan I) 

Sekarang marl kita kembali ke masalah multi partai. Faktor 
multi partai dapat diasumsikan tidak menjadi masalah yang utama 
bagi FPP dan FPDI. Keduanya hanya menetapkan usulan standar 
yang jauh "lebih ringan"  daripada usulan Pemerintah dan FABRI. 

Kita dapat memperkirakan, misalnya FPP mengusulkan batas 
threshold2 % visa vis usulan FPDI 1 % adalah untuk "menekan" 
atau "mempersempit" kekuatan FPDI. SementaraFPDl berusaha 
sernaksimal mungkin mengusulkan ambang batas threshold yang 

dapat membuka peluang sebesar mungkin untuk mengikuti 
pernilu berikutnya. 

Strategi "menekan" FPDI mi juga tampak pada ide persyaratan 
partai politik untuk mengikuti Pernilu 1999 yang diajukan FPP, 
yaitu memiliki kepengurusan di 113 jumlah provinsi dan 1/3 
jumlah kabupaten/kotamadya pada rnasing-masing provinsi di 
Indonesia. Disini, FPP menghendaki timbulnya banyak partai-
partai baru yang diharapkan dapat "memecah" kekuatan FPDI 
maupun FKP. Berbeda dengan FPP, FPDI menerapkan 
persyaratan ½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/ 

kotamadya, yang mana strategi mi akan mengurangi potensi 

inunculnya partai-partai baru. 

Tentang strategi FPDI, dapat kita lihat bahwa dalam konteks 
menghadapi Pemilu 1999, tampaknya di satu sisi FPDI bermaksud 
"menekan" potensi munculnya partai-partai politik baru - yang 
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bisa jadi ada yang berasal dari kalangan internal yang tidak puas - 
di sisi lain, FPDI berrnaksud melindungi dininyasendini dari potensi 
yang sifatnya rnenggagalkan FPDI untuk mengikuti pemilu 
sela jutnya, dengan menetapkan angka threshold 1 % 1w. Tampak 
benir bahwa FPDI tidak rnau mengambil resiko dalam hal mi. 
Strtegi mi memiliki efek "tembak" yang lain. Dalarn konteks 
pernilu berikutnya, strategi mi juga untuk "memecah" arau 
"mengurangi" kekuatan FKP dan FPP karena dengan threshold 
1 %, tentu Iebih banyak partai politik yang akan lobs pada pemilu 
selaijutnya. Jadi ka!au dari hasil Pemilu 1999 ada partai-partai 
pohrik yang lahirnya dan "kekecewaan" terhadap partai induknya, 
apakah itLi FKP atau FPP, partai-partai politik inn akan "tenlesrarikan 
kelangsungan hidupnya" berkat threshold I % dan berpotensi 
mengurangi kekuatan FKP dan FPP. 

Menanggapi ide-ide electoral threshold baik dari FPP 
maupun FPDI, FKP menyampaikan tanggapannya, yang saiah 
satLrnya dapat kita lihat dari pernyaraan Drs. Agun Gunandjar 
Sudarsa (masih dalam forum Rapat yang sarna), sebagai berikut: 

"Kedua ineiiyangkiir zna.sa/ah persvara ran par rai polirik untuk 

bi5a mengikuri pemilu berikutnya ac/a beberapa perrintha nga n 
yang sudali menlath kesepaka ran di FKJ? Perrama dala in DIM 

kami mcncanrumkan 5 % apabila pemilu bcrikurnya dia 
men dapa rkan 5 % maka dia gugur mi yang diarrikan oleh kami 
ha%wa mi ridak kaini inaksudkan berbeda dengan pembenrukan 
fraksi, jadi kami mendukung nampaknya ada kesarnaan 

pemikiran dengan FA BRI, serelah radi diungkapkan ten rang 
mekanisme kcrja lembaga DPR mi, kami inc/That Fungsi parrai-
parrai politik iru banyak disamping Iungsi arrikulasi, agregasi 
rerinasuk dalam pen didikan po/irik bangsa inc sen din, rermasuk 
bagaimana keberadaan /embaga inc luga bisa secara efekri.F 
melakukan aspek-aspek ma na/em en 1cm haga-lembaga politik 

ten wnya men vangkur kepada masa/ah angka -angka ten tunya 
kita hams IehTh rasional dan kira perhitungkan, kita nidak hanya 
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berbicara sekian persen tanpa ada kebijakan setelah 

c/Jim p/em en rasika n rernya ta sanga t mnenyulirkan kita scm ua, 

baga imana mnekanisme penga wran herb icara kala u scm uanya 

harus berbicara scmnua minra 5 menir maka sctc/ah di7umlah 

menjadi 500 mncnir mi kon c/is] obyekril clan m ungkin menjadi 

perrimbangan kita. 

Ole/i karena iru buar kami bahwa unruk dapat membenruk 

Ira ksl kami rerap berrahan minimal 10 %. Memang 
namnpaknya berar retapi ini/ah lungs] dan keberadaan parrai 
polirik. Sebab kalau tidak a'ibarasi seperri liii bisa clibayangkan 

kalau misalnya 5 % saja nanri lraksi jumlahnya berapa, 

bagaimana mckanisrne kerja 1w, hanya unruk hisa mengikuti 

pemilu berikutnya 5 %, wrap] 5 % mi kalan thia kali pemilu 

tic/ak dapar, c/la gugul: Tetapi kalau dapatnya 5 % daparnya 5 % 
apakah keanggo raannya gugur, ten tunva ridak silaka n 
membenwk lraksi tetapi bcrgabung, yang kurang dari 5 % 

hanya dapar duduk I orang, wrap c/ia mcnjadi Anggota Dl'R 
c/an c/ia jadi gabung ke Ira ksi dimana c/ia akan hergabung." 
(Sumber: Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga RUU Bidang 

Politik tanggal 3 Desember 1998 Tahun Sidarig 1998-1999 
Masa Persidangan I. Tidak dipublikasikan) 

Dari tinjauan diatas, dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya, 
setiap usaha untuk rnemasukkan ide-ide tentang angka-angka 
persyaratari suatu partai politik dapat ikut Pernilu 1999 dan angka-

angka electoral threshold adalah merupakan kombinasi dari dua 

hal. Pertama, bagairnana masukan-masukan mereka dapat 
mencerminkan nilai- nilai reformasi politik, khususnya dalam sistem 
kepartaian dan pemilu yang menjadi poin krusial tuntutan 
masyarakat ketika itu. Kedua, bagaimana mengemas ide-ide itu dengan 
tidak mengorbankan masa depan partai politik yang bersangkutan. 
Jangan sampai partai politik yang sudah ada menjadi lengah, 
maksudnya ingin dipandang sebagai partai politik yang sangat 
aspiratif terhadap tuntutan reformasi, namun akhirnya "tenggelam" 
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oleh ants reformasi 1w sendiri. Inilah poin penting yang menjadi 
"kata-ka:a kerarnat" bagi partai-partai politik ketika itu. 

Derigan demikian, bisa dikatakan rnuncul adagium baru 
dalam dunia perpolitikan. Kalau yang sudah ada menyebutkan: 
"Revolusi biasanya memakan anak-anaknya sendiri", maka 
sekarang - yang harus dihindari oleh partai-partai politik yang 
sudah "mapan" sebelurnnya - adalah: "Reformasi bisa jadi akan 
mernakan anak-anaknya sendiri". 

Usulan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi 
tentang Tatacara Pemberian Suara 

Tatacara Pcrnbcrian Suara 	Kctcrangan 

.\lcneuhks CL)C()k uji tu k sisteIn 

distrik kareii.i 

kertas suara lehili meiniliki 

space ketika dilkuti 

linva sedikit partal. 

\lcncuntrcng Ichili cucuk 

tIfl tuk Nistein proporsional 

dengan Icinhar 

suara yang dipadati cauda-tanda 

tamhar parpol 

dcngan space yang keel!. 

Mcncuiirtcng relaril 

n)cngUrangi kcniungkinan 

kesalahan! rusak 

Proscs d c nga II Inc n a)l) kn 

hcrsilat !ehih 

scdcrhan.i, !nudah Jan cftsien. 

Apa!agi 

inasvarakat sudah rerhiasa. 

Pc me tin iah pad a aw.1111ya  

!'eui cr1 n t 	mc Igus LI I kan 

nienggunakan cara 

pcna)hkIs.ifl. 

Uta p1 setclali mu nell 

ke epa ka tan 

pencrapa n \t.tcm 

pr)poNtnaI nuka 

pelilerin tali cendcru ug 

ITC iiggti n a ka n 

pencon tidilgan 

_'\lcuiilih ncngguii.ikan 
J:}) 	nekanisuic 

pe Ila)H !usan 
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FABRI 

lcin1lIIi mciiggunakan 

ickaiii.,mc 

pen cob lt)Sdfl 

1-lainpir s.mw dcmmn .ilaan 

F KI 

.\lcinillh (ganihar p.irrai) \Lisyarakat dan parpol sudali 

FPP ilcnggunakan tra unia dengan 

iiickanisinc pencohiosan nusa 

tile ka nisme pe icon trcnga II ( ) dc Ba ru yang 

C1i liii elcngan kccurangan. 

.Mcmilih (foto caleg) lidak ada perhedaan signifikati 

FPDI in en ggu na ka n an ta ra 

inc ka His mc pe n con rrc ii gall. 

te tapi men con tre Hg ii a ii mcii cob los. 

scLiiijutnva menvarankan 

un tuk 

discrahkan tiiekanistncnva 

kepada KPU 

Sumber: Sekretariat Komi;i II DPR RI (diolah) 

Dari tahel di atas tampak bahwa alternatif 'mencoblos' atau 
'mencontreng' lebih pada pertimbangari teknis untuk mengurangi 
resiko rusaknya kertas suara atau tcrjadinya kesalahan lainnya dalam 
pemberian suara. Tidak ada pendapat salah dari usulan-usulan di 
atas. Pemerintah, misalnya, yang fokus perhitungannya adalah 
space pada kertas suara mernanglogis. Dengan cara 'mencontreng', 
resiko kerusakan atau kesalahan teknis dalarn pemberian suara 
dapat dikurangi. 

Yang menarik adalah pandangan FPP dimana cara 
pencontrengan dipilih karena faktor yang dipandang sebagai 
traumatisme masyarakat pada masa pemilu-pernilu Orde Baru. 
Sebetulnya alasan mi tidak terlalu substansial. Seandainya faktor 
traumatisme itu mcmang ada, itu adalah bukan pada aspek 
pencoblosannya, tetapi pada 'apa yang dilakukan' setelah itu. 
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Karakanlah ada kecurangan-kecurangan, maka faktor yang salah 
secara sibstansial bukan pada pencoblosan itu sendiri, karena 
itu hanyalah teknis pemberian suara. Dengan dernikian, taiiipak 
bahwa FPDI mengambil sikap yang bersifat jalan tengah, yaitu 
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara 
pencoblosan dan pencontrengan. 

Usulan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi 
tentang Penetapan Pemenang 

Usulan Pcnctapan pcnicnang Kctcrangan 

1iiirin 	.ih • (ikin yang incraih 	uara Kcrangka vaiig 

reihanvak dianraia para digunakan 

calon 	p.ida flusiIig-masi:ig pclnerin a Ii daLi in 

dirik pcniililiaii-pcn) pcucuuan 

dinvarakaii chagai pcnlnang pundnang htrada dalain 

• 'ia suara di scmua disrik dcs.iin 

diku inpu Ikan sccara Sisern peniilu disujik 

nacit)nal nich 	Paniri.i l'cnilihaii canipuran 

Indunc\ia daii (prporsional) 

di pakal KPU J\Iasional untuk 

InendilLukan wakil 

partai di ringkar ILisK)fl.1I 

FKP Pcncrapan hasil cliara discsiiaikan Kcrangka rang 

dcngan digu ia kan 

Lingkatan nva; dacrah rk II oleh ukh FKP hcradi dalani 

PP[) II, dacrali tk nitxlel 

I ukli PPI) I. iiaionjl okh PPI. JaCI1IJ1L1 siS(dlll 

kcc! LI lU Ii an Oldl proporsional 

dcngan pen(Ickatan 

• Ikriciapan peruiclian kursi haik distrik 

untuktk [)PkE) 
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FA BRI 

F 1PP 

I!, I)PRI) I dan 1)I'R RI 

didasarkan iras perulehan 

stiar.i sesuai LIngan juiiilah sijaja 

iru herlandaskaji 

kuora yang diren ru kin un tu k 

lnasing-nasing kursi 

• Nania-nama calon yang akan 

(ILIduk(h F)PR[) LI. 

DPRD I dan F) PR RI diambil 

d a ri datan calon tcr.ip 

untuk rhip-tiap (Iacrah j)(m1l11i1n 

• Sisa suara digahung secara 

nasionat untuk 

pcnhagiaii kursi I)PR RI. 

• Calon yang parrainva Kcrangka yan g  

nieniperoich suara terhanvak digunakan 

di masing-masing distrik sama dengan FKP, yakni 

din 	ara kan scha( ,ai pcmilu proporstonal 

penienang (mcraih 	atu kursi per dengan 

distrik d.icrah pcndckaraii (listrik. 

tingkat II) 

• Sisa keseluruhan 	uaia di rank kc 

pus at 

yang i1cru paka ri ha k [)PP (tin tu k 

kciiiudian 

didistrihusikan u n ru k kLlf - d i balk 

DPRI) II, I)PR1) I 

dan D1R Rfl 

• Pcircnruari kursi hagi caleg 	Kerarigka yang 

didasarkan kc pada 	 digun akan 

jumlah total suara yang diraih 	dalarii pericnfllan kursi 
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DPR RI, orang tersebut (Anggota DPR RI yang bersangkutan) 
hanya akan terakomodasikan di Komisi I dan Komisi II DPR RI. 

Melihat argumentasi FABRI di atas, terlihat bahwa ada 
pendekatan yang dituj ukan pada berfungsinya peran Anggota 
Dewari yang tercermin dalam persebaran keterwakilan pada 
seluruli kornisi di DPR. RI. FABRI melihat, masalah kehidupan 
berbansa dan bernegara yang terdiri dari berbagai macam sub 
bidang, dan mi tersalurkan dalam fungsi-fungsi komisi untuk 
ditangani, maka bila perwakilan Anggota DPR RI hanya ada di 
satu atau dua komisi, peran kedewanan akan kurang maksimal, 
terutarna dalarn proses pengambilan keputusan yang rnenghendaki 
tertampungnya ide-ide dari seluruh Anggota DPR RI yang dalam 
hal mi menjadi "utusan" parrai politik yang herhasil dalam pemilu. 

Namun sebetulnya, ada prinsip "ringan" yang perlu diingat: 
Lebih baik bagi sebuat partai politik untuk dapat mengirimkan wakil-
waki!ny'a ke parlemen walaupun hanya I atau 2 orang daripada 
tidak samasekaii. FABRI tampaknya berfikir sebaliknya: Daripada 
keterwakilan Anggota DPR RI tidak tersebar ke dalam semua komisi, 
lebih baik tidak usah ada perwakilannya saja di parlemen. Begitu 
kira-kira "kasarannya". Prinsip mi juga menjadi bahan kritik terhadap 
pandarigan FABRI itu yang disampaikan FPP, diwakili oleh dr. H.M. 
Djufrie Asmoredjo, SKM, sebagai berikut: 

"MellUatt saya, syarat ikut pernilu ku secara organisatoris saja 

itu sudah cukup, jadi memenuhi 50 % tingkat I dan tingkat II, 
itu saya kira sangat organisatoris. Masalah pendukung itu baru 

akan hisa kita lihat setelah pemilu. Jadi dengan demikian kita 

tidak kelihatan bahwa kita itu membatasi suatu yang agak sedikit 
beraau rnenyulitkan, mi penring, mi berbau menyulitkan, itu 
untuk syarat ikut pemilu. Kemudian sete!ah pemilu itu apakah 

akan boleh ikut apa tidak, menurut saya meskipun partai itu 

harya dapat satu kursi atau tidak dapat, saya kira tidak ada 

maa!ah ikut pemilu terus. 
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komisi 1w ridak usab rnisalnya sekarang PDI la/u mdngalarni 

kesuliran karena komisi jumlahnva sekian lalu harus Ichib liii. 

Seberuinva la/u nc/ak realisnis sesuai dcngan keadaan. Jadi saya 

kira 1w nidak juga per/u hartis begiru. Jadi koinisi renap berapa 

yang diburuhkan oleh Dewaii liii, rerapi nanni siapa yang bisa 
masuk kornisi itu silakan, nidak bisa masuk tic/ak apa-apa." 

(Sumber: Risa!ah Rapat Kerja Panitia Khusus Tiga RUU Bidang 

Politik tanggal 3 Desember 1998 Tahun Sidang 1998-1999 

Masa Persidangan I) 

Sekarang mari kita kembali ke rnasalah multi partai. Faktor 
multi partai dapat diasumsikan tidak menjadi masalah yang utama 
bagi FPP dan FPDI. Keduanya hanya menetapkan usulan standar 
yang jauh "lebih ringan" daripada usulan Pemerintah dan FABRI. 
Kita dapat memperkirakan, rnisalnya FPP mengusulkan batas 

threshold 2 % vis a vis usulan FPDI 1 % adalah untuk "menekan" 

atau "mempersempit" kekuatan FPDI. Sementara FPDI berusaha 
semaksimal mungkin m engusulkan ambang batas threshold yang 

dapat membuka peluang sebesar mungkin untuk mengikuti 
pemilu berikutnya. 

Strategi "menekan" FPDI mi juga tampak pada ide persyaratan 
partai politik untuk mengikuti Pernilu 1999 yang diajukan FPP, 
yaitu memiliki kepengurusan di 1/3 jumlah provinsi dan 1/3 
jumlah kabupaten/kotamadya pada masing-masing provinsi di 
Indonesia. Disini, FPP menghendaki timbulnya banyak partai-
partai baru yang diharapkan dapat "memecah" kekuatan FPDI 
maupun FKP. Berbeda dengan FPP, FPDJ rnenerapkan 
persyaratan ½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/ 

kotamadya, yang mana strategi mi akan mengurangi potensi 

munculnya partai-partai baru. 

Tentang strategi FPDI, dapat kita lihat bahwa dalam konteks 
menghadapi Pernilu 1999, rampaknya di satu sisi FPDI bermaksud 
"menekan" potensi munculnya partai-partai politik baru - yang 
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poterisi mengharnbat ruh reformasi itu sendiri bila disikapi secara 
tidak hati-hati. Partai-partai politik yang tidak berpegang teguh 
pada semangat reformasi akan mudah terjebak pada kepentingan 
pribadi atau golongan. 

Pemilu 1999: Proporsionalisme Tertutup 

Ketika keinginan untuk melaksanakan Pemilu pertarna pada era 
Reformasi bergulir, permasalahan yang sangat pelik ketika itu 
adalah tentang penentuan sistem pemilu yang akan digunakan. 
Faktor yang harus diperhatikan adalah bahwa sistem itu adalah 
suatu sistern yang tidak mengakomodasi sistem yang dipakai oleh 
rezim Orde Baru sebelumnya. Sistem pemilu yang akan 
dilaksanakan haruslah sistem yang mencerminkan sernangat 
reformasi dalarn mewujudkan pemilu yang jujur dan adil 

- rnelengkapi istilah pernilu orde baru: Luber (Iangsung, urnurn, 
bbas dan rahasia) -, dan terutama memberikan suatu ruang 
bagi rerwujudnya demokrasi yang lebih berranggung jawab. 

Sesuai dengan UU Nornor 3 Tahun 1999 tentang Pernilu, 
khususnya Pasal 1 ayat 7, Pemilu 1999 di!aksanakan dengan 
menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel dafrar. mi 
berart:, sistem yang digunakan bersifat campuran antara sistem 
propo:sional dengan sistern distrik. Dengan sistem campuran itu, 
berarti untuk rnemilih Anggota DPR RI harus menggunakan 
Provii:si sebagai daerah pemilihan, tetapi harus mengacu pada 
stelse! daftar (Daftar Calon Tetap) yang disusun dari masing-
masing Kabupaten/Kota (Dati II/Distrik). 11  

Latar belakang lahirnya penetapan penggunaan sistem 
campuran rersebut adalah karena adanya perbedaan kepentingan 

Yunia wan W Nugroho. 2004. Wijar. Suara J-iilarJg dalain Perni/u Si.rrem 'Campuran' 
da/am: 'Pour/k Indonesia di Mara Warrawan PoIii-iI ". Jakarta. Sarijitra Media Urania, 
didukun Friedrich Niuinann Sr/flung. Hal. 139. 
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antara golongan partai lama yang sudah eksis pada masa Orde 
Baru, khususnya Golkar dengan pihak partai-partai baru atau 
partai lama yang tidak terlalu kuat pada masa Orde Baru. 
Perdebatan yang rerjadi di kalangan para pengambil keputusan 
ketika itu adalah berkisar apakah sistem pemilu yang digunakan 
adalah proporsiona!, distrik, atau gabungan keduanya. Saifullah 
Mashum (2001: 16) rnenceritakan, Eraksi Golkar sebagai Fraksi 
yang masih 'berkuasa', pada rnulanya berani menawarkan system 
distrik. Sebaliknya, suara-suara yang mewakili partai politik keell 
atau embrio partai politik baru menghendaki diberlakukannya 
sistem proporsionaI.' 

Melihat adanya dua kubu pandangan di atas, secara sekilas 

dapat kita lihat bahwa memang kurang adil bila menerapkan 
sistem distrik murni, mengirigar sisteni mi akan menguntungkan 

partal politik lama, khususnya Golkar, yang sudah memiliki 
kekuatan akar rumput yang kuat. Sangatlah wajar bila partai-partai 
kecil atau embrio partai politik baru rnenuntut ditetapkannya 
sistem proporsional yang akan lebih member kesempatan untuk 

bersaing secara seimbang. 

Partai lama ketika itu tampaknya mencoba untuk 
menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa perubahan sistern 
pemilu yang diusulkan adalah untuk mengimplementasikan 
semangat reformasi politik di Indonesia. Namun ternyara, apa yang 
diusulkan memberikan kesempatan yang !ebih kuat bagi partai 
lama itu untuk memperbesar kans kernenangannya. Hal tersebut 
wajar saja terjadi, mengingat partai lama yang besar pada masa 
Orde Baru mendapatkan sorotan tajarn dan tekanan hebat dan 
masyarakat dalam menghasi!kan UU Pemilu yang menampung 
aspirasi masyarakat untuk merombak system pemilu agar lebih 
mencerminkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan UUD 1945. 

120 Ma'shurn Sajfullah. "KPU dan Kontroversi Pemilu 1999". 2001. Jakarta. Pustaka 
Indonesia Saw. HaI.16. 
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partai pada tingkar olch 

prcwinci FPP ;idalah sicreii 

Dengan niodel tcrsehu t tidak ada pcniilu 

Yang menang proporsional 

dan Eidak ada yang ka!ah, sehah 

ernua akan 

inendapakan kursi scsuai dengan 

pr()porstnva 

(hedacarka n u inlah kuota per 

ku rs in va - pe ii) 

F1I)I I>cnctapan  juiiIah ku rsi Konsep yang dia;ii kari 

dilaktik,i n oleh masing- oleh FPF) I untuk 

niasing PPI) di ringkar I dan pcncr.lpan pet enang dan 

tin gka t II dan PPI kti rsi tid a k cu kup jelas. 

untuk nasional. Kepurusan FPDI paling awal 

dihuat sehagi sani rncndorong pembahasan 

ketentuan hcrsama. Pengesahan nn tang jul di-pending 

dilakukan olch dan dikonsulracikaii kc 

KPIJ. pinipinan masing-niasing 

i iraksi. 

Sumber: Sekretariat Komisi II DPR RI (diolah) 

Tampak dari tabel di atas bahwa dalam hal penetapan 

peme:lang pemilu, pendapat terbagi dalam dua spirit, yaitu yang 

mendukung sistem proporsional murni, dan yang mendukung 

sisrern proporsional dengan pendekatan distrik. Hanya FPDI yang 

agak ragu-ragu dalarn mengemukakan pandangannya, karena 

diperkirakan h'ahwa Fraksi ml memperhitungkan bahwa baik 

dengan sistem proporsional murni araupun proporsional dengan 

sistem distrik, tidak akan hanyak berpengaruh pada kekuatan 

PDI itu sendiri. 
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Sebetulnya agak disayangkan bahwa FPDI tidak terlalu 
agresif dalam mengajukan konsepnya tentang penetapan 
pemenang pemilu, karena kesempatan semacarn inilah yang 
justru ditunggu-tunggu PDI selama berpuluh-puluh tahun. 

Mengenai sistem kepartaian yang diterapkan pada pemilu 
1999, nilai-nilainya tercermin dalam UU No.2 Tahun 1999, 

dimana secara garis besarnya adalah: 

• 	Pendirian partai politik tidak dibatasi 

• 	Membentuk partai politik cukup 50 orang WNI berusia 

21 tahun 

• 	Partai politik boleh mcmbuka cabang hingga desa (sebelumnya 
partal hanya boleh didirikan sarnpai kabupaten) 

• 	Partai tidak boleh mencrima hubungan dengan negara lain 
yang hertentangan dengan Pernerintah Indonesia. 

• 	Partai tidak boleh mendirikan badan usaha dan merniliki 

saham pada badan usaha 

• 	Sumbangan pada partai dari perorangan dibatasi Rp 15 
juta setahun dan perusahaan atau lembaga Rp 150 juta 

se tahun. 

• 	Partai harus melaporkan hasil audit keuangan okh akuntan 
publik pada Mahkamah Agung setiap tahun dan men jelang 

serta sesudah pemilu. 

• 	Partai dapat dihekukan atau dibubarkan o!eh Mahkamah 

Agung. 

Mengenai sistem pernilu yang diselenggarakan untuk tahun 
1999, dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam UU No.3 
Tahun 1999, yaitu secara garis besarnya berisi konsep-konsep 

sebagai berikut: 

Azas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) 

ditamhah harus demokratis, jujur dan adil 
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?ernilu dise!enggarakan pada hari libur atau hari yang 
diliburkan 

• 	Pernilu dengan sistem proporsional, daerah pemilihan di 
tingkat provinsi dan berdasarkan stelsel daftar. Calon harus 
mewakili daerah Tingkat IT. 

• 	Tiap daerah Tingkat II memiliki wakil di DPR. 

• 	?enyelenggara Pernilu adalah Komisi Pemilihan Umum, yang 
beranggotakan sani wakil dari tiap partai peserta pemilu dan 
Jima wakil pemenintah. KPU berwenang antara lain: 
menetapkan partai politik yang berhak mengikuti pemilu, 
menetapkan jumiah kursi Anggota DPR dan DPRD II dan 
menetapkan keabsahan hasil seiuruh pemilu. 

• 	Panitia Pengawas clari pusat hingga kecamatan ditetapkan 
oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri. Panitia Pengawas mi terdiri clarl hakim, unsur 
perguruan tinggi dan unsur masyarakat. Seiain itu, diizinkan 
pemantau pernilu baik clari daiam maupun clari luar negeri. 

• 	Parrai politik bisa ikut pemilu jika merniliki pengurus di lebih 
dan ½ jurnlah provinsi dan di tiap daerah tersebut memiliki 
pengurus lebih dan ½ daerah Tingkat II. Khusus untuk 
Pemilu 1999, syarat ikut pemilu cukup memiliki pengurus 
di 1/3 jumlah provinsi dan ½ jumlah pengurus di tingkat 
kabupaten. 

Munculnya Kembali Multi Partai 

Lahirnya Era Reformasi mengakibarkan muncuinya kembali 
sistem multi partai di Indonesia. Sebagaimana dijeiaskan Liii Romli 
dalam Pengantar Buku Pernilu 2009 dan Konsolidasi Demokrasi 

(2008: v), dalam kehidupan politik sejak Era Reformasi, terjadi 
liheralisasi politik yang ditandai adanya jaminan kebebasan dan 
pengakuan hak-hak politik rakyat, yang selama bertahun-tahun 
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dikerangkeng. Suasana kebebasan, baik itu kebebasan berbicara, 
kebebasan pers maupun kebebasan membentuk organisasi dijarnin 
oleh negara. Imbasnya dalam kehidupan kepartaian di Indonesia 
adalah timbulnya suatu kondisi di kalangan cut dirnana terjadi 
ledakan partisipasi dengan maraknya pem bentukan partai-partai 
politik. Partai-partai yang dibentuk ada yang berasal dari partai lama 
yang dihidupkan kembali dan ada yang baru. Ideologi partai yang 
mendasari juga beragam, tidak lagi monoton seperti Orde Baru. 

Antusiasme warga Negata dalam meriyamb tat kebebasan 
mendirikan partai politik terlihat dari dideklarasikannya 148 
partai politik dalarn waktu kurang dari setahun. Dari jumlah itu, 
141 partai mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman sesuai 
dengan persyaratan undang-undang. Dari 107 partai yang 
mendaftar ke Tim 11 yang melakukan selcksi partai, akhirnya 48 partai 
dinyatakan herhak untuk mengikuti pemilihan urnum. mi ditetapkan 

dengan SK Mendagri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nornor 3 
Tahun 1999. Walaupun tentu saja banyak pihak yang 
mempertanyakan representatifitas dari beberapa partai yang 
dinyatakan lobs seleksi itu karena kriteria Tim 11 yang sangat longgar, 
namun jumlah itu tetap saja memperlihatkan pluralism kepentingan 
politik di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru. 1  

Sebagaimana dijelaskan oleh Anas Urbaningrum (1999:123-
127), ternyata gejala pluralisme sebagai kekuatan sosial yang 
mengemuka setelah "keran" reforma.si dibuka tidak hanya terkait 
partai politik saja, tetapi juga beberapa kekuatan lain. Gejala-gejala 
yang dapat dilihat adalah pertama, rnunculnya fenomena politik 
aliran. Partai-partai politik yang pada masa Orde Baru terhimpun 
ke dalam ideologi-ideologi besar atau urnum, setelah reformasi 
muncul vanian-varian dari ideologi besar itu dan masing-masing 

'Andi AJf'ian MAarangeng: "Komi,viPeiui/ihan Umuin: 5bua1i Dileina dialam KAJL4N 
l'EJ'lJLU 1999. Tim Editor: ProEDR. Al. Rvaas Rasvid, MA., Drs. Much/is Haindi, MA., 
Drs. Manimbang Kabari.uk Drs. M.SarielAriei 1999, Jakarta, PUSK4I? Hal.5 
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mengkiairn scbagai pengemban yang sesungguhnya clarl ideologi 
besar tersebut. 116  

Contoh rnunculnya fenomena politik aliran tersebut misalnya 
pada partai politik herlambang kepala banteng yang dikenal 
membawa ideologi nasionalisme, terbagi ke dalam beberapa 
"cabang" yang masing-masing membawa keyakinan bahwa 

nasionaiisme yang mereka bawalah yang betul-betul sesuai dengan 
ruh nasionalisme. Tercatat ada enarn partai berlambang kepala 
banteng ketika iru, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), PDI 
Perj uangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Nasiona! Indonesia 
(PNI) Massa-Marhaen, PNI Front Marhaenis dan PNI Supeni. 

Dapat kita lihat, betapa besar potensi konflik menjelang Pemilu 
1999. Dari satu rumpun partai politik berideologi nasionalis 
dengan lambang kepala banteng saja dapat "pecah" menjadi enarn 
partai politik. Dapat dibayangkan betapa kornp!eksnya bawaan 
ideologi atau paharn perjuangan partai yang selain itu. Anas 
Urbaningrum (1999: 125-1 26) membenikan contoh dari kekuatan 
partai politik berfaham Islam, sebagai berikut. 

• cli dararan a/iran politik 'Islam Moclernis' misalnya, 

beragain partai polirik kini muncul dan masing-masilig 

mengklaim sebagai ocwaris' rraclisi Partai Masyumi tempo 
do/u. Bila disuruli hergabung menjadi satu kekua ran runggal 

dalam sel)uah wadah runggal eiierus Masyuini' ten to 
bukanlah perkara mudab, dan bahkan nyaris musrahil. Bahkan 
arirara saru dengan yang lain rainpak jor-joran. Fenomena mi 
juga, dengan mudah kita remui pada a/iran politik 'Islam-
Tradisional', rarkala NU menemui realiras bahwa di rubuhnya 

berkein bang begitu banyak parrai polirik... Jelas Fenoinena di 

atas akan men cipra porensi konflik yang ridak bisa disepelekan. 
Apalagi hi/a isu yang dipilih adalah klaini bah wa parrainya 
in erupaka n p ewa ris sa Ii dan run gga / cia ri a/iran polirik 

I(  Urbaningrurn, Anas. "Ranjau-ranjau Refirmasi; I'orer Kon/lik Poiirik Pasca 
Kejatulian Socharro' 1999. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. HaI.123-127 
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pel7clahulunya, aiau bila mereka saling ruduli nada isu-isu 

refrinis-ridaknya sebuab parrai polirik " 

Fenomena kekuatan politik kedua yang muncul sejak Reformasi 
figurisme politik. Penekanan pada kharisrna adalah mengentalnya  

seorang pemimpin politik kembali mencuar. Maka 
konsekwensinya, tingkat rasionalitas masyarakat pemilih di Indo-
nesia ketika itu cenderung menurun. Contohnya adalab, PDI 
Perjuangan dalam mengedepankan sosok Ketua Umumnya, 
Megawati Soekarnoputri, seringkali disandingkan dengan figur 
Bung Karno, baik secara visual maupun non visuaL Begitu pula 
dengan Ligur Arnien Rais yang menjadi 'Iarnbang' Partai Amanat 
Nasional (PAN) dan Ahdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai 
fIgur sentral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Fenomena kekuatan politik ketiga dijelaskan Anas 
Urbaningrum (1999: 127) sehagai berikut. 

Keriga, bclum hilangnya kekuaran polirik starus quo, dan 

rerpecahnya kckuaran polirik kauin iefrmis. Sulir untuk 

inengarakan bahwa era refirmasi sepenuhnya konsisien pada 

rel refirmasi. Secara secierliana hali liii dirandai oleh (I) ridak 
bersarunva kekua ran refrmis ke dalain ca ru wadah bersania; 

(2) araupun hi/a hal 1w musrahil dilakukan, indikator lain 

rnelemahkan kekua ran kaum ref rmis, ditandai oleh ridak 

adanya ker/asarna yang sinergis. Sebagaimana c/iketahui 'rokob 
tokob refirmasi' semisal M. Amien Rais, Abclurrahman Wahia', 

Sri Bin rang Pam ungkas, Yusril Ihza Mahena'ra dan sebagainva 
kini merupakan rokoh-rokoh urama parral polirik, yang 

inemiliki vlsi masing-inasing. " 

Fenomena-fenomena itulah yang memberikan sumbangan 
besar bagi munculnya kembali multi parrai di Indonesia pasca 
Orde Baru. Keadaan tersebut sebetulnya dapat menimbulkan 

Ibid. Hal.125-126. 

Ibid. i-laI.127. 
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potensi menghambar nih reforrnasi itu sendiri bila disikapi secara 
tidak hati-hati. Partai-parrai politik yang tidak berpegang teguh 
pada senangat reformasi akan rnudah terjebak pada kepentingan 
pribadi atau golongan. 

Pemilu 1999: Proporsionalisme Tertutup 

Ketika einginan untuk me!aksanakan Pemilu pertama pada era 
Reformasi hergulir, permasalahan yang sangat pelik ketika itu 
adalah :entang penentuan sistem pemilu yang akan digunakan. 
Faktor yang harus diperhatikan adalah bahwa sistem itu adalah 
suatu sitern yang tidak mengakomodasi sistem yang dipakai o!eh 
rezirn Orde Baru sebelurnnya. Sistem pemilu yang akan 
dilaksanakan haruslah sistem yang mencerminkan semangat 
reformasi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil 

- rnelengkapi istilah pemilu orde baru: Luber (langsung, umum, 

bebas dan rahasia) -, dan terutarna memberikan suatu ruang 
hagi terwujudnya demokrasi yang lebih bertanggung jawab. 

Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahuri 1999 tentang Pemulu, 
khususnya Pasal 1 ayat 7, Pemilu 1999 di!aksanakan dengan 
menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. mi 
berarti, sistem yang digunakan bersifat campuran antara sisrern 
proporsional dengan sistem distrik. Dengan sistem campuran itu, 
berarti untuk memilih Anggota DPR RI harus menggunakan 
Provins sebagai daerah pemilihan, tetapi harus mengacu pada 
stelse! daftar (Daftar Calon Tetap) yang disusun dari masing-
masing Kabupaten/Kota (Dati hID istrik).' 19  

Latar belakang lahirnya penetapan pcnggunaan sistem 
campuran tersebut adalah karena adanya perbedaan kepentingan 

}iu:ia wan W iVuroho. 2004. Wa/ar, Suara Hi/ang da/ain Peinilu Sistem 'Campuran 
dalain: "/aIir,k Indonesia di Man Wartawan Polirik". Jakarta. Samirra Media Urama, 
didukung Friedericli Naurnann Srifiung. Hal. 139. 
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antara golongan partai lama yang sudah eksis pada masa Orde 
Baru, khususnya Golkar dengan pihak partai-partai baru atau 
partai lama yang tidak terlalu kuar pada masa Orde Baru. 
Perdebatan yang terjadi di kalangan para pengambil keputusan 
ketika itu adalah berkisar apakah sistern pemilu yang digunakan 
adalah proporsional, distrik, atau gabungan keduanya. Saifullah 
Ma'shum (2001: 16) menceritakan, Fraksi Golkar sebagai Fraksi 
yang masih 'berkuasa', pada mulanya bcrani menawarkan system 
distrik. Sebaliknya, suara-suara yang mewakili partai politik kecil 
atau embrio partai politik baru menghendaki diberlakukannya 
sistem proporsional. 12()  

Melihat adanya dua kubu pandangan di atas, secara sekilas 
dapat kita lihat bahwa memang kurang adil bila mencrapkan 
sistem distrik murni, mengingat sistem mi akan menguntungkan 

partai politik lama, khususnya Golkar, yang sudah memiliki 
kekuatan akar rump Ut yang kuat. Sangatlah wajar bila partai-partai 
kecil atau embrio partai politik baru menuntut ditetapkannya 
sistem proporsional yang akan lebih member kesempatan untuk 

bersaing secara seimbang. 

Partai lama ketika itu tarnpaknya mencoba untuk 
menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa perubahan sistem 
pemilu yang diusulkan adalah untuk mengimplementasikan 
semangat reformasi politik di Indonesia. Namun ternyata, apa yang 
diusulkan memberikan kesempatan yang lebih kuat bagi partai 
lama itu untuk memperbesar kans kemenangannya. Hal tersebut 
wajar saja terjadi, mengingat partai lama yang besar pada masa 
Orde Baru rnendapatkan sorotan tajam dan tekanan hebat dan 
masyarakat dalam menghasilkan UU Pemilu yang menampung 
aspirasi masyarakat untuk merombak system pemilu agar lebih 
mencerminkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan UUD 1945. 

Mashum Saifullah. "KPU dan Kontroversi Pemilu 1999". 2001. Jakarra. Pusraka 
Indonesia Saiu. Hal.16. 
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Jadi, partai-partai lama sudah seharusnya melakukan !angkah-
!angkah yang di satu sisi mengikuti tuntutan reformasi sekaligus 
dapat memperrahankan kedudukan mereka di parlemen. 
Perdebatan yang rerjadi diuraikan oleh Saifullah Ma'shum (2001: 
17-18) sebagai berikut: 

"Perciebaraji di c/a/am Siclang DPR mengenai sisrem pemi/u 

agaknya men cerminkari gamba ran ten rang sejauh mana kesiapan 

parvol, terurama riga parpo/ lama (PPJ? PDI clan Golkar), d/am 
iiiengbaclapi Pem i/u 1999, sekaligus schagai ajang pengaruran 
sri-a regi parpol un ruk memcnangkan pemi/u. Proses pembaliasan 

R UU Polirik pacla mu/anya disambut skeptis oleh masyarakar, 
mengingar R UU 1111 /iana diba/ias ole/i riga parpo/ larva incla/ui 
Fraksinya, plus Fraksi ABRI di DPR. Ada kecurigaan ha/iwa 

ULT ten rang pemi/u iru nanrinya hanya ak-an memberikan 
keunrungan kepacla parpol larna, terutama Golkar. Karena ito, 
inuncul rekanan yang kuar dari masvarakar, khususnva dan 

cnibrio parpol baru, rerhadap lembaga DPR. Sejum/a/i partal 
haru balikan menggugar agar keriga parrai larva rersebur 
dhlikuidasi saja karena re/a/i rerkoprasi oleh system lama, clan 

karena iru, mereka ridak berhak memba/ias clan menerapkan 
Unclang Undang Polirik. "121 

Sehagairnana disinggung di atas, di kalangan partai lama 
sendiri terjadi perbedaan keinginan dalam penerapan sistem 
pemilu yang akan dilaksanakan. Berbeda dengan Golkar, PPP dan 
PDI menghendaki sistem proporsional. Akhirnya, diambil jalan 
tengah atas kondisi mi, yaitu pemilu akan diadakan dengan 
menggunakan sistern proporsional dengan stelsel dafrar, walaupun 
sebelumnya ada rekomendasi clari sebuah rim yang dibentuk 
Lembaga Jirnu Pengetahuan Indonesia (LIPI) agar sistem pemilu 
yang digunakan adalah sistem distrik. Alasannya adalah agar pemilu 
dapar niengakomodasi lahirnya wakil-wakil rakyar yang representatif 

lbiJ. HaL17-18. 
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serta efektif dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi 
konstituen-konstituennya, mengingat fakor ketokohan sangat 
penting dalam sistem distrik. 

Dalarn sistem distrik, calon-calon wakil rakyat yang diajukan 
tentunya adaIah orang-orang yang sudah dikenal baik di 
daerahnya, sehingga kalau calon tersebut dianggap tidak akan 
rnemperjuangkan aspirasi rakyat di dacrah yang hersangkutan, 
tentunya sudah ditolak oleh rakyat pada saat pengajuan atau 
pengurnuinan pencalonan orang tersebut. Sistem distrik didukwg 
juga karena melihat kenyataan bahwa selarna Orde Barn, yaitu yang 
te!ah menjalankan enam kali Pernilu (Pemilu 1971, 1977, 1982, 
1987, 1992, 1997), dengan menggunakan sistern proporsional, 
ternyata belurn mampu melahirkan wakil rakyat sebagaimana yang 

diharapkan. Pendapat mi sebetulnya kurang tepar, karena kekurang-
berhasilan Pemilu pada masa Orde Baru dalarn melahirkan wakil-
wakil rakyat yang berkualitas adalah bukan sernata karena 
penggunaan sistern pemilu proporsional melainkan lebih karena 
sistem yang memang tidak dernokratis. Sistem pemilu apapun yang 
digunakan dalam masa Orde Baru akan selalu dimentahkan oleh 
otoritas tunggal yang mengatas namakan demokrasi nani un tidak 

diimplementasikan secara bertanggung jawab. 

Saifullah Ma'shurn (2001: 20-21) menerangkan bahwa 
memang seluruh elemen pengambil keputusan ketika itu 
dihadapkan pada dilerna yang tidak ringan. Disatu sisi, sistern distrik 
diperlukan untuk rnenghasilkan wakil-wakil rakyat yang betul-betul 
berangkat dari aspirasi rakyar, namun di sisi !ainnya, sistern distrik 
dikhawatirkan akan menguntungkan partai Golkar yang sudah 
memiliki jaringan kuat berdasarkan basis kekuatan yang telah 
dibangun sepanjang niasa kekuasaan Orde Baru. Di kalangan 
pengusul sistern distrik pun terjadi kecanungan yang menyehahkan 
disepakatinya suatu konsensus politik, yaitu bahwa sistem distrik baru 
siap di!aksanakan pada Pemulu 2004 dengan alasan pada saat 
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rnenghadapi pernilu 1999, bangsa Indonesia sedang berada pada 
iiasa transisi, dan rakyat helurn siap untuk itu. '22  

Pendafraran pemilih untuk Pemilu 1999 disepakati dilakukan 
dengan dua cara, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pendafraran 
dilakukan difasilitasi olch Petugas Pendafraran Pemilih (Gastar!ih). 
Stelsel aktif mengandung pengertian bahwa calon pernilih 
mendatangi Gastarlih di tern pat-tempat pendaftaran pernilu yang 
tersebar di lingkungan RT/RW. Pada stelsel pasif, pihak Gastarlih 
lah yang mendatangi rurnah-rumah penduduk atau calon pemilih 
yang belurn terjaring dalam pendaftaran pada tahap sebelumnya. 

Dinamika KPU: Keterwakilan Parpol 
Sebagal Masalah? 

Saifullab Ma'shum (2001: 73-74) rnenguraikan kinerja KPU 
dalam mcngurus Pemilu 2009 secara !engkap. Keadaan yang 
digambarkan adalah sebagai berikut. 

"Dircngah iklim kebebasan pers yang cukup signifikan, pada 

a wainva Kl'U inerasa iiiendaparkan sparring partner yang sangat 
c/ihuruhkan, clengan publikasi media massa yang cukup 
doininan. Berka t kehadiran pers popularhas KPU meroker dan 
/ahii-  ban j'ak rokoh (faii leinhaga mi. 'Iètapi pers juga ,vang pada 
akhirnya ikur meredupkan popu/aritas KPU, rerurama sejak 
muncul ge/ala keridakheresan yang rer/adi di KPU menvangkur 

pro yek pengadaan barang untuk keper/uan penii/u, serta manuver 
dan u/ah semen tara Anggora KPU iang /ebi/i bersikap aji 
inc mpung. Dalam perkembangan heniku rnya, seju rn/a/i pens 
bahkan re/a/i dicap scbagai musuli (i/eli sehagian Aiiggora KPLJ, 

rerurama beberapa pencrbiraii cetak yang menibenikan /u/ukan 
kepada parrai-partai kecil yang tic/ak beihasil niendaparkan 
kursi dcngaii seburan parrai gurem. "12 

122 ibid. FIaI.20-21 

'' Jb:cI. Hal.73-74. 
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Selain itu, masatah keterwakilan parpol yang mendominasi 
keanggotaan KPU menjadi permasalahan sendiri ketika hal 
tersebut menimbulkan tank ulur kepentingan yang kental. 
Anggota KPU berjumlah 53 orang dengan komposisi 48 wakil 
partai politik dan 5 wakil pernerinta}i. Dari sisi wakil pernenintahpun 
sebetulnya ada potensi untuk dicurigai, mengingat sebagian kalangan 
masyarakat rnenganggap wakil pernerintah merupakan 'co ron g' 
pemerintah untuk rn engernbalikan kekuatan partai pemerintah 
lama dalam kancah era reformasi yang sedang bergulir. 

Secara garis besar, komposisi wakil partai politik dalarn KPU 

dibagi dalam 4 golongan. Pertarna, kelompok partai lama yang 
sudah memiliki basis konstituen yang jelas dan sudah 
berpengalaman dalam penyclenggaraan pemilu. Saifullah Ma'shum 
(2001) mcnerangkan, golongan yang pertarna mi sering menjadi 

sasaran serangan partai-partai baru, mengingat partai-partai lama 
dianggap sebagai partai yang mendukung status quo dengan 

melancarkan strategi menyiasati kelernahan undang-undang politik 
demi rnencegah munculnya partai-partai barn. Kedua, golongan 

partai-partai politik baru dengan konstituen yang jelas dengan 
dukungan tokoh terkenal di rnasyarakat luas. Golongan mi bersifat 

moderat dan kritis terhadap upaya-upaya membentuk kredibilitas 

KPU yang baik. Ketia, golongan partai-partai politik haru yang 
didirikan o!eh tokoh yang kapasitas ketokohannya masih terbatas, 
sehingga konstituennya pun masih belum terlalu jelas 

teridentifIkasi. Sama dengan golongan kedua, golongan mi pun 

bersifat kritis narnun sifatnya yang menonjol adalah penggalangan 
kekuatan antar partai politik baru untuk menekan partai politik 
larna, terutarna Golkar derni menghidari kecurangan dalam 
tubuh KPU pada penyelenggaraan pemilu. Keeinpat, golongan 

wakil pemerintah yang diisi oleh akademisi dan pakar. Golongan 

mi pun sangat kritis, narnun dalam praktekknya, pandangan-

pandangan golongan mi sening berseberangan dengan 
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pandangan-pandangan golongan-golongan partal, rerutama 
golongan kedua dan golongan ketiga. 

Konfigurasi keanggotaan KPU seperti itu menyebabkan 
lenbaga mi sulit menerapkan independensinya terhadap 
penyelenggaraan pemilu, karena secara otomatis, yang 
diperj uangkan ada!ah kepentirigan masing-masing partai poli tik. 
KPU mernang telah netral dari intervensi pernerintah, retapi ia 
belum bisa inelepaskan diri dari intervensi dan kepentingan partai. 
Sehagai penyelenggara pernilu, KPU berkembang sebagai 
himpunan fraksi poliuk. 124 

Evaluasi Proporsionalisme Tertutup: 
Plus dan Minus? 

Sistem Proporsionalisme Tertutup yang digunakan dalam Pemilu 
1999 ternyata menimbulkan ekses hilangnya banyak suara parpol 
yang tidak mencapai kuota. Yuniawan W. Nugroho (2004: 139) 
mcnguraikan nilai plus - walaupun sebagian masyarakat 
rnenilainya minus - sistem pemilu mi sebagai berikut. 

"Pernilu clengan sisrern cainpuran seperti liii, apalagi Jiikuri 

oleh ban yak parrai (in ti/ti partai) akhiriiya incinang se/a/u 
inengan clung- konsekwensi hilangnya ban yak suara ckiri panjaoi 

yang nc/ak rncncapai ku ota. Seperni yang rerjadi scka rang, rerca tar 
hanya beberapa parpol yang manipu znencapai c/an Inelanipa Ui 
kuota. 515317Y3, ngos-ngosan c/an yang lain saina sekali tic/ak 
rnencapai kuota, sekalipun seandainya perolehan suara nasional 

clijadikan saw. Yang tic/ak ban yak dipahami orang, rak 
teipakainya sisa suara cla/aiii sisrem seperri liii sebenarnya adalah 
hal yang wajar saja. Bancliiigkan clengan sisrern clistrilc murni 

yang justru akan inembuar suara hilang inakin banak, karena 
berlaku prinsip, the winner cake a/I. 

12, ThiJ. IiaJ.84. 
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Dalain sistein distrik, unruk saw daera/i pernilihan, yang 
biasanya inenggunakan Dati II (kahupa ten atau koa dengan 

barasan jurn lab pciicluduk) hanya diperlukan saw pernenang 

dengan perolehan suara rerban yak. Saw partai pemenang itulah 
yang nantinya akan mcwakili distrik tersehur cli DPR. 
Bayangkan jika usulan sisrern clisrrik dalarn Pernilu pada 7 

Juni 1999 thserujui. "h  

Sistem yang dapat membantu partai-partai politik yang tidak 

memenuhi kuota adalah yang dinamakan stembus accord, yaitu 

penggabungan sisa suara agar sisa suara tidak terlalu banyak yang 
hilang. Pada masa Orde Baru, sistem mi juga dipakai, yaitu selain 
menggunakan sistem proporsional murni, di antara Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Golkar dan Partai Dernokrasi Indonesia 
(PDI) ketika itu ada yang sepakat melakukan stem bus accord. 

Hal yang bernilai minus sesungguhnya dapat dilihac pada 
masalah penentuan Calon Legislatif(Caleg). Penentuan Caleg pada 
Pemilu 1999 bahkan dinilai sebagian kalangan Iehih tidak 
demokratis dibandingkan pada waktu Pemilu Orde Baru. 
Sebagaimanana dinyatakan Yuniawan W. Nugroho (2004), alih-
alih menjadikan pemilihan Caleg yang lebih demokratis dan 
mendapat dukungan massa, yang terjadi malah penentuan Caleg 
yang sangat tergantung DPP Parpol sepenuhnya, terutama bagi 
Caleg yang perolehan suaranya di suatu distrik di bawah Bilangan 

Pembagi Pernilih (BPP). Hal mi adalah ironi mcngingat kuota BPP 
itu ditentukan di daerah pemilihan, yaitu provinsi, sehingga 
sebagian besar Caleg dapat dipastikan tidak akan bisa mengejar 
kuota itu, kecuali di distrik yang jumlah penduduknya hesar. 
Diuraikan lebih jauh lagi olch Yuniawan W. Nugroho (2004: 

144) sebagai berikut: 

"Bahkan jika dibandingkan dengan Pem i/u di era Orba, 

penennuan caleg rerpilib Pemilu 1999 lebih ridak jelas, bahkan 

115 Yuniawan W. Niigroho. Logcii. Hal. 139. 
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mungicin malab lcbih amburadul dan sewenang-wenang. Pacla 

Pemiju Orba saja, penentuan C'aleg masih harus taar azas, vakni 

barus sesuai Dafar ('aloji Terap (DCT). Meskipun hanis 

diakul, dalarn pen en ruan DCT terse/nit, sang C'aleg hartis lebih 
loyal pada DPP daripada loyal rerhadap massa dan 

penthikungnva. Kerenruannva jelas, C'aleg yang sudah ada di 
DCT dan rerinasuk niemperoleh jatah kursi, 99 persen akan 

menduduki kursinya rersebur, kecuali ac/a hal yang bar hiasa. 

IVarnun, c/a/am penenwan Caleg rerpilili pacla Pemilu 1999, 
rerkesan Ic/nh mengabaikan azas, seridaknva rasa keadilan San 
hak rncniilih kerika mcnenrukan pililiannya saar pemilu 
herlangsung. " -2" 

Mengapa dengan sistem yang diterapkan pada Pemilu 1999, 
DPP partai sangat berkuasa dalam menentukan Caleg? Tampaknya 
hal mi bisa dilihar dari sudut pandang hahwa DPP rnemanfaatkan 
sistern mi untuk kepentingan Pemilihan Presiden yang notabene 
tingkat persaingannya lebih ketat daripada pada masa Orde 
Baru yang mengedepankan "calon tunggal". Hal mi ditegaskan 
Yuniawan W Nugroho (2004: 145) sebagai berikut. 

"... DPP melihar peluang, balk di UU Nomor 3 Th/iun 1999 

ma upun di Surar Kcpucusan Komisi Pemilihan Umum (SK 

KPU), khususnya 5K KPU No.136/1999. Di sirulab DPP 
melihar peluang, dengan memilih para C'aleg yang mainpu 

mengainankan keinginan dalain pen en ruan 'RI I 'nanri. Apalagi 
sudah hampir pasri, peinilihan Mana'araris MPR nanri berlaku 

azs one man (woman) one vote, hukan se/cedar suara frakci dan 
1w herard sukses ridaknya seorang 'jago sangar terganwng pada 
loyal tidaknya seseorang rerhadap partal. Di situlah kern udian 

muncul it/ga unsur like and dislike dalam penentuan caleg, 

karena peran DPP menjadi sangat besar Bisa saja seorang (Jaleg 

dikarakan ridak loyal, jika tic/ak hersedia mundur agar bisa 
diganri C'aleg sesuai keinginan DPP' 

Ibid. Hal.144. 
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Sistern Pernilu Proporsional yang dicampur dengan sistem 
distrik dalam Pernilu 1999 malahan disebut sebagai "kawin paksa 
sistern pemilu". Salah satu akibatnya di lapangan adalah tcrjadinya 
lebih dari satu Caleg di satu distrik yang berasal dari dua Caleg 
atau Iebih. Hal rersebut dapat dilihat bahwa dipastikan terdapat 
distrik di suatu daerah pemilihan (provinsi) yang tidak terwakili 
di DPR RI. Penjelasan yang disampaikan Ketua Panitia Pemilihan 
Indonesia (PPI) Jakob Tobing adalah, peristiwa di atas tidak boleh 
terjadi. Artinya, harus ada Caleg dari saw parpol yang "mengalah" 
untuk pindah ke distrik lain, sehingga yang pindah adalah sang 
Caleg atau DPP menentukan lain, yang berarti orangnya yang 
diganti (tetap dari parpol yang sarna), mengingat di distrik 
pertarna sudah ada wakil dari parpol yang lain. 

Contoh kasusnya adalah sebagairnana dipaparkan Yuniawan 

(2004: 153-154) berikut mi. 

kasusnya terdapa t di ilanipir SeITILIa pro vinsi, rerutama di 

luarJawa, misalnya di Bali. Di Provinsi beijuluk 'scribe pura 

mi rerdapar scinbilan discrik dengaii ja tah sembilan kursi di 
DPi?. Hasil Peniilu 71uiii lalu menunjukkan, PDI Perjuangan 

meraili rujuh kurci, Golkar dan P1<8 masing-masing sate kursi. 

Dalain sisrern distrik, seharusnya PL)I Perjuangaii meraili ha his 
sembilan kursi yang ada, karma di seinbi/an clistrik, sernuanya 

dimenangkan. Jtapi, karcna sistemnya campuran, PDI 
Perjuangan 'cukup' rujuh dan berdasarkan sisa suara di hawaii 

kuora, clua kuii sisanya diperoleli Golkar dan PKB. "p2- 

Bagaimana penentuan Caleg berdasarkan keadaan di atas? 
PDI Perjuangan bisa rnenetapkan berdasarkan tujuh distrik yang 
perolehan suaranya tertinggi, yang untuk kasus Bali tersebut, 
hanya Kabupaten Jembrana dan Klungkung yang perolehan 
suaranya berada pada urutan delapan dan sembilan. mi berarti, 

tujuh kursi diprioritaskan untuk tujuh distrik lainnya. 

Ibid. I-IaI.153-l54. 
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Menarik, melihat perolehan suara tertinggi yang diperoleh 
Golkar, yaitu 35.667 suara dan PKB, 9.406 suara berada di 
Buleleng, yang jatah kursi DPR-nya sudah diraih PDI Perjuangan 

(263.329 suara). mi berarti di Jembrana dan Klungkung tidak 
akan memiliki wakil di DPR RI, mengingat digunakannya azas 
bahwa Caleg dari distrik yang meraih suara terbanyaklah yang 
berhasil menjadi Anggota DPR RI. 

Jakob Tobing menyatakan bahwa menyikapi kondisi di atas, 
masing-masing Partai Politik yang meraih kursi di suatu daerah 
pernilihan (provinsi) harus melakukan kompromi. Masing-masing 
Partai harus ada yang rnengisi Jembrana dan Klungkung. 
Kesempatan untuk perpindahan tempat Caleg pun terjadi. Caleg 
PDI Perjuangan dari Buleleng pindah ke Jembrana atau 
Klungkung atau sebaliknya. Dalam hal inilah DPP Partai sangat 
berperan. DPP PDI Perjuangan menerapkan CalcgJembrana atau 
Klungkung yang menggantikan Caleg asal Buleleng. Ini bisa juga 
dilakukan oleh Golkar dan PKB. 

Namun, pemikiran mi rerbentur pada kenyataan hahwa baik 
di Kabupaten Jembrana dan Klungkung masing-masing sudah 
ada Caleg PDI Perjuangan urutan satu yang juga mendaparkan 
suara. Seandainya perpindahan Caleg tadi tetap dijalankan, hal 
itu berarti menyalahi DCI. Narnun bila orangnya yang diganti, 
faktor ketidak adilan akan sangat terasa. Betapa tidak, Caleg yang 
meraih suara lebih banyak di Kabupaten Buleleng (263.329 suara) 
dikalahkan oleh Caleg darl Kahupaten Jembrana yang 
mernperoleh hanya 86.576 suara atau dari Kabupaten Klungkung 

(77.469 suara). 

Mengingat kompleksnya masalah yang dinimbulkan dan 
diterapkannya sistem pemilu 1999 berdasarkan UU Nornor 3 
Tahun 1999, maka tidak heran bila istilah "kawin paksa sistern 
pernilu" adalah rnernang sulit untuk dipungkiri. Mengapa UU 
Nomor 3 Tahun 1999 bisa mengadopsi sistern pemilu yang 
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menimbulkan kerumitan seperti itu? Yuniawan (2004) 
ITlengaSumsikan babwa hal itu terkait dengan pemikiran-pemikiran 
para stake holders yang membuat UU itu dirnana terjadi 
kelengalian berfikir, yaitu mereka mungkin memperkirakan bahwa 
Pemilu 1999 akan diikuti oleh sedikit partai politik dan di suatu 
distrik tidak mungkin peroichan suara yang ada hampir seimbang 
dari dua partai politik atau lehih. 

Keadaan di atas tidak berarti bahwa antara sistem pemilu 
Proporsional tidak bisa digabungkan dengan sistem pernilu Distrik. 
Hanya saja, yang diperlukan ada!ah pembagian daerab pemilihan 
(distrik) yang !ebih proporsional, mengingat basil Pemilu 1999 
menunjukkan bahwa ada suara yang menumpuk di beberapa distrik 
sernentara di distrik lainnya justru tidak memperoleh suara unruk 
meraih kursi. Seharusnya Kabupaten atau Kotamadya yang 
penduduknya banyak, dihagi ke dalarn beberapa distrik, yairu saw 
distrik sekian kecamatan. Dengan dikombinasikan dengan sistem 
memilih Caleg, bukan rnemilih tanda garn bar partai politik, maka 
sisrern gabungan Proporsional-Distrik akan bisa menghasilkan satu 
Caleg dari suatu partai polirik. Adapun jatah kursi proporsional 
mengacu kepada perolehan suara partai politik secara nasional. 



BAB IV 
Demokrasi yang Klan Matang 
(s/d 2004) 

Kita perlu menyadari bahwa Dernokrasi yang dikehendaki bangsa 
Indonesia pasca Pemilihan Umum 1999 adalah demokrasi yang 
semakin matang. Dalam hal ini, ketika itu segenap bangsa Indo-
nesia dihadapkan pada wacana munculnya potensi-potensi yang 
diperkirakan akan mengganggu aspek keamanan di Indonesia 
dalarn pelaksaan Pemilu 2004. Sebagaimana dijelaskan dalam 
buku KPU: Pemilu Legislatif 2004, porensi ancaman tersebut 
diuraikan sebagai berikut: 

"Potensi ancaman pertama karena dipicu ketaku tan bali wa 

parpol-parpol yang tic/ak Jo/os verifikasi yang jurnlahnya tidak 
kurang dari 50 parpo/. Kenya raan di atas, mengundang resiko 
berupa keridakpuasan parpo/-parpol yang tidak Jo/os itu. Jika 
mcrcka tic/ak bisa ikut pernilu, tidak rertutup kern ungkinan 
parpol-parpol inipun herharap parpol lainnya juga tic/ak 
se/ama t rn enempuli Pemilu 2004. 

Di sisi lain, terlihar ada kecenderungan di rengah masyarakat, 
misalnya, di kalangan inahasiswa di jaborabek yang cenderung 
inenjadi golongan putih golput). Sikap liii didorong atas 

skeprisme inas,varaka t kepada parpo/. Screlah relormasi ben/alan 
Jima tahun, tern vara kondisi bangsa c/an negara justru semakin 
ridak jc/as. Tingkar kcseja/itcraan tic/ak kunjung meningkat. 

Kerenangan masvanika t sem akin in em bu ruk. Harapan akan 
masa clepaii seniakin tidak jelas, Ken disi liii jelas inembuat 
tingka kepercayaan (trust) kearab parpol semakin menipis. 

201 
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• • Ke1au'anan peni/u jciga nuincul clan siscern pemilu Ito 
sendini. in] disebaL,kan sistein pemilu jvng dpi/ui berupa 

sisrc!n proporsional rcrbuka dimana wi/a va/i pemilihan ca/on 
anggota legisla ru herupa gahungan heherapa kab upa ten/kora 
di nap provinsi. Di Provinsi Jawa Tirnur yang znernlliki lebili 

d2ri 30 kabtipaten tern_yaw hanva niemiliki 10 wilavah 
pemilihan. Hal mu berarti ada saw wilayah pemilihan yang 

terdini aras beberapa kabuparen/kora'. 121 

Menarik untuk dikaji, bagaimana proses perdebatan yang 
terjadi di kalangan Anggota DPR RI kerika iru untuk menghasilkan 
sistem pcmilu dan kcpartaian yang semakin mencerminkan 
demokrasi yang matang unruk diaplikasikan dalam penyelenggaraan 
Pemilu 2004. Apakah mereka tidak memperhatikan potensi-potensi 
ancaman seperti yang diuraikan di atas? 

Sistem Kepartaian Multi Partai Pluralis: Kenapa 
Penyederhanaan Parpol Gagal? 

Ada penjelasan yang nienarik dari Presiden Komite Independen 
Pemanrau Pemilu (KIPP) Eropa, Pipit Kartawidjaja (dirnuat di 
Kompas, 14 November 2003), yaitu tentang perbandingan 
antara jumlah partai dengan jurnlah penduduk. Ternyata jika 
sekedar mengacu pada perbandingan tersebut, jumlah parpol 
di Indonesia tergolong sedikit dibandingkan dengan negara-
negara lain. Contohnya, berdasarkan data tahun 1995, Swiss yang 
berpenduduk 6,8 juta memiliki 20 parpol. Pada tahun 1995 
itu, Slovakia yang herpenduduk 5,4 juta jiwa memiliki 25 parpo!. 
Hal mi menimbulkan pertanyaan: 

Semen iara di Indonesia, dengan 50 panpol ,vang sali sebagai 
badan hukuin menurut 

Kornisi Pemitihan Umurn. Pcinilu LegisIadi2004. 2005. Komisi Pemilihan Urnurn 
(KPU). Jakarta. Hal 216-218. 
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UU No 3 1/2002, dengan acuan data jurnlah penduduk 
(sementara) sebanyak 214,831 juta jiwa dan pemilih 
diperkirakan mencapai 143,192 juta jiwa, rasio tersebur jelas 
lebih besar ketinihang perbandingan sejumlah negara di atas. 

J ika dirata-ratakan, setiap parpol di Indonesia mewakili 4,29 
juta penduduk dan 2,86 juta pemilih. Namun, menilik hasil 
Pemilu 1999 yang masih menyisakan 20 parpol dengan 
perolehan suara nasional kurang dari 200.000, apakah memang 

sisrem keparpolan di Indonesia dengan jumlah parpol yang 
hcrj ibun i ru sehat? 29  

Perranyaan akan lebih mengerucut lagi: Kenapa hingga 

menjelang Pernilu 2004, penyederhanaan parpol masih gagal 

diwujudkan di Indonesia ? Ternyata penyebab yang dapat 

didiagnosa adalah terkait kondisi sikap politik masyarakat Indonesia 

itu sendiri. Jawaban yang umum adalah bahwa bangsa 
Indonesia mi sangat plural dan majemuk. Heterogenicasnya 
tinggi. Ya, tetapi penjelasan lebih lanjutnya, sebagaimana 

dijelaskan Pipit Kartawidjaja, adalah: 

- . . sistem keparpolan inerupakan reficksi masyarakat yang juga 

tidak bisa clilepaskan dan perubahan yang berlangsung rerus-
menerus. Ukuran perubalian 1w renlihar, anraii laili pada 
kecenderungan para pemilih untuk berubah-uba.h pilihan 
voIariliras). Tingginya volarilicas 1w dirandai clengan 

banyaknya parpol yang berlaga da/am pemilu. Dengan 

kehidupan sistem keparpolan yang terkait erat dengan para 
pemilihnya, uku ran vola rilitas dilengkapi den gan farm ulasi 

jumlah efekriFparpol peserra pem iiu (Effective Number of 
Electoral Parties of Voters/ ENPV). Form ulasi yang disampaikan 

Hermann Schmitt iru diperolch dengan data awal berupa 
perolehan suara parpol dalam pemilu. Dengan data peroichan 
suara 48 parpol peserra Pemilu 1999, jumlah cfktifpaipol 

peserta pemilu di Indonesia lianva .ccban yak 5,06 parpol! 

htrp:J/wwwwatchindonesia.org/Kornpas_14 . ii .03.htrn diakses tanggal 31 Maret 2010. 
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Sulitnya nienyatukan basis massa (dan juga kecurigaan kultur 
orang Indonesia yang selalu ingin menjadi pemimpin ") 
men jaclilcan parpol kecil yang mencoba ikur herlaga c/i sirkuit 

pemilu terus berm unculan dan tidak bisa dihindarkan. Da/am 
tempo sekejap dalam beherapa bulan saja paipol rerus rwnbuh. 

Ka renanya ada pandangan miring ba/i iva kern tin cu/a ii parpol 
iru didasari nia ran niemanfliarkan pa Uonasi jaba ran, nicmbagi-
hagi rezeki dan sekaligus mengha bisi Ia wan twa  dengan 

in enga rasnainakan inasyara ka t. Men uru r Pipii denga ii 
Inengurip pendapar Ingrid van Biezen, kebanyakan parpol di 
negara-negara herdeinokrasi baru itu rara-rata baru la/ui; 

didirikan men je/ang pein i/u disc/en gga rakan. Parpol in ode! 
demikian merupakan produk instirusional ketimbang proc/uk 

yang berasal dan berakar dail masyarakar. Akiharnya, parpol 

demikian lehih berkonsenrrasi ineinapankan dirinya di public 

office unruk keIancaiw liubungan langsungnva dengan para 

peznilihnya keriin bang menyalurkan aspirasi masyarakar. 

Pemilihan Langsung Presiden: Regulasi 
dan Perdebatan 

Salah satu agenda penting rcstrukturisasi politik pasca Pemilu 
Legislatif 2004 adalah pernilihan Presiden dan Wakil Presiden 
secara Iangsung. Keinginan politik mi muncul karena suatu 

pandangan bahwa dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung tersebut, Presiden dan Wakil Presidcn 
akan memiliki basis kekuatan politik yang rerpisah dengan lembaga 
legislative. Dengan demikian, Presiden mempunyai basis kekuasaan 
scndiri dan diharapkan dapat rnenyusun pernerintahan yang kuat 
dan efektif. Selain itu, kedudukan Prcsiden yang kuat diharapkan 
dapat menghindari persekongkolan politik kepada elite yang 
dengan rnudah rnenjatuhkan kepala pemerintahan.1 I  

hrrp:1/wwwwatchindoncsia.org/Kompas_14 . 11 .03.htm diakscs tanggal 31 Maret 2010. 
I I Kornisi Pemilihan Unium. Pernilu Legislatif2004. 2005. Kornisi Pemilihan Urnurn 

(KPU) . Jakarta. Hal 126. 
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Narnun ternyata wacana Pemilihan Langsung Presiden dan 
Wakil Presiden tersebut dikatakan mengandung kelemahan oleh 
sebagian kalangan yang bahkan melahirkan ide yang 
mempertanyakan bahwa apakah sistem Presidensial herul-betul 
cocok diterapkan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam 
buku Komisi Pemilihan Umum: Pemilu Leg/s/a d12004. Hal. 126, 
struktur pemerintahan di mana Presiden dan Wakil Presidennya 
dipilih secara langsung mengandung kekurangan yang patut 
dicermati. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

• srivkrur itu ac/a kelernaliannva. Misainva, sragnasi politik 
ciapat se/a/u rer/adi hi/a kekuasaan po/itik di parlernen tic/ak 
sirncrris dczan  c/ukungan basis polirik Prcsiden c/an Wa k/i 
Presiden. Karena iru, tic/ak inenghcrankan hi/a dewasa ii ii 
ii? 1111 ciii wa caii a va iig in emperra nya ka n apakah sis rem 
Presiclensial ada/a/i pa/lug cocok dengan hererogenitas po/itik 
di Indonesia? Apakab tidak per/u diperrirnbangkan sistem 
parieineiirer atau sisrern gabuiigan scperti di Prancis yang /ebi/i 

fleksibel sehingga clapat inenghinc/ari keinaceran pu/ink?" 

Selain i tu pada momentum-momentum pembahasan regulasi 
tentang Pilpres langsung yang terjadi di parlemen pun ternyata 
banyak fakta-fakta yang menarik untuk diangkat. Hal mi dapat 
dilihat pada Laporan Akhir Pemantauan terhadap Proses 
Pembahasan RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang 
disusun oleh Riris Katharina, salah seorang Penel iti Bidang Politik 
Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan tersebut 
merupakan hasil pemantauan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan 
(LSPP) yang dilanjutkan oleh Indonesia Parliamentary Centre (IPC) 
terhadap proses pembahasan RUU Pilpres. 

Rapat-rapat Panja di!akukan secara tertutup, dan memang 
begitu ketentuannya dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. 
Partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan atas 

112  Ibid. 
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substansi RUU Pilpres dirnungkinkan lewat forum Rapat Dengar 
Pendapat Umum (RDPU). Tim Panja menghasilkan Tim yang lebih 
kecil, yaitu Tim Perumus (Tirnus) dan dilanjutkan lagi dengan 
pembentukan Tim Sinkronisasi (Timsiri). Timus bekerja sejak 

tanggal 8 Juli sampai dengan sampai dengan 14 Juli 2008, 
dilanjutkan dengan Rapat-rapat Timsin sejak tanggal 15 Juli sampai 
dengan 16 Juli 2008, lalu tanggal 18-27 Agustus 2008, dan 

diteruskan lagi tanggal 3-23 September 2008. Rapat-rapat terus 
bergulir. Selanjutnya adalah Rapat Timus yang diadakan tanggal 

13 dan 14 Oktoher 2008 yang merupakan rapat penyernpurnaan 
draft setelah Rapat-rapat Timsin selesai. 

Sete!ah rapat-rapat Timus beres digelar, rnasuklah para 
Anggota Dewan dalam forum lohi-lobi politik. Bcrikut mi adalah 

poin-poin penting yang didapat dad rulisan Riris Katharina 
dalam laporannya yang menggambarkan suasana lobi-lobi yang 
terjadi dalam pembahasan RUU Pilpres: 

• 	Lobi-lobi dilakukan lebih dari 10 kali. Sampai saat-saat 
terakhir menjelang pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR 

RI tanggal 28 Oktober 2008 forum lobi inasih melakukan 
pertemuan-pertemuan un tuk menghindari voting. 

• 	Banyak acara lobi yang gagal dilaksanakan sesuai rencana 
karena permasalahan pada baik pihak DPR RI maupun 
Pemerintah. Salah satu alasan yang mengemuka adalah karena 
Mendagri seringkali sibuk dengan herbagai pekerjaan lain 
dan mutasi di lingkungan Depdagri. Dari sisi DPR RI, 
alasannya biasanya karena ada pihak yang belum siap dan 
sisi substansi atau karena ada pihak yang tidak jadi datang. 

• 	Materi lobi antara lain mengenai syarat pendidikan, angka 
persyaratan untuk bisa mengusulkan calon presiden dan 
wakil prcsiden, pengunduran diri dari jabatan pimpinan 
partai politik pada saat terpilib menjadi presiden atau wakil 
presiden, dan pengunduran diri bagi pejabat negara. 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 207 

Menjelang baras waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah 

(BAMUS) DPR RI bagi Pansus RUU Pi!pres untuk 

menyelesaikan tugasnya, ternyata masih ada 3 poin penting 

yang menggantung dan perlu segera diputuskan dalam forum 
lobi, yaitu pertama, masalah threshold % kursi/suara hagi 

partai politik atau gabungan partai politik yang dapat 

mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Kedua, persyaratan calon untuk mengundurkan diri dan 

pimpinan parpol jika terpi!ih. Ketiga, pengunduran din 

pejabat publik yang mencalonkan dan kapan pengunduran 
diri dilakukan. Situasi mi menyebabkan BAMUS DPR RI 

memperpanjang Masa Sidang DPR RI selama seminggu 

dan akhirnya selcsai juga, nneskipun pada lobi rnengenai 

prosentasi pencalonan partai politik dalam mengusung 
capres dan tentang syarat tidak bolehnya rnerangkap jabatan 

sebagai pimpinan partai politik bagi presiden dan wakil 
presiden terpilih (5 kali lobi), belurn pernah ada satu lobi 
pun yang berhasil mendatangkan sejumlah petinggi fraksi 

yang hiasanya menjadi ujung tombak penuntasan isu krusial 

dalam RUU bidang politik. Tidak heran jika sebagian 

kalangan publik menilai bahwa hal tersebut hanya!ah untuk 

mengesankan alotnya pembahasan finalisasi RUU Pilpres 
mi, padahal kenyataannya bisa jadi tidak sedemikian. 

Dinamika KPU: Tersingkirkannya WakH Parpol dan 
Arah Yang Makin Mandiri 

KPU PemiJu 2004 ridak lagi diisi oleh wakil-wakil dari partai 

politik. Pengalaman Pemilu 1999 membenikan pelajaran tentang 
pentingnya independensi Anggota KPU agar pelaksanaan pemilu 

dapat lebih jujur, adil dan tidak memihak. Selain itu, kewenangan 

KPU pada Pemilu 2004 adalah cukup luas dan menentukan, 
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sehingga tunrutan terhadap terealisasinya KPU yang netral 

menjadi suatu keniscayaan. 

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 

Pasal 25, diseburkan bahwa tugas dan wewenang KPU adalah: 

Merencanakan penyclenggaraan pemilu 

• 	Menetapkan organisasi dan tatacara seinua tahapan 

pelaksanaan pemilu 

• 	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 

semua tahapan pemilu 

• 	Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota 

• 	Menetapkan waktu, tanggal dan tatacara pelaksanaan 
kampanye dan peniungutan suara 

• 	Menetapkan hasil pemilu dan rnengumumkan calon terpilih 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota 

• 	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu 

• 	Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur 

u n da ng- u ndan g. 

Fungsi-fungsi diatas sangat krusial karena tanggung jawab 
penyelenggaraan pemilu dari A sampai Z ada di tangan pemilu. KPU 
seakan-akan menjadi lembaga "superhody" dalam penyelenggaraan 

pernilu. Dapat dibayangkan bila keanggotaan KPU masih 
mengakoniodasi perwakilan dari partal politik. Keberpihakan akan 
sangat potensial terjadi. Sebagai gantinya, komposisi keanggotaan 
KPU digantikan dengan orang-orang dari unsur akadernis dan 
Lernbaga Swadaya Masyarakat (LSM), berdasarkan Keppres No. 
10 Tahun 2001. Pertimbangan untuk rnemasukkan kedua unsur 
elemen masyarakat itu adalah untuk rnewujudkan kemandirian 
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KPU dengan tidak mengurangi perhatian pada kualitas sumber daya 
Anggota KPU itu sendiri. Unsur akademisi diharapkan dapat 
menangani segala permasalahan pemilu beserta segala macam hal-
hal teknisnya secara lebih ohjektif. Dernikian pula dengan LSM 
yang norabene dipandang sebagai pihak yang sangat kritis terhadap 
adanya peluang terjadinya ketidak-adilan atau ketidak-jujuran 
dalam suatu proses politik, termasuk pemilu. Dengan begitu, 
gabungan antara kedua unsur tersehut akan menghasilkan KPU 
yang anti suap dan anti keberpihakan. 

Evaluasi Sistem Pemilu: Plus dan Minus 

Hasil Pemilu 2004 dapat kita lihat sebagal berikut. 

No Nama Partai 
Suara 

DPR RI 
Kursi 

E)PR RI 
I Pari.ii (u!kar 2L 21,58 125 23.Y 

P1)IP 2IM2.29 18,3 109 19,82 
PKR II .989. 	64 0,5 52 

PPP 9.218. Th-i 9, 15 58 1 

5 

Irt.i 

I)crnukrati 8.455.225 7,45 5T 10,36 

PKS 5.325.020 7.4 45 8j$ 

PAN .3 0 3.32 - 1 6,44 52 

8 PIB 2.90-th 2,62 II 2,00 

PBR 2.764.998 2,13 13 2,36 

 2.13 1 2 2.18 

11 PK PB 2.3 9  9.290 2.11 2 0,36 

iT PKPI 1.424.240 1 .26 I 0,18 

13 PI'I )I< 1._13.654 1,10 5 0,91 

PN BK 123 0 .4 50  1,08 1 1,18 

15 Pdrui PP 973. 139 0,95 (I 0,00 

10 

PNI 

.\I.irhacnis 929. 1 59 0,81 1 ((.18 
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17 INU I ).() 10 4479 0.00 

1$ Pdrrai Pekpor T'8. ) 32 0,77 2 

1) 1'31 - ai 	P1)1 8 11 I 0.IS 

20 

Pi rrai 

\1crdcka I 074 0 0,00 

21 PI b79.2 (4.64) 11 0.00 

22 P,ir,ii I'IR ) 	 'T' 0.59 0,00 

-- PPI) ST.' 	I 0,58 o 0.00 

1 -4  PBS 1) 636. 	7 0,56 0 0,00 

Jumlah 113A62-414 100,00 550 100,00 

Hasi! Pemilu 2004 rampaknya belurn rnernherikan kepuasan 
yang maksimal, khususnya bagi sebagian peserta Pernilu. 
Sebagaimana diuraikan I Made Leo Wiratma dalarn Analisis 
CSIS; Mencermati Hasil Pernilu 2004: Perkembangan Polirik 
Triwulan Kedua (April-Juni) 2004: Dari Pemilu Legislarilmenuju 
Pemilu Presiden (2004: 147), berbagai protes dilakukan, salah 
satunya yang terkenal adalah kelompok yang menarnakan dirinya 
sebagai Aliansi 19 Partai Politik untuk Keselamatan Baiigsa. 
Kesembilan belas Partai Politik tersebut ada!ah Partai Arnanat 
Nasional (PAN), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Merdeka, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Sarikat Indonesia 
(PSI), Partai Nasional Banteng Kemerdckaan (PNBK), Partai 
Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Pelopor, Partai Buruh 
Sosial Demokrat (PBSD), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai 
Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Dernokrat, PNI 
Marhaenisrne, Partai Patriot, Partai Persatuan Demokrasi 
Kehangsaan (PPDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) 

Kelompok mi muncul karena peuyelenggaraan Pemilu 2004 

disinyalir banyak terdapat kecurangan dan peIanggaran. 1 - 

I Made Leo Wirama dalam Analisis CSIS. 2004: Mcncermari I"Iasil Pcmilu 2004: 
Perkenil,anean Polirik Tri,vulan Kedua (April-toni) 2004: Dari l'ernilu I.egislarifincnuju 
Pemilu Presiclen, NaI.147. 
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Ada heberapa poin penting yang menjadi sasaran kritik pada 
penyelenggaraan 

Pemilu 2004, yaitu sebagai berikut: 

Kebijakan penyelenggaraan Pemilu yang dinilai terlalu 
sentralistik telah melahirkan banyak masalah teknis. 
Akibatnya, sampai detik terakhir penyelenggaraan Pemilu 
marak dengan sejurn!ah perdebatan keras rnenyangkut 
kekhawatiran ditunda atau gagalnya Pemilu. Hal itu diatasi 
dengan terbitnya Perpu. 

Masih terjadinya pelanggaran kanipanye. Meski tidak 
sebanyak Pemilu 1999, pe!anggaran masih terjadi. 

Rumitnya cara rnernilih yang berbeda-beda antara DPR/ 
DPRD Provinsi! Kabupaten/Kota di satu pihak dan 
pernilihan Anggota DPD membuat masyarakat bingung. 
Kebingungan itu bertambah lagi karena kurangnya 
sosialisasi partai rnengenai calegnya sehingga pernilih miskin 
informasi tentang calon. 

Meski peraturan perundangan mendorong perempuan 
diberi tempat 30 %, tidak dapat dihindari kesan bahwa 
partai polirik masih rriemperlakukan hal itu sebagai aksesori 
politik. '' 

Namun demikian, kemajuan yang dapat dilihat dalarn 
perrielenggaraan Pemilu 2004 tidak dapat dipungkiri, yaitu 
sebagai berikut: 

1. Pemilu 2004 adalah Pemilu pertarna yang diselenggarakan 
oleh lembaga independen, KPLJ, yang strukturnya dan 
pusat sarnpai daerah lepas dari campur tangan negara. 
Anggapan pcnyelenggaraan Pemilu oleh KPU kedodoran, 
mungkin, lebih disehabkan persiapan Pemilu 2004 !ebih 

Kornisi Pemilihan Umum. Pemilu Legis/arii2004. 2005. Kornisi Pemilihan Umum 
(KPU Jakarta. Na! 128-129. 



212 	 Demokrasi yang Klan Matang (s/d 2004) 

dapat dikontrol publik daripada Pemilu 1999 sehingga 
sejengkal kekurangan pun diketahui masyarakat. Karena itu, 
tidak atau kurang adil bila penyelenggaraan Pernilu 1999 
dianggap lebih bagus daripada Pemilu 2004. 

Meski substansi karnpanye kurang canggih, tapi dari segi 
ketertiban, j urnlah kekerasan dan ketegasan ti ndakan Panitia 
Pengawas Pemilu serta aparat penegak hukum lebih baik 
dari Pernilu sebelumnya. Selain itu, jumlah posko, simbol 
dominasi teritori partai sudah jauh berkurang jumlahnya. 

Penggunaan ayat-ayat suci dalam kampanye amat 
berkurang, bahkan dapat dikatakan tidak ada. 

Tingkat inklusivitas partai kian meningkat. Meski masih ada 
partai yang mempergunakan simbol-simbol agama dalam 
merebut had masyarakat, mereka mengakomodasi 
kelompok agama lain, walau terjadi gradasi berbeda dan 
satu partai politik dengan partai politik lain. 

Situasi karnpanye yang relatiflebih tenang dan Pemilu yang 
berjalan tertib tidak terlepas dari kehendak masyarakat 
untuk menaati peraturan guna mcnghindari rindakan di 
luar hukurn atau kekerasan. 

Kebingungan masyarakat dalarn menentukan pilihan, dan 
perspekrif pembelajaran politik adalah posi tif. Keingintahuan 
masyarakat untuk rnernilih partai atau calon yang dianggap 
baik menunjukkan masyarakat mulai sadar, pilihan dalarn 
pemilu menyangkur kepentingan mereka bersama. 

Kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan tentu 
tidak dapat dilepaskan dari semangat masyarakat sipil dalam 
melakukan pendidikan pernilih dan memberi pencerahan 
kepada masyarakat serta kerja keras KPU beserta jajarannya. 135  

135 Ibid. HaL129-130. 
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Evaluasi Sistem Kepartaian: Plus Minus 

Dalam Talkshow Forum Politisi yang diselenggarakan pada 
tanggal 20 September 2006, wacana yang berkembang dan 
perwakilan partai politik adalah bahwa partai politik peserta pemilu 
sebaiknya tidak terlalu banyak, mengingat pemilu yang efektiftidak 
tergantung pada jumlah partai politik peserta pemilu, tetapi lebih 
pada bagaimana aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan 
baik dan Iebih representatif. mi penting untuk dirumuskan 
sehngga pemilu se!anjutnya dapat lebih baik sistem dan 
keterwakilannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
memperbaiki sistem kepartaian yang dikemukakan dalam talkshow 
tersebut - yaitu untuk mendukung terwujudnya penyederhanaan 
sistem kepartaian -, adalah:' 3 ' 

KPU harus diberi wewenang yang lehih besar, yang 
ditetapkan melalui UU. Besarnya kewenangan mi 
dimaksudkan agar KPU dapat bertindak !ebih fair, tegas, 
cepat dan tangkas dalam penyelenggaraan pemilu. 

Electoral Threshold harus direrapkan secara konsisten, 
dimana hagi yang tidak mampu memenuhi bilangan thresh-
old yang telah ditentukan, maka parrai tersebut tidak 
mendapatkan kursi di parlemen. Namun masih dibuka 
kesempatan untuk bergahung dengan partai laih agar suara 
yang telah didapatnya tidak hilang. 

Threshold yang tiflggi dikhawatirkan terlalu proteksionis, 
sehingga partai yang lobs threshoidda pat semena-mena dan 
dapat berakibat pada kurangnya perlindungan terhadap 
kepentingan minoritas. Oleh karena itu, sebagian pembicara 
sepakat, bahwa electoral threshold untuk sementara mi, 
Iebih baik dipatok antara 2 - 3 % dari jumlah hasil suara 

Adam, Rairier dan Warsito Ellwein. 2007. Kerja & Stiawgi Seomng Pout/si; 
Rangkuman Has/I Kerja Forum Politisi 2006. jakarta. Forum Politisi. Ilal. 79-80. 
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(bukan perolehan kursi). Penetapan electoral threshold mi 
harus dibarengi dcngan peningkatan kualitas partai peserta 
pemilu. Di luar pendapat di atas, terdapat usulan agar elec-
toral threshold seharusnya ditinggikan, sehingga dapat 
efektif mcngurangi jumlah parpol peserta pernilu. 

Wacana selanjutnya sebagai evaluasi sistem kepartaian pada 
waktu itu adalah bahwa pembenahan sistern kepartaian hendaknya 
dibarengi dengan peningkatan kualitas partai politik. Diseburkan 
bahwa langkah rnenaikkan electoral threshold bagi partai polirik 
peserta pernilu akan efektif mengurangi jumlah parpol, namun 
Iangkah tersebut juga tidak akan efektif dan cenderung 
memproteksi banyaknya pilihan dalam masyarakat saat pernilu 
jika tidak disertai peningkatan kualitas partai politik. 

Di sisi lain, keinginan politik untuk rnenyederhanakan sistem 
kcpartaian, dalam hal mi merribatasi jumlah partai politik 
ketika itu juga mendapat sanggahan dari beberapa pihak. 
Alasan yang dikemukakan pihak mi adalah bahwa sejak 
reformasi bergulir, belurn ada partai politik yang berhasil 
meraih suara diatas 50 %. Menurut Direktur Eksekutif Center 
for Electoral Reform (CETRO) Hadar Gumay. dalam Sinar 
Harapan, Kamis, 21 September 2007, hal itu menunjukkan 

bahwa penerapan pembatasan jumlah partai politik belum 
selayaknya dilakukan. 

Pendapat tersehut juga sempat didukung oleh Sutiadara 
Gintings, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, yang disampaikan dalam 
diskusi yang diadakan Forum Politisi di Jakarta pada tanggal 20 

September 2007. Masih dalam forum diskusi yang sarna, Kctua 
DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sayuti Asyathri mengusulkan 
jalan tengahnya, yaitu menerapkan desain jumlah partai politik 
yang sedikit namun efektif, dengan alasan hahwa pernbatasan 

jurnlah partai polirik pada saat itu rentan tidak inengakomodasi 
suara minoritas. 
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Senada dengan ide-ide di atas, Wakil Sekretaris Jenderal DPP 
Parnii Golkar ketika itu, Rully Chairul Azwar (2006) - dalarn 
Talk Show "Efektivitas Penyelenggaraan Pernilu: Multi Partai atau 
Penbarasan Partai Peserta Pemilu" yang diselenggarakan Forum 
Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, di Hotel 
Sani ika Jakarta, 20 September 2006 -, mengatakan bahwa sistem 
multi partai sederhana dengan jumlah partai politik peserta 
pemilu lima sampai tujuh adalah kondisi ideal yang perlu dituju 
dengan catatan, cara rnencapainya hendaklah dilakukan dengan 
dcrrokratis. 

Yang !ebih menarik terkait evaluasi Pemilu 2004 adalah 
bahwa Rully Chairul Azwar - dalam Talk Show yang sama - 
menawarkan solusi tentang pembatasan jumlah partai politik yang 
dap-at diterapkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu seterusnya 
sebai berikut:' 37  

Melalui persyaratan kepengurusan yang terus diperketat 
jumlahnya, misalnya, untuk Pemilu 2014, sebaiknya 
persyaratan rnemiliki kepengurusan di -3/,, jurnlah provinsi 
dan di 3/4 jumlah kabupaten/kota. 

Untuk menjadi peserta Pemilu 2014, melalui persyaratan 
electoral threshold yang harus diperketat. Misalnya untuk 
Pernilu 2014, persyaratan lobs threshold apahila dalam 
Pemilu 2009 memperoleh sekurang-kurangnya 5 % jumlah 
kursi DPR atau 6 % jumlah kursi DPRD Provinsi, atau 6 % 
jumlah kursi DPRD Kahupaten! Kota. 

Untuk herhak menempatkan anggota legislatifnya di DPR 
melalui persyaratan parliamentary threshold, misalnya, 
untuk Pernilu 2014, persyaratan partai politik yang bolos 
threshold untuk dapat rnenempatkan anggota legislatifnya 

3  Ketika ftu RuIly Chairul Azwar lebih rnengusulkannya untuk Pemilu 2014 karena ia 
melilur bahwa unruk Pemilu 2009, ketika iru sudab diterapkan dasar hukumnya, yaitu 
UU omor 12 Taliun 2003. 
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di parlemen harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 % 
dari jumlah kursi di DPR, atau 27 kursi. Apabila partai politik 
tersebut tidak memperoleh jumlah kursi tersebut, maka tidak 
berhak menempatkan anggota legislatifnya, berarti kursi 
partai politik tersebut hanis diserahkan kepada partai politik 
lain yang berhak yang berikutnya di daerah pemilihan yang 
bersangkutan. D engan demikian, keheradaan partai poli tik 
tersebut di parlemen selama Jima tahun absen. 

Evaluasi Pemilihan Langsung Presiden 

Dunia memang memandang bahwa Indonesia sukses 
menyelenggarakan Pilprcs Langsung untuk pertama kalinya tahun 

2004. Namun, sebaiknya itu tidak membuat ldta terlena dan tidak 
tenlalu memperhatikan kelemahan-kelemahan yang masih ada, 

terutarna dari segi tcknis di lapangan. 

Salah sam hal yang dapat dijadikan bahan evaluasi adalah 
pclanggaran-pelanggaran pidana pemilu pilpres langsung 2004 

yang masih ada berikut penanganannya. Tim Peneliti Perkumpulan 
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tahun 2006 

menyampaikan data berikut: 

Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden -Wakil Presiden 2004 
dan Penanganannya 

No 
Putaran/'I'ahapan 

Pcmilu 

1clanggaran Pidana _________ 

Laporan 
ditcrirua 

Kc 
Pcnyidik 

Kc 
Kcjaksaan 

Kc 
PCD R- 
adilan 

Vonis 
PN 

I PUTARAN I  

I'CI1(IJt.fl.l[1 I'LIluIih I-i k ]i i• 

. 1c n d .i fu ri ii ( 	 1 Ion ii 

Karipanvc I' 33 30 30 
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II PUTA RAN II 

I'CIH Li 11Ll I iii 	din 

Pcrhitungin 	'niir,i 62 -i 3 . i .31 29 

Ienctipan Hiil 
5 lcniiIii () (I I) () 

( Pendafr.ir.in  1-iniIih () 1 ii (.) 

Kuflp.u1yc dul,irvi 

Benuik 42 24 S 2 2 

I'L- napdnI.ln Visi .'vlIl  
PLinungutali Jan 

Pcngiruiigan -H 2-1 X 

Suara 
Ik'iict.ipau ( 	iIUfl 

11 F-ipi1ili dan 0 ii 0 

JUMLAH 274 187 94 82 79 

Sumber: Laporan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 
dalam huku: "Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pernilu 2004", 

Tim Penelit- i Perludern, 2006, Editor: S. Pramono. HaI.39. 

Yang rnenarik clari data di atas adalah hahwa dalam hat 
penetapan hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih, tidak terjadi 
pelanggaran pidana. Padahal, titik-titik mi biasanya rawan ierjadi 
konflik politik. Yang harus dibenahi terutama adalah dalam konteks 
kampanye, yaitu peruama, ke depan potensi-potensi konflik dalam 
berkarnpanye hendakriya diantisipasi dan diminimalisir. Kedua, 
tindak lanjut atas pelaporan-pelaporan tindak pidana karnpanye 
hendaknya perlu mendapat pernantauan yang lcbih ketat, agar 
kasus-kasus yang ada niendapatkan vonis pengadilan lehih banyak 
dan Iebih baik seluruhnya tertangani dengan tuntas demi 
kepastian dan kewibawaan hukum. 
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Ke Si m Pu Ian 

Melihat fakta-fakta di atas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan 
penting. Pertama, kinerja KPU kembali mendapatkan sorocan 

yang cukup kuat. mi penting mengingat KPU merupakan 
lembaga inti penyelenggara pemilu. Muncul wacana bahwa KPU 
ke depan harus sernakin independen dan diberi kewenangan 
yang lebih luas dalam penye!enggaraan pernilu, agar kinerjanya 
tidak banyak terhambat oleh kendala-kendala teknis. 

Kedua, muncul wacana yang cukup kuat untuk 
menyederhanakan jumlah partai walaupun tetap dengan ruh 
multipartai. mi mendapatkan tantangan tersendiri terutarna dan 

kalangan "minoritas" di masyarakat yang khawatir bahwa aspirasinya 
tidak akan terakomodasi dengan sistem niultipartai yang makin 
dibatasi. Narn un rnengingat pengalarnan-pengalaman sejak Pernil u 
1999, niernang tampaknya penyederhanaan jurnlah partai 
merupakan isu yang sangat penting derni mewujudkan pemilu 
yang lebih efcktif, efisien narnun tetap dernokratis. 

Ketiga, penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran 
pidana pada kampanye, baik itu pada pemilu legislatif maupun 
pilpres langsung harus lebih diperhatikan agarjum!ah kasus-kasus 
yang dituntaskan dapat lebih banyak dan lebih baik lagi bila 
seluruhnya dapat diputuskan melalul pengadilan derni kepastian 

dan penegakkan hukum. 



BABV 
Kembalinya Kekuasaan Rakyat 
(s/d 2009) 

Sis:em Pemilu Berdasarkan VU Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD 

Ada beberapa catatan penting yang ditulis oleh salah seorang 
Peneliti Politik Dalarn Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI, Indra 
Pahkvi atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pernilu Anggora 
DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut: 

3istem Pernilu yang digunakan dalam UU No. 10 Tahun 
2009 adalah Sistem Proporsional Terhuka (open list system). 
Terdapat beberapa poin yang mengemuka dalam sistem mi yaitu: 

• 	Jurnlah kursi DPR sebanyak 560 

• 	Daerah Pernilihan (Dapil) DPR adalah provinsi atau bagian 
provinsi 

• 	Alokasi kursi untuk setiap dapil berkisar antara 3 - 10 kursi 

• 	Dapil DPRD provinsi adalah kab/kota atau gabungan kab/ 
kota dengan alokasi kursi berkisar 3-12 untuk setiap 
dapilnya. 

• 	Dapil DPRD kab/kota adalah kecamatan atau gabungan 
kecamatan dengan alokasi kursi berkisar 3- 12 untuk seriap 
dapilnya. 

• 	Parpol harus menienuhi ambang batas perolehan suara 
sekurang-kurangnya 2,5% dari jurnlah suara sah secara 
nasional untuk dii kutkan dalarn penentuan perolehan kursi 

219 
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DPR. (yg  tidak mencapai angka tsb, maka tdk diikutkan 
dim penghitungan perolehari kursi DPR) 

• 	Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu 
dapil iaiah jurrilah suara sah seluruh parpol dikurangi jum!ah 
suara sah parpoi yg tidak merneriuhi ambang baras 2,5% 
suara sali nasiona! tadi. 

• 	Dari hasil penghitungan suara sah tersebut di suatu dapil 
ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah 
suara sah parpol yg mencapai ambang batas 2,5% suara 

sah nasionai dengan kursi di satu dapil. 

• 	Seteiah diuetapkan angka BPP DPR dilakukan 
penghitungan perolehan kursi tahap I dengan membagi 
jumlah suara sah yg diperoleh suaru paprpol di suatu dapil 

dengan BPP DPR 

• 	Apabiia rnasih terdapat sisa kursi diiakukan penghitungan 
perolehan kursi tahap II dengan cara membagikan jumlah 
sisa kursi yang belum terbagi kepada parpol yg memperoleh 
suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR. (rnakna "yg 
mernperoleh suara. .dst" adaiah sisa suara seteieh dikurangi 
suara yg teiah dikonversi menjadi kursi pada rahap I 
berdasarkan inrerpretasi KPU dan dikukuhkan oleh MK). 

• 	Apabila rnasih terdapat sisa kursi setelah dilakukan 
penghitungan tahap II, maka dilakukan penghitungan 
perolehan kursi tahap III dengan cara seiuruh sisa suara 
parpoi dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP 
DPR yang baru di provinsi yg bersangkutan. (makna 
11
se 1 urt1h menurut MK adaiah dari seluruh dapii yg ada di 

provirisi yg bersangkutan dan bukan hanya dari dapil yg 
masih meniiiiki sisa kursi). 

• 	BPP DPR yg baru di provinsi yg bersangkutan ditetapkan 
dengan membagi jumiah sisa suara sah seiuruh parpol 

dengan jumlah sisa kursi. 
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• 	Penetapan perolehan kursi parpol tersebut (tahap III) 
dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada parpol 
yg rnencapai BPP DPR yang baru di provinsi yg 
bersangkutan. 

• 	Selanjutnya apabila masih terdapat sisa kursi yg belurn 
terbagi dengan BPP DPR yg baru, penetapan perolehan 
kursi parpol dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi 
kepada parpol di provinsi satu demi satu berturut-turut 
sampai semua sisa kursi habis terbagi herdasarkan sisa suara 
terbanyak. 

• 	Apabila rnasih terdapat sisa kursi yg belum terbagi setalah 
penghitungan di atas dan sisa suara parpol sudah terkonversi 
menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada parpol yg 
memiliki perolehan suara terbanyak secara berturut-turut 
di provinsi yg bersangkuran kepada dapil yg masih memiliki 
sisa kursi. 

• 	Dalam hal dapil adalah provinsi, maka penghitungan sisa 
suaranya dilakukan habis di dapil tersebut. 

• 	Terhadap penghitungan perolehan kursi untuk DPRD 
provinsi dan DPRD kab/ kota, secara prinsip habis di dapil 
seperti yg berlaku pada pemilu tahun 2004. 

• 	Tentang penetapan calon terpilih, sernula Pasal 214 UU 
No. 10 tahun 2008 mengatur dengan cara didasarkan pada 
calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% 
dari BPP yg kemudian dikembalikan kepada parpol yg 
bersangkutan berdasarkan nomor urutnya (tdk tergantung 
siapa yang paling besar suaranya). Namun ketentuan itu 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya 
Nomor 22 dan 24/PUU-V1/2008 yg menyatakan bahwa 
calon tcrpilih adalah calon yg memeroleh suara terbanyak 
(setelah parpolnya dipastikan rnerneroleh kursi di dapil tsb). 
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• 	Penggantian calon rerpilih menjadi kewenarigan parpol 
berdasarkan surat keputusan pirnpinan parpol yg 
bersangkutan yang diambil dari calon dari daftar calon tetap 
parpol pada dapil yg sama. 

Dari beberapa poin tersebut, terdapat beberapa catatan yaitu: 

Ketika ditetapkan bahwa calon terpilih adalah calon yang 
sekurang-kurangnya mernperoleh suara 30% dan keinudian 
kembali kepada mekanisme nornor unit, maka sistem 
proporsional yang berlaku sesungguhnya adalah sistem 
proporsional terbuka terbatas, karena parpol tetap sangat 
menentukan keterpilihan seseorang. Narnun demikian 
kemudian dibatalkan oleh Mahkarnah Kosntitusi dan 
kemudian rnenggunakan niekanisme "suara terbanyak". Hal 
itu secara konsep sudah sejalan dengan tujuan untuk 
meningkatkan derajat iceterwakilan dan akuntabilitas calon 
terpilih, namun muncul masalah yg terkait dengan budaya 
politik yaitu persaingan yang cenderung tidak sehat antar 
calon dengan rnenggunakan segenap daya untuk menang 
scrta muncul nivalitas antara "populanitas" dan "kualitas". 
(dampak sistern) 

Dalam proses penghitungan perolehan kursi hagi setiap 
parpol, muncul ketidakjelasan terutama mulai penghitungan 
tahap II, tahap III, dan tahap berikutnya. Ketidakjelasan 
tersebut diawali dengan ketidakje!asan rnakna kalimat 

..parpoI yang memperoich suara sekurang-kurangiiya 50% 
dari BPP DPR...". KPU menginterpretasikan sebagai sisa suara 
setelah dikurangi suara yang telah terkonversi menjadi kursi 
pada tahap I, tetapi ada yg menginterpretasikan sebagai 
sernua parpol yg memperoich kursi pada tahap I herhak 
memperoleh kursi pada tahap 11. 
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Ketidakjelasan kedua adalah terkait dengan penghitungan 
perolehan kursi tahap 111 terkait dengan kata "seluruli". 
Makna KPU yag juga berbeda antara yang tertulis dengan 
yang terimplernentasikan adalah apakah hanya dari dapil 
yang masih memiliki sisa suara (terimplementasikan KPU) 
atau dari se!uruh dapil di provinsi rersebut (yg  tertulis pada 
Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009). 

Terkait dengan penghitungan perolehan kursi rahap II dan 
rahap III, muncul banyak gugatan balk di MK maupun di 
MA (terrnasuk dalam sidang PHPU di MK) terhadap 
inrerpretasi yang sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008. 
Ironisnya, interprerasi dari para manran anggota Pansus 
Pernilu pun berbeda-beda. Hal itu karena ridak adanya 
simulasi secara tuntas, menyeluruh, dan diterima semua 
pihak ketika dilakukan pembahasan RUU tersehut. 

Masalah belum selesai ketika membahas tenrang penghitungan 
perolehan kursi setelah tahap III yang juga diatur dalam 
UU No. 10 tahun 2008. Hal iru kemudian bercampur 
pemahamannya dalam menerapkan antara penghitungan 
perolehan kursi tahap III dengan tahap selanjutnya yang 
kesernuanya diatur dalam peraturan KPU (Nomor 15 tahun 
2009) iru. 

• 	Tujuan untuk rneningkatkan derajat keterwakilan serta 
rnerninirnalkan keridakadilan antara parpol yang memperoich 
suara signifikan dengan parpol yang rnernperoleh suara kecil 
dengan rnengganti metode Hare (largest remainder) 
menghadapi rnasalah baru karena penerapan sistem 
proporsional terbuka rnenjadi lebih rumir. Salah satunya cidak 
mernilih secara regas metode pcnghitungan perolehan kursi 
yang ada apakah menggunakan reknik kuota atau dikenal 
dengan largest remainder ataukah dengan menggunakan 
reknik divisor atau dikenal dengan the highest average. 
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• 	Oleh karena itu sistern proporsional terbuka dalarn pernilu 

DPR tahun 2009 semakin tidak memiliki pola dan disain 
yang jelas baik dalarn hal penghitungan perolehan kursi 
untuk setiap parpol maupun dalam hal pcnetapan calon 
terpilihnya. 

• 	Diperlukan sebuah grand design sistem pemilu ke depan 
dengan memperrirnbangkan berbagai aspek baik geopolitik, 
budaya politik, pengalaman, maupun kesiapan rnasyarakatnya. 

Penyelamat Demokrasi: Peranan MK dalam 
Mendemokratisasikan Pemilu 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga 
negara pernegang kekuasaan kehakiman yang dibentuk me!alui 

peruhahan UUD 1945. Sesuai arnanat UUD 1945 Pasal 24 C 
Ayat 1, kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya final dalarn hal-hal berikut mi: 

Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 

• 	Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan o!eh Undang Undang Dasar 

• 	Mernutuskan pembubaran partai politik 

• 	Mernutuskan perselisihan tentang hasil pemilu 

Dalarn proses demokratisasi di Indonesia, khususnya rne!alui 
momen pernilu, peran MK adalah sangat penting. Hal-hal mi 
dapat kita tinjau salah satunya dari tulisan sa!ah seorang Peneliti 
Bidang Hukurn Sekretariat Jenderal DPR RI, Novianto Murti 
Hantoro yang berjudu!: 'Analisis Purusan IVIal2kama/1 Konstirusi 
rerhadap Pengujian Undang-Unc/ang Nornor 10 Thhun 2008 
(enrang Pemilihan Umum Anggora DPR, DPD, dan DPRD" 
dalam Buku: Taufiqurrohrnan Syahuri (penyunting). 2009. 
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AnaiLcis terliadap Putusan Mahkarnah Konstitusi. Jakarta. P3DI 
Sekretariat Jenderal DPR RI). 

Dalam tulisan tersebut dapat dilihat bahwa peran MK 
khususnya dalam meriguji "kedernokratisan" UU Nornor 10 
Tahn 2008 tentang Pemilihan Umurn Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD rnenyentuh materi-materi yang sangat penting dan 
mer entukan pada aspek perbaikan ni!ai-nilai demokrasi dalarn 
keh dupan politik di Indonesia. Ada beberapa permohonan 
terkit dengan pengujian VU Pernilu tersebut yang masuk ke 
MK, yaitu me1iputi: 

Pasal 12 dan Pasal 67 mengenai ketiadaan syarat domisili 
dan ketiadaan syarat non parpol untuk calon anggota DPD. 

Pasal 316 Huruf d mengenai pengecualian partai politik 
yang merniliki kursi di DPR untuk ikut dalam Pernilu 2009, 
meskipun tidak mernenuhi electoral threshold (El). 

Pasal 50 Hurufg terkait dengan syarat untuk menjadi calon 
Anggota [)PR dan DPRD, yaitu tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukurn tetap, karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih. 

Pasal 55 Ayat 2 tentang dalam scriap 3 orang bakal calon 
terdapat sckurang-kurangnya 1 orang perempuan baka! calon. 

Pasal 205 Ayar 4, 5, 6, dan 7 tentang penghitungan 
perolehan juinlah kursi tahap kcdua dan ketiga. 

Pasal 214 Huruf a, b, c, d, dan e tentang penentuan calon 
terpilih. 

Novianto Murti Hantoro. 2009: 'Analisis Putusan Mahkarnali Konsriwsi rerhadap 
PengtJian Undang-Undang Nonior 10 7i2hun 2008 wnrang Pemiliian Urnum Angguta 
DPI? DPI), dan DI'RD "dalam Taufiqurrohman Syahuri (pcnyunti ng): Ana/isis wrhadap 
Purus.zn Pvlahkatnah Konstiru.vi. Jakarta. I3D1 Sckrctariat Iendcral DPR RI. HaI.33-34. 
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Pasal 98 Ayat 2, 3, dan 4 serta Pasal 99 Ayat 1 dan 2 tenrang 
sanksi bagi lembaga penyiaran atau media massa cetak. 

Pasal 202 Ayat 1, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 208, 
dan Pasal 209 mengenai penetapan perolehan suara dan 
penetapan perolehan kursi. 

Pasal 12 hurufg dan Pasal 50 Ayat 1 hurufg syarat untuk 
menjadi calon anggota D1R, DPD, dan DPRD, yaitu tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang rnempunyai kekuatan hukum tetap, karena 
mclakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 tahun atau lebih. 

Pasal 245 Ayat 2, Pasal 245 Ayat 3, Pasal 282, dan Pasal 
307 terkait larangan mengumumkan hasil survey atau hasil 
jajak pendapat pada masa tenang dan larangan 
mengurnurnkan hasil quick count sebelum hari bcrikutnya 
setclah han/ tanggal pemungutan suara. 

Pasal 205 Ayat 4, Pasal 211 Ayat 3, dan Pasal 212 Ayat 3 
mengenai penghitungan perolehan kursi tahap kedua. 

Novianto Murti Hantoro (2009) menjelaskan bahwa Putusan 
MK terhadap pengujian UU Pemilu Tahun 2008 telah 
memunculkan adanya kewenangan baru atau preseden dalam 
hukurn heracara di MK, antara lain: MK dapat menguji ketiadaan 
norma dalam UU dan MK dapat menafsirkan rumusan pasal dalam 
UU. Jadi kewenangan MK tidak lagi hanya sebatas menyatakan 
suatu UU atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD. 

Ternyata, dalam konteks UU Pemilu, apa yang telah dilakukan 
MK itu relatif tidak dikeluhkan masyarakat, malahan sebaliknya, 
MK dianggap telah rriernberikan jalan tengah atau kepastian 
hukum atas multitafsir rumusan dalam UU. 139  Dengan demikian 

Ibid. HaI.7273. 
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tidak berlebihan bila MK dipandang sebagai pL'nyclarnat 
dernokrasi. 

Evaluasi Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Lebih 
Baik? 

Sebagian kalangan mengernukakan bahwa pelaksanaan sistem 
pemilu 2009 dikacaukan oleh peraturan perundang-undangan 
pemilu yang tidak saling mendukung. Peneliti pada Pusat Penelitian 
Politik LIPI, Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si sempat menulis tentang 
kritiknya terhadap peraturan perundang-undangan mengenai 
pernilu. Menurutnya, salah satu akar "cacat" Pemilu 2009, baik 
yang terjadi pada Pemilu Legislatifmaupun Pilprcs adalah distorsi 
dan bias politik sistem proporsional yang dipakai Indonesia. Sistem 
proporsiona! tclah "terselewengkan" oleh oligarki parlemen dalam 
proses penyusunan UU Nomor 10 Tahun 2008. 

Salah saw ketidaksinkronan antar UU tentang Pemilu, 
menurutnya adalah aturan-aturan yang ada dalam UU Nornor 
10 Tahun 2008 dengan UU Noinor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik, bahkan ada gejala saling menegasikan dan tidak saling 
mcnunjang. Contoh yang dikemukakan ada!ah bahwa prinsip 
multipartai yang menjadi inti UU Nomor 2 Tahun 2008 seakan-
akan berdiri sendiri sebagai suatu CU tanpa terkait dengan UU 
Nornor 10 Tahun 2008. Upaya penyederhanaan partai yang 
menjadi nih pada sejurnlah pasal dalam UU Nornor 10 Tahun 
2008 ternyata tidak ditunjang olch UU Nornor 2 Tahun 2008 
yang justru memberikari keleluasaan bagi Warga Negara Indo-
nesia untuk mendirikan partai politik. 

Mengenai teknis sistern pemilu, berikut mi kutipan tulisan 
Moch Nui-hasim, S.IP, M.Si yang diakses dari website, khususnya 
mcngenai kritikannya terhadap cara perhitungan suara dalarn 
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penentuan kursi bagi caleg terpilih, yang mana aturannya 
termuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, scbagai berikut: 

"Dari segi prinsip, yang paling parah secara subsmnsial adalah 

UU Nornor 10 Tahun 2008 tentarig Pernilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD. UU mi mengandung 

beberapa kclernahari mendasar karcna UU tersebut menisbikan 

sebagian prinsip sisrem proporsional. Kelemahan icu tcrletak 

pada dan diantaranya ialah bertingkatnya koefisien bilangan 

unruk penentuan kursi bagi Anggota DPR. 

Tiga tahap cia lam pen en aian ku rsi bukanlah sua tu kewajaran, 

rerapi inerupakan pen vimpangan subsransial dari sisrem 

proporsional. Hadirnva Pasal2O5 dapat dianggap sebagai "akal-
akalan" polirik parrai. Dalam sistein proporsional, seja tlnya 

jika suaru suara tic/ak seban ding dengan koefisien nilai kursi, 
maka suara terse/nit disebur sebagai si.ca. LJUNomor 10 Tahun 
2008 ridak mengenal dan tic/ak menjelaskan sama sekali ten rang 

isrilab sisa suara terse/nit. Dengan kaca lain, Pasal 205 ada/nh 
pasal karer yang bukan sn/a niultitLii upi •r lcalit,'us tic/a/c 

memiliki dasar secara reoniri/c. 

L)an?paknya rerdapac perheclaan nilni saw kLusi da/ani .cuaru 

daerah peinilihan, anrara rahap pertaina, kedua dan keriga 

c/alann penghirungan kursi parrai. Sisrem proporsional yang 
"hibrida", suatu perkawinan antara sebagian sisrem distnik 
dengan sis tern proporsionaL Idea lnya, penga winan substansi 

itu tic/ak mengacaukan sisrcm utamanya. indonesia sebenarnya 

rcrjebak pada sisrem proporsional hibnida yang kacau balau. 
Kekacauan iru tenlerak j,ada inkonsisreji prinsip-prinsip utarna 

sistein proporsional yang digunakan. " 

Dibandingkan dengan aturan pada Pemilu 2004, dikatakan 
pula bahwa justru reknis pembagian kursinya lebih hagus 

http : //aipi.wordpress.conif2009/09128/meflyernpumakall-sistemp10P01S1011alt  

Diakses ranggal 28 Oktobcr 2009. 
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daripada aruran dalarn UU Nornor 10 Tahun 2008. Sehagaimana 

diketahui, pembagian kursi dalam aturan Pemilu 2004 hanya 
ada 2 tahap (tahap pertama dan tahap sisa). Hal mi dipandang 

lebib mencerminkan keadilan yang substansial. 

Selanjurnya, Moch Nurhasim, S.IP, M.Si menambahkan: 

"Paclahal, UU Nornor 10 Tahun 2008 tic/ak dirancang unruk 

proporsional terbuka pen oh, hanya serengahnya. Kenapa 

setengah? Kirena adanya percampuran anrara peran parcai dan 

peran pemiili pada saar pen enruan ca/on terpilili. Percampuran 

ito hcrijnbas pada beberapa reknis Iainnya, khususnya cara 

ineniilih dan sali tidaknva sebuali pilihan rakvar. Dalani sistem 

proporsional dengan c/altar rerw cup petnilih akan meinilih 

garn bar parrai. Semen rara c/a lain sisrern proporsional setengab 

rerhuka seperri yang herlaku pada Pemilu 2004, pernilih clapar 

mnemilih parral dan/arau ilama ca/on. Dalam sisrern 

proporsional yang hcnar-benar rerbuka pen oh, idealnya 

peniilih hanya rncmilih liarna calon. "fl ' 

Selain itu, dari sistem penentuan caleg terpi!ih berdasarkan 

suara terbanyak pun pada kenyataannya banyak atau bahkan 

hampir sernua partai politik peserra Pernilu 2009 terkejut dan 

tidak siap. Punisan MK tentang hal itu (Putusan MK Nomor 

22-24/ PUU-VI/2008) nyatanya membuat partai-partai politik 

secara mendadak mengubah strategi politik mereka. Walaupun 

secara diplomatis beherapa partai politik mengklaim bahwa mereka 

siap dengan sistem suara terbanyak karena telah "mempersiapkan 

din" sejak larna dengan sistem iru, tetap saja pada kenyataannya 

peroinbakan straregi politik sebagai akibat Putusan MK itu menjadi 

permasalahan yang tidak sepele. Tidak dapat dipungkiri, sistem 

suara terhanyak yang sifatnya "semakin dekat" dengan sistem 

Proporsional terbuka penuh, mernang sebelumnya tidak menjadi 

"niar" partai politik untuk dipersiapkan. 

ibid. 



230 	 Kembalinya Kekuasaan F{akyat (s/d ZULJY) 

Sistern suara terbanyak yang sernakin mendekati "kesejatian" 
sistern proporsional terbuka rnalah rnenuai kritikan. Salah satu 
kritik terhadap sistern suara terbanyak adalah dari Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lernhannas). Melalui Gubernu r-nya, Muladi, 
dinyatakan bahwa sistem suara terhanyak membuat kualitas 

parlemen 2009-2014 memburuk. Dengan diterapkannya sistem 
itu, kader-kader terbaik partai politik kurang terakomodasi menjadi 
Anggota Dewan. Alasan yang dikernukakan lainnya ada!ah bahwa 
Anggota-anggota Dewan sebelumnya yang pengalamannya sudah 
"mumpuni" banyak yang tidak menjadi Anggota Dewan lagi pada 

periode 2009-2014. Muladi menyatakan bahwa scbaiknya MK 
dalam mernutuskan sesuatu harus dilihat dahulu potensi 
dampaknya secara luas. Jadi, perlu ada masa transisi bila memang 
sistem suara terbanyak perlu diterapkan pada pemilu legislatif di 

Indonesia. Masa transisi mi diperlukan untuk memberikan waktu 
bagi partai politik untuk melakukan seleksi ketat atas caleg-

calegnya secara profesional. 

Muladi mengatakan: 

"Daxi Pemilu kernarin, ten'ihat baliwa yanx- dise/eksi kerar 

hanya jago-jagorlya ,vang berada di nomor urur 1,2,3 dan 4. 

Seinenrara riomor sisanva sampai ke hawaii, kualiras caIegnya 
lebili rendah dibanding yang nomor unit aras. Padalial da/ain 

Pemilu 2009 mi, rak sedikix -  yang men con trexig ang bernonior 

unit di bawab. 11142 

Melihat pandangan Lenihannas di atas, tampaknya ada 
faktor "regenerasi kepern impinan" yang kurang terperhatikan. 
Seandainya caleg-caleg terpilih pada Pemilu 2009 idealnya sudah 
memiliki pengalanian banyak sebelum nya, tentunya sebaiknya 

"status quo" yang dipertahankan. Artinya, Anggota Dewan 

Periode 2004-2009 lah yang paling cocok mengisi parlernen. 

htp://po1i tik.vivanews.cornlncws/readl6O 5361 c rnh-annas_kritik_sistcin_ 

suara_terbanyak diakses tanggai 29 Oktober 2009. 
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mi tentunya tidak tepat. Bagaimanapun juga, salah satu unsur 
demokrasi adalah suatu ketentuan perlu adanya suatu rotasi 
kepernimpinan atau jabatan. Bukankah tidak 100 % Anggota 
Dewan terpilih periode 2009-2014 adalah baru? Masih adanya 
Anggota-anggota Dewan larna diharapkan sudah cukup urituk 
melakukan transfer of knowledge di antara mereka kepada para 
Anggota Dewan yang baru. Asurnsinya, tentu saja para Anggota 
Dewan baru tidak bisa bcrleha-!eha, tidak menyegerakan din 
menyesuaikan dan rnemeiiuhi diri mereka dengan kapasitas 
sebaik mungkin dalam menghadapi tugas-tugas kedewanan. 

Mari kita lihat beberapa contoh lain yang mernhuktikan 
keberatan beberapa partai politik peserta Pernilu 2009 atas 
penerapan sistem suara terbanyak yang sifatnya proporsional 
terbuka itu. Partai Golkar, walaupun Wakil Ketua [Jmurnnya, 
Agung Laksono sempat menyatakan bahwa Partai Golkar sudah 
siap menghadapi sistem suara terbanyak jauh sebelurn Putusan 
MK tcntang suara terbanyak itu dikeluarkan, ternyata 
pandangannya itu tidak sejalan dengan beberapa pihak DPD 
Partai. Contohnya adalah yang pernah dikemukakan oleh Ketua 
DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, UU Rumana, dirnana dia 
mengatakan bahwa Putusan MK tentang sistem suara terbanyak 
menjadikan bertambahnya kesibukan dan kerepotan Partai 
karena pelaksanaan Pernilu Legislatif 2009 ketika itu sudah sangat 
dekat dengan deadline, yaitu tanggal 9 April 2009. 

Sistem suara terbanyak juga dikatakan menimbulkan rnasalah 
internal Partai karena rnasing-nlasing Caleg berusaha untuk bisa 
rnernenangkan pertarungan dengan mengeluarkan uang secara 
habis-habisan. Lebih dikhawatirkan lagi, dengan sistem seperti itu, 
tidak bisa dijamin seorang Caleg yang paling banyak dipilih rakyat 
itu nantinya mau memikirkan dan berjuang untuk kepentingan 
rakyat, karena bisa jadi sctelah menjadi Wâki! Rakyat, dia sibuk 
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berusaha mengembalikan uang banyak yang telah dikeluarkannya 
saat menghadapi Pemilu Legislatif 2009.' 

Ternyata walaupun sistern suara terbanyak itu sendiri sempat 
menjadi polemik opini di kalangan internal Partai Golkar sendiri, 
dapat dilihat bahwa hagaimanapun juga, penerapan aturan sistem 
suara terbanyak rnernbuat Partai Golkar cukup kalang kabut. 
Keadaan mi juga terjadi pada PDIP dan PKS. PDIP bahkan sempat 
menyatakan bahwa sistem suara terbanyak akan "mengebiri" 
semangat keterwakilan perempuan untuk menjadi Caleg. Selain 
itu, Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Tjahjo Kumolo sempat 
mengatakan bahwa Purusan MK rersebut dinilai rnenciderai prinsip 
independensi partai politik dalam menentukan sistem partai secara 
internal untuk mengaj u kan calon legislari f (caleg) re rpil ih. Apalagi, 
sistern pemilu 2009 bersifat proporsional terbuka terbatas dan 
belum memakai sistem distrik murni. Dalarn sistem proporsional 
terbuka terbatas, selain kedaulatan rakyat pemilih, kedaulatan 
partai politik dalam menctapkan caleg juga harus dihormati. 

Kesulitan PDIP yang dihadapi ketika itu menyusul 
dikeluarkannya Putusan MK rersebut adalah kenyataan bahwa 
Partai mi secara mendadak terpaksa harus merombak beberapa 
strategi politiknya. Sempat disampaikan harapan, misalnya oleh 
DPD PDIP Jawa Barat, bahwa diharapkan KPU memberikan 
kesempatan pada PDIP untuk rncngubah Daftar Calon Tetap 
(DCT) untuk mengadaptasikan diri dengan dikeluarkannya 
Putusan MK tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD 
PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya. 44  

Tidak jauh berbeda dengan PDIP, sikap PKS terhadap 
Putusan MK tentang penetapan caleg terpilih berdasarkan suara 
terbanyak, walaupun pada dasarnya menerima, diakui ada 

hnp;//pemilu.aniara.co.id/view/?rI=kanal-ptrniilu-pemilu-2009-uiian-hagi-proses-
rckrutmen-caleg-parpol&id=  1235288074 diakses ranggal 19 Agustus 2009. 

htrp://www.beritaindonesia.co.id/politik/adil-bagi-scrnua.html  diakses tanggal 24 

Juli 2009. 
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beberapa hal yang menjadi harus ditata ulang oleh PKS dalarn 
menjalankan strategi politiknya. Ketika Putusan MK tersebut 
dikeluarkan, sempat ada kekhawatiran dari pihak PKS bahwa 
ketentuan tersebut akan memicu konflik bila Komisi Pemilihan 
Umurn (KPU) tidak segera menindaklanjutinya dengan 
mengeluarkan aturan tcrkait. Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq 
mengatakan bahwa suara terhanyak bisa menimbulkan persaingan 
sesama caleg dalarn satu partai dan bisa jadi sesarna anggota bisa 
saling menggugat mengenai hasil suara. Maka PKS menginginkan 
agar KPU jangan sarnpai terlambat rnelakukan sosialisasi. 145  

Jadi, kalau melihat sub judul tulisan mi, yang mempertanyakan 
bahwa apakah sistern proporsional terbuka adalah sistern yang 
terbaik bagi pemilu di Indonesia? Mclihat "keluhan-keluhan" yang 
disampaikan heberapa pihak di atas, tarnpaknya dari segi momen 
penerapannya, memang relatif terlalu mendadak. Bagaimanap un 
juga perlu diperhatikan pandangan bahwa kader-kader yang 
ditempatkan pada nomor urut atas pra-Putusan MK, merupakan 
kader-kader yang berpengalaman atau "senior", walaupun 
rnasyarakat pemilih juga harus kritis terhadapkinerja mereka selama 
mi. Di pihak partai yang mengusungnya pun, perlu melakukan 
sosialisasi secara intensif terlebih dahulu kepada masyarakat calon 
pemilih tentang profI dan track iccord caleg-caleg nornor "topi" 
itu. Prinsip agar masyarakat "tidak disuguhi kucing dalam 
karung" harus dipegang teguh. 

Narnun ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Hal mi rerkait 
dengan "niat" melaksanakan scmangat atau ruh demokrasi dcngan 
rnengendarai kendaraan yang bernama sistem suara terbanyak itu. 
Sistem suara terbanyak yang bahan bakarnya adalah cita-cita 
mewujudkan sistem proporsional terbuka dalarn pernilu. 
Mengapa kami menyebutkan hal ito, seakan-akan ada niat untuk 
tidak melaksanakan esensi clari sistem proporsional terbuka secara 

}itrp:/fwww.inh!ah.corn/bcrita/politikJ2008/12/24/70997/kado-pahiL-rnk-untuk-- 
eli-gaek/ diakses tanggal 24 Juh 2009. 
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pcnuh? Ivlcmang dan segi regulasi pemilu saat mi di Indonesia, 
khususnya mengenai sistem proporsional terbuka, penerapannya 
masih terjadi suatu kontradiksi. Di saw sisi, semangat demolu -atisasi 
dapat diakornodir dalarn pencrapan sistem suara terbanyak yang 
dilandasi oleh sistem proporsional terbuka, di sisi lain ternyata hal 
itu dapat dimentahkan olch otoritas elk partai politik yang terkemas 
dalam kekuatan oligarki partai politik atas wakil-wakil partainya 
yang duduk sebagai wakil-wakil rakyat yang memilihnya. 

Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat dalam kutipan yang 
berisi pernyataan yang sangat jitu dari Peneliti Yayasan Pena Bangsa 
Surabaya, Muh Kholid AS melalui tulisannya yang berjudul 
"Eufiria Sisrem Suara Terhanyak"yang diakses dari website: http:/ 
/www.surabayapost.co.id!?mnu=berita&act=view&id=, pada 
tangga! 2 November 2009, sebagai herikut:' 46  

".Dalarn perspekdf demokrasi subsranrif, sistem suara 

terbanyak seinakiji memperluas partisipasi publik, Iegithnasi 
k pa/in, akunrabi/inas pemerintahan, serna niekanisine check 

and balance. Sisnem ml merupakan serangan ne/ak pada oligarki 
parpol yang terkesan se/a/u niengedepankan praknik parochial 

on i-uk mciii ena ngkan kepen ringan primordial. Hasra t in i 

meinbuat suara rakvar seringkali diinarjinalkan kedau/atannva 

dengan berbagal trik "legal" yang dikemas dalam berbagai 
produk perun dang- on cia ngan... 

IVarri on, sebagaimana lavaknva produk "polinik ", revisi MK 
anas UU 1012008 netap mcninggalkan ce/au bagi eksisnya 
oligarki parpol, vairu lewat pergannian an car waknu (PAW) 

anggona DPR/D. Da/ani pasal 218 (1) disebutkan, PAW 
di/akukan jika anggona DPR/D rneninggai dunia, men gundurkan 
diii, tidak menienuhi syarar zncnjadi anggona DPR/D, sen-a 

terbukti inelakukan pidana Pernilu berupa polirik uang arau 

" Muh Kholid AS: "Et,fi,ria Sisrern Suara Terhanvak •: htrp:llwwwsurahayaposi.:o.id/ 
?rnnu=beriia&act= view&id=, pada tanggal 2 November 2009. 



I'erjalanan Bangsa inaonesia Menuju Demokrasi 	 235 

pemalsuan dokurnen herdasarkan pu rusan pengadilan ya tig 

re/a/i mempunvai kckiaran liukum retap. 

Dalam ayar 3 pasal 218 UU 1012008 menegaskan, PAW 

dilakukan dengan mengambil caleg pada dapi/ yang sama 

berdasarkan sura t kepu (usa a pinipina n parpol ya iig 
hersangkuran. Pang harus cilcermari, PAW tic/ak mengharuskan 

parpol untuk menggantinya dengan ca/eg berclasarkan pada 

uru ran suara rerban yak. Jika kererapan mi wrap dibiarkan, 
sangat mungkm PAW cli inasa mendarang akan didominasi 

oleh semangar rncmpe.-rahankan oligarki eli( parpol. 

Bela/ar clari pcngalanian yang berlalu, PAW seringkali 

dilakukan hanya karena keingmnan dir parpol sehagai a/ar 
konrrol berlebihan rerhaclap penilaku anggora Dcwan. Lebih 
pan/i lagi. tic/ak /arang friksi internal paipol dan rasa like and 
dislike juga beriinbas jiada usa/ia "mengorak-arik" susunan 
anggora DPR/D. PAW semacain liii biasanya c/ia wall dengan 
sanksi pemeca ran legislator clan keanggoraan parpol, yang 

oromaris menggugurkan salali saw persyara ran legisla-
tor yang meniscavakan sebagai anggora paipol (LJU 1012008 

pasal 50 ayar I poin a)." 

Melihat hal itu, tampaknya bukan sistem proporsional 
terbuka berdasarkan suara terbanyak nya yang menjadi masalah, 
meliinkan keutuhan pengimplernenrasiannya lah yang perlu 
diperhatikan. Ke depan tarnpaknya diperlukan suatu regulasi 
yang mengikat partai pcIitik agar dalarn menetapkan Anggota 
Devian Pengganti Antar Waktu (PAW) juga berdasarkan suara 
terbanyak hasil pemilu, bukan atas sistern penunjukan cut partai 
poli:ik yang hersangkutan. 



BAB VI 
SISTEM PEMILU DAN KEPARTAIAN 
SETELAH TAHUN 2009 

Desain Sistem Pemilu dan Sistem Kepartalan 
selanjutnya di Indonesia 

Melihat dinamika pernilu di Indonesia sejak 1955 sampai dengan 
2009, dari sisi sistern kepartaian, tampaknya sistern rnultipartai 
tetap yang rerbaik untuk diterapkan di Indonesia, namun 
multiparrai-nya yang sederhana, cukup 4-6 partai politik saja 
yang ikut pemilu. Tujuan dipakainya model mi adalah agar 

kemajemukan masyarakat Indonesia tetap tcrcermin tetapi juga 
rnemudahkan pengaturan (regulasi) pernil unya. 

Dari segi sistem pemilu itu sendiri, tampaknya di Indonesia 
belum siap diterapkan Sistern Distrik. Sistem pernilu yang terakhir 
diterapkan di Indonesia, yaitu dengan sistern suara terbanyak 
dalam menentukan calcg terpi!ih merupakan sistem yang sangat 
ideal. Sistem dengan suara terbanyak mengandung unsur  hir-
ness membatasi intervensi partai politik untuk memenangkan 
"kader cantolan" yang hanya karena dekat dengan elit partai 
maka dipasang di nomor jadi (apabila menggunakan sistem 
berdasarkan nomor urut). Jadi, dengan sistern suara terbanyak 
sebagaimana diterapkan pada Pemilu 2009, tingkat oligarki elit 
partai politik akan ditekan sernaksimal mungkin sampai taraf 
serendah-rendahnya. Fungsi keterwakilan pun menjadi optimal, 
karena caleg yang memperoleh kepercayaan terbanyak dan 
masyarakatlah yang melcnggang ke Senayan drngan beban 
tanggung jawab mon1 yang lebih berat di pundaknya. 

236 
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Narnun, ada pandangan yang penting diperhatikan dalam 
konteks kebaikan sistem suara terbanyak tersebut. Pandangan 
mi adalah clari Moch. Nurhasim, seorang Peneliti pada Pusat 
Penelitian Politik LIP! di Jakarta. Poin-poin besar pandangan 
beliau adalah:' 17  

• 	Sistem proporsional telah "terselewengkan" oleh oligarki 
parlemen dalam rnenyusun UU Nomor 10 Tahun 2008. 
Beragam tafsir, kualitas penyelenggaraan dan banyaknya 
kepentingan menyebahka n kual I tas Pemilu 2009 diragukan 
oleh banyak pihak. 

• 	Masih ada ketidaksiiikronan antar UU tentang Pemilu. 
Bahkan ada gejala saling menegasikan dan tidak saTing 
menunjang. Sebagai contoh, prinsip multipartai yang 
menjadi inti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik, seakan-akan berdiri sendiri sebagai suatu UU tanpa 
terkait dengan UU Pemilu. Upaya penyederhanaan partai 
yang dianut pada sejumlah pasal pada UU Nomor 10 Tahun 
2008 ternyata tidak ditunjang oleh UU kepartaian, yang 
justru rnernberikan keleluasaan orang untuk mendirikan 
partai politik. 

• 	Dari segi prinsip, yang paling parah secara substansial adalah 
UU Nomor 10 Tahun 2008, dimana UU mi mengandung 
beberapa kelemahan mendasar karena UU mi te!ah 
menisbikan sebagian prinsip sistem proporsional. Kelemahan 
itu terlerak pada dan dianraranya ialah bertingkatnya koefisien 
bilangan untuk penentuan kursi bagi Anggota DPR. 

Lebih lanjut Moch. Nurhasirn menerangkan bahwa riga 
tahap dalarn penentuan kursi dalarn Pemilu 2009 bukanlah suatu 
kewajaran, tetapi merupakan penvimpangan substansial dan 

IT  Moch. N ui'hasi rn . Mcrncrnpurnakan .isrern Proporso flat ". h trp:// 
aipi.wordpress.com/2009/09/28/  menyempurnakan-sisteni-proporsionalf Diakses ranggal 
28 Oktobcr 2009. 
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sistem proporsional. Hadirnya Pasal 205 dapat dianggap sebagai 
"akal-akalan" politik partai. Dalarn sistem proporsional sejatinya 
jika satu suara tidak sehanding dengan koefisiensi nilai kursi, maka 

suara tersebut disebut sebagai sisa. UU Nomor 10 ihEun 2008 
tidak mengenal dan tidak menjelaskan sama sekali tentang istilah 
sisa suara tersebur. Dengan kata lain, Pasal 205 adalah pasal karet 
yang bukan saja multitafsir, tapi sekaligus tidak rnerniliki dasar 

secara teoritik. 

Moch. Nurhasim hahkan mcnilai hahwa teknis pembagian 
kursi yang dianut pada Pernilu 2004 justru lcbih baik daripada 
pada yang diterapkan pada Pemilu 2009. Pembagian kursi yang 
hanya pada dua tahap lebib rnencerminkan keadilan substansial 

daripada tiga tahap sebagaimana pada Pemilu 2009. Beliau bahkan 
juga menegaskan bahwa kekacauan lainnya rerletak pada desain 
VU yang dirancang serengah proporsional terbuka menjadi 

terbuka penuh, yang mana mi terjadi karena Putusan MK yang 

mengabulkan permohonan suara rerbanyak dalam penentuan 
calon terpilih Anggota DPR dan DPRD. 

Untuk itu, Moch Nurhasirn mengingatkan bahwa untuk 
peraturan-peraturan rnengenai pernil u, perlu dilakukan revisi. 
Dijelaskan bahwa melerakkan hubungan yang saling berkaitan 
antara satu VU dengan UU lainnya merupakan keniscayaan. mi 
karena paket VU Pernilu itu tidaklah herdiri sendirian. UU Pemilu 
akan melandasi tiga hal secara mendasar, yaitu sistem kcpartaian 
yang kita anut, susunan dan kedudukan DPR RI, DPD RI, dan 
DPRD, serta pihak penyelenggara dan pengawasnya. Beliau 
menyayangkan baliwa upaya para akademisi yang tergabung dalam 
Tim Perancang Paket VU Politik usulan Pemerintah - yang 
mencoba merangkai kaitan paker UU Politik - telah diacak-acak 
pada saat pembahasan RUU im di DPR RI. Kepentingan politik 

yang kental lebib rnewarnai basil pembahasan tersebut. 

Melihat penjelasan diatas, memang wajar bila kekeccwaan 

akibat terlalu kentalnya nuansa poliris dalarn melahirkan paket 
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UU Politik menjadi muncul di berbagai kalangan masyarakat. 
Untuk itulah segenap lapisan masyarakat hendaknya bekerjasarna 
untuk menjadi pressure group dalarn arti positif unruk mendororig 
DPR RI merevisi paket UU Politik atau UU Pernilu itu secara 
lebih objektif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan 
negara diatas kepentingan partai. 

Sebctulnya, penetapan penienang Pemilu Legislatif 2009 
berdasarkan suara terbanyak adalah lcbih baik bagi keterwakilan 
rakyat, karena dengan demikian, rakyat betul-betul tidak memilih 
"kucing di dalam karung". Rakyat betul-betul rnenghendaki 

seorang caleg untuk menduduki kursi Anggota Pervakilan Rakyat. 
Perkara apakah pilihan rakyat itu hanya herdasarkan alasan-alasan 
yang "sederhana", misalnya karena seseorang caleg itu ganreng, 
cantik, atau artis, misalnya, itu adalah perkara lain. Yang jelas, suara 
terhanyak dalam Pernilu merupakan wujud dari keterwakilan 
rakyat yang sebcnarnya. Disinilah oligarki partai arau oligarki elit 
politik dapat diminimalisir pada tingkat yang serendah-rendahnya. 
Prinsip dalarn demokrasi yang rnenyatakan bahwa "rakyatlah yang 
berkuasa" menjadi terwujud dengan sistem mi. 

Meinang dari sisi hukurn, penetapan sistem suara terbanyak 
yang dirnunculkan secara mendadak di tengah jalan pelaksanaan 
Pernilu 2009 oleh Putusan MK, mengakibatkan sistem sempat 
kacau balau. Irulah yang seharusnya dikritisi. Sistern suara 
terbanyak mcmang baik untuk dernokrasi, atau lebih jauh lagi 
dikatakan tepat bagi mewujudkan pemilu yang demokratis, tetapi 
hendaknya konsensus itu harus sudah disepakati dan dituangkan 
dalarn UU Pemilu sejak awal. Dan yang tidak boleh dilupakan, 
sebagairnana diingatkan oleh Moch. Nurhasim sebelumnya, 
sernua ketentuannya harus ditindakianjuti dengan men-sinkron-
kannya dengan UU Pemilu yang lain, sehingga tidak lagi tumpang 
rindih dan membingungkan atau bahkan menjebak para 
penyelcnggara pernilu, terutarna yang berada di daerah. 
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Jadi, disarankan untuk meriggunakan sistern Pernilu sebagaimana 
yang telah dilakukan pada Pernilu 2009 yang lain, namun dengan 
catatan bahwa itu merupakan konsensus bersama sejak awaL Dan 
yang terpenting adalah jangan sampai MK di tengah jalan rnudah 
terpcngaruh oleb kekuatan-kekuatan politik tertentu yang 
mengutarnakan kepentingan oporninis yang akan mengacaukan 
sistem Pemilu itu sendiri. 

Mengenai sistern kepartaian yang saya sarankan, demi stabilitas 
politik, memang terlalu banyak partai politik akan menjadi kendala. 
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar semangat 

penyederhanaan jumlah partai mi tidak melenyapkan api semangar 
hak berdernokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 
UUD 1945, yaitu keinerdekaan berserikat dan berkunipul. 
Kombinasi antara kedua jenis sernangat inilah yang penn diramu 
untuk menjadi suatu kesepakatan politik yang adil dan bijak. 

Terakhir, DPR RI telah mengajukan revisi UU Nornor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik. mi merupakan RUU Usul 

InisiatifDPR RI. RUU mi telah selesai diputuskan dalarn Rapat 
Paripurna DPR RI bulan Desember 2010. Dalam catatan 
Sekretariat Komisi II DPR RI sepanjang proses pembahasan 
Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 itu telah diuraikan 

sebagai berikut: 

Pet-dehatan mengenai syarat pendirian Partai Politik sudah 
bergulir larna. Kornisi II DPR RI "menggodok" kembali UU 
tentang Partai Politik dengan merevisi UU tersebut. Harapannya 
adalah UU yang dibentuk akan dapat dipakai untuk jangka 
waktu yang panjang, tidak terlalu sering diubah (paten). 

Berdasarkan risaiah tentang revisi UU Parpol rahun 2007 
(sebelum terbentuknya UU Nornor 2 Tahun 2008), 
pernbahasannya dilakukan meialui 3 putaran, yaitu: 

1. Melakukan pendalarnan atas materi perubahan. Bila tidak 
tercapai kese pakatan, dilakukan putaran beriku rnya. 
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Penentuan rumusari, dan bila juga tidak tercapai 
kesepakatan, dilakukan 

Lobi. 

Terkait dengan syarat pernbenrukan partai politik, terdapat 
beb.rapa perdebatan. Relevansi pada saat revisi atas VU Nornor 2 
Tahun 2008, adalah tenitama rnengenai jurnlah pendiri'. Dalam 
rapi-rapat berkembang jumlah pendiri partai politik sekurang-
kurarignya sebanyak 50 dan 100 (usulan scbagian partai politik), 
sen-a 250 orang (usulan Pernerintah dan sebagian partai politik). 
Senentara pada UU Nomor 2 Tahun 2008 syarat pembentukan 
partai politik dibentuk sekurang-kurangnya oleh 50 orang. 

Setelah dikiarifIkasi, perrimbangan Pemcrintah saat itu ketika 
mengajukan angka 250 orang adalah karena: 

Kenaikan dari angka 50 menjadi 250 orang clipengaruhi 
oleh naiknya jumlah populasi di Indonesia, diinana pada 
tahun 2002 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 
202 juta orang, dan pada tahun 2007 menjadi 224 orang. 
Dengan kata lain, jurnlah penduduk naik 11%. Namun, 
ketentuan mi dibantah oleh sebagian Fraksi, karena dianggap 
tidak justified. Argurnentasinya adalah jikajumlah penduduk 
mengalami kenaikan 11%, maka logika pertambahan jurnlah 
pendiri partai politik seharusnya hanya 11 % pula, yaitu dan 
50 orang, yaitu menjadi 55 orang pendiri. Argurnentasi mi 
juga tidak pernah dipakai sejak UU tentang Partai Politik 
dibuar/direvisi sebe!umnya. 

Logika pembentukan syarat berdirinya partai politik di 
tingkatan lokal - dalam ha! mi Partai Politik Aceh - dengan 
syarat pendiri juga 50 orang. Sehingga, jumlah pendiri parrai 
politik pada tingkatan Nasional seharusnya lebih banyak. 

C. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan dan perluasan 
partisipasi masyarakat dalarn kehidupan politik di Indonesia, 
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yaitu dengan berpegang pada prinsip rooted political party 

(partai politik yang mengakar). Dengan demikian, pendirian 
suatu partai politik bukan hanya sekedar "iseng", namun 
harus betul-betul serius dengan bukti dukungan dan 
banyak orang. 

Sernentara itu, disisi lain, pengusung jumlah pendiri partai 
politik yang kecil pada waktu itu, yakni yang berpendapat hahwa 
syarat pendirian partai politik oleh sekurang-kurangnya 50 orang, 

mengernukakan alasan-alasan sebagai berikut: 

Angka yang besar seperti yang diajukan oleh Pernerintah 
saat itu dianggap suatu penyanderaan sekaligus perampasan 
hak-hak politik rakyat dalarn mendirikan partai politik dan 
mengingkari Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, angka 50 
dianggap akan memperrnudah pemberian hak-hak 
mendasar dari kehendak aspirasi politik rakyat dari sebuah 
pilar dernokrasi yang disebut parrai politik. 

Merupakan pertiinbangan yang praktis ketika para pendiri 
harus membuat akta notaris. 

C. Memudahkan orang yang menyalurkan hak-hak berpolitik 
langsung ke partai politik bila dibandingkan harus ke LSM 
atau ormas lain, sehingga diharapkan kontrolnya menjadi 

lebih jelas. 

d. Bahwa pendekatan jumlah sebanyak 50 orang bukan hanya 
dari sisi kuantitas, namun juga kualitas. Artinya tidak sekedar 
"caplok" narna, namun akani benar-benar mudah untuk 
dikontrol atau bertanggung jawab. mi adalah dengan 

mengi ngat kete n t uan kata "sekurang-kurangnya ", b ukan 

"paling banyak. 

C. 	Kenyataannya saat mi, dalarn perjalanan partai polinik 
adalah bahwa akan terjadi rentan konflik, apalagi bila 

pcndirinya sernakin banyak. 
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Selanjutnya, mari kita simak penjelasan Pimpinan Kornisi TI 
DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nornor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang disampaikan pada tanggal 
25 Noveniber 2010. Penjelasan mi secara !engkapnya termuat 
dalam catatan tertulis Sekretariat Komisi IT DPR RI (tidak 
dipublikasikan). Inti-intinya yaitu sebagai berikut: 

• Upaya penyempurnaan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik pada prinsipnya adalah untuk semakin 
rnenyem purnakan upaya pelembagaan partai politik. Secara 
garis besar, tujuannya adalah untuk membentuk sikap dan 
prilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga 
terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-pninsip dasar 
sistem demokrasi. Hal mi ditunjukkan dengan sikap dan prilaku 
partai politik yang rnemiliki sistem seleksi dan rekrutmen 
keanggotaan yang mernadai serta rnengembangkan sistem 
pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. 

• 	Partai politik dapat semakin memaksirnalkan fungsinya baik 
fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai 
politik terhadap rakyat melalui pendidikan polinik dan 
pengkaderan serta rekrutrnen politik yang efektif untuk 
menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki 
kemainpuan di bidang politik. Sepanjang tahun sebagian 
besar kantor partai hampir tidak merniliki agenda kegiatan 
yang berarti, serta tidak ada rencana kerja partai yang bcrsifat 
jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Akibatnya 
partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam hal 
bagaimana melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, 
melakukan artikulasi dan agregasi kepcntingan, 
membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk 
menjembatani rakyat dengan Pemerinrah. 

Banyaknya jumlah pairai politik di Indonesia yang 
menimbulkan dilema bagi demokrasi, sebab banyaknya 
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organisasi peserta pemilu yang pada gilirannya mempersulit 
tercapainya pernenang mayori tas sehingga rnenj adi kendala 
bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil. 
Bermunculannya partai politik baru juga ditunjang oleh 
ketentuan pembentukan partai politik yang terlalu mudah. 

• 	Penycdcrhanaan partai politik juga terkendala oleh belum 
terlembaganya sistem gabungan partai politik yang 
terbangun di Parlemen. Gabungan politik yang tercipta 

cenderung bersifat instant, lebih berdasarkan kepentingan 
politik jangka pendek dan belum berdasarkan p/a iform dan 

program politik yang disepakati bersama untuk jangka 
waktu tertentu dan bersifat permanen. 

• 	Lemahnya pelernbagaan partai politik terutama disebabkan 
oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik 
cenderung membatigun partai massa yang aktivitasnya 
meningkat hanya menjelang pemilu dimana sistem 
keanggotaan amat longgar, karena belum merniliki sistem 
seleksi dan rckrutmen keanggotaan yang memadai serta helum 
mengembangkan sistern pengkaderan dan kepemimpinan 

politik yang kuat. 

• 	Lemahnya pelembagaan sistern kepartaian juga dapat dilihat 
dari belum tersedianya pengaturan yang dapat dijadikan 
pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, 
baik untuk kepengurusan tingkatan pusat, tingkat provinsi, 

maupun tingkat kabupaten/kota. 

• 	Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam 
kepengurusan partai politik masih menemukan kendala 

kultural dan struktural. 

• 	Kemandirian partai politik yang terkait dengan pendanaan 
belum memadai, terutama dari iuran anggota dan subsidi 
Negara. Oleh karena iuran anggota sebagian besar tidak 
berjalan, maka partai tergantung pada sumbangan dan 
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Pemerintah. luran dari anggota tidak berjalan karena parrai 
politik pada urnurnnya bersifat partai massa. Selain itu, 
penyehabnya adalah lemahnya mekanisme reward and pun-
ishment dalam internal partai politik dan tidak adanya 
mekanisme pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaari 
dan penganggaran, pengakuntansian dan pelaporan. Ha!- 
hal tersebut mengakibatkan tidak terwujudnya laporan 

perranggungjawaban keuangan akhir tahun partai yang 
transparan, akun tabel, dan aua'irable. 

Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik dirnaksudkan untuk penyernpurnaan UU tersehut, 
khususnya rnengenai persyaratan pendirian partai politik, 
persyaratan partai politik menjadi badan hukum, persyaratan 
rekening partai politik pada saat membenruk partai politik, 
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 
rekrutmen politik, bantuan keuangan bagi partai politik, 
sumbangan untuk partai politik, dan pengelolaan keuangan 
partai politik. 

Selanjutnya, mari kita simak pandangan dan pendapat 
Perrerintah terhadap RUU tentarig Perubahan atas UU Nomor 2 
Tah in 2008 tentarig Partai Politik yang disampaikan pada tanggal 
25 November 2010, dirnana inti-intinya adalah sebagai bcrikut: 

Untuk penguatan dan kemandirian kelernbagaan partai 
politik yang efektif ke depan, perlu dipernimbangkan hal-hal 
yang berkaitan dengan pertama, dinamika dan perkembangan 
masyarakar yang majemuk. Kedua, peningkatan partisipasi 
partai politik dalarn membangun kehidupan demokrasi. 
Ketiga, peningkatan peran partai polinik dalam meningkarkan 
kesejahreraan masyarakar dan menjaga serra rnemelihara 
keuruhan NKRI. 

Peruhahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
diharapkan dapat menjawab kehutuhan adanya pertama, 
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sistern kepartaian yang efektif. Kedua, penguatan kelembagaan 
partai politik. Ketiga, pen ingkatan peran dan fungsi partai 
politik. Keempat, persyaratan pembentukan partai politik, dan 

kelima, kemandirian keuangan partai politik. 

Substansi pokok dalarn rumusan RUU tentang Perubahan 
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang perlu 
mendapat perhatian dan pemikiran untuk dibahas adalah: 

Penibentukan Partai Politik 

Untuk menjamin dan memberikan kehebasan bagi warga 
negara untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan 
amanat Konstitusi, maka rumusan mengenai jum!ah 
minimal warga negara untuk membentuk partai politik 
dapat dipertirnbangkan agar perubahan UU Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik lebih membuka 
kesempatan bagi warga negara untuk membentuk parrai 
politik. Selain itu, penyebarannya perlu diatur secara 
tegas mengenai jumlah warga negara yang mewakili di 
75% (tujuh puluh lima perseratus) provinsi. 

Rekening Atas Narna Partai Politik 

Untuk menjamin penguatan dan kemandirian 
kelembagaan partai politik dalarn melaksanakan peran, 
fungsi, aktivitas, dan program kei-ja partai politik, maka 
perlu dipertimbangkan batasan jumlah minimal nomi-
nal rekening atas nama partai polirik. 

Sanksi Adniinistratif 

Penghapusan sanksi adm in istratif be rkai tan dengan azas 
dan lambang partai politik akan niemberi peluang hagi 
partai politik menetapkan azas yang tidak sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945 dan menggunakan narna dan 
lambang yang sama dengan Negara Republik Indone-
sia, lembaga negara, atau lambang Pemcrintah, narna, 
bendera, larnbang negara lain atau lembaga/ badan 
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internasional, nama bendera, simbol organisasi gerakan 
separatis atau organisasi terlarang, nama atau gambar 
seseorang, atau yang mempunyai persarnaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan narna, lambang, 
atau tanda partai politik Iainnya. 

d. Bantuan Kcuangan Partai Politik rnelalui APBNIAPBD 

Pernerinrah sependapat mengenai bantuan keuangan 
yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan 
pendidikan politik untuk diatur dalam peruhahan UU 
Nornor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik guna 
rneningkatkan kualitas kader parrai politik dan meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara. Namun, hentuk kegiatan pendidikan 
politik perlu dirinci dengan tegas untuk memberikan arah 
penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang 
bersumber dari APBN dan APBD. Selain itu, juga perlu 
dipertirnbangkan pengaturan secara tegas mengenai jadwal 
penyarnpaian laporan pertanggungjawaban dan 
perneriksaan BPK untuk mendukung kelancaran 
penyaluran bantuan keuangan partai politik yang 
hersumber dari APBN dan APBD. 

Dapat kita lihat bahwa "ruh" atau "sernangat" yang diusung 
Pemerintah dalam pembentukan RUU Perubahan atas UU 
Nomor 2 Lhun 2008 tentang Partai Politik pada dasarnya adalah 

atau "sernangat" yang rerkandung dalam Pasal 28 ULJD 
1945, yang pada intinya menjamin kemerdekaan dalam berserikat 
dan berkumpul hagi warga negara Indonesia. Nilai dernokrasi lab 
yang menjadi dasar pijakan usulan-usulan yang disampaikan 
Pen- erintah. 

Mari kita lihat usulan-usulan Pernerintah sebagairnana 
tertulis di atas dari perspektif teori demokrasi. Menurut Munir 
Fuady (2010), dalam pengertiannya yang normanif, dalarn konsep 
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negara demokrasL sedikitnya mengandung nilai-nilai sehagai 

berikut: 1 41  

• 	Kesetaraan (egalitarialisme) 

• 	Penghargaan terhadap hak-hak azasi 

• 	Perlindungan (protection) 

• 	Keberagarnan (pluralisme) 

• 	Keadilan 

• 	Toleransi 

• 	Kemanusiaan 

• 	Ketertibari 

• 	Penghormaran rerhadap orang lain 

• 	Kebebasan 

• 	Penghargaan terhadap kepernilikan 

• Tanggung jawab 

• 	Kebersamaan 

• Kemakmuran 

tisulan-usulan Pemerintah mengandung nilai-nilai kesetaraan 
(egalitarialisme), penghargaan terhadaphak-hak azasi, memperhatikan 
keberagaman (pluralisme), keadilan, dan Icebebasan. Adapun usulan 
yang terkait dengan kernandirian keuangan partai politik dan 
banruan keuangan dari Pernerintah kepada partai polirik yang 
harus dirinci secara jelas program-programnya menunjukkan 
bahwa Pemenintah juga menekankan nilai ketertiban dalam 
dernokrasi. Ketentihan dalam hal itu akan menyebabkan unsur 
akuntabilitas partai politik juga terakomodir sesuai dengan 

runrutan kehidupan yang demokratis. 

Namun memang Pemerintah juga dihadapkan pada kenyataan 
bahwa jumlah partai politik yang terlalu banyak memang dapar 

'- Munir Fuady. 2010. kon.cep Nezm I*iiioknsi. Bandw8g. ReiikaAdkama. Ilal. 17-18. 
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mengganggu demokrasi itu sendiri. Salah satu unsur penting dalam 
demokrasi adalab unsur ketertiban, dalam arti kestabilan politik. 
Inilah yang juga menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan 
"ruh" Pasal 28 UUD 1945 itu secara lebih bijaksana. Maka, jalan 
tengah lah yang diambil sehagai hasil pembahasan hersarna antara 
Pemerintah dengan Komisi II DPR RI dalarn Rapat Panitia Kerja 
(Panja) selaina beberapa han. 

Sekarang, pertanyaannya adalah, sejauh mana basil di atas 
mencerminkan semangat atau "ruh" perubahan UU Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagairnana disampaikan baik 
oleh DPR RI maupun Pemerintah? Mari kita lihat. 

Unsur kctertiban dalam demokrasi tampak ditekankan dalam 
UU Partai Politik yang baru. mi terutama terhadap hat yang 
menyangkut perselisihan partai politik. Dalam perdebatan dalarn 
Rapat-i-apat Panja pada bulan Desember 2010, tampak bahwa 
perwakilan Fraksi-fraksi yang ada sangat berhati-hati dalam 
menuangkan rumusan-rumusan mengenai soal perselisihan 
tersebut. mi dikarenakan banyaknya pengalaman yang "kurang 
menyenangkan" dari beberapa partai politik yang menyebabkan 
pecahnya partai politik yang bersangkutan secara internal. 

Pengalaman tersebut membuktikan bahwa penyelesaian 
perselisihan internal parrai politik sangatlah menguras biaya, waktu, 
dan energi dari pihak-pihak yang berselisih. Pernenintahpun menjadi 
bingung karena masing-masing pihak melakukan idaim bahwa 
pihak mereka lah yang benar. mi menyebabkan pengesahan 
legitimasi atas suatu partai polinik menjadi berlarut-larut. 

Oleh karena itulah muncul ide akan adanya suatu 'mahkamah 
partai politik' atau sebutan lain yang dibentuk oleh seluruh partai 
politik masing-masing. Dalam perdebatan yang mengemuka, 
tampak bahwa adanya mahkamah partai politik mu perlu untuk 
menjarnin keabsahan suatu kepengurusan dan eksistensi partai 
politik. Adanya batas waktu penyelesaian secara internal oleh partai 
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politik mela!ui mahkamah partai politik itu menunjukl<an niat baik 
yang menghendaki agar suatu konilik internal partai politik tidak 
terjadi berlarut-larut tanpa adanya suatu kepastian hukum. Adanya 
keinginan bahwa putusan mahkamah partai politik itu bersifat 
final dan merigikat mcrupakan kehendak akan adan a suatu 
jaminan atas adanya suatu kepurusan aras suatu perselisihan inter-
nal partai politik, walaupun setclah itu pihak yang tidak puas dapat 
mengajukan gugatan ke pengadilan dan kasasi. 

Unsur ketertiban dalam demokrasi yang mana juga terkait 
dengan akunrabilitas kegiatan partai politik juga rercermin dan 
hal-hal terkait keuangan partai politik. Bantuan keuangan dan 
APBN/APBD yang harus disertai dengan rincian program 
pendidikan politik, baik bagi internal partai politik maupun bagi 
masyarakat rnenunjukkan niat baik tersehut. 

Hal tersebut rnenunjukkan bahwa kehendak Pcrnerintah 
untuk mewuj udkan kehutuh an akan adanya penguaran 
kelembagaan partai politik, peningkatan peran dan fungsi partai 
polirik telah cukup terakomodasi dalam revisi UU partai politik. 
Adanya ketentuan bahwa pendidikan politik harus mencakup 
kegiatan pendalaman mengenai 4 pilar herbangsa dan bernegara, 
pemahaman mengenai hak dan kewajibari Warga Negara Indo-
nesia dalam membangun etika dan hudaya politik, serta 
pengkaderan anggota parrai polirik rnenunjukkan bahwa upaya 
mengembalikan "ruh" nya parrai politik tampak rnulai membaik. 
Pengkaderan yang dilegalisasikan ketentuannya dalam revisi UU 
partai politik membuat partai politik mau tidak mau harus 
menjadi partai politik kader, bukan hanya partai politik massa. 

Memang disatu sisi ada nilai yang tarnpaknya saling 
berrentangan, yaitu pada nilai kemandirian keuangan partai politik. 

Nilai mi juga dikehendaki oleh Pcmerintah atas suatu partai politik. 
Namun disisi lain, untuk kepentingan yang lebih hesar, yaitu 
kepentingan bangsa dan negara, Pemerintah juga merasa 
berkewajihan untuk membantu keuangan partai politik agar partai 
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politik lebih lancar dan lebih mudah dalarn mewujudkan diri sebagai 
partai politik kader. Dengan adanya legalitas bantuan keuangan 
Negara kepada partai politik akan membuat partai politik lebih 
tenikat pada suatu tanggung jawab atas pembangunan politik 
masyarakat Indonesia dal am rangka mewuj udkan demo krasi. 

Bagairnana soal pendirian partai politik? Tampak bahwa 
keputusan yang diakomodir dalam revisi UU partai politik adalah 
bersifat "jalan tengah". DPR RI mengajukan syarar bahwa partai 
politik harus dibentuk oleh paling sedikit 1000 orang, sementara 
Pemenintah mengajukan bahwa partai politik bisa didinikan oleh 
sekurang-kurangnya 625 orang dengan alasan-alasan tertentu. 
Keputusan yang diambil akhirnya menyebutkan bahwa partai 
politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 Warga 
Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah 
menikah dari sctiap provinsi. 

Apakah mi rnenunjukkan bahwa "ruh" Pasal 28 UUD 1945 
lebih terakornodasi? Secara pendirian, inemang lebih terbuka 
kesempatan bagi warga negara untuk rnendirikan partai politik, 
dan mi tentunya lebih mengakomodasi Pasal 28 tersebut. Namun 
sebetulnya keputusan inipun sifatnya adalah "jalan tengah", yaitu 
antara keinginan untuk membuka kesempatan yang lebih luas 
untuk mendirikan partai politik, dan keinginan untuk 
menyederhanakan jumlah partai politik. Jurnlah pendini minimal 
partai politik memang diperingan, namun syanar persebarannya 
diperberat, yaitu dan 75% jumlah provinsi menjadi 1 00% (di 
seluruh provinsi). 

Tapi perlu ditekankan bahwa "diperberatnya" syarat persebaran 
itu tidak dimaksudkan untuk menyulitkan warga negara, tetapi 
untuk berkomitmen terhadap keinginan untuk membentuk partai 
politik yang kuat, profesional, dan kembali kepada "fitrah" nya 
dalam hal fungsi-fungsinya. mi juga untuk berkomitrnei bahwa 
partai politik didinikan dengan niat yang sungguh-sungguh, bukan 
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atas dasar suatu keisengan belaka. Suatu partai politik yang 
didasarkan pendiriannya dengan keisengan cenderung untuk 
bermain-main dengan perolehan kekuasaan. Fungsi partai politik 
sebagai pendidik politik bagi masyarakat menjadi terabaikan oleh 
kepentingan para pcndiri partai politik yang mengutarnakan 

kepentingan pribadi atau golongannya saja. 

Keseriusan tersebut j u ga di tunj ukkan de ngan "memperberat" 
syarat persebaran kepengurusan partai politik, yaitu harus meliputi 
seluruh provinsi di Indonesia (100%), dan paling sedikit 75% dan 
jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan 
paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota 
yang bersangkutan. Menarik untuk dikemukakan bahwa dalam 
Rapat-rapat Panja Revisi VU Partai Politik, wakil-wakil Fraksi partai 
yang "besar" pun menyatakan bahwa syarar persebaran 
kepengurusan mu adalah cukup berat. Tentunya dapat kita 
asumsikan bahwa partai-partai "kecil" atau partai-partai haru yang 
akan bermunculan merasa Iebih berat lagi. Narnun, sekali lagi, 
inilah konsekwensi dari negara kita mi bila kita ingin rnenegakkan 
demokrasi sekaligus melakukan tertib partai politik dcmi 
penegakkan demokrasi itu sendiri. 

Bagaimana dengan revisi UU rentang Penyelenggara Pcmilu? 
Mari kita simak intisari tulisan Tim Revisi UU Nornor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang diketuai oleh Drs. 
Prayudi, M.Si (Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Sekretariat 

Jenderal DPR RI), sebagai berikut: 

UU tentang pemilu dan pemilukada seharusnya meliputi 6 

muatan pokok, yaitu: 

1 	Sistem pemilu 

KPU 

Pemilu Anggota DPR dan DPRD 

Pemilu Anggota DPD 
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Pernilukada 

Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu memang relevan derni tertib aturan hukum 
penyelengga raa n pemi lu. Narnun, berdasarkan evaluasi pasca 
Pemilu 2009 ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan 
baik dalam konteks hubungan antar penye!enggara Pemilu 
maupun dalam penyelenggaraannya. 

Permasalahan yang menonjol pertama ada!ah DPS dan DPT 
yang tidak akurat penyusunannya sehingga menimbulkan 
potensi kecurangan. Kedua, masalah kesiapan format surar suara 
yang relatif larna dalam diputuskannya. Akibatnya, masalah 
pendistribusiannya sering berrnasalah, yaitu terutama sering 
tertukar antara satu daerah pernilihan dengan daerah pemilihan 
lainnya. Permasa!ahan ketiga adalah pada Pemilu 2009 penetapan 
calon terpilihriya tidakjelas. Hal mi dikarenakan substansi aturan-
aturarinya tidak jelas. Implikasinya adalah banyak bermunculan 
gugatan ke MK an MA. 

Revisi atas RUU Penyelenggara Pemilu juga didasarkan atas 
beberapa kelemahan mendasar yang masih ada pada UU Nomor 
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu pertama 
rnasih adanya ketidakje!asan posisi dan hubungan antara KPU 
dengan Bawaslu. Kedua, proses rekrutrnen keanggotaan KPU 
dan Bawaslu yang sangat kaku, sehingga kurang memperhatikan 
kemampuan empiris para calon. Kedga, masih adanya 
ketidakjelasan posisi dan komposisi Dewan Kehormatan baik pada 
KPU maupun Bawaslu, dan keempat, masih kahurnya posisi 
pengawas pemilu atau pemi! ukada. Pertanyaan mendasarnya 
adalah apakan pengawas memiliki wewenang yang tinggi dalam 
hal eksekusi atau tidak. Pertanyaan sclanjutnya adalah bagairnana 
sebetulnya hubungan kerja pengawas dengan Kejaksaan dan 
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Kepolisian dalam menindakianjuti suatu temuan pelanggaran 
pemilu atau pemilukada. 

J adi, yang terpenting dalarn UU Penyelenggara Pernilu yang 
baru adalah bagaimana aturan-aturan yang termuat didalamnya 
mampu menghasilkan sebuah komisi pemilihan umurn yang 
mampu rnenjawab rantangan rumitnya pcnyelcnggaraan pemilu 
dan marnpu menghasilkan penyelenggara pemilu yang 
berintegritas sangat tinggi serta memiliki akuntabilitas yang baik 
atas segala hal yang sudah dilakukan dalam pemilu. 

Wacana lain yang dikemhangkan terkait penyelenggara 
pernilu adalah perlunya sebuali Electoral 'vianagemenr Body (EMB) 
dalarn pelaksanaan pemilukada secara langsung. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Cecep Effendi, Ph.D dalam makalahnya: 
"Penyelengga ra Pemilihan Urn urn dan Pemilihan Kepala Daenil2 
dan Wakil Kepala Daerali" (Makalah Seminar Nasional: Mencari 
Format Baru Pemilu dalain Rangka Penyempurnaan Utidang-
Undang Bidang Politik, 10 Mei 2006, diselenggarakan di Jakarta 
oleh Departemen Dalam Negeri dan LIPI), EMB didefInisikan 
sebagai organisasi yang memiliki tugas utama dan secara legal 
bertanggungjawab melaksanakan satu atau leb ih unsur- unsur 
yang penting dalam pelaksanaan pemilu atau instrumen 
demokrasi langsung lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU 

penyelenggara pemilu. Jadi, EMB mi berfungsi sebagal admin-
istrator pemilu yang memiliki tugas utama menangani 
administrasi pemilu. 

Dari sudut pandang demokrasi, tampak bahwa revisi UU 
Nomor 27 TaEun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu merupakan 
pemenuhan atas perlunya perombakan sistem (constitutional re-
firrns), yang sudah seharusriya berisikan perumusan kembali 
falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Selain 
itu juga merupakari usaha untuk mernenuhi tuntutan perombakan 
kelernbagaan yang menyangkut dengan pengembangan dan 

pcmberdayaan anstirutional reforms and einpowermenr, terhadap 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 255 

lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, dan terutarna juga untuk 
merombak kultur politik kearah yang lebih demokratis. Iru semua, 
sebagairnana dikernukakan o!eh Azyumardi Azra dalam A. 
Ubeidil!ah dan Abdul Razak (2008), merupakan unsur-unsur 
yang harus dipenuhi agar sistem dernokrasi di Indonesia menjadi 
lebih mendekati dcmokrasi dalam arti yang benar. 149 

Usaha untuk menyernpurnakan sistem kepartaian dan sistem 
pernilu di Indonesia memang akan terus berjalan. Hasil terakhir 
yang telah diperoleh merupakan hasil dari kerja keras yang 
berkesinambungan dari DPR RI, khususnya Komisi II. Peran 
serta seluruh masyarakat Indonesia dalam memberikan masukan-
masukan, kritikan-kritikan, atau saran-saran yang membangun 
sangar dibutuhkan oleh DPR RI, karena DPR RI sadar bahwa 
dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang berkehendak. 
Rakyatlah yang berkuasa. Sernoga rakyat dapat semaksimal 
mungkin memanfaatkan "kewenangannya" itu untuk ikut serta 
seoptimal rnungkin dalarn rnenyernpurnakan sistern pernilu dan 
sistem kepartaian di negeri Indonesia yang kita cintai mi. 

Pemilu-pemilu Pasca Pemilu 2009 

a. Pemilu 2014 
1. Skenario Mengurangi Jumlah Partai Politik 

Peserta Pemilu 2014 
1.1. Penerapan Kewajiban Veritikasi Ulang 

Fenornena menarik terjadi pada masa Pemilu 2014. Sistem 
kepertaian dalarn Pemilu mi dilaksanakan dengan landasan 
hukum UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Undang-
Undang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mela]ui 
kewajiban memvenifikasi ulang partai-partai politik pcscrta Pemilu 
2014 yang oleh banyak katangan dipandang sebagai cara untuk 
rnenghi!angkan partai-partai kecil, yang muara tujuannya ada!ah 
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untuk mengurangi jumlah partai politik di Indonesia, khususnya 
yang akan ikut berkompetisi pada Pernilu 2014. Pasa! 1 UU 
Nomor 2 Tahun 2011 menentukan bahwa partai politik yang 
dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 dan sudah 
berbadan h ukurn diwajibkan untuk mengikuti verifikasi. mi 
berarti partai-partai politik harus mengikuti veriFikasi ulang 
untuk dapat ikut Pemilu 2014. 

Banyak kalangan berpandangan bahwa rnasalah verifikasi 
ulang itu rnerupakan strategi partai-partai politik yang sudah 
besar dan mapan untuk menjegal partal-partal baru yang lebih 
kecil, dengan "embel-embel" jargon untuk rncnjaga agar suara 
rakyat akan tidak terlalu terpecah dan lebih mendapat kekuatan 
atau daya tawar di Parlernen. Hal mi sangat menonjol terutama 
dalam perdebatan terkait ambang batas ('electoral threshold). 
"Embel-embel" yang lebih jauh dan pemberian ambang batas yang 
lebih tinggi, misalnya partai politik yang mapan rnenginginkan 
kenaikan menjadi 5%, semencara partai kecil menginginkan tetap 

2,5%, rnenunjukkan dengan jelas pertarungan politik untuk 
tetap eksis di parlemen, sernentara partai hesar ingin 
menyingkirkan sebanyak rnungkin pesaing-pesaing yang sudah 
ada dan mern perkecil kemungkinan muncul nya partai-partai 
politik baru yang tenninya akan menjadi "pengganggu" haru. 

Ketentuan itu sebcnarnya dapat dikatakan "bertabrakan" 
dengan ketentuan lain da!arn Pasal UU Nomor 2 Tahun 2011 itu 
sendiri, yaitu dengan Pasal 4, yang mcnyebutkan bahwa apabila 
partai politik sudah sah sebagai hadan hukum, sepanjang belum 
atau tidak ada pembubaran, maka parpol tersebut rnasih ada dan 
harus diakui sebagai hadan hukum partai politik. Banyak pihak 
yang menyatakan bahwa proses verifikasi ulang itu seharusnya tidak 
hermuara pada diakui atau tidaknya suatu partai politik. Salah 
satu alasannya adalaE bahwa hal itu bertentangan dengan Konstitusi, 
khususnya Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan hahwa 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 257 

lembaga yang berwenang secara konstitusional untuk 
membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. UU 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konsitusi Pasal 68 
menyebutkan bahwa penibubaran partai politik harus dilakukan 
metal ui mekanisme pengaj uan permohonan pembubaran partai 
politik o!eh Pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi. Bila 
Mahkamah Konstitusi memutuskan sebuah partai politik 
dibubarkan, maka sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 
73 ayat (1), eksekusi pembubaran partai politik itu dilakukan 
dengan cara membatalkan pendaftaran partai politik tersebut 
pada Pemerintah, yang mana pembatalan itu diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan verifikasi ulang 
itupun singkat ceritanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
karena dinilai inkonstitusional. 

Selanjutnya, dapat dilihat bukti bahwa partai besar 
cenderung menginginkan kenaikan arnbang batas sernentara 
partai kecil menginginkan ambang batas yang lebih rendah atau 
moderat dapat dilihat pada pembahasan UU Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2012), yang 
tergambar dalam tabel berikut mi: 

Priksi Posisi Argumcntasi 
lrr 	I) 	Ill,kial Ikninik31.1n t..m ntu k 	imp 	u!Lldt 	I(Il1 	I.IdLIiI.iI. 

Vu rIij j ,in 1,1 II nuka In iii ah 	j FL ii ['L d i 

!luru'shuuiu/ 	VF Jised 	rh nkan. 

incnjadi 4 0 6 

1u rta u ( ;,ilk.0 r 1k ii 	n 	ll' - 1 1C116111 ii n uk pen .una.0 ii swcm 	clinil< 

nun 	d i Itiia unruk nucu 	min .d a nva sthiir.0 

puIitik dun efcktivicas kinerj. 	1enil- 

I 	nib.i 	uce.i r.0 

- A-ar tid.ak terludi peniborosan proses 

di pditik. kItiisunj 	d 	I)P1.. 
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PD1 	l>IJLI;lng.ln Rnngkatan 111 - 	ebagairu.ina n'gari kpiilauin diii 

meiriadi S.. dcna n jti mliii pcnduduk yang briar. 
1 nd on ciii t id .ik Inc mc ri ii kin in iii ih 

parai yang bc.ar dcini Jkrivitai 
pe nba nu ii an 

- l)cngan iuinlah paltal Yang lcbih 
scdc ha na akin 1,1,il1 iriudali dalarir 
crcapainva kcccpakatan dalain 

111clillat kcbiiakan  din program 

ii Ib.I no nan. 

P1 	[clap 2.59j,. - P F di angka 2.S% sudah cukup 

Inc nycd cciii ii akin pa iii i vi ng nusuk 
di 1)PR 20X09_20 14 dibanding I)PR 

periodc sehclu runva. 

- I)cngan anmka P F 2.5% saja man 

yang hilang 	idah mcncapal 19 luta 

mu a ía. 

- Pr nc rapa H PT 2,5% ba ru sekal I 
d irc rapka n dii 	in pc milu sell iniga 

bcl u in pe rlu on to k d levi iii si. 

PKIri  P! 	tctar - 1)1 2.5% yang dimLrnakan pada Pcrmlti 

2009 lavak d ipertaha nkan 

- Ikningkatan 111' Iringa So dapat 
inc nibu nuh d ciiokral karena salna 

d c nga ii fir n-prrha ii yak soar-a ya rig 

bingo .Jh mlanm. 
- Pcningkatan Vl' akin mc ugu rangi 

lc gitiiiiisi 	 di [)1i.. 

(criIrmIra !1cnolik FF I )cngan adanva P] 2% sudah 

ditingkatkan ilcnilLiat 	miiia irilang menladi 	19 iota 

nicnjadi 	.. 
- 	. c rind i a ScIoju d cngan gagaca n 

pLnvcdcrlianaan pa rum, ilaintmn bukan 

dcngan nicningkatkan 	Il 	miiclainkan 
dcngamm penguLnali syarat 	yang 

,mkan iktit d.mI.rin periulu. 
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J- 

 

Jantira Ikiungkatan 1 1 1 Penctapan pcningkatan P1 	liartis 
ni.'n adi 	ji , o. Jilakukaii scc.tra rasiona! .Auka 3 

d a tik.i n d 	mi berjala ii nia 	nip monil 
d a! liii pC mbuata n u nd a na-u id a nt di 
I )PR. 

Sumber: Veri Junaidi. 2013. Po/itik flukurn Sistein Pemilu: Potrct 
Keterbukaan Jan Pcrrisipasi  Pub/ik dalarn Penyusunan Undang- Undang 
Nornor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Uniurn Anggora DPR, DPD, 
dan DPRD. Jakarta: Perludern. Hal. 123-124. 

Alasan partai-partai politik besar untuk menaikkan ambang 
batas parlemen mernang logis. Narnun demikian, sudah dipastikan 
hahwa partai-partai politik kecil tidak rnenyetujuinya. Dapat dilihat 
bahwa Partai Golkar dan PDI Perjuangan ada!ah partai-partai 
politik besar yang paling ingin "bermain aman" dengan sebisa 
mungkin mengurangi jumlah pesaing dalam Pernilu 2014. 

Argurnentasi yang menarik ada!ah dari Partai Gerindra, yang 
notabene sebetulnya tidak pantas lagi disebut sebagai partai politik 
kecil. Partai mi berpendapat bahwa lebih baik rnenyederhanakan 
jurnlah partai politik adalah bukan dengan menaikkan ambang 
batas, melainkan dengan mem perketar persyaratan mengikuti 
pemilu. Narnun pertanyaannya, apakah menaikkan ambang barns 
itu bukan upaya untuk memperketat syarat itu sendiri? Tarnpaknya, 
yang dirnaksud sehenarnya adalah bagaimana agar keterwakilan 
suaru partai politik dalam pernilu tidak banyak yang terbuang. 
Sebagairnana diketahui, dalarn suatu ambang batas parlemen 
tertentu, yang dianggap terlalu tinggi sementara itu bagi partai-
partai politik kecil, dan ternyata hasil pemilu menunjukkan 
partai-partai kecil itu gagal memenuhi ambang batas parlemen, 
maka jutaan suara pcmi!ih rnereka akan hulang. mi berarti ada 
jutaan suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen. Ini!ah yang 
dikhawatirkan dari syarar mengikuti pemilu dengan berbasis 
menaikkan ambang batas parlernen. 
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Dari pandangan Partai Gerindra tersebut, tcntunya akan 
muncul 2 pertanyaan penning. Pertama, bcrapa sebctulnya 
ambang batas parlemen ideal yang perlu diterapkan? Kedua, apa 
saja persyaratan mengikuci pernilu selain menaikkan ambang 
batas panlemen yang perlu diperketat? Pertanyaan pertama sangat 
krusial, karena ambang hatas parlemen tetap harus ada agar nanti 
kincrja di parlemen tidak terlalu banyak terhabiskan waktu 
dengan berdebat iriengajukan kepentingan masing-masing partai 
politik yang jum!ahnya terlalu banyak di parlemen. Kalau terlalu 
banyak partai politik di parlernen, maka proses pembuatan UU 
akan berpotensi lebih lama karena akan terlalu banyak terjadi 
perdebatan yang berlarut-larut yang mi akan semakin diperparah 
bila masing-masing partai politik lebih mengutamakan 
kepentingan kekuasaan belaka dibandingkan kepentingan nil 
masyarakat bagi suatu UU. 

Permasalahan ambang batas parlemen memang sesuatu yang 
sebetulnya agak bersifat abstrak karena belurn ada hitungan yang 
pasti tentang herapa sebetulnya angka atau persentasi yang ideal 

bagi pemilu di suatu negara. mi berarti, masalah penentuan 
ambang batas parlemen sebenarnya pada hakikatnya adalah murni 
lahir dari kekuatan politik yang menang. Salah sam Hakirn 
Konstitusi, yaitu Maruarar Siahaan pernah berpendapat bahwa 
am bang hatas parlemen sebctulnya tidak mempertimbangkan 
secara cermat norma-norma, jiwa, dan semangat Konstitusi dalam 
UUD 1945, yang justru harus menjadi sumber legitimasi seluruh 
produk perundang-undangan yang dibuat. Lebih jauli dikatakan 
babwa penentuan ambang batas parlemen adalah jelas bersifat 
coba-coba, yang merupakan uaya perubahan atas UU Nomor 
12 Tahun 2003, yang menggunakan Electoral Threshold (ET) 
sebagai mekanisrnc penyederhanaan partai, yang belum sempat 
diterapkan sebelurn kemudian beralih kepada parliamen tar)' 

threshold dan sejumlah threshold lainnya. Atas dasar itu, tidak 

dapat kita memungkini adanya kesan yang kuat bahwa 
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kepentingan-kepenringan sesaat sangat mewarnai dan menjadi 
latar belakang pada kehijakan angka ambang batas parlemen 
yang dihasilkan, dan tidak diuji secara keras kepada prinsip-
prinsip Konstirusi, yang seharusnya wajib dipatuhi dan dilindungi 
serte diwujudkan oleh parlemen itu sendiri. 

Melihat hal itu, dapat dipahami bahwa pemilu di Indonesia 
sebetulnya menghadapi dilema yang cukup membingungkan. 
Disatu sisi Indonesia perlu lebih mengarahkan sistem 
pemerintahannya pada Presidcnsiil, yang mana konsekwensinya 
adalah perlu penyederhanaan jurn!ah parrai, dan mi disusul dengan 
konsekwensi selanjutnya, yaitu memperketat persyaratan bagi partai 
politik untuk dapat ikut pernilu, dan disisi lain dengan adanya 
penentuan angka ambang batas parlemen yang tidak tepat, apalagi 
bila itu merupakan aspirasi berdasarkan kepentingan kekuasaan 
dari partai politik besar, maka hal mi akan mcngakibatkan banyak 
suara rakyat yang hilang, karena partai politik yang dipilih oleh 
rakyat itu misalnya sebagai hasil pernilu ternyata perolehan suaranya 
tidak dapat memenuhi ambang hatas parlemen yang direntukan 
berdasarkan kebijakan politik baru. Hilangnya suara rakyat itu 
juga jumlahnya tidak main-main, yaitu mencapai angka jutaan. 
Tentu saja bila itu terjadi, ada suara rakyat yang secara sistematis 
menjadi tidak terwakilkan, padahal salah satu persyaratan 
kehidupan bernegara yang memprakrekkan demokrasi adalah 
hahwa setiap warga yang menggunakan hak pilihnya harus dapat 
menyalurkan atau tersuarakan aspirasinya rnelalui mekanisme 
pernilu, yang dalam konteks mi adalab dengan cara menyampaikan 
kepercayaannya pada suatu partai politik, entah iru partai politik 
yang sudah besar maupun partai politik yang masih kecil atau 
baru lahir. Robert A Dahi mengarakannya sebagai partisipasi 
efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara 
dalarn proses pembuatan keputusan secara kolektif, dan juga 
rnenyebutkan hahwa dalarn demokrasi harus ada persarnaan hak 
pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Hal 
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mi menjadi tantangan besar bagi penyelenggara Negara pada 
masa-masa selarijutnya. 

12. Penerapan Parliamentary Threshold (PT) 

Strategi mengetatkan persyaratan harus terpenuhi nya ambang 
batas parlemen bagi partai politik untuk dapat mengikuti Pernilu 
2014 tcrbukti bisa banyak "mernangkas" jumlah partai politik yang 
mengikuti Pemilu 2014. Dari 46 partai politik yang mendaftar, 
hanya 10 partai politik yang ioios, dimana 9 partai politik adalah 
yang sudah rnerniliki kursi di parlemen, dan hanya memunculkan 
1 partai politik baru yang lobs, yairu Partai Nasional Demokrat 
(Nasdem). Strategi pemberian ambang baras yang berat kepada 
partai politik kecil membuat partai kecil semakin kecil 
kemungkinan untuk rnengirirnkan wakil-wakilnya ke parlernen, 
karena berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012, partai politik 
yang sudah memiliki kursi sebagai hasil Pemilu 2009 secara 
otornatis dapat mengikuti Pemilu 2014.' Jadi, praktis, hanya 
satu partai, yaitu Partai Nasdern, sebagai partai polirik pendatang 
baru, yang benar-henar mampu "menaklukkan" ambang batas 
parlemen untuk Pemilu 2014. 

Sebetulnya, kenapa PT untuk Pemilu 2014 begitu 
rnemheratkan hagi Partai-parrai Politik baru yang relatif masih 
kecil? Banyak pendapat soal mi. Di dalarn UU Nomor 8 Tahun 
2012 dapat kita lihat syarat-syarat partai politik dapat mengikuti 
Pernilu selanjutnya, yaitu ketika itu adalah Pemilu 2014. 
Beberapa persyaratan yang rnernberatkan antara lain adalah 
harus merniliki kepengurusan di 75% jurnlah kabupaten/kota 
di provinsi yang bersangkutan; dan harus memiliki kcpengurusan 

Pasal 8 Ayat I UU Nomor 8 Thhun 2012 menvehuikan: "Parrai Politik Peserra 
l'cmilu pads Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah 
suara sah secara nasional ditctapkan sehagai Partai Polirik Peserta Pernilu pads Pemilu 

beriku nnya". 
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di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Selain itu, kewajiban lainnya adalah mempunyai kantor tetap 
untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan 
kab upaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu. 

Persyaratan-persyaratan iru bahkan oleh MK sendiri 
dipandang tidak adil. Hal yang diperhatikan adalah adanya fakta 
hukum bahwa persyaratan unruk mengikuti Pemnilu 2014 lebih 
berat daripada persyaratan unruk mcrigikuti Pemilu 2009. Maka 
clari itu, tidak adil jika partai politik yang telah lobs menjadi 
peserta Pemilu 2009 tidak penlu diverifikasi lagi untuk dapat 
menjadi peserta Pernilu 2014, sementara partai politik yang tidak 
memenuhi ainbang batas parlemen harus diverifikasi dengan 
persyararan yang lebih memberatkan. MK menarnbahkan bahwa 
tujuan penyederhanaan partai polirik tidak dapar dilakukan 
dengan memberlakukan syarat-syarat yang benlainan kepada 
masing-masing partai polirik. Penyederhanaani seharusnya 
dilakukan dcngan menentukan syarat-syarat administrasi tertentu 
untuk mengikuri pemilu, tetapi syarat itu harus diberlakukan 
sama untuk semua partai politik tanpa kecuali. Dengan demikian, 
memberlakukan persyaratan yang berbeda kepada peserta suaru 
konrestasi yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau 
perlakuan yang berbeda, dan itu bertentangan dengan Pasal 27 
Ayat 1 serta Pasal 28 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 1945.150 

Namun demikian, sebetulnya persyaratan-persyaratan di atas 
adalah masuk pada kategori memberatkan yang mernang sudah 
seharusnya ada. Mengapa demiikian? Karena persyaratan-
persyaratan itu pun adalah untuk menjamin adanya keterwakilan 
rakyat yang terakornodasi. Dengan adanya persyaratan tersebut, 
potensi untuk terbentuknya partai politik "iseng" yang hanya 
mengejar kekuasaan helaka tanpa memenuhi rub atau esensi 

SO  Veri Juna idi. 2013. Po/irik 1-lukuni Siswm Pcrn i/u: I'orret Kererbukaan dan Perrisipasi 
Pub/ik da/an? Pcnvuswian LJndang-Undang Nomor S Thlnin 2012 ren rang Pcniiliban (Jonim 
Anggota DPI?. DI'D, dan D1'RI). Jakarta: Perludem. FlaI.105. 
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sesungguhnya dari eksistensi sebuah partai polirik akan dapat 
diminimalisasi dengan cukup optimal. Masalahnya adalah ketika 
persyaratan itu tidak diterapkan pada partai politik yang sudah 
lobs Pernilu 2009 diteruskan dengan adanya ketentuan ambang 
batas parlemen yang diterapkan hanya kepada partai politik yang 
baru akan mengikuti Pernilu. 

Lalu kenapa hal itu juga perlu diterapkan kepada partai politik 
yang sudah lobs persyaratan Pemilu 2009? Karena selama 5 tahun, 

ada kernungkinan terdapat beberapa perubahan situasi dan kondisi 
pada setiap partai politik, bahkan bagi partai politik yang sudah 
established well sekalipun, yang ternyata tidak mcmenuhi syarat 
mengikuti Pemilu 2014. Bisa saja terjadi bahwa kantor-kantor 
partai-partai politik yang sudah besar itu di beberapa daerah sudah 
tidak berfungsi lagi karena kantornya ternyata bukan kantor tetap, 
ada yang mengundurkan din dan keanggotaan partai politik, tidak 
dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan lain-lain. Segala 
sesuatu yang bensifat perubahan bisa saja terjadi. Inilah pentingnya 
bahwa persyaratan mengikuti Pemilu 2014 harus direrapkan pada 
seluruh partai politik tanpa pengecualian. 

2. Fenomena-tenomena Menarik pada Pemilu 2014 
2.1. Perpecahan Internal Partai Politik pada Pemilu 

Presiden 

Fenomana menarik renjadi pada Partai Golkar. Pada Pernilihan 

Presiden (Pilpres) 2014, Partai Golkar mengalanii perpecahan 

internal. Ada 2 kubu yang saling berseberangan pendapat terkait 
pencalonan Presiden/Wakil Presiden. Kader senior Partai Golkar 
yaitu Jusuf Kalla terpilih menjadi Calon Wakil Presiden 
(Cawapres), padahal Partai Golkar sendini ketika itu belum 
memutuskan sikap politiknya terkait pencalonan Presiden/Wakil 
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Presiden. Pencalonan Jokowi dan Jusuf Kalla secara rcsmi diajukan 
pada 19 Mei 2014 oleh PDI Perjuangan, Parrai Nasdern, PKB, 
dan Partai Hanura. Partal Golkar ketika itu dipimpirn oleh Aburizal 
Bakrie scbagai Ketua Urnurnnya. Di bawah kepernimpinan 
Aburizal Bakrie, kemungkinan sikap politik yang akan diambil 
Partai Golkar ketika itu ada dua, yaitu pertama, mengusung calon 
Presiden/Wakil Presiden sendiri, atau kedua, mendukung pasangan 
Presiden/Waki! Presiden tertenru yang bukan diajukan oleh Partai 
Golkar. Pada akhirnya, Partai Golkar secara resmi mendukung 
Prabowo-Hatta sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden, daripada 
n1endLIku111 Jusuf Kalla. 

2.2. Pengunduran Din Prabowo dan Gugatan Hash 
Pllpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi 

Hasil akhir resmi Pilprcs 2014 yang dikeluarkan oleh KPU 
rnenunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta rneraih 
62.576.444 suara (46,85(Yo) dan pasangan Jokowi-Kalla 
memperoleh 70.997.833 suara (53,15%). Pengumurnan hasil akhir 
resmi Pilpres 2014 deli KPU yang rnernenangkan pasangan Jokowi-
J usuf Kalla ternyata tidak direrima oleh Capres Prabowo. Ketika 
pengurnuman resmi iru keluar, yaitu pada 22 Juli 2014, pada saat 
iru juga Prabowo rnenyatakan mengundurkan diri dari pross Pilpres. 
Prabowo sempat menyatakan kemenangan di pihaknya 
berdasarkan Hitung Cepat versi kubu Prabowo-Hatta. Prabowo 
menyatakan bahwa pihaknya menemukan pclaksanaan Pilpres 
yang tidak fur, dengan kata lain banyak rerjadi kecui-angan yang 
merugikan pihak pasangan Prabowo-Hatta. Prabowo mengatakan 
bahwa rakyat Indonesia telah kehilangan hak-hak demokrasi 
karena terjadi kecurangan massive dan sistematis. Prabovo juga 
mengarakan bahwa pengunduran dirinya adalah dirnungkinkan 
secara konstitusional, yaitu hak untuk menolak pelaksanaan Pilpres 
2014 yang dipandang oleh Prabowo sehagai cacat hukum. 
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Capres Prabowo dengan pasangan Cawapres Hatta Rajasa juga 
rnengaj ukan gugatan Perselisihan Hasil Pernilihan Urn urn (PHPU) 

ke MK. Ketika itu pasangan mi menuding ada sejurnlah 

kejanggalan proses pemilu di 52.000 Tcrnpat Pernungutan Suara 
(TPS) yang melibarkan kurang lebih 21 juta suara yang tersebar 

di se!uruh Indonesia. 

Dalarn perinohonannya kepada MK, rim kuasa hukum 
Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan 
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pi!pres 2014 tidak sah 
menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Joko 
Widodo-Jusuf Kalla dini!ai diperoleh melalui cara-cara yang 
melawan hukurn atau disertai dengan tindakan penya!ahgunaan 
kewenangan oleb KPU. Dalil yang disampaikan oleh Tim Kuasa 
Hukurn Prabowo-Hatta adalah bahwa Pilpres 2014 cacat hukum 
dengan berbagai alasan. Sa!ah satunya adalah perbedaan jumlah 
nama da!am daftar pemilih tetap (DPT) f'aktual sebagairnana hasil 
rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/ 

Kpts/KPU/13 Juni 2014. 

Tim Prabowo-Hatta juga menduga bahwa KPU beserta 
ajarannya rnelanggar peratu ran pe rundang-undangan terkait 

Pilpres, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemi!u Presiden dan Waki! Presiden; Undang-Undang 
Nornor 15 Tahun 2011 rentang Penyelenggara Pernilu; Peraturan 
KPU Nornor 5, Nornor 18, Nomor 19, dan Nornor 20; serta 
Peraturan KPU Nornor 21 Tahuri 2014 tentang Rekapitulasi Hasi! 
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penctapan 
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Prabowo-Hatta 
meminta MK rnenyatakan batal dan tidak sah terhadap 
keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang 
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasi! 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang 
rnenetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 
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Kemudian, Prabowo-Hatta juga meminra MK menyatakan 
bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan 
dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 
67.139.153 suara, dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 
suara. Dalam persidangan, tim kuasa bukum Prabowo-Hatta 
berusaha mcnghadirkan saksi fakta untuk rnembuktikan adanya 
kecurangan pernilu yang rersrruktur, sistematis, dan masif di 
sejurnlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan 
dengan jurnlah dafrar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang 
dianggap inkonstitusional, adanya pernilih ganda, dan gagalnya KPU 
menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua. 
Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis 
tudingan itu dengan menghadirkan saksi yang domisilinya 
disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara 
itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi yang 
memperkuat argumentasi KPU. Persidangan berlangsung pada 
6-21 Agustus 2014. Sebelum mernutuskan, Majelis Hakim 
Konstitusi telah rnerneriksa puluhan saksi dan bdasan ahli yang 
dihadirkan semua pihak, pcmcriksaan bukti, serta menggelar 
rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup. 

Pada 21 Agustus 2014, MK yang ketika itu diketuai oleh 
Hamdan Zoelfa, akhirnya menolak seluruh gugatan PHPU kubu 
Prahowo karena tidak terbukti adanya kecurangan Pilpres 2014 
yang masif, sistematis dan terstruktur. Dalam dalil gugatan terkait 
adanya pelanggaran di 5.481 TPS di DKI, para penggugat 
dipandang oleh MK tidak mernpunyai bukti yang kuat. Penjelasan 
saksi-saksi juga dianggap oleh majelis hakim di MK tidak kuat. 
Penolakan gugatan olch MK tidak membuat Prabowo-Hatta 
berhenti. Gugatan kemudian dibawa ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) pada 28 Agustus 2014, dimana ketika itu kubu 
Prahowo juga menggugat KPU ke Mahkamah Agung (MA). 
Namun demikian, gugatan inipun gagal membuatkan hasil 
sebagaimana yang kub u Prabowo- Hatta harapkan. 
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2.3. Kuatnya Strategi Politik Pencitraan Keshalihan 
Beragama 

Pilpres 2014 merupakan titik awal rnaraknya hoax dan politik 
identitas yang diprakrekkan dengan tidak bertanggung jawab, 
yaitu dengan menyeharkan isu-isu terkait identitas lawan politik 
yang dipakai untuk men jatuhkan kredibilitas. Dalam Pilpres 2014 
lah dirnu!ai maraknya disinformasi, fluke news, dan hoax. Hal mi 
diperparah dengan hesarnya penetrasi internet dan teknologi digi-
tal yang menyertainya. Narnun sesungguhnya. bukan kesalahan 
tekno!oginya, melainkan faktor-faktor yang ada di masyarakat lah 
yang menjadi masalahnya. Hoax atau thke news dalam "perang" 
kampanye Pi!pres 2014 mudah dikonsumsi dan dipercaya o!eh 
masyarakat yang !emah dalam aspek tertentu. Bagaimana 
maksudnya masyarakat yang lemah tersebut? Salah satunya 
adalah Iernah dalarn tingkat literasi, haik literasi media maupun 

literasi digital. 

Kelemahan dalam masyarakat tersebut diperparah dengan 
kondisi-kondisi sehagai berikut: 

- 	Persebaran hoax dilakukan berulang-ulang atau terus- 
menerus dalam jumlah yang massive, sehingga dinilai 

menjadi suatu kebenaran; 

Adanya relasi supply chain antara kebutuhan dan penawaran 

(demand and suppl)), ketika pada masa kini publik makin 
mudah mengakses i nformasi berbekal memiliki smarrphone 
dengan disandari kebutuhan sp i rituali tas keagamaan ataup un 

sentimen politik tertentu. Hal mi dilanjutkan dengan adanya 
pihak yang memasok informasi dengan sandaran serupa, 
meskipun konten informasinya tidak benar atau fluke. Publik 

tarnpaknya tidak peduli dengan legitimasi sumber berita atau 
narasurnher yang menyampaikan suaru informasi atau berita. 

Hal mi tcrutarna sangat menonjol dalam konteks keagamaan, 
karena biasanya yang lebih dahulu dikedepankan adalah faktor 
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emosi daripada pemikiran yang tenang untuk mengkonfirrnasi 
lebih jauh atas suatu informasi yang diterima. 

- 	Adanya unsur psikologis karena persamaan ideologi, 
kedekatan atau pandangan akan suatu hal, seperti keyakinan 
keagamaan, sehingga tidak merasa perlu untuk rnelakukan 
verifikasi terhadap validasi surnber maupun referensi dan 

sumber alternatif untuk mengkonfIrmasi suatu berita, atau 
mernbandingkan dengan sumber informasi lainnya. Hal 
yang menarik adalah hahwa publik cenderung ingin 
mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Hal itu yang 
menjadi alasan untuk tidak mencari sumber tandingan 
untuk apa yang mcreka percaya. Dalam hal iMi, faktor agama 
adalah hal yang paling kuat karena dipandang paling suci, 
sakral, dan hal-hal yang disampaikan atas dasar (atau diakui 
atas dasar) Kitab Suci adalah undebatable. Tidak bisa 
diganggu gugat kebenarannya. 

Semakin ripisnya batas konseptual antara ruang publik 
dengan ruang privat, sebab internet menciptakan banyak 
hibridasi, schingga publik sulit untuk membedakan lagi 
pernisahan antara publik dengan privat, termasuk dalam 
penyebarluasan berita. Akihatnya, banyak masyarakat yang 
sebetulnya tidak menyadari atas kebenaran informasi yang 
mereka share ke media sosial. Hal mi didukung oleh kondisi 
dimana masyarakat seringkali hanya melihar judul yang 
eyecarching dan bombastic di media sosial tanpa membaca, 
menonton, ataupun mendengarkan konren yang mereka 
bagikan secara seksama maupun melakukan verifikasi 
terhadap sumber yang diterima. Hal mi berkaitan dengan 
lemahnya faktor literasi di masyarakar sebagairnana 
disampaikan sebelumnya. 

Kurangnya pengaruh dan determinasi dan media main- 
stream, sebagai akibat dari turunnya kepercayaan masyarakat 
terhadap media-media konvensional, sehingga media sosial 
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justru menjadi "raksasa" sumber informasi baru yang 
dipe 1-caya kebenarannya, yang oleh sebagian masyarakar 
langsung dipercayai tanpa memverifikasi lebih jauh atas suatu 
informasi atau berita yang mereka terirna. Kenapa kepercayaan 
kepada media-media mainstream menurun? lrii dikarenakan 
antara lain media-media itu scringkali dituduh atau dianggap 
bias secara politik karena kepemilikan oleh kekuatan politik 
tertentu. 

Pertama, mari kita lihat politik identitas yang terjadi dalam 
kampanye kubu Prabowo-Hatta. Pasangan mi tampak lebih 
menguatkan politik identitas yang berbasiskan agama, khususnya 
Agama Islam, sebagai Agama yang dipeluk o!eh mayonitas WNI. 
Kondisi sosio-politik Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 
Muslim terhanyak di dunia tentu mcnjadi isu yang sangat kuat 
untuk dipakai dalam kampanye politik. Apalagi, kekuatan prinsip 
'saudara seiman' yang sangat penting dalam diri setiap Muslim, 
menyebabkan masyarakat Muslim dianggap akan langsung 
mendukung calon pemimpin Muslim sebagai prioritas yang tidak 
bisa ditawar-rawar lagi. Atau kalau dalarn kasus persaingan 
karnpanye Prabowo-Hatta dengan Jokowi-Kalla yang sama-sama 
pemeluk Islam, maka politik identitas yang digencarkan adalah 
citra terkait mana yang lebih "kaffab" dalam mernpraktekkan 
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari selama i. Oleh karena 
itu, adu strategi pencitraan terkait mengesankan dirl sebagai calon 
pemimpin yang "lebih shalih" daripada lawan politik, adalah wajar 
dilakukan, sepanjang memperhatikan batas-batas dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Sangar 
lumrah ketikamelancarkan strategi pencitraankeshalihan mi menjadi 

strategi politik pnimadona dalam Pilpres 2014. 

Aspek yang sering kita lihat sebagai masyarakat pada 
kampanye Pilpres 2014 adalah pencitraan yang benintegnitas 
agarna. Kedua pasangan Capres menonjolkan strategi pencitraan 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 271 

itu rnelalui semua media, termasuk media televisi yang paling dekat 
dengan masyarakat bahkan masyarakat pelosok sekalipun. Hal mi 
dipandang sang'at strategis oleh kedua kubu pasangan Capres 
untuk diterapkan di Indonesia yang "korion"bukan negara sekuler 
mi. Kedua pasangan Capres telah rnenyirnpulkan bahwa agarna 
merupakan senjata yang sangat ampuh untuk berkarnpanye di 
Indonesia, karena agarna menjadi suani kecenderungan mayoritas 
masyarakat Indonesia dalarn mcncntukan preferensi politik 
tertentu, khususnya dalam iiemi1ih calon pemimpin mereka, 
sehingga pemberitukari citra dari aspek agama, khususnya Islam 
dipandang akan terus relevan. 

Pencitraan keshalihan poiftik yang dicftrakan dilandasi oleh 
kesalihan beragarna d ilakukan pasangan Prabowo-Hatta dapat kin 
lihat con roh-contohnya. Kunjungan-kunj ungan ke pondok-
pondok pesantren yang dianggap paling herpengaruh di selurub 
pelosok Indonesia dilakukan dengan intensif. Ter!ebih spcsif'ik lagi, 
kunjungan itu tentunya juga terutama dengan cara bersilaturahmi 
dengan Kyai-kyai berpengaruh yang diharapkan dapat diikuti 
preferensi politiknya dalam pelaksanaan pencoblosan Capres. 
Pihak Prahowo-Hatta juga menguarkan identitasnya sebagai or-
ang Islam yang taat dengan "kental"nya seruan asma Allah yang 
diteriakkan pendukung-pendukungnya dalam setiap acara orasi2 
politik kampanye. Kegiatan-kegiatan semacarn itu kern udian 
diliput dan disiarkan oleh media rnassa, yang tentunya diharapkan 
oleh para Capres dapat mernunculkan citra keshalihan politik 
dan keshalilTlan beragama yang berjalan beriringan. 

Selanjutnya, yang kedua adalah pencitraan keshalihan politik 
oleh pasangari jokowi-Kalla. Pasangan Jokowi-Kalla j uga melakukan 
kunj ungan safari ke pesantren-pesantren dan Kyai-kyai 
sebagaimana yang dilakukan pasangan Prabowo-Hatta. Hanya 
yang sedikir berbeda, pasangan Jokowi-Kalla, khususnya pribadi 
Jokowi-nya, lebih ditonjolkan keshalihan politiknya dan segi 
personal nya. Artinya, soso k Jokowinya yang dicitrakan sebagai 
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pribadi yang teguh dan serius menjalankan ajaran Islam, dengan 
cara yang seakan-akan tidak sengaja untuk di-blow-up. Sementara 
itu, kuhu Prabowo-Hatta lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan 
yang bersifat massa atau kelompok dalam peliputan-peliputan 
kegiatan karnpanyenya, yang dim j ukan u ntuk m embentuk citra 
keshalihan politik. Jadi, kuhu Prabowo-Harta lehih mencitrakan 
diri sebagai pasangan shalih yang memiliki kekuatan pengikut or-
ang-orang yang shalih pula. Dengan demikian, straregi Prabowo-
Hatta cenderung pada pcncitraan secara kelompok daripada 
pencitraan secara personal. Pengertian personal tadi adalah dalam 
konteks menjalankan ritual kcagamaan yang diwajibkan dalam 
Agarna Islam untuk dijalankan oleh perneluknya. Dengan kata 
lain, pencitraan keshalihan politik Prabowo-Hatta lebih diarahkan 
pada pencitraan pencitraan keshalihan sosial, dalam arti memiliki 
visi kebijakan yang jelas, yang rnenunjukkan keberpihakannya 
pada rnasa depan Islam. 

Pemahaman mengenai fenornena kampanyc kedua Pasangan 
Capres/Cawapres tersebut dapat kita pahami dalarn konsep 
politik pencitraan. Dalam teori politik, pada dasarnya setiap or-
ang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha secara sadar 
ataupun tidak sadar ingin rnendapatkan citra positif dari orang 
lain dalarn lingkungan sosialnya. Jadi, secara alarniah atau secara 
"fltrah" nya, manusia menginginkan terbentuknya citra diri yang 
positifpada orang lain, sebagaimana yang diinginkannya, rnelalui 
komunikasi, tindakan, dan prilaku yang wajar. Seseorang atau 
lembaga yang dengan sadar dan berusaha menciptakan atau 
mernbangun citra dirinya disebut pencitraan (imaging). Dapat 
dikatakan bahwa pencitraan rnerupakan cara, strategi, atau 

proses rnembentuk citra positif.' 5 ' 

Namun sayangnya, pada Pilpres 2014, upaya pencitraan 
keshalihan politik dan keshalihan agama ridak seluruhnya 

Anwar Arifmn. 2014. Pb/i rik Pencirraan, Penciwaaii Polirik. Yogyakarta: Graha flinli. 
Hal .20. 
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dilaksanakan dengan penuh kcdamaian. Upaya itu seringkali, 
hahkan sangat marak diwarnai dengan black campaign (kampanye 
hitam), yang isinya menyangkut isu Suku, Agarna, Ras, Antar-
Golongaii (SARA). Hal inilah yang menyebabkan upaya 
pencitraan keshalihan menjadi "bumerang" bagi pasangan 
Capres/Cawapres sendiri, karena isu-isu yang bersifat SARA 
dapat mernentah kan upaya pe ncirraa n kesh al iii an po] i ti k/ 
keshalihan beragama. 

Lebih jauh, mari kita lihat apa yang dilakukan kedua Capres 
dalam membangun pencitraan keshalihan, yang seringkali oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disisipi dengan 
kampanye yang bersifat isu SARA, sehingga merusak nama haik 
kedua Capres. Yang pertama, mari kita lihat yang dilakukan dan 
yang tcrjadi pada Capres Prahowo Subianto. Capres dengan Nonior 
Urut I mi sempat dilanda serangan politik kepada dirinya secara 
personal untuk rnenjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat 
Muslim di Indonesia dengan isu SARA, yaitu bahwa ibunya bukan 
beragama Islam. Kemudian, sempat pula beredar foto Prabowo 
Suhianto saat menyalakan lilin pada saat perayaan Natal di Manado 
dan bcrziarah ke makam leluhurnya di Sulawesi Utara. 

Kuhu Prabowo berupaya men g-counrer serangan-serangan 
isu-isu SARA tersebut dengan menggencarkan pencitraan 
keshalihan dalarn memahami dan menjalankan ajaran Islam. Hal 
yang menarik salah satunya adalah dengan cara mernainkan 
psikologi massa dengan bungkus kata-kata atau term-term yang 
bernuansa histonis Islami. Contohnya adalah Arnien Rais, sebagai 
pendukung Prabowo-Hatta, menganalogikan bahwa Pilpres mi 
sebagai Perang Badar, yang merupakan perang terpenring dalam 
episode sejarah Nabi, sebab rncncntukan survival embrio Islam 
saat itu. Hal itu tentunya mnenarik, karena dalam Pilpres 2014, 
kita tahu bahwa Partai Politik yang berazaskan Islam, yaitu Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memumskan mendukung 
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Prabowo-Hatta. Sernentara itu, Partai-partai Politik yang diketahui 
urnum berazaskan kebangsaan, bergabung dengan kubu Jokowi-
Kalla, dan dihembus-hembuskan isunya secara kontras sebagai Partai-
partai Politik yang dipersepsikan "kurang Islami". Efeknya adalah 
berimbas pada strategi untuk menyerang personal Jokowi sebagai 
pribadi yang "kurang Islami" pula. Dan inilah isu serangan SARA 
utarna yang diarahkan pada Jokowi pada Pilpres 2014. 

Apakah kedua pasangan Capres/Cawapres berhasil dalarn 

upaya pencitraan keshalihan mi? Tampaknya, walaupun Jokowi-
Kalla berhasil mernenangkan Pilpres 2014, tampak bahwa 
strategi pcncitraan keshalihan Iebih diinenangkan oleh Prabowo-
Hatta. Dalam hal mi, ldta bisa melihat dari perolehan kernenangan 
perolehan suara Prabowo-Hatta di beberapa Provinsi. Peta peroleh 
suara Capres/Cawapres pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-
Kalla per Provinsi dan di luar negeri pada Pilpres 2014 ada!ah 
sebagai berikut: 

Prabowo Suhianto Joko Widoio 

Hana Rajasa Jiisu1KalI 
Suara Menurut I otal 

(Koalisi Mcrah (Koalisi Indonesia 
Wiiayah Suara 

Putih) I -icbaL) 

Stiara % Suara % 

Sumatra Acch I 	2' -TTT;T -  I 	co -is.c, I 2, 

Sumatcra 2.83 I 	-)Ii -li,(, .i" - i 	-c- -- 

Utara 

Sumatcra i''' Th' ') 	0')) ..')) 2 

Barat 

Riau I -".12 I 	.)-12)<I •9,85 'I"' )  

Jambi $1 	cii sip — s ITi'.I' 

Sumatera 2 	I2 	I •) 	- 512 22.1-i, r.-i s2i2 

Sciatan 

Rcngkulu -i.). 	I '.2 .Ci"' -S•i.c 'ls.-12 

Iampung 1 	ci.).2-i -o.92 121.8))J sc,r -j.c 	si .c 
Bangka- - - 12 	c-''  

Bclitung  

Kepulauan cc2 'p's -i''..S II 	SI' ').ic 12-i 	1 

Riau 
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Jawa Batuen  
DKI Jakarta . 	'2S 	ui 16.12 I - i SS 	NX 

J awa F.arat I••i 	I 	('.III  

J awa Fcngah u.S ? 12 	ISi 	S1i uuiS IS 	ii -,  
Yogyakarta Y.12 .-i•i sssi 

Jawalimur Iu.2.SS -ii II.i 	.I3 3I -  21 

Kalimantan Kalimanian 
Rarat 

I J!2 	-' 3u2 I .523.01( i.')3 

Kalimantan 
Tengah 

10S2 -iI I) 	I')) ) I 

Kalimantan 
Selatan 

')i I 	ISiS SOlIS SI-iS 5.15 I 	XiI 

Kalimantan 
Fi mu r 

iX.$i 31.52 I 	I 	)h 	I-S .3S- 

Kalimantan 
Utara 

Sunda Bali ulL 	)j I 	ssI 	1 ,,  21PL351 

Kecil Nusa 
l'cnggara 
Ba rat 

I 	sii.i '2-i'. Thu 2. S -is 	-i 	Ii 

Nusa 
Icnggara 
Ii mu r 

I 	j 	X 2.2 , 	II. 

Sulawesi Sulawesi 
Utara 

I.26.09S j 6, 12 2•i.S -.3 .$Ii  

Corontalo 35.T7S  i. 10 1 	 ' 31.10 

Sulawesi 
lcngah 

(,3200 )  -IS. I Th 	Il  xl I .)u 	(41 

Sulawesi 
lenggara 

511 	131 I i2I S1.)l 1.111.5.1 

Sulawcsi 
Ba rat 

li,S-sI-i .)SI, , PI '3.$  

Sulawesi 
Sdaran 

I2I1.5S 10 	2i LII, .4.2 -1I.xx3 

1aluku I4alL1ku -i.1.S 	'(SI -i)•i8 -il-IS  

Jvlaluku 
Utara 

1'. 	''2 Sir' .54,.u', I -is.--. 3,113 

Papua Papua i' 	$2 2.SI 2.'.2s.IIS -i 
Papua Rarat I 	2 5211 A.3 3('.3-)  

I.uar Negeri $13 	11)11 -u.2 $ii 2 -' 11Th 

Sumber: Korn isi Pernilihan Umurn. 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kemenangan 
perolehan suara Prabowo-Hatta atas Jokowi-Kalla adalah di 
daerah atau provinsi dengan basis ke-Tslarna-an yang kuat. 
Sebetulnya, baik pasangan Prahowo-Hatta maupun Jokowi-Kalla 
sama-sama menggu nakan strategi pol i ti k identitas, namun dengan 
corak yang berbeda. Menurut Pengamat Politik dari Universitas 
Gadjah Mada Arie Sudjito, identitas suku, ras, dan agama rnasih 
menjadi komoditas untuk bersaing dalarn Pilpres 2014. 
Dikatakan bahwa banyak cut politik tidak bisa menjadi teladan 
karena mereka mereproduksi identitas (suku, ras, agama) itu 
untuk komoditas politik. 152  

Provi nsi-provinsi yang penduduknya sangat kuat ke-
Islamannya rerbukti rnenunjukkan hahwa rnayoritas dari rniereka 
!ebih memilih Prabowo-Hatta daripada Jokowi-Kalla. Provinsi-
provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera 
Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barar, 
dan Maluku Utara. Adapun Provinsi Goronralo memang bukan 
diidentifikasikan sebagai Provinsi yang pcnduduknya meiniliki 
preferensi ke-Islarnan yang kuat. Jadi, Provinsi Gorontalo 
merupakan perkecualian. Provinsi lain yang menjadi 
"perkecualian" adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi 
Selatan, dirnana walaupun di kedua Provinsi mu penduduknya 

dikenal memiliki ketaatan yang kuat pada ajaran Islam, tetapi 
ternyata di kedua Provinsi tersebut Jokowi-Kalla memenangkan 
jumlah perolehan suara. Kernenangan Jokowi-Kalla di Sulawesi 
Selatan tentu adalah karena Provinsi mi adalah daerah asal 

Cawapres Jusuf Kalla. Dengan demikian, di Provinsi mi prefenensi 

sentiment kedacrahan atau kesukuan lebih kuat daripada 
senrirnen keagamaan. Apalagi, Cawapres Jusuf Kalla tentunya 
relatif dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Muslim 

' "ldentitas jadi Komoditas pada Pilpres 2014", hrtpc://republika.co.id/beritaln66vcv/  

idcndras-jadi-konioditas-pada-pilpres-201 4, diakscs 6 April 2020. 
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yang taat. Selain itu, figur Cawapres Jusuf Kalla rnempunyai nilai 
plus, yaitu dipandang sebagai Muslim taat yang sukses, sehingga 
bermanfaat bagi orang banyak. Dalam Islam, hal itu disebut 
sebagai rahrnatan lii alamin. Adapun terkait mengapa Jokowi-
Kalla berhasil menang di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, 
tentunya hal itu dapat menjadi bahan kajian tersendiri hagi yang 
tertarik menelitinya. 

2.4. Maraknya Hoax 

Apakah politik identitas yang berbasiskan keagarnaan itu salah? 
Apakah strategi pencitraan keshalihan politik yang beriringan 
dengan strategi pencitraan keagamaan adalah "haram"dalam 
kampanye suatu pemilu? Tentu saja tidak. Semua itu adalah sah 
dalam berdemokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika semua 
strategi pencitraan itu dikotori oleh strategi lain yang sifatnya 
"hitarn", yaitu menggunakan strategi black campaign, terutama 
dengan sistern penyeharan berita bohong (hoax) yang dilancarkan 
dalarn skala massive, terutama melalui media sosial. Hoax itu 
merupakan salah satu bentuk dari black campaign yang marak 
terjadi pada Pilpres 2014, baik kepada Prabowo-Hatta maupun 
kepadajokowi-Kalla. Namun demikian, dalam suaru survey yang 
dilakukan oleh Lembaga Politicawave, yang dirilis pada Februari 
2019, salah sani penemuannya adalah bahwa pada Pilpres 2014, 
pasangan Jokowi-Kalla lebih banyak menerima serangan hoax 
atau kampanye hitam daripada pasangan Prahowo-Hatta, yaitu 
7 kali lebih banyak." 3  

Kampanye hitam yang ditujukan pada Prahowo-Flatta antara 
lain adalah pertama, adanya isu yang menyebutkan Prabowo 
Subianto memiliki gangguan kejiwaan arau psikopat. Kedua, 

"Survei /'o/iricawave Sebut Hoax Meuingkat dari Pilpres 2014 hingga Pi!pres 
2019": https://raiigerangcorner.com/survei-politicawave-schur-hoax-meningkat-dari-
pilprcs-20l4hingga-pilpres-20  19/, diakses 13 April 2020. 
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Prabowo rneminta kewarganegaraan Yordania pada 1999. Adapun 
kampanye hitam yang diarahkan pada Jokowi-Kalla antara lain 
adalah pertama, munculnya ikian yang berjudu! 'rest in peace' 
Jokowi. Di ikian itu disebutkan Jokowi telah meninggal dunia 
pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB. Sang pembuat 
ikian juga menuliskan nama Ir. Hambertus Joko Widodo dan 
Ocy Hong Liong. Kedua, beredarnya surat palsu atas narna Joko 
Widodo sebagai Gubernur DKT Jakarta untuk Jaksa Agung. 
Dalam surat tertanggal 14 Mei 2014 itu tertulis bahwa Kejaksaan 
Agung dimohon melakukan pen angguhan proses penyidikan kasus 
Transjakarta sampai selesainya pcmilu presiden untuk menjaga 
stabilitas politik nasional. 

Hoax dan kampanye hitam sangat berbahaya bagi kehidupan 
demokrasi, apalagi di Indonesia yang masyarakatnya plural dan 
segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Secara konsep politik, 
kampanye hitam dalam arena Pemilu dilakukan dalam tiga cara 

yaitu pertama, dengan pola public relations, yaitu dengan 

serangkaian teknik dan metode public relations melalui daya 

dukung industri media massa baik cetak maupun elektronik. 
Kedua, kontak personal, yaitu rnelalui sejumlah kontak personal. 

Hal mi misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan 
langsung dengan pemilih. Ketiga, ikian (advertisements), yaitu 

dengan menggunakan sejumlah ikian politik di media massa cetak 
dan eiektronik maupun ildan media ruang (Gunter Schweiger dan 

Michaela Adami, 1999).' 

Pola-pola seperti itu persis terjadi 1,ada masa kampanyc Pilpres 

2014. Padahal di dalam aturan hukum yang bcrlaku ketika itu, 

yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Presiden dan wakil Presiden, kampanye yang bermuatan kampanye 
hitam telah dilarang. Di dalam pasal 41 ayat 1 (c) disebutkan 

Bruce 1. Newman. 1999. handbook oFI'olitjcai Marketing. California: Sage 

Publication. Hal. 311. 
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kampanyc tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, 
ras, suku, agama, golongan calon dan/atau pasangan calon yang 
lain. Kemudian di ayat 1 (d) dilarang untuk menghasut dan 
mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. 155  

2.5. Keberpihakan Media 

Dalam masa Pilpres 2014, keberpihakan media pada pasangan 
Capres/Cawapres tampak inenonjol. Memang, ada suatu 
pandangan dalarn dunia politik bahwa media massa itu sulit 
untuk netral, atau bahkan dikatakan bahwa media massa itu 
sesungguhnya sifat aslinya adalah memihak atau tidak netral. 
Sudibyo (2001) mengatakan hahwa media massa tidaklah netral. 
Mereka berpihak. Keberpihakan itu bisa dibaca dari berbagai 
aspek, dimana tidak hanya dalam konteks demi keuntungan 
perusahaan, tetapi ada ideologi-ideologi yang disernbunyikannya 
demi kepenringan pemilik media rnassa. 156  Media massa tidak 
lagi memainkan peranan sebagai agen yang memproduksi dan 
menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai aktor yang ikut 
menentukan berita mana yang !ayak atau tidak untuk dikonsumsi 
masyarakat.' 

Berdasarkan hasil penelitian Sari (2018), pada Pilpres 2014, 
keterlibatan media begitu besar dalam memberikan dukungan 
pada kcdua pasangan Capres/Cawapres. Sebagian media 
memihak Prabowo-Hatta, dan pihak media-media yang lain 
memihak Jokowi-Kalla. Media-media itu saling bersaing, 
berusaha semaksimal mungkin untuk rneraih simpati masyarakat 
untuk rnendukung pasangan Capres/Cawapres yang mereka 

Undang-Undang No. 42Tahun 2008 tentang Peniililian Presiden dan waki! Presiden. 
''A. Siidibyo. 2001. Polirik Media dan Pcrtarunan Wacana. Yogyakarta: IX1S Pelangi 

Aksara. Ha!, 244. 
17  F. Junaedi. 2013. Komwsikasi Pa/ink: Thod, Ap/ikasi dan Srraregi di Indonesia. 

Yogyakarta: Buku Liters. HaI.76. 
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dukung. Dalarn konteks mi, akihatnya adalah kepentingan rakyat 
terkesan menjadi diabaikan. Rakyat tidak diberikan kesempatan 
untuk herpikir dengan jernih agar bisa memilih dengan henar. 
Pada masa mi, pemberitaan yang diberikan oleh media terasa 
tidak mencerdaskan dan bersifat sub jektif. 

Contoh subjektivitas media dalam Pilpres 2014 antara lain 
adalah bagaimana Metro TV hanya menampilkan semua hal baik 
tentang Capres Jokowi, dan beberapa berita mengenai Capres 
Prabowo, dimana berita-berita tentang Capres Prabowo itu lebih 
banyak bersifat merugikan pihak Capres Prabowo. Sehaliknya, 
TV One yang merupakan basis pertahanan Capres Prabowo 
dalam pemberitaan, menginformasikan secara dorninan tentang 
Prabowo, yaitu prestasi-prestasinya, langkah-langkah politik yang 
diambilnya, visi-misinya, dan lain sebagainya. Bukti terkait 
keberpihakan Metro TV dan TV One itu diperkuat dengan 
adanya tegurari dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada 
kedua Stasiun Televisi tersebut. 

Metro TV dipimpin oleh Surya Paloh yang merupakan Ketua 
Umum Partai Nasdern. Banyak pihak menilai bahwa Metro TV 
secara jelas menunjukkan keherpihakannya pada Jokowi-Kalla. 
Keberpihakan Surya Paloh dengan Metro TV nya mi sebetulnya 
juga bisa dilihat dari sejarah sikap politik Surya Paloh sendiri ketika 
masih bergabung sebagai Anggota Partai Golkar. Surya Paloh 
pernah menjadi salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar, 
namun dikalahkan oleh Aburizal Bakrie. Dengan demikian, untuk 
menunjukkan sikap politik yang berseberangan dengan Aburizal 
Bakrie dengan Partai Golkarnya yang pada Pilprcs 2014 berpihak 
pada Prabowo-Hatta, Surya Paloh menyatakan dukungannya pada 
Jokowi-Kalla. Dengan motif politik seperti itu, tentu wajar bila 

IS  loran Permara Sari. 2018. Keherpihakan Media dalani Pemilihan Presiden 2074. 
jttrnal Penelitian Komunikasi Vol.21 No.!, Jtili 2018: 73-86. Bengkulu: Institut Agama 
Islam Negeri Bcngkulti. Hal.78-79. 

° 	Ibid. 1-Ial.79. 
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kekuatan politik Surya Paloh yang diantaranya adalah Metro TV 
diarahkan untuk mernenangkan Jokowi-Kalla. Namun, selain 
permasalahan politik dengan Partai Golkar 1w, Surya Paloh 
kebetulan merupakan tokoh politik yang dekat secara persona! 
dengan Jusuf Kalla. Sebagairnana diketahui, Jusuf Kalla pernah 
menjadi Ketua Umurn Partai Golkar. 

Di pihak lain, Aburizal Bakric dengan TV One-nya sudah 
jelas mengarahkan kekuatan media miliknya tersebut untuk 
rnernenangkari Prabowo-Hatta. Selain itu, salah saw bisnis keluarga 
Bakrie, yaitu vivanews. corn ju gamemiliki oricntasi politik kepada 
Prabowo. Dari jurnlah ikian yang ditayangkan di T\7 One, data 
menunjukkan bahwa pada masa Pilpres 2014, spot ikian Prahowo-
Hatta yang bertajuk 'Garuda Merah' menjadi tema ikian yang 
jauh lebih banyak ditayangkan dibandingkan dengan ikian 
kampanyc Jokowi-Kalla. 'Gaiuda Merah' frekwensi tavangnya 
mencapai 725 kali, sedangkan ikian kampanye Jokowi-Kalla, 
dengan tajuk 'Siapkah Kita?' mendapatkan jatah tayang sebanyak 
335 ka!i.u( 

Selanjutnya, contoh lain yang rnenunjukkan keberpihakan 
media adalah pada detik.corn yang memberitakan hanya tiga ha!, 
yaitu pertama, berita tentang blusukan Jokowi, dan kedua, adalah 
pemberitaan mengenai pelanggaran HAM yang selarna ml 
dipandang dilakukan oleh Prabowo. Kcmudian yang ketiga, adalah 
pemberitaan pencitraan bahwa Jokowi adalah hagian dari rakyat 
kecil sehingga mengerti hetul apa yang diiriginkan olek rakyat. 
Sebagaimana diketahui, detik.com  adalah media online yang 
mendukung Jokowi. 

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh media online okzone 
adalah scbaliknya, yaitu memheiitakan hal-hal yang bersifat 

B.P. Jarmiko. 2(11 . " BI.infa 1k/an I I ."clania kan?/anii Pilpres Capa! Rp 186 
Milya?': http://bisniskcLlangan.kompas.nm/R •ad/2O 11/07/10/172838026/, dakses 18 
April 2020. 
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mendukung Prahowo. Okezone menyiarkan hanya tiga jenis 
pemberitaan saja terkait Pilpres 2014, yaitu pertama, respons dalam 
menjawab tudingan-tudingan dari pihak pendukung Jokowi-Kalla 
tentang keterlibatan Prahowo dalam kasus 1998. Pernberitaan kedua 
adalah yang bersifat pencitraan sosok Prabowo dimana Prabowo 
digambarkan sebagai tokoh politik yang tegas, cinta tanah air, dan 
memiliki keinginan yang tulus melihat rakyat Indonesia sejahtera. 
Kemudian yang ketiga ada!ah pemberitaan yang bersifat wacana 
tentang pcnolakan citra-citra baik mengcnai Jokowi. Dengan kata 
lain, yang diupayakan untuk ditampilkan atau diheritakan adalah 
tentang kelemahan-keleniahan Jokowi, baik secara pribadi 
maupun selama menjadi tokoh politik atau pemerintahan. 

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa fenomena 
keberpihakan media pada Pilpres 2014 memang terasa vulgar. 

Hal mi menyadarkan kita akan kebenaran kekhawatiran 
Chomsky (dalarn Subiakto dan Ida: 2012) bahwa kepentingan 
yang ada di halik media akan mengahurkan cita-cita mulia me-
dia untuk bekerja atas nama rakyat. Kehehasan pers yang 
didapatkan media setelah lama terbelenggu pada masa Orde 
Baru pada akhirnya kalah dengan kepenringan praktis yang 
sangat rnengunrungkan media, yaitu kepentingan bisnis. Me-
dia merelakan dirinya untuk dibayar oleh pemilik modal dan 
pelaku politik untuk memuluskan kepentingan-kepentingannya. 
Chornsky nienilai bahwa media sudah menjadi bisnis baru yang 

mulai dikuasai oleh tokoh-tokoh yang memiliki "senjata" dan 
uang sehingga isi media diatur oleh para elit kekuasaan dan 
elit hisnis. Di sisi lain, atas nama pertumbuhan ekonomi, para 
pebisnis melakukan hal yang serupa.' 

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa media tidak lain 
adalah sehuah industri bisnis yang menarik dan menjanjikan 
keuntungan luar biasa, terutarna pada saat Pilpres 2014. 

I-I. Subiakto Jan Ida R. 2012. Koinunikasi I'o/itik, Media dan Deniokrasi. 
Jakaria: Kencana Prcnada Media Group. I-ial. 146. 
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Keberpihakan media pada saat Pilpres 2014 itu terbukti dengan 
kenyataan bahwa setelah "konrak" mereka habis dengan Capres! 
Cawapres yang mereka dukung, media bertindak netral dengan 
tidak lagi memberitakan rnengenai Calon tersebut. Ditegaskan oleh 
Sudibyo (2001) baliwa keterlibatan media dalam polirik rriernang 
tidak selalu mengenai pilihan pribadi, mengingat bahwa di Indo-
nesia pemilik media rnayoritas adalah politisi aktif. Media tetaplah 
sebagai sebuah industri yang menginginkan keuntungari dan 
pernberitaan yang mereka lakukan. Sebagai industri, media tentu 
memiliki pelanggan yang ingin diheritakan baik oleh media.' 2  
Memang, fakta mi pasti sudah menjadi rahasia umum di kalangan 
sebagian masyarakat yang rnemaharni fenomena perpol i tikan, 
namun setidak-tidaknya, momen Pilpres 2014 semakin mcmperjelas 
kenyaraan itu, dirnana keberpihakan media menjadi sesuatu ha] yang 
seakan-akan tidak tabu lagi bagi media untuk rnenunjukkannya 
pada publik. 

2.6. Kemenangan Jokowi-Kalla meskipun Kalah 
Dukungan di Parlemen 

Pilpres 2014 yang menghasilkan kemenangan Jokowi-Kalla 
menunjukkan bahwa tingkat dukungan di parlemen belurn tentu 
rnerupakan jam man acas kemenangan di lapangan. Politik tidak 
dapat mutlak dihitung secara matemanis. Hal mi dirunjukkan 
dengan kekalahan Prabowo-Hatta meskipun pasangan mi sudah 
mendaparkan dukungan da-ri 6 Partai Politik di Parlemen, yaitu 
Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Golkar, PPP, dan PBB. Dengan 
demikian, total kekuatan dukungan di parlemen bagi Prabowo-
Hatta ketika itu adalah 48,93% atau 292 kursi DPR RI. Adapun 
Jokowi-Kalla hanya mendapatkan dukungan 39,97% sura di 
Parlernen, yaitu dukungan dari PDI Perjuangan, PKB, Partai 

A. Sudibyo. 2001. Op.Cit. HaI.272. 
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Nasdem, dan Partai Hanura. Kernenangan Jokowi-Kalla 
nienunjukkan hahwa dengan sistem Pilpres secara langsung olch 
rakyat, kekuatan rakyat itulah yang lebih menjadi penentu, bukan 
besarnya dukungan di Parlernen. Mernang rnungkin rumusan mi 
tidaklah mutlak, narriuri dalarn kasus Pilprcs 2014, hal itu terbukti. 

3. Fenomena-fenomena Menarik pada Pemilihan 
Legislatif (Pileg) 2014 

3.1. Dukungan Rakyat kepada Partai Politik vis a vis 
kepada Capres 

Salah saw fenomena yang menarik adalah adanya hasil Pileg yang 
ternyata tidak equivalen arau tidak berbanding lurus dengan hasil 
Pilpres. Artinya, preferensi pilihan rakyat pada Capres ternyata 
belum tentu terganrung pada pilihan pada Partai-partai politik 
pengusung. Salah satu contoh yang menonjol pada Pemilu 2014 
adalah yang uerjadi di Provinsi Lampung. Fcnomcnanya adalah 
terkait dengan apa yang diistilahkan sebagai split-voting. Pada 9 
April 2014, di Provinsi Lampung terjadi Pemilu dan Pilkada yang 
diselenggarakan secara screntak, yaitu Pileg DPR RI, DPRD 
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pilkada Gubernur. Hasil 
Pileg ternyata tidak cukup mcmuaskan bagi Partai Demokrat, 
namun sebaliknya, Calon Gubernur (Cagub) yang diusung olch 
Partai Dernokrat, yaitu Ridho Fikardo, berhasil mernenangkan 
Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2014. 

Sebetulnya, peristiwa tersebut tidak hersifat split-voting 
100% karena waktu penyelenggaraan Pileg 2014 dengan Pilpres 

2014 adalah berbeda meskipun dalam jarak waktu yang tidak 

terlalu lama (berjarak sekitar 3 bulan). Pada Pernilu 2004 juga 

terjadi semi-split-voting seperri itu, yaitu dengan terpilihnya Soesilo 
BarnbangYudhoyono (SBY) yang diusung Partai Demokrat sebagai 
Presiden rnengalahkan Megawati Soekarnoputri yang diusung olch 
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PDI Perjuangan. Ketika itu, dalam Pileg, Partai Demokrat kalah 
suara dari PDI Penjuangan dan Partai Golkar. 

Fcnomena mi tentunya sangat menarik bagi pengarnat dan 
peneliti politik untuk dikaji, karena logika awani biasanya 
menyatakan bahwa rakyat akan cenderung memilih Capres yang 
diusung o!eh partai politik yang menjadi kesukaan rakyar. Nyatanya, 
pandangan itu tidak berlaku. Apalagi, Andi Mallarangeng 
menyehutkan bahwa fenomena di Provinsi Lampung tersebut 
gcjalanya tampaknya juga terjadi "secara merata' di Indonesia, yang 
pada tahap selanjutnya memunculkan pertanyaan apakah hal mi 
memperkuat demokrasi Indonesia? Kemudian sebagai sebuah 
gejala awal, dan bahwa apakah itu akan tumbuh sebagai gejala 
pnilaku dominan yang pada akhirnya mcnjadi ciri khas sisteni 
politik Indonesia. 163 

Fenomena mi sangat menarik karena pada awalnya, menjclang 
Pernilu 2014, partai-partai politik banyak yang secara dini 
mendekiat-asi kan Capres/Cawapres yang mereka us ung. D isebut 
sangat dini karena sejak 2012, deklarasi itu sudah disuarakan. 
Apakah itu salah? Sebetulnya hal itu memang tidak scsuai dengan 
UU yang saat itu dijadikan acuan, yaitu UU Nomor 42 Tahun 
2008 rentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia, dimana pada Pasal 9 disebutkan bahwa Capresi 
Cawapres diajukan setelah Pileg dengan melihar komposisi 
perolehan suara partai politik peserta pemilu di Pileg dan 
berdasarkan ambang baras minimal perolehan suara partai politik 
di Pileg untuk dapat mengajukan Capres/Cawapres (Presiden-
na! Threshold/PT). Kerenruan PT saat itu adalah bahwa partai 
politik dapat mengajukan Capres/Cawapres bila perolehan 
suaranya dalam Pileg adalah minimal 20% arau perolehan kursi 
DPR RI mencapai minimal 20%. Sedangkan partai politik yang 
perolehan suaranya dalam Pileg tidak mencapai minimal 25% atau 

Andi Mallarangeng, "Pernilu 2014, Had Rakyat 'krbelah": hrtps://www.freedon-
instirute.org/index.phpoption=corn_contenr&v:ew:  diakses 27 Mci 2020. 
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perolehan kursi DPR RI nya tidak mencapai minimal 20%, 
Iangkah yang hisa diambil adalah dengan membentuk koalisi 
dengan partai polirik lain, yang bila perolehan suara kumulatif 
gabungannya nanti bisa memenuhi PT. 

Faktanya, aturan waktu pengajuan atau pendekiarasian 
Capres/Cawapres itu mayoritas tidak dilakukan sesuai ketentuan 
tersebut, namun justru mayoritas partai politik mendeklarasikan 
Capres/Cawapres yang diusung jauh sebelum Pileg 2014 (April 

2014), yairu sejak tahun 2012. Tapi, hal mi ridak dapat disalahkan 
juga, karena posisi mereka ketika mendekiarasikan dukungan atau 
pengus ungan pada Capres/Cawapres adalah sebelum partai-partai 
politik itu resmi dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014. Jadi, 
celah UU telah mereka manfaatkan. 

Kemudian dari sisi strategi politik pun, sebetulnya yang 
dilakukan partai-partai politik yang mengusung Capres/Cawapres 

secara "prematur" itu pun sulit untuk bisa disalahkan, karena itu 
adalah justru momen bagi mereka untuk dapat meraih perhatian 
atau simpari masyarakat yang memang suka dengan figur Capresl 

Cawapres yang mereka usung. Jika satu partai politik bersikukuh 
dengan idealisme tinggi tidak mau melakukannya, partai politik 
lain akan melakukannya dan dia akan tertinggal satu langkah 
dalam "catur politik". Tentu saja partai politik mau tidak mau 
melakukan strategi pengusungan Capres/Cawapres secara 
"prematur" itu kalau tidak mau dikalahkan oleh partai politik 
pesaing dalam langkah-Iangkah awal yang justru menentukan 
langkah-langkah ice depannya. 

Dari sisi para Caleg pun, dukungan dini partai politik kepada 
Capres/Cawapres akan memberikan andil bagi lebih terbantunya 
pendongkrakan suara partai polirik, yang mana tentu akan 
memhanm meningkatkan potensi m ereka un ink berhasil terpilih 

menjadi Wakil Rakyar. Hal mi terutarna bagi Caleg pada posisi 
nomor urut tinggi atau tertinggi. Banyak tenaga yang dapat lebih 
dihemat ketika partai politik Caleg mendukung Capres/Cawapres 
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tertentu secara lehih dini, karena secara logika masyarakat tentu 
akan mendukung partai politik yang mengajukan sosok Capresi 
Cawapres yang masyarakat sukai. 

3.2. Popularitas vis a vis Kompetensi-Senioritas 

Beberapa kalangan berpendapat hahwa para Caleg yang 
berkompetensi atau yang senior akan mudah tergeser oleh Caleg 
yang belurn atau tidak berpengalaman namun berstatus sebagai 
pesohor atau artis. Kalangan mi menyayangkan bahwa kompetensi 
dan pengalarnan politisi senior yang diperjuangkan selarna 
bertahun-tahun menjadi tidak terlalu penting dihandingkan 
dengan popularitas artis dalarn mernperoleh suara pada pemilu. 

Sejumlah partai politik mernang mengusung beberapa artis 
sebagai "jualati" andalannya untuk mcndulang suara pada Pileg 
2014. Hasil Pileg 2014 rnenunjukkan hahwa Caleg yang berhasil 
lobs ke Senayan hanya sekitar 3%. Sisanya, yaitu 97% rnasih 
didominasi oleh kader-kader partai politik non artis. 

Kekhawatiran bahwa politisi berpengalaman atau senior akan 
rnudah tergantikan oleh artis yang kurang atau tidak 
berpengalarnan dalam politik di beberapa Dapil memang terjadi, 
karena hasi! Pileg 2014 menunjukkan bahwa pada setiap Dapil 
dimana para artis dicabonkan, mereka rata-rata menyumbangkan 
perolehan suara sekitar 21 %-30% clari perolehan total suara partai 
pada Dapil itu. Bahkan, ada Caleg artis yang menyumbangkan 
suara hingga 50%. Namun dernikian, fakta lain menunjukkan 
bahwa clari sekitar 100 Caleg clari kalangan artis pada Pilcg 2014, 
hanya 16 Artis yang berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI, 
dan itupun 7 dianraranya adalah Anggota periode sebelumnya. 
mi berarti hanya ada 9 artis baru yang rnenjadi Caleg dan berhasil 
terpilih. Hal itu setidak-tidaknya menunjukkan bahwa pada Pileg 
2014, menjadi Caleg artis tidak sepenuhnya menjanlin bahwa 
artis itu perolehan suaranya akan selalu menang dibandingkan 
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dengan perolehan suara Caleg dari kalangan non-artis. Tapi 
memang berdasarkan peroleh suara artis di bcbcrapa Dapil, pada 
dasarnya, kekuatan arris sangat dapar diandalkan dalarn 
memberikan kontribusi suara yang cukup signifIkan. 

Berikut mi adalah partai-partai politik yang berhasil 
meloloskan caleg-cakg mereka dari kalangan pesohor atau arris 
pada Pileg 2014: 

Partai Ikitit,k 

__________ 

Artis yang diusung 

dan hcrhasil tcrpilih 

rncn;adi Anggota 

E)I'R RI (basil Pilcg 

201'i)  

[) acrah 
 

Pcrnilihan 

Jumlab 

Suara Sah 

IPP )kkv A solo wai DKI 	,ikart, 	II 3.727  

I.lr[.0 (Ik,ir !Jntc\V! \'.ihv.i I)KIJkarr,i III 45.501 

II)I Ikruang.ui Juniu R1 	Siah,i.n 1av. 	R;irat I (i(.) 

I'artai 	E-1.nura .\rict'.tiditniu Batat I 2i.649 

Partai ( ,crindia IacIil \Iarvain 

avidina 

Iava Rarat II 58.58 

I'arrai 

[)c ii 	kr.i t 

I ).dc 	\uti 1 .\I,ic.i 

Etc n di 

lawa B.irar II 1 A 2.)3) 

MN Prinu\ \l\tisi 1.i.i Rarat V 5$5 

I'AI\J Lukv }I.iki iii lawa R.trat VI 1 

I'KR Krina .\iukti 1ava Rarat \'II 31 .987 

P1)1 	1rji.ittaii RIkc 	1)v.ih 	l'ir,Ik)ka 1jva R.uat \II 2E 1i-t 

P,irtai ( ;riridt.i [ainal .\lirdad [_i\va 	1e11aI 	I 3o).(() 

r\ti.tIlg I-Icriiiansvah Iava Iinur I\ 53.5') 

Parrai (crindra .\Iur'ri 	\iipr.tp( I.iva 	Iinui \  

Partai 

1 )c iu ,kri 

\ini,i .\iIind,i Iava1 iinur \1 1 9 .3 

PAI".I Fko 	-1cttdr 

1'ttrii 	ni 

I.nva Iiniur 

\11 I 
69.301 

Suinber: https://tirto. id/hanya-1  6-persen-calcg-artis-yang-lolos-

perni!u-2014-cPVe. diakses 5 Jiani 2020 (diolah). 
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Dari dafrar Caleg Artis tersebut, yang terpi!ih untuk kedua 
kalinya ada!ah Tantowi Yahya, Rachel Maryam Sayidina, Prim us 
Yustisio, Rieke Dyah Pitaloka, dan Venna Melinda. Terpilihnya 
kembali kelima Artis tersebut tentunya mernunculkan pernikiran 
bahwa apakah memang kapasitas atau kualitas mereka sebagai 
Wakil Rakyat telah teruji atau rerbukti, atau tetap hanya dengan 
mengandalkan kekuatan popularitas saja. Tampakniya, bila 
anggapan bahwa mereka hanya mengandalkan populanitas saja 
tidak tepar, karena heberapa diantaranya cukup menonjol dalarn 
berperan mclahirkan UU. Contohnya ada!ah Rieke Dyah 
Piraloka dari Fraksi PDI Perjuangan. Rieke rerkeiial karena kerap 
herj uangan rnerespon isu-isu rerkait perburuhan dan pluratisme. 

Sebagai Anggota DPR RI Periode 2009-2014, Rieke 
menjadi salah satu Anggota Komisi IX yang berkonsentrasi pada 
bidang keseharan dan kesejahteraan rnasyarakat, dirnana Rieke 
dikcnal sangat vocal dalam menanggapi bcrbagai persoalan sosial. 
Rieke sempat menjadi salah satu Anggora Panitia Khusus 
Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) yang merupakan hagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN). Rieke juga mendinikan scbuah Yayasan yang diberi nama 
"Yayasan Pitaloka", bergerak di bidang sastra dan sosial 
kernasyarakatan. Kctika rnenjadiAnggota Dewan Kehormatan DPR 
RI, Rieke masih kerap tunun ke lapangan untuk mendampingi 
masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasinya melalui aksi 
unjuk nasa. Pada tahun 2018, Rieke ikut serta dalam aksi i'vlay 

Day (Hari Buruh Internasional) yang digelar di sekitar Monas., 
dalam menyuarakan dan memperj uangkan aspirasi buruh. D alam 
momen itu, Rieke berstatus sebagai Ketua Umurn Konfederasi 
Rakyar Pekenja Indonesia (KRPI). 

Rieke Dyah Pitaloka adalah salah sani conroh yang 
menunjukkan bahwa Anggota DPR RI dari kalangan Artis 
kcnyataannya ada yang tidak hanya mengandalkan ketenarannya 
dalam niemperoleh suara rakyat, yang mana setelah menjadi 
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Anggota Dewan tidak mampu menunjukkan kemarnpuannya 
untuk belajar cepat sebagai Wakil Rakyat, dirnana hal mi tidak 
ditunjukkan oleh Rieke. Kita dapat melihat bahwa Anggota DPR 
RI dari kalangan Artis dapat memperdalam kernampuannya 
sebagai Wakil Rakyat melalui learning by doing, yang pada 
kenyataannya seringkali jauh lebih efektifdaripada hanya sekedar 
belajar teori politik. 

Contoh selanjutnya adalah Tantowi Yahya. Anggota DPR 
RI dari Fraksi Golkar mi pada tahun 2015 berhasil nieraih 
penghargaan iNews Maker Award 2015 untuk kategori politisi, 
rnengalahkan Maruarar Sirait da-ri PDI Perjuangan dan Fadli Zon 
dari Partai Gerindra. Tantowi Yahya berhasil kembali terpilih pada 
Pileg 2014 karena ketajamannya dalam rnenyusun program bagi 
pembangunan Jakarta yang dititikberatkan pada rnasalah harga 
sembako yang mahal, hilangnya harga diri bangsa, lingkungan 
hidup yang buruk kondisinya, dan rnasalah kesehatan. 
Kemampuan Tantowi Yahya juga dibuktikan dengan tidak hanya 
sebagai "Jago Kandang", dalam anti mencalonkan diri darl daerah 
asalnya, yaitu Sumatera Selatan. Tetapi, di tengah jalan, Tantowi 
dipindahkan dari Dapil di Sumatera Selatan ke Dapil III DKI 
Jakarta, yang terkenal sebagai "Dapil Neraka" karena persaingan 
antar Calegnya yang begitu ketat, dan juga karena Pemilih-
pemilihnya yang terkenal sangat kritis terhadap isu-isu politik. 
"Dapil Neraka" mi meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan 
Kepulauan Seribu. Dan ternyata, Tantowi berhasil menang. 

Rieke Dyah Pitaloka dan Tantowi Yahya merupakan beberapa 
contoh yang rnenunjukkan bahwa dengan kaderisasi partai politik 
yang baik bagi para Caleg Artis, maka kekhawatiran bahwa para 
Caleg Artis tidak memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas, 
dan kualitas yang rnemadai scbagai Wakil Rakyar mcnjadi isu 
yang tidak dapat sepenuhnya dikhawatirkan oleh masyarakat. 
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4. Pembelajaran Apa yang Dapat Diambil dan 
Pilpres dan Pileg 2014? 

4.1. Pembelajaran dari Pilpres 2014 

Pilprcs 2014 dianggap oleh beberapa kalangan sehagai pernilu 
yang lebih maju daripada pernilu-pernilu sebelumnya. Dari pihak 
parlemen, Ketua MPR ketika itu, yaitu Sidharto Danitsubroto, 
memuji pcnyelenggaraan Pi!pres 2014, sebagai Pilpres terbaik 
yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Negara-negara lain juga 
banyak yang memuji keberhasilan Pilpres 2014. Sidharro 
rnenambahkan hahwa pelaksanaan Pilpres 2014 jauh lebih baik 

daripada pelaksanaan Pileg 2014 yang dianggap lebih banyak 
nuansa money politics- nya) Pandangan positif lainnya adalah 
dari Dewan Kehormatan Penye!enggara Pernilu (DKPP). Ketua 
DKPP Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa kinerja 
Penyelenggara Pilpres 2014 lebih baik dibandingkan dengan Pileg 
2014. Hal itu dihuktikan dengan minimnya pengaduan perkara 
atas KPU dan atau Bawaslu, dirnana perkara pengaduan Pilpres 
2014 tercatat hanya ada 7 kasus. Jumlah itu jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan pengaduan perkara Pileg 2014 yang 
jurnlahnya mencapai 755 perkara pengaduari. 115 

Pandangan se!anjutnya adalah dari Ketua KPU Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY), Hamdan Kurniawan, yang 
berpendapat bahwa pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik 
dihandingkan dengan pelaksanaan Pileg 2014. Alasannya ada dua, 
yaitu perrama, pelaksanaan Pilpres 2014 lebih transparan 
dibandingkan dengan Pileg 2014, dan kedua, KPU dinilai mampu 
rnemfasilitasi Pcmilih yang berada di Rumah Sakit (balk Rumah 
Sakit Urnurn maupun Rumah SakitJiwa), Rurnah Tahanan (baik di 

Pilpres Lebih Balk Dibanding Pileg": litip://s'vperniIu.corn/herita/2014/08/ 
pilprcs-icbih-haik-dihandnig-pikg, diakses 22 April 2020. 

"DKPP: Pilpres 2014 Lchih Balk daripada Pernilu": http://pemilu.metrotvnews.com/ 
read/2014: diakses 22 April 2020. 
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Lembaga Permasyarakatan maupun di Poires atau Polsek), dan 
Pemi!ih Mahasiswa dari luar daerah tanpa adanya laporan 
kekurangan Surat Suara. KPU juga menibuka akses bagi publik 
untuk dapat setiap saat merneriksa Daftar Narna Pernilih rne!a!ui 
Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) melalui websiteresrni KPU. 
Lebih jauh, KPU juga melakukan scanning Formulir CI dan 
seluruh TPS di Indonesia, dan tampilan scanning-nya dipasang di 
websire resmi KPU, sehingga dapat senantiasa dipantau o!eh 
masyarakat. Tidak berhenti sarnpai disitu, KPU juga berhasil 
n-iengcmbangkan sistem informasi penghitungan suara rnelalui 
wehsii -e resmi KPU dengan mengacu pada scanning atau 
pemindaian Formulir Cl tersebut. Hal mi membuat siapapun 
dan dirnanapun dapat mengawasi ja!annya pelaksanaan 
penghitungan suara, dan yang !ebih penning, dapat rnenyampaikan 
koreksi jika terdapat kekeliruan atau kejanggalan dalam Berita 
Acara Penghiningan Suara di TPS. Sernua mu dapat mendorong 
masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 2014 sekaligus 
mengurangi porensi kekeliruan ataupun kecurangan yang 
d1akukan oleh oknum Penyelenggara Pemilu) 66  

Bagaimana dengan pandangan dari pihak KPU sendiri? 
Ketua KPU ketika mu, yaitu Husni Karnil Malik (sekarang 
A! marhum), berpandangan bahwa ningkat pertisipasi masyarakat 
dalarn Pi!pres 2014 secara kuantitas menurun, narnun sebaliknya, 
secara kualitas justru lebih baik daripada pernilu-pemilu 
sebelumnya. Apa indikatornya? Hal itu dapat dilihat dari ningginya 
antusiasme masyarakat saat debat kedua pasangan Calon Presiden/ 
Wapres, yang disiarkan o!ch Lembaga Pcnyiaran. Penerirnaan 
masyarakat atas debar itu hanya kalah dengan siaran sepakhola. 
Masyarakat juga dini!ai sangat aktif mengikuti dan mengarnati 
konten-konten di wehsiie resmi KPU, terutarna dalam publikasi 
Formulis Cl serta melakukan pcnghitungan sendiri, bukan 

"Pelaksanaan Pilpres 2014 Lchih Baik dibanding Pileg 2014": http:// 
www.saruharapan.corn/rcad-dctail/read/:  diakses 22 April 2020. 
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hanya oleh orang-orang yang memang ikut berkarnpanye, tetapi 
juga oleh masyarakat urnurn)' 7  

Kemudian, Ketua Bawaslu Provinsi DIY Drs. Mohammad 
Najib, M.Si, berpandangan bahwa Pilpres 2014 lebih balk 
daripada Pileg 2014. Indikasinya antara lain adalah kemudahan 
para Saksi dalarn memperoleh Formulir Cl. Hal mi tidak lepas 
dari Iebih sederhananya perangkat Pemilu yang digunakan dalarn 
Pilpres jika dibandingkan dengan Pileg 2014.' 

Informasi dari Provinsi Riau pun senada. Ketua Bawaslu 
Provinsi Riau Edi Syanifuddin mengatakan bahwa jumlah 
pelanggaran Pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Riau jauh lcbih 
sedikit daripada Pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya dalam 
Pilpres 2014. Berdasarkan pengamatan Bawaslu Riau, mu!ai dan 
tahapan dan pelaksanaan jadwal Plipres selanjutnya sampai 
selesai, dan juga hingga pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, 
semuanya bcrjalan dengan baik dan tertib. 

Pandangan Bawaslu Pusat terkait keterhukaan rekapitulasi 
suara juga penlu diperhatikan. Dikatakan bahwa kualitas dan 
keterbukaan rekapitulasi suara Pilpres 2014 jauh Iebih baik 
daripada pada Pileg 2014. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak 
berpandangan hahwa perbedaan kual itas te rsebut barangkal I 
terjadi karena pada Pilpres 2014 hanya ada 2 peserta Pilpres (2 
pasang Calon), sehingga prosesnya menjadi jauh Iebih mudah 
diawasi. Nelson Simanjuntak bahkan mcngatakan bahwa pada 
proses Pilpres 2014, untuk melakukan kecurangan adalah sulit, 

"KP1J Klaim Pllpres 2014 Lebili Berkualitas; Narnun Partisipasi Masvarakat Lebih 
Rendah dari Pilpres 2009": Iirtp://politik.news.viva.co.id/news/rcad/524282:  diakscs 22 
April 2020. 

"s "Pelaksanaan Pilprcs 2014 l.ehih Balk disbanding Pileg 2014": litrp:// 
www.saruharapan.com/read-detaillreadf:  diakses 22 April 2020. 

""Pelaksanaan Pilpres Jaub Lebih Balk Dibandingkaii Pemilu Lainnya": http:// 
www.rrt.co.id/post/bcrita/95049/  : diakses 27 April 2020. 
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berbeda dengan yang terjadi pada Pileg 2014 dimana jurnlah 
Calon-calonnya adalah 1711 

 

Selanjurnya adalah dari segi kearnanan penyelenggaraan 
Pilpres. Beberapa kalangan rnenilai bahwa pelaksanaan Pilpres 
2014 adalah lancar dan koridusifi Sejak masa kampanye sampai 
dengan penetapan hasil Pilpres secara resmi oleh KPU, tidak ada 
kasus gangg I1  uan keamanan   yang   mengganggu.   Maksudnya adalah 
tidak ada kasus gangguan dalam skala besar. Adapun gangguan yang 
rnasih ada adalah bersifat sporadis, yaitu yang terjadi di beberapa 
titik rawan pada beberapa daerah atau wilayah yang mernang 
mernpunyai siruasi dan karakteristik yang berbeda, rnisalrlya di 
wilayah Aceh dan Papua. Di kedua daerah itu sempat terjadi kasus-
kasus teror psikologis yang bertujuan agar masyarakat tidak 
mencoblos atau menjadi Golongan Pudh (Golput). Ada pula 
ancaman kekerasan hersenjata kepada aparat keamanan.' 72  
Bagaimana dengan potensi benturan antar massa pendukung 
masing-masing Capres/Cawapres? Masalah itu juga terkendali 
dengan baik, kecuali yang cukup merepotkan petugas keamanan 
adalah benturan antara massa PPP dengan PDI Perjuangan di 
Yogyakarta yang ketika itu pada akhirnya berhasil dinetralisir. 173  

Hal yang disoroti selanjutnya adalab terkait partisipasi politik 
masyarakat dalam Pilpres. Partisipasi masyarakat sangat penting 
dalam demokrasi karena menjadi salah satu indikator dalam 
menentukan apakab suatu pemilu itu berhasil arau tidak. Partisipasi 
itu ada dua macam, yaitu pertama, partisipasi ketika memberikan 

Bawas!u Ni!ai Rekapitulasi Suara Presidcn Lcbih Balk dibanding P1kg": htrp:!/ 
www.globalindo.co/2014/07/22/  diakscs 27 April 2020. 

Situasi Keainanan di Jakarra Arnan Tcrkendali": littp://ni.poskoraiiews.com/2014/  
07/23!: diakses 28 April 2020. 

' 2 "KSAD dapat Laporan ada Potensi Gangguan Separaris di Papua saat Pilpres": 
http://news.dcrik.com!read/20 14/07/06/133859: diakses 28 April 2020. 

15  "Polisi Sebur Benriok Massa PD1P dan PPP di DIY dipicu Provokator": hrtp:// 
palingakrual.corn/6967 I 8/polisi-scbur-henrrok-rnassa: diakscs 28 April 2020. 
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suara (melakukan pencoblosan), dan yang kedua, intensi dan interaksi 
masyarakat terhadap proses kontestasi Pilpres secara keseluruhan. 
Berbagai kalangan dapat melihat bahwa pada niasa Pilpres 2014, 
intensi dan interaksi masyarakat termasuk luar biasa, yang mana 
hal mi tarnpak dalam beberapa momen seperti dalarn kegiatan 
kampanye baik itu di lapangan maupun di media-media sosial, 
dan juga pada mornen diskursus publik mengenai isu-isu terkait 
Pilpres. Salah saw hal menarik adalah bagaimana respon masyarakat 
terhadap hasil quick count yang kontroversial. Disini terlihat bahwa 
masyarakat ternyata m emberikan kepedulian yang cukup rinci 
pada penyelenggaraan Pi!pres 2014. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, ada beberapa pembelajaran 
yang menjadi inti dari pengamatan kita pada penyelenggaraan 
Pilpres 2014. Pertama, kualitas Penyelenggara Pernilu, terutama 
KPU, adalah meningkat, terutama atas keberhasilan dalam 
meningkatkan transparansi proses penyelenggaraan Pilpres. 
Kedua, kuantitas ningkat partisipasi masyarakat, khususnya dalam 
hal memberikan suara, memang menurun, tetapi dalam hal 
kualitas, terjadi pen ingkatan. Ketiga, money politics jauh lebih 
rendah daripada pada penyelenggaraan Pileg-nya. Keempat, 
stabilitas keamanan relatif terjaga atau terkendali, dan kelima, 
adanya penirigkatan kualitas rekapitulasi suara, vaitu terutama 
clari segi transparansinya. 

Terkait dengan kualitas Pilpres 2014 yang secara umum 
dianggap lebih baik daripada Pileg 2014, ada hal yang menarik 
untuk disoroti. Hal mi adalah terkait dengan asumsi bahwa 
peserta atau kontestan Pilpres adalah jauh lebih sedikit daripada 
Pileg. mi menimbulkan pandangan bahwa makin sedikit peserta 
kontestan Pemilu dan atau Pilprcs, maka kualitas Pemilu dan atau 
Pilpres itu semakiri baik. Hal ml tentu perlu mendapatkan 
penelitian khusus yang lebih jauh. Namun demikian, memang 
secara logika konsentrasi Penyelenggara Pemilu akan lehih dapat 
terkonsentrasi dengan lebih baik bila yang diperhatikannya jauh 
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!ehih kecil secara kuantitas. Bila ditarik ke pandangan mengenai 
perlunya penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, 

maka pemikiran mi menjadi cukup menggelitik, tentunya. Fakta 

mi bisa dijadikari pihak-pihak di Legislatif untuk menjustifIkasi 
perlunya penycderhanaan jurnlah partai politik yang salah 
satunya dengan rneningkatkan angka PT sebagairnana yang 
sudah disinggung sebelumnya di atas. Dengan kata lain, fakta 

mi cukup menguntungkan bagi pihak yang menginginkan 
penyederhanaan jurnlah partai politik sebagai peserta pemilu. 

Sekarang, tentu saja suatu pembelajaran Pilpres tidak hanya 
cukup dengan hanya melihat keberhasilan yang telah dicapai, 
namun juga, lebih daripada itu, adalah dengan melihat hal-hal 
yang helum berhasil tercapai. Beberapa fakta dapat kita lihat. 
Pertarna, walaupun kearnanan relatif arnan terkendaEi namun 
pada Pilpres 2014 tidak dapat dipungkiri terjadi karnpanye-
kampanye hitarn yang masif, sebagaimana yang sudah diterangkan 
sebelurnnya. Karnpanye hitam sangat merugikari peserta Pilpres. 

Hal mi juga sangat tidak mendidik bagi masyarakat. Salah satu 
informasi rnenyebutkan bahwa salah satu penyebab merosotnya 
dukungan kepada Jokowi-Kalla adalah kampanye hitarn terkait 
hoax soal identitas Jokowi, yang diinformasikan sebagai warga 
nonpribumi, menganut agama minoritas, dan yang lebih parah 

lagi, disebutkan memiliki latar helakang afiliasi dengan Partai 
Komunis Indonesia (PKI). Kampanye hitam mi dikatakan bersifat 

sisternik dan dikerjakan oleh tokoh yang mengerti prilaku pernilih 
atau karakteristik umum masyarakat Indonesia. Isu yang 
berkembang datang yang rnengarah pada kubu Prabowo-Hatta, 
dimana dikabarkan bahwa Prabowo mernpekerjakan seorang 
Konsultan Politik asal Amerika Scrikat yang sudah dikenal sebagai 

ahli kampanye hitam, yaitu Rob A1lyn. 174 

Edward Aspinall dan Marcus Mictzcr, dna Analis Pulitik indonesia dari Australian 

National L)nivcrsirvc College olflsia and 1 lie Pasilic. mcnyarakan babwa Rob Allyn memang 
dikenal sebagai Konsultan Polink yang ahli melakukan karnp-anye hiiam atau kampanve 
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Namun demikan, perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa baik 
Jokowi maupun Prabowo sarna-sama menjadi korban kampanye 
hitam, meskipun oleh beberapa kalangan dinilai hahwa Jokowi 
lah yang lebih besar rerkena kampanye hiram daripada Prabowo. 
Membicarakan hal iiii, ada dua jenis kampanye yang perlu 
dipahami terlebih dahulu, yaitu pertarna, kampanye hiram, dan 
kedua, kampanye negatif. Apa bedanya? Kampanyc hiram adalah 
lebih rnengarah pada berita yang lebih besar ketidakjelasannya 
daripada unsur fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawahkan 
secara validnya. Jadi, kampanyc hiram cenderung rnengarah 
pada fitnah. Sedangkan kampanyc negatifadalah kampanye yang 
memang sifatnya mengungkit kelemahan-kelemahan dan 
seorang kandidat pemilu dan atau Pilpres yang dapat diketahui 
bcrdasarkan fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Kampanye hiram memang dinyatakan lebih besar secara 
prosentase menirnpa Jokowi-Kalla, yaitu 74%, dibandingkan 
dengan karnpanye negatifnya, yaitu sehesar 25,5%. Sedangkan 
Prabowo-Hatta menerima kampanye hitam sebesar 16,5% dan 
menerima kampanye negatifsebesar 83,5%. Kampanye hiram yang 
ditujukan kepada Jokowi-Kalla antara lain adalah tuduhan 
membuat Surat Penangguhan ke Kejaksaan, Capres boneka, serta 
akan menghapus sertifikasi guru dan akan menghapus beras miskin 
(raskin). Selain itu, ada juga tuduhan yang bernuansa SARA, 
misainya ruduhan beragama Kristen dan status Jokowi sebagai 
kerurunan Tionghoa. Jokowi juga dituduh menganut paham 
Kornunisme, tidak bisa Shalat, wudhu, dan rnengaji, serta 
didukung oleh Yahudi Zionis. Di pihak Prabowo-Hatta, 
kampanye hiram yang menimpa mereka antara lain tuduhan 
bahwa Prahowo mcmiii ki 2 kewarganegaraan, tuduhan sebagai 

negarlil Roh AlIyn juga dikatakan manipu membuat basil survey yang memutarbalikk-an 
Ijikia, seliingga nienimbulkan kebingungan publik. 1.ihar: "Kiprah Rob Allyn, Si Master 
Rekayasa": htrps://pemilu.metrorvncws.com/read/20  14/07/1 5: diakses 28 April 2020. 
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psikopat, adanya video pemukulan di KPU, dan melakukan 

transaksi saham palsu. 175 

Hal sclanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah 
pemutakhiran data Pemilih. Pengamat Pemilu I Gusti Putu Artha 
menilai bahwa potcnsi penyalahgunaan Daftar Pemilih Khusus 
Tambahan (DPKTb) dan Form C6 di lapangan cukup marak 
narnun tidak bisa terdeteksi secara formal karena prakteknya yang 
berlangsung sangat rapi dan konspiratif. Selain itu, masalah 
distribusi logistik juga dapat dijadikan pernbelajaran. 
Pendistribusian logistik Pilprcs di beberapa tempat rnasih 
mengalami keterlambatan, misalnya di Yahukimo, Dogiyai, dan 
satu distrik di Nahire. Masalah keterlambatan itu adalah pada 
proses tender pengadaan, percncanaan alokasi waktu, dan variabel 
kesulitan di lapangan yang tidak diperhitungkan dari Jakarta. 
Sangat disayangkan karena mi menjadi masalah kiasik yang dalam 
setiap Pemilu di Indonesia selalu terjadi." 

Lalu apa sebetulnya pembelajaran yang dapat diambil dan 
fakta-fakta di atas Tampaknya ada 2 jenis pembelajaran, yaitu 
pertama, dari aspek kedewasaan masyarakat dalam berdernokrasi, 
dan kedua, dari aspek teknis pelaksanaan Pilpres. Aspek kedewasaan 
masyarakat dalam berdemokrasi memang mengalami ujian dalam 
masa- masa Pilpres 2014. Penyikapan masyarakat terhadap 
informasi atau berita yang mereka terima pada masa kampanye 
Pilpres yang terutama diperoleh melalui media sosia!, benar-benar 

Fakta-fakta tersebur adalah hasil penclitian dari Polirica View mengenal kampanye 
hitam pada masa penyelenggaraaii Pilpres 2014 yang dilakukan pada periode Mel-Juni 
2014 dengan hasil scbanyak 458.678 percakapan. Pemantauan dilakukan di 6 media sosial, 

yaitu iivirrcr, Pocc'book, Blog, Porn!??, Online News, dan Younihe. Seriap percakapan 
terkair pasangan Capres/Cawapres di media-media tersebut di-capture, clikelompokkan, 

dan clianalisa oleh plathrrn Polirica ½ve. Lihat: "Jokowi-JK Lebih I3anyak diserang 
Kampanve F-Iitani di Media Sosial": http:l/nasional.konipas.comlreadl20 14/07/07/ 

13170811/: diakses 28 April 2020. 

Penjelasan 1 Gusti Putu Artha pada Diskusi Internal dcngan tema "Evaijiasi Pilpres 
2014" dengan Peneliti Elidang Polirik Dalam Negeri P31)1 Sckrctariar Jenderal DPR RI, 1 

September 2014. 
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menunjukkan bahwa bangsa mi masih perlu untuk diberikan 
kesadaran literasi yang tinggi, serta dorongan untuk rnelakukan 
cek dan ricek atas suatu informasi lebih jauh lagi. Sikap cepat 
emosi sebagai respon atas suatu berita yang belum tentu sudah 
dapat dipastikan kebenarannya menunjukkan belum matangnya 

kedewasaan berdernokrasj di Indonesia, karena demokrasi itu 
tidak hanya terkait dcngan masalah kebebasan dalam 
berpendapat, melainkan berhubungan pula dengan 
penghorrnatan rerhadap hak atau kepentingan orang lain. Ketika 
antar pendukung Capres/Cawapres saling serang dengan 
berlandaskan hoax, dan penyarnpaian argumentasinya pun hanya 
herdasarkan ernosi tanpa dilandasi data-data yang valid, maka 
kedewasaan berdcmokrasi di Indonesia belum tercapai. 

Oleh sehab iru, sudah seharusnya momen Pilpres 2014 
menyadarkan Pemerintah, Lembaga Legislatif, partai politik, tokoh-
tokoh masyarakat, dan para aktivis polirik atau kemasyarakatan 
pada urnumnya untuk dapat mendorong upaya penguatan 
kedewasaan berdernokrasi bagi masyarakat Indonesia. Bagairnana 
caranya? Ada beberapa aspek yang harus digalakkan. Pertama, 
dari segi penegakan hukum. Kedua, dari segi pendidikan atau 
sosial isasi terkait hukurn dalarn penyclenggaraan Pern 11 u kepada 
masyarakat. Ketiga, dari aspek pendidlikan politik bagi masyarakat. 
Keempat, dari aspek pemberian pendidikan literasi kepada 
masyarakat. Kelima, dari aspek pembenian pendidikan penggunaan 
media sosial secara benar dalam masa Pemilu dan atau Pilpres. 

Pembelajaran selanjutnya adalah terkait teknis penyelenggaraan 
Pilpres. Masih adanya keterlambatan distribusi logistik pemilu ke 
beberapa daerah dan permasalahan pemutakhiran data Pemilih 
merupakan beberapa contoh klasik masalah teknis pemilu yang 
terjadi dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Ada ide menarik yang 
disampaikan oleh manran Anggora KPU I Gusti Putu Artha terkait 
hal terscbut, yaitu sebaiknya ada suatu manajemen kalender 5 
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tahunan yang melipuri penjadwalan babak-babak penye Ienggaraan 
Pilpres sccara jelas dan terstruktur. Hal yang penn diatur di 
dalamnya adalah misalnya kapan dilakukan konsolidasi organisasi, 
kapan dilakukan pcnyusunan regulasi, kapan dilakukan sosialisasi, 
kapan dilakukan realisasi, dan kapan dilakukan evaluasi. Bila tidak 
dilakukan manajemen agenda seperti itu, kendala-kendala teknis 
pelaksanaan Pilpres atau Pemilu akan selalu ada dan tidak pernah 

terselesaikan secara tuntas. 17  

Kemudian, permasa!ah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 
yang selalu ada mornen-rnornen dipertanyakan keakuratannya 
pada setiap pernilu, rnenunjukkan bahwa di Indonesia belurn ada 
satu lcmbaga yang henar-benar memiliki otoritas terakui dalarn 
menyediakan data-data kependudukan yang teruji atau valid. Hal 

mi setidak-tidaknya memberikan sinyal bahwa untuk ke depannya, 
penentuan satu sumber data dari sam lembaga yang sudah 
dipuruskan otoritasnya adalah sangat penting untuk diregulasikan. 
Namun demikian, hal itu harus diimbangi dengan profesionalitas 
KPIJ yang harus semakin tinggi kualitasnya, khususnya dalarn 
menangani pernutakhiran Data Pemilih dan waktu ke waktu, agar 

tidak sampai kctinggalan update data Pcrnilih. Dalarn konreks mi, 
angganan KPU untuk menycdiakan tenaga lapangan unruk 
mendara Dafrar Pemilih yang kontinyu mernang harus diperkuat. 
Meniang anggaran yang diperlukan konsekwensinya akan 

diperbesar, tetapi hal mi sepadan dengan tujuan yang ingin dicapai 
dalam suatu demokrasi, yaitu terjaminnya suatu kondisi bahwa 
seluruh warga negara yang memiliki hak pilih akan dapat terdata 
dengan tepat, sehingga dapat membenikan suaranya tanpa ada 

yang terahaikan. 

Bagaimana dengan Penyclenggara Pemilu yang lain, yaitu 
Bawaslu? Kelernahan yang rnasih ada sejak Pemilu 2009 sampai 
pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014 adalah bahwa Bawaslu dan 

1 	Ibid. 
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Panwaslu tidak memiliki kewenangan unruk rnengeksekusi caleg 
atau parpol yang melakukan pelanggaran. Kewenangan mereka 
hanya dibatasi pada rekomendasi kepada KPU bila ditemukan 
adanya pelanggaran administrasi, memberikan rekornendasi 
kepada DKPP bila ada pelanggaran Kode Etik, dan rekornendasi 
kepada POLRI bila ada pelanggaran pidana. Analoginya ada!ah 
bahwa Bawaslu diberikan "senjata" yang hanya rnempunyai 
teropong, tetapi tidak mempunyai pcluru.' Kekuatan Bawaslu 
hanya sebatas sebagai pengarnat pelanggaran dan tidak 
mempunyai keku atan untuk "menembak" langsung terhadap suatn 
pelanggaran pemilu. Dengan demikian, pembelajaran yang perlu 
disikapi serius adalah bahwa scbaiknya memang Bawaslu diherikan 
keweriangan untuk rnengeksekusi pelaku pelanggar peraturan 
pernilu. Konsckwensinya adalah bahwa pengaturan mengenai 
per! i ndungan hukum terhadap saksi rnaupun pelapor ti ndak 
pidana pernilu ataupun pelanggaran lainnya agar ticlak terjadi 
intimidasi, dan adanya saksi yang bersedia rnengungkap pe!anggaran 
di setiap tahapan pemilu, ada!ah perlu diadakan. Konsekwensi 
selanjutnya ada!ah perlu diatur mekanisme penyelesaian sengketa 
alternatif dalarn kerangka regu lasi untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi penanganan sengketa pernilu. 

Sclain itu, peningkatan kekuatan kewenangan Bawaslu dalam 
penyelesaian sengketa pernilu juga harus dipertimhangkan. 
Cakupan scngketa pemilu itu sendiri perlu juga unruk diperluas. 
Maksudnya, sengkcta pemilu itu pengertiannya hams mencakup 
sengkcra antar-caleg, yang mana selama mi yang diatur hanyalah 
sengketa antar partai politik saja. Jadi, sengketa antar-caleg atau 
internal partai politik adalab perlu diatur juga. agar Bawaslu dapat 
mengambil sikap yang jelas dan tegas, berdasarkan koridor hukum 

'' C therine Natalia. 2016. "Komisi Pemilihan Uinuni sehagai Pcnyelenggara Peinilihan 
Umum "dalarn 'KodiAkasi lJndang-Undang Pcrnilu Pembaruan Hukum Peinilu Meisuju 
Pcrnilu Screntak Nasiunal dart Pemilu Screnrak Dacrah'. Jurnal Pcrnilu dan Densokrasi, 
Jurnal 9, Perludcni. 2016, hal. 121. 
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atau peraturan pemilu, ketika terjadi konflik internal partai itu. Bila 
tidak ada aturan yang jelas mengenai iru, maka penyelenggaraan 
pemilu bisa menjadi terhambat. Kernudian, yang selanjutnya 
diperlukan adalah adanya muatan aturan yang mendorong 
Bawaslu untuk lebih proaktif dan tegas serta tidakpandang hulu 
dalam penegakan hukum pemilu, khususnya dalam menangani 
persengketaan pemilu, bila memang nanrinya Bawaslu akan 
diberikan kewenangan untuk mengeksekusi tersebut. 

Dengan demikian, salah satu kata kunci untuk pemilu 
selanjutnya yang lebih baik adalah 'pengingkatan kualitas 
Penyelenggara Pemilu'. Konsekwensi darl peningkatan kualitas 
penyelenggara Pemilu adalah relcvn dengan rekomendasi 
Natalia (2016) untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu 
tersehut, yaitu pertama. Penguatan kelembagaan KPU perlu 
dilaku kan dengan memperjelas hubu ngan Kom isioner dengan Staf 
Sekretariat KPU. Perlu ada ketcntuan dalam UU yang mengatur 
bahwa pada forum rapat pleno diharuskari kehadirari Staf Sekretariat 
yang mempunyai hak bicara tetapi ridak mempunyai hak suara dalam 
mengambil keputusan. Pandangan Natalia (2016) mi masuk akal, 
karena semakin seorang Staf menangani urusan-urusan administrasi, 
maka akan semakin hermanfaat Staf itu untuk memberikan 
masukan-masukan kepada para Komisioner KPU untuk 
memberikan landasan data bagi suatu pengambilan keputusan. 
Dengan begitu, KPU perlu memiliki sistem perencanaan, 
rekrutmen, dan sisteni karir pegawai yang memenuhi persyaratan 
khusus, seperti memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan, 
pemerintahan, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan 
manajemen aset. SDM pegawai KPU juga harus memiliki reputasi 

dan track record yang baik, serta mcmpunyai kredibilitas, 
integritas, dan kepemimpinan yang teruji.' 79  

Ibid. 1-bil. 124. 
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Kedua, adalah terkait UU Pemilu itu sendiri. UU Pemilu 
harus rnemuat aturan terkait ukuran, komposisi, dan masa kerja 
Anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu. UU Pemilu juga harus 
memuat aturan tentang hubungan antara Lembaga Penyelenggara 
Pernilu Pusat dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu pada tingkat 
yang lehib rendab, serta hubungan antara semua Lembaga Pernilu 
dengan Lembaga Eksekutif. Selain itu, UU Pernilu juga harus 
mengakomodasi ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, 
memutuskan, dan menangani keluhan dalam Pemilu secara tepat 
waktu.' 8 ° 

Konsekwensi ketiga adalah bahwa dalam penyelenggaraan 
Pernilu perlu dihangun petnaharnan dan komitmen yang sarna 
antara KPU dan Bawaslu sebagai mitra penyelenggaraan Pemilu. 
Artinya adalah bahwa diantara keduanya harus mengurangi 
potensi perselisihan atau perbedaan pendapat, terutama di level 
bawab atau di tingkat daerah.' Memang, tanpa adanya sinergi 
yang kuat antara KPU dengan Bawaslu, proses penyelenggaraan 
Pernilu tidak akan berjalan dengan lancar. Upaya untuk 
membangun pemaharnarn bersama tersebut antara lain adalah 
dengan mengintensifkan Bimbingan Tekn is (Bi rntek) yang di ikuti 
bersama oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP Sinergitas antar Lembaga 
Penyelenggara Pemilu adalah sangat penring diperkuat untuk 
mengurangi potensi adanya pihak-pihak yang tidak bertangguawab, 
dalarn hal mi partai politik, yang bisa saja berbuat curang 
mengacaukan pelaksanaan Pernilu dengan sistern "mengadu domba" 
antar Penyelenggara Pemilu, sehingga seringkali hal itu dapat 
dirnanfaatkan untuk mengulur wakru penindakan atau penegakan 
hukurn atas suatu pelanggaran Pemilu, atau dalam suatu penegakan 
aturan Pernilu rertentu yang dianggap rnerugikan partai politik 
yang bersangkutan. 

' 	Ibid. 

' Ibid. 
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Pembelajaran berikutnya adalah terkait netralitas media massa 

dalam Pilpres. Hal mi sebetulnya sangat sulit unmk dilakukan 
sepanjang suatu media dipimpin oleh orang yang memiliki 
preferensi politik tertentu pada suatu tokob atau partai politik. 
Adanya "perang pemberitaan" antara media pendukung Prabowo-
Hatta dengan media pendukung Jokowi-Kalla menunjukkan 
bahwa betapa media massa telah menjadi alat utama dalam suatu 
tujuan politik, bukan menjadi alat utama lagi bagi pemberian 
informasi atau pemberitaan yang netral kepada rakyat. 

Salah satu pernikiran yang perlu dipertimbangkan agar ke 
depannya media massa dapat lebih netral dalam Pilpres atau 
Pernilu adalah dengan memperbaiki UU Nomor 32 Tahun 2002 
teritang Penyiaran. Apa yang perlu diperbaiki dari UU mi? 
Batasan yang lebih tegas terhadap peluang konglomerasi dan 
cross owiieiship atas media massa guna melindungi publik dan 
homogenisasi dim monopoli informasi. Aturan itu memang sudah 
diakomodasi, tetapi belurn terlalu efektifmengatasi "keganasan" 
hisnis media massa yang terutama diarahkan pada perpolitikan. 
Oleh karena perombakan atas UU Penyiaran itu tidak mudah, 
maka dalam prosesnya harus diirnbangi dan hersinergi dengan 
upaya lain yang setidak-tidaknya dapat membantu mewujudkan 
suaw kondisi dimana masyarakat tidak terlalu tertipu dengan 
informasi yang menyesatkan dalam kancah perpolitikan, yaitu 
dalam arti mudah "termakan" oleh berita-berita hoax balk yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang iseng maupun oleh adanya 
suatu penggiringan opini dan media rnassa pendukung kandidat 
polirik tertentu. Kembali lagi, upaya peningkatan literasi rakyat 
dan sosialisasi mengenai penggunaan media, balk itu media massa 
maupun media sosial adalah menjadi poin krusial yang menjadi 

faktor kunci dalam hal mi. 

Penegakkan hukum yang tegas rerhadap pelanggaran Kode 
Etik Jurnalistik dan UU Penyiaran juga dapat menjadi hal 
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berikutnya yang bisa direrapkan. Pada masa Pilpres 2014, niat 
baik untuk ke arah itu sudah muncul. Beberapa diantaranya adalah 
ketegasan Aparat Kepolisian dalam melakukan penye!idikan 
terhadap kasus Tabloid 0bor 182 , dan tindakan tegas berupa 
pemberian teguran kepada beberapa media pcnyiaran besar oleh 
Komisi Penyiaran indonesia (KPI). Ketika itu, KPI menyatakan 
bahwa sejumlah stasiun televise milik petinggi partai polirik 
cenderung mernihak kepada kubu Capres Jokowi atau Prabowo, 
sehingga dapat merugikan masyarakat. KPI mengeluarkan 
peringatan pada lembaga penyiaran atas adanya temuan 
kecenderungan pelanggaran atas netralitas lembaga penyiaran, 
karena dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 
36 Ayat 4, disebutkan hahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya 
dan tidak bo!eh mcngutamakan kepentingan golongan tertentu.' 83  

Tindakan KPI dalam rnenjaga netralitas lembaga penyiaran 
bahkan telah dilakukan sebelum masa jadwal resmi kampanye 
Pilpres 2014 dimulai. Menjelang Pemilu 2014, ada 6 lembaga 
penyiaran yang dimiliki para Calon Presiden yang telah 
mendapatkan teguran dari KPI karena telah melakukan 
kampanye terlebih dahulu dengan mengikutkan atribut partai 
politik. Kala itu, KPI melakukan pemantauan sejak September 
hingga November 2013 terhadap lembaga-lembaga penyiaran. 
Adapun lcrnbaga penyiaran yang telah ditegur KPI tersebut 
adalah RCTI, MNC TV Global TV, ANTV, TV One, dan Metro 
TV. Keenam stasiun televisi itu dinilai tidak proporsional dalam 

Libloid Obor sempar digugat karena memberitakan konten yang dinilai bersifat 

propaganda dalam nielakukan kampanye hitam kepada Capres Jokowi. Pada 2016, MaeIis 

1- lakirn niemherikan rnemvoois hcrsalah kepada Pengelola lishloid Obor dan rnenjawhkan 

vonis hukuman 8 hulan pen jara kepada mereka. Salah saw tulisan fang bersifat propa-

ganda hitam itu anlara lain adalah yang herjudul "1001 Topeng Jokowi", dimana tulisan ini 

disebarluaskan sampai ke masjid-masjid dan pondok-pondok pesanrren. lihat: "Jejak 

Ohor Rakyat: 1 lajar' Jokowi di 2014, divonis 201 6": https://newsdctik.com/herira/d-

43401  63/jejak-obor-rakyat-hajar-jokowi-di-20 I 4-divonis-20 16. diakses 14 Mci 2020. 
Si 

 "KPI Peringarkan Leisihaga Penyiaran untuk Menjaga Nerraliras di Pilpres 2014": 

netralitas-di-pilprcs-20 14.htmI, diakses 14 Mci 2020. 
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melakukan pernberitaan tentang kandidat Capres terte n tu, dan 
konten-konten yang disiarkan ada unsur karnpanye, padahal masa 
kampanye helurn resmi dirnulai.' Si  

Dengan demikian, pembelajaran selanjutnya yang dapat 
diambil adalah bahwa lembaga rnandiri/indepcndcntseperti KPI 
memang berguna sebagai pengontrol lembaga penyiaran dengan 
catatan KPI tidak terkontarninasi oleh kepentingan-kepentingan 
politik pula. Kewenangan KPJ yang diarnanatkan oleh UU 
Penyiaran untuk menjaga netralitas lembaga penyiaran pada 
masa pemilu hendaknya diperkuat dan diperluas, agar Iebih 
memiliki "taring" dalarn rnenegakkan peraturan sesuai dengan 
peraturari perundang-undangan yang berlaku. Political will dan 
Pemerintah dan DPR RI untuk memperkuat KPI menjadi faktor 
utamanya, karena itu tcntunya akan equivalent dengan kebijakan 
menambah anggaran bagi KPI untuk peningkatan kualitasnya. 

Mernang ketika itu masih banyak kalangan yang berpandangan 
bahwa KPI kurang memiliki " taring" dalarn menyikapi 
pelanggaran netralitas pernilu atau pilpres. Namun, hal itu tidak 
berarti bahwa KPI tidak dibutuhkan. Bisa dibayangkan seandainya 
tidak ada lembaga rnandiri yang dapat memberikan kontrol pada 
lembaga penyiaran pada masa penyelenggaraan pernilu dan 
pilpres, tentunya ketidaknetralitasan lembaga penyiaran akan 
jauh lebih vulgar dan berpotensi mengacaukan pemahaman 
masyarakat yang pada akhirnya menciptakan kebingungan publik 
terkait pandangan mereka pada calon pernimpin atau wakil rakyat. 
Kevulgaran dukungan yang tidak terkontrol akan rnengakibatkan 
sernakin maraknya hoax dan pernberitaan yang bersifat karnpanye 
hitam, yang mana tentunya akan merugikan sernua pihak. Masih 
kurang "tajam"nya "taring" KPI justru merupakan sinyal bahwa 
masih banyak yang perlu dibenahi dari lembaga mi. 

S" Siaran Mengandung Unsur Kampanyc, 6 Stasiun f\T  dircgur KPI": https:II 
ncws.dcrik.com/herita/d_2433756/siaran_nicngandurg_unsur-karnpanye6-StaSiuL1tv  
dircgur-kpi, diakses 14 Mci 2020. 
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Pilpres 2014 menyadarkan bahwa yang perlu terus dihenahi 
dari KPI adalah bahwa para Kornisionen KPI dan KPI Daerah 
(KPID) harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas kombinasi 
dari jiwa yang independen, mau bekerja profesional mengabdi 
kepada Negara, serta memiliki dedikasi yang tin ggi. Independen 
artinya bebas dari kepentingan pragmatis pemilik media. 
Profesional artinya bekerja penuh waktu. Dedikasi artinya setia 
pada pelaksanaan tugas pokok sebagai Komisioner. 

Pembelajaran selanjutnya adalah tenkait perhaikan UU Pemilu 
yang masih ada celah untuk dimanfaatkan partai politik untuk 
"rnclanggar" suatu aturan. Contohnya adalah dekiarasi panai politik 
untuk mendukung Capres/Cawapres yang pada Pilpres 2014 
dilakukan secara "prematur", bahkan sekitar 2 tahun sebelum jadwal 
resmi pendekiarasian dukungan pada Capres/Cawapres bisa 
dilakukan berdasarkan UU. Celah yang dimanfaatkan adalah 
hahwa ketika mereka mendekiarasikan Capres/Cawapres yang 
mereka usung, posisi mereka ada!ah belum resmi men jadi peserta 
Pemilu 2014, sehingga mereka merasa tidak akan dapat disalahkan. 
KPU dan Bawaslu tentu tidak bisa melakukan tindak lanjut, 
karena memang celah itu ada. Celah-celah seperti inilah yang 
penlu jeli untuk diperbaiki ke depannya pada UU Pemilu, agar 
aturan-aturan yang ada dapat lebih koniprehensif, tidak multi-
tafir, dan tegas, serta tuntas mengatur segala sesuatunya dengari 
lebih detail. 

4.2. Pembelajaran dari Pileg 2014 

Terjadinya hanyaknya fenomena bertentangannya pilihan rakyat 
kepada Calon Kepala Daerah dan Capres adalah sangat menanik 
karena pertanyaan rnenggelitik yang muncul kemudian adalah 
terkait apakah hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan 
rakyat kepada partai politik mulai berkurang, sehingga mereka 
tidak peduli dengan siapa yang calon kepala daerah atau bahkan 
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Capres yang diusung suatu paruai politik, dan akhirnya lebih 
merniliki keyakinan dan pandangan prihadi terkait siapa Calon 
Kepala Daerah dan Capres yang akan mereka pilih? Hal mi 
kemudian herlanjut pada pertanyaan bahwa apakah kedewasaan 
rakyar dalam berpartisipasi dalam politik sudah semakin maju? 

Di Amerika Serikat (AS), fenomena split-voting tam paknya 
menjadi salah saw indikasi kcdewasaan bcrpo!itik masyarakar AS. 
Pemilihan Presiden, Senator, Gubernur, Anggota Kongres, dan 
lain-lain seringkali berbeda-beda terkait dengan preferensi partai 
politiknya. Tingkar pemilih independen per tahun 2014 di AS 
yang mencapai 30-40% menunjukkan bahwa sebagian warga 
AS sudah memiliki preferensi politik sendiri yang tidak hersifat 
"disetir" oleh partai politik tcrtentu. Setidak-tidaknya, gejala mi 
juga mengindikasikan tingkat kritisasi masyarakat AS kepada politik 
yang sudah matang. Pemilih independen di AS itu dinamakan 
sebagai swing voters, yang preferensi politiknya seringkali sulit 
ditebak dan membingungkan partai politik sekal igus menjadi 
sasaran kampanye partai politik yang sangat gencar terutama 
menj clang hari H pada setiap Pemilihan. 

Pembelajaran dad meningkatnya jumlah swing voters atau 
dalam konteks pelaksanaan Pileg 2014 di Indonesia (dikaitkan 
dengan Pilpres 2014) adaLah hahwa seddak-tidaknya ada indikasi 
awal bahwa kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia sernakin 
rneningkat. Hanya saja, yang perlu diwaspadal adalah bahwa hal 
mi akan menyebabkan semakin lernahnya partai politik, sehingga 
wadab bagi penyaluran aspirasi masyarakat nienjadi semakin 
kabur, karena masyarakat lebih percaya kepada Presiden atau 
Kepala Daerah daripada kepada Wakil Rakyat di DPR RI. 
Padahal, kondisi idealnya adalah harus ada keseimbangan antara 
kekuatan rakyat yang terwakili di DPR RI dengan kekuatan 
rakyat yang tercermin dari posisi Pemerintah, yang terwujud 

' Andi Mallarangeng. Op.Cit. 
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sebagai Prcsidcn atau Kepala Daerah pilihan. Kondisi mi bila 
tidak hati-hati akan meniunculkan suaru diktatorisrne karena 
posisi eksekurifyang terlalu kuat. Meskipun sistem pemerinrahan 
kita pada dasarnya adalah Presidentiil, retapi harus diingat bahwa 
Indonesia juga menganut sistem check and balances, dalarn hal 
mi, kekuasaan Eksekutif harus diimbangi dengan kcbcrdayaan 
kekuasaan Legislarif. 

Dengan hegitu, partai politik di Indonesia harus tetap dijaga 
kekuatan fu ngsinya. Sebagaimana kita kerahui, fungsi partai 
politik adalah scbagai sarana komunikasi polirik, sarana sosialisasi 
politik, sarana rekrutrnen politik, dan sarana pengatur konflik. 
Keadaan perpolirikan dimana partai politik diabaikan atau 
dianggap remeh atau bahkan "tidak dihormati" lagi oleh rakyat di 
suatu negara mengakibarkan peran dan fungsi partai politik 
menjadi sernu. Rakyat merasa sudah mampu untuk menentukan 
kepurusan atau pendirian politiknya tanpa bimbingan dari suatu 
parrai politik. Dalam suatu negara dengan geografis yang re!atif 
kecil, mungkin hal itu tidak terlalu menjadi masalah, apalagi dengan 
sistem politik yang monarki. Narnun, berbeda dengan Indonesia 
yang luas wilayahnya !uar biasa hesar dengan jurn!ah penduduk 
lebih dari 200 juta jiwa. Diperlukan suatu organisasi politik untuk 
dapat mengagregasikan kepentingan rakyat dengan j umlah 
irianusia sebanyak itu dan dengan wilayah yang hegitu luas. 
Dengan tidak adanya partai polirik, maka bisa saja tenjadi proses 
pencalonan seorang pemimpin menjadi "liar". Setiap orang 
merasa independen untuk mencalonkan din ranpa melalui 
dukungan arau wadah partai polinik. Akibarnya, jurn!ah calon 
akan "membludak" dengan kualitas yang belurn tentu dapat 
dipertanggungj awabkan untuk dapat menjadi seorang pemi rn p in 
politik. Berbeda dengan kondisi politik dimana partai politik eksis 
dengan baik. Sctiap orang akan dapat herkarir dulu dalarn suaru 
partai politik, dimana kualiras-kualiras kepernimpinan dan 
intelektualnya akan dapat teruji dari waktu ke waktu. Se!eksi ca!on 
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pemimpin akan terjadi sejak proses perekrutan awal yang 
tersisternasi, sehingga jumlah calon akan lebih terorganisasikan 
dengan baik, disamping tidak menjadi suatu kuantitas massa yang 
"liar". Orang-orang yang maju menjadi calon pernimpin nantinya 
akan benar-benar memenuhi syarat yang mernang layak untuk 

maju, bukannya hanya hermodalkan nekad atau mengandalkan 
pe runtungan semata, berbekal rasa mern iii ki pengetahuan tanpa 
teruji olch pengalaman rnemimpin atau berorganisasi, khususnya 
dalam organisasi politik. 

Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah pembenahan 
partai politik itu scncliri, baik melalui sistem internal partai niaupun 
melalui regulasi atau perundang-undangan. Bercermin dart yang 
rerjadi di AS, mekanisme perekrutan anggota partai politik dan 
calon-calon Wakil Rakyat dan calon pemimpin negara direvitalisasi 
dengan dibarengi proses kreatifatau pencarian yang terus-menerus 
akan ide-ide baru yang "segar" atau "mutakhir" (sesuai dengan 
perkembangan zarnan yang terus berubah). Penierintah indonesia 
dan para Pernim pin partai politik juga harus memiliki spirit itu. 

Konsekwensi dari spirit itu adalah bahwa partai politik perlu 

didukung oleh tenaga-tenaga ahli atau Think Thnk yang disehut 

Andi Mallarangeng sebagai second-hand dealers of ideas (untuk 

mcmbedakannya dengan primaly researchers dan diinkers di 

dunia universitas).'' Paraah!i di partai politik iru tugasnyaadalah 
mencari penemuan-penernuan yang kreatif atau ide-ide baru 
untuk memperkuat fungsi dan peran partai politik, khususnya 
partai politik dimana mereka hekerja. Di AS, sistem seperti mi 
rnenghasilkan dunia politik yang kaya dengan perdehatan ide hagi 
suatu kebijakan politik. Dunia perpolitikanpun menjadi dinamis, 
dan Indonesia harus rnengadopsi cara itu untuk merevitalisasi peran 

dan fungsi partai politik. Para Think Thik partai politik juga harus 

menemukan formula agar partai politik dapat lebih dekat dengan 

Ibid. 
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rakyat, bahkan kalau bisa dapat berperan besar seperti dahulu di 
awal-awal Negara Indonesia berdiri, dimana partai-partai politik 
yang ada ketika itu betul-betul mewakili suatu ideologi pemikiran 
dari bcrbagai pemikiran yang ada di masyarakat. mi akan 
rnenyebabkan parrai politik dapat melahirkan wakil-wakil rakyat 
yang representatif, dalam arti efektif sebagai penyuara aspirasi 
inasyarakat dari suaru "kaurn". Memang, pada dasarnya partai polirik 
harus rnenyuarakan suara rakyat Indonesia secara kesel uruhan, 
nani un tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik iru memiliki suatu 
ideologi perjuangan yang biasanya memperjuangkan suatu kaum 
tertentu, sebagai wakil dari kaum atau golongan mi agar dapat 
diperhatikan nasib dan masa depannya o!eh Pcmerintah. Maka 
dari itu, optimalisasi dan revitalisasi peran dan fungsi partai politik 
otomatis akan meningkatkan keterwakilan suatu partai politik atas 
aspirasi rakyat. 

Think Tank pai-tai politik mu selayaknya selain diisi oleh orang-
orang senior, juga didampingi oleh anak-anak muda milenial yang 
biasanya justru lcbih banyak menguasai perteknologian yang 
niutakhin dalam komunikasi. Hal mi penting agar partai polinik 
mendaparkan masukan-masukan yang scnantiasa update tentang 
bagaimana cara lebih dekat dengan masyarakat atau konstituen 
mela!ui misalnya media-media sosial. Contohnya adalah para 
Think 'Thiik muda itu memberikan sentuhan-senruhan tampilan 
situs partai politik yang lebih "segar" dillihat oleh anak-anak 
niuda, diisi dengan konren-konren yang menanik minat anak-
anak muda untuk belajar politik dan terurarna menyadarkan 
mereka tentang hak dan tanggung jawab mereka atas perpolitikan 
di negeri mi. Fitur-fitur media sosial sernacam Facebook, Twitter, 
Whatshapp, dan lain-lain akan dapat dioptimalkan dcngan adanya 
tenaga yang khusus bentugas mengurusi mu semua termasuk 
jaminan adanya tenaga untuk berkomunikasi langsung dengan 
rakyat atau konstituen melalui media-media sosial tersebut. 
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Cara-cara seperti itu akan dapat menarik simpari rakyat 
kembali kepada partai polirik, terutama dari gencrasi muda yang 
baru mengenal dunia perpolitikan. Kornunikasi yang baik dan 
murakhir antara partai politik dengan rakyat baik melalui media 
sosial maupun di lapangan langsung, akan dapat mengembalikan 
kepercayaan rakyat pada partai politik, yang selama mi cenderung 
dianggap kurang efektif menyuarakan aspirasi rakyat. 

Ketika kepercayaan masyarakat pada partai politik sudah 
rnulai kcmba!i membaik, maka ketika parrai politik itu menawarkan 
calon-calon atau kader-kadernya u ntuk menjadi calon legislatif, 
maka hal itu sudah akan menjadi efektif, karcna sistem komunikasi 
yang telah terbina dengan sentuhan spirir milenial itu. Efek 
selanjutnya adalah bisa jadi terjadi suatu kondisi dimana dukungan 
rakyat pada partai politik akan dapat ekuivalen dengan dukungan 
rakyat terhadap Calon Presiden yang diusung partai politik yang 
sama. Ekuivalensi mi memang bukan menjadi suatu keharusan, 
namun setidak-tidaknya dapat rnenunjukkan efektivitas perari 
dan fungsi partai politik dalam melahirkan calon-calon pemimpin 
bangsa atau wakil-waki! rakyat. 

Selanjutnya, hagaimana dengan masalah fenomena Caleg 
darl kalangan artis yang dilakukan oleh beherapa partai politik? 
Dari sudut pandang politik, hal itu tentu wajar dilakukan. Yang 
rnenjadi rnasa!ah adalah ketika para artis yang diajukan menjadi 
Caleg tidak dibekali dengan kaderisasi yang benar-benar 
membuat mereka memenuhi syarat atau standar untuk menjadi 
seorang wakil rakyat. Namun sebetu!nya, rnasalah kaderisasi mi 
dapat dilakukan dengan prinsip learning by doing. Beberapa 

antis yang terpilih inenjadi Ariggota DPR RI dan hasil Pileg 2009 
dan berhasil lobs kembali ke Senayan sebagai hasil Pileg 2014 
setidak-tidaknya memuncu!kan pemikiran bahwa mereka 
marnpu mengemban tugas sebagai Wakil Rakyat. 
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Prinsip learning by doing dari kalangan artis mi tidak perlu 
dikhawatirkan karena di Sekretaniat Jenderal dan Badan Keahuian 
DPR RI merniliki tenaga-tenaga ah!i, haik mm yang berstatus 
sebagai Aparatur Sipi! Negara (ASN) maupun yang non-ASN 
(yang dipilih oleh para Anggota DPR RI sendiri) yang akan 
memberikan supporting system bagi para Anggota Dewan agar 
mampu mengikuti dinarnika politik di legislatif. 

b. Pemilu 2019 
1. 	Hal-hal Menarik 
1.1. Politik Identitas dan Popuhsme yang Kuat dalam 

Pilpres 

lèrjadinya politik identitas di iringi dengan popul is me tainpaknya 
cukup kuat pada Pilpres 2019. Sejumlah kalangan menyayangkan 
proses pelaksanaan Pilpres karena dari berbagai kondisi situasi 
politik yang tenjadi pada masa kampanye Pilpres 2019, termasuk 
pada masa pra kampanye, terlihat bahwa gejala yang tcrjadi adalah 
mcnguatnya eksploitasi idennitas sebagai propaganda politik, atau 
politisasi Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA). Selain itu, 
indikasi yang lain nya adalah meningkatnya ujaran kehencian hate 
speech yang memenuhi ruang publik selama beberapa tahun 
sebelurn dan pada saat pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, ada 
juga pandangan bahwa kondisi itu diperparah dengan sikap elk 
politik yang cenderung dinilai menunjukkan sikap yang anti 
demokrasi, dalarn ai-ti hanya siap menang dan tidak siap kalah.' 87  

Keunikan politik identitas pada Pilpres 2019 dalam konteks 
penggunaan SARA adalah kuatnya salah satu unsur yairu agarna. 

Pengamat Pasca Pensilu: Pendidikan Demokrasi Penting .intuk Menibangun 
Pcrsatuan; \X'awancara dengan Pengamat Politik, Direkrur Eksckutif IfIcIonc-siai? Pub/ic 
Institute (IPI) oleh lurnalis Deutsche We/Ic, Rizki Akhar Putra: https:I/www.dw.cornlid/ 
pe n gamat_pasca_pcmiI 11 _pendidikan_deniokrasi_pentjng_unttikiiicinbanguii__,ersitiiaii 
diakses pada 27 Juli 2019. 
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Politik menyerang lawan politik hampir selalu dikait-kaitkan oleh 

identitas agama yang selalu dipakai untuk menarasikan bahwa 
pernerintah (dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang juga 
adalah Capres Pi!pres 2019), memarginalkari kelompok muslim. 
Bila tidak dikaitkan dengan agama, maka serangan politik yang 
lainnya adalah populisme negatif, yang pada prinsipnya adalah 

me nyerang kelemaha n-kelemahan Capres incumbent, tetapi pada 

akhirnya bermuara pada konteks politik identitas agama juga. 
Beberapa contohnya adalah Gerakan "2019 Ganti Presiden", "partai 

setan vs partai Allah", people power, tidak percaya kepada lembaga-

lembaga mapan (KPU dan MK) maupun lembaga independen 

(quick count, dli). Jika digunakan terus-menerus, politik 

identi tas an ti-establishment agama yang memperhatikan semangat 

golongan dan partai ketimbang semangat persatuan menyehabkan 
polarisasi yang meluas di kalangan masyarakat ataupun para elite-
elite po1itik. Memang populisme adalah sah-sah saja dalam 
persaingan politik pada pemilu, tetapi ketika populisme itu dikaitkan 
dengan politik identitas yang ditempatkan dengan cara yang 
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, maka keabsahan 

strategi populisme tersehut menjadi dipertanyakan. 

1.2. Kemenangan dan Kekalahan Capres-Cawapres 
di Daerah Berbasis Islam Kuat 

Baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga menggunakan 

sentimen keagamaan, khususnya Islam. Hal mi sangat wajar 

karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Politik 
identitas dengan "mengatasnamakan" Islam dapat difahami. 

Strategi politik identiras mi menghasilkan 68.650.239 (44,5 

persen) suara untuk Prabowo, sedangkan Jokowi mendulang 

85.607.362 suara (55,5 persen), rnerujuk basil penghitungan 

Populisnie, Politik Identitas dan Pernilu 2019. hrrps://news.derik.coni/koloni/d-
4545249/popuIisme-po1itik-identitas-dan-P1ThilU-2O 19, diakses 2 juli 2019. 
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resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirilis pada 22 Mei 
2019 lalu. Jokowi unggul di 22 provinsi dan luar negeri 
sementara Prabowo menang di 13 provinsi. 

Lalu, manakah sentirnen keagamaan yang efektif dan 
keduanya, dan dimana saja kebanyakan masing-masing Capres 
mengalami kemenangan dan kekalahan suara? Fakta rnenunjukkan 
bahwa meski sama-sama menggunakan sentimen keagamaan, 
karakter pemilihnya berbeda. Benitagar.id  menemukan perbedaan 
tersebut dari aspek tingkat toleransi beragama berdasarkan Survei 
Sosial Ekonorni Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), terhadap 
71.447 rumah tangga di Indonesia pada 2014. Tiga dari lirna 
pertanyaan yang berkaitan dengan toleransi beragama dalam survei 
tersebut: kesediaan bersahabat dengan pemeluk agama lain, kesediaan 
adanya kegiatan agarna lain, dan kesediaan pembangunan rurnah 
ibadah agama lain. Analisis ketiga indikator rnenghasi!kan skor 
Indeks Toleransi Beragama di level provinsi dalam empat skala: 
Sangat Rendah, Rendah, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Sernakin 
tinggi skornya, wilayah tersebut dianggap cenderung toleran. 

Hasil data yang diperoleh adalah bahwa ternyata hanya 
rnenghasilkan dua karaktenistik: Tinggi dan Rendah. Tidak 
munculnya karakterisrik Sangat Rendah dan Sangat Tinggi, 
menggambarkan bahwa tingkat toleransi di Indonesia berdasarkan 
survei mi tidaklah ekstrem. Meski ada daerah yang terhitung 
Rendah toleransinya, tidak sampai masuk kategori Sangat Rendah. 
Selanjutnya, hitungan korelasi atau hubungan tinigkat toleransi di 
level provinsi dengan perolehan suara masing-masing paslon. 
Hasilnya, suara yang diperoleh Prabowo-Sandi datang da-ri daerah 
dengan tingkat toleransi Iebih rcndah. Sebaliknya, semakin tinggi 
tingkat toleransi, raihan suara Jokowi-Ma'ruf makin tinggi) 

Ternuan yang lebih menanik adalah sebagairnana yang 
disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, 

' Aghriia Adzkia. Menduking sura kwat seiiiirnen agarna: Iirtps://!okadata.id!ardkcl/ 
mcndtilang-suara-Icwat-sentimen-agarna. 13 Juni 2019. Diakscs 9 Juni 2021. 
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Burhanuddin Muhtadi, yang menyatakan bahwa polarisasi 

identitas dalam Pemilu 2019 jauh lebih kuat dibandingkari 

variabel ekonomi-sosial dan rational choices (pilihan logis). Hal 

itu menjelaskan kenapa pcmilih Prahowo datang banyak dan 
provinsi yang secara keislaman lcbih kuat, kecendcrungannya 

lebih konservatiE Provinsi yang lebih toleran, beragam, plural, 
cenderung memilih Jokowi. Dua provinsi unggulan Prabowo 

Sandi, Sumatra Barat (85,92 persen) dan Aceh (85,59 persen), 

tercatat sebagai provinsi dengan tingkat toleransi paling rendah 

dibanding provinsi lainnya, masing-masing dengan skor indcks 

41,94 dan 37,6. Bali dan Papua sebagai kantung suara Jokowi-

Ma'ruf, memiliki skor lndcks Toleransi Beragama cenderung 

tinggi. Di dua wilayah tersehut, Jokowi dominan dengan 

perolehan suara rnencapai 91,68 persen dan 90,66 persen. 

Menilik setiap indikator, lebih dari separuh keluarga di Aceh 

dan Sumatra Barat tak sepakat anaknya hersahabat dengan 
pemeluk agama lain. Selain itu, hampir scluruh warga menolak 

pembangunan rumah ibadah agama lain. Adapun di Bali, 87,59 
persen kcluarga mernbolehkan anaknya berternan dekat dengan 

pemeluk agarna lain; 88,41 persen tak terganggu dengan 

kegiatan agama lain; dan 68,67 persen tak masalah dengan 

pembangunan tempat ibadah agama lain.'°° 

Kecendcrungan lain yang ditemukan, rendahnya skor 

toleransi justru muncul di wilayah dengan persentase populasi 

muslim yang tinggi. Artinya, penduduk wilayah tersehut 

cenderung homogen. Tingkat populasi muslim mi berkorelasi 

positifdengan arah dukungan politik saat pilprcs. Semakin tinggi 

populasi muslim, semakin tinggi dukungan ke Prabowo. Pola mi 
sama dengan 2014, tetapi korelasi jauh lcbih kuat di Pernilu 

2019. Artinya, polarisasi berdasarkan populisme agama pada 

2019 lebih kencang ketimbang 2014. Dalam riset Burhanuddin, 
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dkk (2018) bertajuk Entrepreneurs of Grievance, ditemukan 
hubungan yang sangat kuat antara pendukung Prabowo dengan 
beragarn indikator seperti intoleransi, keyakinan terhadap 
kesenjangan ekonoini kelompok muslim, dan dukungan terhadap 
Front Pembela Islam (FPI). Sebaliknya, kelompok Islam yang 
mendukung Jokowi adalab mereka yang cenderung terbuka 
terhadap kaum pemeluk agama lain sebagai pemimpin politik, 
menerima kegiatan agama lain, mendukung pembangunan rumah 
ihadah, dan melawan FPI. Namun demikian, ditambahkan bahwa 
meski Jokowi kalah di kalangan segmen muslim, kalahnya tidak 
telak. Sebagian besar adalah orang NU yang umumnya lcbih toleran 
ketimbang non-NU. Sementara di antara warga non-muslim, 97 
persen milih Jokowi. Dari hasil exit poll Indikator (2019), Jokowi 
mendapatkan sepertiga suara dan kalangan Nahdlatul Ulama (NU), 
yang diidentikkan dengan sosok Mâ'ruf. Suara mi rneningkat 15 
persen dari lima tahun sebelumnya. liii terlepas dari seorang 
Prabowo yang tidak bisa disebut berasal dari tradisi santri; Prabowo 
dianggap mewakili simbol Islamis, Jokowi nasionalis. Itu kenapa 
provinsi islamis cenderung mernilih Prabowo. 1  

1.3. Pembelajaran Apa yang Dapat Diambil dan 
Pilpres 2019? 

Pembelajaran pertama dari Pilprcs 2019 adalah terkait populisme 
dan politik identitas. yang sangat kuat terjadi. Sebelum kita 
menarik pelajaran clari fenomena tcrsebut, kita perlu melihar 
beberapa konsep atau teori terkait populisme dan politik identitas. 
Dalarn kondisi kererserakan identitas dan entitas-entitas perbedaan, 
poli tik perbcdaan dan entitas-entitas perbedaan, politik perbedaan 
sangat subur dalam situasi negara arau rnasyarakat yang 
multikultural dan nnultietnis. Dalam konteks mi, hubungan 

" Ibid. 
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interaktif antar kelompok perbedaan, terutama kelompok etnis 
yang berbeda-beda harus rnenjalin suatu kerangka etis, dalam 

hal mi adalah sikap toleran. Toleransi politik hanya mungkin 

dalam suasana politik negara yang demoki-atis. O!eh karena 

toleransi politik (political tolerance) sangat dipengaruhi olch 

sistern, struktur, dan atmosfer politik yang berlaku. Salah satu hasil 
penelitian yang menarik adalah yang dilakukan oleh John Sullivan. 

John Sullivan dalam Hefner (2007) menganalisis konsep dan 
penerapan toleransi politik di rig-a negara yang berbeda: Amerika 
Serikat, Selandia Baru, dan Israel, menemukan kadar intensitas 
toleransi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-
faktor antara lain tingkat kemakmuran ekonorni, struktur dan 
sistem politik, faktor psikologi politik. Konsep politik identitas 
relevan untuk diterapkan, paling tidak diwacanakan mengingat 
peta politik masa depan, yang berkembang ke arah politik yang 
beragam, lebib melihat kembali pada tataran humanitas dan etik. 
Geoff Mulgan dalam Hefner (2007), seorang ilmuwan politik, 

mengernukakan bahwa peran-perang etis dan moral harus 
dikedepankan. Oleh karena seiring runtuhnya narasi besar, ideologi-
ideologi besar, partai-partai politik berkurang perannya. Moralitas 
pun akan lebih dihutuhkan untuk mengatasi gejolak-gejolak politik 
dan menurnbuhkan perilaku politik yang etis dan bermoral. 
Sejalan dengan Mulgan, Walter Lippmann dalam Hefner (2007) 
dalam f'ilsafat puhliknya mendorong para politikus demokrasi 
untuk menjunjung tinggi moralitas berpolitik. Hal mi clikarenakan 

dalam negara-negara demokratis sekalipun penyakit dan 
terbukanya kebebasan akan senantiasa rauncul, sehingga perlu 
adanya suatu tatanan etika dan moralitas demokrasi) 

Penelitian penting selanjutnya adalah dari Klaus Von Beyrne. 
Klaus Von Beyrne dalam Hefner (2007 menganalisis karakter 
gerakan identitas dalam heberapa tahap perkernbangannya, 

Robert W. Hefner. 2007. Politik Mulrikulniralismc: Mcnggugar Rea/iras 

Kcbaiigsaan. Yogyakarta: impulse. Hal.46. 
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mulai dari tahap pramodern sampai dengan postinodern. 
Perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan dan 
kebangsaan memunculkan gerkan sosial politik yang menyeluruh. 
Dalarn hal mi mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para 
pemimpin. Tujuannya adalah perampasan dan perehutan 
kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang baru. Pada tahap 
modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan 
kondis ional, keterpecahan mcmbutuhkan sumber-sumber untuk 
dimobilisasi. Terjadi keseimbangan mohilisasi dari atas dan 
partisipasi dari bawah, peran pemimpin tidak lagi dominan dan 
tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan. Kemudian pada 
perkembangan pos modern, munculnya gerakangerakan itu 
berasal dari dinarnikanya sendiri, protes muncul atas berbagai 
macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau 
pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan 
kesadaran diri yang bersifat otonomi sehagai tujuan fInalnya. 

Kemunculan politik etnis diawali dengan tumbuhnya 
kesadaran yang mengidentikkan mereka kedalam suatu golongan 
atau kelornpok etnis tertentu. Kesadaran mi kemudian 
memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik 
etnis mengacu pada politik "kelompok etnis" dan "minoritas kedil", 
sementara penfsiran kelompok etnis bisa mencakup bangsa emis 
('ethnic nation). Pada wacana politik kontemporer nuansanya lebih 
sempit. Dalarn konteks mi, biasanya kelompok etnis atau minoritas 
etnis tidak niemiliki teritori tertentu. Tujuan mereka pun berbeda 
dengan nasionalis kiasik, mereka tidak menghendaki "determinasi 
diri kebangsaan" dalam suatu wilayah bangsa (negara). Akan 
tetapi, lebih pada penenimaan proteksi dan kemajuan bagi 
kelompok, khususnya bagi individu-individu dalam kelompok 
itu, dalam suatu negara yang telah ada.' 94  

Ibid. 1-faI.47. 

James C. Kella.c. 1988. The Poliücs of Nationalism and Ethnicii -v: Edisi II. New 
York: ST Martin's Press. HaI.I 19. 
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Selanjutnya, Fukuyama (2018) menyatakan bahwa isu-isu 

identiras telah mendorninasi politik dalam beberapa tahun 
terakhir. Banyak pihak mungkin berpandangan bahwa semua 
diskusi tentang identitas dan politik identitas politik sebagai 
strategi pengalihan, karena isu etnis dan agarna, misalnya, sering 
hanya digunakan untuk menyamarkan isu kepentingan kelas. 
Pemberian identifikasi bahwa rakyat melawan musuh-musuh 
yang tidak dikenal dan sering tidak disebutkan namanya adalah 
kesempatan yang menguntungkan untuk tidak membahas tentang 
pelanggaran HAM, korupsi yang sistematis, dan oligarki. 
Disebutkan lebih jauh lagi bahwa secara intinya, populisme 
berhubungan dengan polarisasi, drarnatisasi, dan moralisasi politik. 
Dapat dikatakan bahwa populisme selalu merupakan sub-tipe dan 
politik identitas. Sebagai "ideologi yang tipis" dia bergabung 
dengan fragmen gagasan tambahan dari tradisi-tradisi seperti 
liberalisme, konservatisme, dan sosialisme dengan tujuan 
membangun atau membangun kembali masyarakat yang homogen 
secara budaya dan etnis. Pada waktu yang sama, kelompok elit 
sering tidak terkecualikan karena alasan etnis, bukan karena 

alasan moral.'' 

Selanjutnya adalah konsep populisme. Penlu diperh.irikan 
bahwa populisme adalah pandangan yang pada prinsipnya selalu 
anti-eliris dan anti-pluralis. Muller (2015) rnenyebutkan bahwa 

kalau ada saw saja "rakyat yang ash, yang sehenarnya" dan bukan 
pluralitas kelompok dengan identitas berbeda dalarn satu 
masyarakat, imphikasinya adalah hanya ada saw kebenaran. 
Hanya kelompok populis yang mewakihi " rakyat yang 
sebenarnya", mereka tidak sekedar berbicara atas nama rakyat, 
tetapi juga memandang dirl mereka sendiri sebagai orang-orang 
"terpilih" yang mewujudkan kehendak rakyat dan mengetahui 
apa yang dipikirkan oleh "orang biasa". Dengan dernikian, niereka 

Francis Pukuyama. 2018. Against Identity Politics. Foreign Affairs, September! 
Oktober, 1-25. Hal14. 
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adalah "anti-pluralis berprinsip" yang "tidak dapat mencrima apa 
pun seperti oposisi yang sah". Karenanya, partai-partai populis 
hanya mendefinisikan diri mereka sebagai gerakan, karena 
mcreka berpura-pura mewakili lebih banyak daripada hanya 
sehagian rakyat. Mereka lehih suka menggunakan nama seperti 
Alternative für Deutschland (AFD, Alternatif bagi Jerman), 
Podemos (Kita bisa), Forza Italia (Maju Italy), MoVirnento 5 StelIe 
(Gerakan Lima Bintang), Thai Rak Thai (Rakyat Thailand 
mencintai orang Thailand), dli. yang menunjukkan oposisi 
mendasar terhadap partai-partai politik tradisional atau 1116 

 

Sisi populisme yang menjadi "mata pisau tajam" bagi politisi 
yang menggunakannya adalah bawah dalarn populisme ada yang 
disehut sebagai prinsip antagonisme esensialis. Korisep tentang 
antagonisme esensialis yang hamper selalu beriringan dengan 
konsep tentang elit berkuasa yang "jahat" berkaitan dengan 
keyakinan bahwa seluruh negara berada dalarri situasi krisis yang 
mendasar dan secara mendesak harus diambil alih oleh kelompok 
populis. Jika pihak penguasa tidak bermoral, sangat logis 
mengasumsikan konspirasi media arus utama, aparat ncgara, cut 
ekonomi, dan lain-lain. Menurut pemikiran mi, media yang 
dikendalikan oleh cut menyebarluaskan berita palsu, dan lembaga 
penelitian dan lembaga survei memalsukan hasil-hasil penelitian dan 
survei mereka. Apabila kelompok populis kalah dalam pemilihan, 
mereka biasanya mempertanyakan legitimasi mereka dan 
menafsirkan hasil pemilihan sebagai hasil manipulasi dan 
kecurangan. mi berarti, pemilihan bukan dipandang sebagai 
mekanisme untuk menawarkan pilihan yang berbeda bagi para 
pemilih atau untuk akhirnya menernukan apa yang sebenarnya 
dikehendaki oleh para pemilih, melainkan sebagai sarana bagi 
kelompok populis untuk rnembuktikan bahwa hanya pihak 
populis dan hanya mereka saja yang benar. 17  

Muller. 2015. Op.Cit. Flal.85-86. 
Ibid. HaI.87. 
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Penekanan lain tentang populisme adalah bahwa populisme 
terdiri dari penghancuran prinsip-prinsip demokrasi, rnayoritas 
rakyat, dengan cara yang ditujukan untuk mengelu-elukan 
scbagian rakyat melalui pemimpin nya, yang menggunakan 
dukungan penonton untuk memurnikan pemilihan karakter 
prosedural dan formalistik mereka. Pemilihan, dengan demikian, 
sangat ambivalen bagi kelompoic populis. Di Indonesia, selama 
berminggu-minggu Prabowo Subianto mengklairni kemenangan 
setelah pelaksanaan pemilihan presiden pada bulan April 2019. 
Dia melakukan itu bahkan ketika dihadapkan dengan hasil 
perhitungan cepat yang sangat andal yang dilakukan oleh 
lembaga survei serius yang memperliliarkan bahwa dia telah kalah 
dengan selisih yang cukup besar (berbeda clengan dugaan 
"perhitungan sebenarnya" yang d ilakukan oleh rim nya sendini). 
Di Turki, kira-kira pada waktu yang sama, Recep Tayyip Erdo an 
tidak bersedia menerima kekalahan di dalam pemilihan di Istanbul. 
Begitu kelompok populis memenangkan pernilihan, mcrcka 
cc nde rung memperkuat daya cengkeraman mereka. Akibatnya 
adalah pengu raian sistem pengawasan dan perimbangan.' 

Perlu diketahui pula bahwa populisme bertumpu pada 
hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Stavrakakis dkk 
(2016) menyatakan bahwa sering kali, rakyat dianggap pasif dan 
dimanipulasi oleh para populis, tetapi bangkitnya kaum populis 
baru-baru mi sehagian besar dipicu olch penggunaan yang cerdas 
media sosial seperti You Tube, 7vitter, Instagram dan W1arsapp. 
Oleh karena itu, terlalu mudah untuk memahami rakyat hanya sekedar 
sebagai penonton. Populisme tidak sernata-mata muncul dari atas 
dengan seorang pernimpin karismatik membangun dukungan melalui 
rayuan dan dengan memanipulasi kerurnunan yang antusias. 
Setidaknya yang juga penting adalah sisi perminraan populisme. 
Gerakan sosial kadang-kadang terorganisasi dengan baik, 

Nadia Urhinari. 2019. Political llicory of Populism. Annual Review of Political 
Science, vol. 22. forthcoming. Hal.20. 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 323 

kadangkadang sebagian besar hadir dengan tidak dikoordinasi di 

ruang siber, menciprakan pemimpin mereka sendiri. Dengan 

demikian, populisme adalah sebuah interaksi yang rumit. 190  

c. Pilkada Serentak 2020 

Proses peningkatan kehidupan demokrasi di Indonesia salah 

satunya dapat dilihat dari perkembangan pilkada yang selarna 

mi dilaksanakan. Salah satu momen yang yang dipandangan 

sebagai kernajuan kepemiluan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 

yang dilaksanakan herdasarkan amanat UU Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Peru bahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tenrang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 19 Ketentuan 

dalam UU mi rncnyeburkan bahwa pelaksaanan pemilihan 

gubernur, bupati, dan wali kota di!aksanakan setiap lima tahun 
sekali secara serentak. 

Pilkada serentak 2020 di!aksanakan pada 9 Desember 2020 
di 270 daerah. Sebelumnya, jadwal yang ditetapkan adalah 23 
September 2020, narnu n dimundurkan berdasarkan keputusan 
Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian 

Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada akhir Mei 2020 karena 

mempertirn bangkan ben angsungnya pandemi ('ovid 1 9,2111 

Keputusan tetap me!aksanakan Pilkada Serentak 2020 dalam 
masa pandemi ('ovid 19 sebelumnya mernang me nj adi pe rdebatan 

terkait penjadwalannya. KPU berpandangan bahwa Pilkada 

Stavrakakis, Yannis, Kioupkiolis, Alexandros, Katsambekis, Giorgos, Nikisianis, 
Nikos. dan Sionios, Thomas. (2016). Contemporary 1.cft-wing Populism in Latin America: 
Leadership, Horizonralisin, and Postdemocracy in Chavez's \'enezcela. Latin American 
Politics and Society. 58 (3), 5 1-76. Hal.64. 

"Mcwujudkan Pilkada Bermuru", Repuhlika, 19 Juni 2020, hal.7 
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Serentak 2020 tetap hams dilaksanakan dengan alasan pertama, 

adanya Perppu Nornor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukumnya. 
Kedua, masa berakhirnya pandemic C'ovid 19 adalah tidak jelas. 

Ketiga, hak konstitusional pada periode pergantian kepemimpinan 
di daerah hams terus dijalankan, dan keempat, pcnundaan Pilkada 

Serentak 2020 akan membuat pencairan anggaran 2020 akan 
percuma karena melewati rahun anggaran. Semenrara itu, Menteri 
Dalam Negeri menyarnpaikan bahwa jika Pilkada Serentak 2020 
ditunda, maka kepemimpinan daerah di 270 daerah akan 
dijalankan oleh pelaksana tugas kepala daerah. 201  

Terkait dengan pandangan Menreri Dalarn Negeri di atas, 
penundaan Pilkada Serentak 2020 akan membuat demokrasi 
terganggu, karena berarti ada kekosongan kepemimpinan polirik 
secara nil, oleh karena peran kepala daerah dijalankan oleh 
pejabat pelaksana tugas, bukan kepala daerah definitif, sehingga 
prinsip keterwakilan politik masyarakat daerah menjadi tidak 
terpenuhi. Kecunigaan politik bisa terjadi karena dari pihak 
oposisi dalam pemeninrahan berpotensi melihat penundaan itu 
adalah strategi politik untuk rnenghambat pencalonan kandidat-
kandidat mereka dalam Pilkada Serentak 2020. 

Oleh sebab, iru Pilkada Serentak 2020 diputuskan retap 
di!aksanakan, dengan runturan dari berhagai kalangan agar 
meskipun diselenggarakan di tengah masa paridcmi, dapat tetap 
menjaga nilai-nilai demokraris, karena hila tidak demikian, maka 

Pilkada Serentak 2020 hanya bersifat dernokrasi prosedural dan 
bukan dernokrasi substansial. Pemenintah dan KPU melaksanakan 
konsckwensi dari keputusan mi, yaitu mcmpelajari bagaimana 
suatu pernilu dijalankan di tengah pandemi, yang memang situasi 

mi adalab baru pertama kali terjadi dalam sejarah keperniluan di 

Aiyojau Aidipandarito. PerspckiiEDernokrasi pada Pilkada Screntak 2020 di Masa 
Paijde,nic Covid-19 (l3uku Bunga Rarnpai: Pilkada Serenrak di Tengah Pandcmi Covid 
19), Penyunting: Prayudi, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Kcahlian DPR RI dan Intelegensia 
Intrans Publishing, Anggota INAPI Jatini, 2020, hal.22. 



Perjalanan Bangsa Indonesia Menuju Demokrasi 	 325 

Indonesia. Pemerintah dan KPU pun mempelajari pengalaman-
pengalaman negara lain dalam kasus atau situasi yang sama, dan 
menjaga koridor-koridor pelaksanaan Pilkada Serenrak 2020 
yang demokratis. 

Kajian evaluasi Pilkada Serentak 2020 perlu dilakukan karena 
Kornisi II DPR RI bersama dengan Pemerinrah dan KPU 
menycpakati perlunya desain ulang keserentakan Pemilu, baik itu 
Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pernilihan Presiden (Pilpres) yang 
merupakan pemilu nasional, maupun Pilkada yang merupakan 
pemilu daerah.° 2  Berbagai perniasalahan yang terus berulang dan 
pemilu ke pemilu di Indonesia masih terjadi pada pemilu serentak 
2019, antara lain rnasalah ketidakseimbangan antara komp!eksitas 
pnaktek penyelenggaraan pernilu dan pilkada dengan kuantitas 
dan kualitas tenaga Penyelenggara Pemilu dan Pilkada di 
lapangan, khususnya Kelompok Penye!enggara Pemunguran 
Suara (KPPS). Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota KPPS 
pun bdurn optimal. Beban kerja yang terlalu berat bagi Anggota 
KPPS mengakibatkan banyak Anggota KPPS yang jatuh sakit 
dan bahkan meninggal dunia, yang disinyalir penyebabnya 
adalah karena terlalu kelelahan. 203  

Evaluasi atas Pilkada Serentak 2020 perlu dilakukan agar 
kekurangan-kekurangan pada pern ilu serentak 2019 dapat 
dimin:ima!isir porensi terjadi lagi pada pemilu dan pilkada serentak 
yang herikutnya. Selain iru, evaluasi atas Pilkada Serentak 2020 
akan menjadi materi-materi penting yang dapat dijadikan dasar 
bagi perbaikan revisi UU terkait pemilu dan pilkada, yaitu UU 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umurn dan UU Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

"DPR Usulkan Dua Opsi Pemilu", Kompas, 7 Januari 2021, haL2. 
207 Rarnadhan ii, Fadli, dkk, Pcnyunti ng: Khoi runnisa Agustyati, Evaluasi Pemilu Serentak 

2019: Dari Sisnem Pcmilu ke Manajernen Pcnyelenggaraan Pemilujakarta: l'crludern, 2019, 
hal.49. 
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(beserta perubahannya, yaitu VU Nornor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kcdua atas VU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganri UU Nornor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, diikuti dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menj adi Undang-Undang menjadi Undang-Unda ng). 

Pilkada, yang merupakan rezim pemilu, harus dilaksanakan 

secara demokratis. Demokratis yang diartikan disini adalah 

demokrasi yang substansial, bukan demokrasi prosedural saja. 

Ada 15 standar inrernasional aspek pemilu yang demokratis yang 

harus dipenuhi, yang mana standar mi merupakan hasil dan 

berbagai dekiarasi dan konvensi internasional maupun regional, 
contohnya Konvensi Eropa 1950 untuk Perlmndungan HAM dan 

Kebcbasan Azasi, Dekiarasi Universal HAM 1948, Perjanjian 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, serta 

Piagam Afrika 1981 tentang HAM dan Masyarakat. Standar 

pemilu yang dernokratis itu adalah: 1) Hak untuk meniilih dan 

dipilih; 2) Penyusunan kerangka hukum; 3) Kepatuhan terhadap 

hukum dan penegakan peraturan pernilu; 4) Badan Penyelenggara 
Pemilu; 5) Pemilihan sistem pelnilu; 6) Penetapan daerah 

pemilihan; 7) Pendafraran Pemiiih dan Dafrar Pemilih; 8) Akses 

kertas suara bagi partal politik dan kandidat; 9) Akses ke media 
dan kebebasan berekspresi; 10) Karnpanye pemilu yang demokratis; 

11) Pembiayaan dan pengeluaran; 12) Pemungutan suara; 13) 

Perhitungan dan rekapitulasi suara; 14) Peranan wakil partai dan 

kandidat; 15) Pernantauan pernilu. 205  

United States of America information Agency (USIA) dalam Topo Santoso dkk, 
I'enegakan Huktim Pemilu: Praktck Pemilu 2004, Kajian Pemiiu 2009-2014, Jakarta: 
LJSAIDdrsp-Periudem. hal. 11 
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Dernokrasi rnenurut Beetham ialah kontrol populer 
terhadap urusan publik dan politik berbasis persarnaan hak 
kewarganegaraan. 206  Beethamian lebih menekankan ke kontrol 
populer dimana dalam hal mi fungsi kontrol populer dapat 
rnengembalikan hak-hak politik bagi kewarganegaraan dan juga 
penentu bekerjanya demokrasi. Demokrasi meniherikan peluang 
bagi setiap orang untuk mernperoleh akses yang setara terhadap 
su mber-s umber daya untuk meni ngkarkan taraf hidup. Dernokrasi 
ala Beetharnian rnengerangkai kontrol populer dan persamaan 
politik, pengelolaan kesejahteraan dipahami sebagai isu publik yang 
tunduk pada kontrol popular dan persamaan politik. 20 ' 

Pemilu yang dernokratis adalah syarat mutlak kehidupan 
negara yang mempraktekkan prinsip demokrasi dalam kehidupan 
berbangsa dan hernegara. Schumpeter dalam Sorensen (2014) 
mendefinisikan demokrasi adalah sebuab metode politik atau 
mekanisme untuk mernilih pemimpin politik. Dengan kata lain, 
rakyat diherikan kesempatan untuk mernilih salah sam diantara 
pernimpin-pernirnpin politik yang bersaing rneraih suara. 207  
Prakrek bernegara yang demokratis merupakan penataan 
kelembagaan unruk sampai pada keputusan politik dimana 
individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui 
perjuangan kompetitif untuk meraih suara. 205  Alfian dalam 
Surbakti (1999) berpendapat bahwa Pernilu adalah wujud sistem 
politik dernokrasi yang ideal, yaitu sistem politik yang memelihara 
keseimbangan antara konflik dengan konsensus. Konsekwensi dan 
sistem politik mi adalah rnemungkinkan perbedaan pendapat, 
persaingan, dan pertentangan dianrara individu, diantara berbagai 

2S  David Rectham. Democracy and Human Right, Oxfird: Polity Press, 1999, hal. 232. 

Pascarina dkk, Berehut Kontrol aras kescjahteraan, Yogyakarta : POLGOV. 2015, hal.77. 
Gcorg Sorensen, Demokrasi dan Demokrarisasi. Penyunting:Thdjuddin Noer Effeudi, 

Yogyakarta: Pusraka Pelajar, 2014, hal.1 4 

Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen and 
Unwin, 1976, hal.260. 
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kelompok, dianrara individu dan kelompok, individu dengan 
pernerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pernerinrah. 
Namun yang perlu digarishawahi adalah bahwa konflik yang 
dimaksud adalah yang bersifat positif dan ridak menghancurkan 
sistern kenegaraan iru sendi ri •2) 

Pemilu dilaksanakan berdasarkan pengertian bahwa dasar 
demokrasi adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. 
Konsekwensi dari konsep itu adalah bahwa penyclenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara harus mempnioritaskan 
kesej ahteraan rakyat sebagai tuj uan utamanya (Prihatmoko, 

2003:114). Adapun konsep penting demokrasi, antara lain 
pertama, terselenggaranya checks and balances baik itu oleh rakyat 

kepada penyelenggara pernerintahan atau antar tembaga 
pemeni ntahan berdasarkan prinsip triaspolirica. Kedua, pemberian 

kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan atau mcnyuarakan 
aspirasinya sehagai masukan bagi pembenrukan kebijakan politik, 
dan ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. 21 ° 

Eksistensi pernilu yang dilaksanakan secara berkala adalah 
salah satu unsur esensial dari pemerintahan demokratis. Pemilu 
memang b ukan satu-satunya syarat bagi terwuj udnya demokrasi, 
narnun menjadi unsur yang sangat urama. Pemilu bahkan menjadi 
cmi bagi suatu negara yang menyarakan diri menggunakan sistem 
demokrasi dalarn kehidupan bernegaranya. Terkait hal tersebut, 

Powell (2000) menyatakan bahwa pemilu bukan hanya satu-
satunya instrumen demokrasi. Pernilu harus didukung oleh 
instrumen lainnya dan mengarur guna mendorong kornunikasi 
dan kerjasama. Namun, pemilu tetaplah merupakan instrumen 
dernokrasi yang utarna. Pernilu mengidaim membentuk sistern yang 
memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar 

IPI Ramlan Surbakti, Mcmahaini Ilmu PoIidk, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indo-

nesia, 1999. hal.228. 
215 Joko Pritiatmoko, Pcmilu 2004 dan Kcnsolidasi Dcmokrasi, Semarang: LP2I Press, 

2003 hal.1 14. 
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memperhatikan aspirasi rakyatnya. Powell juga menegaskan bahwa 
konsensus kolcktif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih 
clari sekedar fungsi lain nya, akan melahirkan negara yang memiliki 
sistern polinik dcmokratis.'' 

Pcmilu harus dilaksanakan dengan prinsip bahwa dalam 
negara demokrasi terdapat keseta raan politik. Untuk mencapa i 
kesetaraan politik, setiap warga negara harus mernpunyai 
kesernpatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara, dan 
seluruh suara harus dihitung secara bersama. Ketika perhitungan 
suara dilakukan secara seksama, sebuah pernilu dapat dianggap 
bebas dan adil. 212  

Pemilu yang dernokratis khususnya dalam pilkada sering 
terganggu dengan fenomena politik dinasti yang dapar dikatakan 
sebagai budaya politik fimilisme. Familisme sebagal budaya politik 
diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan 
keluarga, yang melahirkan kebiasaan menemparkan keluarga dan 
ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada 
kewajiban sosial lainnya. Familisme juga dipahami sebagai new 
social order, yakni dorongan psikologis bagi scseorang untuk dapat 
berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai hirokrat dan 
privat sebagai korporat-swasta. (fiiniism), yakni dinasti politik yang 
didasarkan secara niurni pada hubungan darah langsung dalarn 
keluarga (consanguinit-v dan hub u ngan perkawinan (marriage) 
dengan klan lainnya. 213  Dengan rnenggunakan sudut pandang 
persamaan (equah ry) , dinasni politik telah menutup peluang yang 
sama bagi setiap warganegara. Praktik yang terus menerus 

dilakukan dengan inembangun dinasti politik lambat laun akan 

'JR Powell, U. Bitigham, Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and 
Proportional Visions), london: New Haven: Yale University Press, 2000, Isal. 4. 

212 Robert A Dali!, Periha] Demokrasi Menjelajah Ieori dan Praktek Demokrasi 
Secara Singkar (Regarding Democracy - Briefly ,  Exploring the Theory and Practices of 
Democracy), Jakarta: Yayasan Ohor Indonesia, 2001, hal.! 32. 

21  Adds Gar,.on, Fami!ism, International Encyclopedia Of Marriage And Family, Ed. En 
J. Ponzetti, New York: Macmillan, 2002, hal.! -4. 
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merusak perekonomian dan perpolitikan negara. seperti yang 

diungkapkan Lord Acton yang menyatakan bahwa power rends 

to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dan, kekuasaan 

yang mutlak lahir dengan diprakuckkannya dinasti politik. Adanya 
dinasti politik dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat juga 
menjadi persoalan penring. Fenoincna dinasti politik dalam ranab 
lokal muncul seiring dengan diherlakukannya pemilu langsung 
di tingkat lokal. Seiring dengan berjalannya proses tersebut sebagai 
wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di 
daerah untuk mengkooptasi dengan proses tersebut. 214  

Gangguan terhadap terwujudnya demokrasi substansial 
lainnya ada!ah pseudo-demokrasi, yang artinya adalah bahwa 
pelaksanaan pilkada atau pernilu secara prosedural terkesan 
demokratis, namun pada dasarnya otoriter atau demi kepentingan 
kelompok kecil atau klik. Pada prakteknya, pseudo-demokrasi 

bersifat sernu dan man i pu 1 at if.!1 Pseudo-dernokrasi diibaratkan 
sebagai "ropeng" yang dipakai oleh subjek politik atau penguasa. 
Gaya yang dipakai adalah berpura-pura memperlihatkan sifat 
demokratis di Iingkungan poliriknya, tetapi sesungguh nya itu 
dilakukari dengan perhitungan dan pengaturan siasat agar 
kepentingan pribadinya atau kelom poknya terwuj ud. Demo krasi 
hanya dijadikan sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan 

tertentu. 2t  

Dengan dernikian, kebijakan politik yang akan ditambahkan 
bagi revisi UU Kepemiluan harus dernokratis, artinya 
mengakomodasi kondisi-kondisi di lapangan secara empirik dalarn 
penyelenggaraan pemilu dan pilkada selama ini. Penambahan dan/ 
atau perbaikan pasal-pasal dalam UU Kepemiluan harus 

Leo Agustinus, Politik 1 okal dan Otonomi Dacrah, Bandung:Alktheta, 2014, 

hal.209- 211. 
° Ngaiins Purwanto, Kepenumpinan yaag Efektif, Yogyakarta: Gajah Macla University 

Press. 1992, hal. 48. 
216 1ndrafschrudi, Bagaimana Memimpin Madrasah yang EfektiF.Bogor: PenerbirGhaiia 

indonesia, 2006, hal.3. 
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berangkat dari penernuan-penernuan darl pelaksanaan pemilu 
dan/atau pilkada yang telah terjadi, agar ke depan kesalahan-
kesalahan atau kelernahan-kelernahan yang ada tidak terulang 
kembali. Dalam hal mi, revisi UU Kepemiluan harus mengikuti 
konsep penyusunan kebijakan politik yang ideal. 

Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) menyampaikan beberapa evaluasi, anrara lain 
perrarna, dalam hal perwesuaian dengan situasi panderni C'ovid 
19, kesadaran Pemi!ih untuk mentaati protokol kesehatan dalam 
kegiatan pernungutan suara cukup baik, berkat sosialisasi oleh 
Komisi Pernilihan Urnum (KPU) bersarna Pcmerintah kepada 
masyarakat tentang prosedur rnelaksanakan Pilkada Serentak 2020 
pada masa pandemi. Kethia, dalam hal teknis pemungutan dan 
penghitungan suara, rnasih terdapat permasalahan surat suara yang 
jumlahnya kurang dan atau tertukar. Selain itu, rnasih terjadi 
perbedaan pendapar para Petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) dalarn hal penentuan syarat suara yang 
sah dan yang tidak sah, Kemudian rnasih terjadi rnasalah dalam 
cara memberikan suara, dan bahkan juga terjadi oknum 
Penyelen ggara Pilkada yang menyalahgunakan surat suara. 217  

Dari sisi penggunaan sisrem informasi, terdapat kelancaran 
dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang 
digunakan KPU dan Sistem Pengawasan Pernilu (Siwaslu) yang 
diterapkan Bawaslu. Kcdua sistem tersebut dipakai untuk 
mendokumenrasikan hasil penghitungan suara. Metodenya adalah 
memfoto hasil perhitungan suara dan rnengirimkannya rnelalui 
aplikasi Android. Lebib dari itu, Siwaslu juga mendokurnentasikan 
proses persiapan pelaksanaan pernungutan dari masa renang, politik 
uang, persiapan logistik Pilkada, dan proses pemungutan suara pada 
hari H pencoblosan. Bawaslu mengakui bahwa Siwaslu sangat 

217 Penjelasan Anggora Bawaslu Mochammad Afifuddin "Bawaski Jabarkan Enarn 
Aspek Catatan dan Evaluasi Pilkada 2020': Iirtps://bawaslu.go.id/berlta/bawaslu-jabarkan-
enarn-aspek-catatan,10  Desember 2020, diakscs 30 Januari 2021. 
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membantu proses pengawasan Pilkada Serentak 2020 karena dapat 

menampilkan hasil pengawasan pada saat persiapan, proses 
perighitungan suara, dan proses setelah penghitungan suara. 
Sayangnya, penggunaan Sirekap belurn optimal dan menghadapi 
kendala dalam mengumpulkan data hasil pemungutan suara dan 
setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masalahnya adalali 
masih adanya keterbatasan janingan internet, padahal Sirekap 
mcmbutuhkan kecepatan yang maksimal imp!ementasinya. 218  

Evaluasi dari Bawaslu yang ketiga adalah terkait kondisi atau 

tantangan alam. Pe!aksanaan Pilkada di bulan Desember 2020 

yang berada pada musirn hujan cukup mengganggu tahapan 
pemilihan, khususnya dalam pengamanan perlengkapan logistik 

Pilkada dan distribusinya, serta mereporkan proses pemungutanl 
suara. Akihat dari kondisi alarn yang rnenyulitkan distribusi 
logistik Pilkada, maka terjadi ketenlambatan dalam penyanipaian 
logistik Pilkada ke TPS-TPS, yang akhirnya menyebabkan 
kemunduran waktu pembukaan TPS. Terjadi beherapa TPS 
akhirnya dipindah karena lokasi sebelumnya terlanda hanjir. 
Kondisi alam rnembenikan pelajaran bagi Penyelenggara Pilkada 
bahwa daya antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak pasti 

wajib ditingkatkan pada masa yang akan datan 0g.219  

Selanjutnya, evaluasi Pilkada Serentak 2020 juga dapat dilihat 

dari data-data yang ada, yang merupakan hasil pemantauan laman 
bersatulawancovid di 309 kahupaten/kota pada 9 Desember 

2020. Darl segi pelaksanaan protokol kesehatan, rata-rata tirigkat 
kepatuhan masyarakat adalah 8996%. Kepatuhan me rnakai 
masker 95,96%, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan 
90,71%. Sayangnya, kepatuhan institusi dan ketersediaan fasilitas 

penunjang kurang dan 50%. Kasus-kasus di TPS antara lain 

terdapat 18.668 permasalahan yang dilaporkani me!a!ui Siwaslu, 

Peujelasan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar : Ibid. 

Ibid. 
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1803 TPS mengalarni kekurangan perlengkapan pemungutan 
suara, 1454 TPS tidak rnenyediakan fasilitas cuci tangan, 1727 
TPS ridak memasang Daftar Pemilih Tetap (DPI) di sekitar area, 
1983 TPS tidak memasang informasi daftar pasangan calon, 1205 
TPS mengalarni surat suara tertukar, 2324 TPS mengalarni 
kekurangan surat suara, 5513 TPS mernulai mernungut suara 
setelah pukul 07.00, 1487 TPS mengalarni kejadian para saksi 
mengenakan atribut pasangan calon, dan 1172 TPS mengalami 
kejadian Anggota KPPS yang terpapar ('ovid 19 hadir di TPS. 
Data lain menunjukkan bahwa terdapat pemungutan suara ulang 
pada 58 TPS dan penghitungan suara ulang pada 48 TPS. 22° 

Kejadian yang rnenyehahkan penolakan terhadap keabsahan 
hasil Pilkada juga menimbulkan permasalahan hukurn, antara lain 
kasus penemuan hahwa Bupati rerpilih Kabupaten Sabu Raijua, 
yaitu Orient P Riwu Kore, ternyata masih berstatus sebagai Warga 
Negara Amerika Serikat. Peristiwa mi menyebabkan KPU 
Kahupaten Sabu Raijua digugat o!eh eks rival Orient di Pilkada 
2020, Takem Radja Porio dan Herman Hegi Radja, ke Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) di Kupang, NTT. Anggota Komisi II 
DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI 
Perjuangan) Djarot Syaiful Hidayat menyatakan bahwa PDT 
Perjuangan Iengah karena mencalonkan Orient P Riwu Kore. Hal 
mi juga niengindikasikan kelemahan dari sisi kapasitas KPU, 
khususnya KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam mengidarifikasi 
administrasi pendafraran calon bupati. Bawaslu merninta penundaan 
atas pelantikan Orient P Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua 
terpilih hingga kasus kewarganegaraan mi terselesaikan. Bukti dan 
Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia rnenunjukkan bahwa Orient 
P Riwu Kore mernang masih berstatus Warga Negara Anierika 

"Catatan dan Evaluasi I'ilkada Scrcntak 2020"; htrps;//www.anraranews.com/ 
I nFografik/1 891 888/catatan-dan-eva!uasi-pilkada-serentak-2020, 12 Desember 2020. 
diak.scs 30januari 2021. 
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Serikat. 221  Dengan dernikian, Kementerian Hukurn dan HAM 
tengah mempersiapkan Surat Keputusan (SK) pembatalan hasil 
Pit kada Kabupaten Sab u Raij ua yang menyatakan kernenangan 
Orient P Riwu Kore. Dasar hukumnya adalah bahwa di UU 
Nomor 10 Tahun 2016 Tenrang Pernilihan Kepala Daerah (UU 
Pilkada) Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah hartis 
orang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia, dan dalam 
UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia Pasal 23 huruf h dinyarakan bahwa Warga Negara 
Indonesia kehilangan hak kewarganegaraannya jika merniliki 
kartu identitas dat-i negara lain. 222  

Selanjutnya adalah terkait sengketa hasil Pilkada Serentak 

2020. Per 18 Januari 2021, terdapat 132 sengketa hasil Pilkada 
yang diregistrasikan ke Mahkarnah Konstirusi (MK), yang terdiri 
dari 7 permohonan pada pilkada gubernur/wakil gubernur, 112 
permohonan pada pilkada bupati/wakil bupati, dan 13 permohonan 
pada pilkada walikota/wakil walikota. MK menargetkan paling 
lambat 24 Maret 2021 seluruh gugatan perselisihan hasil pilkada 
tersebut dapat selesai diputuskan. 22  mi berarti sekitar 50% daerah 
yang menjalankan Pilkada Serentak 2020 mengalami perselisihan 
hasil Pilkada. Hal yang menarik adalah bahwa sengketa hasil Pilkada 
tersebut memiliki potensi kerawanan konflik yang cukup tinggi, 
sebagai akibat bah Wa persidangannya dapat dilaksanakan secara 
daring atau online. Hal mi adalah sebagai pertimbangan pandemi 

yang sedang berlangsung. Berheda dengan masa sebelum 
panderni, persidangan di MK dilaksanakan secara rerpusat dan 
fisik di MK. Beralihnya fokus perhatian pelaksanaan persidangan 
di daerah (dengan sistern daring) akan lebih memunculkan 

"8 Februari 2021: KPUD Sabu Raijua digugat ke P1LJN Soal Kewarganegaraan AS 
Bupati fl.rpilih": https://wwwidntimes.com/news/indonesia/rochrnanudin-wijaya/lini . 
diakses 11 Maret 2021. 

"Pakar Hukurn: Penghapusan Kewarganegaraan bisa Akhiri Kasus Orient Riwu 
Kore": hctps://www.suara.com/news/202  1/02/09/152 104/pakar, diakses II Maret 2021. 

"132 Sengketa Hasil Pilkada Serenrak 2020 Dircgistrasi MK": https:// 
www.cnnindonesia.com/nasional/202  10122062536-1 2-, diakses 11 Marer 2021. 
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stabilitas politik yang lebih rawan perselisihan antar kuhu 
pendukung kepala daerah yang sedang bersengketa. 

Fenornena berikutnya adalah yang dikatakan oleh sebagian 
pengamat politik sebagai penurunan kualitas demokrasi pada 
Pilkada, yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020. Direktur 
Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi 
menyatakan bahwa semangat demokrasi dalam pilkada terus 
menurun dari tahun ke tahun. Hal mi dikarenakan adanya 
ambang batas dukungan dari partai politik di DPRD bagi 
seseorang unruk dimajukan scbagai calon kepala daerah. Akibat 
yang terjadi adalah calon yang muncul hanya sedikit pada setiap 
dacrah pemilihan, atau bahkan berpotensi ada yang bersifat 
"melawan kotak kosong". Sejurnlah orang yang memiliki 
elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei menjadi tidak dapat 
mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020, karena adanya 
ketentuan anibang batas dukungan tersebut. Salah saw contohnya 
adalah Bupati Kendal (Jawa Tengah) Mirna Annisa, yang karena 
kurangnya dukungan politik tidak dapat mencalonkan din, padahal 
elektahilitasnya tinggi. Disisi lain, ketatnya syarat ambang hatas 
dukungan itu memunculkan fenomena "kawin paksa politik" antar 
partai-parrai politik di DPRD, agar bisa memajukan calon kepala 
daerah mereka. Pada Pilkada Serentak 2020, sempat diperkirakan 
bahwa 50% daerah hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon 
(sekitar 128 daerah), dan selebihnya diikuti 3 atau 4 calon. Atas 
fenomena mi, Direktur Perkumpulan unruk Pemilu dan 
Demokrasi (Perludem) hahkan mengusulkan agar ke depan syarat 
minimal dukungan jumlah kursi atau jumlah suara untuk 
pencalonan dari jalur partai politik dapat dihilangkan.--' 

22  "Sengkcta Hasil Pilkada Rawan Konflik": https://www.repuhlika.co.id/berita/  
ma4nio384fsengkcra-hasi1, diakses 11 Maret 2021. 

Berdasarkan UU Nomor 10 lhhiin 2016 Lcntang Pemilihan Kepala Daerah, parrai 
arau gabungan partai dapat mengusstng pasangan calon jika mcrniliki minimal 20% kursi 
DPRD. Adapun unruk calon perscorangan diwajibkan mendapatkan dukungan antara 
6.5-I 0% dari jumlali rnasyarakat yang rcrcara( dalam Dafrar Pernhlih Tenap. 
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Masalah "kotak kosong", atau calon tunggal dalarn Pilkada 
Serentak 2020 menarik perhatian berbagai kalangan. Dari 270 
daerah, terdapat 25 calon tunggal yang tersebar di 12 provinsi 
yang rnenggelar pilkada. Ternyata dari pilkada ke pilkada, 
fenomena calon tunggal mi meningkar terus. Pada Pilkada 2015, 
calon tunggal hanya terjadi di 3 daerah. Di Pilkada 2017 
rneningkat menjadi 9 daerah, lalu pada Pilkada 2018 di 16 daerah, 

dan di Pilkada Serentak 2020 di 25 daerah. Keadaan mi dikatakan 

disebabkan minimal oleh 2 faktor, pertama, syarat mencalonkan 

diri sebagai calon kepala daerah yang berat baik dari jalur partai 
maupun perorangan, dan kedua, ada unsur kesengajaan, sebagai 

bagian dari strategi pemenangan. Artinya, ada calon yang sengaja 
memborong dukungan partai yang akhirnya membuat calon 
pesaingnya sulit mendapatkan dukungan partai dalam 
inernenuhi syarat pencalonan. 227  

Terkait fenomena tersebut, salah satu pandangan 
menyebutkan bahwa calon tunggal tidak akan pernah terjadi 
dalarn pilkada bila Anggota DPR RI tidak diwajibkan 
mengundurkan diri bila akan maju sebagai calon kepala daerah. 

Substansi mi bahkan pernah diajukan ke Mahkainah Konstitusi 

(MK) sebagai materi yang digugat untuk dihatalkan. Salah sam yang 
mewakili penggugat ada]ah Anggota Komisi III DPR RI Arteria 

Dahian, yang mnenyatakan bahwa berlakunya Pasal 7 ayat 2 huruf 

s UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 

yang rnensyaratkan pengunduran dirl Anggota Legislarif sejak 
ditetapkan sebagai calon kepala daerah lah yang mengakibatkan 
minimnya peserta yang mengikuti kontestasi pi1kada. 22  

"Pilkada 2020: Komperisi Turun, Fenomena Kotak Kosong Naik": https:II 

www.voaindonesia.com/a/pilkada-2020-kompetisi-turufl  diakscs 11 Maret 2021 

"Banyak Paslon Tungga[ pada Pilkada 2020, Pasri Mersang?": hrtps:II 

kabar2.bknis.com/read/202()  1209/15/ 1328666/banyak-paslon-. diakses 13 Maret 2021. 
228 Penomena Calon Tunggal vs Kotak Kosong di Pilkada 2020": https://asumsi.co/ 

post/fenomena_calon-tungga1-vs-kotakkosong diakses 13 Maret 2021. 
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Terkait dengari rnasalah fenornena Kotak Kosong tersebut, 
sebaiknya kebijakan politik diarahkan pada dua fokus penüng, 
yaitu pertama, masalah pengurangan ambang batas dukungan 
DPRD dalarn pencalonan kepala daerah. Namun, sebaiknya hal 
mi diberikan pada parrai-parrai baru yang baru muncul. Adapun 
ketentuan bagi partai-partai politik yang sudah ada dalam DPRD 
tetap diberlakukan ambang batas yang berlaku. Ketentuan mi 
periting untuk dipertimbangkan agar demokrasi tidak bersifat 
sernu dan potensi-potensi aspirasi rakyat yang bani tidak terhalang 
oleh prosedur politik yang penuh dengan strategi mempertahankan 
kekuasaan dan mengharnbat kekuatan politik baru. Bila sistem 
dukungan DPRD mi dipertahankan, maka potensi yang terjadi 
adalah pseudo-demokrasi, dimana daerah merupakan perwujudan 
partai politik dan bukan perwujudan rakyat daerah sebagairnana 
seharusnya deniokrasi yang scjati itu terjadi. 

Fokus kebijakan politik kedua yang perlu diarahkan adalah 
mempertimbangkan dimunculkannya aturan bahwa Anggota 
DPR RI yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah 
atau wakil kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri dan 
jabatannya sebagai Anggota DPR RI, tetapi seharusnya cuti hingga 
masa pilkada selesai. Bila kebijakan yang mengharuskan Anggota 
DPR RI melepas keanggotaan DPR RI nya terlebih dahulu 
dipertahankan, maka potensi ketakutan Anggota DPR RI untuk 
mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah akan 
tetap ninggi, sehingga berimbas pada potensi munculnya fenornena 
"Kotak Kosong" yang akan sulit unruk dihilangkan dari pilkada 
ke pilkada. 

Temuan Iainnya adalah Pilkada Serentak 2020 masih diliputi 
isu politik identitas dan Suku Agama Ras Aliran/Antar golongan 
(SARA), yang bahkan menjadi peringkat keenipat isu penting 
selain polinik uang, pandemi, dan ujaran kebencian. Setidak-
tidaknya ada 7 wilayah yang rawan isu SARA selama Pilkada 
Serentak 2020, beberapa dianraranya adalah Kota Depok, 
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Kahupaten Halmahcra Timur, dan Kahupaten Solok. Selain itu 
ada 18 wi!ayah dengan tingkat kerawanan isu SARA sedang, 
dan yang tingkat kerawanannya rendah ada di 236 wi1ayah. 

Politik identitas mengedepankan isu kesamaan status dalam 
konteks tertentu. Politik identitas merupakan konsep dan gerakan 
politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) 
sebagai suatu kategori politik yang urama. Ide strateginya adalah 
memunculkan kegagalan narasi besar (grand narative) oleh rezim 

pemerintah untuk selanjutnya disusu! dengan pernunculan ide 
tcntang perhedaan. Perbedaan itu diperkuat dengan janji-janji 

pencapaian akan kebebasan (freedom), roleransi dan kcbcbasaan 

bermain (free play, meskipun kemudian ancarnan haru muncul. 

Dengan dernikian, politik identitas dapat pula disebut sebagai 
politik perbedaan. Unsur-unsur yang ada dalam politik identitas 

biasanya adalah; rasisme (race thinking, bioferninimisme dan 
perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan 
besar lama. Hal itu menimbulkan potensi rnunculnya intoleransi 
dan kekerasan atau konflik baik fisik maupun non-fisik. 23° 

Selain hal tersebut, Fukuyama (2018) inenyampaikan 
bahwa politik seringkali didorninasi oleh isu-isu identitas. Politik 
identitas dapat pula dipandang sebagai strategi politik pengalihan 
oleh karena persamaan-persarnaan yang ada (rnisa!nya agarna dan 
suku) seringkali dipakai untuk mengkamullasekan kepentingan 
golongan tertentu untuk kekuasaan belaka. Hal yang berbahaya 
dari politik identitas adalab sering dipakai untuk membenturkan 
kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah yang biasanya 
diposisikan selalu salah dan tidak herpihak kepada rakyat. 231  

22  "Pilkada Seicnsak 2020 niasih 1)ilipuri Isu PoliOk Identiias dan SARA": https:// 
www.halitbangham.go.idldetailpostlpilkada-serenrak-  diakses 13 Maret 2020. 

Agnes I-Idler dan Sonja Puntscher Riekmann, Bwpoluics: The Politics oi The 

Bodn Race and Nawre, Brookfleld: Avebur 5', 1996, baLix. 

Francis Fukuyarna. Against identity Politics, New York: Foreign Affairs, Sepiem 
hcr/Oktobcr 1-25. 2018, 2018, hal.l4. 
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Hal-hal penting selanjutnya adalah bahwa dalam Pilkada 

Serentak 2020 dinasti politik dinilai menguat oleh sebagian 
kalangan. Demikian pula praktek inoneypoliticsjuga rnasih kuat, 

dan diternukan 21 kasus pelanggaran nerralitas Apararur Sipil 
Negara (ASN). 232  Bawaslu mencarat ada 205 kasus money p011- 
tics yang mana 109 kasus merupakan laporan masyarakar dan 
96 kasus adalah hasil rem uan Bawaslu. 253  

Politik dinasti terindikasi dengan melihat fakta pencalonan, 
yaitu pertama, pasangan calon wali dan wakhl wali kora Medan 
nomor urur 02 Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman. Bobby 

merupakan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kedua, 
pasangan calon wali dan wakhl wali kora Surakarta nomor urut 01 

Gibran Rakahuming Raka-Teguh Prakosa. Gibran adalah anak 
Presiden lokowi. Keriga, Pasangan calon wali dan wakil wali kora 

Tangerang Selaran nomor urut 03 Benyamin Davnie-Pilar Saga 
Ichsan. Pilar merupakan anak dari calon Bupati Serang petahana, 

Ratu Taru Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung 
dari manran Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar 

dari Wali Kota Tangerang Selatan saat mi, Airin Rachrni Diany. 
Keempat, pasangan calon wali dan wakil wall koraTangenang Selatan 

nomor urut 02 Siti Nur Azizah-Ruharnaben .Sith Nur Azizah 

merupakan anak Wakil Presiden Ma'ruf Am in. Kelima, pasangan 
calon wali dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 01 

Muhamad-Rahayu Saraswari. Saraswati merupakan keponakan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianro. Keenam, pasangan calon 
bupati dan wakil bupati Kediri nornor urur 01 Hanindhito 

Hirnawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa. Hanindhiro Himawan 

"DiskL]Si ten tang I'ilkada 2020 ( u be run r Lenibanas RL Mema ug Perlu ada 

Perhaikan. tapi Demukrasi tetap Hat-us Dirawat': www.Iemhannas.go.idlindex.php/berita/ 

ada-perhaikan-rapi-demokrasi-rerap-harus-dii-awat. diakses 13 Maret 2021 

"Bawaslu Catat 205 Kasus Pulitik Uang cli Pilkada 2020: hrrps://kahar24.bisnis.com/ 

read/2020 1209/15/1328701 /bawaslu-catar-205, diakses 13 Maret 2021. 
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merupakan anak dari Sekretaris Kabinet Prarnono Anung. 

Kerujuh, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 
Kepulauan Riau nomor urut 03 Ansar Ahmad-Marlin Agustina. 
Marlin Agustina merupakan istri dari Wali Kota Batani 
Muhammad Rudi. Kedciapaii, pasangan calon bupati dan wakil 

bupari Indragini Hulu nomor urut 02 Rezita Melyani-Junaidi 
Rachmat. Rezita Melyani merupakan istni dari Bupati Indragiri 

Hulu Yopi Arianto. Kesembilan, pasangan calon bupati dan wakil 
bupati Serang nomor urut 01 Ratu Tarn Chasanah-Panclji 
Tirtayasa. Ratu Tarn Chasanah adalah adik kandung dari mantan 
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali 

Kota Tangerang Selatan saat mi, Ainin Rachmi Diany. Kesepuluh, 
pasangan calon bupati dan wakil Bupati Sleman nomor urut 03 
Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Kustini merupakan istri 

dari Bupati Sleman Sri Purnomo. Kesehelas, pasangan calon 

hupati dan wakil bupati Banyuwangi nornor urut 02 Ipuk 
Fiestiandani Azwar Anas-Sugirah. Ipuk Fiestiandan I merupakan 
istri dari Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Kedua belas, pasangan 
calon bupati dan wakil bupati Pangkajene dan Kepulauan nornor 
urut 01 Muhammad Yusron Lagogau-Syahhan Sammana. Yusron 
Lagogau merupakan keponakan dari Bupati Pangkajene dan 

Kcpulauan, Syamsudin A. Hamid. Keriga belas, yaitu di Pilkada 

Pangkajene dan Kepulauan, calcn bupati dan wakil bupati nornor 
urut 03 Andi Ilham-Rismayani juga teralIliasi dinasti politik, yaitu 
merupakan ipar dan istri dari Syamsudin A. Hamid. Keern pat 

belas, pasangan calon bupati dan wakil hupati Sijunjung nornor 
urut 03 Benny Dwifa Yuswir-Iraddatillah. Benny merupakan anak 

clari Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin. Kelima helas, pasangan 

calon bupati dan wakil bupati Buru Selatan nomor urur 03 Safirri 
Malik Soulisa-Gerson Eliaser Selsily. Safitri merupakan istri dad 

Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa, dan keenam helas, 
calon wali kota dan wakil wall kota Makassar nomor urut 04 
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Irman Yasin Limpo-Andi Muh. Zunnun Armin Nurdin. Irman 
merupakan adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Li rn po .23k 

Pelanggaran netralitas ASN terjadi oleh ratusan ASN, dan 
mereka telah mendaparkan sanksinya. Berdasarkan data dari Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), per 5 November 2020, sebanyak 
362 ASN telah ditindakianjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk diberi sanksi. Data pelanggaran ASN Iainnya menunjukkan 
sehanyak 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran 
nerralitas, yang merupakan pclanggaran terhadap UU Nomor 5 
Tahun 2014 tenrang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 
dan Kode Etik PNS. 2  Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan bahwa 
pelanggaran yang sudah divonis dalam masa tahapan Pilkada 
Serenrak 2020 didominasi oleh pelanggaran netralitas ASN, yang 
mana Bawaslu per 13 Desember 2020 telah meneruskan sekitar 
1000 kasus kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
Mayoritasnya adalah kasus kererlihatan kepala desa yang 
mengunrungkan salah saw pasangan calon. 2  Anggota Bawaslu 
Daerah Isrimewa Yogyakarta (DIY) Sutrisno Wati menyampaikan 
penelitiannya bahwa paling banyak aduan terkait netralitas ASN 
adalah pembcrian dukungan rnelalui media sosial, yairu per 18 
November 2020 rerdapar 218 dugaan kasus, disusul dengan aduan 
tcrkaitASN yang mengikuti acara silarurahmi, sosialisasi, serta bakti 
sosial yang diadakan pasangan calon atau partai politik. 237  

"Dinas[i PoIidk Raniaikan Pilkada 2020, mi Daftarnya": litrps:Ilnasional.vempo.co/ 
read/i 41 379/dinasti-poIitik-ramaikan-pi!kada-2O20-, diakses 13 Maret 2021. 

1 ' " Si mak, mi 16 Ka regori Pela ngga an Ne rali Las ASN dalam I'll kada dan Sanksi nya'': 
https://vww.kompas.coinitrcn/read/2020/1  1 / I 9/0922001 65/simak-ini- I 6-kategori-
pelanggaran_. diakses 16 Marct 2021. 

"Abhan: Pclanggaran Netralitas ASN Masib Mendominasi Pilkada 2020": hnps:ll 
hawas U go. i d / Id /b r1 ta/ah han - peLt ogga rail-Il etra Ii tas-asn- mas ih - mend ow n isi -p  ii kada, 
diakses 16 Maret 2021. 

"Menilik Isu Netralitas ASN da!am Pilkada Screntak 2020": https://svww.tigni .ac.idl  
id/hcrita/20377-mcni!ik-isu-netralitas-asn-, diakses 16 Maret 2021 
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Dari sisi regulasi atau perundang-undangan pun ada sorotan 
atau kritikan dari beberapa ialangan, salah satunya dan 
Perkumpulan untuk Pemilu dan Dernokrasi (Perludem), yang 
menyatakan bahwa dasar hukurn penyelenggaraan pemilu belum 
disiapkan untuk diadaprasikan rerhadap siruasi pandemi. Dengan 
begitu, sistem pemungutan suara dan teknis lainnya cenderung 
dilakukan seperti pelaksanaan pemilu atau pilkada pada saat normal. 
Dikatakan oleh Dewan Pembina Penludem, Titi Anggnaini, bahwa 

UU Nomon 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daenah 
tidak bisa sepenuhnya disesuaikin dengan kondisi khusus pada 
rnasa pandemi. Pcnyesuaian teknis penyelenggaraan di lapangan 

pada Pilkada Serentak 2020 jadinya hanya mengandalkan peratu ran 
yang dibuat oleh Penycicnggara Pemilu. Salah satu efek yang terjadi 
adalah belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar protokol 
kesehatan pada saat penyelenggaraan Pilkada di lapangan. Hal mi 
sangat disayangkan mengingat di beberapa negara maj u, terdapat 
berbagai macam metode khusus untuk mem liii iii al isir penularan 
virus dalam pelaksanaan Pilkada, misalnya dengan metode 
rnengirimkan suara melalui pos, rnenggelar pemungutan suara 
lebih awal, dan melakukan penghitungan suara dengan 
memanfaatkan reknologi. Dengan dernikian, Penludem 
memandang bahwa ke depan perlu dibuat acuan muatan khusus 
dalam UU kepemiluan yang pada intinya memberikan akses 
kepada Penyelenggara Pemilu untuk lehih memiliki ruang dalam 
mengatur teknis pernilihan umum di masa pandemi. 23  

Evaluasi sclanjutnya adalah dari sisi Penyclenggara Pilkada 

Serentak 2020, k.hususnya KPU. Untuk menganalisa kinerja KPU 

pada Pilkada Serentak 2020, perlu dilihat terlebih dahulu prinsip 

profesionalitas KPU dalam suatu pemilu. KPU yang profesional 
harus bisa menjanuin dilaksanakannya pninsip-prinsip Pemilu yang 

"Evaluasi Pilkada Sereritak 2020, Peiludern Lihat UU Pilkada Belurn Adaptil": 
Iirtps://www.suara.corn/ncws/2020/ 12/17,1 52425/cvaIuasi.-pi1kada-serentak2020-

per1udcrn-lihat-uupilkada- diakses 17 Matet 2021. 
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ideal. Darmastuti dan Maryana (2004) nienjelaskan ada beberapa 

prinsip-prinsip pemilihan umuni yang perlu dijarnin, yaitu 239 : 1) 
Keadilan. Prinsip mi sangat diperlukan agarseluruh rakyat memiliki 

hak yang sarna untuk rnemilih dan dipilih. Selain itu prinsip mi 
juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umurn, haik yang 

berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat 

perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa 

keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat 

direalisasikan; 2) Kejujuran. Prinsip kejujuran bukan hanya perlu 

ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil 
pemilihan urnum akan sah (legitimate) karena tidak terjadi 

kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu 

ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, 

maupun kelornpok independen) dan para pemilih; 3) Umum. 
Prinsip mi mengandung pengerrian hahwa se!uruh rakyat canpa 
kecuali memiliki hak untuk mcmilih. Prinsip umum mi 
dikemukakan untuk rnenjamiri hilangnya berbagai faktor yang 

pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena 

faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agarna, 

pandangan politik dan sebagainya; 4) Bebas. Prinsip mi sangat 
esensial untuk menjarnin agar pcmilu tidak dilaksanakan dengan 

cara intimidasi. Rakyat harus mciii iliki kebebasan mengekspresikan 
pilihan politiknya karena prinsip mi akan menjamin diperolehnya 
informasi tentang kehcndak rakyac yang sesungguhnya, berkenaan 

dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil arau menjadi pejabat 

politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas 
politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat; 5) Kerahasiaan. 
Artinya, kerahasiaan pilihan adalah pninsip pemilu yang sangat 
penting karena prinsip mi menjarnin pemiih tidak akan mendapat 
intimidasi karena pilihan politiknya; dan 6) Langsung. Rakyat harus 

Ari [)annlastuti dan Tabah Marvana, Sistem Keparraian dan Pemilu di Indonesia, 
Lampung: Universitas La11pu116,2004, hal.48. 
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langsung rnemilih pilihan politiknya. Karena itu adniinistrasi pernilu 
dirancang sedemikian rupa seii.ingga setiap orang termasuk 
penyandang cacat, dapat !angsung rnemilih tanpa perlu 

mewakilkannya kepada orang lain. 

Indikator kinerja KPU dapat dilihat dari tugas, wewenang, 
dan kewajiban KPU berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Urnurn Pasal 12, yainl: 1) Merencanakan program dan 
anggaran scrta menetapkan jadwal; 2) Menyusun tata kerja KPU, 
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS, KPPS, PPLN, 
dan KPPSLN; 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan 
Pemilu; 4) Mengoordinasikan, rnenye!enggarakan, rnengendal ikan, 
dan mernantau semua tahapan Pemilu; 5) Menerima daftar Pernilih 
dari KPU Provinsi; 6) Memutakhirkan data Pemilih herdasarkan 
data Pemilu terakh ir dengan mempe rh atikan data kepe ndudukan 
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pernerintah dan 
rnenetapkannya sehagai daftar Pernilih; 7) Membuat henna acara 
dan sertifikar rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib 
menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu; 8) 

Mengumurnkari calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan 
Pasangan Calon terpilih senta membuat berita acaranya; 9) 
Menindakianjuni dengan segera putusan Bawaslu atas temuan 
dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; 

Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
Penyelenggaraan Pernilu; dan 12) Mclaksanakan rugas lain dalam 
Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Adapun kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Thhun 
2017 tentang Pernilihan Umum Pasa! 14, yaitu: KP U berkewaj iban: 

1) Melaksanakan sernua tahapan Penye!enggaraan Pernilu secara 
tepat waktu; 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; 
3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada 
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masyarakat; 4) Melaporkan perranggungjawaban penggunaan 
anggaran sesuai dengan ketenruan peraruran perundang-
undangan; 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsipl 
dokunien serra melaksanakan penyusurannya herriasarkan jadwal 
retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan 
narna Arsip Nasiona! Republik Indonesia; 6) Mengelola barang 
invenraris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 7) Menyampaikan laporan periodik rnengenai tahapan 
Penyeleiiggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan 
tembusan kepada Bawaslu; 8) Membuar berita acara pada setiap 
rapat pleno KPU yang ditandatangani o!eh ketua dan anggota 
KPU; 9) Menyampaikan laporan Penyelenggaraari Pernilu 
kcpada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ 
janji pejabat; 1 0) Melaksanakan putusan Bawaslu mcngcnai sanksi 
atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu; 11) 
Menyediakan data hasi! Pemilu secara nasional; 12) Melakukan 
pemutakh u-an dan rnemcl ihara data pemi!ih secara herkelanj utan 
dengan m em perhat i kan data kependudukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 13) Melaksanakan putusan 
Dewan Kehormaran Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan 14) 
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Sebctulnya kinerja KPU pada Pilkada Serentak 2020 berpotensi 
meningkat lebih baik daripada pada pemilu-pemilu sehelumnya, 
namun kcadaan rncnjadi tidak sernudah yang disangka karena 
adanya pandemi (]ovid 19. Tentu saja hal mi setidak-tidaknya 
menyebabkan KPU harus mernecah kembali konsentrasinya pada 
hal yang baru, yaitu hagaimana menyelenggarakan Pilkada yang 
arnan bagi rnasyarakat atau Pernilih dalam arti terlindungi dan 
potensi penularan pandemi, tapi disisi lain juga sekaligus 
mempertahankan agar prosedur pelaksanaan Pilkada dari tahap 
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awal sampai dengan akhir tetap demokratis dan tidak 
menyehabkan partisipasi politik Pemi Ii h herkurang. 

Terlepas dari rnasalah pandemi, sorotan sebagian kalangan 
juga diarahkan pada pcnerapan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang 
dilakukan secara elektronik (e-rckap) yang dipraktekkan KPU. 
Sirekap itu tcrnyata masih belurn tuntas dapat berfungsi optimal 
karena fitur-fiturnya belum sempunna. Contohnya adalah ketika 
Formulir C 1 PIano, yang merupakan hasil rckapitulasi utarna 
penghitungan suara diTempat Pemungutan Suara (TPS) difoto 
oleh Petugas KPPS lalu diunggah ke Sirekap, masih terjadi 
kesalahan sistem membaca hasil foto itu. Fakta mi diketahui salah 
satunya oleh Perludern yang melakukan tes langsung di 

lapangan. 2 '° Hal mi tentunya sangat bcrbahaya bagi keabsahan 
atau keautentikan hasil penghitungan suara. Bila itu tidak 

dibarengi dengan cross check berkala secara manual, maka 
dernokrasi menjadi terancam karena kesalahan teknis. Jadi, faktor 
keamanan Slrekap dalarn pengertian tidak akan bisa diutak-atik 

oleh para hackers untuk mengubah hasil penghitungan suara 
adalah belum cukup, karena potensi kesalahan pcnghitungan 
suara ada pada Sirekap itu scndiri. 

Hal mi tarnpaknya yang harus menjadi perhatian khusus 
KPU untuk ke depannya yang tidak hoieh diahaikan. Tampaknya, 
ke depan KPU harus mcmpersiapkan sistem atau fitur pcnunjang 
yang dapat membantu pembuktian keabsahan hasil penghitungan 
suara di Formulis Cl PIano misalnya dengan memakai sistem 
barcode. Tapi, sebaiknya memang KPU tidak terlena dengan 
pemikiran yang serba teknologi. Validasi atau verifikasi hasil dan 
Sirekap dalam tahap- tahap yang mernungki nkan pen u dilakukan 
secara manual untuk memastikan bahwa pemindaian yang dilakukan 
Slrekap adalah sesuai dengan Forniulir CI Piano yang ash. 

"ERekap Punva 4 Kckniahan, I'erlucicni Usul Tetap Hitting Manual: https:iI 

www.cnnindoncsia.com/nasional/2020  0I26l 50124-32-539549/e-rekap-punya-4-

kelemahan-perludem-usul-tetap-hitung-manual diakses 6 April 2021. 
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Memang KPU bisa saja menyatakan bahwa penggunaan 
Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 adalah sebagai sarana menguji 
Sirekap. Namun, bagairnanapun, sarana penguji seperti itu tetap 
harus dipersiapkan dengan matang. Tntu saja selain dengan 
menyempurnakan Sirekap secara teknologi seclarl Iebih awal, juga 
diimbangi dengan pelatihan kepada KPPS terkait misalnya teknis 
pengambilan foto yang baik, sehingga hasil foto benar-benar 
sempurna dan dapat rerbaca oleh Sirekap. Sani lagi bukti bahwa 
bimbingan teknis bagi KPPS tidak bisa dianggap remeh. Dalam 
peinbuatan kebijakan bagi Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan 
DPR RI harus mendorong KPU agar melakukan perencanaan 
persiapan teknis yang benar-benar "matang". Kesalahan teknis 
kecil saja dapat merusak dernokrasi. 

Dail sudut pandang kebijakan politik, kewajiban KPU yang 
rercantum di dalam UU Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum tampaknya harus dilengkapi dengan kewajiban untuk 
melakukan verifikasi data sistern penghitungan suara yang 
dilakukan secara elektronik secara manual. Tanpa adanya 
penguatan kewajiban mi di dalam UU, maka hal itu bisa jadi 
tidak terlalu dianggap sebagai sesuatu yang tenlalu serius untuk 
dilakukan atau dijadikan prioritas yang kurang penting. Mernang 
hal itu bisa jadi terkesan terlalu teknis untuk dijadikan muatan 
dalam UU, dan bisa dirnuat dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juldak) 
dan Petunjuk Teknis (Juknis) atau peraruran turunan dari UU 
Pemilu, tapi hal tersebut kurang tepat, karena yang ditekankan 
disini adalah kewajiban KPU, hukan rekuis KPU nya. Kewajiban 
merupakan esensi dasar yang turunannya baru dapat dituangkan 
dalam Jukiak dan Juknis. Berbagai permasalahan teknis dan 
pernilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada yang diselenggarakan 
selama mi menunjukkan sa!ah satunya adalah bahwa perki adanya 
perombakan dalam UU Pemilu terkait dengan kewajiban KPU 
yang perlu dilengkapi. 
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Selanjutnya, rnasih rerkait profesionalisme KPU, kasus 
!o!osnya Calon Bupati yang masih berkewarganegaraan AS 
memberikan gambaran bahwa masih ada regulasi dalarn 
perundang-undangan yang belurn terlalu kuat untuk mernaksa 
KPU membenahi kinerjanya dalarn pemuuakhiran dan validasi data 

Calon, selain yang selama mi menjadi sorotan, yaitu data Pernilih. 
Dalarn UU Pemilu, ke depan tarnpaknya perlu ditambahkan 
hagian khusus mengenai validasi dan vcrifikasi Calon Peserta 
Pernilu atau Pilkada. Dalarn UU Pemilu, tidak apa-apa jika muatan-
rnuatannya terkesan terlalu detail, karena memang yang 
dipertaruhkan adalah demokrasi atau hak-hak rakyat dalarn 
rnernilih para pemimpin dan wakil-wakilnya. Dengan demikian, 
pengaturan yang terkesan terlalu umum adalah tidak tepat untuk 
melaksanakan suatu perhelatan rurnit seperti pemilu dan pilkada. 

Masalah kewarganegaraan AS calon hupati itu di sisi lain 
rnenunjukkan pula rnasih adanya permasalahan dalam pemutakhiran 

data dan cross check data anrar-instansi pemerintahan dan 
Penyelenggara Pernilu. Fakta hahwa Ketua KPU Kabupaten Sabu 
Raijua, Kirenius Padji, yang menyatakan bahwa sudah ada 
konfirrnasi yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kupang, Agus Ririmase, atas 
keabsahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Bupati Sahu 
Raijua, Orient Patriot Riwukore, scbagai Warga Negara Indone-
sia (WNI), menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan 
masalah pendaraan kependudukan di Disdukcapil Kora Kupang. 

Hal mi juga ten tunya menjadi catatan penting bagi profesionalitas 
Disdukcapil, tidak hanya di Kora Kupang, tetapi juga di seluruh 

Indonesia. Tentunya mi menjadi indikator bagi pembuat kebijakan 
politik untuk memberikan muatan terkait pentingnya 

pernutakhiran dan cross check data kependudukan antar-instansi 

dan antar-lembaga dalam konteks penye!cnggaraan pemilu dan 

pu kada pada khus us nya, dalam peraturan pe rundang-undangan. 
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Muatan mi sedapat mungkin harus menghilangkan ego sektoral 
antar-i nstansi dan antar-lembaga dalam hal data kependudukan. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa KPU tidak bisa 
menjadi saru-satunya lembaga yang dapat disalahkan atas masalah 
mi, karena penyelenggaraan pernilu dan pilkada melibatkan antar-
instansi dan antar-lernbaga. Hal yang dapat disayangkan dari KPU 
terkair kasus tersebut adalah bahwa KPIJ kurang memperhatikan 
peringatan dari Bawaslu terkait data bahwa Calon Bupati Orient 
rnasih berkewarganegaraan AS. Bila saja KPU lebih dini 
mcngindahkan peringatan Bawaslu itu, maka kejadian itu tidak 
akan menjadi berlarut-larut. Kembali, masalah ego sektoral antar-
lembaga, termasuk antar-lembaga Penyelenggara Pemilu adalah 
penting untuk dieliminasi dalarn pengaturan UU Pemilu 
selanjutnya. 

Selanjutnya, masalah ketersediaan sarana pengamanan atas 
resiko penyebaran Covid 19 yang belum optimal (hanya sekitar 
50% secara nasional), rnenunjukkan bahwa muatan UU Pemilu 
juga perlu ditambahkan bagian yang lebih mengatur detail prinsip-
prinsip yang perlu dan harus dilakukan Penyelenggara Pemilu 
(tidak hanya KPU tetapi juga Bawaslu) ketika menyelenggarakan 
pemilu dan pilkada pada masa atau keadaan darurat seperti masa 
pandemi. Namun disisi lain, kekurangoptimalan KPU dalarn hal 
mi tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena mernang Indonesia 
baru pertama kali mengalami penyelenggaraan pilkada di tcngah 
pandemi. Tentu saja, KPU mernerlukan waktu untuk belajar dan 
beradaptasi dengan kondisi farce majeur seperti itu. Sebelumnya, 
Kemendagri mernang memberikan arahan kepada segenap pihak 
terkait penyelenggaraan pemilu untuk melihat pengalaman Ko-
rea Selatan yang sukses menye!enggarakan Pemilu di masa pandemi 
C'ovid 19. Narnun demikian, kembali lagi, hal mi terlalu cepat 
datangnya bagi KPU, mengingat rnunculnya pandemi C'ovid 19 
adalah mulai sekitar Februari 2020, yang mana tentunya segala 
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hal terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sudah relatif 

rapi terprogramkan. Menyisipkan program tambahan terkait 
penyesuaian atas datangnya pandemi tentu sala  menjadi hal yang 

sangat tidak mudah bagi KPU. Tingkat kerersediaan fasilitas 
pengamanan atas potensi penyebaran panderni di TPS-TPS yang 
mencapai sekirar 50% tampaknya sudah cukup bisa diapresiasi. 

Permasalahan selanjutnya pada Pilkada Serentak 2020 
adalah terkait anggaran. Sehetulnya beberapa pengamar 
kepemiluan telah memberikan pandangan-pandangan nya terkait 
kesuliran tiap daerah dalarn menyediakan anggaran Pilkada, 
sebagaimana diarur dalam peraturan perundang-undangan, 
karena ada fakror yang helum pernah diperhitungkan sebelumnya, 
yaitu keadaan terjadinya wabah atau pandemi global. Kondisi 
itu tentu saja berpengaruh pada komposisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD), yang mana akibatnya banyak porsi 
anggaran yang dialihkan bagi penanganan rnasalah terkait pandemi. 

Tampalcnya ke depan Pemerintah perlu memperrimbangkan 
untuk menganggarkan porsi tertenru bagi daerah-daerah, khusus 
mengenai penanganan keadaan yang tidak terduga seperti 
pandem i. Dengan dernikian, program-program penganggaran 
yang telah disusun atau dipersiapkan oleh pcmerintah daerah, 
termasuk untuk menyelenggarakan pilkada, tidak terganggu. 
Peraru ran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Talmn 

2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pernilihati Gubernur, Bupari 
& Wall Kota dimuat ketentuan bahwa pilkada didanai dari APBD. 

Aturan mi ternyata masih menjadi perdebatan berbagai kalangan. 
Pengaturan tersebut adalah berdasarkan pernahaman bahwa 
pilkada merupakan rezim pemerintah daerah, maka logikanya 
dana pilkada disediakan dalam APBD masing-masing daerah 

penyelenggara pilkada. 

Pembiayaan pilkada oleh APBD itu bila diperhatikan juga 
ada sisi yang menghambat kinerja KPU dan Bawaslu. Pilkada 
memang rezim daerah, tetapi bagaimanapun, pelaksanaannya. 
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apalagi bila serentak seperti pada Pilkada 2020, otomatis menjadi 
rezim nasional, subjek utama penyelenggaranya adalah KPU di 
Pusat. Salah satu hambatan bagi kinerja KPU dan Bawaslu tersebuc 
ada!ah masalah administrasi atau birokrasi. Dalam penganggaran 
AIBD, ada item anggaran yang dialokasikan bagi pengawasan 
pilkada. Item mi hams mendapatkan surat persetujuan darl bupati! 
walikota. Pcmbcrian alokasi mi adalah kepada KPU Provinsi dan 
Kota/Kabupaten serta Bawaslu Kota/Kahupaten dalam format 
Naskah Perjanjian Hihah Daerah (NPHD). Dalam prakteknya, 
proses pengesahan NPHD mi tidak gampang karena sudab masuk 
wilayah perpolitikan. Ketika sudah memasuki arena politik, 
hambatan bagi kinerja KPU Provinsi dan Kora/Kabupaten serta 
Bawaslu Kota/Kahupaten menjadi muncul. NPHD seringkali 
terhambat karena sudah terkait kepentingan-kepentingan 
kekuasaan. 

Faktor politik dalam NPHD itu menjadi semakin rumit 
karena adanya perbedaan pandangan antara Pusat dengan 
Daerah terkait acuan standar pcmbiayaan pengawasan pilkada, 
dimana dacrah menginginkan rnenggunakan standar biaya masing-
masing daerah, bukannya berdasarkan acuan APBN. Memang 
secara logika, standar biaya perlu dibuat o!eh masing-masing 
daerah, karena tiap daerah tentunya menghadapi tantangan yang 
berbcda-beda dalam menyelenggarakan pilkada. Narnun disisi lain, 
pernbci-ian kewenangan tersebut membuat daya politis 
pengesahan NPHD menjadi semakin kuat dan semakin 
memperlemali posisi politik KPU dan Bawaslu di daerah. Dari sisi 
reknis nominal anggarannya pun terjadi permasalahan, terutama 
kctika usulan anggaran pengawasan dari KPU dan Bawaslu di daerah 
tidak sesuai dcngan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, 
dengan alasan bahwa kemampuan APBD daerah untuk pos 
tersebut adalah terbaras. Bahkan, per 9 Juni 2020, Kernenterian 
Dalam Negeri mendapatkan laporan dari 72 daerah yang 
mengalami kcsulitan fiskal dalam mcndanai kepentingan 
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pilkada.Hal mi tentunya sernakin rnenguatkan alasan perlunya 
rnempertimbangkan kembali masalah pendanaan pilkada 100% 

rnelalui APB[i). 

Melihat kondisi di atas, sebaiknya memang perlu 
dipertirnbangkan ke depannya unruk menganggarkan ban tuan 
pilkada dari AIBN dengan catatan, sifatnya harus proporsional 
bagi tiap-tiap daerah, tidak bisa disama-ratakan. Sebaiknya juga 
tidak seluruhnya didanai APBN, tetapi secara hersama-sarna, haik 
dari APBN dan APBD. Konsep mi akan mcmenuhi azas keadilan 
karena pilkada menjadi rezim daerah sekaligLis rezirn nasional, yang 
artinya menjadi tanggung jawab hersama antara Pusat dan 
Daerah. Bila hanya didanai dari APBN, tenru saja bcban Negara 
menj adi "mern bengkak" dan program- program lain menj adi 
terkorbankan. Terkait mekanisme teknisnya, tentu hal mi yang 
harus menjadi "pekerjaan rumah" Negara untuk dipikirkan, 
khususnya olch Kementerian Keuangan, yang tcntu saja akan 
dibantu dengan hertukar pikiran dengan DPR Ri dan 
Penye!enggara Pemilu, serta dari pihak-pihak pengamat atau 

pemerhati kepern iluan di Indonesia. 
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BAB VII 
SPIRIT MEMPERBAIKI SISTEM 
DAN IMPLEMENTASI PEMILU 

Dari pengalaman bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu-pemilu, 

yang menjadi pertanyaan adalah apakah selama itu proses 

demokratisasi terus mengalarni peningkatan? Untuk menjawab 
pertanyaan mi, sebaiknya kita tinjau kembali terlebih dahulu 
ukuran-ukuran keberhasilan demokrasi, haik yang formal-

prosedural maupun yang substantif, yang inrinya dapat dilihat 
sebagai berikut: 

label. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Subsianhif 
pada Pilpres 

Ukuran Ukuran Kchcrhasilan 

Variahcl Kchcrhasilan t)crnokrasi yang Substanul- 

IorniaI- Proscdural Bcrkualitas 

Partisipasi l<IIiIIiLI'. J,in • IL niiIi!i V.Ini 	ki'iti 

ki.iJii 	iiIh • 	1i&Llk 	(Ii\kriIfltIIJi hgi 

l'cUIli !ih 

1id 	k ada pi rtisip.li NCIIILI 

kircna IU(}bi1I 	I'j klan 	V(?tL 

I(()[npctisi tIiil 	h cunp. 	r • J<• 	 iLI 	ur 

dni 	varar lurnLI I d.1I .idil 

Undidat tuL}LfluI1I • Ic ILI.1fli4 V.lflg 	I1h1 bwi 

\CII11I.! W.Uga 	LIII(LI L diriIih 

i[v( )IItiCli 1(JI!,lIifl) 

(ivil Lihcrrics ¼ sJr .1  ti 'lULl1 Ji.iktii Tid.ik J(il 1n hljlkjn hak 

I1J!. 	'IiIIkW1I.1 	I:Ii 	LIII 
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Ilasil akhir 	lq'iliiiiiv.i KLli.l 	• 1(iiii.k.it ,iii kuaiita 

PcniIti 	 "1i.,ira• \\akii 	 nhii'iflcS d.iii 

K '.iI,i Ngi r.i 	p. rtiiiiizjv,ihiii 

(()i,t1rihiJ,fi) Kc,iIj 

Nci..iri 1'adi vvarga  

• \1-jd-k.itk.iii icnicrin t.ili 

diig,in masyarakat 

• _\h iik.i rk.i ii peI.iVii.i U 

ru[1ik diii k\c.i ii tcri ii 

ra Lvi t 

Sumhcr: R. Siti Zuhro ct aI, Modcl Deniokrasi Lokal. (Jakarta: PT 
THC N1andiri, 2011), h1rn.49-50. 

Tabel di atas kemudian dapat kita adopsi ke konteks Pileg, 
yaitu sebagai berikut: 

label. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantit 
pada Pileg 

tJkuran (ikuran Kchcrhasilan 

Variabcl Kchcrhasilan 1 )crnokrasi yang Substantil- 

1orniaI- t'roscdural Rcrkualitas 

Iartisipasi kil.intit.i\ ddn 	11-ualitaN • 	i. iniiih \.iUt 	kritis 

ni 	ith • 	lidi kada 	i*kkriminasi hiii 

1'_ niilih 

• 	1 ida k ida ra ri'I p.l'i 	c11111 

La 1(11,1 	flU ) 	LiiS.ii (liii 	iC)t( 

hinii 

Kunipctisi Iii in Liii 	tii' 	tifi )r • 	Kna iita\ k 	ni pLrii (j LIJU 1 

(Liii \vlrii 	tiriiiaI din 	idil) 

( 	a I. 	iLr'. nuhi • 	icliiaiii 	ang .ani bagi 

cmua war.i u n t u k dipilih 	
/ 

(p_ilitical ((Jilal,fi) 

(:ivil Libcrtics ccara lriiiai diakui lidik idi 1 	nibaiakaii hiLt 

h a k poh rik waria 4 )IL'h ciii. 

/ 
/ 
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Hasil akhir I 	q-diIinv.i ( • 	I 	iiink.iaii 	ktI.iIiri\ 	- 
Pcrnilu 111clijadi A 	1( )t,i Jj)Jiji('fIc\c ci.I ii 

I )1l 	RI 

),IIfl rahi ui) A UI gguLl 

I)lR RI padi mairakai, 

khuswoiya konsfitticli  

• Mcmickackan I) PR RI 

dcni.i ii iii.iva 	i k,i t di ii . cau 

kuntiULIcn 

• _\lcningk.iik.iii IiiiisI 

kctcrvakIIaii d.in 

mc In pen ua ngkan 1cpir.Ii 

t.lk\aU diii acau kun.iinicn 

Pertarna, adalah rcrkait Pilpres. Dari variabet hasil akhir Pemilu, 
dimana yang diharapkan adalah pen ingkatan kualitas responsivitas 
dan akuntabilitas Presiden kepada warga negara, mendekakan 
Presiden dengan masyarakat, dan akhirnya dapat lebih efektif 
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, maka 
Pilpres secara langsung dan dilaksanakan secara screntak bersama 
dengan Pileg, yang dilaksanakan pertama kali pada 2019 
merupakan suatu upaya untuk mencapai itu semua. Sebelum Pernilu 
Serentak 2019, Pi!pres dilakukan sctelah Pileg, yang mana hal mi 
din ilai akan rnemperlemah Sistem Presidensial. Hal mi terjadi karena 
ketika menjelang Pilpres, yang jaraknya relatiftidak terlalu berjauhan 
serelah Pileg di!aksanakan (hanya dalam hitungan bulan), maka 
hal itu akan memicu koalisi antar partai polirik di parlemen yang 
tidak kuat, karena hanya hersifat temporer, ketika diperlukan untuk 
mcngusung Capres/Cawapres saja. Koalisi sernacam mi tcntunya 
secara logika akan menjadi lernah dan cenderung tidak akan 
bertahan lama. Mengapa tidak bertahan lama? Karena koalisi 
mereka adalah tidak berdasarkan kesamaan ideologi politik, tidak 
berfondasi pada jalur cira-cita perjuangan partai yang relatifsania. 
Koalisi kbih bersifat sernenrara, dirnana setelah Presiden terpilih 
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dan hasil Pilpres, niaka koalisi akan segela merombak diri mereka 
kembali berdasarkan pemhagiaii kckuasaan yang berlandaskan 
lobi-lobi politik. Yang tcrbentuk adalah koalisi baru kembali. mi 
merupakan koalisi partai yang bersifat oportun istik. 

Apa akibat dari koalisi partai polirik yang oportunistik itu? 
Presiden terpilih tidak memiliki fondasi dukungan yang kuat di 
parlemen, karena di parlernen dukungannya tidak herdiri di atas 
landasan kesamaan cita-cita, visi-misi, dan arah politik Pisiden. Memang, 
dukungan yang terlalu kuat di parlernenpun rnengakihatkan negara 
dalarn kondisi bahaya mcnuju diktatorisme, namun dukungan di 
parlernen yang terlalu lemah pada Presiden pun sama herhahayanya, 
dimana roda pemerintahan tidak akan terlalu cepat berakselerasi. 
Akibatnya, program-program pembangunan cenderung akan lebih 
terhambat, dan yang merasakan akihatnya adalah rakyat, yang 
tentunya pemenuhan kcsejahteraan mereka akan tidak sesuai 
dengan kecepatan yang diharapkan berdasarkan program-pro-

gram yang telab dicanangkan Pemenintah. 

Kita perlu mengingar kembali hahwa dasar ditetapkannya 
Pemilu Serentak 2019 adalah berdasarkan Keputusan MK yang 
pada intinya menyatakan baliwa praktek ketataniegaraan hingga 
ketika itu berjalan (menjelang 2019), dengan pelaksanaan Pilpres 
setelab Pileg ternyata dalam perkembangannya tidak mampu 
menjadi alat transformasi perubahan sosial Ice arab yang 
dikchcndaki. Selain itu, tidak juga memperkuat sisteni Presidensial 
yang hendak dibangun hendasarkan Konstitusi. Hal yang selarna 

mi terjadi adalah mekanisme check and balances antara DPR RI 

dengan Presiden hcrjalan kurang optimal. Dengan demikian, MK 
menyatakan bahwa Pilprcs yang dilaksanakan setelah Pileg tidak 

sesuai dengan spirk yang terkandung dalam Konstitusi, dan tidak 
sesuai dengan makna pemilu yang dirnaksud Konstitusi, yaitu yang 

tercantum pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakari: 
"Peinilihan urn urn dilaksanakan secara langsung urn urn, bebas, 
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rahasia, jujur dan adil seriap Jima tahun sekaIi' dan Pasal 22E 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Pemilihan Umum 
diselenggarakan un tuk memilih Anggo ta Dewan Perwakilan 
RaI<yat, Dewan Perwakilan Dae;ah, Presiden dan VkiI Presiden 
dan Dewan Pei-wakilazi Rak vat Daerah ", serta Pasa! I ayat (2) 

UUD 1945 yang menyatakan: "Kedaularan berada di rangan 
rakyar dan dilaksanakazi menurut Undang- LJndang Dasar". 

Praseryoningsih (2014) menguraikan alasan dilaksanakannya 
Pemilu Serentak darl perspektif original intent dan penafsiran 
sistematik. Salah sam Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 
MPR RI, Slamet Effendy Yusuf, menyatakan bahwa dalarn proses 

pembahasan perubahan UUD 1945, telah mencapai kesepakatan 

bahwa yang dirnaksud pernilu itu adalah pemilu untuk DPR, 

pemilu untuk DPD, pernilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, 
dan DPRD. Jadi sernua itu diletakkan dalarn satu rezim Pernilu. 

Teknisnya ada!ah ada 5 kotak dalam Pemilu, yairu Kotak I ada!ah 

Kotak DPR, Kotak II adalah Kotak DPD, Kotak 3 adalah Kotak 
Presiden dan Waki! Presiden, dan Kotak 4 adalah Kotak DPRD 

Provinsi, serta Kotak 5 adalah Kotak DIRD Kahupaten/Kora. 

Penj elasan Slarnet Effe ndy Yusuftersebu t tercan turn dalarn Naskah 

Komprehensif Peru bahan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil 

Pembahasan 1999-2002, Buku V Pernilihan Urnum (2010), yang 
mengutip Risalah Kornisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang 

Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001. mi 
menunjukkan telah ada gambaran visioner terkait mekanisme 

penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pi!pres dise!enggarakan sccara 

berharengan Pemilu Legislatif. Hal itu sesuai dengan Pasal 22E 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan Pcmilihan Urnurn berada dalam sani tarikan nafas, yaitu: 

"Pernilihan timurn diselenggarakan untuk rnerni!ih Anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dcwan Perwakilan Daerah, Presidcn 
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2  

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sesungguhnya esensi 
pe!aksanaan Pernilu Serentak ada!ah sesuai dengan Konstitusi, 
yang mana konstitusi menghendaki pelaksanaan Pern ii u yang 
jujurdan adil, atau secara urnum, Pemilu yang berkualitas. Pemilu 
yang berkualitas itu bagaimana? Tentunya adalah Pemilu yang 
menghasilkan pernimpin dan wakil rakyat yang memiliki kualitas 
rnernadai dalam mernimpin dan dalarn mcnyuarakan aspirasi 
rakyat. Oleh sehab itu, pclaksanaan Pemilu Serentak dapat dikatakan 
sebuah kernajuan dcrnokrasi di Indonesia, dimana yang terpenting 
adalah bahwa kernajuan itu sejalan dengan spirir Konstitusi. 

Kernajuan demokrasi yang ditandai dengan dilaksanakannya 
Pemilu Serentak juga mengacu pada pandangan Jirnly Asshiddiqie 
dalam Praseryoningsih (2014) yang menyarakan bahwa manfaat 
Pe mu u Screntak adalah hanyak, diantaranya u ntuk rnemperkuat 
sistem pemerintahan. Pengei-tiannya adalah, hahwa rnelalui sistern 
Pemilu Serentak, sistem pemerintahan akan menjadi diperkuat 

melalui political sepairion dccoupled) antara fungsi eksekutif dan 
fungsi legislatif yang harus seimbang dan mengimbangi saw sama 

lain. Hal mi dimungkinkan karena para pejahat di Eksekutif dan 
Legislatif dihentuk secara sendiri-sendiri pada waktu bersamaan, 
sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi 
sandera-menyandera yang akan rnemperkuar politik transaks ional. 

Dari sisi politik, sistcm impeachment terhadap Presiden hanya bisa 
diterapkan dengan persyaratan yang ketat, yaitu dengan alasan 
yang benar-benar bcrdasarkan Konsti tusi, berupaadanya 
pe!anggaran pidana, yang lepas dari kepentingan politik, atau 
kepentingan untuk mcnjatuhkan Presidcn semata. 2  

Naiiik Prasyoiiingsili. 2014. "Danipak 1iniIilian Umtim Senntak higi 

Pcnibangunan 1)emokrasi lndoncsia : lurnal Media Hukum Vol.21 No.2, Desemhcr 

2014. Hal.251-252. 

Ibid. FIal.255. 
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Dari sisi partisipasi, baik pada Pilpres maupun Pileg 
tampaknya pemilu ke pemilu tingkar partisipasi masyarakat relatif 
stabil. Naik-rurunriya tidak drastis. Apakah Pemilih kita tcrrnasuk 

kritis? Pada masa Orde Barn tentu saja kritisisasi masyarakat tidak 
dapar dirnunculkan dengan leluasa. Hal itu berbalik ketika masa 
Rcformasi lahir. Keniudian, tingkat knitisisasi rnasyarakat mi 
sernakin meningkat sejak masa media sosial sebagai alar 
komunikasi populer muncul dan terkenal. Kritisisasi masyarakat 
bahkan sernakin lama terlihat sernakin berani dari waktu ke waktu, 
termasuk dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pernerintah. 
Keberanian masyarakat dalam soal mengurarakan pandangan-
pandangan dan keberpihakan poli riknya pun sernaki n memuncak 
pada ajang Pilpres, karena sebagian (kalau tidak dapat dikarakan 
sebagian besar) masi ng-rnasing pendu kung Capres-Cawapres 
sama-sama mengutarakannya di media sosial secara "membabi-
buta". Fenomena mi kemudian sayangnya menjadi apa yang 
dinamakan sebagai 'dcrnokrasi yang kebablasan'. Seterusnya yang 
berkembang adalah fenorncna "perang media sosial" yang tampil 
dalarn bentuk ujaran-ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan 
ucapan-ucapan yang tidak etis. 

Sungguh rnengherankan bahwa sebagian masyarakat itu 
begitu berani menyatakan ujaran-ujaran kebenciannya tanpa 
takut dengan adanya UU ITE. Apalagi kini dan pihak Kepolisian 
ada yang namanya (i'yher Patrol yang berfungsi memantau 
ujaran-ujaran kebencian yang ada di media sosial, yang dapat 
merusak persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa, un tuk 
kern udian menangkap pelaku pelanggarannya. 

Hal rersebut sebenarnya menjadi introspeksi bagi para 
pembuar kehijakan polirik. Pertanyaan yang muncul adalah 
'Mengapa masyarakar begitu berani mengurarakan pandangan-
pandangannya yang bcrsifat menyampaikan ujaran kebencian?' 
Jawabannya hisa saja karena mcreka berpikir bahwa mereka 
melakukannya berbarengan dalarn skala nasional, sehingga sulit 
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bagi penegak hukuni untuk menangkap pelaku ujaran kebencian 
itu. Kemungkinan kedua, karena mereka tidak menyadari bahwa 
yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah bersifat ujaran 
kebencian yang larangannya ada di dalam UU. Jawahan yang 
terakhir itulah yang seharusnya memunculkan perranyaan kepada 
Pcmerintah dan DPR RI : 'Apa yang perlu dilakukan untuk 
menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan ujaran 
kebencian, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja'. 

Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus lebih gencar 
melaksanakanprogram-program yang sifatnya mensosialisasikan 
UU ITE. Masyarakat harus diheri tahu atau diberi peringatan 
untuk tidak melakukan ujaran kebencian, khususnya cerkait SARA, 
terlebih lagi dalam masa-masa penlilu dan pilkada. Masyarakat 
harus disadarkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah 
yang utama. Adapun pandangan-pandangan politik mereka yang 
tidak menyetujui kehadiran lawan politik dari tokoh politik yang 
mereka dukung hendaknya disampaikan dengan santun dan 
senanriasa berdasarkan data-data yang valid dan tidak terjebak 
dalam hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin 
memperkeruh suasana politik. Seminar-seminar yang mengusung 
tema-tema tersebur harus lebih intens digalakkan, terutama di 
daerah-daerah yang tingkat toleransi SARA nya rcndah 
berdasarkan penelician. 

Kedewasaan berdemokrasi memang harus melalui jalan 
panjang yang tidak rnudah, tetapi itu cidak berarti tidak rnungkin. 
Kata kuncinya sebenarnya adalah 'pendidikan politik' dan 'sosialisasi 
politik'. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan dari SD hingga 
perguruan tinggi hendaknya dirangkul oleh Pemcrintah dan DPR 
RI untuk selalu menyelipkan nilai-nilai pentingnya persatuan dan 
kesatuan bangsa pada setiap murid dan mahasiswa. Kedewasaan 
berdemokrasi salab sacunya ditandai dengan adanya kesadaran 
hahwa perbedaan pandangan dan keberpihakan politik adalah 
wajar dan bahkan harus rerjadi untuk terciptanya check and ha!- 
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ance. liii tentunya hams diimbangi dengan sosialisasi pentingnya 
selalu mengkonfIrmasi berita-berita politik yang ada di masyarakat. 
Hal itu bisa dicapai dengan pendidikan politik dan upaya 
peningkatan literasi masyarakat. 

Sernua itu harus diimbangi dengan penegakan hukum yang 
tegas terhadap pelanggaran UU ITE. Konsekwcnsinya, 
Pemerinrah dan DPR RI harus memberikan sokongan bagi 
peningkatan kualitas POLRI agar dapat melakukan patroli siber 
dengan kemampuan yang terus berkembang seiring dengan 
kemajuan teknologi. 

Pembelajaran dari Pilkada Serentak 2020 

Dari uraian di atas dapat dilihat hahwa kebijakan politik untuk 
penyelenggaraan Pilkada, dengan melihat fakta-fakta em pi rik 
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, harus berdasarkan apa 
yang dikarakan David Easron sebagai Political System Model, 

dirnana kebijakan politik berlandaskan inputs, withinputs, dan 
fi'edback, yang rnerespon sistem politik terkair kekuaran 
lingkungan sosial, polirik, ekonorni, kehudayaan, geografls, dan 
sebagainya. Evaluasi rerhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 
2020 rnenunjukkan bahwa input yang dapar ditampung untuk 
dikaji dan dijadikan hahan perbaikan bagi regulasi kepemiluan 
berikurnya, khususnya untuk rnerevisi UU Pemilu adalah antara 
lain dari masalah-masa!ah atau kekurangan-kekurangan yang 
masib ada. Kekurangan-kekurangan iru antara lain rerkait 
kekuaran lingkungan sosial polirik, dimana politik dinasti rnasih 
terjadi, lalu dalam area ekonomi, khususnya penganggaran 
Pilkada j uga masib rerbentur dengan rnasalah po! itis-hi rokratis 
antara Penyelenggara Pilkada dengan Pemerintah Daerah, 
tcrlebih lagi dalam Hal penganggaran dana pengawasan Pilkada. 
Adapun masalah dalani konteks geografis tampaknya tidak terlalu 
rncnonjol pada Pilkada Serenrak 2020. 
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Masalah terkait ekonorni lainnya adalah terkait money poii-

tics pada Pilkada Serentak 2020. Perrnasalah mi adalah masalab 
"kiasik" yang akan terus terjadi bila pertarna, aturan regulasi yang 
ada tidak memberikan hukuman yang herat dan tegas terhadap 

pelaku money politics. Kedua, belum optirnalnya sinergitas 
kegiatan masyarakat dengan Penyelenggara Pemilu dalarn 
menyikapi pelanggaran yang bersifat money politics dalam 

Pilkada. Masyarakat ke depan harus semakin disadarkan bahwa 
mereka hartis melaporkan setiap money politics dalarn Pilkada, 

karena kalau tidak maka bisa jadi mereka nantinya akan dipimpmn 
oleh kepala daerah yang tidak berkualitas dan hanya rnemiliki 

kekuatan uang belaka. Hal mi tentunya akan merugikan 

masyarakat dari sudut pandang demokrasi. 

Terkait masalah budaya, dapat dilihat bahwa budaya 
menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Calon Kepala 

Daerah incumbent masih rerjadi pada Pilkada Serentak 2020. 
Tampak bahwa pada Pilkada Serentak 2020, kekuatan ASN masih 
menjadi alternatif pilihan sebagian Calon KepalafWãkil Daerah 
guna mendukung kemenangan dalam Pilkada. 

Masalah budaya yang lain adalah masih adanya isu politik 

identitas dan SARA. Hal mi pun merupakan masalah "kiasik" 

sebagaimana halnya masalah money politics dalarn pilkada. 

Sebetulnya masalah SARA mi merupakan hak dari Pernilih dan 

masyarakat pada umurnnya untuk menentukan pilihan berdasarkan 
preferensi kesamaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal 
tersebut akan rnenjadi permasalahan serius manakala isu itu 
dijalankan dengan kemasan-kemasan yang bersifat ujaran kehencian 
SARA yang pada akhirnya akan berporensi menimbulkan konflik 

atau mernecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal mi akan 

mengakibankan proses dernokrasi men jadi cacat dan tidak akan 

menjadi demokrasi yang esensial. 
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Ada satu lagi perinasalahan yang berdasarkan teori kehijakan 
Model Sistem Politik dikatakan sebagai withinput, yaitu 
permasalah regulasi birokratis. Adanya aturan terkait keharusan 
Anggota DPR RI untuk rnengundurkan diri ketika mencalonkan 
diri sebagai calon kepala/wakil daerah mernunculkan rnasalah 
baru yang berimbas pada kualitas demokrasi, yaitu munculnya 
fcnornena "Kotak Kosong" dalam Pilkada Serentak 2020. Pengkajian 
terhadap rnasih perlu atau tidaknya aturan hams mengundurkan 
diri tersebut perlu dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah. 

Materi-materi permasalahan itulah yang dapat dijadikan kajian 
untuk revisi UU Pernilu agar pclaksanaan Pilkada selanjutnya 
dapat lcbih baik lagi. Tanpa adanya pembelajaran dari evaluasi 
Pilkada Serentak 2020, maka revisi UU Pemilu tidak akan 
bcrangkar dari pengalaman nyata yang pada akhirnya hanya akan 
melahirkan regulasi keperniluan yang bersifat prosedural sernata, 
seniantara substansi demokrasi yang sesungguhnya menjadi 
terabaikan. 

Kebijakan politik yang perlu diperbaiki terkait dengan in-
purs kelernahan-kelemahan yang rnasih ada pada Pilkada 
Serentak 2020 tersehut antara lain adalah perrama, mengarasi 
fenornena "Kotak Kosong". Hal yang perlu dipertimbangkan 
untuk dilakukan oleh pengambil kebijakan politik adalah 
menghilangkah kewajiban mengundurkan diri bagi Anggota DPR 
RI ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala 
daerah. Esensi aturan keharusan mengundurkan diri adalah tidak 
terlalu krusial bagi dcmokrasi. Aturan itu justru bisa mernbahayakan 
demokrasi. Kenika ada Anggota DPR RI yang ternyata sudah bagus 

' kinerjanya di parlemeri, namun ternyata kalah dalarn Pilkada, maka 
Anggota DPR RI itu sudab tidak akan mungkin kembali lagi di 
parlemcn. mi tentu merugikan demokrasi clari sudut pandang 
keterwakilan rakyat. Perlu dipertimbangkan pula untuk 
mengurangi prosentase ketentuan ambang batas dukungan dan 
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partai politik di DPRD hagi seseorang untuk dirnajukan sebagai 

calon kepala daerah. 1 

Kedua, masalah politik dinasri dapat diatasi dengan kehijakan 
politik yang berlandaskan pada sudut pandang aturan hukurn. 
Sehetulnya kebijakan politik dinasti merupakan hak juga dan 
Calon Kepala/'XTakil Dacrah untuk menentukan pilihan-pilihan 
menernpatkan jabatan-j ahatan politik dengan rnengedepankan 
preferensi keke!uargaan. Hal yang menjadi rnasalah adala}i 
manakala hal itu dilakukan dengan rncnghalalkan segala cara 
untuk menyingkirkan pesaing yang bukan dan kalangan 
ke!uarganya secara rne!anggar hukum atau tidak dengan cara-cara 
yang demokratis. Politik Dinasti hanya akan mcnjadi"sah" 
manakala orang-orang yang memiliki huhungan keluarga antar 
calon pengisi jabaran-jabatan politik mernang adalah orang-or-

ang yang terbukri atau selarna mi dikenal berkompetensi unruk 

menjadi seorang pernimpin, dan rakyat pun dalarn metode-
tnetode tertentu terbukti mengakui nya. 

Oleh sebab itu, kehijakan politik yang dapat diterapkan untuk 
rnengarasi permasalahan politik dinasti yang melanggar demokrasi 
adalah harus me!alui aruran hukum yang sifatnya memberikan 
hukuman bagi pelanggar demokrasi, hukan dengan melarang 
Calon Kepala/Waki I Daerah u ntuk mern hen kan dukungan bagi 
calon-calon pejahat politik lain yang ada hubunigan keluarga 

dengannya. Bila mi dilakukan, maka secara tidak sadar pengambil 
kehijakan polirik akan terjebak pada pelanggaran hak asasi 
manusia pada para Calon KepaIa/'X7akil Daerah, sementara 	

/ 

mereka juga adalah •\Xlarga Negara Indonesia yang harus diakui 
	

/ 

juga hak-hak nya. 

Ketiga, terkait dengan rnasih maraknya isu politik idenritas 
dan SARA, sebaiknya ke depan dalam UU Pernilu diperkuat 
muatan terkait larangan herkarnpanye dengan mangarasnarn akan 
SARA, terutarna apabila hal itu dilakukan dengan ujaran-ujaran 

kebencian terkait SARA. Di sisi lain, hal mi memberikan 
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ko nsekwensi pada perlunya penguatan kewenangan Bawaslu 
dalam menindak peserta pemilu/pilkada yang rnelakukan 
kampanye politik identitas yang memakai ujaran kehencian 
terkait SARA. Pemcrintah dan DPR RI juga harus rnengingatkan 
masyarakat untuk tidak melakukan dukungan karnpanye dengan 
herdasarkan politik idenritas yang rncmakai ujaran kebencian 
terkait SARA, dengan mensosialisasikan secara intensif tcntang 
konsekwensi hukurri yang akan diterirna bila melakukannya. 

Keempat, Terkait sebagian kasus keberpihakan ASN pada 
Pilkada Serentak 2020, setidak-tidaknya merupakan sinyal 

perlunya aturan yang lebih tegas bagi ASN yang melakukan 
pelanggaran netralitas dalarn Pilkada. Namun, perlu diingat hahwa 
itu barn salah satu sisinya. Sani sisi lagi adalah perlunya diadakan 
perlindungan hukum yang kuat hagi ASN agar tidak diperlakukan 
dengan semena-rnena oleh Calon Kepala Daerah terpilih manakala 
ASN tidak mendukun gnya dalarn Pilkada. Masalah mengetah Ui 

siapa yang mendukung atau siapa yang tidak mendukung tentunya 
adalah nmsa!ah internal Calon Kepala Daerah, tapi esensinya adalah 
bahwa ASN harus bcnar-benar terlindungi clari tindakan politis 
yang merugikan ASN dalarn ha! dukung-mendukung Calon 
Kepala Daerah oleh Kepala Daerah yang haru, yang tidak 
didukung oleh sebagian ASN tertenru. Dengan penguatan 

regulasi pada dna sisi mi, barulah kebijakan politik atas rnasalah 
netraliras hirokrasi pada Pilkada akan lebih bijak. 

Kelima, terkait kebijakan penganggaran pengawasan 
Pilkada, DPR RI dan Pemerintah perlu mempertimbangkan 
memberikan sebagian alokasi APBN u ii tuk memban tu daerah 
rnenyediakan anggaran pengawasan pilkada. Hal mi perlu 
rnernpertinibangkan pernbcrian anggaran yang proporsional 
pada nap daerah, yang mana hal mi diajukan berdasarkan pro-
posal masing-masing daerah yang tentunya memiliki karakteristik 
ran tangan yang herheda-beda dalarn menyelenggarakan pu kada. 



366 	Spirit Memperbaiki Sistem dan Implementasi Pemilu 

Keenam, terkait belurn lcngkapnya muatan UU Pemilu 
terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada masa pandemi 
atau Force majeur pada urnumnya, yang mi juga terkait dengan 
kualitas ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan 
penyebaran virus C'ovid 19 di TPS, maka ke depan UU Pemilu 
harus dilengkapi muatan-muatan yang lebih lengkap mengenai 
rnasalah tersebut. 

Ketujub, terkait Sirekap yang belum optimal berfungsi, ke 
depan perlu ada muatan dalam UU Pernilu yang mewajihkan 
KPU untuk melakukan pcnycimbangan antara melakukan 
pernutakhiran tcknologi e-rekap dengan peningkatan 
himbingan teknis bagi penyelenggara pemilu/pilkada di lapangan 
agar kemajuan teknologi e-rekap dapat sejatan dengan kemajuan 
sumber daya manusia penyelenggara pemilu/pilkada. DPR RI 
dan Pemerintah perlu mempertim hangkan pemberian anggaran 
yang Iebih besar bagi KPU untuk menyelenggarakan bimbingan 
teknis bagi penyelenggara pcmi!u/pilkada dengan sistem 
akuntabilitas yang jelas. 

Kedelapan, terkait profcsionalisme KPU dalarn validasi data 
Calon Kepala/Wakil Daerah, ke depan tarnpaknya dalam UU 
Pernilu penn ada muatan yang mewajihkan KPU rnemastikan status 
kewarganegaraan peserta pem ii u/pi!kada dengan bekc rja sarna 
dengan Bawaslu dan [)inas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Aspek-aspek Penting dalam Memperbaiki Sistem 
Pemilu dan Pilkada 

Pada 2021, Komisi II DPR RI rnenyetujui penataan ulangdesain 
keserentakan pemilu. Gelaran pernilu legislatif (pileg) dan 
pemilihan presiden (pilpres) yang hersamaan dengan pernilu 
kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh daerah yang akan 
diselenggarakan pada tahun 2024 diyakini akan mcnyulitkan 
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penyelenggara pemilu, serta akan memberatkan partai politik 

dan kandidat yang berkontestasi, dan juga akan memhingungkan 

masyai-akat/pemilih. Pilkada serentak selanjutnyaakan 

diselenggarakan pada November 2024 sesuai dengan amanat 

UU Nonior 10 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kedua atas UU 

Nornor I Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah 

Pcngganti VU Nornor I Tahun 2014 rentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota nienjadi Undang-Undang. 

Dengan demikian, pada 2024 akan diselenggarakan pilkada di 

524 daerah yang mana 1w pada rahun yang sama pernilu legislatif 

dan pem ilu presiden di!aksanakan. 

Ketua Kornisi II DPR RI Ahrnad Doll Kurnia Tandjung 

menyatakan bahwa desain keserenrakan pemilu legislarif dan 

presiden dengan pilkada akan membuat masyarakat pemilih 

herpotensi kesulitan mengamati program-program yang 

ditawarkan kandidat di setiap pernilihan, yang akan 

mengakibatkan kesuliran menentukan pilihannya pada 

pemungutan suara. Selain itu, dari sisi para kandidar pun akan 

kesulitan dalam menyampaikan visi-rn isinya. Kemungkinan yang 

paling diunrungkan adalah calon presiden karena paling menarik 

di mara publik, scdangkan calon legislatif dan calon kepala 

daerah akan Iebih sulir. Dari sisi partai politik juga akan kesulitan 

rnenyiapkan calon dan strategi untuk 3 pemilu sekaligus karena 

seriap jenis pernilu meniiliki karakrerisirik yang berbeda dan 

menierlukan pofa straregi yang berheda pula. 

Melihat hal tersebur, Komisi II DPR RI mengajukan 2 
pilihan desain kescrentakan pemilu mi. Opsi perrama, pilkada 

serentak di seluruh daerah disclenggai-akan pada 2027, yang mana 

herselang sekirar 3 rahun dari pcnyelenggaraan pileg dan pilpres 

2024. Opsi pertama mi sudah dicantumkan dalam drafRancangan 

Undang-Undang (RUU) tenrang Pernilihan Umurn. Opsi kedua, 

pilkada screntak tetap diselenggarakan dcrigan mengikuti sikius 5 

iahunaii, yang mana hal mi membuat penyclenggaraan pilkada 

\ 
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serentak tidak akan bersamaan dengan pemilu legis!atifdari pemilu 
presiden 2024. Opsi kedua mi baru muncul wacananya dalam 
pembahasan internal Komisi 11 DPR RI. 

Dalam menyikapi wacana rnemisahkan pileg dan pilpres 
dengan pilkada, perlu melihat pengalaman penyelenggaraan 
Pemilu Serentak 2019, dirnana pernilihan presiden, pemilihan 
Anggota DPR RI, pemilihan anggota DPRD Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bcrsamaan. Memang ide 
pemisahan yang diwacanakan di Komisi II DPR Ri adalah 
berdasarkan kescrentakan yang berbeda, yaitu antara pemilu 
lcgislatifdan pemilihan presiden (pemilu nasional) dengan pilkada 
(pemilu lokal), narnun teknis keserentakan penyelenggaraan 
pernilunya dapat disikapi sarna. Inti permasalahannya adalah pada 
konsekwensi teknis penyelenggaraan pemil u yang screnrak itu. 

Pada Pemilu Serentak 2019, berbagai perrnasalahan yang 
muncul adalah pertarna, dari aspek kualitas penyelenggara pernilu 
di lapangan, yaitu terutama Kelompok Penyelenggara Pemunguran 
Suara (KPPS). Keterbatasan penycicnggaraan Bimbingan Teknis 
(Bimtek) dari KPU kepada aiiggota KPPS menyebabkan kualitas 
Anggota KPPS tidak semuanya optimal. Penyelenggaraan Pemilu 
Screntak tentunya membutuhkan jum!ah Anggota KPPS yang 
sangat besar, dimana disisi lain, hal im sulit diimbangi dengan 
kapasitas waktu dan tenaga pihak KPU dalam membenikan 
Bimtek bagi mereka. 

Wacana pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal harus 
diimbangi dengan vaniahie-vaniabel lain yang mempengaruhi 
kesuksesan penyclenggaraan pernilu, antara lain perta.ma, penlunya 
penetapan RUU tentang Pemilu yang haru dalam jadwal waktu 
yang tidak terlalu dekat dengan pe!aksanaan pernilu. Pada Pemilu 
2019, dasar hukurnnya adalah UU Pemilu yang direvisi pada 
tahun 2017 dan diundangkan pada 16 Agustus 2017. Sebagiar 
masyarakat men ilai waktu antara pengesahan UU tersebu c 
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dengan tahapan awal Pemilu Serentak 2019 terlalu herdekatan. 

Padahal, persiapan pernilu tersebut sudah hartis dilakukan 20 

bulan sehelum hari pernungutan suara yang digelar pada 17 April 

2019, sehingga kctika iru KPU langsung menyelenggarakan 

tahapan awal Pernilu Serentak 2019 pasca pengesahan UU 

Pemilu (Media Indonesia, 11 Januari 2021). Dengan demikian, 

Kornisi II DPR RI perlu berkornitmen menyelesaikan penyusunan 

RUV tentang Pemilu dengan pengupayaan agar tidak terlalu 

herlarut-larut pernbahasannya, yang akan rnengakibatkan kasus 

pada Pemilu Serentak 2019 tersebut terjadi lagi. Tdealnya, paling 

lambat Maret 2021 sudah ada pembahasan RUU antara Komisi 

II DPR RI dengan Pemerintah, dengan target penyelesaiannya 

pada pertengahan 2021 arau selambat-Iambatnya Agustus 202 1. 

Kedua, pcnlunya penerapan sistem penghitungan suara yang 

lebih baik daripada yang dipakai pada Pernilu 2019 yang ketika 

itu Sistern Informasi Rekapirulasi Elektronik (Sirekap) yang dipakai 

dianggap sebagian kalangan belum efektif. Contoh kasusnya 

adalah hingga han ke-13 perhirungan suara selesai dilakukan, 

masih ada 5 dari 9 daerah yang menyelenggarakan pemilihan 

gubernur belum memasukkan data 100% di larnan 

wwwpi1kada2O2O. kpu.go. id , yaitu Provinsi Bengkulu, Kep ulauan 

Riau, Kalirnantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah 

(Media Indonesia, 11 Januari 2021). Dengan demikian, Komisi 

IT DPR RI bersama dengan KPU perlu membuat suatu sistern 

penghiningan suara yang dapat mcnghasilkan rekapitulasi suara 

secara lebih cepat dan akurat. Disamping itu, pengaturan 

rnengenai iiiekanisme atau teknis pemberiani suara bagi Pernilih 

yang bersifat rnemudahkan Pemilih dalarn memberikan suaranya 

adalah aspck lain yang harus segera ditangani. 

Keriga, penlu kecermaran dalarn melihat ketentuan-ketentuan 

apa yang selama mi terjadi turnpang-tindih antara yang dimuat di 

VU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan 
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yang dirnuat di UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (beserta perubahannya, yaitu UU 
Nomor lOTahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas tJU Nornor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti 
UU Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pcniilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang, diikuti dengan UU Nornor 
6 Tahun 2020 tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peruhahan Ketiga 
atas Undang-Undang Nornor 1 1hun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tcntang Pemilihan Gubcrnur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Vndang menjadi Undang-Undang). Komisi 11 
DPR RI perlu teliti agar hal-hal yang tumpang-tindih substansinya 
tidak tertuang kembali dalarn UU Pernilu yang sudah 
rncnggabungkan rezim pemilu nasional dengan pemilu lokal. 

Keempat, perki dikaji apakah pemilihan gubernur nantinya 
akan dipisahkan jadwal penyelenggaraannya dengan pemilihan 
bupati/walikota. Salah satu pandangan terkait hal tersebut adalah 
dari Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and (7onsulthig 
(SMRC) Djayadi Hanan, yang menyampaikan bahwa sehaiknya 
antara penyelenggaraan pemilihan guhernur dan DPRD provinsi 
ada jeda dengan pernilihan bupati/walikota dan DPRD 
kabupaten/kota, rnisalnya pemilihan guhernLlr dan DPRD 
provinsi pada 2026, sedangkan pemilihan hupati/walikota dan 
DPRD kahupaten/kota pada 2027 (Kompas, 8 Januari 2021). 
Ide mi tampaknya dapat dilakukkan untuk rnernusatkan perhatian 
masyarakat Pemilih di daerah pada satu rezim pemilihan saja dalarn 
satu waktu, sehingga diharapkan potensi kcsalahan dalarn 
pemberian suara akan jauh dapat diminimalisasi. Namun 
demikian, Komisi II harus mempertimbangkan Iebih jauh 
tentang keuntungan dan kerugian dari pernisahan jadwal mi. 

Kelima, mengingat pada setiap penyelenggaraan pemilu 
selalu dilakukan perubahan-perubahan atas UU Pernilu, maka 
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sebaiknya Komisi II DPR RI bersama Pernerinrah perlu rnulai 

mengupayakan terbentuknya UU Pernilu yang dapat berlaku 

setidaknya 15 sampai dcngan 20 tahun setelah UU itu 
diundangkan. Selama mi UU Pemilu selalu disikapi sebagai UU 
yang selalu mengalami trial and error seriap lima tahunnya. Hal 
mi menyebahkan kesan bahwa UU Pernilu hanya mengakornodasi 
kepentingan sesaat partai-partai politik, dan bukan untuk 

menciptakan desain Pemilu yang memang ideal hagi Indonesia. 

Mengingat bahwa pemilu yang balk adalah unsur yang hams 
ada scbagai indikator negara yang demokratis (Nugroho, 20 12:4), 

maka sudah saatnya pengaturan yang ada di UU Pemilu harus 
menccrminkan implementasi demokrasi iw sendiri. Para pengambil 
kehijakan terkait pemilu hendaknya semakin mengarahkan 

aturan-aruran pemilu kepada terciptanya pcmilu yang benar-benar 
demokratis. Parameter yang harus dipenuhi bagi terciptanya 
pemilu yang demokratis ada!ah rerbagi dalam 2 aspek, yaitu aspek 

prosedural dan aspek suhstansial. Unsur prosedural yang perlu 
disempurnakan adalah regulasi pemilu (UU Pernilu), 

Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum), Peserta Pernilu (Partai Politik dan! 

atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pen-iilih 

Tetap). Semeiitara itu, dari aspek substantif, pernilu sejatinya 

menganut nilai dan prinsip hebas, terbuka, jujur, adil, kompetirif 
serta menganur azas langsung, umum, bebas dan rahasia. 

Selanj utnya, terkait variasi keserentakan pemilu yang 

direrapkan, Komisi II DPR RI bersama Pemerintah seherulnya 

dapat membuat beberapa opsi khusus pada pemilu lokal juga, 
misalnya pemilihan Aiiggora DPRI) Provinsi dan DPRD 

Kabupaten!Kota ditanik ke dalam pemilu nasional, berbarengan 

dengan pi!cg dan pilpres, atau tetap dilaksanakan dengan 

berharenga n dengan pemilihan gubern ur dan bupati!walikota. 
Kedua pilihan itu harus dikaji dulu keunrungan dan kerugiannya 
bersama Pemerintah dan KPU. Hal mi tidak menyalahi 
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ketentuan perawran perundang-undangan karena sebagaimana 
yang disampaikan olch Mahkamah Konstitusi (MK), yang wajib 
diselenggarakan berbarengan hanya pileg dan pilpres serta 
Dewan Pcrwakilan Daerah (DPD). Penggabungan tiga pemilu 
terscbut dibutuhkan untuk nie rnperkuat sistern presidensial 
dalam pemerintahan Indonesia. 

Desain keserentakan pemulu dan pilkada dimungkinkan 
dalam berbagai opsi, dengan memperhatikan ketentuan yang 
ditetapkan oleh MK. Hal yang perlu diperhatikan adalah koridor-
koridor dalam menentukan desain pemilu rersehut. Prinsip-
prinsip urarna yang hanis diperhatikan Kornisi II DPR RI, 
Pemcrintah dan KPU dalam mendesain ulang pemilu dan pilkada 
adalah perrama, pemilihan model dilakukan dengan partisipasi 
semua kalangan yang terkait dcngan kepemiluan. Kedua, 
perubahan UU harus dilakukan Iebih awal sehingga tersedia waktu 
untuk menyimulasikan berhagai alternatif sebelum perubahan 
dilaksanakan. Kedga, n-iernperhitungkan dengan cermat semua 
irnp!ikasi teknis atas pilihan model yang tersedia demi terciptanya 
pemilu herkual itas. Keempa r, memperhi tu ngkan kemudahan dan 
kesederhanaan hagi pe mulih dalam menyal u rkan h ak p0! itiknya, 
dan kelima, tidak selalu hartis mengubah model pemulihan 
langsung yang disclenggarakan secara serentak dalam setiap 
periode pelaksanaan pemilu, sehingga terbangun kepastian dan 
kernapanan pelaksanaan pemilu. 

J adi pada dasarnya, memperhaiki sistern pemilu dan pilkada 
bagi kernajuan demokrasi merupakan proses yang ridak akan 
berhenti. Kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama 
pcnyelenggaraan pemilu dan pilkada hendaknya menjadi hahan 
urania dalam memperhaiki UU kepcmiluan. Jangan sampai 
kesalahan dan kekurangan yang bersifar "kiasik" terus herulang 
dari pemulu ke pemi!u atau dari pilkada ke pilkada. 
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